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.. | Sambutan 


Ketua Umum PB PMII 


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Alhamdulillahi rabbil “alamin, puji syukur hanya milik Allah SWT, 
kesempurnaan dan keindahan hanya milik-Nya. Begitu pula kita tak 
akan pernah bisa melawan iradahnya. Dengan ribuan kali kita 
berusaha menyempurnakan ibadah maka tidak akan pernah bisa 
melampaui sekian banyak nikmat yang telah diberikan-Nya kepada 
kita. Sekian kali kita melakukan kesalahan Allah senantiasa 
menghamparkan keluasan ampunan. Betapa kecil diri kita di hadapan- 
Nya, betapa akbarnya Allah azza wa jalla. subhanallah. 

Shalawat salam kepada Nabi Muhammad SAW turut serta dalam 
setiap hembusan nafas dan langkah kita sehari-hari untuk senantiasa 
mengharap syafaatnya pada saat yaumil hisab nanti, kemuliaan hati 
dan “tangis” malam ratapan beliau selalu menjadi spirit perjuangan 
kita untuk menegakkan panji-panji Islam. Paduka yang mulia Nabi 
Muhammad SAW, jika engkau setiap malam meratapi “ketakutan” 
keadaan kami yang lemah dalam menjalankan risalah yang engkau 
bawa, maka kami menangis tersedu-sedu karena rindu yang mendalam 
ingin berjumpa denganmu wahai Nabi. 

Dalam kesempatan ini menyambut Hari Lahir (HARLAH) PMII 
yang ke-55 yang artinya sudah separuh abad lebih PMII sebagai 
Organisasi Kemahasiswaan tetap teguh berdiri menjadi garda 
terdepan Pembela Bangsa, Penegak Agama. PMII akan selalu ambil 
bagian dalam setiap perubahan zaman, akan senantiasa turut serta 
membangun bangsa melalui garis juang yang kita miliki dan tentu yang 
tidak kalah penting adalah mencipatakan Islam Rahmatan lil “Alamin di 
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Bumi Pertiwi ini. 

Kami atas nama Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PB PMII) mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada Sahabat Fauzan Alfas yang telah bersedia 
mengabdikan dirinya untuk menulis sejarah perjuangan PMII. 

Buku “PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah Perjuangan” ini akan 
menjadi rujukan kesejarahan PMII yang pertama, terlengkap dalam 
dimensi kesejarahan yang faktual. Dalam melihat rentetan sejarah 
panjang PMII tak sempurna jika kita tidak memiliki pedoman penting 
yaitu rekam sejarah. Buku inilah yang hadir sebagai pintu masuk 
membaca dan memahami PMII dalam konteks sejarah, disinilah 
panggung sejarah akan tersingkap, bagaimana kondisi PMII diawal- 
awal pendirian sampai masa-masa perjuangan, serta berbagai kiprah 
PMII di kancah nasional maupun international. 

Selayaknya buku ini menjadi sebuah “Magnum Opus” karya besar 
kader PMII dalam memotret realita sejarah PMII. Kami berharap 
seluruh Kader dan Jamaah PMII dapat membaca Buku ini, sehingga 
kader PMII tetap dapat mempelajari dan mengambil semangat 
perjuangan para pendahulu PMII. 

Dalam perjalanan pasti ada kerikil tajam dan batu terjal sebagai 
ujian, begitu pula PMII sebagai organisasi kemahasiswaan terbesar di 
Indonesia, selalu berdoa kepada Allah SWT untuk senantiasa 
mendapatkan ridho-Nya. Semoga limpahan rahmat Allah tidak pernah 
berhenti kepada kita, sehingga awan hitam tak akan sempat hinggap di 
atap rumah besar kita, yakni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 


Ibdhinas shiratal mustagim. 
Wallahul muwafjig ila agwamit tharig 
Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 


Jakarta, 7 April 2015 


Aminuddin Ma'ruf 
Ketua Umum PB PMII 


viii 


....| Pengantar Penulis 


Salam silaturrahim untuk sahabat pergerakan. 

Alhamdulillah, mengawali penyusunan buku “PMII dalam Simpul- 
Simpul Sejarah Perjuangan” ini, ingin saya sampaikan rasa syukur dan 
Puji hanya kepada-Mu ya Allah, shalawat dan salam semoga tetap 
tercurah kepada junjungan kita Nabi Akhiruz zaman, Muhammad 
SAW. Hanya karena berkah dan petunjuk-Nya buku ini dapat 
terselesaikan untuk dipersembahkan kepada warga pergerakan. 

Keinginan untuk menulis buku ini didorong oleh rasa 
keprihatinan penulis selama nyantrik dan aktif didalam Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Amat terasa oleh kita semua, 
bahwa kurangnya pemahaman, pengertian dan belum adanya 
kesamaan persepsi warga pergerakan secara benar dan utuh terhadap 
PMII. Hal ini disebabkan antara lain, belum tersosialisaikannya 
produk-produk hukum, dokumen-dokumen historis PMII kepada 
warga pergerakan secara merata, terutama belum adanya buku tentang 
sejarah perjuangan PMII yang ditulis secara komperehensif dan 
sistimatis, sehingga berakibat jauh, seperti masih simpang siurnya 
pemahaman warga pergerakan dalam memandang hakekat perjuangan 
PMII secara proporsional. 

Sangat disayangkan jika peran dan sepak terjang PMII dalam 
perjalanan sejarahnya di negeri Indonesia tercinta ini tidak terekam 
secara utuh dan sekaligus dapat disosialisasikan. Hal ini penting 
mengingat keperluan sosialisasi disamping pemahaman dan keperluan 
kaderisasi di lingkungan PMII. Karena itu, penulis mempersembahkan 
buku yang amat sangat sederhana ini, namun hanya menyusun, tidak 
lebih. 
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Penyusunan buku ini dimaksudkan agar dapat diletakkan dalam 
rentang sejarah pencarian citra diri warga pergerakan sebagai sosok 
ulul albab yang dicita-citakan. Disampng itu, juga diharapkan dapat 
merangsang warga pergerakan mengkaji secara kritis hakekat PMII 
sesuai dengan maksud didirikannya organisasi ini. 

Jika dalam penulisan buku ini didapati banyak kekurangan, baik 
isi maupun cara penulisan yang amat sangat sederhana, terbatasnya 
kemampuan penulis adalah penyebab yang pertama. Sebab yang 
pertama ini berimplikasi pada keraguan, bahwa buku ini, baik karena 
gaya penulisannya maupun dan terutama tentang isinya mencakup 
peran PMII yang relatif beragam dan kompleks, sangat mungkin 
sekali tak mampu mengcover semua spek gerakan PMII yang 
seharusnya dapat dipotret secara proporsional dan apa adanya. 
Namun sungguh diluar dugaan, dukungan terhadap buku ini dari 
kawan dan sahabat-sahabat pergerakan benar-benar merupakan 
sebuah motivasi tersendiri. 

Dukungan itu saya rasakan sangat jujur dan ikhlas bahkan sangat 
mendorong terutama sahabat-sahabat saya di PMII cabang Malang 
dimana saya pernah mengabdi dan berjuang bersama-sama, karena 
terbukti untuk itu saya telah dibantu dengan sejumlah pikiran 
berharga dan pengetahuan tambahan yang penting, berupa data-data 
dan bahan-bahan referensi. 

Jika akhirnya kelemahan dan hambatan-hambatan dalam 
penulisan buku ini menjadi sedikit teratasi, maka penghargaan atau 
apapun namanya, sepenuhnya pantas dipersembahkan untuk mereka 
yang telah menyumbangkan pikiran dan bahan-bahan, terutama 
sahabat saya Mas'ud Said dan Effendy Choirie, saya dengan rasa 
bangga dan haru yang amat mendalam merasakan bahwa semua 
pikiran yang telah disumbangkan merupakan cermin dari sebuah 
kesungguhan tanpa pamrih dan mawaddah sesama warga pergerakan- 
tidak, terutama terhadap buku ini, melainkan terhadap sahabat 
pergerakan pikiran dan tenaga yang dicurahkan dapat saya bayangkan 
bukannya tanpa pengorbanan yang harus kita hargai, kepada mereka 
semua, saya ingin menyampaikan terima kasih saya yang sebesar- 
besarnya. 

Akan tetapi, dengan ini, tidak berarti saya hendak membagi 
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tanggung jawab dengan mereka sahabat pergerakan, tentang semua 
kekurangan dan kelemahan-kelemahan yang pasti ada dan perbedaan 
pendapat yang mungkin timbul karena isi buku ini. Sebaliknya dengan 
tulus sya ingin menyatakan bahwa tanggung jawab dan segala 
akibatnya tetap terletak hanya dipundak saya sendiri. 

Akhirnya sebuah penegasan perlu saya garis bawahi sekali lagi, 
bahwa kekurangan-kekurangan dalam buku ini terutama karena tidak 
adanya latar belakang pendidikan dan pengelaman yang memadai. 
Kekuranga itu sangat saya sadari sepenuhnya, bahkan ketika penulisan 
buku ini masih merupakan sebuah angan-angan. Terlebih lagi 
mengingat beragam dan kompleksnya gerakan PMII yang secara 
ambisius coba diangkat. Hanya karena keprihatinan dan tiadanya 
alasan pemaaf diri saja untuk berusaha menoba, maka jadilah buku ini, 
dengan segala kekurangannya. Sama seperti ketika masih dalam angan- 
angan, upaya yang sudah jadi inipun senantiasa saya pandang hanya 
sebagai sebuah usaha seseorang yang ingin mencoba. 


Wallabul Muwaffig Ha Agwamith Tharig 
Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Malang,7 April 2015 


Fauzan Alfas 
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.| Prolog 
“Kader NU-Kader Bangsa” 


Oleh: M. Said Budairy 
(salah satu deklarator kelahiran PMII) 


Buku “PMII dalam simpul-simpul sejarah perjuangan” ini me- 
rupakan sebuah khazanah yang sangat berharga bagi organisasi 
mahasiswa kita. Secara deskriptif buku ini menyajikan catatan 
semenjak embrio, seputar kelahiran dan sepanjang sejarah perjalanan 
perjuangannya sampai saat-saat usianya berkepala empat. 

Sebagai salah seorang yang ikut mendeklarasikan lahirnya 
organisasi ini 44 tahun yang lalu, saya gembira menyambut pener- 
bitannya. Melalui buku ini pembaca dapat menangkap dinamika PMII. 
Sebuah perkumpulan mahasiswa yang tidak dapat dipisahkan dari 
keberadaan Nahdlatul Ulama atau jam'iyah “Kebangkitan Ulama”. 
Jam'iyah yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan nasional, 
mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan 
mempertahankan kemerdekaan, selalu menempatkan diri dan aktif 
ambil bagian dalam pembangunan bangsa. 

Dalam perjuangan politik, NU yang massanya besar tadinya 
bergabung dalam partai Masyumi. Tetapi setelah beberapa waktu yang 
lumayan panjang, terasa terbonsai, hanya mendapat peran kecil dalam 
praktik politik. Akibatnya, bangkit keinginan kuat untuk tampil 
sebagai sosok partai politik mandiri. Lahirlah kemudian partai 
Nahdlatul Ulama. Peristiwa pemisahan dari Masyumi itu terjadi pada 
tahun 1952. Dan terbukti massa besar NU dapat nyata terlihat pada 
hasil pemilu pertama Indonesia 1955. NU tampil menjadi kekuatan 
politik besar ketiga setelah PNI dan Masyumi di negeri ini. Tadinya 
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hanya mendapat jatah 8 kursi parlemen ketika bergabung dengan 
Masyumi, melalui pemilu 1955 NU berhasil meraih kekuatan 45 kursi 
di parlemen. 

NU terlahir dari kalangan pesantren, diinisiatifi kelahirannya oleh 
para Kiai pengasuh pesantren — pesantren. Dengan sendiri jamaahnya 
para santri, umumnya pendidikan mereka bersumber dari pendidikan 
pesantren yang mengutamakan kajian — kajian keagamaan, teristimewa 
yang bersumber dari kitab kuning. 

Menyadari adanya kebutuhan membangun kader — kader yang 
mampu menangani berbagai bidang, didirikanlah organisasi — organi- 
sasi pendukung. Kaum wanitanya bergabung dalam organisasi 
muslimat NU, pemudanya dalam Gerakan Pemuda Anshor dan 
Fatayat NU. 

Ketika pendidikan warga NU semakin berfariasi dan meningkat, 
kaum pelajar baik yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah 
umum di dalam maupun di luar pesantren, bergabung dengan men- 
dirikan Organisasi Ikatan Pelajar NU (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri 
(IPPNU). Dan para mahasiswa melalui kesepakatan internal IPNU 
kembali mendidirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dideklarasikan kelahiran- 
nya saat bangsa Indonesia baru saja terguncang oleh tidak berhasilnya 
Majelis Konstituante menetapkan dasar Negara dalam menyusun 
UUD baru. Indonesia baru saja mengalami guncangan dengan 
dikeluarkannya Dekrit Presiden RI berisi penetapan Indonesia kem- 
bali menggunakan UUD 1945, pembubaran Majelis Konstituante dan 
DPR RI hasil pemilu 1955. Dan sedang bergegas melahirkan Dewan 
Perwakilan Rakyat gotong Royong (DPR-GR) dan Majelis Per- 
musyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). 

“Penyegaran” dan “modernisasi” NU tidak lepas dari keber- 
hasilan PMII. Kader-kader PMII hampir menyebar ke semua tingkat 
NU keseluruh Nusantara. Ketaatan kultural kepada ulama yang 
membangun Jam'iyah NU tidak berubah, tetapi lebih kritis dengan 
mengembangkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang sejalan de- 
ngan dinamika zaman. 

Jalinan kultural tersebut terus dipertahankan ketika PMII 
menyatakan independensinya melalui deklarasi Murnajati. Sekarang 
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para alumni PMII tidak saja menyebar di semua kepengurusan NU, 
Badan Otonom dan lembaga — lembaganya. Tapi sudah menyeruat di 
berbagai badan- badan penyelenggara Negara. Tidak sedikit jumlahnya 
yang bekerja di lingkungan lembaga- lembaga Legislatif pusat dan 
daerah, begitu pula di lembaga Eksekutif dan Yudikatif. Jangan pula 
ditanya seberapa besar jumlahnya yang bergerak di bidang pendidikan 
dan kebudayaan. Dari kondisi sulit menemukan putra- putra NU 
berpendidikan sekolah menengah pada setengah abad yang lalu kini 
bertebaran pakar-pakar di berbagai bidang, para alumni perguruan 
tinggi Agama dan umum dari dalam dan luar Negeri. Ketua Umum 
PBNU KH. Hasyim Muzadi adalah salah seorang alumnus PMII, 
dibawah kepemimipinannya NU menyelenggarakan International 
Conference of Islamic Scholars, konferensi internasional para tokoh islam 
dan ulama dari berbagai belahan dunia, di Jakarta. PMII tumbuh dari 
persemaian kader NU berlanjut menjadi persemaian kader bangsa 
Indonesia. 

Sekali lagi saya menghargai ketekunan penulis buku ini. Tentu 
selalu masih ada kekurangan di dalamnya, tapi melalui bantuan 
masyarakat warga PMII dengan masukan-masukannya, buku ini 
akhirnya akan lebih sempurna. 
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Manuskrip Kesatu 
Masa Embrional Kelahiran 


PMII (1955-1963) 


A. Cikal Bakal PMII 

Ide dasar berdirinya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
(PMII) bermula dari adanya hasrat kuat para mahasiswa Nah- 
dliyin untuk membentuk suatu wadah (organisasi) mahasiswa 
yang berediologi Ahlussunnah Waljama'ah (Aswaja). Ide ini tak 
dapat dipisahkan dari eksistensi IPNU-IPPNU (ikatan pelajar 
nahadlatul ulama-ikatan pelajar nahdlatul ulama), secara historis, 
PMII mrupakan mata rantai dari departemen perguruan tinggi 
IPNU yang dibentuk dalam muktamar III PNU di Cirebon Jawa 
Barat pada tanggal 27 - 31 Desember 1958. Di dalam wadah IPNU- 
IPPNU ini banyak terdapat mahasiswa yang menjadi anggotanya, 
bahkan mayoritas fungsionaris pengurus pusat IPNU-IPPNU 
berpredikat sebagai mahasiswa. Itulah sebabnya, keinginan 
dikalangan mereka untuk membentuk suatu wadah khusus yang 
menghimpun para mahasiswa nahdliyin. Pemikiran ini sempat 
terlontar pada muktamar II IPNU tanggal 1-5 Januari di 
Pekalongan Jawa Tengah,!) tetapi para pucuk pimpinan IPNU 
sendiri tidak menanggapi secara serius. Hal ini mungkin 
dikarenakan kondisi di dalam IPNU sendiri masih perlu 
pembenahan, yakni banyaknya fungsionaris IPNU yang telah 
berstatus mahasiswa, sehingga dikhawatirkan bila wadah khusus 
untuk mahasiswa ini berdiri akan mempengaruhi perjalanan 


1 Sejarah singkat IPNU-IPPNU, Buku kenang-kenangan Makesta IPNU-IPPNU, 
Kodya Surakarta, Tahun 1970, halaman 11 
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IPNU yang baru saja terbentuk, Tetapi aspirasi kalangan 
mahasiswa yang tergabung dalam IPNU ini makin kuat, hal ini 
terbukti pada muktamar III IPNU di Cirebon Jawa Barat, pucuk 
pimpinan IPNU didesak oleh para peserta muktamar membentuk 
suatu wadah khusus yang akan menampung para mahasiswa 
nahdliyin, namun secara fungsional dan struktur organisatoris 
masih tetap dalam naungan IPNU, yakni dalam wadah 
departemen perguruan tinggi IPNU ?). 

Namun langkah yang diambil oleh IPNU untuk menampung 
aspirasi para mahasiswa nahdliyin dengan membentuk 
departemen perguruan tinggi IPNU pada kenyataannya tidak 
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Terbukti apda Konprensi 
Besar IPNU di Kaliurang Yogjakarta pada tanggal 14 - 16 Maret 
1960, Forum konprensi besar memutuskan terbentuknya suatu 
wadah/organisasi mahasiswa nahdliyin yang terpisah secara 
struktural maupun fungsional dari IPNU-IPPNU. 


B. Upaya Dibalik Kelahiran PMII 

Usaha untuk mendirikan suatu wadah yang khusus 
menghimpun mahasiswa nahdliyin sebenarnya sudah lama ada, 
hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan sekelompok 
mahasiswa NU yang di Jakarta. Patut dicatat disini: 

Pertama, misalnya berdirinya IMANU (ikatan mahasiswa 
NU) pada bulan Desember tahun 1955 di Jakarta. Namun 
kehadirannya belum bisa diterima oleh banyak pihak, terutama 
oleh kalangan sespuh NU sendiri. Sebab disamping kelahiran 
IPNU itu sendiri masih baru (didirikan pada tanggal 24 Februari 
1954) yang notabene mayoritas pengurusnya mahasiswa, sehingga 
dikhawatirkan justru akan melumpuhkan IPNU. 

Kedua, sekelompok mahasiswa nahdliyin yang berdomisili di 
kota Surakarta Jawa Tengah yang diprakarsai oleh H. Mustahal 
Ahmad, juga sempat mendirikan suatu organisasi yang diberi 
nama “Keluarga Mahasiswa NU” (KMNU) Surakarta, juga pada 
tahun 1955. Bahkan KMNU ini merupakan organisasi mahasiswa 


2 Ibid Halaman 12. 


yang NU yang mampu bertahan sampai lahirnya PMII pada tahun 
1960 3). 

Ketiga, di Bandung ada usaha serupa dengan nama PMNU 
(persatuan mahasiswa NU) dan masih banyak lagi di kota-kota 
lain dimana ada perguruan tinggi yangmempunyai gejala yang 
sama, tetapi ternyata pimpinan IPNU tetap membendung usaha- 
usaha tersebut dengan suatu pemikiran bahwa pimpinan pusat 
IPNU akan lebih mengintensifkan pada usaha-usaha mengadakan 
penelitian pada dua permasalahan pokok : 

1) Seberapa besar potensi mahasiswa NU 

2) Sampai seberapa jauh kemampuan untuk berdiri sebagai 
organisasi mahasiswa ?). 

Upaya yang dilakukan oleh IPNU dengan membnetuk 
departemen perguruan tinggi untuk menampung aspirasi 
mahasiswa nahdliyin, tidak banyak berarti bagi kemajuan dan 
perkembangan mahasiswa nahdliyin, hal tersebut disebabkan 
beberapa hal : 

1) Kondisi obyektif menunjukkan bahwa keinginan para 
pelajar sangat berbeda denga keinginan, dinamika dan 
perilaku mahasiawa. 

2) Kenyataan gerak dari departemen perguruan tinggi IPNU 
itu sangat terbatas sekali. Terbukti untuk duduk sebagai 
anggota PPMI persatuan perhimpunan mahasiswa 
indonesia), suatu konfederasi organisasi mahasiswa ekstra 
universitas tidak mungkin bisa, sebab PPMI merupakan 
organisasi yang hanya menampung  ormas-ormas 
mahasiswa. Apalagi dalam MMI (majlis mahasiswa 
indonesia), suatu federasi dari dewan/senat mahasiswa, juga 
tak mungkin dilakukan ») 

Kesimpulan dari perdebatan mengenai hasil pengamatan 
ketua IPNU waktu itu ternyata tidak berbeda jauh. Para anggota 


3 Wawancara dengan sahabat Drs. H. Mustahal Ahmad pada tanggal 25 Agustus 
1986 di rumah beliau Jl. Imam Bonjol 53 Surakarta Jawa Tengah. 

4 Op-cit, Halaman 2 

5 Op-cit, Halaman 3 


pimpinan pusat IPNU lebih condong untuk merintis pembentukan 
wadah khusus bagi mahasiswa nahdliyin. Pertimbangan yang 
menyertai kwsimpulan ini juga lebih kompleks. Sebab di 
penghujung dasa warsa 1950 itu situasi politik dan keamanan di 
tanah sir kita sedang bergolak. 

Dengan demikian,  pertimbangan-pertimbangan — yang 
diperdebatkan dalam rapat piminan pusat IPNU itu : 

Pertama, wadah departemen perguruan tinggi IPNU 
dianggap tidak lagi memadai, tidak cukup kuat untuk mewadahi 
gerakan kemahasiswaan. 

Kedua, perkembangan poltik dan keamanan dalam negeri 
menuntut pengamatan yang ekstra hati-hati, khususnya bagi para 
mahasiswa Islam. 

Ketiga, satu-satunya wadah kemahasiswaan Islam yang ada 
pada waktu itu ialah HMI (himpunan mahasiswa Islam), yang 
tokoh-tokohnya dinilai terlalu dekat dengan partai Masyumi, 
sedangkan tokoh masyumi telah melibatkan diri dalam 
pemberontakan PRRI. 

Sementara itu, dikalangan intern NU sendiri, waktu itu masih 
belum terungkap suatu rasa percaya diri. Maksudnya para tokoh 
pimpinan NU masih seolah-olah dalam lingkungan jam'iyah 
nahdliyin tidak ada anggota yang berkualitas intelektual. 
Sehingga untuk mengisi jabatan menteri dan anggota DPR saja, 
pimpinan NU terpaksa meng-NU-kan sarjana-sarjana dari luar 
lingkungan nahdliyin. Padahal NU waktu itu adalah sebuah partai 
besar, pemenang nomor tiga dalam pemili 1955. Kewibawaan 
partai NU tidak selayaknya dihambur-hamburkan untuk memberi 
hadiah jabatan dan kedudukan kepada orang diluar jema'ah. 

Inilah cara yang selalu diteriakkan para mahasiswa nahdliyin 
pada waktu itu. Dan merekapun merasa perlu segera melakukan 
langkah-langkah tertentu untuk meyakinkan semua pihak yang 
berkepentingan, bahwa dalam lingkungan nahdliyin sudah 
muncul banyak generasi muda yang berpendidikan perguruan 


tinggi. 5) 


6 HA. Cholid Mawardi, PMII dan Cita-cita NU, Dalam Pemikiran PMII, Dalam 
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Menyadari keterbatasan dan berkat dorongan-dorongan 
berbagai kenyataan obyektif serta adanya usaha mengambil 
langkah-langkah pertimbangan, antara lain : 

1) Didirikannya perguruan tinggi NU di berbagai tempat, 
misalnya PTINU di Surakarta (sekarang Universitas NU), 
Fakultas Ekonomi dan Tata Niaga serta fakultas Hukum dan 
Tata Praja di Bandung (sekarang Universitas Islam 
Nusantara-Uninus) dan Akademi ilmu pendidikan dan 
Agama Islam di Malang (sekarang Universitas Islam 
Malang-Unisma). 

2) Adanya keinginan dari individu-individu mahasiswa 
nahdliyin yang menuntut ilmu di perguruan tinggi NU 
maupun pergutuan tingg negeri dan lainnya untuk segera 
mengkonkritkan suatu wadah khusus bagi mahasiswa 
nahdliyin. 

3) Adanya signal dari pucuk pimpinan LP. Ma'arif NU sendiri 
untuk lebih mengkonkritkan bentuk organisasi mahasiswa 
nahdliyin. 

4) Adanya kenyataan praktis maupun psikologis yang sangat 
bertolak belakang diantara pelajar dan mahasiswa 
khususnya yang tergabung dalam IPNU, baik dari segi 
belajar, dinamika maupun strategi perjuangannya, semakin 
mendorong terbentunya suatu wadah tersendiri. 7) 

Semangat untuk mendirikan organisasi mahasiswa yang 
khusus dilingkungan mahasiswa nahdliyin nampak semakin 
menguat. Puncaknya ketika IPNU mengadakan konprensi besar 
pada tanggal 14-17 Maret 1960, setelah sahabat Isma'il Makky 
(selaku ketua departemen perguruan tinggi IPNU) dan sahabat 
Moh. Hartono BA (mantan wakil pimpinan Usaha Harian Pelita 
Jakarta) berbicara di depan peserta komprensi besar IPNU 
tersebut di Kaliurang Yogjakarta. Dari sinilah akhirnya lahir suatu 
keputusan “perlunya didirikan suatu organisasi mahasiswa secara 


berbagai visi dan Persepsi, Oleh A. Effendy Choirie dan Choirul Anam, Aula, 
Surabaya 1991, Halaman 72-74. 
7 Op-Cit, Halaman 3 


khusus bagi mahasiswa nahdliyin 8) yang lepas baik secara 
struktural organisatoris maupun adminstratif. 

Untuk mempersiapkan musyawarah pembentukan suatu 
wadah/organisasi mahasiswa tersebut dibentuklah 13 orang 
panitia sebagai sponsor pendiri organisasi mahasiswa nahdliyin 
dengan limit waktu kerja satu bulan, yang diirencanakan 
dilaksanaka di Surabaya 9). 


C. Situasi dan Kondisi Politik Sekitar Kelahiran PMII 

Ada beberapa situasi dan kondisi yang melatar belakangi 
proses kelahiran PMII saat itu, antara lain situasi politik negara 
Republik Indonesia, Posisi Umat Islam Indonesia, dan Keadaan 
Organisasi Mahasiswa saat itu. Namun disini penulis tidak akan 
mengulas semua situasi dan kondisi politik disekitar proses 
kelahiran PMII tersebut, tetapi hanya akan sedikit mengulas 
keadaan organisasi mahasiswa saat itu. 

Yang dimaksud dengan keadaan organisasi mahasiswa disini 
adalah suatu wadah aktivitas para mahasiswa di luar kampus 
(ekstra universiter dan ekstra kurikuler). Dengan wadah seperti 
itu aktivitas mahasiswa banyak memberikan andil besar terhadap 
pasang surutnya sejarah bangsa Indonesia, khususunya generasi 
muda. Andil tersebut biasanya digerakkan oleh idealisme yang 
berorientasi pada situasi yang selalu menghendaki adanya 
perubahan kearah perbaikan bangsanya, sesuai dengan cita-cita 
proklamasi kemerdekaan Indonesia, Pancasila dan UUD 1945. 

Generasi muda khususnya para mahasiswa merupakan 
kelompok terpelajar yang mendapat perhatian dari pemerintah, 
lantaran menyangkut masa depan kehidupan bangsa. Situasi 
dunia kemahasiswaan saat itu banyak terkait dengan kondisi 
politik nasional. Sebab sejarah kemahasiswaan di Indonesia pun 
paralel dengan apa yang terjadi pada dasa warsa 1950-an, kegiatan 
mahasiswa pada dasa warsa 1950-an banyak berkaitan dengan 
persoalan-persoalan politik, sebab mahasiswa pada saat itu lebih 


8 Op-Cit, Halaman 3 
9 Fauzan Alfas, Ke-PMII-an, Makalah Mapaba PMII Malang, 1990. 
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cendrung merupakan alat partai politik.) Oleh karena itu wajar 
kalau organisasi mahasiswa harus terlibat dalam masalah 
penyusunan kabinet!) Demikian juga misalnya ketika 
pelaksanaan Pemilu tahun 1955, organisasi mahasiswa Islam yang 
diwakili oleh HMI pada saat itu menyerukan kepada masyarakat 
supaya memilih partai-partai Islam, dan khusus kepada warganya 
supaya memilih salah satu partai Islam yang disenangi. 
Sedangkan dalam pelaksanaan sidang Dewan Konstituante 1957 
di Bandung diwakili oleh Porpisi (perserikatan organisasi- 
organisasi pemuda Islam Indonesia)” yang dipimpin oleh EZ. 
Muttagin menjadi peninjau pada pelaksanaan sidang tersebut. 

Keterlibatan mahasiswa dalam politik praktis di imbangi pula 
oleh aktivitas-aktivitas di bidang kepemudaan, baik dalam skala 
nasional maupun International. Porpisi dan FPII (front pemuda 
Islam Indonesia) adalah dua organisasi yang telah mengantarkan 
peran serta para pemuda islam Indonesia. Demikian juga 
kahadiran GPII (Gerakan pemuda Islam Indonesia) sebelumnya 
telah memainkan peranan penting dalam hubungannya dengan 
BKPRI (Badan Kongres Pemuda Republik Indonesia) yang 
dipimpin oleh Khairul Saleh. Dalam pertemuan Kongres Pemuda 
Islam sedunia (International Assembly of Muslem Youth) pada 
tahun 1955 di Karachi Pakistan, pemuda Islam Indonesia diwakili 
oleh PORPISI. 

Sementara PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa 
Indonesia) dan MMI (Majlis Mahasiswa Indonesia) yaitu wadah 
federatif organisasi ekstra dan intra-universiter telah memberi 
warna tersendiri dalam dunia kemahasiswaan. PPMI berdiri tahun 


10) Christianto Wibisono, Sejarah Demonstrasi Mahasiswa 1966, aksi-aksi tritura (PT. 
Tanjung Mas Semarang, 1980) hal. 11 

1) Yozar, Pergolakan Mahasiswa abad ke 20, Kisah Perjuangan anak-anak Pemberang 
(Sinar Harapan, Jakarta, 1981) hal. 201 

12) Drs. Agussalim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI, 1947-1975, (PT Bina Ilmu, 
Surabaya, 1976) hal. 107 

13) Ridwan Saidi, Pemuda Islam dalam dinamika politik bangsa 1925-1984, 
(CV.Rajawali, Jakarta, 1984) Hal. 74 

14) Tbid 


1947 yang didukung oleh organisasi-organisasi ekstra-universiter 
baik yang beraliran nasionalis, agama, sosialis maupun organisasi 
lokal. Organisasi sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik 
dalam dan luar negeri. Sebagai atas PPMI, maka mahasiswa- 
mahasiswa yang masih menginginkan kemurnian aktivitasnya 
dari politik mereka mendirikan organisasi Intra-universiter di 
tiap-tiap perguruan tinggi beruapa Sema (Senat Mahasiswa) dan 
Dema (Dewan Mahasiswa) yang akhirnya berkembang menjadi 
MMI. Akan tetapi dalam perjalanan sejarahnya PPMI dan MMI 
juga sama saja, yaitu kedua organisasi ini tidak bisa melepaskan 
diri dari soal politik. Oleh karena itu jika mengungkapkan dunia 
kemahasiswaan secara organisasi pada tahun 1950-an tidak 
terlepas dari adanya persaingan politik dalam dua tubuh 
organisasi federatif itu, bahkan persaingan tersebut berlangsung 
hingga tahun 1965 disaat meletusnya G.30.S/PKI. PPMI dan MMI 
yang sudah didominasi oleh CGMI (Consentrasi Gerakan 
Mahasiswa Indonesia) yang berhaluan Komunis kemudian tamat 
riwayatnya bersamaan dengan penganyangan terhadap 
G.30.S/PKI. 

Dinamika kehidupan mahasiswa yang seperti itu telah 
mendorong sekelompok mahasiswa nahdliyin untuk ikut 
berperan didalamnya, sebab dalam suasana seperti itu para 
mahasiswa nahdliyin merasa tidak cukup tersalurkan aspirasinya 
hanya melalui HMI. Wajar bila akhirnya para mahasiswa 
nahdliyin segera membentuk wadah tersendiri, disamping alasan 
intern yakni IPNU sudah tidak lagi mampu mewadahi gerakan 
para mahasiswa nahdliyin tersebut. 


D. Proses Kelahiran PMII 

Seperti telah disebutkan dimuka bahwa pada puncak 
konfrensi besar IPNU pada tanggal 14-17 Maret 1960 di Kaliurang 
Yogjakarta dicetuskan suatu keputusan perlunya didirikan suatu 
organisasi mahasiswa yang terlepas dari IPNU baik secara 


15) Sarlito Wirawan Sarwono, Perbedaan antara Pemimpin dan Aktivis dalam gerakan 
protes Mahasiswa, ( Bulan Bintang, Jakarta, 1978) Hal. 84 
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struktur  organisatoris maupun administratif. Kemudian 
dibentuklah panitia sponsor pendiri organisasi mahasiswa yang 
terdiri dari 13 orang dengan tugas melaksanakan musyawarah 
mahasiswa nahdliyin se-Indonesia, bertempat di Surabaya dengan 
limit waktu satu bulan setelah keputusan itu. 
Adapun ke 13 sponsor pendiri organisasi mahasiswa itu 
adalah sebagai berikut : 
1. Sahabat Cholid Mawardi (Jakarta) 

Sahabat Said Budairy (Jakarta) 

Sahabat M. Sobich Ubaid (Jakarta) 

Sahabat M. Makmun Syukri BA (Bandung) 

Sahabat Hilman (Bandung) 

Sahabat H. Isma'il Makky (Yogyakarta) 

Sahabat Munsif Nahrawi (Yogyakarta) 

Sahabat Nuril Huda Suaidy HA (Surakarta) 

Sahabat Laily Mansur (Surakarta) 
. Sahabat Abd. Wahab Jailani (Semarang) 
. Sahabat Hisbullah Huda (Surabaya) 
. Sahabat M. Cholid Narbuko (Malang) 
. Sahabat Ahmad Husain (Makasar) 


CPND IPDN 


AD. 
DN - 0 


Seperti diuraikan oleh Sahabat Chotbul Umam (mantan 
Rektor PTIO Jakarta), sebelum malaksanakan musyawarah 
mahasiswa nahdliyin, terlebih dahulu 3 dari 13 orang sponsor 
pendiri itu - terdiri dari : 

1. Sahabat Hisbullah Huda (Surabaya) 

2. Sahabat M. Said Budaury (Jakarta) 

3. Sahabat Makmun Syukri BA (Bandung) 

Pada tanggal 19 Maret 1960 mereka berangkat ke Jakarta 
menghadap ketua Umum partai NU yaitu KH. DR. Idham Khalid 
untu meminta nasehat sebagai pegangan pokok dalam 
musyawarah yang akan dilaksanakan. Dan pada tanggal 24 Maret 
1960 mereka diterima oleh ketua partai NU, dalam pertemuan 
tersebut selain memberikan nasehat sebagai landasan pokok 
untuk musyawarah, beliau juga menekankan hendaknya 


oraganisasi yang akan dibentuk itu benar-benar dapat diandalkan 
sebagai kader partai NU, dan menjadi mahasiswa yang berprinsip 
ilmu untuk diamalkan bagi kepentingan rakyat, bukan ilmu untuk 
ilmu. Yang lebih penting lagi yaitu menjadi manusia yang cakap 
serta bertagwa kepada Allah SWT. Setelah beliau menyatakan 
“merestui musyawarah mahasiswa nahdliyin yang akan diadakan 
di Surabayaitu” 16). 

Pesan yang disampaikan oleh ketua partai NU tersebut, terasa 
sekali suasana kepercayaan NU pada organisasi mahasiswa yang 
akan dibentuk ini. Bagaimana dengan organisasi yang lain?, 
keadaan yang demikian ini nampaknya dapat kita maklumi. 

Keadaan waktu itu (60-an) memang sangat kondusif bagi 
organisasi mahasiswa untuk bersikap politis bahkan partai 
minded. Meningkatnya jumlah ormas-ormas mahasiswa disertai 
oleh meningkatnya peran mereka secara kualitas dan terbukanya 
kesempatan untuk mobilitas sosial dibidang politik “). Hal ini 
senada yang disampaikan oleh Rocamora (dikutip oleh Burhan D. 
Magenda dalam Prisma nomor 12 Desember 1977) tentang 
keterkaitan atau hubungan antara organisasi mahasiswa dan 
partai politik. Rocamora menunjukkan bagaimana pimpinan 
organisasi mahasiswa berafiliasi dengan partai politik waktu itu. 
Proses regenerasi ini berjalan secara damai dan sesuai dengan 
prinsip-prinsip organisasi. Gejala seperti itu juga terlihat hampir 
pada semua organisasi mahasiswa, termasuk di dalamnya PMII 
yang baru dibentuk '). 

Kalau PMII juga aktif dibidang politik, seperti ang 
disampaikan oleh Abd, Rohim Hasan di depan forum Kongres 
PMII ke IV di Makasar pada tahun 1970 “mengapa PMII mesti 
berpolitik ? bukankah itu akan mengganggu tugas utamanya, belajar dan 
belajar ?, bukankah persoalan poltik itu nanti setelah lulus dan terjun 
ditengah masyarakat ?, Ruang kuliah adalah preparasi untuk pekerjaan 


16 Op-Cit, Halaman 3 

7 Burhan D. Magenda, Gerakan Mahasiswa Indonesia dan sistem Politik, 
Prisma Nomor 12, Desember 1977. 

18 Ibid, Halaman 10. 
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politik. Gerakan-gerakan kita adalah sekaligus gerakan belajar dan 
gerakan politik "?). Lebih lanjut ia mengatakan “Mengapa PMII mesti 
berpolitik baik secara praktis maupun konsepsional, belajar dan berpolitik 
bukanlah suatu hal yang tabu, tetapi justru prinsip berpolitik itu adalah 
bersamaan dengan keberadaan PMII itu sendiri. Hal ini ditegaskan 
dalam dokumen historis PMII - Gelora Megamendung - Pokok- 
pokok pikiran training course II PMII pada tanggal 17 - 27 April 
1965 di Megamendung Bogor Jawa Barat - yang menolak dengan 
tegas prisnsip ilmu untuk ilmu. PMII dengan tegas menetapkan 
bahwa ilmu harus diamalkan, dalam arti untuk kepentingan 
agama, bangsa dan negara. Bagi PMII organisasi tak lebih sebagai 
alat perjuangan, sedang berpolitik tak lain untuk mengamalkan 
ilmu pengetahuan dalam perjuangan mengabdikan diri pada 
agama, bangsa dan negara. Tugas setiap warga PMlladalah 
memadukan ketinggian ilmu dan kesadaran berpolitik. Berpolitik 
bagi PMII (waktu itu) dan terjun dalam kegiatan partai dalam 
bentuk apapun 2). 

Awal mula berdirinya PMII nampaknya lebih dimaksudkan 
sebagai alat untuk memperkuat partai NU. Hal ini terlihat jelas 
dalam aktivitas PMII antara tahun 1960-1972 (sebelum PMII 
menyatakan diri independen) sebagian besar program- 
programnya berorientasi politis. Ada beberapa hal yang 
melatarbelakangi : 

Pertama, adanya anggapan bahwa PMII dilahirkan untuk 
pertama kali sebagai kader muda partai NU, sehingga gerakan 
dan aktivitasnya selalu diorientasikan untuk menunjang gerak 
dan langkah partai NU. 

Kedua, suasana kehidupan berbangsa dan bernegara pada 
waktu itu sangat kondusif untuk gerakan-gerakan politk, sehingga 
politik sebagai panglima betul-betul menjadi policy pemerintah 
orde lama. Dan PMII sebagai bagian dari komponen bangsa mau 
tidak mau harus berperan aktif dalam konstalasi politik seperti itu 


1? Drs. H. Abd, Rohim Hasan, Partisipasi PMII kepada Partai, Makalah pada 
kongres IV PMII di Makasar tahun 1970. 
20 Ibid, Halaman 3 
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2). 

Lebih jauh Sahabat H. Mahbub Junaidi mengatakan 
(sambutan pada acara Panca warsa hari lahir PMII) “Mereka bilang 
mahasiswa yang baik adalah mahasiswa non partai, bahkan non politis, 
yang berdiri diatas semua golongan, tidak kesana, tidak kesini, seperti 
seorang mandor yang tidak berpihak. Sebaliknya kita beranggapan, 
justru mahasiswa itulah yang harus berpartisipasi secara konkrit dengan 
kegiatan-kegiatan partai politik 2). 

Seperti diketahui, bahwa kelahiran PMII disponsori oleh 13 
orang tokoh mahasiswa nahdliyin. Mereka berasal dari Jakarta, 
Bandung, Semarang, Surakarta, Yogjakarta, Surabaya, Malang dan 
Makasar (Ujung pandang), maka kedelapan kota itulah cikal bakal 
berdirinya cabang-cabang PMII yang pertama kali. Adapaun yang 
menjadi pucuk pimpinan PMII (sekarang PB) periode pertama ini 
adalah sebagai berikut : 


SUSUNAN PIMPINAN PUSAT PMII 
(Periode 1960-1961 ) 


Ketua Umum : H. Mahbub Junaidi 

Ketua Satu : Drs. H. Chalid Mawardi 
Ketua Dua : Drs. H. Sutanto Martoprasono 
Sekretaris Umum : H.M. Said Budairi 

Sekretaris Satu : Drs. Munsif Nahrowi 
Sekretaris Dua :A. Aly Ubaid 

Keuangan Satu : M. Sobich Ubaid 

Keuangan Dua : Ma sum 


Departemen-departemen 

Pendidikan dan Pengajaran : MS. Hartono, BA 
Penerangan dan publikasi : Aziz Marzuki 
Kesejahteraan mahasiswa : Drs. H. Fahrurrozi 


21 Wawancara dengan H. Mahbub Junaidi pada tanggal 11 Desember 1984 
2 Pidato Ketua Umum PP PMII dalam Panca Warsa PMII, pada tanggal 17 April 
1965. 
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Kesenian dan kebudayaan : HM. Said Budairi 


Keputrian : Mahmudah Nahrowi 
Luar negeri : Nukman 
Pembantu Umum : Drs.H. Isma'il Makky 

: Drs.H.Makmun Syukri 

: Hisbullah Huda, HS 

: Drs.Mustahal Ahmad 2) 


Susunan kepengurusan pimpinan pusat PMII di atas adalah 
merupakan kelanjutan dari hasil musyawarah mahasiswa 
nahdliyin di kota Surabaya pada tanggal 14-16 April 1960 yang 
hanya memutuskan hal-hal sebagai berikut : 

1) Berdirinya organisasi mahasiswa nahdliyin, dan organisasi 
tersebut diberi nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
(PMII). 

2) Penyusunan peraturan Dasar PMII yang di dalam Muka- 
dimahnya jelas dinyatakan bahwa PMII merupakan ke- 
lanjutan/mata rantai dari departemen perguruan tinggi 
IPNU-IPPNU. 

3) Persidangan dalam musyawarah mahasiswa nahdliyin itu 
(bertempat di Gedung madrasah Muallimin NU Wono- 
kromo Surabaya) dimulai tanggal 14-16 April 1960. 
Sedangkan peraturan dasar PMII dinyatakan berlaku mulai 
21 Syawal 1379 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 17 
April 1960. Maka mulai dari itulah PMII dinyatakan berdiri 
dan tanggal 17 April 1960 dinyatakan sebagai hari jadi PMII 
yang akan diperingati setiap tahun dengan istilah “Hari lahir 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia” (Harlah PMII). 

4) Musyawarah juga memutuskan membentuk 3 orang 
formatur Yakni H. Mahbub Junaidi, sebagai Ketua Umum, 
A. Chalid Mawardi sebagai Ketua Satu, dan M. Said Budairi 
sebagai Sekretaris Umum PP. PMII 2). 


2 Drs. H. Chotibul Umam, Sewindu PMII, PC. PMII Ciputat Jakarta, Tahun 
1968, Halaman 9. 
4 Ibid, Halaman 2 
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Kelahiran PMII ini kemudian diproklamirkan di Balai 
Pemuda Surabaya dalam suatu resepsi yang mendapatkan 
perhatian besar dari massa mahasiswa , organisasi-organisasi 
ekstra dan intra universitas di Surabaya serta dihadiri juga oleh 
wakil-wakil partai politik. 

Mengapa organisasi yang baru dibentuk itu menggunakan 
nama “PMII”, dikalangan peserta musyawarah mahasiswa 
terlontar beberapa pemikiran yaitu : 

Pertama : Seperti pola pemikiran kalangan mahasiswa pada 

umumnya yang diliputi oleh pemikiran bebas. 

Kedua : Berfikir taktis demi masa depan organisasi yang 

akan dibentuk, karenanya untuk merekrut anggota 
harus memakai pendekatan ideologi Aswaja. 

Ketiga : Inisial NU tidak perlu dicantumkan dalam nama 

organisasi yang akan didirikan itu 

Keempat: Manivestasi nasionalisme sebagai semangat 

kebangsaan, karenanya Indonesia harus jelas 
dicantumkan. 

Biarpun dikalangan peserta musyawarah tidak menampakkan 
persaingan yang tajam soal nama organisasi yang kan dibentuk 
itu, tetapi ditetapkannya nama PMII harus melalui proses seleksi 
di dalam musyawarah tersebut. 

Kendati mereka menyadari bahwa organisasi yang akan 
mereka lahirkan itu adalah sebagai organisasi kader Partai NU, 
namun mereka pada umumnya menghendaki bahwa nama “NU” 
tidak perlu dicantumkan. Mereka menyepakati bahwa nama 
organisasi yang akan dibentuk itu tidak terlepas dari unsur-unsur 
pemikiran sebagai berikut: 

1. Menunjukkan adanya kedinamisan sebagai organisasi 
mahasiswa, terutama suasana pada saat itu sedang diliputi 
oleh isu Nasional, yaitu semangat revolusi. 

2. Menampakkan identitas keislaman, sekaligus sebagai 
penerus paham Islam Ahluss Sunnah Wal Jama'ah 

3. Memanifestasikan — Nasionalisme sebagai — semangat 
kebangsaan, karenanya nama “Indonesia” harus jelas 
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tercantum. 

Mengenai nama PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia) itu sendiri, adalah usulan dari delegasi Bandung dan 
Surabaya yang mendapatkan dukungan dari utusan Surakarta. 
Sementara delegasi dari Yogjakarta mengusulkan nama 
“Perhimpunan/Persatuan Mahasiswa Ahlussunnah Waljama'ah” dan 
nama “Perhimpunan Mahasiswa Sunny”. Sedangkan utusan dari 
Jakarta mengusulkan nama “IMANU” (ikatan mahasiswa 
nahdlatul Ulama). 

Akhirnya, forum menyetujui nama “PMII”, singkatan dari 
“Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia”, setelah melalui 
beberapa perdebatan , Apakah PMII itu singkatan dari “Persatuan 
Mahasiswa Islam Indonesia”, atau “Perhimpunan Mahasiswa 
Islam Indonesia?”. Ternyata permasalahannya mengerucut pada 
haruf “P”. Kemudian atas dasar pemikiran bahwa sifat mahasiswa 
itu diantaranya harus aktif, dinamis atau bergerak (movement). 


“ ” 


Selanjutnya mendapat awalan “Per” dan akhiran “an”, maka 
disepakati huruf “P” kependekan dari “Pergerakan”. 

Makna “Pergerakan” yang terkandung dalam PMII adalah 
Dinamika dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak 
menuju tujuan idealnya memberikan rahmat bagi alam sekitarnya. 

Dalam konteks individual, komunitas maupun organisatoris, 
kiprah PMII harus senantiasa mencerminkan pergerakannya 
menuju kondisi yang labih baik sebagai perwujudan tanggung 
jawabnya memberi rahmat pada lingkungannya. 

“Pergerakan” dalam hubungannya dengan organisasi 
mahasiswa menuntut upaya sadar untuk membina dan 
mengembangkan potensi ketuhanan dan potensi kemanusiaan 
agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada didalam 
kualitas ke khalifahannya. 

Pengertian “Mahasiswa” yang terkandung dalam PMII 
adalah golongan generasi muda yang menuntut ilmu di 
perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri. 

Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai 
insan religius, insan akademis, insan sosial dan isan mandiri. Dari 
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identitas mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab 
keagamaan, tanggung jawan intelektual, tanggung jawab sosial 
kemasyarakatan dan tanggung jawab individu baik sebagai 
hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan Negara. 

Pengertian “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah 
Islam sebagai agama yang dipahami dengan paradigma 
ahlussunnah waljama'ah yaitu konsep pendekatan terhadap 
ajaran agama Isalam secara proporsional antara Iman. Islam dan 
Ihsan yang di dalam pola pikir dan pola perilakunya tercermin 
sifat-sifat selektif, akomodatif dan integratif. 

Pengertian “Indonesia” yang terkandung dalan PMII adalah 
masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai 
ffalsafah dan ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 1945 dengan 
kesadaran kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara yang 
terbentang dari Sabang sampai Merauke yang di ikat dengan 
kesadaran wawasan Nusantara. 

Secara totalitas PMII sebagai organisasi merupakan suatu 
gerakan yang bertujuan melahirkan kader-kader bangsa yang 
mempunyai integritas diri sebagai hamba yang bertagwa kepada 
Allah SWT dan atas dasar ketagwaannya berkiprah mewujudkan 
peran ketuhanannya membangun masyarakat bangsa dan negara 
Indonesia menuju suatu tatanan masyarakat yang adil dan 
makmur dalam ampunan dan ridlo Allah SWT 2) 

Sedangkan pengertian Ahlussunnah Waljama'ah yang 
menjadi paham organisasi adalah Islam sebagai universalitas yang 
meliputi segala aspek kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut 
dapat dijabarkan kedalam tata Agidah, Syariah, dan Tasyawutf. 
Dalam bidan Agidah mengikuti paham Al-Asya'ari dan Al- 
Maturidi, dalam bidang syariah mengikuti salah satu mazhab 
empat yaitu: Syafi'I, Maliki, Hambali dan Hanafi. Sedang dalam 
bidang Tasawuf, mengikuti Imam Juned Al-Bagdadi dan Imam 
Al-Gozali. Masing-masing ketiga aspek itu dijadikan paham 
organisasi PMII dengan tanpa meninggalkan wawasan dasar Al- 


$ Dokumen historis -Pola Pembinaan, Pengembangan dan Perjuangan PMII 
(P4 - PMII) 
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Our'an dan As-Sunnah serta perilaku sahabat Rasul. Aspek Figih 
diupayakan penekanannya pada proses pengambilan hukum, 
yaitu Ushul Figih dan Ooidah Figih, bukan semata-mata hukum 
itu sendiri sebagai produknya, (lihat NDP PMII). 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa para 
mahasiswa nahdliyin sebenarnya dari segi cara berfikir tidak jauh 
berbeda dengan mahasiswa pada umumnya, yang menghedaki 
kebebasan. Sedangkan dalam bertindak cendrung anti anti 
kemapanan, terlebih jika kelahiran PMII itu dihubungkan dengan 
tradisi keagamaan di kalangan NU, misalnya bagi putra-putri 
harus berbeda/dipisah organisasi, PMII justru keluar dari tradisi 
itu. Fenomena ini barangali termasuk hal yang patut mendapat 
perhatian bagi perkembangan pemikiran  Ahlussunnah 
waljama'ah. 

Adapun susunan pengurus pusat PMII periode pertama ini 
baru tersusun secara lengkap pada bulan Mei 1960. Seperti 
diketahui, bahwa PMII pada awal berdirinya merupakan 
organisasi mahasiswa yang dependen dengan NU , maka PP. PMII 
dengan surat tertanggal 8 Juni 1960 mengirim surat permohonan 
kepada PBNU untuk mengesahkan kepengurusan PP PMII 
tersebut. Pada tanggal 14 Juni 1960 PBNU menyatakan bahwa 
organisasi PMII dapat diterima dengan sah sebagai keluarga besar 
partai NU dan diberi mandat untuk membentuk cabang-cabang di 
seluruh Indonesia, sedang yang menandatangani SK tersebut 
adalah DR. KH. Idham Chalid selaku ketua Umum PBNU dan H. 
Aminuddin Aziz selaku wakil sekretaris jendral PBNU 2). 

Musyawarah mahasiswa nahdliyin di Surabaya yang dikenal 
dengan nama PMII, hanya menghasilkan peraturan dasar 
organisasi, maka untuk melengkapi peraturan organisasi tersebut 
dibentuklsn satu panitia kecil yang diketuai oleh sahabat M. Said 
Budairi dengan anggota sahabat Chalid mawardi dan sahabat 
Fahrurrazi AH, untuk merumuskan peraturan rumah tangga 
PMII. Dalam sidang pleno II PP PMII yang diselenggarakan dari 
tanggal 8-9 September 1960, Peraturan rumah tangga PMII 


26 Ibid, Halaman 3 


17 


dinyatakan syah berlaku melengkapi paraturan dasar PMII yang 
sudah ada sebelumnya”) 

Disamping itu, sidang pleno II PP PMII juga mengesahkan 
bentuk muts (topi), selempang PMII, adapun lambang PMII 
diserahkan kepada pengurus harian, yang akhirnya dipuruskan 
bahwa lambang PMII berbentuk perisai seperti yang ada sekarang 
(rincian secara lengkap dapat dilihat dalam lampiran peraturan 
rumah tangga PMII). Dalam sidang ini pula dikeluarkan pokok- 
pokok aturan mengenai penerimaan anggota baru 2) sekarang 
dikenal dengan MAPABA. 

Pada tahap-tahap awal berdirinya PMII banyak dibantu 
warga NU terutama PP LP. Ma'arif NU. Sejak musyawarah 
mahssiswa nahdliyin di surabaya sampai memberikan pengertian 
kepada Pesantren-pesantren (perlu diketahui, pada awal berdirinya, di 
Pondok-pondok Pesantren dapat dibentuk PMII dengan anggota para 
santri yang telah lulus madrasah Aliyah dan seang mengkaji kitab yang 
tingkatannya sesuai dengan pelajaran yang diberikan di perguruan 
tinggi agama). Dengan adanya kebijakan seperti ini ternyata dapat 
mempercepat proses pengembangan PMII ?). 


E. Reaksi Terhadap Kelahiran PMII 

Seperti telah disebutkan diatas, bahwa PMII lahir atas inisiatif 
murni dari mahasiswa-mahasiswa nahdliyin yang tergabung 
dalam Departemen Perguruan Tinggi IPNU, dengan melalui 
proses yang cukup panjang, sampai pada pelaksanaan Konbes I 
IPNU di Kaliurang Yogjakarta yang memutuskan akan adanya 
organisasi mahasiswa Nahdliyin yang terpisah secara struktural 
dengan IPNU, kemudian ditunujuklah 13 orang dari peserta 
Konbes untuk menjadi panitia sponsor yang bertanggung jawab 
untuk menyelenggarakan musyawarah Mahasiswa nahdliyin 
seluruh Indonesia. Maka pada tanggal 14-16 April 1960 di Sekolah 
Mw'alimat NU Wonokromo Surabaya diselenggarakan musya- 


27 Ibid, Halaman 10 
28 Tbid, Halaman 20 
29 Ibib, Halaman 9 
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warah mahasiswa nahdliyin se Indonesia. Hadir dalam musya- 
warah itu perwakilan mahasiswa nahdliyin dari Jakarta, Bandung, 
Yogjakartam Semarang, Surabaya, Malang, Makasar, dan 
Surakarta. Serta perwakilan dari Senat-senat mahasiswa 
Perguruan tinggi NU. 

Kendatipun kelahiran PMII itu murni atas inisiatif 
mahasiswa-mahasiswa nahdliyin, ternyata di kemudian hari 
masih saja menimbulkan masalah, setidak-tidaknya bagi 
organisasi mahasiswa yang sudah ada, seperti HMI sempat 
mengalami kegoncangan internal, sebab para anggotanya yang 
berasal dari mahasiswa nahdliyin akan keluar dari HMI, 
kemudian bergabung menjadi anggota PMII. Kegoncangan dalam 
tubuh HMI itu dapat dilihat pada level pengurus tingkat pusat, 
diantaranya Ketua Umum PP PMII Mahbub Junaidi, Fahrurrazi 
dan Darto Wahab di pecat dari keanggotaan HMI. Masalahnya 
adalah bahwa HMI menganggap organisasinya itu sudah 
menampung seluruh paham keagamaan, kemudian muncul PMII, 
maka tidak heran kalau HMI menganggap kelahiran PMII itu 
sebagai sparatis. Walaupun menurut Tolchah Mansoer “Mengapa 
PMII itu lahir?” karena HMI yang mengklaim dirinya sebagai 
satu-satunya organisai mahasiswa Islam sudah tidak lagi mampu 
berdiri diatas semua golongan. 

Misalnya di Yogjakarta kegoncangan itu terjadi bersamaan 
dengan disidangkannya Syaiful Mujab oleh Pengurus HMI 
Cabang Yogjakarta, yang kemudia ia dipecat dari keanggotaan 
HMI.) demikian juga tuduhan-tuduhan “Pemecah belah 
mahasiswa Islam” selalu dialamatkan kepada Tolchah Mansoer 
dan Ismail Makky, dua orang mantan pengurus HMI cabang 
Yogjakarta.) 

Walaupun perlakuan HMI seperti itu, tidak membuat PMII, 
khususnya Mahbub Junaidi sebagai Ketua Umum PP.PMII harus 


30) Syaiful Mujab adalah perintis berdirinya PMII di UGM (Universitas Gajah 
Mada) , hingga PMII berjaya di kampus ini antara tahun 1966 sampai 1968, 
yaitu ditandai dengan menduduki posisi puncak Dema UGM. 

31 Otong Abdurrahman, PMII 1960-1985, Untukmu Satu Tanah Airku, Untukmu satu 
Keyakinanku, PB PMII 2005, 
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membalas dendamnya pada saat HMI nyaris dibubarkan 
pemerintah menjelang meletusnya G.30S/PKI, malah justru 
sebaliknya Mahbub membela HMI dari kepunahannya. 

Mengingat PMII dalam posisi disudutkan terus-menerus 
dengan tuduhan pemecah belah persatuan mahasiswa Islam dan 
pemecatan yang dikenakan kepadanya, Mahbub memprakarsai 
adanya pertemuan antara PMII dan HMI, yaitu upaya cease fire. 
Pertemuan itu diadakan satu bulan setelah pengangkatan Mahbub 
sebagai Ketua Umum PP.PMII. Dengan pertemuan itu diharapkan 
tidak perlu lagi ada ribut-ribut dan main pecat, sebab PMII 
bagaimanapun sudah lahir dan tidak mungkin dicegah lagi, apalgi 
yang mencegah itu hanya HMI. Oleh karena itu kahadiran PMII 
harus diterima sebagaimana adanya. PMII ya PMII, HMI ya HMI, 
dua organisasi kemahasiswaan ini hendaknya berdamai seperti 
halnya HMI bisa sejalan dengan organisasi-organisasi yang 
lainnya. 

Reaksi lainnya timbul dari kalangan para Kiai atau mereka 
yang berpandangan pada tradisi keagamaan di dalam NU. 
Pandanga itu adalah bahwa antara putra dan putri harus 
dipisahkan, tidak boleh satu wadah, seperti IPNU dan IPPNU. 
Sedangkan oranisasi PMII justru menyatukan antara putra dan 
putri. 

Reaksi itu semakin keras ketika acara resepsi pada Kongres II 
PMII di Yogjakarta tahun 1963, dalam acara resepsi itu 
ditampilkan hiburan group musik dengan para penyanyi 
perempuan. Peristiwa itu telah membuat tidak senang para Kiai 
dan hadirin yang berpandangan tradisional. Akibatnya PMII 
mendapat teguran dari PB.NU. Akan tetapi berkat ketulusan dan 
argumentasi yang baik dari PMII, akhirnya bisa meyakinkan 
semua pihak, terutama para Kiai, bahkan Subchan ZE yang 
menandatangani surat teguran PB.NU itu sangat mengerti dan 
memahami apa yang dikehendaki PMII. Kenyataan itu terus 
berlanjut sampai sekarang.?) 


32) Ibid, Halaman 43 
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F. Hubungan Struktural PMII dengan NU 

Pada mulanya struktur organisasi PMII di dalam partai NU 
berdasarkan surat keputusan (SK) PB NU tertanggal 14 Juni 1960, 
dimasukkan menjadi bagian Badan Keluarga NU yang menginduk 
pada salah satu Badan Otonom (BO) NU yang bergerak dibidang 
pendidikan yaitu Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NUS. 
Keputusan PB NU itu kemudian dituangkan ke dalam Peraturan 
dasar (PD) dan peraturan Rumah Tangga (PRT) PMII Bab IV pasal 
74 namun empat tahun kemudian dalam Muktamar NU yang ke 
23 pada tahun 1964 di Bandung keberadaan PMII disahkan 
menjadi salah satu Badan Otonom NU dan sejajar dengan Badan 
Otonom lainnya. 

Pengertian Badan Otonom (BO) NU berdasarkan pasal 13 
Anggaran dasar (AD) NU adalah organisasi Non-Politik 
(kemasyarakatan yang bersifat vertikal dan berhak mengatur 
rumah tangganya sendiri dengan nama Peraturan dasar (PD) dan 
Peraturan Rumah Tangga (PRT) yang bersumber pada AD NU 
pasal 14 dan ART NU Bab VIII pasal 24. BO sesuai dengan bidang 
urusannya mempunyai hak mengatur kebijakannya sendiri baik 
ke dalam maupun keluar selama tidak bertentangan dengan azas, 
tujuan dan haluan Partai NU. Struktur BO berada dibawah PB NU 
dan ketua umumnya menjadi salah satu anggota pleno organisasi. 

Sementara Badan Keluarga (BK) sesuai dengan pasal 13 AD 
NU adalah organisasi non-politik (sosial kemasyarakatan) yang 
bersifat vertikal dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri 
dengan nama Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga 
(PRT) yang bersumber pada AD NU pasal 14 dan ART NU Bab 
VIII pasal 24. BK sesuai dengan bidang urusannya mempunyai 
hak mengatur kebijaksanannya baik kedalam maupun keluar 
selama tidak bertentangan dengan azas, tujuan dan haluan partai 
NU, namun secara struktural harus menginduk pada salah satu 
bagian atau badan otonom NU. Sementara Badan Otonom 


33 Chotibul Umam Loc.Cit Hal 9 
3 PD/PRT PMII hasil musyawaah mahasiswa NU se Indonesia, disempurnakan 
dalam kongres I di Yogjakarta tahun 1961. 
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langsung berada dibawah koordinasi PB NU? karena status BK 
yang harus menginduk dengan salah satu BO atau bagian di 
dalam NU, ketua umumnya menjadi anggota pleno BO yang 
bersangkutan disetiap tingkatannya. 

Organisasi BO NU antara lain Muslimat NU (bergerak di 
bidang kewanitaan) GP Anshor (bidang kepemudaan), Pertanian 
Nahdlatul Ulama (Pertanu) (bergerak dibidang pertanian), Serikat 
Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi, bidang perburuhan dan 
ketenagakerjaan), Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia 
(Lesbumi, bidang kebudayaan), LP Ma'arif NU (bidang 
pendidikan). Sementara Organisasi Badan Keluarga NU selain 
PMII antara lain IPNU, IPPNU, Fatayat, Persatuan Guru NU 
(Pergunu), Jam'iyatul Ourra Wal Huffadz (persatuan penghafal 
Al-Our'an), Stichting Wakfiyah (lembaga wakaf), Persatuan Ahli 
Tharigat Mu'tabarah, Ittihadul Ma'ahidil Islamiyah (persatuan 
Pondok Pesantren). Badan Keluarga yang menginduk pada LP 
Ma'arif NU antara lain PMII, IPNU, IPPNU dan Pergunu. 

Badan Otonom dan Badan Keluarga mulai dari Pucuk 
Pimpinan (PP) hingga lapisan paling bawah (ranting) berdasarkan 
ART NU Bab VIII pasal 24 ayat 3 mempunyai kewenangan untuk 
mengatur soal teknis dan administratif tersendiri. Pucuk pimpinan 
bertanggung jawab sepenuhnya kepada Muktamar masing- 
masing. Hanya dalam soal-soal kebijakan politik, haluan serta 
kepercayaan agama. BO dan BK tidak diperkenankan menentukan 
kebijakan selain yang telah ditetapkan PBNU.” Karena PMII 
menjadi bagain BK NU maka strukturnya bersifat vertikal dari 
tingkat paling bawah (rayon) sampai yang paling atas pucuk 
pimpinan. 

Struktur organisasi PMII berdasar PD PMII Bab VI pasa 7 
adalah pucuk pimpinan (PP), pimpinan wilayah (PW), pimpinan 
cabang (PC), pimpinan komisariat (PK) dan pimpinan rayon (PR). 


35 Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tagngga Pertai NU, PBNU, 1959 hal. 
14-15. 

36 Jbid Hal 13 

37 Ibid Hal 37 
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PP untuk kepengurusan tingkat pusat berkedudukan di ibukota 
Negara (Jakarta), PW merupakan pengurus ditingkat propinsi 
yang berkedudukan di ibukota propinsi. PW membawahi PC yang 
menjadi penentu dan mengambil kebijakan PMII di tingkat 
Kabupaten. PC membawahi PK yang menjalankan roda 
kepengurusan di tingkat perguruan tinggi. PK membawahi 
pengurus Rayon (PR) yang menajdi ujung tombak PMII di tingkat 
Fakultas.” 

Setelah Muktamar NU ke 23 di Bandung kedudukan PMII 
berubah dari BK menjadi BO. Dengan demikian secara otomatis 
ketua umum PMII disemua tingkatan menjadi anggota pleno 
pengurus NU di tingkat masing-masing.. karena itu keberadaan 
PMII dapat mempunyai andil secara langsung dalam menentukan 
kebijakan partai NU. 

PMII memang sebuah organisasi kemahasiswaan namun 
keanggotaannya sesuai PRT Bab III pasal 3, tidak hanya 
mahasiswa yang duduk di perguruan tinggi melainkan juga 
santri-santri pondok pesantren yang telah lulus Madrasah Aliyah 
(setingkat SMA), yang sedang mengkaji kitab-kitab kuning” yang 
tingkatan kitabnya sesuai dengan yang diajarkan di perguruan 
tinggi agama". Peraturan ini dimaksudkan untuk mempercepat 
proses pengembangan wilayah PMII. Dalam waktu yang singkat 
diharapkan dapat berdiri cabang-cabang PMII walaupun di 
daerah tersebut tidak terdapat perguruan tinggi. 

Selanjutnya untuk mempererat hubungan PMII dengan 
organisasi yang menjadi induknya, LP Ma'arif NU, maka ditunjuk 
Said Budairi, Sekretaris Umum PP PMII untuk duduk dalam LP 


38 PD/PRT PMII. Loc.Cit. 

3 Istilah ini untuk menyebut buku-buku pegangan santri yang diajarkan di 
pesantren yang juga menjadi rujukan mahasiswa IAIN dan PTN yang 
mengkaji masalah keislaman. Kitab ini dalam bahasa Arab gundul atau tanpa 
harkat dan biasanya dicetak dengan kertas berwarna kuning. Istilah ini juga 
kadang dipakai untuk membedakan dengan buku outih yaitu leteratur yang 
ditulis dengan huruf Latin yang biasanya dipakai sebagai pegangan kaum 
Islam modernis. 

10 Tbid hal 39 
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Ma'arif mewakili PMII. 
Kurang lebih satu tahun sejak berdirinya PMII di Surabaya 
sampai dengan kongres I PMII di Tawangmangu Surakarta Jawa 


Tengah, PMII masih mempunyai 13 cabang, yaitu : 


1, 


SO NON ON IP Di i3 


aa Sa 
DN - 0 


Cabang Yogjakarta 

Cabang Surakarta 

Cabang Semarang 

Cabang Bandung 

Cabang Jakarta 

Cabang Ciputat 

Cabang Malang 

Cabang Makasar / Ujungpandang 
Cabang Surabaya 


. Cabang Banjarmasin 
. Cabang Padang 
. Cabang Banda Aceh 
. Cabang Cirebon 


Satu tahun sejak lahir (1960-1961), Mahbub Junaidi ditunjuk 
sebagai ketua umum, selama satu tahun itu, Mahbub dkk 
mempersiapkan konsepsi, konsolidasi, memperkenalkan sosok 


organisasi yang baru dibentuk ini, baik ke dalam maupun keluar 


dan mempersiapkan pelaksanaan Kongres pertama. 

Kongres I PMII berlangsung pada bulan Desember 1961 di 
Tawangmangu Surakarta Jawa Tengah dan memilih kembali 
sahabat Mahbub Junaidi sebagai Ketua Umum PP PMII untuk 
periode 1961-1963, dengan susunan pengurus PP PMII sebagai 
berikut: 
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SUSUNAN PP PMII PERIODE 1961-1963 


Ketua Umum : Mahbub Junaidi 
Ketua I : A. Chalid Mawardi 
Ketua II : M. Zamroni BA 
Sekretaris Umum : M. Said Budairi 
Sekretaris I : Chatibul Umam 
Keuangan I : Arif Amnan 


Departemen-Departemen: 


Dep. Pendidikan/Pengajaran : Imam Mawardi Zaini 
Dep. Penerangan/Publikasi : Harus Al-Rasyid 
Dep. Kesenian/Kebudayaan : M. Darto Wahab 
Dep. Olah Raga : Abdurrahman R 
Dep. Kesejahteraan Mahasiswa : Abd. Majid Thayyib 
Dep. Keputrian : Enny Suhaeni 
Dep. Luar Negeri : M. Ramlan Ahmad A 
Pembantu Umum : Fahrurrazy AH 

: TB.Abbas Saleh M 


Dalam usia yang relatif masih muda, PP PMII disamping 


secara intensif melakukan konsolidasi kedalam untuk 


pembenahan dan pengembangan organisasi, juga secara aktif 


terlibat dalam dunia kemehasiswaan dan kepemudaan : 


1. 


Bersama-sama dengan organisasi pemuda dan mahasiswa 
Islam lainnya turut aktif dalam wadah PORPISI (persatuan 
organisasi pemuda Islam indonesia). Dalam wadah yang 
bersifat konfederatif ini PP PMII diwakili oleh Sekjen yaitu 
Sahabat Said Budairi. 

Sejalan dengan iklim politik yang berkembang saat itu, 
bahwa segenap organisasi massa dan organisasi politik harus 
bergabung dalam wadah Front Nasional. PB Front nasional 
dengan suratnya tertanggal 22 Maret 1962 Nomor 
046/0/pbfn/I11/62 menyatakan menerima PB PMII bergabung 
dengan Front Nasional. 
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3, 


Or Ope Oo TO 3 


Demikian juga dalam organisasi PPMI (Perhimpunan 
Pergerakan Mahasiswa Indonesia) suatu organisasi 
konfederasi organisasi mahasiswa ekstra universitas, PMII 
masuk dalam jajaran persedium. 
PMII bersama-sama dengan lima organisasi mahasiswa 
lainnya menanggapi pengumuman Presiden Sukarrnoe 
tentang akan dibentuknya departemen perguruan tinggi dan 
ilmu pengetahuan pada tanggal 3 Maret 1961. PMII 
mengirimkan pokok-pokok pikiran tentang syarat-syarat yang 
harus dipunyai oleh seorang menteri dimaksud. Usulan 
tersebut diterima oleh Presiden Soekarnoe dengan baik. 
Terbukti dengan terpilihnya Mr. Iwa Kusumasumantri, yang 
sebelumnya menjabat sebagai Rektor Universitas Pajajaran 
Bandung. 
Awal April 1961 Menteri P dan K yakni Priyono dan komisi J 
DPR GR melalui kantor berita Antara mengumumkan rencana 
peraturan pemerintah mengenai larangan bagi Fak. Ekonomi 
dan Fak. Sosial Politik melakukan afiliasi dibidang ilmu 
pengetaguan kecuali dengan perguruan tinggi dari negara 
sosialis. Menanggapi rencana ini PMII mengeluarkan 
pernyataan “Menolak Rencana Pemerintah Tersebut”, karena 
menurut anggapan PMII, rencana tersebut akan 
mempengaruhi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan 
atkif. Kenyataannya pemerintah membatalkan rencana 
tersebut. 
Kongres PMII yang ke II di Kaliurang Yogjakarta pada 
tanggal 25-29 Desember 1963 yang dihadiri 31 Cabang PMII, 
18 buah cabang diantaranya merupakan cabang baru, antara 
lain : 

Cabang Menado 

Cabang Tulungangung 

Cabang Serang 

Cabang Jambi 

Cabang Ambon 

Cabang Jember 
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7. Cabang Purwokerto 

8. Cabang Palembang 

9. Cabang Medan 

10. Cabang Martapura 

11. Cabang Sibolga 

12. Cabang Kudus 

13. Cabang Bogor 

14. Cabang Pematang siantar 
15. Cabang Curup (Bengkulu) 
16. Cabang Tasikmalaya 

17. Cabang Kediri 

18. Cabang Amuntai 


Dalam Kongres II ini PMII mengeluarkan pokok-pokok 
pikiran antara lain : 

e PenegasanYogjakarta, sebuah tekad PMII untuk selalu 
berpihak kepada amanat penderitaan rakyat. Dan lain-lain. 

e Tentang perlunya penyelenggaraan Konprensi Islam Asia 
Afrika, Tentang perlunya kerjasama Internasional, ukhuwah 
islamiyah, serta pernyataan bahwa PMII siap melaksanakan 
pernyataan itu tanpa reserve. 


Dalam Kongres II ini Sahabat Mahbub Junaidi terpilih 
kembali sebagai Ketua Umum didampingi sahabat Harun Al- 
Rasyid sebagai sekjen yang baru. 


SUSUNAN PENGURUS PUSAT PMII 
(Periode 1963-1967 ) 


Ketua Umum : H. Mahbub Junaidi 
Ketua Satu : H. Chalid Mawardi 
Ketua Dua : H. Zamroni BA 
Sekretaris Umum : H. Harun Al-Rasyid 
Sekretaris Satu : H. Chatibul Umam BA 
Sekretaris Dua : Azwar Tias 
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Bendahara Satu : Arif Amnan, BA 
Bendahara Dua : RT. Naksabandiyah Hatar 


Departemen-departemen : 

Pendidikan dan Pengajatan : Abd. Rahman Saleh BA 
Penerangan dan Publikasi : Abd. Hamid Jalil BA 
Kesejahteraan Mahasiswa : Abd. Majid Toyi 
Kesenian,Kebud & OR : RS. Munara 


Keputrian : Eny Suchaeni, Bsc 
Luar Negeri : HM. Said Budairy 
Pembantu Umum : Drs. H. Isma'il Makky 


: Drs. H. Fachrurrazi AH 


Dibidang kesejahteraan anggota PP PMII membentuk 
yayasan Jakmindo - sebuah yayasan kesejahteraan mahasiswa 
Indonesia - bergerak dibidang sosial dengan beberapa 
aktivitas antara lain 


Mendirikan asrama-asrama mahasiswa 

Membentuk club-club olah raga 

Menerbitkan buku-buku, Majalah dan Brosur-brosur 
Memberikan bea siswa dan lain-lain 


Yakmindo ini dipimpin oleh sahabat Abd. Majid Toyib 
Kegiatan-kegiatan PMII dibidang kepemudaan dan 
kemahasiswaan yang berskala Internasional, antara lain: 


a. 


HM. Said Budairi Selaku sekretaris Umum PMII, pada 
bulan September 1960 mewakili PMII dalam konprensi 
pembentukan panitia Internasional Furum Pemuda 
sedunia di Moskow (Constitutuent Meeting for The Youth 
Forum). Sepulangnya dari Moskow, singgah di Mesirdalam 
rangka konsolidasi dengan mahasiswa NU yang tergabung 
dalam KMNU (keluarga mahasiswa NU) yang merupakan 
cabang istimewa PMII di luar negeri. 


. Pada bulan Juni 1961, ketua satu PP PMII diwakili oleh 


sahabat Chalid Mawardi berangkat ke Moskow untuk 
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menghadiri forum Pemuda sedunia. 

c. Sebagai anggota WAY-Indonesia (word assembly of youth 
- Organisasi pemuda sedunia) PMII mengirin ketua cabang 
PMII Yogjakarta sahabat Munsif Nahrowi dalam kegiatan 
seminar pemuda sedunia di Kuala Lumpur Malaysia pada 
bulan September 1962. 

d. Pada bulan Oktober 1962 sekretaris Umum PMII sahabat 
Harun Al-Rasyid berangkat ke Helsingky Finlandia, 
mewakili pemuda Indonesia dalam rangka menghadiri 
festival pemuda Internasional. 


Hal ini membuktikan bahwa PMII bukan organisasi 
“sempalan” dari organisasi mahasiswa yang lebih dulu ada, tetapi 
merupakan proses lanjut dari mahasiswa-mahasiswa nahdliyin 
yang tergabung dalam (departemen PT) IPNU sebagai embrio 
terbentuknya suatu organisasi mahasiswa secara formal. Dalam 
perkembangannya PMII banyak dibantu oleh partai NU-dan itu 
merupakan hal yang wajar-sebab kerjasama antar organisasi 
mutlak perlu, apalagi salah satu tujun PMII adalah 
mengembangkan nilai-nilai pemahaman Islam Ahlussunnah 
Waljama'ah. Kalau pada akhirnya PMII menyatakan diri sebagai 
organisasi “independen” hal ini bukan berarti “habis manis sepah 
dibuang”-seperti yang sering dituduhkan sementara orang - tetapi 
harus diartikan sebagai tindakan membuka wawasan agar lebih 
terbuka kemungkinan mencari alternatif dan pematangan diri 
dalam proses pendewasaannya. 
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....| Manuskrip Kedua 
Masa Kebangkitan (1964-1968) 


A. PMII dan Aksi-Aksi Mahasiswa 

Pada periode demokrasi terpimpin, antara tahun 1959 hingga 
1965, merupakan masa bulan madu antara NU dengan pemerintah 
Orde Lama. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya Musyaarah 
Alim Ulama di Cipanas Bogor yang dihadiri sejumlah ulama 
terkemuka NU dan memberikan gelar “Waliy al amri bil dlaruri wal 
syaukah”. Disamping itu NU merupakan partai Islam yang 
menerima kebijakan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom). 
Padahal partai Islam lainnya terutama Masyumi menentang 
kebijakan tersebut." Pada periode ini sejumlah tokoh yang tidak 
menyetujui program Nasakon dijauhi dan sebagian ditangkap 
oleh Rezim Soekarno.? Tetapi Rois 'Am Syuriah PBNU KH. 
Wahab Chasbullah yang menjadi tokoh sentral NU waktu itu 
justru berdekatan dan menjadi salah satu kawan berdiskusi 
Soekarno. Kedekatan NU dengan Soekarno pada saat itu dianggap 
sebagai oportunisme politik. Namun bagi kalangan NU sikap 
tersebut merupakan sebuah langkah politik yang diambil 


1 Syafi'i Masrif, Islam dan politik di Indonesia pada demokrasi terpimpin (1959-1965) 
IAIN Sunan Kalijaga Press Yogjakarta 1988, hal. 74-90 

2 Tokoh yang ditangkap tidak hanya dari kalangan Masyumi melainkan juga 
tokoh NU yang menolak kebijakan Nasakom, seperti Imron Rosyadi, lihat 
Subagio I.N. KH. Masykur sebuah biografi, Gunung Agung Jakarta, 1982. Hal 
210-214. 

3 Syaifullah Ma'sum (ed), KH. Abdul Wahab Chasbullah (1888-1971) Perintis 
Tradisi Intelektual NU, Dalam Kharisma Ulama, Mizan Bandung. 1998. Hal 
251. 
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berdasarkan landasan Syari'ah Islam dan kaidah ushul figh, yang 
menjadi landasan berpijak politik NU.“ 

Ketika terjadi kekacauan dan ketimpangan sosial yang terjadi 
akibat peristiwa G.30.S/PKI sayap muda NU yang tergabung 
dalam PMII dan GP Anshor mengutuk dan mengacam tindakan 
PKI. Sejumlah tokoh Muda NU yang cukup berpengaruh kala itu, 
seperti Subchan ZE, Zamroni dan Yusuf Hasyim merupakan tokoh 
yang terlibat aktif dalam memimpin serangkain demonstrasi dan 
rapat akbar yang mendesak agar Soekarno membubarkan PKI 
pada 4 Oktiber 1965. Padahal PKI merupakan representasi dari 
Komunis dalam program Nasakom yang diterima NU. Dalam 
aksi-aksi demonstrasi itu tokoh-tokoh PMII yang terlibat antara 
lain Mahbub Junaidi, Zamroni, Said Bidairi dan Azwar Tias. 
Belakangan Zamroni diangkat menjadi ketua presidium Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Indonedsia (KAMI). Langkah sayap muda NU 
ini jelas sangat bertentangan dengan garis politik NU yang lebih 
akomodatis dengan pemerintahan Orde Lama.i$ 

Sehari setelah rapat akbar itu, PMII DKI Jaya terlibat aktif 
dalam membakar dan mengobrak-abrik markas besar PKI yang 
letaknya tidak jauh dari kantor PMII di Jalan Keramat Raya 164. 
Ketua umum PMII DKI Jaya Abdurrahman Hasan membawa 
anggota PMII DKI Jaya untuk membakar rumah ketua PKI D.N. 
Aidit.” Pada hari-hari selanjutnya banyak anggota PMII ikut aktif 
dalam membakar kantor-kantor ormas yang berafiliasi dengan 
PKI. Masa-masa setelah itu, berbagai pertemuan, rapat akbar, 
demonstrasi dan pernyataan sikap mahasiswa dalam mengutuk 
PKI makin intensif. 

Pasca G30S, Oktober 1965 para tokoh muda dri berbagai 


4 M. Ali Haidar, NU dan Islam Di Indonesia, Pendeakatan Figih dalam Politik, 
Gramedia, Jakarta, 1994. Hal 266. 

$ Hasanuddin M Saleh, HMI dan Rekayasa Azas Tunggal Pancasila, Klompok Studi 
Lingkaran, Yogjakarta 1966, Hal. 48-49. 

46 Lihat Andree Fiellard, Islam Tradisonal dan Tentara Dalam Era Orde Baru, Sebuah 
Hubungan yang Ganjil, Dalam Tradisonalisme Radikal, Persinggungab NU — 
Negara, LkiS. Yogjaakarta. 1997. 

7 Ibid 
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ormas sering berkumpul di rumah seorang tokoh muda NU M. 
Subchan ZE di Jalan Banyumas Jakarta. Mereka bertukar pikiran 
dan mencari formula yang tepat untuk menyikapi peristiwa G30S. 
Pada tanggal 4 Pktpber 1965 secara resmi mereka mendirikan 
Kesatuan Aksi Pengganyangan Gerakan September 30 (KAP 
Gestapu) dengan sasaran bidik PKI. KAP Gestapu yang dimotori 
oleh Subchan ZE dan seorang tokoh muda Katolik Harry Tjan 
Silalahi menjadi semacam dapur pemikiran dalam menilai setiap 
perkembangan situasi. Analisisnya menjadi bahan untuk 
melancarkan pernyataan, yang kemudian disokong dengan aksi- 
aksi massa.4$ 

Aksi massa pertama KAP Gestapu berlangsung pada 8 
Oktober 1965 di Taman Suropati Jakarta. Aksi terbuka ini dihadiri 
oleh 42 organisasi politik dan organisasi massa serta ribuan massa 
rakyat. Aksi tersebut mendesak Presiden Soekarno untuk mem- 
bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Sementara organisasi- 
organisasi mahasiswa dibawah naungan PPMI belum juga 
mengambil sikap yang jelas dan tegas, meskipun didesak oleh 
ormas-ormas kemahasiswaan yang anti PKI untuk segera 
mengambil sikap. PPMI tetap tak bergeming dengan alasan 
menunggu penyelesaian politik dari Presiden Soekarno. Sikap 
diam dan menunggu yang ditunjukkan presidium PPMI hanya 
menambah kemarahan anggota-anggotanya. Bahkan pada 20 
Oktober 1965 pimpinan secretariat bersama organisasi mahasiswa 
Lokal (SOMAL) yang sudah habis kesabarannya mengirim 
ultimatum kepada presidium PPMI supaya segara melakukan 
kongres. Bila dalam waktu dua minggu PPMI tidak menggubris 
tuntutannya, SOMAL mengancam akan mengambil prakarsa 
kongres. 

Selanjutnya PMII bersama-sama dengan pimpinan organisasi 
kemahasiswaan lainnya menyerukan agar diadakan sebuah 


48 Lihat Ahmaddani G Martha dkk, Pemuda Indonesia dalam Dimensi Perjuangan 
Bangsa, Yayasan Sumpah Pemuda, Jakarta, 1984. Hal. 293-293. Bandingkan 
dengan Adi Suryadi Culla, Patah Tumbuh Hilang Berganti, Sketsa Pergolakan 
Mahasiswa Dalam Politik dan Sejarah Indonesia 1908-1998, Rajawali Pres, Jakarta, 
1999. Hal. 50 
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kongres luar biasa (KLB) PPMI karena didominasi kelompok 
mahasiswa yang pro PKI yang terimpelementasi dalam CGMI dan 
GMNI Ali Surachmat (A-Su).? KLB yang diusulkan itu di- 
maksudkan untuk membendung usaha pengambilalihan ke- 
kuasaan Negara yang dilakukan PKI dan melenyapkan dominasi 
elemen pro komunis dalam organisasi. Namun presidium se- 
mentara DPP PPMI Bambang Kusnohadi dan organisasi ke- 
mahasiwaan lain yang dekat dengan PNI A-Su menolak dan 
mencoba melawan inisiatif anti komunis itu. Mereka bahkan tetap 
menyatakan dukungan terhadap Soekarno. Pimpinan PMII 
bersama organisasi lainnya membentuk panitia KLB yang 
mempunyai agenda tunggal yaitu membubarkan PPMI. 

Ketua presidium sementara PPMI Bambang Kusnohadi dari 
GMNI mencoba mengambil inisiatif mengusulkan kongres PPMI 
pada 1-7 Februari 1966 kepada Menteri PTIP. Ketika mengetahui 
langkah Bambang Jusnohadi, Zamroni dan kawan-kawan 
mendesak dilaksanaknnya kogres luar biasa PPMI secepatnya. 
Alhasil pada 29 Desember 1965, PPMI melaksanakan kongres Luar 
Biasa dengan agenda tunggal pembubaran PPMI. Ormas 
mahasiswa yang menyetujui pembubran PPMI antar lain: PMII, 
PMKRI, IMADA (Ikatan Mahasiswa Djakarta), IMABA (Ikatan 
Mahasiswa Bandung), MMB (masyarakat Mahasiswa Bogor), CSB 
(Corpus Studiosorum Bandungense), PMB (Perhimpunan Mahasiswa 
Bandung), GMS (Gearakan Mahasiswa Suarabaya), dan lain-lain.” 

Pada tanggal 25 Oktober Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 
Pengetahuan (PTIP) Brigjen Syarief Thayeb mengumpulkan tokoh- 
tokoh mahasiswa berbagai organisasi mahasiswa non-komunis di 
rumahnya, Thayeb mengusulkan untuk membentuk sebuah 
organisasi kemahasiswaan baru sebagai pengganti PPMI yang 
sudah lama vakum. Organisasi itu disepakati bernama Kesatuan 
Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Seluruh wakil mahasiswa 
menyetujui usulan Thayeb tersebut kecuali GMNI yang me- 


2 Cristian Bibisono, Aksi-Aksi Tritura Kisah Sebuah Partnership 10 Januari — 11 Maret 
1966. Dephankam. 1970. Hal. 1-3. 
50 Ahmaddani, dkk. Ibid Hal. 306-310 
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nyatakan tidak menjadi bagian dalam tubuh KAMI.” Organisasi 
tersebut dinamakan KAMI untuk membedakan dan meng- 
asosiasikan mahasiswa yang berafiliasi dengan PKI acapkali 
disebut KAMU. 

Setelah menyetujui berdirinya KAMI mereka membentuk 
Persidium secara periodik untuk jangka wakti enam bulan 
pertama. Zamroni dari PMII ditetapkan sebagai ketua presidium, 
didamping oleh Cosmas Batubara (PMKRI), Elyas (Serikat 
Bersama Organisaso-Organisasi Mahasiswa Lokal — Somal) David 
Napitupulu (Mahasiswa Pancasila - Mapancas), dan Mar'i 
Muhammad (HMI).2 Rapat PP PMII 26 Oktober 1965 menyetujui 
dan mendukung terpilihnya Zamroni sebagai ketua presidium 
KAMI. 

Pada 4 Nopember 1965 KAMI mengadakan aksi pertama 
dalam bentuk rapat akbar dan mengeluarkan pernayataan sikap 
yang berisi kutukan terhadap PKI, selanjutnya KAMI dibawah 
kepemimpinan Zamroni melakukan serangkaian demosntrasi 
dengan sasaran utama meminta Soekarno membubarka PKI dan 
me-retool kabinet yang didominasi PKI. Dalam aksi itu untuk 
pertama kali ketua Persidium KAMI berpidato membakar 
semangat massa sambil member tahu arah demonstrasi yang akan 
dituju. Dalam aksi demontrasi itu semua komponen anggota 
KAMI mengerahkan masing-masing anggotanya.” Salah satu 


51 Ibid. Halaman 2 

52 Terpilihnay Zamroni dari PMII sebagai ketua Persidium KAMI itu ternyata 
sudah dirancang sebelumnya oleh Syarief Thayeb dan beberapa Ormas 
Mahasiswa. Ketua umum PB HMI Sulastomo, menceritakan suatu hari 
dirinya dipanggil Syarif Thayeb diajak bicara mengenai rencana 
pembentukan KAMI dan kemungkinan ormas mana yang akan duduk 
menjadi ketua. Dalam perbincangan itu, akhirnya mereka sepakat memilih 
PMII karena faktor ketua NU yang dekat dengan Soekarno, sehingga 
keberadaannya lebih aman disbanding HMI yang baru saja terancam akan 
dibubarkan Soekarno. Lihat Sulastomo, Hari-Hari Yang Panjang, Mas Agung, 
Jakarta. 1990. Hal 43. 

53.Peter Casenda “Sarwo Edhi Wibowo dan Operasi Meliter Penghancuran 
Gestapu/PKI dan Pendobrak Orde Lama,” dalam Prisma edisi khusus. LP3ES 
Jakarta 1991. Hal. 166-167 
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bunyi pidato Zamroni antara lain: 
“Mahasiswa UI itu sudah berbakti pada Negara, mahasiswanya 
paling banyak dibandingkan dengan universitas lainnya. Namun 
perannya selalu terpental karena selalu dijegal oleh CGMI, bahkan 
UI dikucilkan. Nah, kini saatnya UI tampil dan ikut berperan.” 


Hampir semua pembicara yang melakukan orasi dalam aksi 
itu juga memberikan semangat agar mahasiswa UI bergerak, 
mengingat selama ini gerakan mahasiswa dikampus tersebut 
mengalami kesulitan karena dominasi CGMI di internal 
kampusnya. Selain itu kalau mahasiswa UI bergerak akan 
menciptakan pengaruh yang luas terhadap kampus lainnya, 
mengingat UI dijadiklan kiblat akademik bagi mahsiswa lainnya. 

KAMI kemudian melakukan aksi-aksi demonstrasi secara 
terus menerus sampai ke depan Istana Negara. Dalam kondisi 
yang amat kritis, sejumlah tokoh KAMI di undang Presiden 
Soekarno untuk ikut dalam sidang kabinet Dwikora pada 15 
Januari di Istana Bogor. Kedatangan para tokoh mahasiswa itu di 
ikuti oleh ribuan mahasiswa yang berbondong-bondong 
mengiringi perjalanannya ke Bogor.” 

Dalam dialog langsung itu PMII di wakili Zamroni, PMKRI di 
wakili Sofyan Wanandi, HMI silastomo dan Firdaus Wadji dan 
KAMI UI di wakili oleh Abdul Gafur. Dalam sidang kabinet yang 
melibatkan mahasiswa itu, pada prinsipnya Soekarno memahami 
tuntutan mahasiswa, namun tidak menyetujui cara kekerasan dan 
nada kasar yang dibawakan mahasiswa.” 

Gelombang “marathon” demonstrasi yang terus terjadi 
selama tahun 1965-1966 tidak lepas dari peranan KAMI dan PMII 
di dalamnya. 

Dengan adanya gelombang demonstrasi dan situasi politik 
yang semakin keruh, PMII menggelar Musyawarah Kerja Nasional 
(Mukernas) II PP PMII di Semarang. Dalam Mukernas itu PMII 


5 Zamroni Op-Cit 
55 Cristian Wobisono, Op-Cit 
56 Sulastomo, Op-Cit 
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menuntut agar PKI dan ormasnya dibubarkan sebagai hukuman 
yang adil terhadap gerakan kontra revolusioner G 30 S/PKI yang 
telah digagas dan dilaksanakan. Gerakan itu menurut PMII secara 
nyata-nyata merupakan gerakan perebutan kekuasaan pemerintah 
yang sah.” 

Dalam forum tersebut PMII sebagai anggota KAMI secara 
eksplisit melakukan gerakan pembelaan terhadap berbagai aksi 
dan demonstrasi mahasiswa yang dituduh telah mengarah pada 
perbuatan anarkhis: 

“Massa Aksi yang tergabung dalam KAMI disamping massa aksi 

golongan lain yang nyata-nyata berpihak kepada rakyat adalah aksi- 

aksi yang benar dan perlu dipelihara. Adalah tidak benar kalau 

KAMI bertindak anarkhis dan kontra revolusioner.” 


B. Berjuang dengan Landasan Tritura 

Penghujung tahun 1965 merupakan masa terberat bagi 
perekonomian pemerintahan Soekarno. Pemerintah tidak mem- 
punyai alternatif lain kecuali menaikkan harga komuditas yang 
dikuasai pemerintah sebagai upaya mengurangi laju inflasi. Sejak 
23 Nopember 1965 Menteri Koordinator Pembangunan/ Wakil 
Perdana Menteri (Waperdam) III Chairul Saleh mengumumkan 
kenaikan harga bahan bakar dari Rp 4 menjadi Rp 250/liter. Pada 
13 Desember 1965 Menteri itu juga mengumumkan perubahan 
nilai mata uang (Sanering). Uang Rp 1.000 nilai lama menjadi Rp.1 
nilai baru. Namun kebijakan ini tidak berpengaruh pada tingkat 
inflasi yang terus membubung. 

Pada 3 Januari 1966 Menteri Negara Minyak dan Gas Bumi, 
Brigjen Ibnu Sutowo mengumumkan bahwa harga bahan bakar 
naik lagi menjadi Rp. 1000 perliter. Kenaikan harga bahan bakar 
ini diikuti dengan kenaikan harga komuditas-komuditas lain, 
terutama tariff transportasi. Harga karcil Bus kota di Jakarta yang 
sangat dibutuhkan oleh sebagian besar warga kota naik Rp. 250 
menjadi Rp 1.000,-. 


57 Tri Sikap PMII, 6 Februari 1966 
58 Tbid. 
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Kenaikan drastis harga tariff transportasi jelas memberatkan 
rakyat, dan karena itu Persidium KAMI pusat memutuskan untuk 
menjadikan isu kenaikan harga sebagai focus demonstrasi 
mahasiswa. Namun untuk melakukan protes terhadap kebijakan 
pemerintah secara massif, KAMI harus memiliki sekutu yang kuat 
supaya perjuangannya tidak mudah dipatahkan. Untuk itu 
Zamroni mengajak ketua-ketua presidium lain menemui Panglima 
Darurat Meliter Jakarta Mayjen Amir Mahmud untuk meminta 
izin mengadakan demonstrasi terbuka. Amir Mahmud tidak 
keberatan asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan UU 
Darurat. Tetapi kepala Staf Komando Kolonel Witono menolak 
memenuhi permintaan KAMI. Menurut Witono dan anak buah- 
nya, rencana KAMI hanya akan mengalihkan perhatian publik 
dari kampanye penghancuran PKI. Witono baru dapat menyetujui 
rencana demonstrasi apabila memasukkan isu pelarangan PKI dan 
restrukturisai cabinet untuk mencopot Mentari-menteri yang 
diyakini sebagai pendukung PKI. 

Pada tanggal 6 Januari 1966, dengan mengatasnamakan KAMI 
Zamroni mengeluarkan pernyataan yang mendesak pemerintah 
supaya meninjau kembali kebijakan tentang kenaikan harga. 
Pernyataan Zamroni mendapat tanggapan dari Waperdam III 
Chairul Saleh yang menyatakan bahwa peraturan yang telah 
diambil tidak dapat ditinjau kembali. Tetapi dua hari berikutnya 
pernyataan Chairul Saleh itu menmbulkan kemarahan ormas- 
ormas Pemuda. Pada 8 Januari 1966 ormas-ormas pemuda yang 
tergabung dalam Front Pemuda terdiri dari GP.Ansor, Pemuda 
Muhammadiyah, GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen 
Indonesia), Pemuda Marhaenis, GSNI (Gerakan Siswa Nasional 
Indonesia) dan Pemuda Katolik dengan dukungan mahasiswa 
melancarkan demonstrasi ke Gedung Sekretariat Negara di Jalan 
Veteran. Front Pemuda mengkritik kinerja cabinet Dwikora yang 
tidak bias mengatasi persoalan ekonomi serta menuntut 
pembersihan cabinet dari unsur-unsur PKI. 

Pernyataan Zamroni yang ternyata berdampak cukup luas itu 
membuat KAMI lebih serius lagi dalam menyusun strategi 
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perjuangan. Persidium KAMI segera melakukan rapat dan 
menghasilkan dua program: yakni perjuangan secara konseptual 
dan perjuangan melalui aksi massa. Perjuangan konseptual bias 
diwujudkan melalui seminar dengan menghadirkan para pakar 
untuk membahas berbagai persoalan bangsa sekaligus mencari 
jalan keluarnya. Sementara perjuangan melalui aksi massa perlu 
dilakukan melalui serangkaian aksi dengan tema tertentu yang 
dapat dimenegrti oleh masyarakat luas. Rapay segera melakukan 
pembagian tugas. Ketua Persidium pusat Zamroni akan tampil 
didepan seminar mengenai persoalan ekonomi nasional di 
Fakultas ekonomi UI. Ketua lainnya Comas Batubara akan 
membacakan pernyataan di depan Apel massa di halaman 
Fakultas Kedokteran UI. Rapat menugaskan Savrinas Suardi dan 
Ismed Haddad untuk menyusun pernyataan yang akan dibacakan 
Cosmas Batubara. Inti dari pernyataan itu antara lain, 1) Bubarkan 
PKI, 2) Rombak Kabinet Dwikora, 3) Turunkan Harga. Pernyataan 
itu kemudian terkenal dengan istilah Tritura, akronim dari Tri 
Tuntutan Rakyat. 

Maka pada 10 Januari 1966 massa mahasiswa berbondong- 
bondong mendatangi kampus UI. Sebagian dari mereka hendak 
mengikuti seminar di Fakultas Ekonomi, sebagian lainnya 
menghadiri rapat terbuka di halaman Fakultas Kedokteran UI. 
Acara seminar didahului dengan sambutan Zamroni yang dengan 
keras mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Sementara rapat 
terbuka yang dikomando Cosmas Batubara menghadirkan 
Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhi Wibowo. Dalam 
kesempatan itu Sarwo Edhi yang diundang berorasi mengecam 
tokoh-tokoh PKI karena menurutnya PKI telah mendalangi 
peristiwa G30S. 

Melalui aksi itu KAMI juga menyerukan pemogokan kuliah 
kepada mahasiswa selama tariff angkutan umum tidak 
dikembalikan ke harga semula, yakni Rp. 250. Seruan tersebut 
mendapat respon yang luar biasa dari mahasiswa. Keesokan 
harinya dan hari-hari selanjutnya para mahasiswa tidak kuliah 
meskipun mereka berangkat ke kampus. Dengan pemogokan 
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kuliah, KAMI menjadi lebih mudah melalkukan pengerahan 
massa. 

Aksi demonstrasi dengan massa berskala besar kembali 
dilancarkan KAMI ke Gedung DPR GR pada 12 Januari 1966. 
Ribuan mahasiswa melakukan Longmarch dari UI Salemba ke 
Gedung DPR GR dengan melewati rumah-rumah Menteri di Jalan 
Diponegoro. Rumah-rumah para menteri itu menjadi sasaran 
corat-coret mahasiswa yang berisi tuntutan Tritura. Setibanya di 
Gedung DPR GR delegasi KAMI yang terdiri dari Zamroni, 
Cosmas Vatubara, Firdaus Wadji dan Abdul Gafur diterima oleh 
ketua DPR GR Aruji Kartawinata. KAMI menyatakan bahwa 
mahasiswa tidak mampu kuliah akibat kenaikan tariff angkutan 
dan harga-harga komuditas. KAMI menuntut DPR GR supaya 
mendesak pemerintah meninjau kembali konsep-konsep yang 
tidak berlandaskan pada amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). 

Selang sehari berikutnya, tepatnya tanggal 14 Januari 1966, 
Persidium KAMI mengerahkan massa mahasiswa ke sejumlah 
pejabat yang memiliki peran penting dalam pengendalian 
perekonomian nasional. Beberapa obyek sasaran mereka 
diantaranya adalah kantor Menteri Gas dan Minyak Bumi Brigjen 
Ibnu Sutowo dan kantor Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf 
Muda Dalam. Kedua kantor Menteri itu terletak lapangan 
Merdeka. Massa yang sudah panas terbakar oleh orasi dari para 
pimpinan mereka segera mencorat-coret mobil-mobil mewah para 
pejabat yang menjadi sasaran. Tidak sedikit dari mereka yang 
memanfaatkan kesempatan untuk menjarah barang-barang 
berharga milik para pejabat itu. 

Terlebih lagi ketika mereka tiba di kantor Yusuf Muda Dalam 
yang terkenal korup dan diduga sebagai salah seorang donator 
PKI, massa mengambil barang apa saja yang meeka kehendaki. 
Yusuf Muda Dalam yang pada saat itu panic mencoba 
bersembubyi di dalam sebuah ruangan tetapi massa berhasil 
memaksanya keluar. Dari dalam mulut sang menteri ditemukan 
sebuah perhiasan berharga yang tak ternilai harganya. 


59 Ahmaddani dkk, Ibid. Hal. 315-320 
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Massa kemudian begerak ke Instalasi Minyak dan Gas Alam 
di Kawasan Tanjung Priok. Tiba disana massa yang sudah 
emosional memaksa kepala divisi penjualan regional Pertamina 
untuk menandatangani surat kesepakatan yang isinya menyetujui 
tuntutan mahasiswa untuk menurunkan harga minyak ke harga 
semula. Massa mahasiswa kemudian menggunakan hasil 
kesepakatan itu untuk memaksa pompa-pompa bensin diseluruh 
wilayah Jakarta supaya menjual bensin sesuai dengan harga yang 
telah disepakati.80 


C. Aksi Dukungan PMII Terhadap Orde Baru 

Tidak hanya aktif dan terlibat dalam aksi demonstrasi dan 
pergumulan dalam KAMI. Dukungan PMII terhadap Orde Baru 
juga disampaikan dalam bentuk konsep dan pokok-pokok pikiran 
mengenai rumusan Negara Orde Baru. Rumusan itu dituangkan 
dalam Resolusi PMII yang dibahas dalam Kongres III PMII pada 
7-11 Februari 1967 di Malang Jawa Timur. 

Pemerintah Orde Baru sesuai dengan rumusan Kongres III 
PMII itu adalah tata susunan kehidupan yang berlandaskan 
Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta. 
Mengamalkan dan mengamankan dengan penuh kejujuran dan 
konsekwen. Selain itu, Orde Baru, menurut PMII, berupa sikap 
mental, moral dan tata kehidupan yang menegakkan dan 
menghormati hak dan keadilan, hak-hak azasi manusia dan 
demokrasi yang dilaksanakan secara nyata sesuai dengan kata dan 
perbuatan. Orde Baru merupakan tatanan hidup berkonstitusi, 
berkepribadian nasional dan budaya, bukan sikap mental yang 
mebebek dan anarkhis, sikap mental yang menentang kebatilan 
dan kedlaliman, penindasan atas hak-hak azasi manusia dan 
demokrasi serta meruntuhkan tirani dan diktatorisme dalam 
segala bentuk dan manivestasinya.'! 

Rumusan tersebut memang secara prinsip belum pernah 
dilaksanakn oleh pemerintah Orde Baru terutama yang berkaitan 


60 Jhon Maxwell, Ibid. hal. 175 
S1 Hasil Kongres III PMII di Malang 7-11 Februari 1967 


40 


dengan semangat Piagam Jakarta, karena pemerintah Orde Baru 
semakin represif dan menyingkirkan sejumlah tokoh yang 
bersimpati dengan Piagam Jakarta. Misalnya ketika berlangsung 
peringatan hari Piagam Jakarta di gedung Pola Jakarta sejumlah 
tokoh NU yang hadir disana seperti KH Masykur dan KH Moh. 
Dahlan kemudian tidak lagi diberi kesempatan dalam panggung 
politik.5? 

Pada akhir Kongres III tersebut PMII juga mengeluarkan 
memorandum kepada MPRS agar dalam sidang Istimewa MPRS 
yang akan diselenggarakan pada 7-12 Maret 1967 memecat dan 
mencabut kedudukan Soekarno sebagai mandataris MPR/Presiden 
RI/Panglima Besar Revolusi. Untuk selanjutnya PMII meminta 
agar MPRS mempercayakan pengemban Supersemar sebagai 
pejabat Presiden sampai terpilihnya Presiden hasil pemilihan 
umum yang akan datang. 

PMII juga meminta kepada PBNU agar mencabut segala 
bentuk gelar kehormatan seperti Waliyyul Amri bil Dlaruri Wal As- 
Syaukah. Karena telah terbukti melakukan berbagai brntuk 
pelanggaran terhadap Syari'at Islam, terutama pelehan terhadap 
wanita.54 

Resolusi PP PMII itu merupakan resolusi pertama yang keluar 
baik dari partai maupun Ormas, termasuk dari NU yang menjadi 
induk PMII. Sesudah itu, PB HMI baru menyatakan dukungan 
terhadap Soeharto. Bagai gayung bersambut sebulan kemudian 
ketika berlangsung SI MPRS pada 11 Maret 1967 anggota Fraksi 
NU Jamauddin Malik dan KH.A. Syaikhu mengeluarkan resolusi 


2 Abdul Aziz Thaba, Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru, Gema Insani 
Press, Jakarta 1996. Hal. 243 

5 Resolusi I, Kongres III PMII di Malang 11 Februari 1967. 

& Pernyataan Komisi Keputrian pada Kongres III PMII di Malang 10 Februari 
1067 

S PB HMI jauh hari memang sudah menyatakan berdiri di belakang Soeharto 
dan menyerahkan sepenuhnya nasib bangsa Indonesia kepada pengemban 
Supersemar. Namun pernyataan tersebut belum pernah disampaikan dalam 
bentuk resolusi dan secara eksplisit meinta Soeharto untuk menjadi pejabat 
Presiden. Lihat Berita Yudha. 15 Juli 1966. 
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yang sama, setelah sebelumnya menolak laporan pertanggung- 
jawaban Soekarno yang berjudul Nawaksara.5s Pada akhir SI MPRS 
tersebut Letnan Jenderal Soeharto dilantik sebagai pejabat 
Presiden. Peristiwa ini merupakan puncak perjuangan dan 
dukungan partai NU dan ormas di bawahnya kepada Orde Baru 
di bawah pimpinan Soeharto. 


D. Hubungan PMII, NU dan Soekarno 

Walaupun NU merupakan salah satu Partai yang mendukung 
demokrasi terpimpin tetapi tidak menghalangi PMII untuk 
mengkritisi Bung Karno pasca G 30 S/PKI tahun 1965. Bahkan 
PMII merupakan garda terdepan gerakan mahasiswa yang 
menuntut pembubaran PKI. Terpilihnya Zamroni salah seorang 
aktivis PMII sebagai seorang ketua persidium KAMI mem- 
buktikan hal tersebut. Sementara itu ketua umum PBNU DR. 
Idham Cholid masih mendukung Bung Karno. 

Kedekatan tokoh-tokoh NU seperti DR. Idham Cholid dan KH 
Syaifuddin Zuhri dengan Bung Karno, tidak menghalang PMII 
untuk melancarkan kritik keras terhadap Bung Karno. Hal ini 
merupakan bukti citra diri PMII sebagai organisasi 
kemahasiswaan yang senantiasa berpihak kepada kebenaran dan 
keadilan. Ruh dan bibit independensi PMII mulai muncul sejak 
itu, tanpa harus kehilangan jati dirinya sebagai organisasi 
mahasiswa yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. 

PMII merupakan organisasi “onderbouw” NU, namun dalam 
menyikapi perilaku politik Soekarno di akhir kekuasaannya, PMII 
tidak setia dan tidak sejalan dengan NU, khususnya dengan sikap 
KH Wahab Chasbullah dan Dr Idham Cholid selaku Ris Syuriah 
dan ketua Tanfidziyah, PMII dan gerbong elemen muda NU 
lainnya lebih dekat dengan Subchan ZE yang sikap politiknya 
sangat anti Soekarno. Namun kedekatan aktivis PMII dengan 
Subchan ZE bukan berarti menampakkan sikap keberpihakan 
atau “power blok” politik Subchan, melainkan unsur idealisme 


s6 Lihat Nugroho Notosusanto (wd) Tercapainya Konsensus Nasional, Balai 
Pustaka Jakarta 1985, hal 76. 
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yang lebih kental. 

Walaupun PMII dengan Frontal menentang Soekarno, namun 
tidak diancam dibubarkan sebagaimana nasib HMI. Hal ini 
disebabkan menurut pemikiran Soekarno, PMII masih dianggap 
loyal pada tokoh-tokoh konservatif NU yang berkolaborasi 
dengan dirinya. Padahal dalam kenyataannya, PMII lebih dekat 
dengan kalangan tokoh NU yang progresif dan anti Soekarno. 

Keyakinan Soekarno bahwa PMII akan dapat dikendalikan 
seperti di tuturkan oleh Zamroni, “Kalau PMII ikut PBNU, sudah 
pasti tidak akan merongrong lewibawaan saya,” kata Zamroni 
menirukan Soekarno. 

Untuk memahami hubungan PMII, NU dan Soekarno harus 
didekati dari tiga pintu. Pertama Hubungan PMII dan NU, Kedua, 
Hubungan NU dan Soekarno dan Ketiga Hubungan PMII dan 
Soekarno. Hubungan PMII dan NU merupakan hubungan 
fungsional organisatoris mengingat PMII merupakan organissi 
Onderbouw NU. PMII dilahirkan oleh kalangan aktivis 
mahasiswa Nahdliyyin yang akhirnya diwujudkan dalam 
hubungan kelembagaan. Sebetulnya sejak awal pendirian PMII 
hubungan aktivis Mahasiswa Nahdliyyin sudah tidak harmonis 
dengan tokoh-tokoh konservatif di tubuh PBNU. Karena 
aktivisnya dianggap tidak sesuai dengan dengan tradisi NU pada 
umumnya. Dengan demikian sikap NU secara otomatis menjadi 
sikap PMII, sebaliknya sikap PMII harus paralel dengan sikap NU. 
Namun karena PBNU dipegang oleh tokoh konservatif yang dari 
awal tidak menyukai perilaku aktivis PMII, maka ketika NU 
memutuskan tetap mendukung Soekarno, PMII justru 
mendukung sikap Subchan ZE yang lebih dekat dengan aktivis 
PMII dan sering melindungi PMII dari berbagai kritik para tokoh 
konservatif NU. 

Hubungan NU dan Soekarno merupakan perjalanan sejarah 
yang panjang, yang berawal dari kursi PNI dan NU pada awal 
tahun 1950-an, dalam menghadapi kuasi Masyumi dan PSI serta 
partai lainnya, Soekarno dalam banyak hal lebih percaya kepada 
tokoh-rokoh NU seperti KH Wahab Chasbullah dan KH 
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Syaifuddin Zuhri daripada dengan tokoh Masyumi. Adanya 
hubungan panjang ini, ketika terjadi konflik antara Soekarno dan 
gerakan pro Orde Baru, tokoh-tokoh NU lebih mendukung 
Sorekarno. 

Sementara hubungan PMII dengan Soekarno merupakan 
hubungan pelengkap. Pada satu sisi PMII merupakan organisasi 
mahasiswa yang tidak menyukai perilaku Soekarno dan PKI. 
Namun pada sisi lain, Soekarno merupakan sahabat tokoh NU 
yang tetap harus dihormati. Pada sisi lain, Soekarno juga 
mempunyai keyakinan bahwa PMII tidak akan ikut melakukan 
gerakan “Kontra Revolusi”, berkat bimbingan para tokoh NU. 
Namun kenyataan justru karena hubungan PMII, NU dan 
Soekarno. Masuknya PMII ke dalam tubuh KAMI menjadi sebuah 
dinamit gerakan mahasiswa yang tidak dapat dibendung. Kalau 
KAMI tidak melibatkan PMII dianggap wajar, sebab HMI dan 
kekuatan lainnya memang sudah lama bersebrangan dengan 
Soekarno, namun ketika melibatkan PMII, warnanya menjadi lain. 
Sebab PMII yang onderbouw NU, dan selama ini dekat dengan 
Soekarno ternyata berani melakukan sebuah pemberontakan. 


E. PMII dan Kebangkitan Orde Baru 

Pada tanggal 19-26 Desember 1964 di Jakarta pernah diadakan 
musyawarah nasional generasi muda Islam yang kemudian lebih 
dikenal dengan “GEMUIS' . Musyawarah yang gagasan awalnya 
muncul dari gerakan pemuda Ansor ini, bertujuan untuk 
memperkuat ukhuwah islamiyah (kerukunan intern ummat Islam) 
yang pada saat itu sedang mengalami cobaan-cobaan akibat fitnah 
yang dilancarkan oleh PKI (partai komunis Indonesia). Hasil dari 
pertemuan tingkat nasional generasi muda Islam ini memutuskan 
membentuk suatu organisasi yang bersifat konfederatif. PMII 
dalam organisasi ini duduk sebagai Sekretaris Jenderal persedium 
pusat yang diwakili oleh sahabat Said Budairy, Musyawarah 
nasional ini sebagai reaksi atas aksi-aksi yang dilancarkan oleh 
antek-antek PKI khususnya CGMI (consentrasi gabungan 
mahasiswa Indonesia), sebuah organisasi mahasiswa yang 


44 


berafiliasi kepada PKI, yang kian memuncak menjelang peristiwa 
G.30.S/PKI. 

Adapun kelahiran Orde Baru dapat dikatakan sebagai 
langkah koreksi total terhadap kebijakan rezim Orde Lama. 
Kelahiran Orde Baru sebenarnya merupakan conditionine guonon, 
karena nampaknya rezim Orde Lama sudah tidak mampu lagi 
berdiri secara politis apalagi secara ekonomis. Kelahiran Orde 
Baru ini dipercepat dengan adanya gerakan PKI yang berusaha 
merebut kekuasaan melalui aksi kudeta yang kemudian lebih 
dikenal dengan gerakan 30 September / G.30.S/PKI. 

Sebenarnya ada/tidaknya G.30.S/PKI, Orde Baru dapat 
dipastikan tetap akan lahir, karena rezim Orde Lama sudah sangat 
salah langkah dalam mengelola negara. Politik berdikarinya 
menyebabkan distopnya semua bantuan dari luar negeri, 
akibatnya rakyat sangat menderita, karena laju inflasi 
membubung tinggi sampai 6000 dan pemangkasan nilai mata 
uang rupiah dilakukan berkali-kali, tetapi hal itu tidak mampu 
merubah keadaan. Keadaan yang sudah kritis ini ditambah lagi 
dengan tindakan rezim Orde Lama yang melakukan “politik 
konfrontasi” dengan Malaysia, yang berakibat separoh dari 
anggaran belanja negara tersedot untuk kepentingan politik 
konfrontasi tersebut. 

Dalam kondisi seperti itu, PKI memanfaatkan situasi-mengail 
ikan di air keruh- dengan melemparkan issu bahwa dewan 
Jenderal akan merebut kekuasaan (kudeta) dari tangan Presiden 
Soekarnoe. Dalam keadaan seperti itu, rezim Orde Lama 
dihadapkan pada keadaan yang sangat delematis, disatu pihak, 
jika rezim ini menghukum dan membubarkan PKI, jelas akan 
berhadapan dengan pemerintahan Komunis di Cina yang selama 
ini mendukung politik Soekarnoe dalam politik konfrontasinya 
dengan Malaysia, tetapi dilain pihak, jika tetap mempertahankan 
PKI jelas akan berhadapan dengan rakyatnya sendiri, terutama 
rakyat yang selama ini terus menerus difitnah oleh PKI. 

Melihat situasi yang tidak menentu ini, para tokoh dan aktivis 
organisasi mahasiswa ekstra Universitas berinisiatif membentuk 
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suatu wadah perjuangan untuk menegakkan kembali keadilan 
dan menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia yang tertindas. 
Mereka tampil dengan semboyan : TRI-TURA (tiga tuntutan hati 
nurani rakyat) : 

1. Bubarkan PKI beserta antek-anteknya 

2. Retor Menteri-menteri yang goblok 

3. Turunkan harga. 

Gerakan itu dipimpin oleh tokoh-tokoh mahasiswa yang 
tergabung dalam kesatuan aksi mahasiswa Indonesia (KAMI). 
Organisasi perjuangan ini didirikan dirumah Menteri PTIP 
(Perguruan tinggi dan ilmu pengetahuan) Prof. DR. Syarif Thoyib 
di Jl. Imam Bonjol 26 Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1965. 
Organisasi ini didasarkan pada dua landasan pokok seperti 
disebut di atas dengan operasionalisasi program: 

1. Mengemankan Pancasila 
2. Memperkuat bantuan kepada ABRI dalam menumpas 
G.30.S/PKI sampai ke akar-akarnya 9). 

Mahbub Junaidi pernah mengatakan didepan peserta kongres 
PMII ke III di Malang jawa Timur : 

“Bila tahap pertama pembinaan Orde Baru dihitung dari titik 
awal penghancuran GESTAPO/PKI, maka PP PMII dengan rendah 
hati akan mencatat bahwa peranan PMII tidak bisa disisihkan oleh 
sejarah. Kita telah mengambil peranan pada saat yang sulit 
menentukan sikap, teristimewa disekitar tanggal 1-5 Oktober 1965, 
tanggal keluarnya pernyataan NU dan ormas-ormasnya yang 
secara tegas menunjuk hidung bahwa PKI lah dalang dan pelaku 
coup G.30.S/PKI, karenanya harus dibubarkan. Tidak banyak 
moment-momernt sejarah yang bisa membawa akibat besar, 
moment yang menuntut kecepatan mengambil keputusan dengan 
landasan keberanian. Hari-hari disekitar awal bulan Oktober 1965 
dalam contoh moment yang tidak banyak jumlahnya. Pada saat 
itulah PMII dan GP. Ansor secara on the sport mengambil posisi 
meneliti dan mengkonklusi serta denga keyakinan luar biasa 


8 Drs. Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI (1947 - 1975), Bina Ilmu, 
Surabaya, 1976, Halaman 74. 
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“tangan PMll-lah yang mengayunkan garis-garis besar, pokok- 
pokok statemen tuntutan pembubaran PKI. Apa yang terjadi 
sesudah itu kita semua sudah tahu likuidasi secara total dilakukan 
seutuhnya oleh massa rakyat yang cinta Pancasila bersama ABRI. 
Kita bukanlah potongan orang yang suka reklame, tetapi siapa 
yang berani membantah, bahwa peranan NU, Ansor dan PMII di 
tahap-tahap pertama likuidasi yang melumpuhkan PKI itu 
memegang peranan yang menentuka sudah kita lakukan.. 
Likuidaasi itu hampir-hampir kita lakukan dalam sekali gulung. 
Sejarah mencatat bahwa tahap pembinaan Orde baru dalam 
bentuk penghancuran PKI, peranan organisasi masaa baik di desa 
maupun di kota sangatlah menentukan. Mereka tidaklah butuh 
segala macam tugu peringatan untuk tugas revolusi yang telah 
mereka selesaikan. Kerena kita menumpas PKI bukan untuk 
kepentingan manusia melainkan karena perintah agama. Itu 
artinya kita memang bukan “pahlawan kesiangan” tetapi 
hanyalah manusia yang bangun tepat waktunya tatkala beduk 
subuh berbunyi. TRI-TURA yang untuk pertama kalinya lahir 
tatkala demonstrasi front pemuda pada tanggal 28 Januari 1966 
dengan cepat disambut oleh demonstrasi KAMI tanggal 10 
Februari 1966 di Jakarta. 

Dimulailah aksi-aksi mahasiswa ibarat bola salju, makin lama 
makin besar, suatu kekuatan gerakan politik yang hampir-hampir 
tidak diduga orang sebelumnya. Gerakan mahasiswa yang 
tergabung dalam KAMI dengan cepat merebut kemenangan- 
kemenagan politik, bukan saja karena sasarannya yang tepat serta 
tidak mempunyai kepentingan apa-apa kecuali Indonesia yang 
adil dan makmur, tetapi juga karena mendapat dukungan massa. 
Garis-garis yang ditentukan PP PMII cukup jelas, ikut dan 
memimpin KAMI mulai pusat sampai di daerah, kebijakan ini 
sudah dilaksanakan dengan cepat dan luas, Sahabat Zamroni 
(ketua I PP PMII) telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas 
dan baik dari awal sampai saat bubarnya KAMI, yang itu berarti 
juga kepemimpinan PMII. 85) 


s8 Mahbub Junaidi, Meningkatkan Konsolidasi Untuk pembinaan Orde Baru 
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Kalau kita simak pidato ketua umum PP PMII itu, jelas bagi 
kita betapa besar peran PMII dalam menumbangkan orde lama 
dan kebangkitan Orde Baru hal ini tidak boleh digelapkan oleh 
siapapun dari sejarah Indonesia. 

Bahkan ketua umum PP PMII periode ke IV yaitu sahabat 
Zamroni tampil memimpin KAMI sebagai ketua umum 
persedium pusat. Dengan posisi sperti itu kita dapat mengetahui 
bahwa PMII punya andil besar dalam kegiatan dan mobilisasi 
KAMI dalam rangka kelahiran Orde Baru. Saksi yang tak dapat 
diabaikan oleh siapapun adalah “Jemari tangan kanan sahabat 
Zamroni yang tinggal dua buah” yang tiga terputus ketika 
memimpin demonstrasi KAMI dalam menegakkan Orde Baru. 

Seperti kita ketahui, kekuatan organisasi pemuda saat itu 
yang paling besar adalah GP. Ansor, sedang kekuatan organisasi 
mahasiswa yang paling besar adalah HMI, tetapi HMI pada saat 
itu baru saja terlepas dari rongrongan CGMI dan pemerintah Orde 
Lama. Akibatnya walaupun secara kuantitas kita akui PMII 
dibawah HMI, namun banyak kejadian justru PMII sering 
meyelamatkan HMI dari rongrongan rezim Orde Lama. 

Pada tanggal 6-16 Februari 1966 di Jakarta PP PMII 
mengadakan musyawarah kerja Nasional (mukernas). Forum ini 
diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program 
kerjanya, sekaligus menyembatani keterlambatan pelaksanaan 
kongres III PMII yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 1966. 
Dari forum itu tercetus suatu produk dokumen historis yang 
dikenal dengan TRI SIKAP JAKARTA. Dokumen historis ini 
merupakan satu sikap PMII dalam menjawab permasalahan- 
permasalahan yang sedang menghadang Ummat, yang mencakup 
tiga bidang permasalahan : 

1. Sikap dibidang politik 
2. Sikap dibidang ekonomi 
3. Sikap dibidang kebudayaan 
(secara lengkap lihat dalam dokumen historis - terlampir). 


dan Kemenangan Demokrasi, Laporan Ketua Umum PP PMII Pada kongres 
Ke III tanggal 7 - 11 Februari 1967 di Malang Jawa Timur. 
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Secara intern, Mukernas juga memutuskan hal-hal yang 
menyangkut konsolidasi intern PMII : 

1. Bahwa kongres III PMII akan dilaksanakan di kota Malang 
Jawa Timur pada Desember 1966 (dapat dilaksanakan pada 
tanggal 7 - 11 Februari 1967) 

2. Usaha terus menerus melakukan konsolidasi organisasi 
dengan turut aktif berjuang dalam wadah KAMI. 

3. Tetap melibatkan diri sepenuhnya sebagai organisasi 
dependen NU. 

Kongres III PMII dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 11 Februari 
1967 di Malang Jawa Timur yang dihadiri sekitar 75 cabang. 
Dalam kongres ini PMII mengeluarkan pokok-pokok pikiran yang 
dikenal dengan nama “Memorandum Politik”. Pokok-pokok 
pikiran ini hanya bersifat intern, yaitu memorandum politik yang 
ditujukan kepada partai NU, yang hanya berupa bahan-bahan 
masukan untuk muktamar NU yang akan dilaksanakan di 
Bandung Jawa Barat. Hal lain yang dihasilkan kongres III PMII 
adalah membentuk : 

1. Lembaga pendidikan kader pusat (LPKP) 

Lembaga da' wah pusat (LDP) 

Lembaga Pers pusat (LPP) 

Komando siaga angkatan Jihad (KOSAD) 

Penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengelolaan 
pendidikan kader (P3K) yang dihasilkan dalam Mukernas I 
tahun 1966. 

Pada kongres III ini PMII berhasil memilih sahabat Drs. H. 
Zamroni sebagai ketua Umum dan sahabat Drs. Med. Fahmi Ja'far 
sebagai Sekretaris Jenderal periode 1967 — 1970. Inilah satu- 
satunya tokoh PMII yang terpilih sebagai ketua Umum tanpa 
kehadiran orang yang bersangkutan. Karena pada saat itu 
sahabat Zamroni masih dalam perawatan dirumah sakit Tokyo 
Jepang, Ia terpilih menjadi ketua umum PMII, otomatis ia tidak 
tahu. Mahbub Junaidi ketua umum demisioner, mengirim surat ke 


IPDN 


Tokyo memberitahukan bahwa sahabat Zamroni terpilih sebagai 
ketua umum PMII periode 1967-1970, melalui Duta Besar 
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Indonesia di Jepang. Surat itu lalu disampaikan kepada Zamroni 
di rumah sakit oleh salah seorang mahasiswa Indonesia yang 
memang setiap hari di tugasi Duta Besar menungui sahabat 
Zamroni. 

Baru pada bulan April 1967, sahabat Zamroni pulang ke 
Indonesia, untuk memimpin PMII. Karena saat itu susunan PP 
PMII belum lengkap, maka tugas pertama yang harus dilakukan 
adalah melengkapi kepengurusan PP PMII periode 1967-1970. 
Adapun susunan pengurus PP PMII periode 1967-1970 adalah 
sebagai berikut : 


SUSUNAN PENGURUS PUSAT PMII 
(Periode 1967 - 1970 ) 


Ketua Umum : M. Zamroni 


Ketua : Abd. Rahman Saleh 
Ketua : Moh. Abduh Paddare 
Ketua : Umar Basalim 

Ketua : Abdurrahman Hasan 
Sekretaris Jenderal : Fahmi Ja'far 
Sekretaris : Siddig Muhtadi 
Sekretaris : R. Hari Sutanto 
Sekretaris : Didik Hariyadi 
Bendahara : RS. Munara 

Wakil Bendahara : Achmad Fatoni 


Departemen-departemen : 


Pendidikan dan Kader 
Penerangan dan Humas 
Kesejahteraan mahasiswa 
Luar Negeri 

Keputrian 

Kesenian dan Kebudayaan 
Olah Raga 


: Zubair Amin 
: Azwar Tiyas 
: H. Zaini A. Syakur 
: Chatibul Umam 
: Tien Hartini 
: Achmadun Ambari 
: Tosari Wijaya 
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SUSUNAN LEMBAGA PENDIDIKAN KADER PUSAT 
( Berkedudukan di Yogjakarta ) 


Ketua : Joko Purwono SH 
Ketua I : Abdillah Sarwani SH 
Ketua II : Sabirin Harahap Bsc 
Sekretaris : Ahmad Sumali Ama 
Sekretaris I : Hamzah Siddig 
Sekretaris II : Sofyan Sukri 

Seksi Laboratorium : Drs. Asep Hadipranata 
Seksi Logistik : Saefuddin Anwar Bsc. 


Belum genap satu tahun lembaga ini berdiri karena satu dan 
lain hal, diadakan penyegaran pengurus, sehingga menjadi : 


Ketua : Sabirin Harahap Bsc 
Ketua I : M. Saleh Harun BA 
Ketua II : Achmad Sumali Ama 
Sekretaris : Drs. Sofyan Sukri 
Sekretaris I : Samsul Anam 
Sekretaris II : Mojono MA 
Seksi Laboratorium : Asep Hadipranata 

: Dalil Adisubroto 

: Sumali RD 

: Joko Purwono SH 
Seksi Logistik : Asrori Nasucha 
Pembantu Keputrian : Elok Fa'igoh Muhammad 

: Sa'adah 

: Lilik Sri suyati 


: Chariroh Anwar 
: Isti'anah 2) 


SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA DA'WAH PUSAT 
( Berkedudukan di Malang Jawa Timur ) 


8 Laporan PP PMII Periode 1967 - 1970 pada Kongres IV di Makasar Tanggal 25 
- 30 April 1970, Halaman 10 
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Ketua 

Wakil Ketua 
Sekretaris 

Wakil Sekretaris 
Keuangan 


Biro - biro: 

Biri Riset 
Pendidikan Kader 
Biro Da wah 


Penerangan dan Humas 


Dana dan Logistik 


:N. Syahid Wiyoto 

: A. Hasyim Muzadi 

: Dimyati Uriyanto 

: Abdurrahman Marsaid 
: M. Subchi Hasbi 


: Sawihi Garetin 

: Sanusi 

: Zamhuri 

: Ali Ahmad 

: Abdul Hajji 

: Cholilur Rahman 

: Muzani Ilyas 

: Muhammad Syarif 70) 


SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PERS PUSAT 
( Berkedudukan di Bandung Jawa Barat ) 


Ketua Umum 
Ketua I 

Ketua II 

Ketua III 

Ketua IV 
Sekretaris Umum 
Sekretaris I 
Sekretaris II 
Sekretaris III 
Sekretaris IV 
Bendahara Umum 
Bendahara I 
Bendahara II 


7 Ibid, Halaman 7 dan 8 


: Hisyam Bisri 

: Syarif Hidayat Al-Hubby 
: Itho Arifin 

: Deden Sederhana 

: Agus S Mahmud 

: Sueb Supeno 

: Zulajar Iskandar 

: Muhammad Said 

: Chaeri Hadi CD 

Neneng Nafsah Mutmainah 
: A. Rukman 

: Nina Herlina 

: Nurmillah 
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Biro - Biro: 
Sekretariat 


Penerbitan 


Berita 


Pendidikan Riset 


Radio dan TV 


Sanggar Karya 


Luar Negeri 


: Hidmat CD 

: Jaja Zakaria 

: Junaeri 

: Erlina Indera 

: Drs. Utui Turmudzi 

: Fahri Pasaribu 

: Mugyafri 

: Agus SM 

: Hidayat 

: Sauma Martini 

: Oomarin Muryati 

: Alimuddin 

: Sholichin MH 

: Rita Yuniar 

: Drs, Hafidz Usman 

: Hilman Badrudin Syah 
: Muhammad Siddig 

: Drs. A. Ruchyat Noor 

: Sambas 

: Fuad Wahab 

: EA Chalig 

: Parti P Puji 

: Ajad Sudrajad 

: Tin S Indik 

: Abror Dachwan 

: Yeti Hayati 

: Dida Hidayat BA 

: Dr. Bakir Abi Sujja 

: Chudlari Fadli SH 

: Firman Arifin (Jerman) 
: Pipin Hanafiyah (Tokyo) 
: Rumanah (Rusia) 

: Yayuk Hidayat (Mesir) 
: Endah Sugiarti (Tokyo) 
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SUSUNAN PENGURUS PUSAT BADAN KOPRI 
(Berkedudukan di Surabaya Jawa Timur ) 


Ketua Umum 
Kerua I 

Ketua II 

Ketua III 
Sekretaris Umum 
sekretaris I 
Sekretaris II 
Sekretaris III 
Bendahara 
Bendahara I 


Biro - Biro : 

Biro Kader 

Biro Da wah 

Biro Penerangan 

Biro Olah Raga dan Seni 
Pemnatu Umum 


Catatan: Susunan PP Badan Kopri ini adalah hasil Musyawarah 
Kerja Nasional (Mukernas) II pada tanggal 25 September 


: Ismi Maryam BA 

: Zazilah Rahman BA 
: Siti Fatimah Bsc 

: Adibah Hamid 

: Maryamah BA 

: Siti Rahayu Bsc 

: Aminah Asraf BA 

: Asiah Gani 

: Laila Badriah 

: Chusnul Chotimah 


: Fatimah Aminah BA 

: Noor Endah Nizar 

: Mutmainah Paliweng 

: Cicik Mursyidah 

: Siti Rahmah Ismail Bsc 
: Maryam Bakir BA 

: Zamroh Dibab BA "!) 


1967 di Semarang Jawa Tengah. 


Sebagai realisasi keputusan kongres III PMII di Malang Jawa 
Timur maka pada tanggal 28 Maret 1968 PP PMII mengeluarkan 
peraturan tentang “Pedoman Penyelenggaraan Keseragaman 
Organisasi dan Administrasi”. Hal ini didasarkan pada pemikiran: 

1. Bahwa dalam penyelenggaraan organisasi perlu adanya 


pedoman yang teratur dan seragam 


1 Ibid, Halaman 7 
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2. Bahwa adanya adanya ketentuan pedoman penyelenggaraan 
keseragaman organisasi dan adminstrasi sebagai penjelasan 
PD/PRT dan peraturan PP PMII yang telah ditetapkan 

3. Bahwa belum adanya keseragaman organisasi dan 
adminstrasi dalam tingkatan-tingkatan PMII. 

PP PMII dengan surat No. 070/PP-IV/VIII/67, tertanggal 22 
Agustus 1967 menginstruksikan regestrasi alumni PMII dengan 
beberapa ketentuan pencatatan bio data sebagai berikut : 

« Nama Alumni 

« Menjadi anggota PMII sejak tahun berapa sampai tahun 
berapa, dari cabang mana 

« Jabatan terakhir dalam pimpinan/pengurus PMII 

« Alamat Alumni terkahir / sekarang 

« Jabatan yang dipangku saat ini 

« Lain-lain yang dianggap perlu ?) 


F. PMII dalam Dunia Kemahasiswaan dan Kepemudaan 

PMII Sebagai organisasi mahasiswa yang juga berdimensi 
kepemudaan, maka aktivitas-aktivitas yang dilakukan disamping 
di dunia kemahasiswaan juga dunia kepemudaan. Aktivitas PMII 
yang patut dicatat disini antara kurun waktu 1965 - 1968, hal ini 
penting karena berkaitan dengan lahirnya angkatan baru dalam 
dunia kepemudaan di Indonesia, yang akhirnya angkatan ini 
dikenal dengan istilah “ANGKATAN 66”. 

Kelahiran angkatan 66 ini merupakan reaksi terhadap 
kebijaksanaan Presiden Soekarnoe yang membiarkan PKI dan 
antek-anteknya tetap hidup di Bumi Pertiwi ini, kendatipun PKI 
melakukan makar dengan melakukan gerakan 30 September. 
Ketidakmampuan pemerintah Orde Lama untuk mengambil 
tindakan tegas terhadap PKI ini, mungkin dikarenakan 
kekhawatiran rezim Soekarno akan reaksi pemeritah Komunis 
Cina yang merupakan pendukung utama dalam menghadapi 
politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat 


72 Surat edran PP PMII tentang : Regestrasi Alumni PMII, NO. 070/PP- 
IV/VIII/67, Jakarta, tertanggal 22 Agustus 1967. 
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lainnya. Tetapi tindakan rezim Orde Lama yang seperti ini 
berakibat fatal, dengan semakin banyaknya rakyat yang tidak 
puas terhadap rezim Soekarnoe, terutama mereka yang dulu 
sering difitnah oleh PKI serta antek-anteknya. Keadaan yang 
demikian itu semakin diperburuk oleh ketidak mampuan rezim 
Orde Lama dalam menangani persoalan ekonomi, disamping 
ketidakmampuan lembaga Legeslatif menjalankan fungsi 
kontrolnya terhadap  penyimpangan-penyimpangan yang 
dilakukan pemerintah Orde Lama. 

PMII sebagai bagian dari mahasiswa dan generasi muda 
bangsa merasa terpanggil untuk membela kepentingan rakyat. 
Karena melihat lembaga Legeslatif tidak mampu menjalankan 
peran dan fungsinya serta tersumbatnya saluran dialog dengan 
pemerintah, maka mahasiswa mengambil alih peran legeslatif dan 
gerakan protes di jalan-jalan raya. Mereka meneriakkan aspirasi 
rakyat yang tertindas yang dikenal dengan Tri-Tura (tiga tuntutan 
hati nurani Rakyat). Sejak saat itulah gerakan mahasiswa, pemuda 
dan pelajar dikenal dengan istilah baru “Gerakan Parlemen 
Jalanan”. 

Gerakan parlemen jalanan ini sangat mungkin terjadi, karena 
suasana politik saat itu memungkinkan mahasiswa, pemuda dan 
pelajar matang secara politik. Hal ini akibat sistem politik yang 
dikembangkan pemerintah Orde Lama waktu itu. 

Sebelum lebih jauh membicarakan angkatan 66 ada baiknya 
kita melihat peran generasi muda khususnya generasi muda Islam 
dalam sejarah kepemudaan di Indonesia, dari sini kita bisa melihat 
sejauh mana peran PMII dalam sejarah kepemudaan di Indonesia. 

Sewaktu organisasi mahasiswa, pelajar dan pemuda yang 
dulunya mempunyai hubungan baik dengan eks partai Masyumi, 
seperti GPII (Gerakan pemuda Islam Indonesia), PII (Pelajar Islam 
Indonesia), dan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sedang 
mengalami cobaan berat, terutama cobaan yang berasal dari 
fitnahan PKI dan antek-anteknya, bahkan akhirnya GPII dibubar- 
kan. Atas inisiatif GP. Ansor dan PMII menghimpun organisasi 
pemuda pelajar dan mahasiswa Islam, yang diharapkan mampu 
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menumbuhkan rasa solidaritas dikalangan pemuda Islam, maka 
pada tanggal 19-26 Desember 1964 bertempat di Jakarta di- 
selenggarakan musyawarah generasi muda Islam (GEMUIS) 7) 

Musyawarah ini akhirnya memutuskan dibentuknya organi- 
sasi federasi pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam yang ke- 
mudian dikenal dengan nama GEMUIS (generasi muda Islam). 
Salah satu hasil dari musyawarah itu adalah pernyataan yang 
berkenaan dengan usaha penyelamatan terhadap “nasib HMI” 
yang sedang mengalami cobaan berat dari rongrongan dan 
fitnahan CGMI dan pemerintahan Orde Lama. 

Pernyataan yang dikeluarkan sebagai hasil musyawarah 
Gemuis yang berkenaan dengan pembelaan terhadap HMI adalah: 

1. HMI bukan onderbow dan tidak pernah mempunyai 
hubungan organisatoris dengan partai/organisasi manapun. 

2. Masalah yang dihadapi HMI tidak dapat dipisahkan dari 

masalah keseluruhan Ummat Islam ") 
Peranan PMII dalam Gemuis cukup besar, ketika 
musyawarah pertama kali diadakan, Ketua I PP PMII sahabat 
Chalid Mawardi bertindak sebagai sekjen panitia Munas 
tersebut, bahkan dalam struktur kepengurusan Gemuis, PMII 
dipercaya menjadi sekjen persedium pusat. 

3. Organisasi mahasiswa ekstra Universitas di Indonesia juga 
berhimpun dalam wadah yang dikenal dengan nama PPMI 
(perhimpunan Pergerakan mahasiswa Indonesia). PMII 
dengan surat permohonan tanggal 14 Desember 1960 masuk 
menjadi anggota PPMI, yang secara aklamasi diterima oleh 
persedium pusat PPMI. Namun pada tahun 1965 ketika PMII 
ditawari jabatan Sekjen persedium pusat PPMI, PMII menolak 
tawaran itu, sebelum organisasi itu mengadakan kongres 
terlebih dahulu. PMII menuntut adanya perubahan struktural 
dalam organisasi tersebut. Karena PMII beranggapan PPMI 


7 Harian Suara Islam, Jakarta, tanggal 22 September 1965, - Drs. Agus Salim 
Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI, PT Bina Ilmu, Surabaya 1976, Halaman 
61 

4 Drs. Chotibul Umam, Sewindu PMII, PC PMII Ciputat, Tahun 1967, 
Halaman 4 
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terlalu didominir oleh organisasi-organisasi mahasiswa yang 
sebenarnya tidak mempunyai basis kekuatan massa dibawah, 
disamping PMII sangat menyesalkan sikap persedium pusat 
PPMI yang bertindak mengeluarkan HMI dari organisasi 
tersebut, tindakan berakibat fatal dikarenakan HMI mem- 
punyai kekuatan massa yang besar yang didukung oleh 
organisasi mahasiswa Islam yang lain seperti PMII, SEMI 
(serikat mahasiswa Muslimin Indonesia) dan HIMMAH 
(himpunan mahasiswa al-wasliyah), akhirnya ketika terjadi 
pemberontakan PKI nasib PPMI ditinggalkan oleh anggota- 
anggotanya, hal ini dikarenakan sebagian besar pengurus 
PPMI terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung 
dalam peristiwa pemberontakan tersebut. 

4. Sebagai organisasi mahasiswa dan pemuda, PMII aktif dalam 

berbagai kegiatan kemahasiswaan dan kepemudaan baik 
ditingkat Nasional maupun ditingkat Internasional : 
Pada tanggal 30 Maret sampai 6 April 1965, sahabat Chotibul 
Umam, atas nama utusan PMII, sahabat Mahbub Junaidi 
(ketua Umum PP PMII) atas nama PWI (persatuan Wartwan 
Indonesia) sahabat Chabibullah Asyhari atas nama Persatuan 
Wartawan Asia Afrika, hadir dalam seminar Internasional 
masalah Palestina yang dilaksanakan di Kaero Mesir. Seminar 
ini diprakarsai oleh Organisasi mahasiswa Palestina yaitu 
General of Palestine Student (GUPS) ?) 

5. Sebagai tindak lanjut dari konprensi Islam Asia-Afrika yang 
diselenggarakan pada tanggal 6-12 Maret 1965 di Kota 
Bandung Jawa Barat, dibnetuklah suatu wadah yang 
menghimpun ummat Islam se Asia-Afrika dengan nama 
OLAA (organisasi Islam Asia-Afrika). Badan dunia ini diketuai 
oleh KH. Ahmad Syaichu. Dalam struktur OIAA ini ada 
departemen yang mengurus bidang kemahasiswaan yaitu 
“Biro mahasiswa OIAA”. Dalam Biro ini PMII diwakili oleh 
sahabat Abdurrahman Saleh dan sahabat Siddig Muhtadi, 


7 Ibid, Halaman 5 
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masing-masing sebagai ketua dan sekretaris 7). 

6. Dalam organisasi ekstra universitas sedunia WAY (word 
asembly of youth) PMII diwakili oleh sahabat Muslim 
Hasbullah, yang kemudian diganti oleh sahabat Umar 
Basalim. Kegiatan yang diikuti oleh PMII dalam Forum WAY 
tersebut adalah : 

« Leadership Training di India yang di ikuti oleh sahabat 
Umar Basalim 

« Seminar pemuda dan Family planning di Jakarta, di ikuti 
oleh sahabat Fahmi Ja'far dan sahabat Wahab Jailani (Ketua 
Koorcab PMII Jawa Tengah) 

« Leadership Training di Pasar minggu Jakarta, yang di ikuti 
Oleh sahabat Joko Purwono (ketua LPKP PP PMII) 

« Seminar Family Trainning di Amsterdam yang di ikuti oleh 
sahabat Zaini Abd, Syukur. Dll 7) 

7. Untuk mengatasi kekosongan yang diakibatkan oleh tidak 
aktifnya GEMUIS, serta organisasi-organisasi pemuda Islam 
lainnya yang tidak pernah berumur panjang, dikarenakan 
egoisme masing-masing organisasi mahasiswa Islam sendiri, 
maka PMII mesponsori berdirinya “Persatuan Mahasiswa dan 
Pelajar Indonesia” (PMPI). Organisasi ini dibentuk dengan 
tujuan antara lain: sebagai wadah penyalur aspirasi dari 
gabungan potensi pemuda pelajar dan mahasiswa Islam 
dengan menitikberatkan pada bidang agama dan solidaritas 
ummat Islam. Beberapa kegiatan yang pernah dilakukan 
antara lain: 

« Mengkoordinasi usaha-usaha yang merupakan tindak 
lanjut dari konfrensi ummat Islam Asia-Afrika. 

« Bantuan terhadap pengungsi Palestina baik moral maupun 
material 

« Demonstrasi terhadap kedatangan Kaisar Haile Selasie, 
Kepala negara Ethopia, yang saat itu sangat kejam dan 


7 Laporan Pertanggung jawaban PP PMII pada kongres IV PMII di Makasar 
tanggal 25 - 30 April 1970, Halaman 15 
7 Ibid, Halaman 15 
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menindas ummat Islam. 

« Dan usaha-usaha membendung gerakan “Kristenisasi” 
terutama di daerah pedalaman luar jawa dan penggarapan 
bekas anggota PKI. 

Dalam PMPI ini PMII diwakili oleh sahabat Abduh Paddare 
yang sekaligus menjabat sebagai ketua persedium pusat 
organisasi tersebut 7). 

8. Salah satu organisasi kemahasiswaan yang bergerak di- 
bidang kesehatan adalah “Word University Service” (WUS) 
dalam organisasi ini PMII diwakili oleh sahabat Fahmi 
Ja far”). 

9. Dalam rangka memupuk ukhuwah Islamiyah terutama 
dikalangan generasi muda Islam, maka pada tanggal 14 
Januari 1968, generasi muda islam mengeluarkan surat 
pernyataan yang ditanda tangani oleh : 

« Siddig Muhtadi - PP PMII 

« Drs. Yunus Rahman - DPP SEMI 

# Iskandar Sarumala - PB KMI 

« Mar1l Muhammad  - PB HMI 

# Muhammad Jaman - DPP IMM 

« Muchtar HN - PP HIMMAH 

10. Dengan keluarnya SUPERSEMAR maka sebagian dari 
tuntutan KAMI terkabulkan, kini KAMI kembali seperti 
keadaan semula yakni mengkonsolidasi organisasi-organisasi 
ekstra dan intra universitas, namun nampaknya rasa 
persatuan dan kesatuan dalam tubuh KAMI semakin rapuh, 
hal ini diakibatkan beberapa hal : 

« Sebagaian besar aktivis KAMI sudah selesai masa studinya 
sehingga mereka tidak lagi bisa aktif lagi memimpin 
organisasi mahasiswa, sedang penggantinyatidak saling 
mengenal satu sama lain. 

« KAMI sebagai geraka aksi tidak mampu menyuguhkan 


7 Prisma No. 12 Desember 1970, Dialog Gerakan Orang Muda: Gelombang 
yang tak kunjung mencapai Patai, Halaman 25 - 47 
7 Ibid, Halaman 16 
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suatu progam yang berkesinambungan. 

« Secara obyektif generasi muda mengalami kelelahan fisik 

dan mental dalam tahun-tahun 1965 -1967 sering turun 

jalan berdemonstrasi. 8) 

Usaha-usaha untuk mempertahankan KAMI ini terus 
diupayakan, bahkan PMII sebagai organisasi yang dipercaya 
memimpin KAMI (sebagai ketua persedium KAMI pusat) tetap 
berusaha mempertahankannya, dengan pemikiran bahwa: 

« Pada dasarnya KAMI harus tetap dipertahankan 

eksistensinya 

« KAMI harus mampu mendorong terbentuknya organisasi 

nasional mahasiswa Indonesia yang multifungsi, yaitu : 

a) Pengembangan kreasi dibidang pengamalan ilmu dan 
sistem group-group voluntir akan bisa lahir dari 
aktivitas yang demikian itu. 

b) Sebagai moral fors yang faham akan ilmu politik dan 
tahu politik praktis. Dengan dinamika yang dimiliki 
diharapkan mampu menemukan strategi dan tujuan 
perjuangan nasional, militansi yang dimilikinya di- 
harapkan mampu mendobrak kebatilan dalam segala 
bentuknya. 

c) Pengembangan upaya-upaya keamanan di berbagai 
bidang, baik fisik maupun spiritual, terutama terhadap 
ancaman kembalinya PKI dan Orde Lama"). 

Dalam usaha mempertahankan KAMI ini pernah diadakan 
Rapat Kerja KAMI pusat yang berlangsung pada tanggal 2 - 6 Juni 
1967 di Ciawi Bogor, tetapi hasilnya tidak seperti yang 
diharapkan, bahkan SOMA (serikat organisasi mahasiswa lokal) 
Gabungan mahasiswa kedaerahan dan PMKRI serta dewan 
mahasiswa ITB menyatakan keluar dari KAMI. Usaha memper- 
tahankan KAMI menemukan jalan buntu. Akhirnya berlanjut 
pada usaha pemerintah untuk menghimpun wadah generasi 


80 Ibid, Halaman 49 
81 Surat edaran PP PMII No. 497/PP-IV/V/69, Jakarta, tertanggal 31 Mei 1969, Hal : 
Kongres Nasional Mahasiswa Indonesia 
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muda yang kelak kemudian hari dikenal dengan nama KNPI 
(komite nasional pemuda Indonesia). 


G. Pasang Surut Hubungan PMII - HMI 

Membicarakan hubungan PMII dengan HMldalam sejarah 
gerakan kemahasiswaan di Indonesia perlu kehati-hatian, sebab 
sampai saat ini masih banyak kita dapatkan penulisan sejarah 
gerakan kemahasiswaan di Indonesia yang ditulis secara sangat 
subyektif, keadaan yang demikian ini pada akhirnya akan 
merugikan perjuangan pemuda dan mahasiswa Islam secara 
keseluruhan, bahkan perjuangan ummat Islam itu sendiri. Kita 
berharap dengan mengungkap fakta secara jujur dan obyektif, 
persoalan yang dulu, bahkan kini masih dianggap salah dan 
menodai perjuangan umat Islam sedikit demi sedikit akan kita 
hapuskan, dan tulisan ini jauh dari niat dan sikap apologis 
terhadap perjuangan dan langkah yang pernah dilakukan oleh 
PMII. Kita hanya berharap dengan pengungkapan fakta secara 
jujur dan obyektif, citra yang keliru mengenai kelahiran PMII yang 
“dianggap sebagai upaya memecah belah persatuan ummat 
Islam” dapat dihilangkan. 

Seperti kita ketahui bahwa kelahiran PMII dianggap tidak lain 
sebagai tindakan memecah belah persatuan ummat Islam dari 
sekelompok mahasiswa yang haus akan kedudukan serta tuduhan 
yang cukup menyakitkan adalah bahwa kelahiran PMII itu 
dianggap sebagai pengkhianatan terhadap ikrar ummat Islam 
yang dikenal dengan “Perjanjian Seni Sono”, yang salah satu isinya 
adalah “Pengakuan terhadap HMI sebagai satu-satunya organisasi 
mahasiswa Islam di Indonesia”. Selengkapnya penulis akan 
mengutip secara utuh isi dari perjanjian tersebut, yang dikutip 
dari buku Sejarah Perjuangan HMI (1947-1975) tulisan Drs. Agus 
Salim Sitompul. 

Untuk meningkatkan persatuan umat Islam itu, yang 
menyangkut semua lapangan perjuangan di Gedung Seni Sono 
(sebelah selatan Gedung Agung) Yogjakarta dari tanggal 20 - 25 
Desember 1949, dilangsungkan kongres Muslimin II setelah 
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Indonesia Merdeka. Sebanyak 129 organisasi dari berbagai jenis 
dan tingkatan, dari segenap penjuru tanah air, sama-sama 
bersepakat mengambil keputusan antara lain : 

1) Mendirikan badan penghubung, mengkoordinir kerja- 
sama antar organisasi Islam, politik, ekonomi, sosial dan 
kebudayaan dengan nama badan kongres Muslimin 
Indonesia (BKMI) dibawah pimpinan satu sekretariat. 

2) Menyatukan organisasi pelajar Islam, bernama Pelajar 
Islam Indonesia (PII) 

3) Menyatukan organisasi guru Islam dengan nama 
Persatuan Guru Islam Indonesia (PGI) 

4) Menggabungkan organisasi-organisasi pemuda dalam 
satu badan yang bernama Dewan Pemuda Islam Indonesia 

5) Hanya satu organisasi mahasiswa Islam Indonesia, yaitu 
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang berabang di tiap- 
tiap kota yang ada sekolah tinggi?) 

Dengan membaca poin terakhir dar isi perjanjian Seni Sono 
itu, kalangan luar PMII dengan mudahnya menuduh bahwa 
kelahiran PMII tidak lain dari upaya memecah belah ummat Islam 
dan usaha dari sekelompok mahasiswa yang menginginkan 
kedudukan. Pernyataan pertama dapat kita buktikan dengan 
mengutip tulisan Drs. Agus Salam Sitompul dalam buku Sejarah 
Perjuangan HMI (1947-1975) sebagai berikut : 

"Walaupun perjanjian Seni Sono tahun 1949 diputuskan oleh 

wakil-wakil ummat Islam berbagai organisasi, tetapi ternyata 

perjanjian dan keputusan itu sudah dilanggar, tidak dipenuhi, 
bahkan tidak dipatuhi dan sudah dilupakan sama sekali terbukti 
dengan berdirinya organisasi-organisasi Islam sejenis,...” 


Dibidang organisasi mahasiswa (HMI), kini organisasi 
mahasiswalslam ada 6, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia 
(SEMI) - PSII berdiri pada 2 April 1956, Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII) berdiri pada 17 April 1960, Ikatan 


2 Drs. Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI (1947 - 1975), PT. Bina 
Ilmu, Surabaya, 1976, Halaman 36 
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Mahasiswa Muhammdiyah (IMM) berdiri pada 4 April 1964, 
Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) berdiri pada 20 Januari 1964, 
Himpunan Mahasiswa Al-Jamiatul Wasliyah (HIMMAH) berdiri 
pada 8 Mei 1961. 5) 

Kalau kita telusuri sejarah perjuangan ummat Islam di 
Indonesia, seperti kita ketahui bahwa sebelum adanya perjanjian 
Seni Sono sudah ada perjanjian serupa, yang isinya tidak jauh 
berbeda, yakni kecenderungan ummat Islam akan wadah-wadah 
tunggal sebagai pengejawantahan dari semangat ukhuwah 
Islamiyah. Perjanjian tersebut dikenal dengan Ikrar 7 Nopember 
1945, dimana hanya mengakui Masyumi sebagai wadah satu- 
satunya partai politik Islam. Namun karena akhirnya lahir 
beberapa partai Islam selain Masyumi, seperti PSII, PERTI, dan 
akhirnya NU, maka sering dilontarkan pernyataan-pernyataan 
bahwa ummat Islam Indonesia memang tidak bisa bersatu, baik 
itu dikalangan orang tuanya, lebih-lebih dikalangan pemudanya. 

Bagaimanapun juga kelahiran PMII tidak bisa lepas dari 
eksistensi NU sebagai partai politik, tidak juga dapat dinafikan 
dengan keberadaan organisasi mahasiswa yang terdahulu yaitu 
HMI. Apalagi tokoh-tokoh HMI seringkali menyinggung masalah 
perjanjian seni sono yang salah satunya isinya adalah pengakuan 
HMI sebagai satu-satunya organisasi mahasiswa, namun ternyata 
dikemudian hari bermunculan organisasi mahasiswa yang lain. 
Itulah persoalannya. 

Bagi kita jelas bahwa kelahiran PMII punya missi tertentu dan 
itu dapat kita lihat dari peran PMII dulu dan kini, dan peran itulah 
yang membedakan PMII dengan HMI secara tegas, baik dilihat 
dari motivasi lahirnya PMII itu sendiri maupun aktivitas yang 
senantiasa menjadi ciri dari organisasi ini. 

Ada beberapa faktor yang mendorong terbentuknya PMII, 
yaitu antara lain: 

1) Ikut berpartisipasi membentuk manusia yang memiliki 
kemampuan intelektual yang disertai dengan kemampuan 
agamis 


8 Ibid, Halaman 39 
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2) Berusaha secara preventif, memperhatikan kelestarian Islam 
Ahlussunnah Wal-Jama ah 

3) Meneruskan perjuangan para Syuhada dengan melakukan 
regenerasi kepemimpinan. 

Dari motivasi itulah kita dapat membedakan sosok dan misi 
yang dibawa oleh PMII dan HMI. Perbedaan tersebut dapat kita 
baca pada poin yang kedua, yaitu “Berusaha secara preventif 
memperhatikan kelestarian Islam Aswaja” di Indonesia. #) Harus 
diakui bahwa sampai saat ini belum ada organisasi mahasiswa 
selain PMII yang secara tegas menyatakan bahwa organisasi itu 
bertujuan mempertahankan dan menyebar luaskan faham Islam 
Ahlussunnah WalJama'ah (Aswaja), motivasi inilah yang paling 
kuat mendorong dilahirkannya PMII. 

Perjanjian Seni Sono secara gamblang menyatakan bahwa 
peserta kongres ummat Islam yang diwakili 129 organisasi Islam 
itu berikrar mengakui hanya HMI satu-satunya organisasi maha- 
siswa Islam, tetapi sejarah mencatat bahwa kelak dikemudian hari 
ternyata lahir tidak kurang dari 5 organisasi Islam selain HMI. 
Apakah kelahiran 5 organisasi Islam itu berarti mnengingkari isi 
perjanjian seni sono tersebut. 

Dalam kurun waktu antara tahun 1950-1959 berlaku zaman 
demokrasi leberal dimana tumbuh dengan suburnya organisasi- 
organisasi politik (baca: partai politik), salah satu upaya agar 
partai politik itu dapat berkembang dengan baik adalah dengan 
merekrut anggota-anggotanya dari seluruh lapisan masyarakat. 
Dalam hal ini masyarakat mahasiswa tak terkecuali. Dapat kita 
maklumi bahwa semua partai politik akan menganggap maha- 
siswa sebagai sumber daya potensial untuk memperkuat jajaran- 
nya, hal ini seperti yang dikatakan oleh Onghokham: 

“..Tahun pemilihan umum 1955 dimana terjadi perluasan 

organisasi mahasiswa partai, seperti HMI (disini Onghokham 

mengkategorikan HMI sebagai organisasi partai), GMNI, CGMI, 
dan lain-lain. Pelembagaan dalam partai-partai sebagai aktivitas 


$ Fauzan Alfas, Ke-PMII-an, Materi ke-PMIl-an pada Mapaba PMII Cabang 
Malang tahun 1989, Halaman 2 
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disekitar pemilihan umum, dari gerakan pemuda zaman itu adalah 
sangat penting dalam memberikan arah dan tujuan ormas-ormas 
mahasiswa. 85) Disinilah arti penting organisasi mahasiswa bagi 
kemajuan organisasi politik. Itulah yang mendorong partai Sarekat 
Islam Indonesia (PSII) pada tahun 1956 mendirikan SEMI (serikat 
mahasiswa Muslimin Indonesia). 


Kelahiran PMII mempunyaimotivasi tak jauh berbeda dengan 
organisasi mahasiswa Islam lainnya, yakni merupakan kebutuhan 
dari mahasiswa nahdliyin untuk menyalurkan aspirasinya secara 
lebih leluasa, seperti yang dikatakan oleh sahabat Chotiul Umam : 

“Jelas bahwa PMII itu dilahirkan atas dasar tuntutan sejarah 

perkembangan perkembangan pelajar dan mahasiswa NU. 

Berdirinya PMII semata-mata karena waktunya sudah tiba dan 

kepentingannya sudah sangat mendesak untuk mengurusi 

mahasiswa nahdliyin khusunya secara tersendiri telah datang untuk 
para mahasiswa nahdliyin buat berdiri di atas kaki sendiri, 
membangun suatu gerakan mahasiswa yang lebih dapat dipercaya 

untuk menjadi alat revolusi. 85) 

Itulah motivasi dan latar belakang kelahiran PMII. Dan 
bagaimana hubungannya dengan isi perjanjian seni sono ?, untuk 
menjawab pertanyaan ini akan penulis kutip pendapat Mahbub 
Junaidi : 

Perjanjian seni sono itu memang ada tetapi perlu kita ketahui bahwa 

maksud dari pengakuan HMI sebagai satu-satunya organisasi 

mahasiswa Islam, adalah manakala HMI mampu menampung 

seluruh potensi dan aspirasi mahasiswa Islam yang tergabung di 

dalamnya. Kenyataannya kelompok mahasiswa Islam Ahlussunnah 

Wal-Jama'ah tidak terslurkan aspirasinya dalam HMI. 

Walaupun kongres ummat Islam itu menyatakan dihadiri 129 

organisasi Islam tetapi secara faktual kelompok-kelompok mahasiswa 


85  Onghokham, Angkatan Muda Dalam Sejarah dan Politik, Prisma No. 12 
Desember 1977, halaman 21 

86 Drs. Chotibul Umam, Sewindu PMII, PC PMII Ciputat, Jakarta, 1967, 
Halaman 3 
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Islam Ahlussunnah Waljama'ah tidak terwakili dalam 129 
organisasi ummat Islam itu. Sehingga kita sebenarnya secara moral 
tidak punya ikatan apapun dengan isi perjanjian seni sono itu. ”) 


Lebih lanjut Mahbub Junaidi mengatakan, dalam Pidato Hari 
Lahir PMII yang ke 5: 
Macam-macam intimidasi dan pernyataan yang dilemparkan ke 
muka kita pada saat pergerakan kita ini lahir. Misalnya apa sih 
perlunya dan maksudnya PMII dilahirkan ?, apakah itu bukan 
pekerjaan sparatis ?, apakah itu bukan pekerjaan memecah belah 
persatuan mahasiswa Islam ?, apakah itu bukan pekerjaan orang 
yang dibakar emosi ?, tetapi tidak realistik sama sekali. Buat apa sih 
mahasiswa itu ikut-ikutan berdiri dibawah bendera partai politik ?, 
bukankah mahasiswa Islam itu sebaiknya non partai, bahkan non 
politik, supaya lebih mantap dia punya kebaktian, supaya lebih 
obyektif cara memandang persoalan, supaya lebih terjamin mutu 
ilmunya, bukankah mahasiswa itu cerdik dan bijaksana, ilmu banyak 
dan akalpun banyak, karena itu sebaiknya menjadi milik ummat 
Islam saja, dan tidak perlu menjadi milik partai politik, begitulah 
macam-macam pertanyaan yang timbul disaat PMII lahir, lima 
tahun yang lalu. 8) 


Itulah reaksi yang timbul ketika PMII lahir seperti apa yang 
dipaparkan oleh sahabat H. Mahbub Junaidi dalam pidato Panca 
Warsa PMII. Tentu saja reaksi yang paling keras datang dari HMI. 
Seperti kita ketahui, basis-basis HMI di perguruan tinggi umum 
dilumpuhkan oleh CGMI dengan cara mengeliminasi pengaruh 
HMI pada lembag-lembaga kemahasiswaan, dalam keadaan 
seperti itu harapan HMI lebih banyak bertumpu pada perguruan 
tinggi agama atau IAIN, tetapi disinipun HMI justru mendapat 
saingan dari PMII. 

Agus Salim Sitompul pernah mengatakan dalam bukunya : 


$ Wawancara dengan H. Mahbub Junaidi di Arena Muktamar NU ke 27 di 
Situbondo, Jawa Timur. Tanggal 8 - 12 Desember 1984 
5 Mahbub Junaidi, Pidato Panca Warsa PMII, Tanggal 17 April 1965 
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“Karena dominannya HMI di perguruan tinggi sebagai basis 
kekuatannya, maka HMI harus ditendang dari kegiatan 
kemahasiswaan dengan jalan menyingkirkan anggota-anggota HMI 
dari dewan-dewan mahasiswa, Senat mahasiswa, penitia pemilihan, 
panitia masa perbakti, dengan cara-cara demikian HMI semakin 
lama semakin kerdil lantas mati dengan sendirinya.” 


Dihampir semua universitas/pergutuan tinggi negeri/swasta 
kecuali perguruan tinggi Islam dan IAIN, Anggota HMI 
dikeluarkan dari Dema/Sema, Panitia masa Perkenalan, serta 
kegiatan lain yang menyangkut posisi, kecuali kepanitiaan PHBI 
(panitia hari besar Islam). ”) 

Dalam posisi yang sulit itu jelas HMI sangat mengharapkan 
tetap bertahannya basis mereka di perguruan tinggi agama/IAIN, 
Misalnya di UII Yogjakarta dan Universitas Muhammdiyah 
Jakarta, tetapi kenyataannya kini ada organisasi mahasiswa Islam 
lain lahir dan organisasi itu begitu cepat berkembang, tedrutama 
di IAIN. Hal itu wajar mengingat kultur sebagian besar 
mahasiswa IAIN berlatar belakang keluarga NU, seperti yang 
dikatakan oleh Burhan D Magenda “bahwa dari golongan Islam 
hampir tidak terwakilidalam perguruan tunggi di zaman kolonial, 
dan hanya sedikit jumlahnya pada zaman demokrasi parlementer. 
Pada tahun 1960-an kesempatan terbuka lebar bagi mereka yang 
berorientasi kebudayaan dekat dengan NU banyak yang masuk ke 
IAIN”. 20) 

Dari gambaran di atas jelas bahwa dalam perkembangannya 
PMII mengalami kemajuan yang luar biasa. Dalam usianya yang 
baru lima tahun PMII telah memiliki 47 cabang”). Akibatnya 
ketegangan-ketengangan mulai timbul, terutama di kampus- 
kampus perguruan tinggi agama/IAIN. Untuk menghindari atau 
setidaknya mengurangi ketengangan-ketenganggan itu, maka PP 


8 Agus Salim Sitompul, Loc-Cit, Halaman 49 

2 Burhan D Magenda, Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Politik: 
Suatu Tinjauan, Prisma No. 12 Desember 1977, Halaman 8 

21 Mahbub Junaidi, Loc-Cit, Halaman 3 
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PMII yang dipimpin oleh sahabat Mahbub Junaidi datang ke 
Kantor PB HMI untuk membicarakan persoalan kedua organisasi 
tersebut. Peristiwa itu pada tanggal 4 Juli 1961. Tapi nampaknya 
usaha dan uluran tangan PMII itu kurang membawa hasil. 
Terbukti dengan semakin kerasnya persaingan yang terjadi antara 
kedua organisasi ini. Ada satu fakta sejarah yang tentu saja 
pemaparan fakta ini bukan berarti membuka luka lama, tetapi 
sekedar menegaskan sejarah, apapun bentuk dari lembaran 
sejarah itu kita harus dapat menarik pejalaran daripadanya. 

Ketegangan terjadi antara PMII dengan HMI di Kota Pelajar 
Yogjakarta, Peristiwanya dimulai tatkala dilangsungkan pidato 
laporan tahunan Rektir IAIN Sunan Kalijogo Yogjakarta Prof. 
Sunaryo, SH pada tanggal 10 Oktober 1963. Sidang senat itu 
akhirnya gagal. Sebab ditengah pembacaan laporan itu tiba-tiba 
seorang pengurus dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijogo tampil 
kedepan merebut microphon dan membacakan pernyataan yang 
antara lain mengecam tindakan menteri agama, yaitu KH. 
Syaifuddin Zuhri yang dituduh melakukan proyek NU-nisasi 
didalam tubuh Departemen Agama. Bahkan dalam keributan itu 
seorang anggota PMII di pukul, sehingga hal ini mengakibatkan 
munculnya protes dari pengurus cabang PMII Yogjakarta. 

Disamping pernyataan-pernyataan dari PC PMII Yogjakarta, 
juga para anggota dewan mahasiswa mengeluarkan pernyataan 
dengan nada yang sama dengan PC PMII Yogjakarta. Mereka 
Djawahir Syamsuri, A. Hidjazi AS, A. Nizar Hasyim, Imam 
Sukardi dan Asnawi Latif, BA. 


PERNYATAAN PC PMII YOGJAKARTA. 


Bismillahirrahmanirrahiem 
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu 


Berhubung dengan terjadinya peristiwa 10 Oktober 1963 di IAIN 
Yogjakarta maka pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
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Yogjakarta memandang sangat perlu membuat pernyataan yang 


berbunyi sebagai berikut : 


Mengingat: 1. Membaca pernyataan dari dewan mahasiswa 


Menyatakan : 
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IAIN Yogjakarta tanggal 10 Oktober 1963 
Pentingnya keutuhan mahasiswa dalam si- 
tuasi menghadapi konfrontasi terhadap 
Malaysia 

Terjadinya pemukulan terhadap salah se- 
orang mahasiswa IAIN anggota PMII. 
Tindakan-tindakan yang dipelopori oleh de- 
wan mahasiswa IAIN bertentangan dengan 
Manipol-Usdek, Panca Dharma Bhkati 
Mahasiswa 

Tindakan-tindakan itu mencemarkan nama 
baik IAIN khususnya pemerintah daerah 
Yogjakarta dan negara Indonesia pada 
umumnya. 


Mengutuk keras perbuatan yang terjadi di 
IAIN yang bertentangan dengan manipol 
yang berbunyi “modal pokok bagi tiap-tiap 
revolusi nasional menentang imprealisme 
dan kolonislisme ialah konsentrasi kekuatan 
nasional dan bukan perpecahan kekuatan 
nasional (hal 13). 

Tindakan itu adalah a-manipol, anti persa - 
tuan nasional dan kontra revolusioner yang 
membahayakan negara. 

Bahwa IAIN bukan miliki satu golongan. 


MEMUTUSKAN : 
Menuntut dibubarkannya dewan mahasiswa 
IAIN periode 1963 - 1965 
Menuntut agar yang berwajib mengambil 
tindakan tegas terhadap peristiwa 
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pemukulan anggota PMII di IAIN 

3. Menuntut agar diambil tindakan tegas 
terhadap  golongan/oknum-oknum — yang 
mendalangi peristiwa tersebut 

4. Mendukung sepenuhnya Rektor IAIN dan 
Menteri agama. 


Demikian harap dimakluni 
Yogjakarta 10 Oktober 1963 
Pimpinan Cabang 
Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia 


Yogjakarta 
Ketua Sekretaris Dua 
(H. Ahmadi Anwar, BA) (Nurshohib Hudan) 


Sengaja isi pernyataan dari pengurus PMII cabang Yogjakarta 
ini dimuat secara lengkap agar pembaca dapat melihat dan 
mengetahui permasalahan yang sebenarnya. 

Pada tanggal 17 Oktober 1963 antar pukul 10.00 -11.00 telah 
terjadi demonstrasi oleh sejumlah mahasiswa IAIN Ciputat 
Jakarta, berjumlah sekitar 500 orang mahasiswa. Para demonstran 
itu menamakan dirinya komite mayoritas mahasiswa IAIN. 
Mereka menemui Rektor IAIN Prof. Drs Sunardjo - rektor bersedia 
menemui mahasiswa dengan didampingi Dekan-dekan fakultas. 
Para mahasiswa membawa poster-poster yang bertulisan : IAIN 
adalah asset nasional, bukan milik golongan/partai, NU-nisasi di 
Departemen agama - kontra revolusi. ?) Sumber data ini berasal 
dari Drs. Ridwan Saidi (mantan ketua umum PB HMI). 


2 Drs. Ridwan Saidi, Antara Dongeng dan Sejarah, dalam PPP, NU dan MI, 
Gejolak Politik Islam, Integrita Press, Jakarta, 1984, Halaman 57 
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Selanjutnya akan dipaparkan tanggapan dari KH. Syaifuddin 

Zuhri, dalam menanggapi peristiwa 17 Oktober 1963 di IAIN 

Ciputat itu sebagai berikut: 
Aksi pengganyangan terhadap NU dilancarkan juga di IAIN Syarif 
Hidayatullah Ciputat, sekelompok mahasiswa membuat coretan- 
coretan pada dinding IAIN dan menyebarkan pamflet “Ganyang 
NU, Ganyang Idham Khalid, Ganyang Syaifuddin Zuhri”, sangat 
terasa pada saat potensi ummat Islam walau sekecil apapun sedang 
digalang untuk persatuan dan solidaritas menghadapi usaha 
Nasakomisasi hampir di semua kegiatan Nasional. Pada saat itu 
sekelompok mahasiswa IAIN melancarkan kampanye anti NU. 
Sangat disayangkan sekali, bahwa sebagian besar dari mereka 
anggota HMI. Dan jika mahasiswa IAIN dari kelompok PMII 
bangkit membela NU, hal itu bisa dimengerti. 


Dalam situasi menghadapi Nasakomisasi dan pentingnya arti 
persatuan ummat Islam, tiba-tiba sekelompok mahasiswa IAIN 
melakukan kampanye anti NU dan mengganyang Syaifuddin 
Zuhri dan Idham Khalid yang keduanya berkedudukan sebagai 
Menteri. Demontrasi itu dilakukan di dalam Kampus IAIN, 
sebuah komplek perguruan tinggi Islam miliki Negara. Dengan 
pertimbangan itulah, maka alat-alat negara menindak beberapa 
mahasiswa dan dosen IAIN yang dituduh mendalangi. Namun 
kepada Kapolri Jenderal Polisi Sukarno Saya (maksudnya KH. 
Syaifuddin Zuhri) yang waktu itu menjabat sebagai Menteri 
agama, meminta agar mereka dibebaskan. Bagaimanapun mereka 
adalah anak-anak kita yang dididik dalam lingkungan lembaga 
yang dikelola oleh menteri agama. Brigjen A. Manan, pembantu 
utama Menteri agama dan HA. Timur Jailani, MA kepala Biro 
Perguruan Tinggi departemen agama dapat berbicara banyak 
tentang ini. Saya minta kepada mereka berdua, agar hukuman 
skorsing kepada mereka yang terlibat supaya segera diakhiri, agar 
mereka bisa aktif kembali (kuliah maupun mengajar) sebagaimana 
biasanya. 5) 


93) Suaefuddin Zuhri, Mengalihkan masalah NU-MI menjadi issu Orde lama 
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Peristiwa di IAIN Ciputat itu tidak ada penyelesaian yang 
berarti, bahkan menambah panasnya suasana, terbukti dengan 
pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh PP PMII dalam 
kongres II di Yogjakarta mengenai peristiwa tersebut. 

“Perlu segera diambil kebijaksanaan baru berupa tindakan-tindakan 

yang konkrit dan mengurangi kompromi-kompromi serta toleransi 

yang keterlaluan demi keselamatan IAIN dan revolusi nasional. 

Mendesak kepada pemerintah agar lebih tegas lagi bertindak 

terhadap  anasir-anasir kontra revolusioner yang hendak 

melumpuhkan IAIN dan menjauhkan diri dari kompromi dan 
toleransi yang berlarut-larut. ”) 


Dari dua peristiwa tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 
ketegangan antara PMII dan HMI adalah merupakan suatu upaya 
mempertahankan eksistensi PMII di Perguruan tinggi yang kelak 
akan menjadi basisnya (baca: IAIN). Tetapi bagi HMI, ketegangan- 
ketegangan itu memang disengaja supaya dapat mempertahankan 
dominasinya, karena itu merupakan benteng terakhir bagi basis 
kekuatannya, sebab seperti kita ketahui, sejak permulaan tahun 
1960 sampai dengan kelahiran Orde Baru basis kekuatan HMI 
terpukul habis di perguruan tinggi umum, dan kita dapat me- 
maklumi bila sudah menyangkut soal hidup-matinya organisasi 
maka siapapun aktivis organisasi itu akan mempertahankan 
organisasi itu walau dengan cara-cara yang irasional sekalipun. 
Bahkan melanggar ketentuan formal maupun ketentuan agama. 
Itulah ironisnya, jika fanatisme golongan lebih tinggi nilainya 
daripada fanatisme terhadap bangsa yang kita cintai ini. 

Catatan menarik lainnya seperti yang dikatakan oleh sahabat 
Zamroni (yang kala itu menjabat sebagai ketua persedium KAMI 
pusat), sehubungan dengan HMI : 

“Sementara di daerah lain, para pemimpin PMII, misalnya di 

Sumatera Utara, Ujungpandang dan Yogjakarta seperti Saiful 


Orde Baru, Dalam PP, NU dan MI, Gejolak Politik Islam, Integrita Press, 
Jakarta, 1984, Halaman 42 
4 Drs. Ridwan Saidi, Loc-Cit, Halaman 58 
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Mujab-kala itu jadi tukang pidato membakar massa. HMI sendiri 
selalu sembunyi. 

Masih gencar-gencarnya KAMI melakukan demonstrasi, tiba-tiba 
HMI menghadap Bung Karno. Bahkan HMI sampai memberi Peci 
mahasiswa kepada Bung Karno. Mungkin bermaksud mendekat 
“cari muka” supaya tidak dimusuhi. Ini merupakan bentuk 
pengkhianatan terhadap komitmen kita sebagai mahasiswa dan 
pemuda Indonesia yang tergabung dalam KAMI, yang saat itu 
sedang giat-giatnya berjuang untuk menumbangkan rezim Orde 
Lama dan membela amanat penderitaan rakyat. 

Begitu pagi-pagi saya bangun tidur, seperti biasanya baca koran. 
Dalam koran itu diantaranya memuat tentang HMI. “HMI 
menyerahkan atau meberikan Peci kepada Bung Karno”. Spontan 
saya marah besar. “Apa-apaan ini. Kita habis melakuka demonstrasi 
ke Bogor, kok malah HMI begitu”. Kemarahan itu saya tunjukkan 
kepada Mar'ie Muhammad (mantan Menteri keuangan kabinet VII 
Orde Baru) dan Sulastomo (Kini ketua umum persaudaraan haji 
Indonesia) yang kala itu menjadi wakil HMI di KAMI. Lalu kedua 
orang ini menjawab: “tidak tahu, karena tidak ikut ke Istana Bogor. 
Tapi yang jelas, PB HMI menghadap Bung karno ke Bogor”. 
Alhasil, membuat saya marah besar. "5) 


Masalah hubungan PMII dengan HMI diawal tahun 60-an, 


memang penuh dengan gejolak perselisihan, tetapi nampaknya 


ada saat-saat tertentu justru PMII ikut membela mati-matian 
terhadap eksistensi HMI pada saat kritis. Ada catatan-catatan 
yang mengungkapkan bahwa pada saat tertentu dapat bekerja- 


sama dengan baik. 


Kita ketahui bahwa kondisi ummat Islam pada masa Orde 


Lama, terutama bagi mereka yang mendapat kontra predikat 


revolusioner, nasibnya benar-benar berada diujung tanduk. Untuk 


merapatkan barisan dikalangan organisasi mahasiswa dan pelajar 


5 Drs. HM. Zamroni, PMII dan Proses Orde Baru, dalam Pemikiran PMII dalam 


berbagai Visi dan Persepsi, Effendy Choiri dan Choirul Anam, Aula, 
Surabaya, 1991, Halaman 95 - 96 
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Islam, sebagai implementasi dari semangat ukhuwah Islamiyah, 
maka pada tanggal 19 - 26 Desember 1964 di Jakarta (atas prakarsa 
GP. Ansor yang didukung sepenuhnya oleh PMII) diadakan 
musyawarah generasi muda Islam untuk membentuk suatu 
wadah yang kelak dikemudian hari dikenal dengan nama 
GEMUIS. Didalam wadah inilah segenap potensi organisasi 
pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam bergabung, (Menurut Drs. 
Ridwan Saidi pada waktu itu-tahun 1964-di Indonesia ada sekitar 36 
organisasi pemuda, pemudi, pelajar dan mahasiswa Islam tingkat pusat. 
Lihat buku: Pemuda Islam dalam dinamika politik Bangsa 1925-1984, 
tulisan Drs. Ridwan Saidi, halaman 46). Dengan wadah GEMUIS 
inilah generasi muda Islam berjuang “membela dan menyelamat- 
kan HMI” dari gempuran CGMI. Dibawah ini kami kemukakan 
satu ilustrasi bahwa GEMUIS benar-benar membela HMI pada 
saat-saat yang kritis dan membutuhkan pertolongan: 
“Persedium Majlis Nasional Generasi Muda Islam (GEMUIS) atas 
nama 25 organisasi anggota dengan 10 juta massa anggotanya 
dengan kawatnya yang ditandatangani oleh Drs. Lukman Harun 
selaku ketua persedium telah disampaikan kepada Presiden. Dengan 
menyampaikan rasa syukur atas kebijaksanaan Presiden mengenai 
HMI. Dan GEMUIS merasa berkewajiban ' mengamankan 
kebijaksanaan tersebut demi terpeliharanya kesatuan dan persatuan 
Nasional. 9) 
Sementara berlangsung penganugrahan bintang Maha Putra di 
Istana Merdeka untuk DDN. Aidit, pada saat yang sama tidak jauh 
dari Istana, pada tanggal 13 September 1965 Generasi muda Islam 
(GEMUIS) Jakarta Raya dengan ribuan massa pemuda mengadakan 
demonstrasi tertib di Krotar dan PB Front Nasional. Maksudnya 
untuk menyatakan rasa solidaritas terhadap hidup HMI. Diantara 
sekian banyak spanduk dan Poster, ada satu diantaranya yang 
sangat mengharukan, yaitu yang dibawa rekan-rekan HMI sendiri 
yang berbunyi : Langkahi dulu mayatku sebelum ganyang HMI. ”) 


5 Agus Salim Sitompul, Loc-Cit, Halamat 64 
” Agus Salim Sitompul, Loc-Cit, Halaman 64 


75 


Adapun isi pernyataan GEMUIS Jakarta Raya tersebut 
selengkapnya sebagai berikut : 

Dengan tegas dan tandas menyatakan akan tetap membela HMI 

sampai titik darah penghabisan dari rongrongan kaum agama phobi. 

HMI merupakan alat perjuangan ummat Islam dan Bangsa 

Indonesia, serta memohon kepada Presiden agar HMI diberi 

kebebasan bergerak disegala bidang. 8) 


Kita ketahui, bahwa HMI dituduh kontra revolusioner oleh 
pemerintahan Orde Lama, dan HMI diberi kesempatan waktu 
selama 6 bulan untuk memperbaiki dirinya. Pada saat itulah PB 
HMI datang kepada sahabat Mahbub Junaidi (yang waktu itu 
menjabat sebagai ketua Umum PP PMII). Secara singkat sahabat 
Mahbub menceritakan: 

Suatu hari datang kepada saya dua tokoh HMI, yaitu Mar'ie 

Muhammad dan Dahlan Ranuwihardjo, kedatangan kedua tokoh 

HMI itu bertujuan agar saya dapat mengusahakan satu permohonan 

langsung kepada Presiden Soekarnoe supaya HMI tidak jadi 

dibubarkan. ”) 


Apakah upaya permohonan yang dilakukan oleh sahabat 
Mahbub Junaidi itu berhasil atau tidak, lebih lanjut sahabat 
Mahbub pernah menulis sebagai berikut: 


PERTEMUAN DI ISTANA BOGOR 
Kami duduk di paviliun, di Bangku rotan, belum lagi sampai pada 
pokok pembicaraan hujan sudah turun, berikut angin. Karena ruang 
depan teramat sederhana, kami terpercikkan air, “mari kita pindah 
kedalam ! kata Bung Karno. “Beginilah nasib Presiden Indonesia, 
hujan saja mesti ngungsi”, kata Bung Karno. Mulailah kubicarakan 
perihal HMI, “apanya sih yang salah pada diri HMI itu. Saya orang 
pernah dari sana, jadi sedikit banyak tahu isi perutnya. HMI itu 


» Ibid, Halaman ... 
” Wawancara dengan Sahabat Mahbub Junaidi, di arena Muktamar NU ke 27 di 
Situbondo Jawa Timur, 10 Desember 1984 
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pada dasarnya “independen” tidak menjadi bawahan partai 
manapun, tidak juga Masyumi. Coba saja lihat anggota-anggotanya 
mulai dari tingkat atas sampai tingkat cabang, campur aduk seperti 
es teler. Perkara belakangan muncul organisasi mahasiswa lain yang 
juga berpredikat Islam, itu sama sekali tidak merubah warna asal. 
Coba saja lihat pada waktu pemilu 1955, tiap anggota HMI diberi 
diberi formulir mau ikut bantu parpol yang mana, ternyata disitu 
menghadapi saat-saat yang gawat menjelang pecahnya 
pemberontakan PRRI, langkah apa yang ditempuh ketua Umum 
HMI Ismail Hasan Metarium cukup jelas. Banyak jalan menuju 
roma, seperti banyak jalan daripada main bubar, dan sebagainya.. 
Karena seorang Presidenpun perlu makan, maka makan nasi 
pecellah kami dengan daging dan tempe goreng. Apakah pem- 
bicaraan itu punya arti bagi HMI, saya tidak tahu, mungkin ada, 
mungkin tidak sama sekali. Sekedar tambahan kecil sebelum lupa, 
baik juga saya catat disini, Menteri agama Syaefuddin Zuhri berdiri 
persis dibelakang layar pertemuan itu. '0) 


Dengan nada merendah Mahbub Junaidi seperti tersebut di 
atas berkata : “Apakah pembicaraan itu punya arti bagi HMI saya 
tidak tahu, mungkin ada, mungkin tidak sama sekali”. Sekedar 
tambahan penulis kemukakan disini, jelas pembicaraan itu punya 
banyak arti bagi “keselamatan HMI”, sebab buat apa PB HMI 
datang meminta tolong pada sahabat Mahbub Junaidi supaya ikut 
membantu “menyelamatkan HMI, jika beliau tidak dipandang 
sebagai tokoh yang dekat dengan Presiden ?. Sebagai ilustrasi 
betapa dekatnya hubungan sahabat Mahbub Junaidi dengan Bung 
Karno, ada satu pengalaman yang mengharukan antara Bung 
karno dengan Mahbub Junaidi: 

Bagaimanapun hati sepi adalah hati sepi. Pikiran Bung Karno 

menerobos ke masa depan, tetapi sebagai orang yang puluhan tahun 

bersama-sama massa, kesendirian adalah suatu beban yang tak ter- 


10 H. Mahbub Junaidi, Fakta harus dijunjung tinggi seperti Mertua, catatan 
untuk seperempat abad Syaefuddin dan Bung Ridwan, dalam PP, NU dan 
MI, Gejolak Politik Islam , Integrita Press, Jakarta, 1984, Halaman 33 
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tahankan, Singa Gurun berpisah dengan kelompoknya, bagaimana 
bisa bercengkrama dengan teman-teman ?, bagaimana bisa ber- 
seloroh?, bagaiamana bisa memuntahkan isi hati yang coraknya se- 
nantiasa mondial itu. “Aku ingin ngobrol sambil makan siang de- 
ngan Kiyai-Kiyai NU”, dimana mereka itu sekarang, bagaimana 
caranya Kau bisa atur ? dengarkan baik-baik, cuma makan siang, 
tidak lebih tidak kurang!. 

Di Rumah siapa ? tanyaku. 

Siapa saja, Idham boleh, Jamaludin Malik boleh. Mana saja yang 
sudi mengundangku makan siang. Maka berputar-putarah saya 
menawarkan keinginan yang teramat sederhana itu. H. Moh. 
Hasan, bekas Menteri pendapatan, pengeluaran dan penelitian, dan 
saat itu menjadi Menteri negara entah apa urusannya. 

Baiklah, katanya, maka makan siangpun terjadi di Rumahnya di Jl. 
Senopati Kebayoran Baru. Hanya makan siang, sesudah itu bubar. 
Almarhum Kiyai Wahab dan Kiyai Bisri (juga sudah almarhum) 
pun ikut menemani. Jika tidak seluruhnya, sebagaian tentu ada juga 
rasa kesepian terobati. '”") 


Dalam perjalanan sejarahnya “pertarungan” antara PMII dan 
HMI. ketika itu memang terasa semakin mengental, entah apa 
yang menjadi alasan bagi mereka, yang jelas Kafrawi Ridwan dkk 
di Yogjakarta mendemo Mentri Agama Prof. KH. Saifudin Zuhri. 
Padahal pada saat-saat yang bersamaan, disamping Sahabat 
Mahbub Junaidi, para tokoh PB NU sedang sibuk mondar-mandir 
menghadap Bung Karno agar HMI tidak dibubarkan. Ketua 
Umum PB NU KH. Dr. Idham Chalid dan Mentri Agama Saifudin 
Zuhri, justru berusaha meyakinkan Bung Karno agar tidak 
membubarkan HMI. Langkah-langkah yang dilakukan oleh 
sahabat Mahbub Junaidi dan para Tokoh NU ini diketahui persis 
oleh sementara pimpinan PB. HMI tapi bagi sebagian yang lain di 
anggap sebagai angin lalu, dan bahkan di anggap sesuatu yang 
mustahil dan tidak pernah ada. 


11 Mahbub Junaidi, Sukarnoisme, Suatu ujian sejarah dalam 80 Tahun bung 
karno, Sinar Harapan, Jakarta, 1982, Halaman 258 
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Mahbub Junaidi mau melakukan pembelaan itu semata-mata 
karena ukhuwah islamiyah, dan merasa HMI adalah saudara 
seperjuangan sesama mahasiswa Islam. Ketika itu sahabat 
Mahbub Junaidi merupakan tokoh mahasiswa -satu-satunya- yang 
mempunyai akses langsung kepada Presiden Sukarno.!'? 

Pengungkapan fakta ini bukan maksud PMII ingin agar jasa- 
jasanya (kalaupun apa yang diperbuat PMII itu dianggap punya 
arti bagi HMI) untuk selalu dikenang dan HMI punya hutang budi 
pada PMII. Bukan itu maksud PMII. Kita hanya ingin agar 
hubungan yang tidak baik antara kedua organisasi itu dapat 
diakhiri sehingga tidak lagi terdengar berita-berita yang me- 
mojokkan PMII. Karena banyak sekali kasus-kasus yang menimpa 
warga PMII akibat diskriminasi pihak-pihak tertentu, seperti 
adanya anaman Rektor salah satu perguruan tinggi Islam yang 
terbesar dan tertua di Yogjakarta, menggugat mahasiswanya 
lantaran sebagian dari mereka berhasil mendirikan Komisariat 
PMII yang ternyata berkembang dengan pesat. Atau kasus-kasus 
lain yang terjadi di berbagai IAIN, padahal rata-rata mereka 
memiliki prestasi studi yang dapat dibanggakan. Ironis sekali, 
kasus-kasus itu terjadi hanya lantaran rasa dendam kesumat yang 
tak kunjung berakhir. 


102 HA. Baidhowi Adnan, M. Zamroni: Pejuang Yang Konsisten, dalam 
Pendahuluan Kilas Balik Perjuangan Zamroni, Penerbit PB. PMII, 2005, 
Halaman 4 
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Manuskrip Ketiga 
Masa Perjuangan Hidup 
Pergerakan (1968 - 1972) 


PMII PASCA KELAHIRAN ORDE BARU 
A. Warisan Orde Lama 

Warisan yang ditinggalkan pemerintahan Orde Lama berupa 
kondisi sosial ekonomi dan politik yang tidak menentu. Seputar 
awal kelahiran Orde Baru (1966) kondisi sosial ekonomi Indonesia 
betul-betul parah. Salah satu upaya pemerintah untuk mem- 
perbaiki kondisi ini adalah dengan mengadakan senering 
(pengguntingan nilai mata uang) dari nilai Rp. 1.000,- menjadi Rp. 
1 rupiah, namun tidak mampu menolong keadaan perekonomian 
yang memang diluar jangkauan pengelolaan pemerintah. Salah 
satu sebab kebangkrutan perekonomian Indonesia adalah 
kesalahan dalam menerapkan kebijaksanaan politik. Seperti kita 
ketahui setelah pemerintahan Orde Lama gagal menerapkan 
faham demokrasi leberal, maka Bung Karno yang waktu itu sangat 
dipuja sebagai pemimpin bangsa mencoba satu sistem politik baru 
yang dikenal dengan sistem demokrasi terpimpin. Tetapi karena 
sistem ini pada akhirnya menjurus pada kultus individu maka 
Bung Karno tanpa kendali pemerintah negeri ini (sebagai bukti 
dengan diangkatnya para ketua DPR dan MPR menjadi Menteri, 
yang itu artinya menjadi pembantu Presiden. Sedang demokrasi 
yang bersumber dari UUD 1945, jelas hal itu tidak dapat 
dibenarkan). Bung Karno yang memberlakukan politik sebagai 
panglima dengan menghidupkan segala faham aliran dan 
golongan -yang tentu saja aliran dan golongan yang berpihak 
kepadanya. Buktinya, Partai Masyumi, PSI dan Murba yang 
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mencoba mengembangkan diri sebagai oposan, toh akhirnya 
dibubarkan. Ternyata kebijaksanaan politik itu menjadi bumerang 
pada diri Bung Karno sendiri. Ia mencoba merangkul 
golongan/kelompok politik yang bertentangan itu dengan 
mengumpulkan dalam satu wadah politik yang dikenal dengan 
istilah NASAKOM (Nasional, golongan ini didominasi oleh PNI, 
disamping itu IPKI, suatu partai politik yang didukung oleh 
purnawirawan ABRI, Golongan fungsional yang akhirnya 
menjelma menjadi Golkar. Sedang golongan Agama, orang sering 
menyebut wakil dari golongan ini adalah partai NU, disamping 
itu PSII, Perti, Muhammadiyah, mengingat yang ini juga duduk 
dalam pemerintahan pada saat itu, sedang yang Komunis diwakili 
oleh PKI yang didukung dengan seperangkat organisasi 
onderbownya). 

Bung Karno mencoba menempatkan diri sebagai donamisator 
dan stabilisator kekuatan-kekuatan politik yang beraneka ragam 
dan saling bertentangan itu baik secara ideologis maupun 
program. Ia mencoba untuk menjadi pengayom rakyat Indonesia 
yang beraneka ragam baik secara ideologis maupun aktualisasi 
program golongan masing-masing. Tetapi Bung Karno lupa 
bahwa masing-masing golongan yang secara fundamental 
bertentangan serta belum matangnya perilaku dan budaya politik 
yang dikembangkan, maka proyek mahal ini akhirnya hanya 
menimbulkan kondisi yang rawan. Budaya konsensus yang 
dicoba Bung Karno, ternyata karena kelicikan PKI digunakan 
sebagai alat untuk membesarkan diri (partai) dengan menghantam 
golongan lain. Akhirnya bukan budaya konsensus yang tumbuh, 
melainkan susasana konflik yang semakin hari semakin tajam 
antara PKI dengan mereka yang dianggap sebagai lawan-lawan 
politiknya (ada satu sintesa yang mengatakan : bahwa seandainya 
PKI tidak punya ambisi politik yang berlebihan dan mengikuti 
aturan permainan, maka proyek NASAKOM itu akan menjadi 
suatu proyek laboratorium politik yang terbesar di dunia) di 
Indonesia kondisi politiknya amat berbeda dengan negara-negara 
lain. Dalam sejarahnya PKI sangat berambisi merebut kekuasaan 
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dan berkali-kali berbuat makar yang berakibat fatal dan mahal 
bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Seperti pem- 
berontakan PKI melawan pemerintahan kolonial Belanda pada 
tahun 1926 berakibat ribuan rakyat yang dituduh terlibat dibuang 
ke Digul Irian Barat, juga pengkhianatan PKI yang dikenal dengan 
Maduin Affairnya, yang sebenarnya merupakan perbuatan yang 
mengganggu jalannya revolusi Indonesia. Hanya karena 
kebijaksanaan politik leberal saja PKI dapat hidup kembali. 

Dengan dibukanya kesempatan untuk hidup bebas lagi di 
Indonesia, PKI ternyata berhasil mengembangkan sayapnya, 
hampir seluruh instansi pemerintah dan lembaga-lembaga 
kemasyarakatan berhasil disusupi. Setelah PKI menganggap 
semuanya telah matang, maka seperti biasanya gerakan Komunis 
melakukan perbuatan makar/kudeta dengan kekerasan, yang 
semua itu akhirnya bermuara pada peristiwa G.30.S/PKI yang 
amat mengerikan itu. 

Disamping itu kesalahan juga ditimbulkan oleh Rezim Orde 
Lama sendiri dengan mencanangkan politik konfrontasi terhadap 
Malaysia. Bung Karno sangat anti imprialisme dan kapitaslisme 
(sebenarnya bisa dikatakan: bahwa Bung Karno sangat anti 
Amerika dan Eropa Barat) rupanya berang setelah melihat 
kelahiran Malaysia yang di fasilitasi Amerika dan Inggris tersebut. 
Bahkan ketika PBB mengesahkan Malaysia sebagai negara 
merdeka. Bung Karno lebih nekad lagi dengan keputusan bahwa 
Indonesia menyatakan keluar dari badan dunia tersebut. Itulah 
sebenarnya awal dari segala kebangkrutan ekonomi Indonesia. 
Dan kondisi ini nampaknya akan semakin fatal seandainya tidak 
ada gerakan-gerakan mahasiswa yang turun kejalan-jalan 
berdemonstrasi sebagai kekuatan korektif, yang pada akhirnya 
gerakan ini mempercepat proses tumbangnya Orde Lama dan 
lahirnya Orde Baru. 


B. Kebijakan Restrukturisasi Ideologi Orde Baru 


Belajar dari pengalaman itulah, pemerintah Orde Baru di awal 
kebangkitannya mengeluarkan kebijakan politik yang dikenal 
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dengan strukturisasi ideologi dan golongan. Yang dimaksud 
dengan Strukturisasi Ideologi dan Golongan seperti yang 
dikemukakan oleh Ali Murtopo dalam bukunya “Strategi Politik 
Nasional”: 
1) Menciptakan dan kemantapan stabilitas politik 
2) Perobakan struktur politik dengan pengakuan bagi Golkar 
3) Menciptakan mekanisme dan infra-struktur politik yang 
dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam melansir 
usaha-usaha pembangunan 
4) Membangkitkan kesadaran demokrasi rakyat banyak '8) 

Program awal pemerintah Orde Baru adalah prioritas 
pembangunan ekonomi dan stabilitas politik." Kedua kebijakan 
ini sangat terkait, karena untuk kelancaran pembangunan 
ekonomi dibutuhkan stabilitas politik. Untuk mencapai stabilitas 
politik, pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan terutama 
mengadakan restrukturisasi partai politik yang tidak sejalan 
dengan kebijakan orde Baru. 

Salah satu wujud perombakan struktur politik adalah dengan 
menyeimbangkan kekuatan golongan fungsional (sekarang jadi 
golongan karya) dengan kekuatan-kekuatan partai politik yang 
berperan dalam wadah parlemen. Wujudnya adalah menambah 
jumlah anggota DPR GR pada posisi yang lebih menguntungkan 
kedudukan golongan fungsional, dengan satu argumen demi 
menjamin kelangsungan hidup Orde Baru dan demokrasi 
Pancasila. Bentuk langkah penyeimbangan itu adalah dengan 
mengurangi jumlah anggota partai yang duduk di DPR GR dan 
menambah dari golongan fungsional. Disamping itu beberapa 
anggota DPR GR dari partai-partai politik yang dianggap kurang 
loyal dan masih mendukung Orde Lama dan Soekarno diminta 
untuk diganti oleh partai yang bersangkutan. 

Kebijakan ini dituangkan dalam UU No. 10/1966, yang 
kemudian disebut dengan Redressing dan Refreshing!5 Kedua 


108 Ali Murtopo, Strategi Politik Nasional, CSIS, Jakarta, 1974, Halaman 59 
104 Syamsudin Harris, PPP dan Orde Baru, Grasindo Jakarta.1991.Hal 7-9 
105 Ali Murtopo, Strategi Politik Nasional, CSIS Jakaarta. 1974 Hal 59 
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kebijakan ini dimaksudkan untuk membersihkan unsur-unsur 
mental Orde Lama diseluruh sektor lembaga kenegaraan (DPRD, 
DPR dan MPR). 

Rederessing ini dimaksudkan untuk mengganti sejumlah 
anggota DPRD, DPR dan MPR yang diduga memiliki keterkaitan 
erat dengan pengaruh Orde lama atau setidaknya mempunyai 
paham dan semangat Orde Lama. Mereka yang diduga 
mempunyai keterkaitan pengaruh yang kuat dengan Orde Lama 
digantikan golongan kekaryaan dan ABRI sebagai pendukung 
Orde Baru. Sedangkan Refereshing adalah penyegaran kembali 
anggota DPRD, DPR dan MPR dan lembaga-lembaga Negara dari 
unsur PKI supaya kualitas lembaga Negara lebih meningkat. 

Kedua kebijakan ini pertama kali disampaikan pejabat 
Presiden Soeharto pada 9 Februari 1968. Menurut Soeharto ke- 
bijakan ini diambil selain untuk membersihkan dan menertibkan 
lembaga-lembaga Negara dari unsur-unsur PKI, juga dilakukan 
dalam rangka Tour of Duty atau perjalanan tugas tenaga-tenaga 
partai non PKI agar mencapai daya guna secara maksimal.!”5 

Kebijakan ini merupakan langkah awal dari perwujudan 
perombakan struktur politik atau restrukturisasi politik dengan 
melakukan restrukturisasi ideologi dan golongan partai-partai 
politik.” Akibatnya jymlah anggota partai politik terutama Islam 
yang duduk di kursi DPRD, DPR dan MPR berkurang dari 48 X 
menjadi hanya 2846 karena digantikan dengan utusan organisasi 
yang berafiliasi pada Sekber Golkar. NU selain kehilangan 
wakilnya di DPR GR juga diminta melakukan Recalling terhadap 
anggota yang dianggap tidak mempunyai semangat Orde Baru.! 

Kebijakan pemerintah ini menimbulkan sikap ketidak-se- 
nangan partai politik karena dinilai lebih menguntungkan satu 
kelompok, Sekber Golkar. NU juga mengalami delematis karena 
dengan terpalsa harus mengganti beberapa anggotanya di DPR 


105 Duta Masyarakat 11 Februari 1968. 

107 Ali Murtopo. Op-Cit. 

108 Andree Fiellard, Islam Tradisional dan Tentara dalam Era Orde Baru, Sebuah 
Hubungan Yang Ganjil, Dalam Tradisionalisme Radikal Persinggungan NU- 
Negara. Yogjakarta, LkiS. 1997. Hal 42 
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GR yang dianggap tidak sejalan dengan konsep kebijakan Orde 
Baru. 

Sudah barang tentu tindakan pemerintah ini sangat 
merugikan partai politik. Dalam keadaan seperti ini, PMII sebagai 
pendukung partai NU menanggapi masalah ini dengan mengirim- 
kan surat kepada Pejabat Presiden Soeharto agar memper- 
timbangkan kembali rencana kebijakan tersebut. Menurut PMII 
rederessing dan refereshing yang dilakukan pemerintah harus 
berdasarkan UU No. 10/1966. Dalam UU itu ditegaskan bahwa 
penambahan anggota DPR tidak boleh merubah perimbangan 
antara golongan politik dan golongan karya. Kalau 
menyimpang dari prinsip yang tertuang dalam UU tersebut, maka 
tanggung jawab masalah tersebut terletak pada pejabat Presiden 
bukan musyawarah partai atau pimpinan DPR GR. 

PMII mengkritik sikap pejabat Presiden Soeharto yang 
memaksakan kebijkan tersebut. Menurut ketua umum PP PMII 
Zamroni pemaksaan kebijakan itu merupakan preseden dari 
macetnya kehidupan politik yang demokratis, seperti yang telah 
diperjuangkan dalam semangat Orde Baru.!!! 

Issu mengenai gagasan keseimbangan lembaga kenegaraan 
dan kekuatan politik sebenarnya sudah beredar sepanjang tahun 
1967. Makanya, ketika berlangsung Mukernas PMII pada 21-25 
Nopember 1967 di Semarang, PMII sudah mengusulkan dan 
mengingatkan agar perubahan kekuatan politik sebaiknya 
dilaksanakan melalui pemilu, bukan dengan hanya kebijakan 
pejabat Presiden.!? 

Menurut PMII, Struktur konstalasi kekuatan politik yang 
sudah ada merupakan hasil pemilu tahun 1955 yang telah 
mengalami kristalisasi besar pada tahun 1959 dan tahun 1965 serta 


109 Kumpulan Arsip NU No 125 “Penjelasan NU sekitar Refereshing DPR GR, 
tertanggal 22 Februari 1968, Arsip Nasional RI. 

10 PP PMII Penjelasan sekitar Rederessing DPR GR, Surat PP PMII kepada Pejabat 
Presiden dan Pengurus Cabang serta Pengurus Wilayah, tertanggal 20 
Februari 1968. No 206/PP-IV/II-68. 

11 Zamroni. Op-Cit. 

12 Hasil Mukernas PMII. Op-Cit. 
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sesudah mengalami penyempurnaan dengan tampilnya Golongan 
karya dan komponen-komponen Orde Baru. Karena itu usaha 
melakukan penyempurnaan personalia dapat dilakukan terus 
menerus dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak- 
hak yang dijamin peraturan perundangan. Usaha perombakan 
struktur kekuatan politik harus dilakukan dengan cara-cara yang 
demokratis. Karena itu pemilu merupakan satu-satunya cara 
untuk menilai kembali atau mengubah struktur kekuatan politik 
di Indonesia. 

Disamping itu PP PMII juga memberikan penjelasan terkait 
dengan masalah rederessing dan refereshing kepada segenap 
pengurus wilayah dan cabang PMII di seluruh Indonesia : 

Alhamdulillah pada saat ini sudah terdapat kemajuan-kemajuan 

dimana partisipasi PMII dalam partai NU terlihat mulai banyak. 

Antara lain mengenai persoalan rederessing (perubahan komposisi 

keanggotaan dalam parlemen, dengan tujuan menyeimbangkan 

kekuatan-kekuatan politik yang diharapkan dapat mendukung 
kemauan politik pemerintah) DPR GR yang atas permintaan neven- 
neven NU, khususnya PP PMII, telah diadakan sidang pleno PB 

NU yang membahas hal-hal penting yang berkenaan dengan 

perkembangan politik. Keputusan sidang pleno itu antara lain 

bahwa rederessing harus berdasarkan UU NO. 10 tahun 1966, 

dimana ditegaskan bahwa penambahan anggota DPR tidak boleh 

merubah perimbangan antara golongan politik dan golongan karya, 

seperti pada saat terjadi penambahan 108 orang pada tahun 1967 

yang lalu. Jika menyimpang dari prinsip tersebutberarti tanggung 

jawab dari pejabat Presiden itu sendiri, bukan hasil musyawarah 
dari partai ataupun pimpinan DPR GR. Hal itu dimungkinkan 
dengan menggunakan ketetapan MPRS NO.IX/MPRS/1966. 

Untuk memperjuangkan terlaksananya keputusan sidang pleno 

tersebut, PB NU, mengirim delegasi -salah satu dari anggota 

delegasi itu adalah Ketua Umum PP PMII. Sedang hasil pertemuan 
tersebut antara lain, bahwa apabila terpaksa tidak disetujui oleh 
partai-partai politik, menurut pejabat Presiden akan dilakukannya 


M3 Ibid. 
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sendiri sebagai pemegang Surat Perintah Sebelas Maret 

(Supersemar). Dalam kesempatan tersebut sahabat Zamroni telah 

memperingatkan kepada pejabat Presiden, bahwa apabila hal itu 

betul-betul dilakukan akan dapat menimbulkan dua kesan dalam 
masyarakat: 

Pertama: Pejabat Preside kurang mempercayai kerjasama dengan 
kekuatan-kekuatan politik yang ada sekarang, dan hal ini 
dapat mengganggu adanya saling mempercayai antara 
partai-partai politik dan pejabat Presiden. 

Kedua : Bahwa seolah pemerintah tidak mau menerima koreksi dari 
DPR GR, sebab justru pemerintah sedang mengalami 
kesulitan-kesulitan dibidang ekonomi. Kemudian disusun 
DPR GR yang sesuai dengan pendapat pemerintah. 14) 


Dalam suatu kesempatan bertemu dengan pejabat Presiden 
Soeharto, ketua umum PP PMII Zamroni menyampaikan 
pendapat organisasinya sembari mengingatkan pejabat Presiden 
agar meninjau kembali kebijakan tersebut. Kalau masih 
dilaksanakan juga hendaknya mempertimbangkan UU No 
10/1966. 

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah (baca - pejabat 
Presiden Soeharto) jalan terus dengan rencananya untuk 
menambah jumlah anggota DPR GR bagi Fraksi golongan karya. 
Hal ini dilakukan untuk mengamankan RUU bagi pengaturan 
pelaksanaan pemilu yang direncanakan dilaksanakan 1968 (tetapi 
realisasi pelaksanaan pemilu terjadi pada tahun 1971). 

Sebagai akibat dari kebijakan politik pemerintah yang antara 
lain melakukan rederessing DPR GR, maka kekuatan politik 
waktu itu berpindah dengan makin besarnya golongan karya (saat 
itu golongan karya belum manampakkan dirinya sebagai 
kekuatan politik yang utuh seperti yang nampak belakangan, 
tetapi masih terbentuk wadah gabungan golongan fungsional 


14 PP PMII, Penjelasan Sekitar Rederessing DPR GR, Surat Edaran PP PMII 
kepada Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah, Tanggal 20 Februari 1968, 
No. 206/PP-IV/II-68. 
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yang ditopang oleh PEPABRI, LVRI, SOKSI, MKGR, KOSGORO, 
dan beberapa organisasi profesi lain seperti PGRI). 

Keterlibatan PMII dalam kegiatan politik praktis justru 
berakibat fatal. PMII justru melupakan dirinya sebagai organisasi 
kemahasiswaan yang pada hakekatnya merupakan suatu gerakan 
belajar (baca: PMII pada hakekatnya adalah gerakan intelektual 
dan gerakan moral, bukan gerakan politik). Tetapi dengan 
terseretnya PMII dalam kegiatan politik praktis maka PMII hanyut 
sehingga menjadi “bumper politik”. 

Akibatnya PMII mengalami kemuduran, baik secara 
kuantitatif maupun secara kualitatif. Basis-basis PMII terutama di 
perguruan tinggi umum mulai menipis, bahkan pada awal 1970 
PMII benar-benar sudah terlempar dari perguruan tinggi umum. 
Akibat yang lebih parah organisasi ini mengalami kemandekan. 
Ini terjadi karena dalam tubuh pergerakan mengalami homo- 
ginitas pemikiran akibat dari monoyonnya anggota PMII (hanya 
seputar mahasiswa IAIN). PMII murai jarang melakukan aktivitas 
pengkaderan, bahkan beberapa cabang PMII mulai mengalami 
lesu darah, seakan-akan PMII yang dependen pada partai NU 
waktu itu sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Jika di suatu 
daerah NU meriah, maka meriah pula PMII. Tetapi sebaliknya jika 
NU di daerah tertentu sedang mengalami lesu darah, maka PMII 
sebagai organisasi mahasiswa yang seharusnya bergerak dinamis, 
juga mengalami lesu darah. Lebih fatal lagi akbiat politikn 
rederessing yang dikenal dengan restrukturisasi politik dan 
lembaga-lembaga politik. NU sebagai partai politik terbesar ketiga 
waktu itu benar-benar terpukul. Dampak selanjutnya PMII 
mengalami kedaan yang serba sulit. Ia dicurigai sebagai partai 
yang harus diawasi. 

Dalam keadaan seperti itu PMII sempat mengadakan 
aktivitas-aktivitas antara lain : 

1) Instruktur Training atau latihan pelatih kader. Peristiwa ini 
pantas dicatat karena baru pertama kali PMII yang sudah 
berusia hampir sepuluh tahun dan selalu menyebut dirinya 
sebagai organisasi kader, malakukan latihan pelatih kader. 
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Mengingat sebenarnya aktivitas PMII yang utama adalah 

pengkaderan, bukan politik praktis seperti yang selama ini 

dilakukan. Latihan ini dilakukan pada tanggal 20 - 27 

Januari 1969 di Pacet Garut Jawa Barat. Pesertanya diambil 

dari perwakilan-perwakilan pengurus wilayah, yang jyga 

mewakili kekuatan-kekuatan pengurus cabang. 

2) Bersamaan dengan pelaksanaan latihan instruktur itu juga 
dilaksanakan Muber PMII yang pertama, sebagai usaha 
untuk menjabarkan hasil-hasil kongres III PMII di Malang 
tahun 1967 dan hasil-hasil Mukernas II PMII tahun 1967 di 
Semarang. Ada beberapa keputusan yang dihasilkan Mubes 
IPMII itu, antara lain : 

a) Memindahkan kepengurusan Korp PMII Puteri pusat 
dari tempat kedudukannyadi Jakarta ke Surabaya, yang 
pengelolaan selanjutnya diserahkan kepada pengurus 
wilayah PMII Jawa Timur (Kopri lahir bersamaan dengan 
Mukernas II PMII di Semarang Jawa Tengah tanggal 25 
September 1967). 

b) Memindahkan kepengurusan lembaga da'wah pusat 
yang semula berkedudukan di PMII Ciputat, selanjutnya 
dipindahkan ke PMII Cabang malang, dengan pertim- 
bangan bahwa PMII cabang Malang dianggap lebih 
punya potensi untuk mengembangkan lembaga da'wah 
tersebut. 


C. Kongres IV PMII 

Salah satu Moment penting bagi PMII setelah kelahiran Orde 
Bari adalah pelaksanaan kongres IV PMII di Makasar 
(Ujungpandang), hal ini dianggap penting karena beberapa hal: 

1) Kongres IV PMII ini merupakan peletak dasar perjalanan 
PMII pada zaman Orde Baru, bersamaan dengan dimulainya 
pencangan Repelita I pemerintah Orde Baru. 

2) Kongres IV PMII ini adalah merupakan kongres yang 
pertama diadakan diluar Jawa, yaitu di Makasar 
(Ujungpandang) hal ini untuk membuktikan bahwa PMII 
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tidak hanya besar di Pulau Jawa, tetapi juga mempunyai 
potensi dan basis yang kuat di luar Jawa, Kongres ini 
dihadiri oleh sekitar 100 utusan cabang PMII. 

3) Bersamaan dengan pelaksanaan kongres IV PMII ini juga 
dilaksanakan Musyawarah Nasional yang pertama Korp 
PMII Puteri (kongres IV PMII dilaksanakan pada tanggal 25- 
30 April 1970). 

4) Peristiwa menarik dalam Kongres IV PMII di Makasar ini 
adalah perebutan posisi ketua Umum PP PMII. Dalam 
forum pemilihan tersebut bersaing antara Drs. M. Zamroni 
yang berasal dari Fak. Usuludin IAIN Ciputat Jakarta, yang 
sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum PP PMII 
periode 1967-1970. Sedangkan saingan terkuatnya adalah 
sahabat M. Hatta Musthofa SH, berasal dari Fak Hukum 
Universitas Indonesia, sebelumnya menjabat sebagai 
Sekretaris Umum PMII cabang DKI Jakarta. Kedua kandidat 
ini sama-sama sebagai anggota DPR GR hasil rederessing 
tahun 1968. Dalam sejarah kehidupan politik di Indonesia, 
kedua tokoh ini selalu bersaing. M. Hatta Musthofa aktif 
sebagai anggota DPR RI dari fraksi Golkar dan pernah 
duduk dalam kepengurusan DPP Golkar sebagai koor- 
dinator departemen pengabdian masyarakat. Sedangkan 
Drs. Zamroni juga aktif sebagai anggota DPR RI dari fraksi 
PPP, disamping pernah duduk sebagai salah satu ketua DPP 
PPP. Kandidat lain yang juga ikut bersaing memperebutkan 
posisi ketua Umum PMII adalah sahabat Abduh Paddare, 
yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu ketua di 
jajaran PP PMII periode 1967-1970. Namun akhirnya peserta 
kongres memutuskan jabatan ketua umum PP PMII periode 
1970-1973 kembali dipercayakan kepada sahabat Drs. 
Zamroni, bersaing ketat dengan sahabat Abduh Paddare 
dengan selisih 17 suara. Sedangkan sekretaris jenderal 
dipercayakan kepada sahabat Madjidi Syah. Dalam 
peristiwa terpilihnya sahabat Zamroni sebagai Ketua Umum 
PMII yang kedua kalinya ini, Ia (Zamroni) mengungkapkan: 
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“Mengapa saya mau dipilih lagi sebagai ketua Umum PP 
PMII untuk yang kedua kalinya? Karena yang ingin maju 
manjadi ketua umum Abduh Paddare. Andaikata yang 
bersedia menjadi calon ketua umum itu Fahmi Syaifudin 
atau Umar Basalim, saya akan mundur, dan saya rela 
diganti salah satu dari dua orang ini” "5) Adapun susunan 
kepengurusan PP PMII selengkapnya adalah sebagai berikut 


SUSUNAN PERSONALIA PP PMII 
(Periode 1970 - 1973 ) 


Ketua Umum : Drs. M. Zamroni 
Ketua : Moh Abduh Paddare 
Ketua : Drs. Mukaffi Makky 
Ketua : Drs. M. Adnan Harahap 
Ketua : Dr. Fahmi Ja'far 
Ketua : Drs Umar Basalim 
Sekretaris Umum : M. Madjidi Syah 
Sekretaris : R.H. Sutanto 
Sekretaris : Masykur Djunaidi 
Sekretaris : Drs. Muzakir Djailani 
Keuangan : A. Fathoni 

Wakil Keuangan : T.A. Munir 


DEPARTEMEN-DEPARTEMEN : 


Pendidikan dan Pengajaran : Drs. Amat Sanawi 
Penerangan dan Humas : M. Hasyim Adnan 
Kesenian dan Kebudayaan : Tatik Herawati 
Luar Negeri : H. Zaini A. Syakur 
Olah Raga : Djoko Mulyono 
Keputrian : Enny Suhaeni 


15). A. Effendy Choiri dan Choirul Anam, Pemikiran PMII dalam Berbagai Visi dan 
Persepsi, Penerbit Majalah Nahdlatul Ulama Aula, Surabaya tahun 1991, 
Halaman 97 
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SUSUNAN PERSONALIA PP KORP PMII PUTERI 
PERIODE 1970 - 1973 


Ketua Umum 
Ketua I 

Ketua II 

Ketua III 
Sekretaris Umum 
Sekretaris I 
Sekretaris II 
Sekretaris III 


BIRO - BIRO: 
Biro Kader 
Penerangan dan Da wah 


Kesejahteraan 
Olah Raga dan Seni 
Pembantu-pembantu 


: Adibah Hamid 

: St. Fatimah Bsc 

: Marjain AS, BA 

: Musyarafah MS 

: Aminah Asraf, BA 

: St. Rahayu, Bsc 

: Fatimah Aminah BA 
: Faizah Ridwan, BA 


: Munajjah, BA 

: Zainatus Shalihah BA 
: Mahsushah Tosari W 
: Asiah Ghani 

: Tjitjik Mursyidah 

: Ismi Marzain, BA 

: Djazilah Rahman, 

: Noor Endah NLC 


Mengenai aktivitas PMII dalam kehidupan politik praktis 
menjelang pemilihan umum 1971 dapat kita lihat pada sub bab 
berikut ini : 


PMII DALAM PEMILIHAN UMUM 1971 

Pesta demokrasi yang untuk pertama kalinya diadakan sejak 
kelahiran orde baru mempunyai arti penting, tidak saja bagi 
pemerintah Indonesia, tetapi juga bagi perjalanan PMII kelak 
dikemudian hari. Keterlibatan PMII dalam pemilu 1971 memang 
tidak secara langsung, tetapi PMII aktif mensukseskan pemilu ini 
dibawah panji-panji partai NU. Para tokoh-tokoh PMII yang 
terlibat aktif dalam lembaga pemenangan pemilu NU (LAPUNU) 
antara lain : Drs. Abduh Paddare sebagai sekretaris LAPUNU, Dr. 
Fahmi Ja'far sebagai wakil bendahara LAPUNU, dan sahabat 
Hasyim Adnan tampil sebagai juru kampanye NU yang sangat 
terkenal karena keberaniannya, sehingga praktis sumber daya dan 
tokoh-tokoh PMII tersedot untuk kepentingan memenangkan NU 
pada pemilu 1971 tersebut. Aktivitas yang dilakukanpara aktivis 
PP PMII ini juga menular pada para fungsionaris-fungsionaris di 
tingkat cabang dan wilayah, seperti yang dilaporkan oleh Bulettin 
LAPUNU pusat nomor 3 April 1970 : 


MAHASISWA KITA SIAP MEMBANTU PEMILU 

Bertempat di kantor IAIN Jl. Tamrin 42 Jakarta pada tanggal 
22 Maret 1970 diadakan pertemuan perkenalan dengan calon- 
calon mahasiswa. Kemudian yang bergabung dengan PMII 
dimulai jam 08.00 sampai dengan jam 10.00, kemudian pada 
tanggal itu juga mulai jam 11.00 sampai dengan jam 14.00 siang 
bertempat di rumah kediaman Almarhum Bapak Zainal Arifin di 
Jl. Cikini, diadakan pertemuan antara pimpinan PMII Jakarta 
Raya. Dalam pertemuan itu sahabat Marhum dari wakil sekretaris 
Umum pusat memberikan penjelasan tentang masalah pemilihan 
umum, yang antara lain dikatakan, bahwa pemilu itu untuk 
memperkokoh kedaulatan negara kita keluar dan kedalam, dan 
bagi warga negara RI yang berumur 17 tahun atau yang sudah 
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pernah kawan, diberikan hak untuk memilih. Dan selanjutnya 
sahabat HM. Marhum menganjurkan agar para mahasiswa 
membantu sepenuhnya atas kemenangan Nudalam pemilu yang 
akan datang. '!5) 

Namun aktivitas PMII dalam pemilu 1971 ini berakibat fatal 
bagi kehidupan pergerakan selanjutnya. Seperti kita ketahui, 
partai-partai politik mengalami kekalahan telak dari Golkar. Partai 
NU sendiri hanya mampu menduduki 58 Kursi dari 360 kursi 
yang diperebutkan. Walau sebenarnya jumlah suara yang berhasil 
diraih partai NU jauh lebih dari partai-partai lainnya, namun itu 
tidak banyak mempunyai arti apa-apa, bahkan berdampak negatif 
bagi partai NU dan ormas-ormas pendukungnya. Tentang hal ini 
PB NU pernah melaporkan didepan peserta Muktamar NU tahun 
1975 di Jakarta : 

Sejak pemilu 1971 hingga kini terlihat jalas tanda-tanda 

sebagian orang merasa takut atau sedikitnya segan dicap 

sebagai anggota partai yang sudah disatukan kegiatan 
politiknya kedalam partai baru, termasuk didalamnya warga 

NU, sehingga langsung ataupun tidak, keadaan ini 

menghambat jalannya roda Jam'iyah NU. Hal ini ditambah 

dengan adanya perintah monoloyalitas pegawai negeri, 
perusahaan negara dan pegawai daerah otonom serta 
pegawai-pegawai honorer. Padahal tidak sedikit pemimpin- 
pemimpin NU tergolong kategori ini, terutama pegawai- 
pegawai dalam lingkungan departemen agama. Dengan ini 
praktis roda NU di beberapa daerah terhenti karena 
kehilangan tenaga-tenaga penggeraknya. Keadaan ini 
disementara daerah masih ditambah dengan kesulitan- 
kesulitan adanya sementara ulama kita yang karena rasa 

tanggung jawabnya akan kelanjutan pendidikan di 

Pesantrennya, seolah-olah memutuskan hubungan dengan 

Jam'iyah NU, karena berbagai pertimbangan yang didasarkan 

pada kepentingan Islam secara umum. 7) 


16 LAPUNU Pusat, Bulettin LAPUNU, Jakarta, No. 3 April 1970, Halaman 1 
17 Laporan PB NU, pada Muktamar NU tahun 1975, di Jakarta. 
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Situasi tidak menguntungkan yang menyelimuti partai NU, 
termasuk PMII itu, dapat disimak dari pidato ketua umum PP 
PMII pada Lustrum III PMII : 

Saat-saat sebelum dan lebih-lebih setelah pemilu 1971 dimana 
situasi politik mempengaruhi kehidupan generasi muda, 
menyebabkan kita tidak bisa melakukan pembinann secara 
sungguh-sungguh. Pandangan dan langkah kita saat itu 
terseret oleh situasi diluar kita. Keadaan ini melemahkan 
semangat dan vitalitas PMII sedemikian rupa sehingga dalam 
beberapa saat terlena dalam situasi yang tidak 
menguntungkan bagi pembinaan, perkembangan dan 
perjuangan PMII secara keseluruhan. 


Itulah gambaran sepintas aktivitas PMII menjelang dan 
sesudah pemilu 1971. Pada periode ini banyak aktivis PMII yang 
akhirnya terjun secara total menjadi politisi, sehingga ada pameo 
yang mengatakan bahwa apabila ada wakil ketua DPRD, apakah 
itu tingkat I ataupun tingkat II dari fraksi PPP dan dia 
menyandang gelar sarjana, maka dapat dipastikan dia itu alumni 
PMII. 

Ditingkat nasional, warga PMII yang aktif sebagai politisi dan 
menempuh melalui jalur partai NU, sebagian besar tergabung 
dalam PPP, seperti H. Mahbub Junaidi (kini Almarhum) pernah 
aktif sebagai wakil ketua majlis penasehat/dewan pertimbangan 
partai PPP, Drs. Zamroni anggota DPR RI dan pernah aktif sebagai 
ketua I DPP PPP, Ruslan Kasmir, Anggora MPR RI, Drs. 
Fahrurrozi AH, sebagai anggota DPR RI dan lain-lain, tidak 
banyak bergabung dengan Golkar, seperti sahabat Chalid 
Mawardi, anggota DPR RI, yang pernah bertugas sebagai Duta 
Besar RI untuk Lebanon dan Siria, Drs. Slamet Effendi Yusuf 
anggota DPR RI, kini sebagai ketua DPP Golkar, dan lain 
sebagainya. 
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D. Deklarasi Independensi PMII 

Dalam perjalanan sejarah PMII banyak peristiwa dan 
momentum sejarah yang manjadi cermin transformatif bagi 
gerakan-gerakan PMII di masa kini maupun dimasa mendatang. 
Cermin bagi uji kualitas perjalanan yang panjang dan menantang. 

Salah satu momentum sejarah perjalanan PMII yang 
membawa pada perubahan secara mendasar pada perjalanan PMII 
selanjutnya adalah dicetuskannya “Independensi PMII” pada 
tanggal 14 Juli 1972 di Murnajati Lawang Malang Jawa Timur, 
yang kemudian kita kenal dengan “Deklarasi Murnajati”. 
Lahirnya deklarasi ini berkenaan dengan situasi politik nasional, 
ketika peran partai politik dikebiri - bahkan partisipasi dalam 
pemerintahanpun sedikit demi sedikit dikurangi - dan mulai 
dihapuskan. Hal mulai dirasakan oleh NU yang notabene 
merupakan partai politik. Hal inipun dirasakan pula oleh 
organisasi dependennya, termasuk didalamnya PMII. Ditambah 
lagi dengan digiringnya peran mahasiswa dengan komando Back 
to Campus. Dalam kondisi seperti itu, maka PMII mencari 
alternatif baru dengan tidak lagi dependen kepada partai politik 
manapun. 18) 

Keterlibatan PMII dalam dunia politik praktis yang terlalu 
jauh pada pemilu 1971 itu akhirnya sangat merugikan PMII 
sendiri sebagai organisasi mahasiswa. Akibatnya PMII banyak 
mengalami kemunduran dalam segala aspek gerakannya. Hal ini 
juga berakibat buruk pada beberapa cabang PMII di daerah. 

Kondisi ini akhirnya menyadarkan PP PMII untuk mengkaji 
ulang kiprahnya yang selama ini dilakukan, khususnya dalam 
dunia politik praktis. Setelah melalui beberapa pertimbangan yang 
mendalam , maka pada Musyawarah Besar II tanggal 14 - 16 Juli 
1972 PMII mencetuskan deklarasi Independen PMII di Murnajati 
Lawang Malang Jawa Timur.!?) 


18 Fauzan Alfas, Sejarah Perjalanan PMII, Makalah pada MAPABA PMII, 
Malang, 1992. 

19 Catatan : Musyawarah Besar PMII I dilaksanakan di Leles Garut Jawa Barat 
pada tanggal 20-27 Januari 1969 
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Sebenarnya bukan pelaksanaan Mubes itu yang penting, 
tetapi keputusan Mubes itulah yang terpenting dan sangat 
menentukan perjalanan PMII selanjutnya. Bahwa keterlibatan 
PMII yang sedemikian jauh dalam dunia politik praktis ternyata 
sangat tidak menguntungkan PMII sendiri. Dan lupa bahwa ia 
adalah gerakan mahasiswa yang sebenarnya jauh dari nilai-nilai 
status. Ini sangat berbeda dengan tujuan partai politik yang 
memang segala orientasi dan gerakannya mengarah pada “Power 
Oriented”. 

Dengan latar belakang pemikiran dan motivasi tersebut, maka 
pada tanggal 14 Juli 1972 secara formal PMII berpisah secara 
struktural dengan NU. Hal-hal yang berkenaan dengan Indepen- 
densi di atas dapat dilihat dalam Dokumen historis PMII, antara 
lain: 

1. Bahwa komitmen independensi PMII sebagaimana telah di 
deklarasikan di  Murnajati merupakan  manivestasi 
kesadaran PMII yang meyakini sepenuhnya terhadap 
tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berfikir, dan 
pembangunan kreativitas yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. 

2. Bahwa Independensi PMII merupakan manivestasi 
kesadaran organisasi dari tuntutan kemandirian, 
kepeloporan, kebebasan berfikir dan berkreasi serta 
tanggung jawab sebagai kader ummat dan negara. 

Menurut Otong Abdurrahman yang dikutip Moh. Fajrul 
Falakh (1988 : 11), bahwa motivasi Independensi PMII di dorong 
oleh hal-hal sebagai berikut : 

1. Independensi PMII merupakan proses rekayasa sosial PMII 
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2. Mahasiswa sebagai insan akademis harus menentukan 
sikap, ukurannya adalah obyektifitas dalam mengemukakan 
ilmu, cinta kebenaran dan keadilan. 

3. PMII meraasa canggung dalam menghadapi masalah- 
masalah nasional karena harus selalu melihat dan 
memperhatikan kepentingan induknya. 

4. Untuk mengembangkan ideologinya, PMII mencoba 


97 


memperjuangkan sendiri, sebab dengan perubahan AD/ART 
yang tidak lagi dibatasi secara formal oleh mazhab yang 
empat. Dengan demikian diharapkan PMII dapat 
berkembang diperguruan tinggi-perguruan tinggi umum, 
terlebih-lebih di perguruan tinggi agama. 

5. Sedangkan secara politis, sikap independen itu konon ada 
bergaining antara tokoh PMII pada saat itu dengan 
pemerintah, dan ini terbukti sejimlah tokoh PMII tersebut, 
seperti sahabat Zamroni, Abduh Paddare, Hatta Musthofa, 
Said Budairi, tercatat sebagai orang yang melahirkan 
deklarasi pemuda Indonesia yang kemudian menjadi KNPI 
(Komite Nasional Pemuda Indonesia). 

Sejak dicetuskannya Deklarasi Murnajati itulah PMII menjadi 
organisasi yang bebas menentukan kehendak dan idealismenya, 
tanpa harus berkonsultasi dengan organisasi manapun, termasuk 
NU. Akan tetapi keterpisahan secara struktural tidak membatasi 
ikatan emosional antara kedua organisasi ini. Antara keduanya 
masih mempunyai benang merah pemahaman ideologis, yaitu 
Ahlussunnah Wal-Jama'ah. Untuk lebih memahami deklarasi 
murnajati, dapat dilihat selengkapnya berikut ini : 


DEKLARASI MURNAJATI 


Bismillahirrahmanirrohiem 
“Kamu sekalian adalah sebaik-baik ummat yang dititahkan 
kepada manusia untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah 
perbuatan yang mungkar” (Al-Oor'an). 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), insyaf dan yakin 
serta tanggung jawab terhadap masa depan kehidupan bangsa 
yang sejahtera selaku penerus perjuangan dalam mengisi 
kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan 
spiritual. Bertekad untuk mempersiapkan dan mengambangkan 
diri dengan senaik-baiknya : 
e Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak 
memerlukan insan-insan Indonesia yang memiliki pribadi 
luhur, tagwa kepada Allah, berilmu dan cakap serta 
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bertanggung — jawab dalam ' mengamalkan ilmu 
pengetahuannya. 

Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku 
genarasi muda Indonesia sadar akan peranannya untuk ikut 
serta bertanggung jawab bagi berhasilnya pembangunan 
yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. 

Bahwa perjuangan Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia 
yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme 
sesuai dengan Deklarasi Tawangmangu menuntut 
berkembangnya sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam sikap 
dan pembinaan rasa tanggung jawab. 

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia serta dengan memohon rahmat 
Allah Swt, dengan ini menyatakan diri sebagai 
“ORGANISASI INDEPENDEN” yang tidak terikat dalam 
sikap dan tindakannya kepada siapapun dan hanya komited 
dengan perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan 
Nasional yang berlandaskan Pancasila. 
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Sa AN Aa OA 


Musyawarah Besar II 


Pergetrakan Mahasiswa Islam Indonesia 


Di Murnajati Lawang Malang 


Jawa Timur 14 Juli 1972 

TIM PERUMUS DEKLARASI MURNAJATI 
Umar Basalim ( Bandung ) 
Madjidi Syah ( Bandung ) 
Slamet Effendy Yusuf (Yogjakarta ) 
Man Muhammad Iskandar ( Bandung ) 
Choirunnisa Yafizham (Medan ) 
Tatik Farikhah (Surabaya ) 
Rahman Idrus ( Makasar ) 
Muis Kabri ( Malang ) 


LAGU DEKLARASI MURNAJATI 


Deklarasi Murnajati sebagai ketentuan 
Kini PMII telah menjadi Independen 
Di Arena ini kita pupuk persatuan 
Demi cita-cita perjuangan Nasional. 
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E. Proses Munculnya Gagasan Independensi 

Gagasan Independensi PMII pertama kali muncul dalam 
forum Kongres IV pada 25-30 April 1970 di Makasar. Dalam sesi 
pemandangan umum cabang-cabang di forum kongres tersebut 
utusan dari Cabang Yogjakarta yang diwakili oleh Ketua 
umumnya saat itu yaitu sahabat Yahya Umar menyampaikan 
gagasan independensi PMII. Ia mengatakan “PMII sebagai 
organisasi mahasiswa sudah saatnya menyatakan tidak terikat 
atau tidak tergantung dengan kekuatan manapaun termasuk NU. 
Tugas dan misi utama mahasiswa adalah sebagai kekuatan moral 
(moral force) bukan alat kepanjangan partai politik. Kalau PMII 
tetap tergantung pada partai NU sementara keberadaannya selalu 
dilanda konflik, akan mengaburkan perjuangan mahasiswa.'2 

Gagasan ini sebenarnya bukan pertama kali disampaikan 
dalam forum PMII. Beberapa kesempatan setiap ada acara yang 
melibatkan unsur PP PMII. Cabang Yogjakarta merupakan 
kelompok yang cukup kritis dalam menyikapi berbagai 
perkembangan yang terjadi dalam tubuh PMII. Konflik internal 
dan konfigurasi elit pengurus PMII yang terpolarisasi dalam 
beberapa kelompok, tidak mencerminkan sikap dan watak aktifis 
mahasiswa. PP PMII dianggap telah bermain sebagai politisi yang 
cenderung mengutamakan kepentingan sesaat.!2 

Para Pengurus Pusat PMII saat itu memang sudah terbelah 
dalam kepentingan politik sesaat, yaitu antara kelompok yang 
mendukung sikap politik Idham Cholid dan kelompok yang 
mendukung Subcham ZE dan kelompok KH Syaekhu. Konfigurasi 
ini dianggap bagian dari bentuk ekspresi watak politis, bukan 
intelektual yang selayaknya ditampilkan aktfis PMII. 

Yahya Umar mengatakan pentingnya sikap “profesionalisme” 
dikalangan warga PMII. Menurutnya anggota PMII sebaiknya 
lebih banyak konsen dalam pembinaan karakter mahasiswa 
sebagai seorang akademisi dan calon professional yang handal, 
daripada bergantung pada kekuatan politik. Dengan demikian 


120 Ahmad Bagdja, Op-Cit. 
21 Tbid 
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wadah PMII sebaiknya jangan dijadikan arena mobilisasi 
kepentingan politik, namun untuk pembinaan karakter mahasiswa 
sehingga berhasil menemukan jati dirinya. 

Utusan-utusan cabang-cabang PMII yang hadir di forum 
kongres tersebut terjadi pro-kontra dalam menanggapi gagasan 
tersebut. Cabang-cabang dari Jawa Timur merupakan yang 
menantang gagasan tersebut, sementara cabang Bandung dan 
Jakarta mendukung gagasan independensi tersebut. Perbedaan 
pendapat ini juga terjadi di dalam Pengurus pusat PMII dalam 
menyikapi munculnya gagasan terrsebut. Kelompok Umar 
Basalim melihat sikap independensi PMII dengan positif demi 
masa depan PMII, karenanya independensi PMII dari NU 
merupakan suatu keharusan. Sebaliknya, kelompok Abduh 
Paddare khawatir kalau PMII tidak lagi menjadi onderbouw NU 
justru akan menjauhkan PMII dari akar kelahirannya sebagai anak 
NU.!2 Keluarnya PMII dari NU merupakan usaha skularisasi 
dalam tubuh PMII, dengan cara menjauhkan dari para ulama 
terutama yang tergabung dalam NU. 

Ketua umum PP PMII Zamroni semula mendukung Abduh 
Paddare menolak gagasan independensi. Namun setelah usai 
pemilu 1971 dimana Golkar meraih kemenangan mutlak, Zamroni 
merubah sikap dan mendukung gagasan Independensi. Alasan- 
nya, ketika Golkar meraih kemenangan mutlak, sikap pemerintah 
terhadap masyarakat dan ormas-ormas -terutama Islam- yang 
tidak mendukung sekertariat bersama Golkar makin represif? 
PMII sebagai organisasi kemahasisaan onderbouw NU juga 
nerasakan represi itu. 

Dukungan Zamroni terhadap gagasan independensi itu 
semakin kuat, tatkala beredar isu adanya rencana penggabungan 
dan penyederhanaan partai-partai peserta pemilu. Isyarat fusi ini 
semakin jelas ketika pemerintah memaksa para anggota parlemen 
dan partai-partai Islam bergabung menjadi satu dalam fraksi 


12 Wawancara Umar Basalim, Ketua Tim Perumus Feklarasi Mutnajati, 16 
Oktober 1998 
18 Abduh, Op-Cit 
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persatuan pembangunan dan santernya isu bahwa penguasa dan 
pemerintah akan membubarkan organisasi ekstra universitas yang 
menjadi onderbouw partai politik dan membesarkan organisasi 
keilmuan (kelompok studi) dan organisasi mahasiswa yang 
bersifat lokal dan kedaerahan.'2 
Kenyataan politik membuat Zamroni harus berfikir realiatis, 
bahwa masa depan PMII menjadi tidak jelas karena NU sebagai 
oeganisasi induknya akan dilebur kedalam satu partai. Demgan 
demikian PMII yang selama ini menjadi onderbouw partai NU 
akan kehilangan induknya, sebab NU sendiri hanya menjadi 
onderbouw sebuah partai politik? Karena itu PMII harus 
terbebas dari persoalan politik, sehingga keberadaannya dapat 
dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan fungsinya sebagai alat 
perjuangan untuk mengamalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah 
di kalangan mahasiswa. Dalam masalah ini Zamroni betutur: 
“Politik boleh berubah, namun PMII sebagai tempat mahasiswa 
mengamalkan ajaran Islam yang berpaham Ahlussunnah Wal 
Jamaah tidak boleh berubah, PMII tidak boleh mati, meskipun harus 
independen dan tidak satu wadah dengan NU” 126 


Keterlibatan aktifis-aktifis PMII di dalam panggung politik 
telah menjadikan organisasi ini mengalami kemandekan. Tenaga 
para pengurus PMII lebih banyak tersedot ke partai NUdaripada 
berfikir tentang pengambangan organisasi. Akibatnya organisasi 
mengalami stagnasi baik kegiatan organisasi maupun pemikiran. 
Para aktivis PMII tidak berani mengeluarkan gagasan pembaharu- 
an pemikiran yang sedang menjadi trend gerakan mahasiswa saat 
Tur bad 

PMII juga terlihat mandul, tidak kritis dan tidak responsif 
terhadap berbagai perkembangan yang terjadi, seperti kasus 
korupsi, rencana proyek pembangunan taman mini Indonesia 


14 Heru Cahyono, Loc-Cit. Hal 106 
12 Zamroni, Op-Cit 

126 Tbid 

127 Ibid 
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Indah (TMII) yang dikritik berbagai kalangan mahasiswa. 
Keadaan PMII seperti ini karena setiap bersikap dan berpendapat 
harus menunggu “Fatwa NU” sebagai organisasi induknya, 
padahal ketua umum partai NU Idham Cholid tidak berani 
mengkritik tapi justru mendukung proyek tersebut, akibatnya 
PMII semakin dijauhi mahasiswa dan semakin tidak 
diperhitungkan. 

Dalam kondisi demikian, Zamroni bersama Umar Basalim 
menyambut baik gagasan Independensi PMII dengan catatan 
hanya lepas secara struktural organisatoris dari NU, namun masih 
terikat dalam pengamalan ajaran Islam Ahlussunna Wal Jamaah 
yang juga menjadi cita-cita perjuangan PMII. 

Setelah pengurus PP PMII sepakat dan menyadari betapa 
pentingnya independensi. Mereka melakukan konsultasi dengan 
beberapa tokoh dan pengurus partai NU, antara lain Idham 
Cholid, Mahbub Junaidi, Subchan ZE dan Chalid Mawardi. 
Kendati sudah melakukan beberapa konsultasi kelompok Abduh 
Paddare masih keberatan dengan gagasan independensi dan 
sempat menuduh bahwa gagasan tersebut merupakan bagian dari 
proyek operasi khusus (Opsus) Ali Murtopo. Menurut Abduh, 
gagasan independensi sengaja dimunculkan tokoh yang dekat 
dengan Ali Murtopo untuk mengurangi kekuatan politik NU, 
dengan jalan memisahkan PMII dari NU. Umar Basalim belakang- 
an menolak tuduhan tersebut, karena masalah independensi tidak 
ada hubungannya sama sekali dengan opsus. Sejauh ini juga tidak 
ditemukan data dan bukti mengenai keterlibatan opsus Ali 
Murtopo dalam sikap independensi PMII. 

Idham Cholid dan Mahbub Junaidi dapat memahami gagasan 
independensi yang akan dijadikan sikap resmi PMII, dengan 
alasan demi masa depan dan pertumbuhan PMII. Menurut 
Mahbub gagasan independensi PMII merupakan bentuk dinamika 
anak muda NU yang sudah acuh dengan konflik politik yang 
berkepanjangan di tubuh internal partai NU. Menurut Abduh 
Paddare, Idham Cholid sebenarnya tidak menyetujui gagasan 
independensi, namun tidak disampaikan secara terbuka kepada 
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Zamroni dan anggota pengurus PP PMII lainnya ketika bertemu 
dengannya.!2 

Sebaliknya Subchan dan Idham Cholid menolak gagasan itu. 
Subchan kendati dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan 
Zamroni sejak keterlibatannya di Front Pancasila dan KAP pada 
tahun 1966, tidak menyetujui gagasan tersebut dengan alasan NU 
sangat membutuhkan PMII untuk melaksanakan program dan 
modernisasi dilingkungan NU. Hanya PMlIl-lah yang dapat 
diandalkan untuk menjalankan progam dan modernisasi atau 
pembaharuan dilingkungan NU, kata Subchan.'? Hal yang sama 
juga disampaikan oleh Cholid Mawardi yang beranggapan jika 
PMII keluar dari NU akan kehilangan panutan dan melayang- 
layang. Artinya PMII akan kehilangan tokoh yang akan dijadikan 
acuan dalam bersikap.'” 

Kendati terjadi pro dan kontra di kalangan NU dan masih 
terjadi perbedaan perndapat di internal PP PMII sendiri, gagasan 
Independensi terus disosialisasikan dan mendapatkan banyak 
dukungan dari banyak cabang, kendati juga terdapat cabang yang 
keberatan dengan gagasan tersebut. Untuk mengakhiri dan 
memantapkan gagasan independensi ini PP PMII melaksanakan 
Musyawarah Besar (Mubes) II PMII di Murnajati Lawang Malang 
Jawa Timur. Pada tanggal 14-16 Juli 1972. 


F. Pelaksanaan Mubes dan Perdebatan seputar Gagasan Inde- 
pendensi. 

Musyawarah Besar (Mubes) ini merupakan mubes ke II PMII 
setelah Mubes pertama dilaksanakan di Leles Garut Jawa Barat 
pada tanggal 20-27 Januari 1969.81 Mubes merupakan institusi 
organisasi terbesar kedua setelah kongres, dan hanya dilaksana- 


128 Mahbub Junaidi, Belajar dan Berpolitik,Sebuah Kata Pengantar Dalam Effendy 
Choirie, Op-Cit. Hal 63-66 

129 Abduh Paddare, PMII dan Konsolidasi KNPI, dalam Pemikiran PMII dalam 
Berbagai Visi dan Persepsi, Majalah NU, Aula, Surabaya, 1991, hal 102 

180 Otong Abdurrahman, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam Sejarah 
Indonesia, 1960-1985, Skripsi IAIN Sunan Kalijaga, 1990, Hal 47 
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kan manakala terdapat berbagai persoalan penting. Mubes ke dua 
ini berlangsung cukup “Panas” karena membicarakan masalah 
krusial bagi kelangsungan hidup organisasi, yaitu keinginan 
untuk independen atau tidak terikat secara structural dengan 
partai NU. Hampir semua cabang yang ada di Indonesia 
menghadiri perhelatan tersebut. Abduh Paddare yang sejak awal 
menolak gagasan independensi tidak hadir dalam arena mubes, 
tapi menurut beberapa peserta Mubes kendati tidak tampak di 
arena Mubes, Abduh berada disekitar lokasi Mubes, walaupun 
tidak pernah mengikuti setiap agenda persidangan. 

Dalam acara Mubes ini setiap cabang diminta menyampaikan 
pokok-pokok pikiran mengenai masa depan PMII. Utusan cabang 
Yogjakarta saat itu, Slamet Effendi Yusuf mempresentasikan 
makalah berjudul “Mahasiswa, PMII dan Independensi: sebuah 
keharusan”. Pada intinya cabang Yogjakarta meneruskan gagasan 
Independensi yang pernah disampaikan dalam Kongres IV di 
Makasar. Menurut Slamet PMII harus segera mengambil sikap 
tegas dan konkrit untuk mengakhiri masa suram. Masa depan 
PMII sudah waktunya tidak tergantung situasi politik internak 
partai NU yanag sedang pecah dalam berbagai kelompok. '? 

Ia juga mengkritik sikap pengurus pusat PMII yang terjebak 
dalam konflik politik dan banyak yang terjun menjadi “pemain 
politik” yang hanya berorientasi kekuasaan. Akibatnya organisasi 
ini menjadi tidak dinamis dan terkesan lamban. Praktek politik 
yang seharusnya diperankan PMII sebagai organisasi mahasiswa 
bukanlah politik praktis, melainkan menggunakan pendekatan 
moral dan intelektual. Tapi kenyataannya para aktivis PMII 
terjebak dalam konflik kepentingan dan pemihakan terhadap 
suatu kelompok. 

Gagasan independensi yang dilontarkan oleh cabang 
Yogjakarta ini mendapat dukungan dari cabang Bandung, Medan 
dan Jakarta. Utusan dari cabang Bandung Man Muhammad 
Iskandar menyetujui gagasan ini sambil meyakinkan para peserta 
Mubes bahwa sikap independensi bukan bersrti PMII lepas dari 
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NU secara keseluruhan, PMII hanya melepaskan diri secara 
struktur organisatoris dari NU, namun tetap memperjuangkan 
ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah seperti yang selama ini 
diperjuangkan oleh NU. Sikap ini harus diambil semata-mata 
untuk menyelamatkan PMII dari ambang kematian.'? 

Kendati gagasan tersebut sudah mendapat banyak dukungan 
dari berbagai cabang, kelompok Abduh Paddare tetap menolak. 
Alasannya PMII tidak mungkin lepas dari NU sebagai Organisasi 
induknya, PMII akan kehilangan pegangan dan kendali dari para 
ulama kalau sampai PMII keluar secara struktural dari NU. 
Bahkan Abduh sempat menuduh bahwa gagasan independensi 
merupakan bagian dari proyek operasi khusus (opsus) Ali 
Murtopo untuk menjauhkan NU dari dari kader-kadernya. 
Namun Abduh tidak dapat menunjukkan bukti keterlibatan 
Opsus secara detail.'4 

Kelompok Abduh ini mendapat dukungan dari cabang- 
cabang di Jawa Timur dan Kalimantan. PMII Jawa Timur menolak 
Gagasan tersebut karena setelah dikonsultasikan dengan beberapa 
ulama NU sebagian besar mereka menolak. Bahkan KH. Mahrus 
Ali ulama asal Kediri Jawa Timur, ketika mendengar PMII akan 
keluar dari NU langsung dianggap kualat.?5 Nama Slamet Effendi 
Yusuf, Umar Basalim dan beberapa cabang yang mendukung 
gagasan tersebut dianggap sebagai kelompok “pengkhianat NU” 
yang ada di PMII. 

Kelompok-kelompok cabang yang pro independensi tetap 
tegar dalam menghadapi gugtan, celaan dan tekanan dari 
kelompok Jawa Timur dan kelompok Abduh Paddare. Ketua 
cabang Bandung, Man Muhammad Iskandar ketika tampil 
didepan forum menyatakan bahwa gagasan independensi bagi 
PMII merupakan sebuah keniscayaan. Alasannya berdasarkan 
Deklarasi Tawangmangu (Solo) yang berisi kerangka acuan kerja 
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dan gerakan PMII pada awal berdirinya, PMII harus mementing- 
kan idealisme, moralitas dan intelektualitas. Tugas mahasiswa 
adalah melakukan kritik, bukan sebagai pemain politik. 

Kekhawatiran peserta Mubes terhadap gagasan Independensi 
PMII hanyalah ketakutan akan meninggalkan ajaran Islam 
Ahlussunnah Wal Jamaah yang diajarkan NU. Namun bagi ke- 
lompok yang pro Independensi masalah tersebut dianggap tidak 
signifikan, karena esensi independensi bukan tidak berhubungan 
secara kultur melainkan hanya struktur. Antara PMII dan NU 
tetap ada hubungan sejarah dan kesamaan tradisi. 

Pada tanggal 15 Juli dini hari siding Mubes II yang dipimpin 
Umar Basalim, akhirnya sepakat membentuk tim perumus yang 
akan bertugas merumuskan sikap independensi PMII. Tim pe- 
rumus ini terdiri dari delapan orang.'” 

Tim ini bekerja selama dua belas jam di sela-sela acara Mubes. 
Tatik farichah salah satu anggota tim dari cabang Surabaya tetap 
ngotot bahwa PMII tidak perlu Independen dan harus tetap 
berada di bawah naungan NU, namun setelah diyakinkan anggota 
tim lainnya mengenai pentingnya independensi bagi PMII di 
tengah-tengah situasi politik yang tidak menentu, akhirnya dapat 
menerima dengan catatan tetap akan memperjuangkan ajaran 
Islam Ahlussunnah Wal Jamaah.'” Pendapat Tatik Farichah ini 
mempresentasikan pendapat kelompok Jawa Timur yang dikenal 
sangat keras menolak gagasan independensi PMII. 

Setelah melalui berbagai perdebatan panjang, rumusan 
independensi dapat diterima peserta Mubes. Rumusan tersebut 
kemudian dituangkan dalam “Deklarasi Murnajati”. Dalam 
deklarasi yang terdiri dari enam alinea itu disebutkan bahwa PMII 
setelah melalui perjalanan panjang secara insaf dan sadar 
menyatakan diri sebagai organisasi independen yang tidak terikat 
dalam sikap dan tindakannya kepada siapapun dan hanya 
komitmen dengan perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan 
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yang berlandaskan Pancasila.!” 

Dengan diproklamirkannya Deklarasi Murnajati, PMII secara 
resmi keluar dari NU dan menyatakan diri sebagai organisasi 
yang berdiri sendiri dan tidak terikat dengan kekuatan sosial 
politik manapun termasuk partai NU. Begitu PMII menyatakan 
Independen, ketua umum NU Idham Cholid yang semula 
direncanakan akan menutup acara Mubes tersebut, ternyata tidak 
hadir. Belakangan diketahui bahwa Idham Cholid sebenarnya 
tidak berkenan dengan keputusan independen PMII tersebut. 

Dalam sambutan di acara penutupan Mubes Murnajati itu, 
Zamroni menegaskan, kendati PMII independen namun tetap 
konsisten memperjuangkan paham Ahlussunnah Wal Jamaah. 
Karenanya ketakutan dan kekhawatiran kalau PMII akan keluar 
dari koridor Islam kalau tidak bernaung di bawah NU, merupakan 
anggapan yang tidak tepat.'! Deklarasi Murnajati merupakan titik 
awal perjalanan baru PMII karena harus menentukan masa 
depannya sendiri tanpa campur tangan pihak manapun termasuk 
NU. 

Setelah keluar dari NU, struktur organisasi PMII berubah. 
Untuk tungkat pusat tidak lagi menggunakan “pengurus pusat” 
melainkan dirubah menjadi “Pengurus Besar” (PB). Sebelumnya 
semua organisasi di bawah NU tidak boleh menggunakan istilah 
“Pengurus Besar” kecuali NU selaku organisasi induk.'? 

Independensi PMII yang dituangkan dalam deklarasi 
Murnajati, kemudian di kukuhkan dalam Kongres ke V 25-28 
Desember 1973 di Ciloto Bandung Jawa Barat. Pengukuhan ini 
dituangkan dalam diktum keputusan “Manifest Independensi 
PMI 

Dalam manifest tersebut dijelaskan bahwa pada hakekatnya 
Independensi atau keluarnya PMII dari NU merupakan manifest 
kesadaran PMII yang meyakini sepenuhnya terhadap tuntuan 
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keterbukaan, kebebasan berfikir dan pembangunan kreatifitas 
yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal Jamaah. 
Independensi bukan dimaksudkan untuk menjauhkan PMII dari 
akar NU, melainkan untuk mendinamisasi dan mengembangkan 
potensi kultural yang bersumber pada penghayatan nilai-nilai 
ajaran Islam demi terbentuknya pribadi Muslim yang berbudi 
luhur dan bertagwa kepada Allah SWT, berilmu dan cakap serta 
bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya.'# 


G. Pro-Kontra Tentang Independensi PMII 

Chalid Mawardi, mantan Duta Besar RI untuk Lebanon dan 
Siria, yang juga salah seorang sponsor pendiri PMII, menulis 
tentang “PMII dan cita-cita NU” di Harian Kompas, sehubungan 
dengan sikapnya tentang “Independensi PMII" sebagai berikut : 
BegeAS aka Lahirnya PMII sebagai wadah generasi muda NU 
yang berpredikat mahasiswa merupakan indikator kuat bahwa 
sebenarnya telah tumbuh sebuah “ranting” baru pada “pohon” 
Nahdlatul Ulama, yang terdiri dari generasi muda dengan latar 
belakang pendidikan dan budaya yang sama sekali berbeda. 
Komitmen generasi muda dari kalangan perguruan tinggi ini 
kepada Jema'ah Nahdliyin terbatas pada kebersamaan akidah 
Ahlussunnah Wal-Jama'ah dan tradisi-tradisi ritual NU. Dibidang 
inipun, keterikatan mereka sangat longgar, baik karena kurang 
paham, maupun karena tidak begitu tertarik untuk memahami”. 

Dari tahun ketahun “ranting” itu semakin tumbuh - dan 
sekarang sudah menjelma menjadi sebuah cabang yang kokoh. 
Potensi generasi muda yang tadinya berpredikat sebagai 
mahasiswa itu, semakin banyak yang berganti predikat menjadi 
sarjana. Bukan mustahil cabang ini dikemudian hari akan lebih 
kuat dan memainkan peranan yang lebih penting dalan jajaran 
Jam'iyah, serta akan mengalirkan wawasan-wawasan NU yang 
rasional dalam semua bidang. 

Namun disisi lain, kita juga harus mengantisipasi 
kemungkinan-kemungkinan negatif dari kian menguatnya cabang 
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baru dari pohaon Nahdlatul Ulama itu terhadap Jam'iyah 
Nahdliyin maupun terhadap Jama'ah NU sendiri. Bahaya itu pasti 
akan timbul apabila saya generasi berpendidikan univesrsitas, 
yang kelah tumbuh menjadi kelompok intelektual di dalam NU 
itu, terjangkit “snobisme intelektual” atau perasaan angkuh 
dikarenakan estimasi diri yang berlebihan, atau perasaan seolah- 
olah dirinya lebih pintar ketimbang kebanyakan warga nahdliyin 
yang lain. 

Kecemasan terhadap kemungkinan munculnya “snobisme 
intelektual” dalam masyarakat NU kiranya bukan suatu hal yang 
tidak beralasan. Independensi PMII - yang oleh pembela- 
pembelanya disebut secara apoligetik sebagai “hanya formal 
organisatoris” dan tidak sungguh-sungguh substansial itu - 
mudah mudahan tidak akan menjadi gejala awal dari sifat self 
alenating process para mahasiswa dan kaum intelektual NU dari 
masyarakat Nahdliyin. 

Sebab apabila sikap mengasingkan diri dari lingkungan 
keluarga besar NU dilakukan generasi muda Nahdliyin yang 
berpendidikan tinggi, maka harapan-harapan besar, bagi peranan 
mereka untuk memodernisir NU, sebagaimana dinyatakan pada 
waktu PMII dilahirkan, akan tersia-siakan. Dan NU akan 
kehilangan Grip terhadap potensi pembaharuannya sendiri. Dan 
akibatnya, NU akan terus tercekam oleh tradisionalismenya. 

Disinilah pentingnya khidmat kaum terpelajar, khususnya 
warga PMII, untuk memelihara keberadaannya dalam 
lungkungan keluarga besar NU dan bersama-sama dengan ummat 
nahdliyin yang lain. Kemampuan kaum intelekual NU akan 
sangat dibutuhkan untuk meniupkan perubahan elan sejarah 
kedalam masyarakat nahdliyin, dengan pedoman yang dipakai 
oleh NU sendiri :Memelihara yang lama, yang masih relevan, 
masih produktif, dan masih diperlukan. Dan bersamaan dengan 
itu, mengubah, memperbaiki dan mengganti yang lama dan 
usang, tidak efektif, serta anti progres”. 5) 


15Chalid Mawardi, PMII dan Cita-cita NU, dalam Pemikiran PMII dalam 
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Sehubungan dengan Pro-Kontra tentang Independensi PMII 
ini, Mahbub Junaidi menanggapi : 

Mei Saya coba yakinkan semua pihak mengenai apa yang 
sebetulnya berkembang di PMII. Betapa sinisnya anak-anak muda 
kepada pimpinan NU, dan betapa tidak acuhnya pimpinan itu 
kepada anak-anak muda yang mengecam mereka. Saya 
mengatakan bahwa “Independensi” itu merupakan bukti 
dinamisnya anak yang mestinya diterima sebagai bukti obyektif 
bahwa kendati PMII terpisah secara struktural, aia masih terasa 
terikat dengan ajaran-ajaran Ahlussunnah Wal-Jama' ah. 

Sejak “Independensi” 1973, masih saja jadi persoalan apa 
manfaatnya PMII melepaskan diri dari NU dan apakah tidak lebih 
baik jika PMII kembali melepaskan “Independensi-nya” pada saat 
NU tidak lagi berpolitik seperti sekarang ?. 

Dengan meneliti kehidupan PMII secara cermat, itulah kita 
bahwa masalah “Independensi” merupakan kekuatan kokoh yang 
mustahil dibongkar lagi. Kehidupan anak-anak muda sekarang 
sudah jauh lebih maju dibanding dengan mereka dalam satu 
dekade ini. Kebiasaan hidup mandiri sudah merupakan hal yang 
sulit diubah lagi. "9) 

Pandangan lain tentang “Independensi PMII” adalah 
pendapat dari sahabat Zamroni, yang waktu itu menjabat sebagai 
Ketua Umum PP PMII, beliau mengatakan : 

Mendua Masa periode kepemimpinan saya yang kedua, secara 
Intern PMII menghadapi keadaan yang kurang enak dilihat dan 
dirasakan. NU sebagai tempat bernaung, terkena polusi yang 
berfirgah-firgah. Ada kelompok Idham Chalid, ada kubu Subhan 
ZE, dan ada golongan Syaichu. 

Dalam situasi yang demikian, saya berpikir keras ingin tetap 
menyelamatkan PMII, agar tidak terjebak oleh kepentingan politik 
praktis dari kubu-kubu tertentu dalam tubuh PB NU. Cara untuk 
keluar dari siklus itu, PMII harus Independen. Namun alasan 
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Independen PMII tidak sekedar itu, melainkan juga karena PMII 
makin besar dan dewasa. Jadi harus bisa menentukan sikap dan 
masa depan sendiri. Gagasan independen ini, sebelum dibawa ke 
Musyawarah Besar, terlebih dahulu saya konsultasikan kesemua 
pihak. Diantaranya Bapak Idham Chalid, Mahbub Junaidi, dan 
Subhan ZE. Pak Idham dan Mahbub setuju, hanya Subhan yang 
tidak setuju. Padahal saat itu saya paling dekat dengan Subhan. 
Alasan Subhan, karena NU tetap membutuhkan dukungan PMII. 
Sementara alasan dari mereka yang menyetujui, konon karena 
PMII saat itu menjadi “anak mas” NU. Karena itu, apapun usulan 
dan permintaan PMII, NU pasti menyetujui, paling tidak, NU sulit 
menolak secara langsung. 

Tiba saatnya Musyawarah Besar berlangsung di Murnajati 
Lawang Malang 1972, saat itu sikap Independen PMII 
diproklamirkan. Pak Idham yang semula bersedia menutup acara 
Mubes, ternyata tidak hadir. Ini bisa dimaklumi, karena kala itu 
PMII sedang mendapat kecaman dari beberapa kalangan PB NU. 
Namun PMII ttap pada sikap dan pendiriannya : Independen. 

Salah satu diktum independensi itu disebutkan bahwa 
perjuangan PMII hanya terikat pada Pancasila. Padahal waktu itu, 
belum ada bau-bau azas tunggal Pancasila. 

Sikap independensi PMII tetap berada pada konsistensi Islam 
Ahlussunnah Waljama'ah (asawaja). Di tengah warga nahdliyin, 
PMII-lah perumus konsep Aswaja secara tertulis, . Para perumus 
itu diantaranya adalah Harun Al-Rasyid dan Chatibul Umam (kini 
pengajar di MTIO dan IAIN Jakarta), Nah sekarang biar PMII 
Independen, tetapi tetap Aswaja, paradigma ini yang sama 
dengan NU. Rasanya tanpa PMII, NU sulit bsa maju. Apalagi 
sebelum Gus Dur. Setiap pertemuan di NU, PMll-lah yang 
mewarnai forum itu. '”) 

Sedangkan Said Budairy (Sekretaris Umum PP.PMII yang 
pertama) menanggapi “bahwa Indepndensi PMII sangat bisa 
dimaklumi, karena itu merupakan suatu perkembangan yang 
dipengaruhi oleh situasi politik pada saat itu. PMII ingin tetap 
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eksis demi kiprahnya yang lebih luas di dunia Kepemudaan dan 
Kemahasiswaan”. 

Sikap moderat dalam menyikapi “Independensi PMII”, 
adalah sikap seperti yang ditunjukkan oleh sahabat Abduh 
Paddare : 

Mana Saya memimpin PMII sejak organisasi ini Independen, 
namun saya bukanlah salah satu arsitek Independensi. 
Sebenarnya, saya tidak setuju dengan sikap itu. Artinya 
Independen lepas dari NU secara total. Sebetulnya ada faktor 
luar sehubungan dengan sikap Independensi PMII yang 
diremikan dalam kongres IV di Ciloto Jawa Barat. Namun 
saya tidak usah cerita atau melihat dan menilai yang negatif. 
Saya ingin mengatakan, kalau Independen itu dalam rangka 
untuk kepentingan bangsa dan negra, saya kira bagus, 
kendati saat itu NU merasa sakit. 

Rasa sakit NU akbiat sikap PMII itu adalah sesuatu yang 
wajar. Pasalnya ketika itu NU sedang jatuh, kalah bersaing 
dengan Sekber Golkar (Golkar) dalam pwmilu 1971. Ternyata 
pada 1972, PMII sebagai anak mas-nya, menyatakan keluar 
dari lorang tuanya. Apalagi dengan bermacam-macam dalih, 
ini berarti NU sudah jatuh, ketimpa tangga pula. 

Saya dengar, saat itu Zamroni menghadap Pak Idham Chalid 
sebagai ketua umum PB NU, dan Pak Idham merestui sikap 
Independensi PMII itu. Akan tetapi ketika saya datang ke Pak 
Idham, “katanya beliau tidak setuju”. Dari sikap pimpinan 
NU ini, akhirnya saya memutuskan tidak hadir di 
Musyawarah Besar PMII di Malang pada tahun 1972 itu. 
Dalam kongres ke V PMII di Ciloto Jawa Barat1973, sikap 
Independensi PMII itu dipertegas. Kongres yang di ikuti 60 
cabang dari 120 cabang seluruh Indonesia. Karena cabang 
yang hadir hanya separoh dari jumlah yang ada, maka 
sebagian utusan mengatakan kongres itu tidak sah. Karena 
kongres hanya dihadiri oleh cabang-cabang besar. Cabang- 
cabang ini dinggap cukup mewakili cabang-cabang kecil yang 
tidak bisa hadir. Kongres menghasilkan berbagai keputusan. 
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Namun, sampai kongres di tutup, ada satu hal yang belum 
diselesaikan, yaitu pemilihan pengurus. 

Akhirnya, pemilihan pengurus ini dilanjutkan di wisma 
angkatan laut (di balakang Hotel borobudur) selama dua 
malam. Itupun tidak selesai juga. Akhirnya, acara itu 
dilanjutkan di kantor PB NU. Saya dipilih sebagai ketua 
umum, setelah bersaing dengan sahabat AmdirThaher. '8) 


H. Reaksi Cabang-Cabang Terhadap Independensi PMII 

Sedangkan reaksi dari cabang-cabang PMII dalam 
menanggapi Keputusan Independensi ini sangat bervariatif, hal 
ini dapat dilihat dari cabang dan Koorcab yang ada, secara defacto 
dan dejure, ada laporan kegiatan dan mendapat pengesahan dari 
PB.PMII. Cabang yang termasuk kriteria ini tinggal 47 cabang. 
Sedangkan Cabang yang dianggap ada, tetapi tidak mau 
mengadakan penyesuaian terhadap AD/ART yang baru (baca-tidak 
setuju dengan Independensi PMII secara terang-terangan) tidak 
mendapat pengesahan PB.PMII. Cabang yang termasuk klasifikasi 
ini sebanyak 15 cabang.'”) Sedangkan sisanya sebanyak kurang 
lebih 58 cabang dalam keadaan hanya sekedar “Papan Nama” .!0) 
Artinya keadaan ini menunjukkan bahwa setelah PMII 
menyatakan dirinya Independen ternyata masih menyisakan 
persoalan yang sangat serius di dalam tubuh PMII. Dari 120 
cabang PMII di seluruh Indonesia (saat PMII masih Dependen) 
hanya tinggal sekitar 47 cabang yang aktif (setelah PMII 
Independen) dan mendapat pengesahan dari PB.PMII. 

Sementara itu reaksi dari cabang-cabang PMII, antara lain 
dapat dilihat dari sikap PMII cabang Yogjakarta, mereka 
menerima Independensi PMII sebab itu merupakan proses dari 
rekayasa sosial PMII dimasa datang dalam menjawab tantangan 
kehidupan pemuda dan Mahasiswa serta berbangsa di Indonesia. 


148 Abduh Paddare, PMII dan Konsolidasi KNPI, Ibid, Halaman 102 

149) Laporang Pertanggung Jawaban PB.PMII 1973-1977 pada Kongres VI PMII di 
Wisma Tanah Air Jakarta pada tanggal 8-12 Oktober 1977. 

150) Secara kuantitas jumlah cabang PMII seluruh Indonesia pada periode 1970- 
1973 sebanyak 120 Cabang. Lihat LPJ PB.PMII 1973-1977 
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PMII Yogjakarta mendukung penuh di putuskannya Independensi 
PMII itu, dengan beberapa alasan. Pertama, Mahasiswa sebagai 
insan akademis harus bebas menentukan sikap, ukurannya adalah 
obyektifitas dalam mengemukakan ilmu, cinta kebenaran dan 
keadilan. Kedua, PMII merasa canggung dalam menghadapi 
masalah nasional, karena harus selalu melihat dan memper- 
timbangkan NU sebagai induknya. Dalam hal ini bagaimanapun 
juga antara NU dan PMII tidak bisa disamakan, permasalahan 
yang dihadapinya berbeda. NU adalah partai politik sedangkan 
PMII organisasi kader, organisasi mahasiswa yang tidak ada 
kaitan langsung dengan kepentingan politik. Ketiga, Hubungan 
mahasiswa dengan lingkungan harus terbuka dalam melihat 
permasalahan bangsa dan keindonesiaannya. Oleh karena itu 
sikap PMII adalah benar.!) Dengan sikap Independensi PMII 
itulah diharapkan menjadi organisasi mahasiswa yang terbuka 
bagi semua mahasiswa Islam Indonesia, selama masih mengakui 
Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah.'2) Untuk mengembangkan 
ideologi dan pemahamannya terhadap Islam Ahlussunnah Wal 
Jama'ah , PMII mencoba memperjuangkan sendiri, sebab dengan 
perubahan AD/ART yang tidak lagi dibatasi secara formal oleh 
Mazhab yang empat. Dengan demikian PMII diharapkan dapat 
berkembang di perguruan- perguruan tinggi umum, terlebih-lebih 
di perguruan tinggi agama. 

Bahkan khusus mengenai eksistensi dan hubungan PMII-NU 
(setelah NU Kembali ke khittah 1926) menjelang Muktamar ke 28 
NU, masih banyak pihak mengharapkan PMII dapat 
mempertimbangkan kembali sikap Independensi yang telah 
diputuskan sejak tahun 1972. Terhadap masalah ini, PB.PMII tetap 
mengambil sikap tegas untuk tetap menjadikan PMII sebagai 
organisasi Independen, sesuai dengan “Deklarasi Murnajati” 
yang dikukuhkan dalam Kongres V PMII tahun 1973 di Ciloto 


351) Otong Abdurrahman, PMII 1960-1985, Untukmu Satu Eanah Airku, Untukmu 
Satu Keyakinanku, PB.PMII, 2005 


152) Lihat Hasil-hasil Kongres V PMII di Ciloto Jawa Barat, tanggal 23-28 
Desember 1973. 
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Jawa Barat. Penegasan Sikap PB.PMII ini disebut “Penegasan 

Cibogo”, yang ditetapkan dalam Rapat Pleno PB.PMII di Cibogo 

pada tanggal 8 Oktober 1989. 
Penegasan Cibogo ini didasarkan atas pertimbangan Bahwa Inde- 
pendensi PMII merupakan mantvestasi dari kesadaran organisasi 
terhadap tuntutan kemandirian, kepeloporan, kebebasan berpikir, dan 
berkreasi, serta tanggung jawab sebagai kader umat dan bangsa. 
Bahwa Independensi PMII merupakan upaya merespon pembangun- 
an dan modernitas bangsa, dengan menjunjung nilai etik dan moral 
serta idealisme yang di jiwai oleh ajaran Islam Ahlussunnah Wal 
Jama'ah. 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut PB. PMII me- 
negaskan kembali bahwa “Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
adalah organisasi Independen yang tidak terikat dalam sikap dan 
tindakannya kepada siapapun dan hanya komited dengan perjuangan 
organisasi dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan 
Pncasila dan akan terus mengaktualisasikan dalam kehidupan 
berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 


Jika diamati berbagai pendapat yang berkembang seputar 
Independensi PMII, jelas bagi kita betapa banyak pandangan dan 
langkah-langkah yang sudah dilakukan PMII Sejak ia dilahirkan. 
Sebagai contoh pendapat dari sahabat Chalid mawardi di atas, 
bagaimana ia secara tegas menghendaki agar PMII kembali 
“Dependen” pada NU. Sebab hanya dengan jalan itu terjamin 
lancarnya usaha meniupkan elan yang masih berlaku: 
Mempertahankan yang lama, yang labih baik, dan merubah serta 
memperbaiki sesuatu yang tidak baik. 
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Manuskrip Keempat 
Upaya Membangun Citra Diri 
(1973 - 1981) 


A. Manivesto Independen 

Akibat dari perubahann drastis iklim politik pemerintahan 
Orde Baru, dimana kehidupan politik lebih menekankan pada 
iklim “ketenangan” yang tidak memungkinkan lagi bagi partai 
politik untuk hidup jor-joran seperti pada masa lalu, maka 
kehidupan organisasi mahasiswa, apalagi bagi organisasi 
mahasiswa yang dependen pada partai politik, dampaknya, pada 
suasana kehidupan berorganisasi terasa pengab. 

Kelahiran Orde Baru secara dramatis di tahun 1966, 
menghantarkan Indonesia pada pintu harapan akan adanya suatu 
perubahan orientasi dalam bidang politik, ideologi, ekonomi daan 
sosial budaya. 

Kekuatan militer dibawah pimpinan Jenderal Soeharto secara 
bertahap mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno. 
Munculnya penguasa baru ini cukup merangsang simpati dan 
dukungan dari komunitas muda dan mahasiswa. 

Akan tetapi masa bulan madu penguasa baru dengan 
mahasiswa tidak berumur panjang. Titik kontradiksi persepsi 
mulai nampak menggeliat kepermukaan. Ketika awal 70-an 
mahasiswa secara kritis mengecam rezim Orde Baru yang secara 
perlahan namun pasti dirasakan beringsut dari komitmen awal 
kelahirannya dan bahkan cenderung membuka kesempatan bagi 
adalanya elite di lingkungan kekuasaan untuk korupsi. Dan 


118 


adanya kecenderungan penyimpangan politik oleh penguasa 
dalam melaksanakan cita-cita orde baru. Keadaan ini menjadi 
semakin melenceng jauh, ketika salah seorang aspri Presiden 
Soeharto, Ali Murtopo, dengan potensi patnernya, melakukan 
manuver politik yang menjungkir balikkan keinginan dan tujuan 
dari rentetan protes mahasiswa pada tahun tujuh puluhan. 

Sadar akan besarnya potensi kritis yang dimiliki oleh 
mahasiswa, penguasa secara sistematis mulai melakukan kontrol 
yang efektif terhadap mahasiswa. Kontrol ini merupakan bagian 
dari keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, yang secara 
teoritis dapat menggunakan dapat menggunakan aparat represi 
negara, yakni militer dan Polisi, atau penanaman ideologi. Karena 
tindakan represi selalu berarti penggunaan kekerasandan 
kekuatan fisik secara langsung untuk pengamanan dan pe- 
langgengan dominasi kekuasaan. Sedangkan penanaman ideologi 
merupakan upaya untuk membangun legitimasi kekuasaan dan 
pengakuan atas hak memerintah dari suatu rezin. '??) 

Kesulitan dalam menggerakkan pembangunan ekonomi pada 
beberapa negara, terutama pada negara berkembang, telah 
menyadarkan banyak komunitas kritis, dalam hal ini mahasiswa 
menjadi bagian dominan, bahwa kekuasaan bukanlah benda mati 
yang bebal dan tak terusik, erta dapat diterapkan terhadap semua 
problema. Pandangan ini menjadi semakin jelas bahwa tidak 
semua kekuasaan memiliki kapasitas untuk memecahkan 
masalah-masalah yang dihadapi oleh pembangunan. 

Ini berarti, pintu bagi adanya kontrol sosial dari mahasiswa, 
tetap signifikan. Dan gerakan moral yang digelar oleh mahasiswa 
Indonesia di sisa kekuatan yang ada di tahun 70-an, menjadi 
episode akhir yang secara kritis dapat menawarkan keinginan 
untuk mengontrol, di tengah mandulnya fungsi kontrol dari 
lembaga-lembaga kontrol yang dimiliki oleh negara. 

Persoalan mendasar yang kemudian muncul adalah 
bagaimana isi dan bentuk gerakan mahasiswa Indonesia kini, 


158 Arbi Sanit, Mahasiswa Kekuasaan dan bangsa: Refleksi dan Gagasan 
Alternatif, Lingkaran Studi Indonesia Dan Yayasan LBHI, Jakarta, 1989 
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sehingga dalam memainkan peran “balance of power” untuk 
mewujudkan transformasi lembaga dan struktur politik yang lebih 
demokratis. Dan bagaimana peran mahasiswa dalam memberikan 
dukungan moral bagi usaha perubahan sisoal. 

Untuk menjawab persoalan mendasar tersebut, PMII 
memberikan pertimbangan beberapa pemikirann di bawah ini : 

1. Mahasiswa perlu mengembangkan pemikiran-pemiki 
ran yang lebih kritis dan analitis dalammenghadapi 
setiap persoalan masyarakat dan secara tajam memiliki 
kepekaan dalam melihat dimensi di belakang 
munculnya realitas di masyarakat seperti nilai, 
kepentingan dan kekuasaan. 

2. Mahasiswa perlu meningkatkan kepekaan dan 
kepedulian sosilanya, yakni sadar akan siapakah yang 
diuntungkan oleh pemikirannya atau meningkatkan 
pemihakannya. 

3. Kekecewaan-kekecewaan yang dialami oleh para ak- 
tivis KAMI yang dulu memimpikan suatu hasil yang 
sukses dan konkrit dari perjuangan TRI-TURA dalam 
waktu yang  sesingkat-singkatnya. Sedangkan 
kenyataannya hasil dari perjuangan itu semakin lama 
semakin tipis, berhubung dengan perbedaan- 
perbedaan motivasi dan back ground dari kekuatan- 
kekuatan pendukung Orde Baru. '5) 


Melihat lenyataan seperti itu, mendorong warga pegerakan 
untuk lebih memperluas wawasan dan mencari kemungkinan- 
kemungkinan yang banyak menyediakan alternatif perjuangan 
dan rekrutmen anggota yang lebih terbuka. Maka dalam kongres 
V PMII di Ciloto Bandung Jawa Barat, PMII mempertegas 
keputusan Musyawarah Besar II tentang “Independen” di 
Murnajati lawang malang. 

Perlu diketahui, bahwa keputusan terpenting Musyawarah 
besar II PMII di Murnajati itu adalah “deklarasi PMII sebagai 


154 Surat Edaran PP PMII Nomor : 461/PP-IV/II-69, Tertanggal 28 Februari 1969. 
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organisasi mahasiswa Independen” yang tidak lagi terikat baik 
secara struktural maupun politik dengan pihak manapun dan 
hanya komited peda pencapaian tujuan serta pengembangan 
faham Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Keputusan monumental 
ini dikenal dengan nama “Manifesto Independensi” seperti 
tercermin dalam pernyataan berikut: 
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MANIFESTO INDEPENDENSI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Bismillahirrahmanirrohim 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insaf dan yakin akan 
tanggung jawabnya terhadap masa depan kehidupan bangsa yang 
sejahtera selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi 
kemerdekaan Indonesia dengan pembangunan material dan 
spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan mengambangkan 
diri sebaik-baiknya. 

Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak memerlukan 
insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, Tagwa kepada Allah 
Swt, berilmu dan cakap serta bertanggung jawab dalam 
mengamalkan ilmunya. 

Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, selaku 
generasi muda Indonesia, sadr akan peranannya untuk ikut serta 
bertanggung jawab bagi berhasilnya pembangunan yang dapat 
dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. 

Bahwa dasarnya pengisian kemerdekaan adalah kegiatan 
yang didukung oleh kemampuan intelektual manusiawi dengan 
sosialisasi ilmu kedalam sikap kulturil guna mengangkat mertabat 
dan derajat bangsa. 

Bahwa pada hakekatnya Independensi sebagaimana telah di 
deklarasikan di Murnajati adalah merupakan manivestasi 
kesadaran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang meyakini 
sepenuhnya terhadap tuntutan-tuntutan keterbukaan sikap, 
kebebasan berfikir dan pembangunan kreatifitas yang dijiwai oleh 
nilai-nilai Islam. 

Bahawa Independensi Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia 
dimaksudkan dalam mendinamisir dan mengambangkan potensi 
kulturil yang bersumber dari penghayatan nilai-nilai ajaran Islan 
untuk terbentuknya pribadi mulism yang berbudi luhur dan 
bertagwa keapda Allah, berilmu da cakap serta bertanggung 
jawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya. 

Bahwa pengembangan sifat-sifat kreatifitas, keterbukaan 
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dalam sikap dan pembinaan rasa tanggung jawab sebagai 
dinamika pergerakan, dilakukan dengan bermodal dan bersifat 
kemahasiswaan serta di dorong oleh moralitas untuk 
memperjuangkan pergerakan dan cita-cita perjuangan nasional 
yang berlandaskan Pancasila. 

Bahwa dengan Independensi Pergerakan Mahasiswa Islam 
indonesia tersedia adanya kemungkinan-kemungkinan alternatif 
yang lebih lengkap lagi bagi cit-cita perjuangan organisasi yang 
berdasarkan Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal-Jama' ah. 


Medan Kongres V PMII 
Ciloto, 28 Desember 1973 135) 


Disamping itu kongres V PMII juga menghasilkan keputusan- 
keputusan tentang : 


1. Pola Kepemimpinan 

Pola kepemimpinan organisasi Pergerkan Mahasiswa Islam 
Indonesia harus menjamin terlaksananya cita-cita perjuangan 
organisasi dengan dijiwai oleh isi “deklarasi Murnajati”. 

Konsekwensi dari pendirian tersebut di atas menuntut 
dikembangkannya pola-pola kepemimpinan yanag bersifat 
kerakyatan dengan berorientasi kepada masalah-masalah 
kaemahasiswaan, kampus dan pembangunan bangsa. Oleh 
karenanya diperluakn pimpinan-pimpinan organisasi yang 
memiliki ciri-ciri kemahasiswaan seperti sifat dinamis, kreatif, 
reponsif dan peka terhadap problema-problema kemasyarakatan. 

Demikian juga pemahaman sepenuhnya terhadap azas, sifat 
dan tujuan PMII serta kemampuan manajerial leadership menjadi 
tuntutan mutlak bagi kepemimpinan pergerakan mahasiswa Islam 
Indonesia. 

Maka oleh karenanya kepemimpinan Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia yang Independen harus menjauhkan seluruh 


155 Keputusan Kongres V PMII di Ciloto Jawa Barat, 28 Desember 1973 
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kemungkinan yang akan mengurangi arti dari Indpendensi, 
seperti : Perangkapan jabatan pengurus PMII dengan pengurus 
Partai atau organisasi lain pada badan-badan legeslatif. 


2. Appeal - Ciloto 

1) Bahwa pada hakekatnya perjuangan bangsa Indonesia 
untuk menciptakan kehidupan yang layak sebagai suatu 
bangsa yang merdeka, tidak terbelnggu oleh kultur yang 
diciptakan oleh Orde Lama. 

2) Bahwa untuk lepas dari belenggu keterbelakangan sebagai 
akibat kultur tersebut perlu tampilnya orde lain sebagai 
suatu alternatif. 

3) Bahwa menentukan altenatif sebagaimana dimaksud, 
merupakan suatu perjuangan yang meminta banyak 
pengorbanan. 

4) Sejarah mencatat bahwa perjuangan panjang demi 
tegaknya suatu orde adalah didukung oleh berbagai 
kekuatan. 

5) Bahwa peranan HM. Subhan ZE dalam proses perjuangan 
panjang dalam menentukan alternatif tersebut merupakan 
kenyataan sejarah pula. 

6) Bahwa penghormaatan kepada pendahulu yang telah 
meletakkan dasar-dasar suatu sistem yang lebih, adalah 
merupakan kepribadian nasional yang karakteristik. 

7) Maka oleh karenanya, Kongres V meng-appeal Presiden 
Republik Indonesia untuk menetapkan HM. Subhan ZE 
sebagai Pahlawan Nasional. 


3. Pokok-Pokok Pikiran Ciloto 

Sadar akan tanggung jawab PMII sebagai komponen generasi 
muda dalam memperjuangkan terciptanya kehidupan bangsa dan 
negara yang lebih baik, maka kongres V PMII yang berlangsung 
tanggal 23-28 Desember 1973 di Ciloto Jawa Barat, mengemukakan 
pokok-pokok pikiran yang menyangkut bidang : 

1. Bidang Politik 
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2. Bidang ekonomi 

3. Bidang sosial budaya 

4. Bidang pendidikan 

5. Bidang Hukum 

6. Bidang ketertiban dan keamanan masyarakat 


Dengan semangat Independen itulah PMII mulai menata 
kembali langkah pergerakan. Seperti disebutkan dimuka, bahwa 
akibat keterlibatan PMII yang terlalu jauh dalam urusan-urusan 
politik praktis, berakibat PMII mengalami kemunduran yang 
sangat memperihatinkan. 

Dalam kongres V ini pula , istilah-istilah untuk mesing- 
masing tingkatan organisasi dirubah.Misalnya, isltilah “Pucuk 
Pimpinan/Pimpinan pusat diganti dengan istilah “Pengurus 
Besar”, Pengurus Wilayah diganti dengan istilah “Pengurus 
Koordinator Cabang”. 

Sedangkan susunan Pengurus Besar PMII hasil kongres V di 
Ciloto Jawa Barat adalah sebagai berikut : 


SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII 
( PERIODE 1973 - 1977 ) 


Ketua Umum : Drs. Abduh Paddare 
Ketua : M. Madjidi Syah 
Ketua : Drs. TA. Munir 
Ketua : Drs. Muhaimin AG 
Sekretaris Jenderral : Ahmad Bagja 
Sekbid Kader : A. Munir Sonhaji 
Sekbid Penerangan : Abd. Kadir Paddare 
Sekbid Luar negeri : Edy Suharmanto 
SekbidOlah Raga/Kesenian : H. Mutagin D 
Sekbid Keputerian : Wus'ah Suralaga 
Bendahara : Usman Tahir 

Wakil Bendahara : Wahidudin Adam 


Susunan Pengurus Besar PMII tersebut adalah hasil rapat 
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formatur tanggal 10 - 15 Januari 1974 di Hotel Matruh Jakarta. 
Tugas utama kepengurusan PB PMII periode ini, melakukan 
konsolidasi organisasi secara menyeluruh. Hal ini mengingat PMII 
berada dalam situasi transisi, yakni keadaan yang sebelumnya 
merupakan organisasi dependen (bergantung) pada partai NU, 
menjadi organisasi Independen yang lagi terikat baik secara 
struktural organisatoris maupun tindakan. 
Secara konsepsional PB PMII mengambil langkah-langkah 
konsolidasi, mengingat : 
1) Kepengurusan PB PMII karena berbagai hal 
perludimantapkan. 
2) Tahun 1874 - 1977 merupakan masa transisi bagi kehidupan 
PMIIDari keadaan dependen menjadi Independen (mandiri) 
3) Bidang kesekretariatan dalam keadaan memenuhi syarat 
minimum bagi kelancaran organisasi. 
4) Adanya cabang PMII yang hanya sekedar papn nama. 
5) Tidak adanya konsepsi yang tentang pola pembinaan PMII 
6) Perlu adanya pembinaan yang kontinyu bagi PMII 
dilingkungan IAIN (perguruan tinggi agama) dan 
pengembangan diluar IAIN (perguruan tinggi umum). 
7) Terhentinya kegiatan training-training di cabang-cabang. 


Langkah-langkah yang dilakukan oleh PB PMII pada periode 
ini dan tampaknya berhasil adalah : 

1) Cabang dan Koorcab yang ada, secara defacto dan de jure, 
ada laporan kegiatan dan mendapat pengesahan dari PB 
PMII. Cabang yang termasuk kreteria ini adalah sebanyak 
47 Cabang. 

2) Cabang yang dianggap ada, tetapi tidak mau mengadakan 
penyesuaian terhadap AD/ART yang baru, tidak mendapat 
pengesahan PB PMII. Cabang yang termasuk klasifikasi ini 
sebanyak 15 Cabang. '?) 


156 Laporan Pertanggung Jawaban PB PMII 1973 - 1977 pada kongres VI di 
Wisma Tanah Air 8 - 12 Oktober 1977. 
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Konsolidasi yang dilakukan PB PMII tidak hanya menyang- 
kut rasionalisasi cabang-cabang, tetapi juga pembinaan dibidang 
pedoman adminstrasi dan kesekretariatan. Hal untuk menang- 
gulangi banyaknya surat-surat dari daerah yang belum memenuhi 
peraturan keadministrasian yang berlaku. Khususnya tata 
adminstrasi yang berlaku dilingkungan PMII. Pedoman ini dibuat 
berdasarkan peraturan PP PMII Nomor 1 tahun 1968 tertanggal 28 
Maret 1968. 

PB PMII juga melakukan konsolidasi terhadap cabang-cabang 
yang mengalami kevakuman, sambil mengadakan penyesuaian 
dan sosialisasi AD/ART yang baru. 

Pada periode ini PB PMII sempat menerbitkan Bulettin yang 
diberi nama “Generasi” dan mampu terbit hingga nomor 25. 


B. Musyawarah Kerja Nasional III dan Perumusan NDP PMII 

Musyawarah Nasional merupakan salah satu forum 
permusyawaratan dalam PMII sebagaimana di atur dalam 
AD/ART bab VI pasal 8 ayat 3. Sampai periode ini PB PMII telah 
melaksanakan mukernas sebanyak tiga kali. Yang pertama 
diadakan pada tanggal 21-26 Nopember 19? di Jakarta, yang 
kedua diadakan pada September 1967 di Semarang jawa tengah, 
dan yang ketiga didadakah di Bandung Jawa Barat pada tanggal 
1-5 Mei 1976. Forum Musyawarah Nasional III ini memutuskan 
hal-hal sebagai berikut : 


1) Penyusunan Nilai-Nilai Dasar Perjuangan PMII. 

Seperti kita ketahui bahwa PMII berdasarkan Islam yang 
berhaluan Ahlussunnah Wal-Jama'ah (kini Pancasila) dalam setiap 
gerak langkahnya harus dimotivisir oleh nilai-nilai Ahlussunnah 
Wal-Jama'ah tersebut. Tetapi nilai-nilai itu bagi warga pergerakan 
khususnya masih banyak berserakan dalam kitab-kitab kuning 
maupun tersimpan dalam benak para Ulama yang menjadi 
panutan PMII. Tentu saja hal ini akan menyulitkan warga 
pergerakan yang masih awan terhadap nilai-nilai Aswaja, 
disamping menyulitkan rujukan penyusunan langkah kerjanya. 
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Adanya dilema ini, apalagi setelah menyatakan diri sebagai 
organisasi Independen, maka rekrutmen anggota tidak lagi 
melalui pendekatan ideologi maupun kultural historis, tetapi 
memakai pendekatan program. Konsekwensi dari pendekatan ini 
terjaringnya anggota PMII yang sama sekali belum, bahkan tidak 
berlatar belakang Aswaja. Pada gilirannya hal ini akan dapat 
membahayakan kederisasi dan fanatisme berorganisasi. Maka 
untuk mengatasi persoalan ini, Musyawarah Nasional III PMII 
menyusun kerangka nilai-nilai Dasar Perjuangan NDP) PMII 
sebagai berikut : 


a) Urgensi NDP Bagi PMII 
Sejalan dengan tahapan perkembangan dan pertumbuhan 
PMII di masa kini dan Mendatang,terdapatnya penjabaran yang 
jelas dari azas organisasi PMII yaitu Islam yang berhaluan Aswaja 
dirasakan sebagai suatu kebutuhan yangsangat mendesak untuk 
segera dirumuskan. NDP PMII tersebut di butuhkan dalam 
kerangka memberi arah dan motivasi, memimpin tingkah laku 
warga pergerakan dan sekaligus memberikan dasar pembenaran 
terhadap apa yang akan dan mesti dilakukan untuk mencapai 
tujuan perjuangan sesuai dengan maksud di dirikannya organisasi 
ini. 
b) Posisi NDP PMII 
Islam sebagai keyakinan mutlak bagi segenap warga PMII 
menempati posisi tertinggi di dalam memberikan tuntunan hidup 
dan kehidupan. Sementara itu, Aswaja segabau metode 
penghayatan/pemahamanajaran Islam tersebut, merupakan hasil 
penyerapan dari keduanya. NDP PMII adalah pilihan terbaik 
untuk keduanya, menuju perwujudan cita-cita pergerakan. 
c) Pengertian NDP PMII 
Yang dimaksud eengan NDP PMII adalah suatu kebulatan 
tekad, pandangan yang secara sistematis merupakan cermin dari 
keyakinan Islam yang berhaluan Aswaja untuk memberikan alas 
pijak dalam memberikan arah tingkah laku PMIlsebagai suatu 
kelompok sosial untuk mencapai cita-cita perjuangan. 
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d) Kerangka Permasalahan NDP PMII 
Dalam rangka keperluan perumusan NDP PMII, disusunlah 
kerangka permasalahan sebagai berikut : 
1. Mukaddimah 
Dimensi hubungan Manusia dengan Tuhan 
Dimensi hubungan Manusia dengan manusia 
Dimensi hubungan Manusia dengan Alam 


Tu Pa 


Dimensi masalah dengan Ilmu Pengetahuan 
6. Kesimpulan. 

Selanjutnya penyusunan kerangka dasar NDP PMII ini 
diserahkan kepada tim yang bertanggung jawab kepada PB PMII, 
namun sayang, disebabkan kelemahan-kelemahan mekanisme 
kerja dan faktor-faktor lain, hingga kongres PMII ke VIII di 
Bandung Jawa Barat, penyusunan NDPPMII tersebut belum dapat 
diwujudkan. 


2) Penyusunan Pola Dasar Perjuangan PMII 

Pola dasarperjuangan PMII merupakan landasan perjuangan 
atau dapatdikatakan sebagai GBHN-nya PMII. Bagi PMII sendiri 
tersusunnya PDM PMII merupakan hal yang baru, mengingat 
pada masa-masa sebelumnya PMII tidak memiliki landasan 
perjuangan yang bersifat baku dan operasional kecuali pokok- 
pokok pikiran yang lebih dekatpada nilai-nilaiteoritis filosofis. 
Secara garis besar Perjuangan PMII memuat: 

a) Pengertian 

b) Hakekat perjuangan 

c) Arah dan sasaran perjuangan PMII 

d) Ruang lingkup Perjuangan PMII 

e) Pola dasar operasional perjuangan PMII 


3) Rumusan Garis-Garis Besar Pembinaan Organisasi 

Jika dalam pola dasar perjuangan PMII lebih menitik beratkan 
pada perjuangan PMII yang bersifat ekstern, atau dikenal dikenal 
dengan istilah partisipasi, maka garis-garis besar pembinaan 
orgainsasi ini lebih menekankan diri pada pijakan organisasi 
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dalam rangka konsolidasi organisasi atau pengkaderan. Secara 

garis besar isi dari GBPO ini adalah sebagai berikut: 
a. Masalah Pengkaderan 
Permasalahan ini menyangkut masalah pengkaderan, baik itu 
pernyataan yang berisi bahwa pengkaderan harus 
memperoleh prioritas dalam aktivitas programnya, 
pendekatan yang digunakan, maupun orientasi dari 
pengkaderan itu sendiri serta pedoman/petunjuk pelaksanaan 
pengkaderan yangdipergunakan. 
b. Masalah Kepemimpinan 
Kepemimpinan yang diharapkan PMII adalah kepemimpinan 
yang harus mampu memnjiwai sifat pergerakan, yakni 
kekeluargaan, kemahasiswaan, kemasyarakatan dan 
Independen. Sejalan dengan sifat-sifat organisasi tersebut 
kepemimpinan PMII dituntut untuk senantiasa responsif dan 
argumentatif serta dukehendaki pula adanya keterbukaan 
untuk regenerasi seluas-luasnya. 
c. Pembentukan Wadah Alumni 
Untuk meningkatkan partisipasi aktif paraalumni, Mukernas 
II PMII memutuskan membentuk wadah Alumni yang 
dinamakan “Keluarga Alumni PMII”. Pembentukan wadah 
itu ternyata mengalami hambatan, sehingga sampai dengan 
pelaksanaan kongres PMII yangke VIII, wadah ini belum 
menampakkan hasil yang diharapkan. Suatu analisa, bahwa 
hal itu dikarenakan adanya jurang pemisah antara alumni 
yang berorientasi ideologis dengan mereka status, sehingga 
diantara mereka masih terasa sulit untuk dijembatani, suatu 
pertautan kembali seperti ketika mereka hidup dalam satu 
wadah pergerakan. 
d. Langkah-langkah Rekrutmen Anggota Baru 
Langkah inilebih mengarah pada rekrutmen anggota baru 
yang berlatar belakang keluarga santri intelektual disamping 
pada cara tradisional PMII, yang memang selalu bersumber 
pada keluarga santri pedesaan. 
e. Usaha Pencarian Sumber Dana 
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Musyawarah Nasional III berhasil merumuskan, baik secara 


komersial maupun secra tradisional yang dikaitkan dengan 


pengembangan pergerakan. 


4) Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pemilu 
Menghadapi pemilihan umum ketiga (1977, Musyawarah 


Nasional III berhasil memutuskan pokok-pokok pikiran 


berkenaan dengan akan dilaksanakannya pemilu 1977. Pokok- 


pokok pikiran dimaksud, selengkapnya adalah sebagai berikut : 


a) 


b) 


Cc) 


d) 


Pemilihan umum bagi warga pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia merupakan peristiwaa Penting dan 
dihormati, yang pelaksanaannya harus mampu 
mencerminkan sepenuhnya aspirasi rakyaat Indonesia. 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berpendapat 
bahwa pemilu adalah sarana untuk menciptakan suatu 
sistem kenegaraan dengan sebuah pemerintahan, ialah 
suatu negara hukum yang demokratis. Karena itu 
pwmilu 1977 harus maampu berdiri diatas prinsip- 
prinsip tersebut dengan melaksanakan aturan permainan 
yang telah disepakati. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memandang 
bahwa fungsi pemilu harus betul-betul dihayati sebagai 
suatu keseimbangan antara sarana sosialisasi politik, 
sarana demokratisasi, dan sarana legitimasi. Sarana 
sosialisasi politik adalah menjadikan pemilu sebagai 
wadah pendidikan politik bagi warga negara Indonesia, 
sehingga mereka mampu menjadi warga negara yang 
memahami hak dan kewajibannya. Sarana demokratisasi, 
yakni sebagai wadah penyaluran kehendak yang 
sebenarnya dari bangsa Indonesia. Sedangkan sarana 
legitimasi adalah proses pemberian kekuasaan yamng sah 
bagi kekuatan yang memperoleh kemenangan dalam 
pemilu. 

Pergerakan — Mahasiswa Islam Indonesia akan 
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berpartisipasi dalam pemilu 1977 dengan mengutanakan 
tujuan-tujuan luhurnya daripada pencapaian 
kemenangan yang sifatnya praktis dan sementara serta 
mampu mewujudkan proses regenerasi kepemimpinan 
bangsa. 


C. PMII dalam Aktivitas-Aktivitas Eksternal 

Perjalanan dunia kemahasiswaan Indonesia telah mengalami 
perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Perubahan- 
perubahan tersebut menuntut modifikasi format dan peran 
organisasi kemahasiswaan termasuk PMII dalam melaksanakan 
program-programnya. 

Dunia kemahasiswaan antara kurun waktu 1966-1970-an 
sangat diwarnai kegiatan-kegiatan yang sarat dengan muatan 
politik praktis. Kepeloporan mahasiswa dalam kurun waktu 
tersebut telah mampu memberikan kontribusi nyata baik dalam 
pembaharuan format politik dan kebangsaan maupun dalam 
memperjuangkan aspirasi rakyat. Peran kesejarahan mahasiswa 
seperti itu telah secara tepat menjawab kebutuhan zaman. 

Namun peran seperti itu tentu saja selalu relevan pada setiap 
waktu, situasi dan kondisi dunia kemahasiswaan pasca tahun 
1970-an memiliki tuntutan yang berbeda dengan tuntutan dan 
kebutuhan kondisi angkatan-angkatan sebelumnya. Meskipun 
pada dasarnya semangat, tujuan dan cita-cita tetap memiliki 
keterkaitan yang sangat erat. Dunia kemahasiswaan pasca era 
1970-an lebih dihadapkan pada tuntutan keilmuan secara lebih 
tegas. Bobot keilmuan dan keintelektualan dituntut lebih melekat 
pada peran kemahasiswaan era pasca 1970-an. 

Namun peran keilmuan secara lebih tegas seperti itu tidak 
begitu saja dapat diwujudkan dalam kurun waktu yang singkat. 
Terjadi proses transisi yang cukup panjang. Dan PMII mengamati 
bahwa kurun waktu antara akhir tahun 1970-an hingga tahun 
1980-an merupakan masa transisi baagi dunia kemahasiswaan, 
masa transisi dari pijakan peran yang lebih berbobot politik 
praktis menuju pada peran yang lebih berbobot keilmuan dan 
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keintelektualan. 

Pada masa transisi seperti itu dunia kehamasiswaan memang 
seperti kehilangan elan dan semangat dalam melaksanakan 
progrm-programnya. Dan, PMII sadar bahwa proses transisi 
seperti harus dapat dilampaui secepatnya secara lebih berhati-hati. 

Kini PMII melihat bahwa peran keilmuan dan keintelektualan 
bagi dunia kemahasiswaan sudah mulai tegas untuk segera 
dilaksanakan. PMII mengantisipasi bahwa era 1990-an bagi dunia 
kemahasiswaan adalah era yang mengartikulasikan secaratepat 
peran keilmuan dan keintelektualan. Oleh karena itu gerakan 
yang dilakukan PMII pada era 1990-an terfokus pada gerakan 
pemikiran, yang antara lain diwarnai dengan kegiatan pengkajian, 
penelitian dan pengembangan diberbagai disiplin keilmuan 
warganya. Setelah gerakan pemikiran dilampaui dengan baik, 
pada saatnya nanti PMII mencoba merumuskan gerakan 
kemandirian teknologi, meskipun mungkin baru dimulai pada 
tataran yang paling sederhana. 

Perubahan-perubahan yang terjadi di dunia kemahasiswaan 
seperti itu tentu terkait dengan perubahan yang terjadi pada 
situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. 
PMII mengamati bahwa telah terjadi perubahan nilai-nilai 
kehidupan yang sangat mendasar di dalam situasi dan kondisi 
sosial masyarakat. 

Sejak era 1980-an nilai-nilai ekonomi telah begitu kuat 
meresap keberbagai aspek kehidupan masyarakat. Orientasi dan 
kecendrungan masyarakat telah sangat diwarnai oleh nilai-nilai 
ekonomi. Hala ini wajar terjadi setelah selama kurang lebih 20 
tahun pembangunan nasional ditekankan pada bidang ekonomi. 
Situasi globalisasi yang saat ini melanda diseluruh Indonesia telah 
membuat paradigma baru bahwa kekuatan dan ketahanan 
nasional suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan 
ketahanan ekonomi nasional dan masyarakatnya. Kecendrungan 
seperti itu tampaknya akan terus menguat pada masa-masa 
mendatang. Atas kesadaran dan antisipasi seperti itu maka PMII 
pada era 1990-an kedepan memformulasikan dan meng- 
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aktualisasikan gerakan ekonomi dengan tahapan-tahapan tertentu. 

Bersamaan dengan perubahan-perubahan tersebut telah 
terjadi juga bahwa proses pembangunan tidak dapat bergantung 
semata-mata pada kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya, 
tetapi justru sangat bergantung pada kualitas sumber daya 
manusia yang melaksanakannya. Berdasarkan kesadaran seperti 
itu PMII mencoba untuk melakukan proses rekayasa sumber daya 
manusia secara lebih inten, sistematis dan idealis-pragmatis sesuai 
dengan kebutuhan pembangunan nasional. 

Proses aktivitas dan gerakan seperti itu tentu saja tetap 
dilandasi, disemangati dan dimuarakan pada nilai-nilai Islam, 
yang merupakan landasan sekaligus sumber inspirasi bagi PMII 
dalam mengaplikasikan program-programnya. Bersamaan dengan 
itu PMII juga menyadari bahwa pemahaman dan gerakan 
keislaman yang bertanggung jawab di negara kita telah 
mengalami perubahan mendasar dari pemahaman yang bersifat 
formal menuju pemahaman dan gerakan yang lebih substansial. 
Oleh karena itu PMII terus melakukan gerakan pemahaman nilai- 
nilai Islam secara lebih substansial dalam rangka menuju 
masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam lingkungan, 
bimbingan dan keberkahan Allah Swt. 

Sebagai organisasi pembinaan, pengembangan dan 
perjuangan, PMII juga dituntut aktifberpartisipasi dalam proses 
pembangunan bangsa. Sesuai dengan predikatnya sebagai 
organisasi yang bersifat kemahasiswaan, kemasyarakatan, 
kekeluargaan dan independen, PMII harus aktif dalam 
kegiatan/persoalan-persoalan yang berdimensi kemahasiswaan, 
kemasyarakatan dan lain-lain. Adapun kegiatan yang dilakukan 
PB PMII selama periode 1974 - 1977 dan aktif di dalamnya adalah : 


D. PMII dan Kelompok Cipayung 

Dalam sejarah perjuangan bangsa, peran mahasiswa cukup 
signifikan, bahkan sejarah membuktikan bahwa cikal bakal 
kebangkiatan nasional dimulai dengan tumbuhnya kesadaran 
mahasiswa untuk turut memikirkan nasib bangsanya. Pada tahun 
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1908 sekelompok mahasiswa yang menuntut ilmu pada sekolah 
kedokteran(stovia) tergrak membentuk wadah pergerakan yang 
kemudian dikenal dengan nama “Budi Utomo”. Wadah inilah 
yang merupakan cikal bakal dari kesadaran para mahasiswa dan 
pemuda untuk memikirkaan nasib bangsa dan negaranya. Bahkan 
setalah jaman kemerdekaan aktivitas mahasiswa dalam mengisi 
pembangunan bangsa semakin meningkat, dan karena mahasiswa 
paling potensial dalam menggerakkan organisasi, maka tidak 
aneh bila partai-partai politik dalam usaha mencapai tujuannya 
banyak menggunakan tenaga mahasiswa. Pada saat partai 
mengalami hidup subur itulah organisasi mahasiswa seakan 
mendapat angin segar untuk hidup penuh dengan kebebasan 
berorganisasi yang mendekati kehidupan berorganisasi yang 
paripurna. '7) 

Anak-anak muda Islam yang berhimpun dalam HMI 
(himpunan mahasiswa Islam), namun aspirasinya tidak 
tersalurkan melalui wadah ini, sehingga mereka tergerak untuk 
membentuk wadah-wadah perjuangan yang berlabel mahasiswa. 
Antara lain, misalnya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 
(GMNI) yang berdiri pada tahun 1954, menyatakan diri sebagai 
onderbow Partai Nasional Indonesia (PNI). Tetapi dalam 
perkembangan selanjutnya ' GMNI menyatakan dirinya 
independen (1971). Kemudian PKI melahirkan Consentrasi 
Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI). Dikalangan kelompok 
Kristen juga lahir organisasi mahasiswa yaitu GMKI (gerakan 
mahasiswa Kristen Indonesia), begitu juga mahasiswa Katolik 
dengan PMKRI-nya (perhimpunan mahasiswa Katolik Republik 
Indonesia). Disamping itu masih banyak organisasi-organisasi 
sejenis. Mahasiswa dari kalangan Islam-pun banyak tumbuh 
mengelompokkan diri sesuai dengan aspirasi politik yang 
mewarnainya. Tentu saja karena merasa aspirasinya belum 
tertampung melalui HMI. '58) Organisasi itu antara lain, Serikat 


157 Ridwan Saidi, Islam Pembangunaan Politik dan Politik Pembangunan, 
Pustaka Pankimas, Jakarta, 1982, Halaman 52. 
158 Burhan D Magenda, Gerakan Mahasiswa dan Hubungannya dengan Ssitem 
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Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) berdiri pada tanggal 2 
April 1956. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) berdiri 
pada tanggal 17 April 1960, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 
(IMM) berdiri tahun 1964, Kesatuan Mahasiswa Islam (KMI) 
berdiri 20 Januari 1962, Himpunan Mahasiswa Al-Jamiatul 
Wasliyah (HMMAH) berdiri 8 Mei 1961. !:”) 

Dari sekian banyak organisasi mahasiswa itu akhirnya 
membentuk wadah konfederatif organisasi mahasiswa ekstra 
universitas yang kelak dikemudian hari dikenal dengan nama 
PPMI (perserikatan perhimpunan Mahasiswa Indonesia) yang 
berdiri di Malang 8 Maret 1947. '90) Sayang wadah kerjasama antar 
organisasi mahasiswa Indonesia ini terlalu didominir oleh aktivis- 
aktivis mahasiswa yang juga aktivis politik (baca: partai politik), 
sehingga dalam perkembangannya PPMI tidak bisa berjalan secara 
sehat. Bahkan PPMI menjadi ajang persaingan dan saling 
menjatuhkan antar sesama organisasi mahasiswa itu sendiri. 

Ketika iklim politik beruhan drastis, dimana rezim orde lama 
melakukan blunder dengan membiarkan PKI yang jelas-jelas 
melakukan pengkhianatan terhadap negara dan bangsa Indonesia 
dengan aksi G.30.S/PKI-nya. PPMI tidak mampu berbuat apa-apa. 
Hal ini bisa jadi, karena dalam perkembangannya PPMI 
didominasi oleh organisasi-organisasi mahasiswa yang pro 
dengan Soekarno. Melihat kenyataan seperti ini aktivis organisasi 
mahasiswa yang masih berjiwa murni merasa tidak puas, 
menuntuit agar keadilan segera dapat ditegakkan, maka pada 
tanggal 25 Oktober 1965 di Jakarta mereka membentuk KAMI 
(kesatuan aksi mahasiswa Indonesia). Walaupun harus diakui 
para pendiri KAMI juga para aktivis PPMI. 

KAMI bangkit menentang kelaliman rezin orde lama, dengan 
TRI-TURA-nya (tiga tuntutan Rakyat). KAMI turun kejalan-jalan 
berdemonstrasi, karena jalan konstitusional sudah tidak mungkin 


Politik, Suatu Tinjauan, Prisma No. 12 Desember 1977. 

159 Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI, Bina Ilmu, Surabaya, 1976, 
Halaman 39 

160 Op-Cit, Halaman 133 
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di lalui. Berkat KAMI inilah Orde Baru dapat didorong untuk 
mempercepat kelahirannya. Tetapi setelah Orde Baru lahir dengan 
mapan, justru KAMI kehilangan vitalitasnya untukhidup eksis. 
Banyak yang berteori tentang hal ini atau banyak yang mencari 
sebabnya kenapa KAMI lumpuh. 

Salah satu alasan yang nampaknya akurat adalah penyebab 
itu semua, bahwa KAMI tidak dapat hidup lestari karena memang 
organisasi ini lahir tidak berlandaskan pada konsepsi-konsepsi 
yang matang. Seakan-akan KAMI hanyal organisasi yang lahir 
dan timbul dari gagasan spontanitas, sehingga ia tidak berangkat 
dari pesrsepsi yang konsepsional. KAMI ibarat organisasi satuan 
tugas (satgas) yang hanyabersifat reaktif bila ada bahaya datang. 
Manakala bahaya itu hilang, maka satgas ini dengan sendirinya 
akan sirna pula. Akhirnya pada sidang terakhir rapat paripurna 
KAMI tahun 1969 para aktivis sudah tidak mungkin 
dipertemukan lagi. Mulai saat itulah KAMI telah tamat 
riwayatnya. Sebelumnya PPMI, justru organisasi ini lebih tragis 
membubarkan diri dalam kongres IV pada tanggal 29 desember 
1965 di Jakarta. '!) Dengan bubarnya wadah kerjasama antar 
organisasi mahasiswa ekstra universitas ini, maka sepilah dunia 
mahasiswa Indonesia. Hal ini merupakan suatu yang ironis, 
mengapa hal ini justru terjadi dalam alam kehidupan Orde Baru 
yang menginginkan adanya suatu kehidupan yang senantiasa 
dalam kebersamaan. 

Hidup dalam suasana kebersamaan antar organisasi 
mahasiswa akhirnya lahir juga setelah melalui proses yang 
panjang. Pada tanggal 20 - 22 Januari 1972 di Alam pegunungan 
yang sejuk kelompok mahasiswa yang tergabung dalam wadah 
GMNI, GMKI, HMI, dan PMKRI menyatukan diri dalam wadah 
kebersamaan menuju cita-cita : Indonesia yang kita cita-citakan. 
Wadah itu akhirnya dikenal dengan nama “KELOMPOK 
CIPAYUNG”. Patut dicatat, para pencetus lahirnya kelompok 
Cipayung ini adalah : Akbar Tanjung (ketua umum PB HMI), Kris 
Siner Key Timu (ketua persidium PP PMKRI), dan Binsar Sianipar 


161 bid, Halaman 133 
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(ketua umum PP GMKI). 

Pada awal kelahirannya kelompok ini berhasil mencetuskan 
pokok-pokok pikiran tentang: Indonesia Yang Kita Cita-Citakan. 
Kesepakatan ini didahului dengan suatu pernyataan “Kami 
generasi muda bangsa sebagai penerus dan pewaris bangsa di 
masa depan, belajar dari sejarah masa lampau, bahwasanya dis- 
orientasi yang terjadi dalam perjalanan bangsa , selalu akan 
menghambat kemajuan bangsa, oleh karenanya, kesatuan 
perjuangan generasi muda untuk membangun negeri ini 
merupakan tuntutan bangsa secara mutlak”. Kesepakatan itu 
mengemukakan butir-butir mengenai “Indonesia yang kita cita- 
citakan”, antara lain : 

“Indonesia yang kuat dan bersatu, cerdas dan modern, demokrasi 

dan adil hukum, sehat dan makmur, bebas dari ketakutan dan 

penindasan, berperan dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. 

Indonesia yang layak bagi kehidupan manusia selaku makhluk 

Tuhan. Indonesia dapat dibangun atas pikiran-pikiran dan tekad 

bersama yang erat dan terarah dari generasi ke generasi bangsa 

Indonesia dengan tidak mengenal perbedaan agama, suku, daerah 

dan golongan. Karena tekad pikiran yang demikian itulah yang 

mencetuskan Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi 1945 dan Orde 

Baru. 192)” 


Berbeda dengan wadah berhimpun mahasiswa sebelumnya, 
Kelompok Cipayung ini dibentuk tidak bersifat struktural, 
sehingga tidak mengenal adanya susunan pengurus. Segala 
aktivitas dikerjakan dengan cara kerjasama mirip sistem arisan 
(mengambil tempatdan pembiayaan bergiliran antar anggota). 
Dalam perkembangannya ternyata kelompok ini cukup berperan 
dalam mengisi sejarah perjuangan bangsa. 

Bahwa Kelompok Cipayung ini, dibentuk oleh empat 
organisasi mahasiswa ekstra universitas yakni GMNI, GMKI, 
PMKRI dan HMI. Salah satu kesepakatannya yang tak tertulis 
adalah anggota kelmpok ini, bukan organisasi mahasiswa 


162 Ibid, Halaman 217 
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onderbow partai politik/golongan. 

Pada waktu itu, PMII masih merupakan onderbow partai NU, 
sehingga secara otomatis tidak mungkin menjadi anggota. Baru 
setelah Musyawarah Besar ke II yang diselenggarakan di 
Murnajati Lawang Malang pada tanggal 14 - 16 Juli 1972 dengan 
deklarasi Independennya. Dalam perkembangan selanjutnya PMII 
masih harus berjuang untuk diterima Independensinya oleh 
semua pihak. Sebab bagaimanapun kecurigaan tentang hal ini 
tetap ada. Keraguan tentang hal ini disebabkan antara lain : 

1) Hingga saat ini kantor sekretariat PMII baik di tingkat 
Pengurus Besar, Koordinator Cabang maupun cabang masih 
banyak yang bergabung dengan Kantor NU. 

2) Sebagian besar alumni PMII aktif dalam organisasi NU 
sebagai Jam'iyah maupun ketika NU masih aktif dalam 
dunia politik, melalui PPP. Tetapi sebenarnya dapat dilihat 
bahwa alumni atau aktivis PMII yang berperan dalam 
wadah selain NU maupun PPP, sebegai contoh misalnya, M. 
Hatta Musthafa, SH mantan sekretaris umum PMII DKI 
Jaya, pernah menduduki ketua umum DPP AMPI, pernah 
aktif dalam kepengurusan DPP Golkar, dan lain-lain. 

Hanya karena rasa kekeluargaan antara PMII dan NU yang 
erat, membuat banyak pihak masih curiga terhadap Independen 
PMII. Tetapi berkat upaya dari seluruh jajaran PMII, perilaku dari 
warga pergerakan telah menunjukkan Independesinya. 

Satu tahun setalah kongresnya yang ke V di Ciloto Jawa Barat 
1973, PB PMII di bawah kepemimpinan sahabat Abduh Paddare 
bergabung dengan kelompok Cipayung (Oktober 1974) dan dua 
tahun kemudia PB PMII dipercaya menyelenggarakan pertemuan 
kelompok cipayung yang ke 3 pada bulan Januari 1976. Pada saat 
itu, paling tidak ada dua alasan yang mendorong PB PMII 
memilih kerjasama dengan kelompk cipayung : 

Pertama: Salah satu produk kongres PMII yang ke lima di 

Ciloto Jawa Barat adalah Manivest Independens 
PMII - sebuah pernyataan monomental dalam 
sejarah kehidupan PMII yang mendudukkan PMII 
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pada posisi yang mandiri. Hal ini bukan suatu 
yang mudah dan mulus. Untuk memperkokoh 
stabilitas intern PMII, kerjasama dengan pihak- 
pihak luar, kalangan mahasiswa khususnya, 
mutlak diperlukan. Disatu sisi, diperlukan sebagai 
peneguh eksistensi PMII dalam posisinya yang 
baru (independen) dan di sisi lain, bergabung 
dalam kebersamaan dengan mahasiswa Indonesia 
lainnya merupakan perwujudan semangat 
kebangsaan untuk menjalin persatuan dan 
kesatuan. 

Kedua : Situasi waktu itu, kecendrungan untuk melikuida si 
ormas-ormas mahasiswa sangat kuat. Penggiring- 
an ke arah wadah tunggal organisasi pemuda 
semakin intensif dan sistematis dilaksanakan. 
Dalam situasi seperti itu, kebersamaan dan 
solidaritas sangat diperlukan. Kehadiran PMII di 
tengah Kelompok Cipayung, buat kelompok 
cipayung sendiri, berarti menambah kekuatan. 

Keterlibatan PMII dalam kelompok cipayung tidak lepas dari 
upaya perwujudan citra PMII yang meliputi, Citra Kemaha- 
siswaan, Citra Keislaman, dan Citra Keindonesiaan. 

Citra Kemahasiswaan melahirkan wawasan keilmuan, dan 
dari sana muncul sifat keterbukaan, gandrung kepada kemajuan, 
berorientasi ke masa depan, dinamis dan tidak statis atau beku, 
serta tegas, jujur dan konsekwen (Gelora Megamendung 1965). 
Dalam pandangan PMII yang berwawasan keilmuan sebagai 
wujud citra kemahasiswaannya, kesarjanaan adalah penguasaan 
ilmu apa saja yang berfaedah nyata bagi peradaban dan 
kemanusiaan, baik ilmu agama, eksakta dan sosial ekonomi. 
Kesarjanaan itu tidak dengan sendirinya merupakan nilai yang 
selesai bilamana tidak disertai tindakan nyata bagi kepentingan 
kemajuan rakyat banyak sebagai pengabdian yang tak henti- 
hentinya pada masyarakat (Deklarasi Tawangmangu 1961). 

Citra Keislaman melahirkan wawasan keagamaan dan 
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daripadanya muncul sifat toleransi, keikhlasan, ukhuwah, dan 
tanpa pamrih. Sebagai angkatan baru, PMII sadar dan yakin 
sepenuhnya akan tanggung jawabnya terhadap agama Islam, 
negara dan bangsa, serta kesetiaan terhadap UUD 1945. Adalah 
tanggung jawab yang terpuji bertindak menurut ajaran Islam, 
memiliki sifat nasionalisme sejati, dan berpihak pada nasib dan 
penderitaan bangsa Indonesia serta membela mereka (Deklarasi 
Tawangmangu 1961). 

Wawasan ini dalam perwujudannya dengan kelompok 
cipayung, melahirkan pemahaman akan perlunya pemeliharaan 
nilai-nilai yang melatar belakangi kehadiran ornas mahasiswa. 
Dalam kesepakatan KC tahun 1978, terdapat pokok-pokok pikiran 
yang berbunyi : “Upaya pengembangan generasi muda Indonesia. 
Hal ini diperlukan sebagai pegangan dasar dan peneguh 
kepribadian yang sangat berguna dalam menghadapi situasi 
masyarakat yang senantiasa berubah dan merupakan unsur 
penting dalam menumbuhkan ketahanan nasional yang 
berlandaskan Pancasila”. 

Citra Keindonesiaan yang melahirkan wawasan kebangsaan 
dan selanjutnya dapat melahirkan sifat patriotisme, nasionalisme, 
kesediaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan tanah air. 
“Menjadi tanggung jawab PMII untuk menjaga kesatuan nasional, 
mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman im- 
prealisme dan kolonialisme dan kolonialisme dalam segala 
bentuknya, membela hak azasi dan demokrasi yang luhur” 
(Deklarasi Tawangmangu 1961). Citra ini dalam perwujudannya 
dalam kelompok cipayung melahirkan banyak pokok-pokok 
pikiran yang berkaitan dengan kepentingan bangsa dan 
masyarakat Indonesia. Dari wawasan ini, lahir pemahaman bahwa 
kelahiran generasi muda dalam bentuknya yang sekarang 
merupakan pencerminan dari realitas sosial yang ada 
(Kesepakatan Cipayung 1974). 

Dalam kaitan ini pula, layak untuk dikutip penutup 
pernyataan kelompok cipayung tahun 1980 : 

“Demikianlah seluruh pemikiran ini disampaikan, yang berangkat 


141 


dari sejarah masa lampau, kenyataan hari ini, dan cita-cita di masa 
depan, sebagai salah satu sumbangsih yang datang dari lubuk hati 
yang paling dalam, yang tulus ikhlas dan murni, sebagai 
persembahan kepada Ibu pertiwi tercinta, di akhir tahun ini. 
Kesadaran bahwa hari-hari dibelakang adalah hari-hari perjuangan 
dan pengorbanan dalam pengabdian yang sulit. Namun yang telah 
dihadapi dan dilewati dengan penuh konsistensi, tanpa pamrih, 
tetapi yang adalah juga bagian dari kenyataan dan sejarah Republik 


.... 


1 . 


Dengan menembus waktu dan membentuk sejarah, kelompok 
cipayung akan tetap hadir dalam kehidupan bangsa ini, sebagai 
bagian dari sejarah kemarin, hari ini dan masa depan bangsa. Dan 
dengan penuh optimisme serta suka cita, kita bersama-sama 
menatap hari esok dalam perjuangan, keyakinan dan pengharapan 
akan suatu masa depan yang lebih baik, yakni Indonesia yang kita 
cita-citakan, seperti yang dimaksud Pancasila dan UUD 1945. 
“Kami sudah coba memberikan yang terbaik untuk republik ini 
dan sejarahlah yang akan menentukan nilai”. 

Demikianlah beberapa landasan moral, etis dan normatif yang 
mendorong keterlibatan PMII dalam kelompok cipayung. 
Seyogjanya citra PMII yang demikian itu senantiasa dihayati dan 
diamalkan dalam rangka pengabdian PMII kepada agama, bangsa 
dan negara. Ketiga Citra itu, kemahasiswaan, Keislaman dan 
Keindonesiaan, harus sejalan, serasi dan seimbang - tidak saling 
menghambat dan meniadakan, tetapi justru saling melengkapi 
dan saling menumbuhkan. 

Adalah mengesankan ketika PMII memimpin delegasi 
kelompok cipayung ke pimpinan DPR untuk memprotes 
pemberlakuan SK. Menteri P dan K No. 028 yang sangat terkenal 
pada waktu itu. SK. Tersebut berisi pengaturan soal keharusan 
agar dalam melaksanakan kegiatannya, mahasiswa meminta ijin 
Rektor terlebih dahulu. Atau tatkala kelompok cipayung 
mengadakan kunjungan ke Bandung, Yojakarta, Semarang dan 
Malang, di depan Pangkowilhan II Jawa - Madura, di Yogjakarta, 
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PMII atas nama kelompok cipayung menjelaskan agar dalam 
memandang kelompok cipayung harus berpedoman pada “tiga 
jangan” : 

1. Kelompok Cipayung lahir dari pengalaman kese jarahan 
ormas mahasiswa yang tergabung di dalamnya, disertai 
kesadaran kultural, bahwa keragaman bukan penghalang 
untuk menjalin kebersamaan, persatuan dan kesatuan. 
Karena itu, Jangan memandang kelompok cipayung sebagai 
usaha menggalang kekuatan. 

2. Kelompok Cipayung merupakan forum dialog generasi 
muda mahasiswa Indonesia dalam upaya meningkatkan 
peran sertanya dalam proses kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Karena itu, Jangan berpikiran kelompok 
cipayung akan dibentuk secara struktural dari pusat sampai 
daerah. 

3. Kelompok cipayung adalah forum yang di dalam nya 
berlangsung proses pergumulan, penghayatan dan 
pemahaman akan aarti kebersamaan, persatuan dan 
kesatuan. Karena itu, Jangan dipertentangkan dengan KNPI. 
Kelompok cipayung dan KNPI adalah egual patner (mitra 
sejajar). 


Produk kelompok cipayung yang berupa pokok-pokok 
pikiran, lebih mencerminkan citra intelektual/pemikiran - dan 
memang, yang ditumbuhkan dalam kelompok cipayung adalah 
dialog intelktual. Pernyataan-pernayataan KC yang berupa pokok- 
pokok pikiran pada dasarnya merupakan gagasan intelektual 
muda putra bangsa yang ingin mengambil bagian dalam 
tanggung jawab sejarahnya. Gagasan itu hampir meliputi seluruh 
aspek kehidupan, kemasyarakatan, kenegaraan, yang meliputi 
bidang politik, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan generasi 
muda. 


Pertemuan Kelompok Cipayung I 
22 Januari 1972, melahirkan “Indonesia yang kita Cita-citakan', 
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yaitu Indonesia yang digambarkan dalam UUD 1945, berupa 
masyarakat adil dan makmur, mental spritual berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945. 


Indonesia yang kita cita-citakan adalah Indonesia yang bersatu, 
Indonesia yang cerdas dan modern, Indonesia yang demokratis 
dan adil, Indonesia yang menjunjung tinggi martabat manusia dan 
wibawa hukum. Indonesia yang sehat dan makmur. 


Pertemuan Kelompok Cipayung II 
April 1974, melahirkan “perencanaan masyarakat dan tanggung 
jawab Generasi Muda”. Ini sebagai suatu pemahaman akan 
pentingnya keterlibatan generasi muda dalam perencanaan 
masyarakat untuk menuju Indonesia yang di cita-citakan. 
Pertemuan Kelompok Cipayung III 
Januari 1976, melahirkan pemikiran mengenai “meningkatkan 
kebersamaanmenuju Indonesia yang di cita-citakan dan pem- 
binaan Generasi Muda yang berkepribadian”. Pemikiran ini 
sebagai pemahaman dan ajakan mengenai perlunya diperluas 
keterlibatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan dalam 
menikmati hasil-hasil pembangunan. 


Pertemuan Kelompok Cipayung IV 
September 1978, melahirkan pokok pikiran mengenai “Usaha- 
usaha Pengembangan Generasi Muda Dalam Rangka pem- 
bangunan Bangsa Seutuhnya”. Pokok pikiran ini mengungkapkan 
perlunya pembinaan generasi muda sebagai bagian tak ter- 
pisahkan dari pendidikan bangsa Indonesia secara keseluruhan, 
dan ditujukan pada usaha menumbuhkan generasi muda yang 
secara sosio pedagogis mandiri. Pengembangan generasi muda 
harus menghindari pendekatan struktural yang mengarah kepada 
pewadahan tunggal, karena hal demikian bertentangan dengan 
fitrah generasi muda Indonesia dan nilai-nilai demokrasi. 

Pertemuan Kelompok Cipayung V 
Juni 1980, melahirkan pokok-pokok pikiran “Penataan Kembali 
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sistem Sosial Guna Kewarganegaraan yang Demokratis dan 
Bertanggung Jawab”. Demkian juga selanjutnya pokok-pokok 
pikiran KC yang lahir dalam evaluasi akhir tahun, peringatan 
Sumpah Pemuda, Peringatan Proklamasi Kemerdekaan, dan lain- 
lain peristiwa, pada dasarnya mencerminkan pemahaman akan 
kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan serta 
kepemudaan dan kemahasiswaan. '5) 


2) PMII dan KNPI 

Tidak berbeda dengan mahasiswa, peran serta pemuda dalam 
perjuangan bangsa juga besar. Sengaja penulis disini membedakan 
antara organisasi pemuda dan organisasi mahasiswa. Perbedaan 
itu biasanya terletak pada aktivitas kesehariannya. Organisasi 
pemuda lebih terfokus pada bidang-bidang garapan yang 
langsung berkaitan dengan masyarakat banyak, dan aktivitas 
yang ditonjolkan biasanya dalam nuansa yang bersifat politis 
dalm artian praktis (dalam sejarahnya hampir sebagian besar 
organisasi pemuda selalu menjadi pendukung/anak kandung 
partai politik atau oragnisasi massa). 

Sejarah mencatat, bahwa kelahiran organisasi pemuda di 
bumi pertiwi ini adalah di dahului dengan lahirnya”TRI KORO 
DARMO”, seperti ditulis oleh Drs. Martono, dan kawan-kawan, 
sebagai berikut : 

“Gerakan pemuda dimulai dengan berdirinya organisasi pemuda 

pertama ialah “TRI KORO DARMO" yang berdiri pada tanggal 7 

Maret 1915 di Jakarta. Pendirinya adalah seorang mahasiswa 

sekolah kedokteran bernama Satiman Wiryo Sandjoyo. Tujuan dari 

TRO KORO DARMO aadalah : 

a. Menggalang persatuan 

b. Memperluas pengetahuan 

c. Membangkitkan rasa cinta terhadap bahasa dan 
kebudayaan sendiri. 

Oleh karena mempunyai tiga tujuan itulah, maka organisasi 


163 Ahmad Bagja, PMII dab Kelompok Cipayung, Dalam Pemikiran PMII dalam 
Berbagai visi dan Persepsi, Aula, Surabaya, 1991. 
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itu dinamakan TRI KORO DARMO, yang artinya “tiga tujuan 
mulia”. Kemudian pada tahun 1918 di ubah namanya menjadi 
“Jong Java”, artinya Jawa Muda. !54) 

Bersamaan dengan perubahan nama TRI KORO DARMO 
menjadi Jong Java, kemudian lahir organisasi-organisasi pemuda 
sejenis yang bersifat kesukuan, sperti Jong Sumatera Bond, Jong 
Colebes, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, dan Sekar 
Rukun (Pasundan) !5) 

Bagi pemuda Islam ada satu masalah yang mengganjal pada 
waktu itu, para pemuda Islam yang menuntut ilmu di lembaga 
pendidikan milik Belanda, tidak mendapatkan pendidikan agama 
(Islam) yang layak, bahkan guru-guru Belaanda sering bersikap 
sinis terhadap agama Islam» Gejala yang demikian ini menggugah 
pemikitan seorang pemuda Muslim yang aktif dalam oragnisasi 
kepemudaan, yaitu Raden Syamsurial. Karena pretasinya yang 
baik, dia terpilih menjadi ketua Jong Java. Ketika organisasi itu 
menyelenggarakan kongres yang ke 7 di Yogjakarta, R. Syamsurial 
mengusulkan gagasan agar Jong Java melaksanakan kegiatan 
membuka kusus agama lain bagi anggota yang beragama itu. Usul 
itu ditolak oleh kongres lewat suatu pemungutan suara. '9) 

Dengan penolakan itu rupanya menggugah R. Syamsurial 
untuk memikirkan, kiranya sudah waktunya pemuda Islam 
membentuk wadah sendiri, dapat mengurus nasibnya sendiri dan 
mampu memperjuangkan aspirasinya sendiri. Dengan dorongan 
dari intelektual Muslim ternama H. Agus Salim, maka pada 
tanggal 1 Januari 1925 berhasil mendirikan Jong Islameten Bond 
(JIB), didirikan di Jakarta bersama-sama dengan Mr. Moh. Roem 
dan Mr. Kasman Singodimidjo. Organisasi ini merupakan 
organisasi Islam yang Pertama. '7) 

Dengan lahirnya Jong Islameten Bond (JIB), kini di tanah air 
ada dua kelompok oraganisasi pemuda yang berdasarkan pada 


14 Drs. Martono HS, Sejarah Untuk SMA, Tiga serangkai, Surakarta, 1984, 
Halaman 16. 

165 Loc-Cit, Halaman ...... 

16 Drs. Ridwan Saidi, Loc-Cit, Halaman 28 

167 Op-Cit, Halaman 29 
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kesukuan atau kedaerahan, dan organisasi pemuda yang lahir 
berdasarkan aas keagamaan. Jejak ini kemudian disusul dengan 
lahirnya pemuda Muslimin yang berdiri pada Nopember 1928, 
Pemuda Ansor pada tahun 1933 dan pemuda Muhammdiyah 
pada 2 Mei 1932. !85) 

Dua tahun kemudian setelah lahirnya JIB di tanah air, lahir 
organisasi pemuda yang berdasarkan pada kesukuan maupun 
dasar keagamaan yaitu, “Perhimpunan Pelajar-pelajar Indonesia” 
yang didirikan oleh para mahasiswa di Jakarta pada tahun 1926, 
dengan tujuan mencapai Indonesia Merdeka. '?) 

Dapat dikataakan, bahwa PPPI ini merupakan organisasi 
mahasiswa pertama yang lahir dan bertujuan untuk mencapai 
Indonesia Merdeka. PPPI inilah yang mensponsori kongres 
pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928, yang kemudian 
mencetuskan ikrar keramat dan bersejarah yang dikenal dengan 
“SUMPAH PEMUDA”. 

Sisi lain dari kepputusan kongres pemuda II adalah 
dileburnya organisasi-organisasi pemuda (lokal) menjadi satu 
wadah yaitu “INDONESIA MUDA”. 0) Pada akhirnya bahwa 
Indonesia muda menjadi organisasi/wadah tunggal pemuda 
Indonesia yang pertama. 

Hingga jaman kemerdekaan kita tidak menemui adanya suatu 
wadah/organisasi kerjasama antar pemuda. Hanya pada akhir 
tahun 1964 para pemuda, pelajar dan mahasiswa Islam tergabung 
dalam wadah kerjasama, yang diberi nama generasi muda Islam 
(GEMUIS), sampai meletusnya pemberontakan PKI dengan 
G.30.S/PKI itu. Hal ini menggugah para pemuda Islam untuk 
bersama-sama menghancurkan PKI. Dikalangan Pemuda dengan 
KAPI-nya (kesatuan aksi pemuda Indonesia), Pelajar dengan 
KAPPI (kesatuan aksi pemuda pelajar Indonesia), Mahasiswa 
dengan KAMl-nya (kesatuan aksi mahasiswa Indonesia). 
Organisasi inilah yang dengan gigih dan pantangbmenyerah 


168 Op-Cit, Halaman 29 
169 Drs. Martono HS. Loc-Cit, Halaman 63 
170 Ibid, Halaman 7 


147 


melakukan aksi turun jalan merdemonstrasi menuntut agar PKI 
dibubarkan serta diturunkannya rezim orde lama. Tetapi wadah- 
wadah perjuangan tersebut tidak lama bertahan. Pada awal tahun 
1968 satu persatuwadah itu mulai berguguran tetapi para 
mahasiswa Islam pada bulan Mei 1968 mendirikan wadah 
bersama yang kenal dengan nama “Pemuda, mahasiswa, pelajar 
Islam” (PMPI). Hanya ada tiga kegiatan yang tercatat sehubungan 
dengan eksistensi wadah ini, yaitu : 

1) Panitia aksi solidaritas terhadap penyerbuan Israel atas 
negara Arab pada bulan Juni 1967, yang dikenal dengan 
nama perang 6 hari. 

2) Gerakan protes terhadap kunjungan kaisar Halie Silasie 
dari Ethopia, seorang kepala negara Kristen yang menindas 
Ummat Islam, kunjungan itu direncanakan pada bulan Mei 
1968. 

3) Protes keras terhadap seorang kolumnis (Mukhtar Lubis) 
yang lewat karyanya (cerpen) “Langit masih mendung”, 
menyinggung agama dan ummat Islam Indonesia. 

Selain itu, tidak ada lagi wadah-wadah kerjasama antar 
pemuda, baik dari kalangan pemuda Islam sendiri maupun dari 
kalangan pemuda Indonesia pada umumnya. 

Tidak adanya wadah perjuangan bersama, menurut Ali 
Murtopo (mantan Menteri penerangan RI pada kabinet 
pembangunan III) adalah karena adanya pertikaian ideologis, 
lebih lanjut dia mengatakan : 

ana Namun demikian setelah konflik nasional ini dapat diakhiri 
dan timbul kestabilan kembali, bersama itu pula mulai dirasakan 
keretakan-keretakan antara sesama generasi muda. Yang masing- 
masing secara sadar atau tidak, mengarah pada loyalitas primordial, 
yakni pada partai-partai politik. Kalaupun tidak secara langsung 
terdapat afiliasi dengan partai-partai politik, tetapi pertentangan 
ideologis dengan partai-partai politik tercemin dalam tatanan gerak 
mahasiswa. 

Nampaknya upaya mempersatukan pemuda berlanjut terus 
dan diusahakan secara intensif oleh pemerintah. Lebih lanjut Ali 
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Murtopo mengemukakan : 

Menang Keadaan ini berlangsung secra berkepanjangan dan 

dirasakan sebagai suatu perkembangan yang semakin tidak sehat. 

Baru pada bulan Maret 1972 beberapa pimpinan organisasi massa 

pemuda dan mahasiswa ekstra universitas yang tergabung dalam 

panitian nasional pemuda untuk seminar-seminar keluarga 
berencana (PNPKB) mencapai kesepakatan untuk meningkatkan 
wadah dari suatu kepaniatiaan menjadi satu wadah tunggal pemuda 

Indonesia. Sejak saat itulah diselenggarakan beberapa pertemuan, 

dan pada bulan Mei 1973 sebagai hasil pembicaraan dari beberapa 

pimpinan pemuda Ansor, GPM, Pemuda Muslimin, GMKI, 

Pemuda Katolik, Pemuda Muhammadiyah,, GPI, HMI, GMNI, 

PMKRI, PMII dan koordinasi pemuda mahasiswa Golkar dibentuk 

suatu penitia persiapan komite nasional pemuda. Akhirnya pada 

tanggal 23 Juli 1973 dengan mengeluarkan satu “Deklarasi Pemuda 

Indonesia” terbentuklah Komite Nasional Pemuda Indonesia, yang 

kemudian kita kenal dengan nama KNPI, dimana disebutkan bahwa 

KNPI adalah : 

1) Merupakan forum komunikasi riil antar generasi muda 

Indonesia. 

2) Menampilkan kegiatan-kegiatan generasi muda sebagai 

indikasi adanya komunikasi antar generasi muda. 

3) Berfungsi sebagai katalisator dan dan dinamisator 

generasi muda Indonesia. 

4) Tidak mengurangi peranan organisasi-organisasi pemuda 

dan mahasiswa yang ada dan hidup dalam masyarakat. 
Selain itu dinyatakan pula bahwa masalah-masalah yang 
menyangkut fusi organisasi-oragnisasi pemuda maupun 
mahasiswa diserahkan kepada proses masing-masing 
organisasi. Y!) 

Secara gamblang dinyatakan bahwa KNPI hanya akan 
berfungsi sebagai forum komunikasi atau stabilisator dan 
dinamisator generasi muda (artinya wadah ini tidak akan bekerja 
secara struktural dan fungsional kebawah) namun dalam 


171 Ali Murtopo, Strategi Politik Nasional, CSIS, Jakarta, 1974, Halaman 94 


149 


kenyataannya KNPI berubah arah menjadi organisasi pemuda 
yang tidak jauh beda dengan organisasi-organisasi pemuda yang 
sudah ada. Bahkan dalam Sidang Umum MPR tahun 1978 KNPI 
secara resmi masuk dalam GBHN dan diakui sebagai satu-satunya 
wadah pembinaan generasi muda Indonesia. Hal ini sempat 
mengundang protes organisasi pemuda dan mahasiswa yang 
merasa terancam eksistensinya. Baru setelah pemerintah 
memberikan penjelasan panjang lebar tentang masih dijaminnya 
eksistensi organisasi pemuda dan mahasiswa diluar KNPI. Protes 
itu mulai mereda dan kecurigaan terhadap KNPI sebagai upaya 
me-nunggal-kan pemuda dan mahasiswa juga turut mereda. 

Dalam kaitan dengan proses kelahiran KNPI ini, PMII 
merupakan salah satu organisasi mahasiswa pendiri bersama- 
sama dengan organisasi mahasiswa dan pemuda lainnya. Seorang 
aktifis PMII, M. Hatta Musthafa pernah menjabat sebagai 
Sekretaris Jenderal KNPI. Ketika kongres I KNPI pada Oktober 
1974, PMII masuk dalam jajaran pengurus pusat, yang diwakili 
oleh sahabat Drs. Abduh Paddare, sebagai salah satu ketua DPP 
KNPI. 

Dalam rangka kongres KNPI I itu, PB PMII menginstruksikan 
kepada pengurus Koorcab dan Cabang di seluruh Indonesia untuk 
mensukseskan kongres tersebut. Surat PB PMII No. 73/PB-VI/111/74 
dan surat PB PMII NO. 76/PB-VI/IX/74. Yang intinya PB PMII 
menginstruksikan supaya cabang-cabang PMII berpartisipasi 
datang ke forum kongres - melalui jalur KNPI setempat - dan 
berjuang mempertahankan KNPI tetap pada fitrahnya 
sebagaimana ide dasar KNPI di dirikan. 

Akhirnya forum kongres memutuskan, bahwa KNPI tetap 
pada jalus fitrahnya, yaitu tetap sebagai wadah komunikasi, 
bukan sebagai wadah tunggal generasi muda Indonesia. 
Organisasi pemuda Indonesia tetap bersifat majemuk sesuai 
dengan semboyan “Binneka Tunggal Ika” walau berbeda-beda 
suku, budaya, agama, daerah dan aspirasinya tetap satu jua. Kita 
tidak satu yang tunggal secara mutlak, tetapi kita tetap 
menghargai eksistensi masing-masing. 
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Manuskrip Kelima 
Masa Konsolidasi dan 


Pengembangan (1977 - 1980) 


A. Konsolidasi Organisasi 

Periode kebangkitan PMII ditandai dengan tercetusnya 
“Deklarasi Murnajati” tanggal 14 Juli 1972. Yang pada hakekatnya 
merupakan titik kulminasi dari penemuan jati diri dan 
eksistensinya, sebagai organisasi mahasiswa yang berdimensi 
keagamaan dengan paradigma pemahaman keagamaan Aswaja. 

Pada prinsipnya deklarasi tersebut juga pernyataan ke dunia 
luar khususnya masyarakat mahasiswa Indonesia yang penuh 
dengan hiruk pikuk perjuangan mengentaskan bangsa dari 
kemiskinan dan keterbelakangan. 

PMII melalui deklarasi Murnajati, menyatakan dirinya 
sebagai organisasi yang independen, yang tidak terikat pada 
organisasi apapun dan hanya mengikatkan diri pada azas dan 
tujuan organisasinya, serta hanya komited pada perjuangan 
bangsa Indonesia. Ini menandakan bahwa PMII bukan hanya 
milik satu golongan, tetapi menjadi asset bangsa Indonesia secara 
keseluruhan khususnya ummat Islam. 

Pernyataan Independensi PMII itu, akhirnya diteguhkan 
dengan lahirnya satu pernyataan penegas yang dikenal dengan 
“Manivesto Independen”. Pernyataan ini dicetuskan dalam 
kongres V yang diselenggarakan di Ciloto Jawa Barat. 

Deklarasi Murnajati maupun Manivesto Independen tidak 
akan punya arti apa-apa, jika hanya dinyatakan di atas kertas dan 
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hanya terbatas pada tataran ide, tanpa di implementasikan dalam 
kehidupan organisasi secara nyata. Independensi suatu organisasi 
akan mempunyai arti, manakala mampu menunjukkan dirinya 
sebagai organisasi yang mandiri. Mandiri dalam gerak pemikiran 
maupun dalam gerak operasional organisasi. Bagi PMII, upaya 
kearah itu merupakan beban berat, salah satu sebabnya adalah 
karena PMII sudah terbiasa hidup dengan fasilitas-fasilitas dan 
bimbingan dari NU. Bagi pihak luar, PMII dianggap sebagai NU 
muda, bukan hanya orang lain, warga PMII pun masih banyak 
yang ragu akan kemampuan organisasi ini untuk berjuang secara 
mandiri. Tidak heran, setelah tercetusnya deklarasi independen 
ada sejumlah cabang yang terpaksa tidak/belum mampu hidup 
secara independen. 

Dalam rangka konsolidasi, PMII terus berjuang 
memperkokoh dirinya. Pada Periode Drs. Abduh Paddare, PMII 
berhasil meletakkan dasar yang kuat untuk alas pijak. Langkah itu 
dilanjutkan dengan pelaksanaan kongres VI pada tanggal 8 - 12 
Oktober 1977 di Wisma Tanah Air Jakarta. Kongres yang 
dilaksanakan beberapa bulan setelah pemilu 1977, mempunyai 
nilai strategis dan bersejarah, karena dari forum inilah PMII 
berhasil merumuskan arah gerak organisasi dalam wujud 
program-program kerja yang tersusun secara sistematis. 
Memenuhi syarat kelayakan bagi suatu organisasi modern, pola 
pembinaan, pengembangan dan perjuangan PMII (P4-PMII). 
Inilah wujud dari arah gerak organisasi yang dimaksud. P4-PMII 
merupakan rencana pengembangan jangka panjang PMII, untuk 
menjabarkan program-program itu, PMII merinci dengan program 
kerja 3 tahunan (disesuaikan dengan masa bakti PB PMII). P4- 
PMII serta penjabarannya yang tertuang dalam program kerja 3 
tahunan itu dapat lebih memantapkan organisasi melangkah 
bersama-sama dengan organisasi yang lain. 

Sebagaimana lazimnya kongres, maka kongres PMII yang ke 
VI ini disamping membahas program-program kerja dam 
persoalan-persoalan aktual saat itu juga membahas pengurus yang 
akan memimpin organisasi pada periode berikutnya (1977 - 1981). 
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Yang terpilih untuk memimpin PMII untuk periode 1977 - 1981 
adalah sahabat Ahmad Bagja dan sahabat Muhyiddin Arubusman, 
masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. 
Kedua tokoh ini sudah berpengalaman dalam mengelola 
organisasi khususnya PMII. Hasil rapat formatur mengenai 
kepengurusan PB PMII periode 1977 - 1981 adalah sebagai berikut: 


SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII 
(Periode 1977 - 1981 ) 


Ketua Umum : Ahmad Bagja 

Ketua : Musthafa Zuhad 
Ketua : Muhammad Rodja 
Ketua : Abdul Kadir 

Ketua : Yaya Sofiyah 
Sekretaris Jenderal : Muhyidin Arubusman 
Wakil Sekjen : Wahidudin Adam 
Sekbid Organisasi : Baidlawi Ali 

Sekbid Pendidikan : M. Abdul Aanzis 
Sekbid O R,Seni dan Budaya : Abdullah Jaub 
Sekbid Kopri : Fadhilah Suralaga 
Sekbid Alumni : Ukies M. Urip 
Sekbid Da'wah dan Pengabdian 

Masyarakat : Hidayat 

Sekbid Organisasi Islam, Pemuda 

dan Mahasiswa : M. Dimyati 

Sekbid Hub. LN dan Kerja 

sama Internasional : Mudjahidin Ridwan 
Bendahara : Hasan Basri Saleh 
Wakil Bendahara : Silvia. 172) 


172 Laporan pertanggung jawaban PB PMII Periode 1977 - 1981, di depan peserta 
kongres VII, tanggal 1 - 4 April 1981, di Cibubur, jakarta, Halaman 11. 
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Perjalanan organisasi dalam kepengurusan ini nampak 
kurang sehat, sehingga diperlukan adanya penyegaran agar 
dinamika organisasi bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
Untuk itu PB PMII mengadakan resufle kepengurusan pada 
tannggal 7 Oktober 1979, dengan hasil sebagaimana tersebut 
dibawah ini : 


SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII 
( PERIODE 1977 - 1981 ) 


Hasil Resuffle 
Ketua Umum : Ahmad Bagja 
Ketua : Musthafa Zuhad 
Ketua : Muhammad Rodja 
Ketua : Wahidudin Adam 
Ketua : Fadhilah Suralaga 
Sekretaris Jenderal : Muhyidin Arubusman 
Wakil Sekjen : Baidlawi Alie 
Sekbid Organisasi : Hasanudin Alfathani 
Sekbid Pendidikan : Muntaha Azhari 
Sekbid Olah Raga dan 
Seni Budaya : Abdullah Jauban 
Sekbid Kopri : Ida Farida 
Sekbid Alumni : Ukies M. Urip 
Sekbid Da' wah dan 
Pengabdian Masysrakat : Hella Firdansyah 
Sekbid Organisasi Islam 
Mahasiswa dan Pemuda : M. Dimyati 
Sekbid Hub Luar Negeri dan 
Kerjasama Internasional : Sri Mulyati 


Bendahara 
Wakil Bendahara 


173 Ibid, Halaman 12 
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: HM. Thahir Husien 
: Lathifah '5) 


B. Konsolidasi Internal 
1. Pembinaan dan pengembangan coordinator cabang, cabang 
dan anggota PMII 

Kehidupan PMII setelah memasuki masa independen dapat 
dikatakan dalam keadaan labil. Bagi PMII, deklarasi independen 
merupakan suatu upaya melahirkan kembali suatu kehidupan 
yang lebih dewasa dan mandiri. Harus diakui bahwa sikap NU 
terhadap PMII sebelum maupun sesudah independen tetap 
sebagai bapak sayang kepada anaknya. Tetapi persoalannya tidak 
hanya sampai disitu, ketergantungan PMII pada NU tidak hanya 
sebatas finansial tetapi sesungguhnya lebih dari itu. 

Suatu contoh dalam pengembangan PMII, lembaga 
pendidikan Ma'arif yang memiliki sejumlah perguruan tinggi dan 
PMII selalu mendudukkan wakilnya di lembaga itu. Hal ini 
dimaksudkan untuk tetap menjaga eksistensi PMII dan 
berkembang di perguruan tunggi milik NU ataupun setidaknya 
milik orang NU. 

Setelah pernyataan independen, persoalannya menjadi lain. 
Secara drastis tidak ada tindakan apa-apa dari pimpinan NU, 
setidaknya NU merasa tidak merasa mempunyai beban terhadap 
PMII. Bahkan di beberapa daerah, sikap NU agak keras, ini juga 
menjadi persoalah tersendiri bagi PMII. Tak heran jika pada masa 
transisi ini ada sekitar 15 cabang yang tidak mampu 
menyesuaikan diri dengan kondisi independen. 

Kesungguhan jajaran pengurus terutama mereka yang 
mempunyai komitmen kuat untuk tetap memperjuangkan sikap 
independen itu, berusaha melampaui masa transisi itu dengan 
sekuat tenaga. Pada kongres VI di Jakarta 1977 lebih mem- 
perkokoh tekad independennya, selama periode ini (1977 - 1981) 
sejumlah cabang PMII berhasil kembali berdiri, antara lain: 

e Cabang Sumenep 
e Cabang Luwu 

e Cabang Ambon 

e Cabang Surakarta 
e Cabang Darut 
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e# Cabang Cianjur 

e Cabang Samarinda 

e Cabang Balikpapan 

e Cabang Pontianak dan sebagainya "") 


Disamping itu juga terbentuk cabang-cabang baru seperti : 

e Cabang Manado 

e Cabang Sibolga 

e Cabang Nias 

e Cabang Banda Aceh 

e# Cabang Bima 
(sebenarnya cabang-cabang ini pernah beridiri pada masa 
periode 1967 - 1970) "5) 


Usaha PB PMII dalam mengembangkan cabang-cabang ini 
dilakukan dengan turba kedaerah-daerah. Ternyata cara itu cukup 
berarti bagi pembinaan pergerakan dan menunjukkan betapa 
bergairahnya aaktivitas-aktivitas PMII di daearah. 

Kunjungan-kunjungan PB PMII ini biasanya dilakukan 
bertepatan dengan kegiatan cabang/Koorcab seperti, Kegiatan 
masa penerimaan anggota baru (MAPABA), Pelatihan-pelatihan, 
Konfrensi, pelantikan pengurus dan lain sebagainya, seperti 
seminar, lokakarya dan lain-lain. 


2. Lokakarya penyusunan Buku Pedoman Pendidikan Kader. 

Sebagai organisasi mahasiswa sekaligus sebagai organisasi 
kader, bukaan sebagai organisaasi massa. Artinya rekrutmen 
sistem keanggotaan harus mengarah pada pembentukan pribadi 
anggota yang memiliki kemantapan loyalitas dan kemampuan 
dalam mengelola organisasi. PMII tidak hanya merekrut anggota 
sebanyak-banyaknya (kuantitas), dengan jenjang pengkaderan 
yang tersusun secara sistematis. PMII harus mampu menciptakan 


174 Ibid, Halaman lampiran 
175 Ibid, Halaman Lampiran 
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kader yang berwawasan kemahasiswaan, kemasyarakatan, 
kepemudaan, keislaman dan keindonesiaan. 

Seorang mahasiswa yang akan menjadi anggota PMII harus 
menempuh jenjang pendidikan paling awal, yakni masa 
penerimaan anggota baru (MAPABA), yang ini berarti PMII 
memakai sistem keanggotaan stelsel aktif. Sebelum diterima 
sebagai anggota mereka harus mengucapkan bai'at, yang berisi 
ikrar kesediaan dan kesetiaan menjalankan serta mentaati 
ketentuan organisasi. 

Sistem pengkaderan yang ada di PMII, meliputi tiga jenjang 
(sekarang dirubah menjadi dua jenjang, PKD dan PKL). Tingkat 
pertama, adalah kader muda yang dihasilkan dari Latihan Kader 
Dasar (LKD), disusul dengan Kader Madya yang dihasilkan dari 
Latihan Kader Menengah (LKM) sedangkan dari latihan kader 
lanjutan (LKL) akan menelorkan kader Inti. Masing latihan 
diselenggarakan oleh pengurus Rayon (lingkungan Fakultas) 
ataupun komisariat (lingkungan perguruan tinggi) untuk LKD, 
sedang untuk LKM, bisa diadakan oleh pengurus cabang aatau 
Koorcab. Untuk LKL, yang berwenang menyelenggarakan adalah 
PB PMII. Pelaksanaan kaderisasi dari masing-masing tingkatan 
memakan waktu 6 X 24 jam (6 hari). Perbedaan yang mendasar 
dari masing-masing tingkat pengkaderan adalah metode, materi, 
dan tenaga instrukturnya. 

Paada jenjang LKM, kader muda dilatih untuk dapat 
beraktivitas pada posisi setingkat cabang atau Koorcab. Sehingga 
lulusannya mampu duduk pada tingkat kepengurusan cabang 
atau Koorcab. Sedangkan untuk LKL, peserta harus sudah 
menempuh jenjang LKM yang diarahkan agar mempunyai 
kemampuan dan diarahkan nasional. Sehingga dalam peng- 
godokannya diharpkan kelak memiliki kemantapan ideologi serta 
keterampilan keorganisasian yang paripurna. 

Sebenarnya PMII sudah memiliki semacam panduan 
pengkaderan yang disusun pada tahun 1963, hasil keputusan 
kongres PMII II di Yogjaakarta. Pada Musyawarah Kerja PMII 
tahun 1966, panduan tersebut disempurnakan, tetapi sejak saat itu 
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PMII tidak lagi memakai buku panduan tersebut. Ini 
menyebabkan PMII mengalami kelumpuhan karena langkanya 
aktivitas pengkaderan, hal ini terjadi sekitar tahun 1970 - 1973. 

Belajar dari pengalaman masa lalu itu, upaya penyusunan 
buku pedoman/juklak pengkaderan terus diusahakan oleh PB 
PMII. Untuk itulah lokakarya penyusunan buku pedoman 
dilaksanakan pada tanggal 15 - 17 Februari 1979 di Jakarta. 
Lokakarya ini di ikuti oleh utusan dari PB PMII, lembaga 
pemdidikan kader pusat, Wakil pengurus Koorcab (Sumut, 
Sumbar, Sulsel, Sumbangsel, Jabar, Jatim, Jateng dan Kalsel). Di 
undang pengurus-pengurus cabang terkemuka seperti Surabaya, 
Yogjakarta, Ciputat, DKI Jaya, daan Malang. "95) 

Dengan disusunnya buku pedoman pendidikan kader, maka 
teratasi sebagian masalah pengkaderan, yakni tidak singkronnya 
pedoman pengkaderan yang dimiliki dengan kebutuhan 
organisasi yang berjalan sesuai dengan dinamika masyarakat. 


3. Pelatihan Instruktur 

Sebagai organisasi kader, PMII sangat membutuhkan tenaga- 
tenaga instruktur, sebab bagaimanapun baiknya suatu pedoman 
tanpa dibarengi dengan tenaga pelatih yang mampu 
menterjemahkan isi pedoman tersebut, pengelolaan kaderisasi 
tidak akan banyak artinya. Kalaupun itu dipaksakan, hampi dapat 
dipastikan tidak akan mencapai hasil sebagaimana yang 
diharapkan (target pelatihan). 

Persoalan instruktur ini, PMII masih ketinggalan dibanding 
dengan organisasi mahasiswa lainnya. Dari catatan perjalanan 
PMII selama hampir tiga dasa warsa, PMII baru 
menyelenggarakan latihan instruktur pada tahun 1969, di Leles 
Garut Jawa Barat, sehingga dapat dibayangkan betapa langkanya 
tenaga instruktur yang terlatih. Kegiatan pelatihan yang 
dilaksanakan selama ini tidak ditangani oleh instruktur yang 
benar-benar terlatih. 


176 Ibid, Halaman 15 
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Kebutuhan akan tenaga pelatih sedikit teratasi dengan 
diadakannya pelatihan instruktur pada tanggal 4 - 11 Juli 1980 di 
Jakarta. Latihan ini di ikuti oleh 40 Cabang dengan jumlah peserta 
sebanyak 70 orang. Walaupun jumlah masih sangat minim, jika 
dibandingkan dengan jumlah anggota PMII, namun hal ini paling 
tidak dapat memenuhi sebagian kebutuhan tenaga pelatih, dan 
alumni pelatihan ini diharapkan kelak dapat menularkan 
keahliannya di daerahnya masing-masing berantai. 

Dengan upaya itulah kegiatan pengkaderan di daerah 
nampak mariah lagi seperti pada seputar tahun 1960-an. 

Masa pembinaan dan pengkaderan PMII setelah diadakan 
kegiatan berupa penyusunan juklak pengkaderan dan latihan 
instruktur, terasa sekali dampaknya bagi PMII. Cabang-cabang 
PMII selama periode 1977 - 1981 tumbuh pesat disertai aktivitas 
pengkaderan yang mulai berjalan dengan baik. Bahkan ada 
beberapa cabang yang berhasil dengan lembaga pendidikannya, 
seperti cabang Banjarmasin dengan SMTP, SMTA dan Akademi. 
Masing-masing adalah “SMP Sahabat”, “SMA Realita” dan 
“Akademi Da'wah”. Sebuah lagi dikelola oleh PMII cabang 
Cirebon Jawa Barat, dengan “SMP Diponegoro”. 

Tidak hanya pelatihan formal, pelatihan non-formal-pun 
seringkali diselenggarakan, antara lain seperti pembinaan dan 
pengembangan masyarakat/Desa laboratory, untuk cabang Jember 
dan cabang Malang Jawa Timur dan Koorcab Jawa Tengah. 
Sedangkan pelatihan yang sifatnya informal, kader-kader PMII 
ditingkat cabang, seperti pembentukan studi-studi club, 
kelompok-kelompok kajian/diskusi, hal ini tumbuh subur di 
cabang DKI Jaya-Ciputat, Yogjakarta dan lain-lain. 


4. Pembenahan sekretariat dan penerbitan 
Salah satu keputusan kongres V di Ciloto Jawa Barat, adalah 
mengupayakan agar PMII meiliki kantor sekretariat permanen 
yang mandiri. Apabila keadaan itu tetap seperti saat ini, maka 
pihak luar tetap akan menganggap independensi PMII masih sulit 
dibuktikan. Ketika PMII baru lahir, justru ia mampu menempati 
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sekretariat yang mandiri walau belum permanen, yaitu 
dikediaman sahabat Said Budairi (Sekjen PP PMII periode pertam) 
padahal waktu itu PMII masih dependen pada NU. 

Hal ini pernah disinggung oleh sahabat Mahbub Junaidi, 
beliau mempertanyakan, mengapa setelah PMII independen, 
justru kantor sekretariatnya sebagian besar berada di kantor NU. 
Hal ini paling tidak persepsi pihak luar terhadap independensi 
PMII akan tetap minor. 

Keadaan yang sebenarnya adalah PMII dalam banyak hal 
masih sering mempergunakan fasilitas milik NU, walau hal itu 
mungkin tidak banyak berpengaruh bagi kemandirian organisasi 
ini. PMII tetap bebas menyusun program-programnya sendiri 
dengan cara berfikir yang tidak terikat pada NU. Dalam Kongres, 
Musyawarah Besar, Musyawarah Pimpinan, Musyawarah Kerja 
dan rapat-rapat yang lain, disana tidak akan ditemui pesan 
sponsor siapapun termasuk NU. 

Tentang pandangan orang luar terhadap kemandirian PMII 
yang sampai saat ini masih berkantor di Jl. Keramat raya No. 164 
Jakarta, kadang membuat orang sinis terhadap jargon 
kemandirian organisasi ini. Lepas dari itu semua, sebenarnya PMII 
selalu berusaha untuk mandiri dalam segala hal. Hanya karena 
ketidak mampuan danalah yang membuat PMII tetap mengguna- 
kan kantor tersbut sebagai salah satumodal gerak operasional 
organisasi. 

Kenyataan seperti itu tidak selamanya menguntungkan, 
selama puluhan tahun hidup dan berkembang, dilihat dari 
fasilitas yang dimiliki sangat memprihatinkan. Organisasi yang 
memiliki puluhan ribu anggota ternyata hanya memiliki 
perlengkapan sekretariat yang sangat sederhana. Kekayaan yang 
dimiliki PMII hanya semangat dan idealisme yang membuatnya 
tetap eksis dalam mengembangkan sayap organisasinya. 

Satu lagi keistimewaan periode ini adalah dalam bidang 
penerbitan. Media penerbitan yang diberi nama bulettin 
“Generasi” yang mampu terbit hingga nomor 25. Bahkan sempat 
diteruskan pada periode selanjutnya. Dengan bekal tenaga yang 
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telah terlatih melalui pendidikan pers hasil periode sebelumnya, 
bulettin Generasi dipercantik. Berkat bulettin inilah informasi dan 
segala aktivitas dari cabang-cabang di daerah dapat di monitor 
oleh warga pergerakan di seluruh Indonesia. 


C. Konsolidasi Ekstern 
1. PMII dalam Forum Kemahasiswaan 

Sebagai organisasi mahasiswa, PMII tidak mungkin lepas dari 
aktivitas kemahasiswaan / kampus. Memasuki masa pembinaan 
dan pengembangan, dunia kemahasiswaan waktu itu sedang 
mengalami masa suram. 

Dunia kemahasiswaan sebagai pelopor penggerak kesadaran 
berbangsa dan bernegara sesungguhnya telah terbukti dalam 
sejarah sejak puluhan tahun yang lalu. Tepatnya sedari Soetomo 
bersama mahasiswa STOVIA lainnya mendirikan “Budi Utomo” 
tahun 1908. Pemimpin bangsa mulai dari angkatan 1920-an 
sampai dengan angkatan 1966 adalah mantan aktivis mahasiswa. 
Mereka memperoleh pengetahuan kesadaran dan keterampilan 
dalam kepemimpinan bangsa ini berkat pengalaman sebagai 
mahasiswa yang tekun belajar sampbil melibatkan diri dalam 
kegiatan non-kurikuler, terutama yang menyangkut politik dan 
kemasyarakatan. 

Pada jaman kemerdekaan, peran serta mahasiswa sangat 
besar, catatan sejarah membuktikan, munculnya para pelajar atau 
mahasiswa menjelma sebagai tentara dalam membela tanah air 
yang dikenal dengan “tentara Pelajar”. Pada jaman demokrasi 
leberal, peran mahasiswa sebagai pelopor terlihat menurun. 
Walau pada jaman itu organisasi-organisasi mahasiswa hidup 
dengan semarak, tetapi dalam aktivitasnya hanya untuk 
memperkuat kedudukan partai-partai politik yang melindungi 
organisasi masing-masing. 

Posisi yang demikian ini berubah drastis ketika terjadi 
peristiwa G.30. S/PKI. Yaitu mengkhianati Ibu Pertiwi dengan 
melakukan gerakan kudeta. Namun PKI tetap dibiarkan hidup 
oleh rezim Orde Lama. Akibatnya rakyat merasa tidak puas, 
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wakil-wakil rakyat yang duduk dalam parlemen tidak mampu 
menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya. 

Melihat kenyataan seperti ini, dimana nilai-nilai demokrasi 
terinjak-injak, kembali mahasiswa tampil sebagai pelopor pejuang 
hak azasi terdepan. Mahasiswa melihat bahwa wakil rakyat yang 
menjadi tumpuan harapan untuk menegakkan keadilan, diam 
seribu bahasa, mereka tidak mampu lagi berbuat untuk rakyat 
yang diwakilinya, sehingga saluran konstitusional menjadi macet. 

Akhirnya, mahasiswa tampil menempuh jalur non-konsti- 
tusional, mereka turun jalan berdemonstrasi membela rakyat, 
dengan menuntut PKI dan antek-anteknya dibubarkan. 

Setelah pemerintahan Orde Baru berjalan sekian lama, 
mahasiswa merasa tidak puas, karena kenyataannya telah terjadi 
penyimpangan dari yang dulu mereka dambakan dan 
perjuangkan, kehidupan negara yang benar-benar melaksanakan 
Pancasila dan UUD 1945. Mereka menilai ada penyimpangan, 
terutama dalam pelaksanaan pemilu 1971 dan 1977. Kemarahan 
mulai timbul dan tidak percaya lagi terhadap kepemimpinan 
nasional yang ternyata menurut mereka tidak berbeda dengan 
pemerintahan Orde Lama. Ketidak puasan mahasiswa dituangkan 
melalui cara-cara menyuarakan aspirasinya lewat koran-koran 
kampus yang hidup dengan sburnya, disamping aksi corat-coret 
kampus dengan plakat-plakat berisi protes yang bernada tuntutan, 
bahkan aksi turun jalan menutut kepemimpinan nasional kembali 
kejalan semula. Hal ini dilakukan menjelang sidang umum MPR 
1978. 

Namun, pemerintah beranggapan lain, aksi mahasiswa itu 
dinilai menjurus pada perongrongan wibawa pemerintah dan 
mengganggu stabilitas nasional. Aksi mahasiswa dihentikan. 
Selaanjutnya disinyalir bahwa yang menggerakkan aksi itu adalah 
badan-badan mahasiswa intra universiter. Para tokoh mahasiswa 
penggerak aksi ditangkap dan dimejahijaukan dengan tuduhan 
merongrong wibawa pemerintah dan mengganggu stabilitas 
nasional. Tidak luput dari aksi penangkapan itu adalah sahabat 
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Ahmad Bagja (ketua umum PP PMII) sempat diamankan agar 
tidak bergerak memobilisir mahasiswa. 

PB PMII mengeluarkan surat pernyataan yang berisi protes 
terhadap pemerintah saat terjadi pengadilan mahasiswa 
(merupakan pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh organisasi 
mahasiswa ekstra universitas). 

Sejak saat itulah kecenderungan historis tersebut mengalami 
perubahan secara drastis. Aktivitas mahasiswa, terutama yang 
menyangkut kehidupan politik serta yang dapat dikategorikan 
menjurus kesana, dikontrol secara ketat. Sanksi akademik yang 
berat dijatuhkan kepada mahasiswa pelanggar sistem pengawasan 
yang berlaku. 

Berdasarkan kepentingan akan stabilitas politik dan 
pembangunan maka dilaksanakan penataan kehidupan kemaha- 
siswaan lewat kebijaksanaan yang dikenal dengan NKK/BKK. 
Sekalipun mendapat kritik dari mahasiswa, dunia kampus dan 
politisi melalui suatu usul interpelasidi DPR, namun pemerintah 
tetap dengan langkah yang sudah ditetapkan. 


Birokratisasi Kampus 

Dua langkah penting yang ditempuh pemerintah dalam 
menghadapi gerak dinamika mahasiswa dan kampus yang 
dianggap membahayakan kebijaksanaan pembangunan nasional, 
yaitu stabilitas politik dan proses pembangunan nasional, ialah 
dengan melakukan intervensi yang bersifat kebirokrasian dan 
mengadakan pembenahan politik yang melibatkan unsur-unsur 
dan kehidupan kampus. 

Dalam rangka tindakan kebirokrasian , kampus sepenuhnya 
dilatakkan dalam jalur tujuan dan proses birokrasi negara. 
Kebijaksanaan kampus harus mendapatkan persetujuan sepenuh- 
nya dari departemen Dikbud. Penentuan pimpinan mulai dari 
Rektor sampai kepada pimpinan jurusan harus sepengetahuan 
dan disetujui departemen tersebut. Bahkan dalam pemberian 
tugas kepada sejumlah dosenpun, departemen ikut serta. 
Pengalokasian anggaran yang sepenuhnya ditanggung peme- 
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rintah mendapat pengarahan dan pengawasan yang lebih ketat 
sesuai dengan kebijakan pemerintah. 

Langkah politis pemerintah ialah memisahkan kampus dari 
politik dengan jalan membubarkan lembaga kemahasiswaan 
(dewan mahasiswa), melarangg mahasiswa mengatasnamakan 
kampusnya di dalam kegiatan politik dan mengaktifkan organi- 
sasi pegawai negeri (Korpri) di kampus, kebijaksanaan tersebut 
diperkuat lagi dengan membatasi kesempatan dosen untuk 
mengumumkan pemikirannya di media massa dengan jalan hanya 
membolehkan profesor mengatasnamakan kampusnya. Sementara 
itu pengaruh Golkar melalui pimpinan unit-unit kampus semakin 
merasuk terhadap keseluruhan warga kampus. 

Campur tangan birokrasi negara dalam proses kehidupan 
kampus diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang amat men- 
detail terhadap opersional universitas, yaitu penyeleksian staf 
pengajar dan mahasiswa, penentuan dan penyusunan kurikulum, 
pengalokasian dana, penentuan penelitian, dan penentuan 
pimpinan. 

Disatu sisi, intervensi birokrasi tersebut membawa ke- 
untungan, sarana fisik kampus, jumlah dosen serta fasilitasnya 
daan daya tampung telah ditingkaatkan melalui pola 
pembangunan kampus seperti itu. Akan tetapi jika dilihat dari 
hakekat kemandirian kampus, maka adanya dampak negatif yang 
dibawa oleh tingginya intensitas campur tangan birokrasi 
tersebut, antara lain : 

Pertama: Terasa kuatnya tekanan kepada pertumbuhan daya 
kreatifitas warga kampus. Pengawasan birokrasi 
menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan untuk 
berbuat salah dikalangan warga kampus. Untuk itu 
mereka melakukan berbagai pengamanan mulai 
dari menyensor pikiran atau pendapat sendiri 
sampai kepada tidak mengumumkan kepada 
siapapun. Lebih dari itu, mereka tidak melakukan 
pemikiran sama sekali. Gejala ini dapat menekan 
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Kedua : 


Ketiga: 


tumbuhnya pemikiran-pemikiran alternatif di 
dalam kampus. 

Intervensi birokrasi yang mencengram itu men- 
jadikan para pimpinan unit-unit universitas sebagai 
“raja kecil” yang memimpin organisasi dengan 
mengendalikan kekuasaan, kewenangan dan 
prosedur ketimbang menggunakan argumenttasi 
dan pertimbangan yang logis. Kepemimpinan 
personal meningkat meninggalkan kepemimpinan 
institusional, keterlibatan dosen dalam penentuan 
pimpinan dan kebijaksanaan kampus semakin kecil. 
Prosedur yang berlaku dilembaga pemerintah 
diambil alih oleh universitas beserta unit-unitnya. 
Tumbuhnya gejala apatisme sebagai akibat dari 
perpaduan kedua akibat diatas, kekhawatiran 
berbuat salah dalam berkreasi dan keterbatasan 
untuk melibatkan diri di dalam penentuan hal-hal 
penting di kampus menyebabkan dosen lebih 
memusatkan perhatian kepada aktivitas mengajar. 
Itupun dengan pilihan bahan yang amat hati-hati. 
Mahasiswa lebih memusatkan diri kepada 
penyelesaian studi, tanpa merasa perlu meng- 
adakan pencernaan dan pematangan serta per- 
luasan wawasan. !7) 


Pada dasarnya PMII menolak diberlakukannya NKK/BKK 


berlaku sebagai sistem yang mengatur kehidupan kampus dan 
mahasiswa Indonesia. Namun untuk menolaknya secara mutlak 
dan frontal, padahal sistem itulah yang saat itu berlaku 
diperguruan tinggi seluruh Indonesia sama artinya dengan 
menghadapkan PMII pada jurang yang dapat berakibat celaka. 


177 Arbi Sanit, Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa, Refleksi dan Gagasan 


Alternatif, Lingkaran studi Indonesia dan YLBHI, Jakarta, 1989, Halaman 24 - 


26 
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2. PMII Dalam Forum Kepemudaan 

Organisasi mahasiswa pada hakekatnya juga berdimensi 
pemuda, sebab pada dasarnya mahasiswa adalah juga pemuda. 
Jika kita bandingkan aktivitas PMII dalam bidang kepemudaan 
dengan dunia kemahasiswaan, dapat dikatakan lebih besar porsi 
keterlibatannya dalam bidang kepemudaan. 

Dalam dunia kepemudaan, seperti kita ketahui, bahwa pada 
tahun 1973 telah lahir organisasi pemuda bentukan pemerintah 
yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), berdasarkan 
deklarasi pemuda 23 Juli 1973 itulah lahir KNPI yang merupakan 
forum konsultatif pemuda Indonesia. Dalam perkembangan 
selanjutnya berkembang dan berubah menjadi organisasi yang 
sifat dan perannya tidak berbeda dengan organisasi pemuda 
lainnya. Bahkan ada usaha-usaha untuk menjadikan KNPI sebagai 
organisasi pemuda tunggal di Indonesia. Usaha ini mendapat 
tantangan dari para pemuda pencetus dan pendukung deklarasi 
pemuda 1973. 

Usaha mewujudkan KNPI sebagai wadah pembinaan tunggal, 
didahului dengan masuknya KNPI dalam GBHN. Hal itu terjadi 
dalam sidang Umum MPR 1978. Penggarapan untuk memasukkan 
KNPI dalam GBHN, dilakukan dengan intensif. Usaha paling 
menonjol adalah penekanan terhadap organisasi pendukung dan 
pencetus KNPI. Bahkan koordinasi pemuda Golkar menolak KNPI 
dijadikan sebagai wadah tunggal. Maksudnya pemerintah 
memasukkan KNPI dalam GBHN akhhirnya berhasil melalui 
pemungutan suara setelah FPP dan FPDI menolaknya, tetapi 
dengan catatan KNPI tidak akan mematikan organisasi pemuda 
lainnya. Dengan demikian jelas, bahwa upaya-upaya pihak 
tertentu untuk menggiring para pemuda dalam satu wadah 
pembinaan yang tunggal mengalami kegagalan, tetapi usaha para 
pemuda sendiri agar KNPI tidak masuk dalam GBHN juga tidak 
berhasil. 

Sikap PMII terhadap keberadaan KNPI tetap dalam posisi 
sikap netral, karena bagaimanapun PMII sadar akan tanggung 
jawab moralnya, sebagai organisasi pencetus lahirnya KNPI, maka 
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dalam setiap kesempatan PMII tetap mengadakan koreksi agar 
KNPI tetap berjalan menurut fitrahnya. Setelah gagal me- 
wujudkan wadah tunggal para pemuda Indonesia, meskipun 
KNPI dimasukkan dalam jalur resmi (GBHN) justru eksistensi dan 
perkembangannya mengalami kesulitan. Apakah organisasi ini 
akan menempatkan dirinya sebagai organisasi massa atau hanya 
berupa forum komunikasi belaka. Disinilah KNPI mengalami 
dilema. 

Dalam majlis pertimbangan pemuda (MPP) hal tersebut 
sudah dibicarakan, pada kesempatan itu PMII melalui utusannya 
Musthafa Zuhad (ketua PB PMII) dan M. Baidlawi Ali (Sekbid 
Organisasi PB PMII) mengajukan pokok-pokok pikiran untuk 
membendung pihak-pihak yang selalu berusaha menjadikan KNPI 
sebagai wadah pembinaan tunggal. Usaha itu bahkan berlanjut 
sampai pada forum kongres II KNPI yang diselenggarakanpada 
tanggal 28 Oktober s/d 4 Nopember 1978. Forum ini sempat 
membuat para aktivis organisasi mahasiswa merasa dirugikan 
sehubungan dengan adanya pihak tertentu yang menamakan 
dirinya sebagai Kongres Pemuda. Dalam kongres ini muncul 
kembali issue tentang akan dijadikannya KNPI sebagai wadah 
tunggal pemuda Indonesia. Tentu saja PMII dan seluruh 
organisasi pemuda serta mahasiswa kecuali KNPI dan AMPI 
menolak usaha itu dengan menyebut kongres II KNPI sebagai 
kongres pemuda. 

Gejala ini sebenarnya merupakan produk dari “tiga bentuk 
kebijaksanaan” yang mengatur kehidupan mahasiswa sejak 
diberlakukan pada tahun 1973 : 

Pertama: Dengan dibentuknya KNPI, maka eksistensi 
mahasiswa sebagai komunitas dengan sub- 
kulturnya tidak diakui lagi. Sebab mahasiswa 
sudah diperlakukan sebagai bagian yang utuh dari 
pemuda, sekalipun secara formal KNPI ditetapkan 
sebagai badan komunikasi antar organisasi pen- 
dukungnya. Organisasi mahasiswa seperti PMII, 
GMNI, HMI dan lain-liannya, yang diharuskan 
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bernaung di bawah KNPI, dikontrol oleh Menteri 
negara urusan pemuda dan Olah raga. Setelah UU 
keormasan diberlakukan tahun 1985, maka aparat 
departemen dalam negeri pun bertindak sebagai 
pengawas dan pembina. 

Kedua: Pembekuan Dewan Mahasiswa oleh aparat 
keamanan - KOPKAMTIB - sejak 21 Januari 1978, 
melumpuhkan organisasi mahasiswa tingkat 
universits dn nsionl. Mahasiswa tidak mempunyai 
wadah untuk melakukan kegiatan yang berskala 
besar, naik di kampus maupun secara nasional, 
maka tinggallah organisasi mahasiswa tingkat 
fakultas dengan segala kondisi yang ada. 

Ketiga: Kebijaksanaan ' NKK/BKK yang  meletekkan 
oraganisasi mahasiswa intra fakultas di bawah 
pengendalian, pengarahan dan bahkan pembiayaan 
universitas. Lebih dari itu, kebijaksanaan tersebut 
jugamelarang mahasiswa berpolitik, kecuali sebagai 
individu dan harus memasuki organisasi politik 
resmi. "3) 


Berkenaan dengan kebijaksanaan stabilitas politik rezim Orde 
Baru, terasa adanya keengganan umum untuk membicarakan 
masalah peran pemuda. Orang khawatir akan terjebak kedalam 
perdebatan sengit tentang kepemimpinan nasional, sehingga 
dapat merangsang tumbuhnya faktor destabilitas nasional. 

Tetapi sejak tahun 1970-an, setelah impaknya terasa ke 
seantero kehidupan, dan pada saat regenerasi kepemimpinan dari 
angkatann 1945 kepada generasi berikutnya mulai diwujudkan, 
maka urgensi masalah peran pemuda khususnya yang berkenaan 
dengan kepemimpinan semakin dirasakan. Dalam rangka 
regenerasi itulah dipermasalahkan kembali peran pemuda dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara. 


178 Ibid, Halaman 91 
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Sadar akan peran generasi muda dimasa lalu dan potensi 
mereka untuk menguasai masa depan, maka pengembangan 
kelompok masyarakat ini merupakan salah satu program dari 
sistem politik manapun yang pernah tumbuh di Indonesia. 
Kenyataan sejarah seperti aktivitas pemuda dimasa pergerakan 
dan perjuangan kemerdekaan, di masa revolusi 1945 dan bahkan 
dimasa pemerintahan orde lama ke orde baru, tak memungkinkan 
pemerintah mengabaikan generasi muda. Apalagi potensi untuk 
masa depan seperti terlihat dari jumlah yang amat besar, 
dinamika, penguasaan akan ilmu dan teknologi, dan watak yang 
lebih terbuka akan perubahan, tidak memungkinkan kekuatan 
politik manapun untuk mengesampingkan mereka. 

Intervensi birokrasi tersalur melalui proses pengembangan 
pemuda. Dan upaya tersebut semakin intensif sejalan dengan 
perputaran waktu. Pada tahun 1973 pemerintah mengusahakan 
pembentukan KNPI untuk menampung aktivitas keseluruhan 
pemuda didalam suatu wadah komunikatif, disamping 
menyediakan lembaga pembinaan berupa “Menpora”, disediakan 
juga anggaran yang cukup besar untuk kegiatan pemuda. Di 
dalam Pelita III juga dikembangkan konsep NKK/BKK sebagai 
cara pembinaan mahasiswa di dalam kehidupan politik yang 
sekarang amat dirasakan akibatnya bagi kehidupan mahasiswa 
sebagai komponen strategis di kalangan generasi muda. Dan 
melalui UU keormasan tahun 1985, maka penataan organisasi dan 
ideologi pemuda bersama ormas lainnya juga mulai dicanangkan. 

Bagi mereka yang berpandangan kritis terhadap hasil 
pengembangan pemuda, dapat dilihat kesadaran politik pemuda 
yang kurang memadai, disamping pengetahuan dan pemahaman 
mereka yang kurang luas dan dangkal, terasa juga sikap apatis 
yang semakin meluas di kalangan pemuda. Mahasiswa yang 
sampai dengan pertengahan tahun 1960-an mempunyai 
keunggulan di dalam segala unsur kesadaran berbangsa dan 
bernegara tersebut, justru semakin menjadi apatis, lebih 
menyedihkan lagi, mahasiswa semakin takut dengan aktivitas 
yang bernuansa politik. 
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KNPI sebagai wadah generasi muda tampaknya semakin 
mengcopy pola kerja dan budaya organisasi yang berkembang di 
dalam birokrasi. Pola hubungan warga dengan pemimpin, tata 
cara pemilihan pemimpin, pengumpulan dan penggunaan dana, 
dan bahkan pola konflik di dalamnya, menjurus kepada birokrasi. 
Ciri kepemudaan yang amat ditandai oleh spontanitas dan 
kesederhanaan kurang menonjol. Begitu juga ciri inovatif tidak 
mampu dikembangkan di dalam wadah ini. 


171 


Manuskrip Keenam 
Seperempat Abad Pergerakan 
(1981-1989) 


A. Kongres VII di Cibubur Jakarta 

Kongres ke VII PMII yang berlangsung di Pusdiklat Pramuka 
Cibubur Jakarta pada tanggal 1 - 5 April 1981, tidak kurang dari 
400 utusan yang terdiri dari 42 pengurus cabang, 9 Koordinator 
cabang plus peninjau hadir dalam forum kongres tersebut. 

Kongres ini mempunyai arti tersendiri, karena pada masa 
inilah mulai pertama kali hasil-hasil kongres VI PMII setelah 
masa peralihan dari dependen ke independen. Sekaligus juga 
untuk pertama kali kongres ini mengevaluasi pola baru 
penyusunan program kerja jangka panjang dan pola baru program 
jangka pendek (program kerja 3 tahunan PMII) dilaksanakan. 
Seperti telah disebutkan pada bab terdahulu, bahwa sejak periode 
1977-1981 itulah PMII menyusun program kerjanya secara 
simultan dan berkesinambungan, yaitu progran kerja jangka 
panjang yang berkurun waktu 15 tahun, dan program tersebut 
dipilah-pilah dengan 5 tahapan program kerja 3 tahunan. Melalui 
tahapan-tahapan program kerja yang simultan dan berencana 
itulah PMII mencanangkan dirinya untuk bersama bangsa 
Indonesia memasuki era global. Forum kongres ini juga menyusun 
program jangka panjang yang dikenal dengan “Pola Pembinaan, 
Pengembangan dan perjuangan” (P4-PMII) serta penjabarannya 
dalam pola umum program kerja nasional (PUPKN-PMII) yang 
lebih terperinci yaitu program kerja 3 tahunan pengurus besar 
PMII. Disamping itu juga kongres memutuskan pokok-pokok 
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pikiran yang yang berkenaan dengan berbagai permasalahan 
bangsa, seperti masalah Keislaman, generasi muda, kampus, dan 
kemahasiswaan, pendidikan, ekonomi, hukum, politik, sosial, 
budaya, hankam, kesehatan, lingkungan hidup, transmigrasi dan 
sebagainya (selengkapnya lihat lampiran). 

Kongres ditutup pada tanggal 5 April 1981 ini, diakhiri 
dengan sidang pleno pemilihan pengurus besar PMII periode 
1981-1984. Sidang memutuskan sahabat Muhyiddin Arubusman 
(sebelumnya Sekjen PB PMII periode 1977 - 1981, mahasiswa FKK 
universitas Jakarta) terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII periode 
1981-1984, di dampingi oleh sahabat HM. Tahir Husien 
(sebelumnya bendahara PB PMII periode 1977 - 1981, alumni IKIP 
Jakarta) sebagai Sekjen. Dalam rangka melengkapi kepengurusan 
PB PMII periode 1981 - 1984 mereka didampingi oleh tim formatur 
yang terdiri dari : 

1. Drs. Man Muhammad Iskandar - Ketua Umum Koorcab 
Jabar (wakil Dekan Fak. Ilmu Komunikasi Uninus Bandung) 

2. Drs. Masdar Farid Ma'udi - aktivis LSM 

3. Drs. Supna Yusuf, Alumni PMII Yogjakarta 

Hasil rapat formatur penyusunan kepengurusan PB PMII 
periode 1981 - 1984 adalah sebagai berikut : 


SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII 
(Periode 1981 - 1984 ) 


Ketua Umum : Muhyidin Arubusman 
Ketua : H. Wahidudin Adam 
Ketua : Masdar Farid Mas'udi 
Ketua : Muhaimin RD 

Ketua : Nu man Abd. Hakim 
Ketua : Fadila Suralaga 
Sekretaris Jenderal : H. Tahir Husien 
Wakil Sekjen : A. Suherman Has 
Sekbid Organisasi : Muntaha Azhari 


Sekbid Pengembangan Kaderr: Indriawan Ali Mansur 
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Sekbid Da' wah dan Pengabdian 
Masyarakat : Zuhri Usman 
Sikbid Alumni : Asmun Suhaimi 
Sekbid Hub. Luar Negeri: Bisri Efendi 
Sekbid Korp PMII Puteri : Lilis Nurul Hasnaputri 
Sekbid Olah Raga dan Seni 
Budaya : Suhandi Azis 
Sekbid Hubungan Organisasi 
Islam, Pemuda dan Mahasiswa 

: Ismail Umri 
Bendahara : H. Tanri Umri 
Wakil Bendahara : Ermalena M.Hs 


Karena dalam perjalanannya PB PMII periode ini mengalami 
hambatan disebabkan kurang berfungsinya sebagian personalia 
Pengurus, maka pada bulan Juli 1983 di adakan penyegaran / 
resuffle, dengan susunan selengkapnya sebagai berikut : 


SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII 
(Periode 1981 - 1984 ) 


Hasil Resuffle 
Ketua Umum : Muhyidin Arubusman 
Ketua : H. Wahidudin Adam 
Ketua : Masdar Farid Mas'udi 
Ketua : Muhaimin RD 
Ketua : Indriawan Ali Mansur 
Ketua : Fadila Suralaga 
Sekretaris Jenderal : A. Suherman HS 
Wakil Sekjen : Ismail Umri 
Sekbid Organisasi : Ermalena M.Hs 


Sekbid Pengembangan Kaderr : Masykuri Abdillah 
Sekbid Da' wah dan Pengabdian 

Masyarakat : Hasanudin Al-Fathoni 
Sikbid Alumni : Asmun Suhaimi 
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Sekbid Hub. Luar Negeri : Dully Karly Easyid 


Sekbid Korp PMII Puteri : Lilis Nurul Hasna p 
Sekbid Olah Raga dan Seni 
Budaya : Suhandi Azis 


Sekbid Hubungan Organisasi 

Islam, Pemuda dan Mahasiswa : Surya Dharma Ali 
Bendahara : H. Tanri Umri 
Wakil Bendahara : Zuher Hoesen 


B. Tantangan dan Upaya Mengatasinya 
Perjalanan kepengurusan PB PMII periode 1981 - 1984 ini 
banyak mengalami tantangan yang cukup serius, bahkan jika 
dibandingkan dengan periode sebelumnya tantangan yang 
dihadapi lebih berat, karena menyangkut hal-hal yang prinsipil 
bagi perjalanan PMII selanjutnya. Permasalahan intern organisasi 
antara lain : 
1. Pemahaman dan Aplikasi Ajaran Aswaja yang sempit 
Seperti kita ketahui bahwa PMII adalah satu-satunya 
organisasi mahasiswa yang secara tegas menyatakan dirinya 
berhaluan Ahlussunnah Wal-Jama'ah (Aswaja). Pernyataan itu 
secara eksplisit dicantumkan dalam AD/ART PMII : 
“ng Maka atas berkat rahmat Allah Swt, dibentuklah Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia yang berhaluan Ahlussunnah Wal- 
Jama'ah dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 
Tangga.....” 


Adalah ajaran yang datang dari Muhammad Saw yang dalam 
aplikasi dan pemahaman ajarannya didasarkan pada tuntunan 
operasional para sahabat Nabi, Tabi'in, Tabi'it Tabi'in, dan para 
Imam Mazhab. Aswaja dalam bidang agidah, menganut tuntunan 
Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Mansur Al-Maturidi. 
Sedangkan dalam bidang Peribadatan, bermazhab pada salah satu 
Imam Mazhab yang empat, yaitu : Imam Syafi'l, Imam Hanafi, 
Imam Maliki, Imam Hambali. Untuk bidang Akhlak atau 
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Tasawwuf mengacu kepada ajaran Abu Oosim Al-Junaidi Al- 
Baghdadi dan Abu Hamid Muhammad Al-Ghozali. 

Kerangka acuan dan pilihan agidah warga PMII ini tidak 
sepenuhnya salah (juga tidak sepenuhnya benar), namun kultur 
yang tidak menunjang dan cara pemahaman yang masih sempit, 
maka warga pergerakan ini kadang dianggap masih terbelakang, 
tidak kreatif bahkan jumud. Lebih-lebih warga PMII yang berasal 
dari pergutuan tinggi umum, kita harus mengakui secara jujur 
bahwa pemahaman kita tentang Aswaja masih sangat terbatas. 
Disatu sisi hal ini dapat menghambat bagi pengkaderan PMII, 
karena dapat menimbulkan beragamnya model dan materi 
Aswaja yang seringkali antara satu dengan yang lain terjadi 
kesenjangan. Ada yang mendoktrin Aswaja hanya sebatas hukum- 
hukum figih Syafi'iyah, namun ada yang mendoktrin lebih dari 
itu, bahkan menggugat Aswaja sebagai tidak sesuai dan tidak 
mampu lagi mengikuti perkembangan zaman. Itulah kesenjangan 
yang terjadi. Diantara dua titik ekstrim tersebut terdapat variasi 
model atau versi Aswaja sebanyak jumlah cabang yang ada. 
Bahkan tak mustahil sebanyak moment pengkaderan yang ada di 
PMII. Hal ini sebenarnya bersumber dari ketidak mampuan PMII 
dalam merumuskan ajaran Aswaja yang begitu luas dan konpleks 
kedalam Nilai-nilai Dasar Pergerakan (NDP-PMII). Hal ini baru 
dapat dirimiskan secara agak sistematis (walaupun masih sangat 
sederhana dan serba terbatas) pada kongres IX 1988 di Bandung. 
NDP-PMII sebenarnya berupa kristalisasi Aswaja yang di- 
aktualisasi dengan permasalahan-permasalahan kini dan masa 
mendatang. 

Upaya untk membuka wawasan dan cakrawala berfikir warga 
PMII dalam memahami Aswaja, adalah dengan cara membentuk 
kelompok-kelompok diskusi kecil yang khusus mendalami ajaran 
Aswaja secara intensif. Gerakan diskusi ini di ikuti dengan 
kegiatan-kegiatan seminar ataupun lokakarya. Ini baru langkah 
kecil yang dilakukan warga pergerakan untuk memahami ajaran 
Aswaja secara mendalam dan komprehensif yang idealnya hal ini 
dapat dilakukan secara simultan dan berkesinambungan untuk 
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secara terus menerus memahami, mempelajari dan mengamalkan 
Aswaja. 


2. Sumber Daya Anggota Kelas Menengah Ke Bawah 

Harus diakui, bahwa mayoritas anggota PMII berasal dari 
mahasiswa yang berlatar belakang kelas menengah kebawah. Hal 
ini disebabkan karena nilai idiil dan realitas perjalanan historis 
PMII berasal dari keluarga Nahdliyin, Rekrutmen keanggotaan 
PMII sampai saat ini masih mengacu pada pendekatan ideologi 
dan persamaan ide, bukan pendekatan program. Hingga terbatas 
hanya dari kalangan tertentu saja yang merasa terpanggil untuk 
bergabung dengan PMII. Akibat lebih jauh adalah kualitas warga 
pergerakan sangat terbatas dan homogen serta agak sulit 
dikembangkan. 

Menyadari kelemahan ini, PMII dimasa depan ditantang 
untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsanya, maka 
PMII lebih memantapkan strategi pengembangannya ke 
perguruan tinggi umum. Ini suatu indikasi bahwa PMII sudah 
mulai berkembang tidak hanya di IAIN tapi juga di perguruan 
tinggi umum. 


3. Mekanisme Organisasi yang Kurang Efektif 

Hal ini disebabkan antara lain masih terbatasnya kader-kader 
PMII yang kualified dan berdedikasi terhadap pergerakan. 
Keadaan ini memang tak mudah untuk dihapuskan begitu saja, 
penyebabnya antara lain : Latihan-latihan yang terarah dan 
sistematis, belum mendapat perhatian serius pada semua jajaran 
PMII, baik PB PMII sendiri hingga tingkat Rayon, ditambah 
hambatan-hambatan klasik yang senantiasa menghantui semua 
kegiatan PMII yaitu terbentur masalah pendanaan. Seperti kita 
ketahui, bahwa sebagaian besar warga PMII berasal dari keluarga 
kelas menengah ke bawah (indikatornya: PMII cabang Solo Jawa 
Tengah pernah melakukan penelitian tentang kemampuan 
ekonomi anggota PMII, ternyata lebih dari 80 X6 berasal dari 
keluarga petani kecil, yang sebenarnya hanya punya modal 
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kemauan untuk menyekolahkan putranya kejenjang perguruan 
tinggi). 

Disamping itu permasalahan yang dihadapi PMII, yang 
datang dari luar organisasi, antara lain kebijaksanaan pemerintah 
dalam bidang pendidikan maupun bidang politik. Secara umum 
permasalahan tersebut, adalah : 

Penerapan sistemm kredir semester (SKS) di perguruan 

tinggi. Dengan diberlakukan sistem SKS, mahasiswa hampir 

tidak mempunyai waktu lagi untuk kegiatan ekstra kurikuler. 

Bahkan mahasiswa diprogram untuk cepat menyelesaikan 

studinya. Sistem SKS yang mulai berlaku dengan SK 

Mendikbud No. 0124, pada mulanya hanya berlaku untuk 

mahasiswa perguruan tinggi umum, tetapi sejak tahun 

akademi 1984/1985 juga diberlakukan di perguruan tinggi 
agama. Untuk lebih memahami sistem baru ini dan sejauh 
mana pengeruhnya terhadap eksistensi organisasi ekstra 
universitas, termasuk PMII, dapat kita lihat, bahwa SKS 
merupakan suatu bentuk pengaturan jenjang studi dan 
pengaturan pelaksanaan studi yang bertumpu pada kemauan 
dan kemampuan mahasiswa. Dalam sistem SKS ini dianut 
model evaluasi keberhasilan studi, yang selama kurun waktu 
studi itu seorang mahasiswa harus melalui tahapan-tahapan 
evaluasi. Evaluasi pertama, berlangsung setelah mahasiswa 
menempuh kuliah selama 4 semester, ia minimal harus 
mampu meraih 30 SKS dengan indeks prestasi tidak kurang 
dari 2 bila ia telah mencapai 30 kredit atau bahkan lebih. Tapi 

IP kurang dari 2, ia akan di drop-out. Selanjutnya mahasiswa 

juga harus melalui evaluasi tahap kedua yakni setelah 

mahasiswa menempuh kuliah 4 smester berikutnya atau 8 

semester. Secara minimal ia harus mangantongi 74 kredit 

dengan IP tidak boleh kurang dari 2, dan evaluasi tingkat 
selanjutnya adalah evaluasi setelah 5 tahun perkuliahan. 

Mahasiswa minimal harus mencapai kredit 110 dengan IP 

tidak kurang dari 2, setelah itu barulah mahasiswa bisa 

menghabiskan masa studinya yang 7 tahun tersebut ia akan 
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berhasil sebagai sarjana atau droup-out. 

Akibat pemberlakuan sisten SKS itu, PMII menghadapi 
dilema yang cukup serius. Sistem pengkaderan PMII harus 
disesuaikan dengan kalender akademik dan kondisi anggota 
pergerakan. Waktu pengkaderan juga disesuaikan dengan 
kegiatan mahasiswa di dalam kampus. Ada beberapa cabang 
yang mencoba menyesuaikan diri dengan sistem tersebut, 
memberlakukan sistem pengkaderan ala kredit semester ini, 
yaitu memecah-mecah materi dan waktu pengkaderan 
dengan beberapa tahapan pelaksanaan. Misalnya paket 
latihan Kader dasar, yang jika diterapkan secara utuh dapat 
memakan waktu sampai 6 X 24 jam , dengan sistem kredit 
pengkaderan dilaksanakan menjadi 24 jam X 6 tahapan 
pengkaderan. 

Hal lain yang juga berpengaruh terhadap eksistensi organisasi 
ekstra universitas, termasuk PMII, adalah kebijkasanaan 
pemerintah yang mengatur tentang kshidupan mahasiswa 
skitar tahun 1970-an seperti terbentuknya KNPI di bulan Juli 
1973. Maka eksistensi mahasiswa Indonesia sebagai 
komunitas dengan sub-kulturnya tidak diakui lagi. Sebab 
mahasiswa sudah diperlakukan sebagai bagian yangg utuh 
dari pemuda. Sekalipun secara formal KNPI ditetapkan 
sebagai badan komunikasi antar organisasi pendukungnya. 
Organisasi mahasiswa ekstra universitas seperti PMII, GMNI, 
PMKRI dan lain sebagainya, yang diharuskan bernaung di 
bawah KNPI dikontrol ketat oleh kantor Menteri Negara 
urusan pemuda dan olah raga. Setelah UU Keormasan 
diundangkan pada tahun 1985, maka aparat departemen 
dalam negeri-pun bertindak sebagai pengawas dan pembina. 
Keseluruhan kebijaksanaan yang mengatur dunia 
kemahasiswaan itu, secara langsung atau tidak, membatasi 
(bahkan melarang) gerak organisasi mahasiswa ekstra 
universutas, seperti PMII dan yang lainnya di kampus. Jelas 
kegiatan mereka yang berdimensi politik tidak dimungkinkan 
lagi. Sanksi yang berat seperti pemecatan dan pengucilan dari 
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dunia pendidikan, mamatikan niat dan inisiatif mahasiswa 
untuk menyatakan pandangannya secara kritis. Resiko 
berikutnya adalah mandulnya organisasi ekstra universitas 
atau mati sama sekali. 


C. Kongres VIII dan Azas Tunggal 

Dalam kongres VII ini, sahabata Ermalena MHS sebagai ketua 
panitia nasional. Inilah satu-satunya PMII puteri jadi ketua panitia 
kongres sepanjang sejarah PMII, dengan wakil ketua dan 
sekretaris, sahabat Isa Munhsin dan Abdul Khalik Ahmad. "9 
Peserta kongres kali ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan 
kogres-kongres terdahulu. PMII yang selama ini dikenal sebagai 
organisasi mahasiswa IAIN, tetapi dalam kongres VII ini ternyata 
kader-kader yang menjabat kepengurusan ditingkat cabang 
maupun Koorcab banyak yang berasal dari pergutuan tinggi 
umum, dengan prosentase hampir 70 Yo. Hal ini membalik 
anggapan orang, yang selama ini PMII dianggap sebagai 
perkumpulan mahasiswa Ulama, sebab sebagian besar warganya 
berasal dari perguruan tinggi agama dan sifat kesantriannya yang 
menonjol. Perubahan ini terjadi, mungkin sejak PMII bertekad 
pada saat latihan kader lanjutan tahun 1983 akan mendominasi 
IAIN disamping bergerak meluaskan sayapnya di perguruan 
tinggi umum. 

Para tokoh-tokoh PMII yang tampil sebagai kandidat ketua 
umum PB PMII periode 1985 - 1988, antara lain : Sahabat Igbal 
Assegaf (mantan ketua umum PMII cabang Bogor Jawa Barat), 
Sahabat Abdul Jalil (mantan ketua umum PMII cabang DKI Jaya), 
Sahabat Masykuri Abdullah (fungsionaris PB PMII), Sahabat Isa 
Muchsin (ketua umum PMII cabang DKI), Sahabat Indriawan Ali 
Mansur (fungsionaris PB PMII) dan sahabat Surya Dharma Ali 
(mantan ketua umum PMII cabang Ciputat). 

Yang terjadi dalam proses pemilihan, akhirnya sahabat Surya 


19 Effendy Choirie, PMII Antara Gerakan Pencerahan dan Perebutan Kursi, 
(Catatan Lepas Seoraang Aktivis 1983 - 1994), Forum Humanika, Jakarta, 
1994 
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Dharma Ali yang didukung oleh kelompok non-Jakarta meraih 
suara terbanyak, yang hanya terpaut dua suara dengan sahabat 
Igbal Assegaf. Para senior PMII yang menjadi aktor dibalik 
kemenangan sahabat Surya Dharma Ali adalah kelompok 
Yogjakarta, mereka antara lain : Arief Mudasir Mandan, arifin 
Junaidi (keduanya aktivis LSM/kini aktisf di UNDP - badan PBB 
untuk pembangunan), dan sahabat Enceng Sobirin (kini pimpinan 
studi demokrasi LP3ES Jakarta), didukung oleh kekuatan Jawa 
Timur yang dimotori oleh sahabat Masduki Baidlawi (ketua 
umum PMII Surabaya, mantan wartawan Tempo, Editor dan 
Tiras). 

Sedang senior dari Jakarta terpecah, seperti sahabat Madjidi 
Syah, Ahmad Bagja, Mohammad Rodja, Muhyidin Arubusman, 
diantara mereka ada yang mendukung sahabat Igbal Assegaf, 
sementara yang lain mendukung sahabat Masykuri Abdillah. 
Sedang Abdul Jalil, yang mantan ketua umum DKI, jalan sendiri 
walau tanpa dukungan dari senior Jakarta. Yang terjadi dalam 
pemilihan, Sahabat Abdul Jalil hanya meraih satu suara. Kandidat 
yang didukung oleh senior dari Jakarta seperti Sahabar Igbak 
Assegaf dan Masykuri Abdillah masing-masing menempati posisi 
kedua dan ketiga. 

Sementara untuk jabatan sekretaris Jenderal, waktu itu dipilih 
secara langsung oleh peserta kongres. Setelah tiga calon diajukan 
oleh ketua umum terpilih - sejak kongres VII di Surabaya tahun 
1988 sudah tidak dilakukan lagi - bersaing antara Isa Muchsin, 
Endin AJ. Sofiahara (keduanya sahabat se almamater dan sekamar 
tidur yang selalu bersaing sejak dari PMII Jakarta). Calon lain, tapi 
mengundurkan diri adalah Abdurrahman Mas'ud (ketua umum 
PMII cabang Ciputat). '80) 

Akhirnya, forum kongres memutuskan sahabat Surya 
Dharma Ali dan Sahabat Isa Muchsin terpilih masing-masing 
sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal PB PMII periode 1985 
- 1988, dengan susunan pengurus selengkapnya sebagai berikut : 


180 Ibid, Halaman 17 -18 
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SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII 
(Periode 1985 - 1988 ) 
Hasil Kongres Di Bandung 


Ketua Umum : Surya Dharma Ali 
Ketua : Andi Muarly Sunrawa 
Ketua : Masykuri Abdillah 
Ketua : Endin AJ Sofihara 
Ketua : Iis Kholilah 
Sekretaris Jenderal : M. Isa Muchsin 
Wakil Sekjen : Arifin Junaidi 
Sekretaris : H. Abdurrahman M 
Sekretaris : Chaidar Jamat 
Sekretaris : Sastra Juanda 
Sekretaris : Saifullah Ma shum 
Sekretaris : Siti Jariyah Alwi 
Sekretaris : Machrus As'ad 
Sekretaris : Dede Mahmudah 
Bendahara : Muchsin Ibnu Juhan 
Wakil bandahara : Abu Sholeh Ali 


Dalam perjalanannya duet kepemimpinan Surya - Isa tidak 
berjalan harmonis, sehingga tidak mampu menampilkan sosok 
organisasi yang dinamis dan progresif. Surya selaku ketua umum 
terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri, sedang Isa sering jalan 
sendiri, seolah sebagai rival ketua umum. Sementara fungsionaris 
PB PMII lainnya bersikap menunggu dan tidak bekerja 
sebagaimana yang diamanatkan kongres. Untuk mengatasi 
kebekuan dan ketidak harmonisan ini PB PMII melakukan 
pembenahan dengan me-resuffle kepengurusan PB PMII hasil 
kongres, sehingga susunan PB PMII menjadi : 


SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII 


(Periode 1985 - 1988 ) 
Hasil Resuffle I 
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Ketua Umum : Surya Dharma Ali 


Ketua : Andi Muarly Sunrawa 
Ketua : Masykuri Abdillah 
Ketua : Endin AJ Sofihara 
Ketua : Iis Kholilah 
Sekretaris Jenderal :M. Isa Muchsin 
Wakil Sekjen : Arifin Junaidi 
Sekretaris : H. Abdurrahman M 
Sekretaris : Chaidar Jamat 
Sekretaris : Mujib Rahmat 
Sekretaris : Sastra Juanda 
Sekretaris : Saifullah Ma'shum 
Sekretaris : Maria Ulfa 
Sekretaris : Zuher Husni 
Sekretaris : Machrus As'ad 
Sekretaris : Dede Mahmudah 
Bendahara : Abu Sholeh Ali 
Wakil bandahara : Adawiyah 


Persoalan lain yang dianggap menggangu perjalanan PB 
PMII, adalah adanya beberapa fungsionaris PB PMII dan Alumni 
PMII yang dianggap melakukan penyelewengan terhadap 
independensi PMII. Mereka menghadap ketua Umum DPP PPP 
Dr. HJ. Naro pada tanggal 13 Agustus 1986, dan hasil pertemuan 
itu di siarkan ke mas media yang isinya : PMII mendukung PPP. 

Masalah ini sempat mendapat reaksi dari beberapa cabang 
dan koordinator cabang yang sedang mengikuti latihan pers yang 
diadakan di Jakarta. Sebanyak 13 Koorcab dan cabang yang 
dimotori oleh PMII DKI melalui “Memorandum Ciliwung” 
menyatakan sikap ketidak puasan terhadap kepengurusan PB 
PMII periode 1985 - 1988. Sikap itu disiarkan secara terbuka 
melaui media massa. '"!) 

Untuk kesekian kalinya PB PMII harus mengadakan 


181 Effendy Choirie, Ibid, Halaman 26 


184 


pembenahan di tubuh PB PMII dengan melakukan resuffle yang 
kedua kalinya terhadap fungsionaris PB PMII yang dinilai 
menyeleweng dari garis independensi PMII. Susunan pengurus 
Besar hasil resuffle yang ke dua ini sebagai berikut : 


SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII 
(Periode 1985 - 1988 ) 


Hasil Resuffle II 
Ketua Umum : Surya Dharma Ali 
Ketua : Andi Muarly Sunrawa 
Ketua : Masykuri Abdillah 
Ketua : Arifin Junaidi 
Ketua : Iriani Suaidah 
Sekretaris Jenderal : M. Isa Muchsin 
Wakil Sekjen : Saifullah Ma sum 
Sekretaris : H. Abdurrahman M 
Sekretaris : Chaidar Jamat 
Sekretaris : Mujib Rahmat 
Sekretaris : Sastra Juanda 
Sekretaris : Ouresy Modury 
Sekretaris : Maria Ulfa 
Sekretaris : Zuher Husni 
Sekretaris : Machrus As'ad 
Sekretaris : H. Siti Ma'rifah 
Bendahara : Abu Sholeh Ali 
Wakil bandahara : Adawiyah 


D. PMII daan Asas Tunggal Pancasila 

Salaah saatu keputusan penting dalam forum kongres VIII 
PMII di Bandung ini adalah penerimaan Pancasila sebagai azas 
organisasi PMII. 

Kita telah sepakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa 
yang terdiri dari beraneka ragam perbedaan, baik agama, Suku, 
adat istiadat, maupun perbedaan dalam pemahaman terhadap 
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aliran politik. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia penuh dengan 
keaneka ragaman, baik itu bersifat keagamaan, pemahaman dan 
aplikasi politik maupun perbedaan minat dan kepentingan. Untuk 
itu tidak heran apabila bangsa Indonesia kaya dengan kelompok- 
kelmpok politik maupun organisai yang satu dengan lainnya 
berbeda secara tajam. Sebagai gambaran bermacam aliran atau 
golongan politik yang pernah tumbuh dan lahir sesudah 
kemerdekaan, yaitu : 


1) 


2) 


3) 
4) 
5) 


6) 


1) 
8) 
9) 


10) 


Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) yang 
dipimpin oleh Dr. Sukiman Wiryosandjoyo, 7 Nofember 
1945 

PKI (partai Komunis Indonesia), yang dipimpin oleh Mr. 
Moh. Yusuf, 7 Nopember 1955, PKI ini sebelumnya telah 
berdiri pada tanggal 21 Oktober 1945. 

PBI (Partai Buruh Indonesia) yang dipimpin oleh Nyono, 8 
Nopember 1945 

Partai Rakyat Jelata , dipimpin oleh Sultan Dewanis, 8 
Nopember 1945 

Parkindo (Partai Kristen Indonesia), dipimpin oleh Ds. 
Probowinoto, 10 Nopember 1945 

PSI (Partai sosialis Indonesia), dipimpin oleh Mr. Amir 
Syarifudin, 10 Nopember 1945 


PRS ( Partai rakyat sosialis), dipimpin oleh Sultan Syahrir, 
20 Nopember 1945 

PKRI (Partai katolik Republik Indonesia), dipimpin oleh I). 
Kasimo, 8 Nopember 1945 

PERMAI (Persatuan rakyat Marhaen Indonesia), dipimpin 
oleh JB. Assa, 17 Nopember 1945 

PNI (Partai nasional Indonesia), dipimpin oleh Sidik 
Djoyosukarto, 29 Januari 1946, Partai ini didirikan sebagai 
hasil gabungan antara PRI (partai Rakyat Indonesia), 
Gerakan Republik Indonesia, yang masing-masing telah 
berdiri pada bulan Nopember 1945. '?2) 


182 Sekretariat Negara, 30 Tahun Indonesia, PT Tra Pustaka, Jakarta, 1981, 
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11) IPKI (Ikatan pendukung Kemerdekaan Indonesia), 
Organisaasi ini mewaakili aspirasai politik pimpinaan 
angkatan daraat, dibentuk oleh paara perwira angkatan 
darat, diantaraanyaa AH. Nasution padaa bulan Mei 1954. 

12) Partai MURBA, sebuah partai dengan sikap anti fasis, nti 
impreaalis, daan anti kapitalis, didirikan pada tanggal 7 
Nopember 1948 oleh Sukarni, Maruto Nitimihardjo dan 
Pandu Kartawiguna yang menjadi pengikut Tan Malaka. 

13) Partai Pesatuan Daya, partai ini dimaksudkan untuk 
mewakili penduduk asli Kalimantan Tengah. 

14) PERTI (Pergerakan Tarbiyah Islamiyah) berdiri sejak tahun 
1930 di Bukittinggi, dan sejak bulan Nopember 1945 
berubah jadi partai Politik, berbasis di Sumatera Tengah. 

15) PRIM (Partai republik Indonesia merdeka), Partai 
nasionalis kecil yang bergabung dengan koalisi Pancasila. 

16) PPTI (Partai persatuan Tarekat Islam) partai ini mewakili 
kelompok mistik Islam di Sumatera Tengah. 

17) PSII (partai sarekat Islam Indonesia) partai ini pecahan dari 
partai Masyumi pada bulan April 1947 

18) PRN (partai rakyat nasional) didirikan oleh bekas tokoh 
PNI Djodi Gondokusumo pada tanggal 23 Juli 1950. 

19) NU (nahditul Ulama) didirikan pada tahun 1926, sejak 
tahun 1952 memisahkan diri dari Masyumi dan menjelma 
manjadi partai sendiri. '5) 


Jika kita amati sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tidak 


dapat disangkal bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang 
pluralistik. Dan kita juga paham bahwa semua partai/organisasi 
itu telah berjasa membela Tanah air Indonesia - Kecuali PKI - 
karena PKI selalu membahayakan keutuhan dan persatuan bangsa 
serta tidak segan-segan bertindak diluar batas perikemanusiaan 
untuk mencapai tujuannya. 


Halaman 56 


18 Dnan Buyung Nasution, Aspirasi pemerintahan konstitusional di Indonesia, 


PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995, Halaman 443 - 445. 
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Dengan beraneka macam partai dan aliran politik yang 
dianut, bangsa Indonesai kaya dengan pengalaman sejarah. 
Seperti ketika perang kemerdekaan, hampir tidak ada satu 
golongan politik-pun yang bertentangan secara diametral, kecuali 
Partai Komunis yang memang punya ambisi berlebihan untuk 
berkuasa. Golongan ini memanfaatkan kesempatan bangsa kita 
yang sedang sibuk menghadapi agresi Belanda II, dengan 
melancarkan pemberontakan di Madiun 1948. 

Lahirnya Orde Baru pada 11 Maret 1966 membawa harapan 
baru bagi bangsa Indonesia. Perbedaan antara partai politik tetp 
dibiarkan hidup, bahkan dikembangkan untuk menuju satu 
keonsensusu yang bersendikan musayawarah untuk mufakat. 
Beberapa saat iklim dapat terpelihara dengan baik, namun tiba- 
tiba ketidak dewasaan bangsa Indonesia kambuh lagi. Pemerintah 
mensinyalir ketika pelaksanaan pesta demokrasi tahun 1982 
timbul rasa fanatisme golongan yang sempit. Fanatisme ini 
muncul, karena para kontestan pemilu maasih mempertahankan 
azas dan ciri inilah sumber peledak dari fanatisme golongan, yang 
menjadukannya bangsa Indonesia terkotak-kotak. 

Akhirnya pemerintah berkesimpulan, seluruh organisasi 
politik, harus berazas satu, yaitu Pancasila, Konsekwensinya, kini 
tidak ada lagi partai politik yang berazaskan agama, atau faham 
lainnya kecuali Pancasila. 

Keinginan pemerintah tersebut, ditiangkan dalam bentuk 
TAP MPR yang di bakukan dalam GBHN. Dengan ketetapan ini, 
tiba-tiba perkembangan politik Indonesia berjala lain. Kalau 
sebelumnya pemerintah hanya menginginkan partai politik saja 
yang berazas Pancasila, tetapi dalam perkembangannya, juga 
merambat kepada organisasi kemasyarakatan, tak terkecuali 
organisasi kemahasiswaan. Keadaan ini sempat mengundang 
reaksi organisasi mahasiswa dan pemuda, mereka sempat 
menolak kebijaksanaan pemerintah tersebut, namun pemerintah 
tetap dengan kebijaksnaan itu dan dipaksakan berlaku untuk 
semua organisasi yang hidup di Indonesia. 

Mula-mula HMI, organisasi mahasiswa tertua yang dianggap 


188 


mempunyai pengaruh besar di perguruan tinggi ini, 
menyelenggarakan kongres di Medan (kongres ke XV), disinyalir, 
pemerintah melalui Menteri pemuda dan olah raga Dr. Abdul 
Ghafur, mengharapkan agar kongres HMI mengambil keputusan 
dan menjadi pelopor dalam penggantian azas dari azas Islam 
menjadi azas Pancasila. Panitia kongres yang menghadap 
Menpora telah menyanggupi, bahwa masalah ini akan diputuskan 
oleh kongres, namun ternyata peserta kongres dari 40 cabang 
menolak dengan bulat pergantian azas tersebut. Pemerintah 
geram karena merasa dikelabui dan mengancam akan 
membubarkan organisasi yang tidak mau merubah azasnya. 
Bukan hanya HMI, organisasi lain seperti PII (pelajar islam 
indonesia), IPM (ikatan pelajar muhammadiyah), PM (pemuda 
muhammadiyah) juga berbuat yang sama. Adapun organisasi 
Islam yang menerima, seperti AL —Irsyad, Pemuda Muslimin, dan 
Gerakan Pemuda Islam, sehingga akhirnya pemerintah 
mengeluarkan ketentuan bahwa setiap organisasi, baik itu 
organisasi masyarakat, pemuda maupun organisasi mahasiswa , 
bila akan mengadakan kegiatan yang bersakala nasional, harus 
terlebih dahulu menyatakan berazas Pancasila. Satu contoh, 
misalnya, GMNI gagal melaksanakan kongres yang ke VIII pada 
bulan Agustus 1984 di Yogjakarta. Para peserta kongres yang 
sudah berdatangan ke arena kongres, terpaksa pulang kembali 
karena izin kongres tidak turun. 

Dalam tubuh PMII sendiri sempat terjadi pergulatan intern 
dalam menanggapi kebijaksanaan azas tunggal tersebut. Terlihat 
dalam forum latihan kader menengah (LKM) yang 
diselenggarakan PMII Cabang DKI pada tanggal 10 - 17 April 1984 
yang di ikuti oleh cabang-cabang se Jawa dan Kalimantan, 
menolak dengan keras pemberlakuan Pancasila sebagai satu- 
satunya azas. Namun setelah pemerintah, baik Presiden Soeharto 
langsung maupun melalui penjelasan-penjelasan Menteri negara 
Pemuda dan Olah Raga memberikan jaminan bahwa pem- 
berlakuan azas tunggal Pancasila tidak akan menghilangkan 
motivasi dasar dari organisasi masing-masing. Bahkan pemerintah 
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lebih menjamin kemajuan dan kesemarakan dari masing-masing 
organisasi itu akan tetap seperti semula. Bahkan pemerintah 
menantang agar organisasi itu berlomba untuk menyemarakkan 
dirinya dalam alam kehidupan negara yang berlandaskan 
Pancasila dan UUD 1945. 

Untuk menghindari terjadinya kesimpang siuran dalam 
pamanduan sikap PMII terhadap pemberlakuan Pancasila sebagai 
satu-satunya azas. Pada kesempatan memperingati hari lahirnya 
yang XXIV, ketua umum PB PMII menyampaikan pidato. Dalam 
pidato tersebut PB PMII menyinggung sikap PMII terhadap 
kebijaksanaan pemerintah itu sebagai berikut. 

Bagi PMII, kesepakatan dasar yang telah dikenal dengan 
Pancasila itu dapat diterima dan disetujui atas beberapa 
pertimbangan, antara lain : 

Pertama: Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasi Ia 
tidak bertentangan dan dibenarkan Islam. 

Kedua: Bahwa Pancasila sebagai ideologi negara tidak akan 
menjadi alternatif dari agama, Artinya Pancasila 
tidak akan dijadikan suatu agama baru sehingga 
dapat menjadi tandingan terhadap agama-agama 
yang telah ada. 


Ketiga: — Bahwa Pancasila itu merupakan satu kesepakatan 
bersama antara kelompok-kelompok masyarakat 
yang ada untuk mewujudkan satu kesatuan politik 
bersama. 


Bertolak dari pandangan dasar itu, maka antara PMII dan 
Pancasila tidak ada persoalan. 

Secara historis PMII dan Pancasila tidak pernah bertentangan, 
karena dengan nama PMII itu sendiri mengandung aspek 
keindonesiaan. Hal ini nampak jelas pada huruh “I' yang terakhir 
(Indonesia), juga tercantum dalam AD/ART. Meskipun dalam 
perjalanannya PMII menggunakan Aswaja sebagai azasnya, tetapi 
rumusan Pancasila dan wawasan kebangsaan tampak sekali pada 
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AD/ART-nya : 

Insyaf dan sadar bahwa ketuhanan yang maha Esa, 
kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, 
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia merupakan ideologi negara dan 
falsafah bangsa Indonesia. Menjadi kewajiban setiap warga 
negara, baik secara orang-perorangan maupun bersama untuk 
melaksanakan dan mempertahankan dengan segala tekad dan 
kemampuan. ') 


Oleh karena itu, azas tunggal Pancasila bisa diterima sebagai 
landasan organisasi secara mulus pada kongres PMII ke VIII 1985 
di Bandung Jawa Barat. 

PMII menerima Pancasila sebagai azasnya, melalui ketetapan 
sidang pleno ke 15 kongres ke VIII PMII di Bandung Jawa Barat 
pada tanggal 16-20 Mei 1985. Sejak saat itulah PMII 
memberlakukan Pancasila sebagai azasnya dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. 


E. Penyempurnaan Rumusan Nilai-Nilai Dasar PMII 

Keputusan penting lainnya yang dihasilkan kongres ke VIII di 
Bandung adalah “Penyempurnaan Nilai-nilai Dasar PMII” (NDP- 
PMII). Perumusan NDP ini merupakan amanat sejarah, sebab 
sejak kongres ke V di Ciloto Bogorjawa Barat tahun 1973 telah 
diputuskan bahwa perumusan NDP dinilai sangat penting dan 
harus segera disusun. Beberapa keputusan untuk memperlancar 
perumusan NDP tersebut, telah dikeluarkan sejak tahun 1973, 
seperti pemberian mandat (amanat) kepada PB PMII periode 
tertentu untuk merampungkan rumusan tersebut. Namun 
pencarian panjang untuk perumusan itu membuktikan bahwa 
masalahnya tidak sederhana. Ini berlangsung hingga kongres VIII 
tahun 1985 di Bandung, Dalam keputusan kongres VIII No. 
VI/Kong-VIII/85 tentang kerangka dasar nilai dasar perjuangan 


184 Ananimaous, Ketetapan-ketetapan MPR 1988, Lubuk Agung, Jakarta, 1988 
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PMII diktum 2 ditetapkan bahwa kongres “Menugaskan pada PB 
PMII periode 1985 - 1988 untuk melengkapi dan menyusun secara utuh 
dan menyeluruh NDP PMII”. Dengan bercermin kepada sejarah 
PMII sejak tahun 1973, maka PB PMII telah mengeluarkan 
beberapa keputusan yang memberikan kepercayaan pada cabang- 
cabang tertentu, Seperti cabang PMII Jember, Cabang Yogjakarta 
dan Cabang Surakarta. Sejak kongres V di Ciloto Bogor Jawa Barat 
tahun 1973, sedah ada bebrapa rumusan NDP, antara lain : 
Rumusan kesepakatan Musyawarah Kerja Nasional tentang NDP 
(Tanggal 1 - 5 Mei 1976 di Bandung) meliputi : 
I. Urgensi NDP Bagi PMII 
II. Posisi NDP PMII 
III. Pengertian NDP PMII 
IV. Kerangka Permasalahan NDP PMII 
1. Mukaddimah 
2. Dimensi Hubungan Manusia Dengan Tuhan 
3. Dimensi Hubungan Manusia Dengan Manusia 
4. Dimensi Hubungan Manusia Dengan Alam 
5. Dimensi Masalah Ilmu Pengetahuan 
6. Kesimpulan 
V. Mekanisme Kerja Penyusunan NDP PMII 
Komisi I (organisasi) yang bertugas merumuskan NDP PMII 
tersebut, dipimpin Oleh sahabat Yusuf Muhammad sebagai 
Ketua, sahabat Sunarno Mawardi sebagai sekretaris dan 
sahabat RGA. Hardjono sebagai wakil sekretaris. Kemudia 
Komisi organisasi yang membahas tentang NDP dalam 
kongres VII PMII pada tanggal 1 - 4 April 1981 di Cibubur, 
menetapkan kerangka NDP PMII sebagai berikut : 


1. Mukaddimah 

2. Pengertian NDP 

3. Urgensi NDP 

4. Posisi NDP 

5. Kerangka Permasalahan NDP : 


a. Dimensi Hubungan Manusia Dengan Tuhan 
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Dimensi Hubungan Manusia Dengan Manusia 
Dimensi Hubungan Manusia Dengan Alam 
Dimensi Masalah Bernegara 
e. Dimensi Masalah Ilmu Pengetahuan 
6. Kesimpulan 
Adapun kerangka NDP PMII yang dihasilkan komisi 
organisasi Kongres VIII PMII pada tanggal 15 - 20 Mei 1985 di 
Bandung, meliputi : 
BAB I. PENDAHUKUAN 
A. Umum 
B. Kerangka Landasan NDP PMII 
1. Mukaddimah 
2. Pengertian NDP 
3. Urgensi NDP 
4. Posisi NDP 
BAB II. POKOK-POKOK NDP PMII 
A. Universalitas Islam 
1. Hubungan Manusia Dengan Allah 
2. Hubungan Manusia Dengan Manusia 
3. Hubungan Manusia Dengan Alam 


ma 


B. Faham Ahlussunnah Wal-Jama'ah 


1. Historis 
2. Agidaah 
3. Figih 

4, Tasawuf 


C. Pandangan Aswaja Tentang Masyarakat 
1. Beberapa pendapat Ulama Sunny mengenai 
hidup bermasyarakat 
2. Pengertian-pengertian konklusif mengenai 
hidup bermasyarakat 


D. Pandangan Aswaja Tentang negara 
1. Beberapa pandapat Ulama Sunny mengenai 
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faham bernegara 

2. Sejarah Kepemerintahan dalam Islam 

3. Pengertian konklusif mengenai Aswaja dan 
masalah Negara 


E. Pandangan Aswaja Tantang bernegara di 
Indonesia 
BAB III. PENUTUP 


Pada bulan April 1986 PB PMII membentuk timpembantu 
penyiap bahan NDP PMII, melalui SK No mor :  019/PB- 
IX/IV/1986, dengan susunan personalia sebagai berikut 


Ketua : Nukbah El-Mankhub 
Wakil Ketua : Moh. Dian Nafi' AP 
Sekretaris :A. Taufig Hidayat TR 


Wakil Sekretaris : Khalid Anwar 
Anggota-anggota : : 
e Ismail Thayib 
e Imam Yaskur 
6» Akhmad Khamim 
e Mukhlis Yahya 
e Sugeng Wisnu H 
e Mufrod Teguh M 
e Munifatul Barroh 
Nara Sumber 1. KH. Abduurohiem 
2. KH. Yasin 
3. KH. Baidlawi LC 
4. KH. Drs. Lukman Suryani 
5. KH. Slamet Iskandar 
6. KH. Sholeh Mahfud 
7. Nurtontowi, BA 


Sedangkan tim inti yang diberi mandat PB PMII untuk 


menyusun NDP PMII yang dibentuk melalui SK Nomor : 
099/SK/PB-IX/VIII/87, tertanggal 30 September 1987 adalah 
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sebagai berikut : '55 
1. M. Fajrul Falakh SH (Koordinator) 
2. Khalidy Ibhar 

3. A. Hamid Halimy 

4. Mahrus Roem 

5. Otong Abdurrahman 

6. Ubaidillah Abdillah 

1. Abdul Mun'im DZ 

8. Moh. Imam Aziz 

9. Drs. A. Malik Madany (Nara Sumber) 

10. Drs. M. Masyhur Amin (Nara Sumber) 


185 Moh. Fajrul Falakh, Dokumen Nilai-nilai Dasar PMII, Eks. Penyusun NDP 
PMII, 1988. 
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Manuskrip Ketujuh 
Antisipasi PMII Masa Depan 


(1988-1991) 


Pengesahan Rumusan NDP PMII 

Seperti telah dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa 
perumusan PMII merupakan amanat sejarah, sebab sejak kongres 
V di Ciloto, Bogor Jawa Barat 1973 telah diputuskan bahwa 
perumusan tersebut sangat urgen dan harus segera disusun. 
Beberapa upaya untuk memperlancarkan perumusan NPD itu 
telah dilakukan sejak tahun 1973, misalnya berupa pemberian 
amanat kepada PB PMII periode tertentu untuk merampungkan 
perumusan dimaksud. Perjalanan panjang perumusan NPD 
tersebut menunjukkan bahwa masalahnya tidak sederhana. 
Mengingat rumitnya masalah atau kesulitan teknis dalam 
mengorganisasikan ikhtiar perumusannya. Upaya itu terus 
belangsung hingga kongres IX tahun 1988 di Surabaya. Tampak 
bahwa rumusan yang disahkan Kongres IX merupakan rangkaian 
tahap yang menentukan dalam waktu lima belas tahun ikhtiar itu, 
terlihat juga pada pembahasan dalam kongres IX. Sidang komisi 
NDP PMII dalam kongres IX berlangsung paling lama dan selesai 
paling akhir dari komisi-komisi lainnya. 

Adapun tokoh-tokoh PMII yang terlibat aktif dalam 
penyusunan dan perumusan NPD PMII ini disamping tim inti dan 
tim pembantu penyiap bahan -bahan NDP PMII antara lain :Drs. 
Arifin Junaidi (Jakarta), Drs. Kusmin Busyairi, Drs. Abdul Malik 
Madany, dan Drs.Masyhur Amin (ketiganya dari Yogyakarta) 
bertindak sebagai narasumber tim, Drs.Noer Iskandar al Barsany 
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(Purwokerto) serta Drs.H.Yusuf Muhamad (Jember). 


Cara Merumuskan NDP PMII 

NDP PMII dirumuskan sebagai pandangan yang 
mencerminkan keyakinan terhadap Islam sebagai keyakinan 
mutlak tertinggi dan universal. Mencerminkan pemahaman 
terhadap Islam menurut paradigma pemahaman Ahlussunah wal 
Jama'ah mencerminkan kesadaran sejarah dan kesadaran sosial 
(Islam, ummat manusia dan Bangsa). 

Secara esensial nilai dasar pergerakan ini adalah suatu 
sublimasi nilai ke-islaman dan ke-Indonesiaan dengan kerangka 
pemahaman keagamaan Ahlussunnah wal Jama'ah yang menjiwai 
berbagai aturan, memberi arah dan pendorong serta penggerak 
kegiatan-kegiatan PMII. Sebagai pemberi keyakinan dan 
pembenar mutlak, Islam mendasari dan menginspirasi nilai dasar 
pergerakan ini meliputi cakupan agidah, Syari'ah dan akhlak 
dalam upaya memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. 
Dalam upaya memahami, menghayati dan mengamalkan Islam 
tersebut PMII menjadikan Ahlussunnah wal Jama'ah sebagai 
pemahaman keagamaan yang dianggap paling mendekati 
kebenaran. Bagi PMII, NDP ini akan berfungsi sebagai: 

a. Sebagai landasan berpijak, yaitu setiap gerak langkah dan 

kebijaksanaan yang harus dilaksanakan. 

b. Sebagai landasan befikir, bahwa NDP adalah menjadi 
dasar pendapat yang dikemukakan terhadap persoalan 
yang dihadapi. 

c. Sebagai motivasi, NDP harus menjadi pendorong kepada 
anggota untuk berbuat dan bergerak sesuai dengan nilai 
yang terkandung di dalamnya. 

Sedangkan kedudukan NDP bagi PMII adalah sebagai 
rumusan nilai-nilai yang seharusnya dimuat dan menjadi aspek 
ideal dalam berbagai aturan kegiatan PMII, landasan dan dasar 
pembenar dalam berfikir, bersikap dan berperilaku. 

NDP PMII yang akhirnya diputuskan dalam kongres IX PMII 
tanggal 14 — 19 September 1988 di Surabaya, Nomor : VIII/Kong — 
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PMII/IX/'88 -— secara garis besar meliputi : 

A. Pengertian 

B. Kedudukan 

C. Fungsi 

D. Rumusan NDP PMII, meliputi : 
Tauhid 
Hubungan Manusia dengan Allah 
Hubungan Manusia dengan Manusia 


Budaya dan Tradisi 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(selengkapnya lihat dokumen historis PMII) 


1 
2 
3. 
4. Hubungan manusia dengan Alam 
5 
6. 


Gagasan Perubahan Nama PMII Menjadi PMRI 

Gagasan perubahan nama PMII (Pegerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia) menjadi PMRI (Pergerakan Mahasiswa Republik 
Indonesia) ini muncul ketika menjelang berlangsungnya kongres 
PMII ke IX di Surabaya. Saat itu beberapa orang aktivis PMII, 
antara lain Drs. H. Andy Muarly Sunrawa, kapasitasnya sebagai 
Ketua PB PMII dan Drs. Isa Muchsin sebagai Sekretaris Jenderal 
PB PMII periode 1985 — 1988, mereka berpendapat bahwa usulan 
perubahan nama ini di dasarkan pada pemikiran bahwa : “Simbol- 
simbol ideologis keagamaan yang melekat pada organisasi kader, sangat 
tidak mendukung perjuangan kebangsaan. PMII sebagai organisasi kader 
bangsa hendaknya berfikir strategis dalam spektrum kebangsaan. Sejak 
kelahirannya, PMII telah mengedepankan misi ke-Indonesiaan. Hal ini 
terwujud dalam mukaddimah AD/ART PMII ideologi negara falsafah 
Pancasila, menjadi kewajiban setiap warga negara baik secara perorangan 
maupun secara bersama-sama untuk mempertahankan dan melak- 
sanakannya dengan segala tekad dan kemampuan”. 


Namun gagasan tersebut tidak diterima oleh forum kongres, 
yang akhirnya perubahan nama tersebut hanya menjadi lontaran 
ide belaka tanpa reaksi dari peserta kongres,'9 sehingga seorang 


186 Diswana Peranan Pendidikan Kader PMII Terhadap Pemahaman Kebangsaan , 
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mantan Ketua Umum periode pertama yaitu sahabat Mahbub 
Junaedi, dalam pidatonya mengatakan: bahwa perubahan nama 
atau yang menghendaki nama PMII menjadi PMRI itu hanya 
spekulasi belaka dan anggaplah hal tersebut angin lalu. Bahkan 
dengan gayanya yang khas Mahbub bilang, mendengar nama 
PMRI kok seperti mendengar nama bus DAMRI.” Dengan 
demikian nama PMII tetap menjadi PMII seperti yang ada 
sekarang. 

Langsung atau tidak, dengan munculnya isu yang bernuansa 
kebangsaan itu, tidak kurang dari 10 Menteri atau setingkat 
menteri dan tokoh-tokoh Parpol hadir dalam Kongres IX tahun 
1988 di Surabaya itu. Jika salah satu ukuran keberhasilan sebuah 
kongres adalah kesediaan para Menteri dan tokoh -tokoh parpol 
hadir di arena kongres, maka inilah kongres paling sukses dalam 
sejarah PMII. Tidak hanya itu, media massa pusat maupun daerah 
juga meliput jalannya kongres tersebut. 

Semaraknya kongres di Surabaya yang mengakhiri masa 
kepemimpinan Surya Dharma Ali, akhirnya memilih Igbal 
Assegaf sebagai ketua umum, yang bersaing dengan Saifullah 
Ma'shum MS, dengan Abdul Khalik Ahmad sebagai sekretaris 
Jenderal periode 1988 — 1991. Adapun susunan Pengurus Besar PB 
PMII hasil sidang formatur secara lengkap, sebagai berikut : 


SUSUNAN DAN KOMPOSISI PB PMII 
(Periode 1988 — 1991) 
Hasil Kongres di Surabaya 


Ketua Umum : Muhammad Igbal Assegaf 
Ketua : Drs. Endin AJ Sofihara 
Ketua : Drs. Dhani Ramdhani 
Ketua : Drs. Ibnu Anshori, SH 


Kasus Pada Anggota PMII Cabang Tasikmalaya STIT, Tasikmalaya, 1991, 
halaman 33 

187 Effendi Choirie, PMII Antara Gerakan Pencerahan Dan Perebutan Kursi, 
(Catatan Lepas Seorang Aktivis 1983 — 1994), Forum Humanika, Jakarta, 1994, 
halaman 47. 

188) Ibid, Halaman 51 
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Ketua : Dra. Khofifah 


Sekretaris Jenderal : Drs. Abdul Khalik Ahmad 
Wakil Sekretaris-Jenderal : Drs. M. Syukur Sabang 
Sekretaris bidang Organisasi dan 

Komunikasi : Ds. Fajrun Najah Ahmad 
Sekretaris bidang Kader : Drs. Masrur Ainun Najih 


Sekretaris bidang Pengembangan Studi 


dan Ilmu Pengetahuan : Iskandar Ahza 


Sekretaris bidang Pengolahan data 


Informasi dan Dokumentasi : Effendy choirie 
Sekretaris Bidang Da' wah &Pengabdian Masyarakat 


: Agus Koes Sam 


Sekretaris bidang Hubungan Organisasi 


Islam, Pemuda dan Mahasiswa 


: Ir. M. Rusydi Tutupoho 


Sekretaris Bidang Olah raga dan Seni Budaya 


: Drs. A. Fathoni Mukhlis 


Sekretaris bidang Hubungan Luar Negeri 


dan Kerja sama Internasional 


: Drs. Shopyanuddin 


Sekretaris Bidang KOPRI : Dra. Ulha Soraya 
Bendahara : H. Rahmadi HB, BA 
Wakil Bendahara : M. Surkhan Suhaemi 


KELENGKAPAN PENGURUS BESAR 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
(Periode 1988-1991) 


A. LEMBAGA / BADAN OTONOM 


1s 


Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) 


Ketua : Drs. Ali Masykur Musa 
Berkedudukan di : Jember-Jawa-Timur 

Lembaga Da'wah Dan Pengabdian Masyarakat (LDPM) 
Ketua : Drs. Ahmad Mugowwam 
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Berkedudukan di : Semarang-Jawa Tengah 
3. Lembaga studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) 
Ketua : Munzir Ahmad Syukri 
Berkedudukan di : Bandar Lampung-Lampung 
4. Lembaga Pers (LP) 
Ketua : Chaidir 
Berkedudukan di : DKI Jakarta 
5. Lembaga Studi dan Pengembangan Hukum (LSPH) 
Ketua : Abdurrahim Nasution SH 
Berkedudukan di : DKI Jakarta 


6. Lembaga Pusat Penelitian (BAPUSLIT) 
Ketua : Drs. Mundiharno 
Berkedudukan di : DKI Jakarta 


B. MAJELIS PEMBINA NASIONAL 
1. Dr. Yahya Umar 

Drs. H. Muhyiddin Arubusman 

Drs. H. Ahmad Bagdja 

Drs. H. Wahiduddin Adams 

Drs. Musthafa Mas'ud 

Rozy Munir, SE. MSc 

Drs. Munir Sonhaji, Med. 


ND IPDN 


PB PMII pada bulan Oktober 1989, berdasarkan hasil evaluasi 
selama perjalanan satu tahun kepengurusan, melakukan 
penyegaran PB PMII, hal ini dilakukan untuk lebih mendaya 
gunakan fungsionaris PB PMII, sehingga amanat Kongres dapat 
dilaksanakan dengan baik, dan mekanisme organisasi dapat 
berjalan, sesuai dengan tata kerja PB PMII yang telah ditetapkan. 
Kepengurusan PB PMII hasil penyegaran (resuffle), dapat dilihat 
seperti di bawah ini. 


SUSUNAN DAN KOMPOSISI PB PMII 
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(Periode 1988 — 1991) 
Hasil Reshuffe 

Ketua Umum : 
Drh. Muhammad Igbal Assegaf 
Ketua : Drs. Endin AJ Sofihara 
Ketua: Drs. Muhammad Syukur Sabang 
Ketua : Drs. Umarsyah Hasan 
Ketua : Dra. Khofifah 
Sekretaris Jenderal : Drs. Abdul Khalik Ahmad 
Wakil Sek Jend : Drs. M. Fathoni Mukhlis 
Sekretaris bidang Organisasi dan 
Komunikasi : Drs. Shopyanuddin 
Sekretaris bidang Kader : Drs. Masrur Ainun Najih 
Sekretaris bidang Pengembangan Studi 
dan Ilmu Pengetahuan : Muhammad Afrokhi 
Sekretaris bidang Pengolahan data 
Informasi dan Dokumentasi : Agus Koes Sam 
Sekretaris Bidang Da wah dan 
Pengabdian Masyarakat : Drs. H. Hamid Ahmad 
Sekretaris bidang Hubungan Organisasi 
Islam, Pemuda dan Mahasiswa : Ahmad Djuanda Sahal 
Sekretaris Bidang Olah raga dan Seni Budaya : 
Ir. M. Rusdi Tutupoho 
Sekretaris bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama 
Internasional : M.Rofigul Umam Ahmad 
Sekretaris Bidang KOPRI : Dra. Ulha Soraya 
Bendahara : M. Surkhan Suhaemi 
Wakil Bendahara : Ahmad Hadiyin 


LEMBAGA / BADAN OTONOM 
1. Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) 


Ketua : Drs. Ali Masykur Musa 
Berkedudukan di : Jember Jawa Timur 

2. Lembaga Da wah Dan Pengabdian Masyarakat (LDPM) 
Ketua : Drs. Fajrun Najah Ahmad 
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Berkedudukan di : DKI Jakarta 
3. Lembaga studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK) 


Ketua : Drs. Ibnu Anshori SH 

Berkedudukan di '”— : Surabaya Jawa Timur 
4. Lembaga Pers (LP) 

Ketua : Drs. Johar Ma'mun 


Berkedudikan di : DKI Jakarta 

5. Lembaga Studi dan Pengembangan Hukum (LSPH) 
Ketua : Darmansyah Sembiring 
Berkedudukan di : DKI Jakarta 

6. Lembaga Pusat Penelitian (BAPUSLIT) 
Ketua : Drs. Mundiharno 
Berkedudukan di : DKI Jakarta 


Penataan Struktur Organisasi 

PB PMII periode 1988-1991 ini melakukan penataan struktur 
organisasi secara menyeluruh, mulai koordinator cabang-cabang, 
Komisariat dan rayon, dengan pembakuan struktur organisasi 
yang disesuaikan dengan tuntutan organisasi secara nasional. 
Penataan struktur tersebut direfleksikan dalam bentuk 
penyeragaman komponen pada setiap struktur organisasi di 
semua tingkatan organisasi, yakni adanya majelis Pembina 
Daerah, Badan Pengurus harian, dan anggota-anggota pada 
tingkat kepenggurusan Koordinator Cabang Majels Pembina 
cabang, Badan Pengurus harian dan Departemen-departemen, 
serta badan penelitian dan pengembangan cabang dengan jumlah 
anggota majelis dan pengurus yang telah ditetapkan. Begitu juga 
nama-nama departemen pada tingkat kepengurusan cabang di 
seluruh Indonesia. 

Di samping itu, PB PMII juga menertibkan sistem Administrasi 
kesekretariatan dalam bentuk Pedoman Penyelengaraan Tertib 
Administrasi (PPTA), yang berisi panduan praktis surat- 
menyurat, pembuatan dan penggunaan atribut organisasi, dan 
panduan-panduan lain yang berkaitan dengan mekanisme 
kesekretariatan yang berlaku secara nasional di lingkungan PMII. 
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PPTA ini diberlakukan untuk pertama kalinya di tingkat Pengurus 
Besar dan secara bertahap mulai dilakukan oleh Koordinator 
cabang dan cabang-cabang, sampai pada tingkat yang terbawah 
dalam struktur organisasi, yakni komisariat dan rayon secara 
nasional. 

Untuk mengetahui potensi PMII secara keseluruhan, PB PMII 
melakukan pemantauan terhadap kegiatan -kegiatan Koordinator 
cabang dan cabang, serta potensi anggota dan pengurus melalui 
edaran PB PMII tentang laporan kegiatan, Biodata pengurus 
harian Koordinator cabang-cabang, dan jumlah anggota di setiap 
cabang seluruh Indonesia. Disamping itu PB PMII melalui 
penerbitan dan sosialisasi Kartu Anggota (KTA) yang 
dikoordinasikan oleh pengurus besar dan dikeluarkan oleh 
pengurus cabang. 

Jumlah anggota PMII di seluruh Indonesia sampai dengan 
bulan September 1991 berjumlah 364.000 (tiga ratus enam puluh 
empat ribu) orang, yang terdiri dari 9 koordinator cabang dan 77 
cabang di seluruh Indonesia. 

Dibidang Korp PMII Puteri (KOPRI), PB PMII melakukan 
penataan khusus terhadap kelembagaan KOPRI melalui kegiatan 
Pra-Mubes KOPRI yang dikoordinasikan oleh PB KOPRI dan 
dilaksanakan oleh cabang Ujung Pandang, Sulawesi Selatan pada 
tanggal 25-30 juni 1990 dan cabang Malang, Jawa Timur pada 
tanggal 18-23 juli 1990. Dalam kegiatan ini dibicarakan tentang 
eksistensi dan mekanisme kerja KOPRI, direalisasikan dengan 
menyelenggarakan latihan Kepemimpinan Kader KOPRI pada 7 — 
11 September 1991 di Surabaya yang diikuti oleh 10 cabang di 
pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi.!”) 


Musyawarah Besar (Mubes) IV PMII Di Jakarta 

Musyawarah Besar (Mubes) IV PMII di selenggarakan pada 
tanggal 11-16 September 1990 yang diikuti oleh 7 Koordinator 
cabang di seluruh Indonesia. Mubes IV ini berhasil menetapkan 
beberapa keputusan penting, antara lain : 


189 Ibid, Laporan Pertanggung jawaban PB PMII 
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1. Petunjuk Praktis (Juktis) Pendidikan Kader PMII 
Petunjuk Praktis (Juktis) ini berisi panduan teknis dan 
praktis yang meliputi latihan Kader Dasar (LKD), latihan 
Kader Menengah (LKM) dan latihan Kader 
Lanjutan (LKL). Sekarang: PDK dan PKL berikut silabus 
materi latihan, yakni materi-materi dasar dan wawasan 
yang harus diberikan pada masing jenjang pelatihan, serta 
naskah pelantikan anggota baru, Kader dan Penggurus. 
Keputusan ini didasari oleh pemikiran bahwa kualitas 
kepemimpinan organisasi ditentukan antara lain oleh 
sistem kaderisasi yang terarah, terencana dan berke- 
sinambungan serta terefleksikan dalam proses rekrutmen 
kepemimpinan yang selektif atas dasar prestasi dan 
objektifitas. 

2. Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi (PPTA) 
Dan Tinjauan Hukum PMII. 
PPTA ini merupakan serangkaian aturan mengenai 
penyelengaraan organisasi dengan administrasi yang 
meliputi tertib kesekretariatan dan atribut organisasi yang 
berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII 
secara Nasional. 
Hal ini didasari pemikiran, bahwa keutuhan dan kesatuan 
gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib 
administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang 
besangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem 
administrasi yang dapat menunjang berjalannya 
mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka 
dipelukan adanya seperangkat aturan sebagai upaya 
unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan 
disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi 
organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan 
program organisasi guna mencapai tujuan. 
Disamping itu, adanya sistem administrasi itu juga untuk 
menegakkan wibawa dan disiplin bagi organisasi bagi 
segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan 
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organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya PPTA 
merupakan jawaban aktual ditengah- tengah mendesaknya 
keperluan akan adanya pedoman yang terlaksana secara 
nasional di lingkungan PMII dari tingkat pengurus besar 
sampai tingkat Rayon. 

3. Pedoman Penyelenggaraan Permusyawaratan Organisasi 
PPPO ini merupakan serangkaian aturan mengenai 
penyelenggaraan permusyawaratan tertinggi di tingkat 
koordinator cabang - cabang, komisariat dan rayon PMII 
secara nasional. 

Kehadiran sebuah PPPO bagi PMII merupakan tuntutan 
konsolidasi sekaligus upaya peningkatan kualitas organisasi. 
Untuk itu, dipandang perlu melakukan beberapa ikhtiar sebagai 
upaya demokratisasi dalam kehidupan organisasi melalui 
penyempurnaan mekanisme permusyawaratan yang belaku 
secara nasional di lingkungan PMII. 


4. Pokok — Pokok Pemikiran dan Rekomendasi 

PMII menilai bahwa pembangunan nasional yang menjadi 
obsesi seluruh masyarakat Indonesia telah menunjukkan 
perkembangan dan kemajuan. Namun bersamaan dengan itu 
masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam menentukan 
kebijakan yang pada akhirnya menghasilkan dampak negatif. 
Pembangunan Nasional yang berhakekat pembangunan manusia 
seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya masih jauh 
dari yang dicita-citakan. Oleh karena itu dengan niat dan itikad 
yang tulus iklas yang disemangati oleh keterpaduan wawasan 
keislaman dan kelndonesiaan. PMII melalui musyawarah besar 
(MUBES) IV menyampaikan pokok-pokok pikiran demi 
kesempurnaan pelaksanaan pembangunan nasional Pokok-pokok 
pikiran yang menjadi perhatian PMII adalah meliputi bidang : 


a. Bidang agama dan moral 
b. Bidang Politik 

Cc. Bidang ekonomi 

d Bidang Pendidikan 
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e. Bidang Generasi Muda 
(selengkapnya lihat lampiran ) 

Khusus mengenai eksistensi dan hubungan PMII- NU, 
menjelang Muktamar ke 28 Nahdlatul Ulama, banyak pihak 
mengharapkan PMII dapat mempertimbangkan kembali sikap 
independensi yang telah diputuskan sejak tahun 1972. Terhadap 
masalah ini, PB PMII telah mengambil sikap tegas untuk tetap 
menjadikan PMII sebagai organisasi independen, sesuai dengan 
“Deklarasi Murnajati” yang dikukuhkan dalam kongres V tahun 
1973 di Ciloto, Jawa Barat. Penegasan sikap PB PMII ini disebut 
“PENEGASAN CIBOGO”. 


PENEGASAN CIBOGO 


Bismillahirrahmanirrahiem 

Bahwa independensi PMII merupakan sikap organisasi yang 
menjadi ketetapan kongres V tahun 1973, sebagai pengukuhan 
terhadap “Deklarasi Murnajati” yang dicetuskan dalam MUBES 
III, 14 juli 1972 di Murnajati, Malang Jawa Timur. 

Bahwa Independensi PMII merupakan manifestasi dari 
kesadaran organisasi terhadap tuntutan kemandirian, 
kepeloporan, kebebasan berfikir dan berkreasi, serta tangung 
jawab sebagai kader ummat dan bangsa. 

Bahwa independensi PMII merupakan upaya merespon 
pembangunan dan modernitas bangsa, dengan menjunjung tinggi 
nilai etik dan moral serta idealisme yang dijiwai oleh ajaran Islam 
Aslussunnah Wal Jama'ah. 

Berdasarkan pertimbnagan diatas, maka PB PMII periode 
1988 — 1991, setelah melakukan kajian kritis dan dengan memohon 
rahmat Allah SWT, menegaskan kembali bahwa : PERGERAKAN 
MAHASISWA ISLAM ADALAH ORGANISASI INDEPENDEN 
YANG TIDAK TERIKAT DALAM SIKAP DAN TINDAKANNYA 
KEPADA SIAPAPUN DAN HANYA KOMITED DENGAN 
PERJUANGAN ORGANISASI DAN CITA - CITA PERJUANGAN 
NASIONAL YANG BERLANDASKAN PANCASILA, DAN AKAN 
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TERUS  MENGAKTUALISASIKAN DALAM KEHIDUPAN 
BERORGANISASI, BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN 
BERNEGARA. 


Wallahul Muwaffig Illa Agwamith Tharig 
Medan Rapat Pleno IV PB PMII 
Cibogo, 8 Oktober 1989 


Musyawarah Nasional (Munas) I Alumni PMII 
Sementara itu, sesuai dengan arah kebijakan program PB 

PMII periode 1988-1991 yang menetapkan langkah kebijakan 
operasional organisasi, yang antara lain mendorong terwujudnya 
Musyawarah Nasional (MUNAS), alumni PMII. Hal ini dilakukan 
mengingat perjalanan panjang membentuk suatu wadah khusus 
alumni PMII seperti usaha yang telah dilakukan sejak Mukernas 
1976, Kongres V hingga Kongres IX di Surabaya, maka sekitar 1 
minggu setelah pelaksanaan kongres IX, yakni tepatnya tanggal 
27-29 September 1988 diselengggarakan Musyawarah Nasional 
(MUNAS) I Alumni PMII yang bertempat di Jakarta. Munas I 
alumni PMII ini berhasil membentuk wadah alumni yang diberi 
nama : Forum Komunikasi dan Silaturrahmi Keluarga Alumni 
PMII (FOKSIKA PMII), Munas ini juga menelorkan keputusan - 
keputusan tentang : 

1. Deklarasi Pembentukan FOKSIKA PMII 

2. Peraturan Dasar FOKSIKA PMII 

3. Pokok - Pokok Program 

4. Ketua dan Formatur Koordinator Nasional 

Tim Formatur yang bertugas menyusun kepenggurusan 

koordinator Nasional FOKSIKA PMII periode 1988 — 1991, terdiri 
dari : 


- Drs. Abduh Paddare : Ketua 
- Drs. HM. Nuril Huda : Anggota 
- Drs. Ahmad Bagdja : Anggota 


- Drs. H. Wahiddudin Adams : Anggota 
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Tim tersebut berhasil menyusun kepengurusan koordinator 
Nasional FOKSIKA PMII periode 1988 — 1991, sebagai berikut : 


KOORDINATOR NASIONAL 
FORUM KOMUNIKASI DAN SILATURAHMI KELUARGA 
ALUMNI 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 
(FOKSIKA PMII ) 
PERIODE 1988 — 1991 


Penasehat : H. Mahbub Junaidi 
: HA. Chalid Mawardi 
: HM. Zamroni 
: HAN. Nurih Huda 
: H. Chatibul Umam 


Ketua : HM. Abduh Paddare 
Wakil Ketua : Ahmad Bagdja 
Wakil Ketua : Man Muhammad Iskandar 
Sekretaris : H. Wahiduddin Adam 
Wakil Sekretaris : Oomaruddin HM 
Bendahara : Asmui Suhaemi 
Wakil Bendahara : Ermalena APT 
Anggota — Anggota : HA. Rachim Hasan 

: M. Achsin Zaidi 

: Muslih Hasbullah 

: H. Thamri Nudin 

: Surya Darma Ali 

: Muhaimin AG 


: Chaerul Latif Tsauban!” 


Ide Penggabungan PMII dan HMI 
Pernyataan menarik yang dilontarkan oleh ketua umum PB 
NU, Abdurrahman Wahid, dalam suatu sarasehan generasi muda 


190 Hasil Munas I Alumni PMII Di Jakarta tanggal 27-29 September 1988 
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NU, yang berlangsung tangggal 28-29 september di Wisma 
Suprapto Jakarta. Gus Dur (panggilan akrabnya) menyatakan, 
sebaiknya PMII dan HMI itu bergabung saja menjadi satu wadah, 
sebab menurutnya anggota kedua Ormas mahasiswa tersebut 
adalah anak-anak NU. Alasan Gus Dur bagi penggabungan itu : 

e PMII dan HMI sama- sama mahasiswa Islam 

e PMII dan HMI sama-sama independent 

e Sama-sama berasaskan Pancasila 

e Sama-sama beranggotakan anak-anak NU 

“Para pengurus HMI sekarang ini 6046 anak-anak NU”. 
Mereka menguasai semua jajaran kepengurusan HMI, dari daerah 
sampai tingkat pengurusan Besar. Diantara mereka adalah Ketua 
Umum PB HMI, Ir. Herman Widyananta (asal Madura) dan Ketua 
Umum PB HMI Yahya Zaini (adalah anak tokoh NU Gresik). 

Sementara itu PMII yang telah independen sejak 1972 itu 
banyak pengurus dan anggotanya yang diragukan ke-NU-annya, 
baik konteks wawasan politik, kultural maupun keislamanya. 

Dalam kaitan ini, kelompok-kelompok strategis NU yang pada 
saatnya nanti bisa melakukan sebuah transformasi yang sesuai 
dengan misi dan visi perjuangan NU, terlihat saja bukan dari 
kader-kader intelektual dari PMII, tetapi jug kader-kader HMI 
yang lahir dari keluarga NU. 

Namun diakuinya, kelompok strategis yang kini sedang 
melakukan transformasi sosial dalam tubuh NU, adalah mereka 
yang pernah menjadi aktivis PMII. Sedang anak-anak NU yang 
ada di HMI, belum banyak yang konsisten dalam NU, bahkan 
mereka lebih tertarik terjun di luar NU. 

Ketua umum koordinator cabang PMII Jawa Tengah Drs. 
Istijab, menanggapi pernyataan Gus Dur, Ia mengakui “bahwa 
dari empat kesamaan yang diutarakan Gus Dur itu ada satu hal 
yang perlu dikoreksi. Memang PMII dan HMI banyak memiliki 
kesamaan, tetapi jika keduanya dikatakan anak NU, itu tidak 
benar”. Pendapat Gus Dur itu relatif, karena anak NU yang masuk 
organisasi HMI tidak banyak. Tapi, dapat dikatakan hampir 
mayoritas anggota PMII merupakan anak NU. Secara historis 
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PMII sejak berdiri seirama dengan NU, karena organisasi ini 
dibentuk untuk memadahi mahasiswa Nahdliyien. 

Alasan lain, menurut istijab, kedua organisasi mahasiswa itu 
memiliki komitmen ke Indonesiaan dan keislaman yang berbeda. 
Dalam hal asas tunggal Pancasila, misalnya, PMII sejak semula 
telah menetapkan Pancasila sebagai satu -satunya asas. Sedang 
HMI, meskipun menerima Pancasila sebagai satu -satunya azas, 
penerimaan itu disepakati malalui perdebatan panjang, bahkan 
sempat menimbulkan kemelut dan perpecahan ditubuh HMI. 

Sementara menurut ketua umum HMI Jawa Tengah, 
Rudiyanto, SH “Dalam bidang keislaman, PMII berdasarkan 
Ahlussunnah wal Jama'ah “. Sedangkan HMI memiliki landasan 
keislaman yang telah dibakukan menjadi NDP (nilai dasar 
perjuangan) yang dianggap sebagai konsep teologi HMI”. 

NDP ini pertama kali dicetuskan oleh tokoh HMI, Nurcholis 
Madjid yang selanjutnya membakukan NDP itu sebagai pegangan 
semua anggota HMI. Setelah kongres HMI tahun 1985, NDP itu 
disempurnakan menjadi NIK (Nilai Idenitas Kader) sebagai wujud 
independensi dan konsep teologi HMI. “Dari dasar keislaman saja, 
keduanya jelas berbeda. Menyatukan keduanya merupakan hal 
yang mustahil”. 

Ditinjau dari segi historis, kedua organisasi itu sejak semula 
sudah sulit disatukan. Ide Gus Dur akan baik, jika dilihat sebagai 
upaya meningkatkan ukhuwah islamiah. Namun, usaha itu tidak 
harus dilakukan melalui penggabungan wadah tunggal. 
Penggabungan itu akan efektif bila secara moral keduanya bersatu 
dalam sikap dan tindakan untuk memajukan islam. Bahkan kedua 
organisasi mahasiswa itu berkewajiban mengeliminir perbedaan 
yang ada dalam tubuh Islam di Indonesia. 

Kendatipun demikian, kedua tokoh ini mengganggap ide Gus 
Dur itu cukup menarik untuk dibahas. Penggabungan itu akan 
menghilangkan historis kedua organisasi itu. Untuk itu, PMII akan 
membahas masalah ini dalam kongres di Jakarta pada 21 — 27 
Oktober 1991 mendatang. Sebab ini penting untuk mempertegas 
gagasan kesatuan sesama muslim. 
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Sementara itu, ketua umum PB PMII periode 1988 — 1991, Drh. 
Muhammad Igbal Assegaf berpendapat “tidak mungkin PMII 
melebur diri dalam HMI. Meskipun keduanya merupakan sama — 
sama organisasi Islam. Sebab PMII mempunyai paradigma 
penghayatan agama yang homogen, yakni Ahlussunnah wal 
Jama'ah, sedangkan HMI tidak. Di HMI, cenderung liberal, bisa 
menampung mahasiswa islam dengan aliran islam yang berbeda — 
beda. Sedang di PMII sentuhan keagamaanya diberikan melalui 
paradigma Ahlussunnah wal Jama'ah. Dari konteks ini saja sudah 
berbeda.” 

Igbal beranggapan bahwa semakin banyak spesialisasi dan 
deferensiasi tugas dan peranan ormas adalah lebih baik. Sehingga 
tidak perlu diadakan fusi. Dan memang kalau mau difusikan, 
seharusnya semua ormas islam, bulan hanya HMI dan PMII. 

Yang terpenting — bagaimana — memanfaatkan dan 
mengkapasitas-kan ormas kemahasiswaan itu sesuai dengan 
fungsi dan perannya. Agar mereka mampu memberikan 
kontribusi pada pembangunan kader bangsa. 

Pendapat Gus Dur untuk menggabungkan HMI dan PMII ini 
sebetulnya bukan ide baru. Sebetulnya Abdul Ghafur, ketika 
menjabat Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga juga 
mengusulkan hal yang serupa. Ide yang sama juga, pernah 
dilontarkan oleh Gubernur kalimantan Selatan M. Sa'id 

Namun, PMII tampaknya sadar benar bahwa pernyataan Gus 
Dur itu merupakan sebuah gagasan serius. Karena itu, PMII 
mencoba memahami makna dibalik gagasan tersebut. Benar, 
memang NU menghendaki PMII mengelimanasi sikap 
independensinya. Dan beberapa anggota PB PMII yang 
menangkap arti gagasan itu berjuang keras di Medan Kongres 
agar bisa dilahirkan deklarasi baru dalam bentuk 
“Interdependensi” 1”) 


Deklarasi Interdependensi PMII - NU 


11 Effendy Choirie, PMII antara Gerakan Pencerahan Dan Perebutan Kursi, 
(Catatan lepas seorang aktivis 1983 — 1994) forum Humanika, Jakarta, 1994 
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Sejarah mencatat, bahwa PMII dilahirkan dari pergumulan 
panjang Mahasiwa Nahdliyin, dan sejarah juga membuktikan 
bahwa PMII telah menyatakan independensinya melalui deklarasi 
Murnajati tahun 1972. 

Kerangka berfikir, perwatakan dan sikap sosial antara PMII 
dan NU mempunyai persamaan karena dikemas dalam 
pemahaman Islam Ahlussunah Wal Jama'ah. 

PMII insyaf dan sadar bahwa dalam melakukan perjuangan 
diperlukan untuk saling tolong-menolong, Ukhuwah islamiah, 
serta harus mencerminkan prinsip-prinsip ummat yang baik. 
Oleh karena itulah PMII melakukan kerjasama. 

PMII insyaf dan sadar bahwa bidang dan lahan perjuangan 
sangat luas dan bervariatif sesuai dengan nuansa usia, zaman dan 
bidang garapannya. 

Karena antara PMII dengan NU mempunyai persamaan — 
persamaan dalam persepsi keagamaan dan perjuangan, visi sosial 
dan kemasyarakatan, ikatan historis, maka untuk menghilangkan 
keragu- raguan serta saling curiga, dan sebaliknya untuk menjalin 
kerjasama program secara kualitatif dan fungsional, baik melalui 
program nyata maupun persiapan sumber daya manusia. PMII 
siap meningkatkan kualitas hubungan dengan NU atas dasar 
prinsip berkedaulatan organisasi penuh, interdependensi, dan 
tidak ada intervensi secara struktural dan kelembagaan, serta 
prinsip mengembangkan masa depan islam Ahlussunah wal 
Jama'ah di Indonesia.!?2) 

Deklarasi ini dicetuskan dalam kongres X PMII pada tanggal 
27 Oktober 1991 Di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Sebagai 
jawaban atas issu dan gagasan yang muncul menjelang 
diselenggarakannya kongres X PMII di Jakarta. 


Deklarasi Format Profil PMII 

Hal lain yang diputuskan dalam kongres X PMII di Jakarta 
adalah “Deklarasi Format Profil PMII”. Deklarasi ini merupakan 
kristalisasi dari tujuan pergerakan sebagaiamana tercantum dalam 


12? Dokumen Historis PMII — Keputusan Kongres X PMII di Jakarta 
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AD/ART, yakni. “Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang 
berbudi luhur, berilmu dan bertagwa kepada Allah SWT, cakap 
serta bertanggungjawab dalam mengamalkan ilmu pengetahuan- 
nya”. 

Bagi PMII ilmu pengetahuan merupakan alat untuk 
mengabdikan diri kepada Allah SWT, untuk mengangkat harkat 
dan martabat manusia dari lembah keterbelakangan dan 
kebodohan, karena hanya dengan ilmu manusia dapat sampai 
pada derajat tagwa yang sebenarnya. 

Bahwa ilmu menurut pandangan PMII adalah untuk 
diamalkan dan diabadikan demi kemaslahatan ummat, karena 
PMII insyaf dan sadar bahwa orang yang berilmu tanpa 
diamalkan akan mendapat azab dihadapan Allah. Begitu PMII 
insyaf dan sadar bahwa organisasi yang baik adalah organisasi 
yang dapat memberi manfaat bagi orang lain. 

Sebagai organisasi mahasiswa, PMII sadar bahwa dalam 
mengabdikan ilmu pengetahuan dan khidmat perjuangannya, 
memerlukan keahlian dan profesionalitas secara bertahap, 
terencana dan menyeluruh. 

Atas dasar itulah, PMII membakukan dan menetapkan 
Format Khidmatnya, berupa : 


MOTTO PMII 
Berilmu, Beramal dan Bertagwa 


TRI KHIDMAH PMII 
Tagwa, Intelektualitas, dan Profesionalitas 


TRI KOMITMEN PMII : 
Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan 


EKA CITRA DIRI PMII : 
Ulul Abab 
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Appeal Pondok Gede 

Sejalan dengan anggapan PMII, bahwa ulama pewaris 
kenabian dan sebagai panutan, karena kedalamannya dalam 
pemahaman keagamaan. Dengan asumsi itu, PMII menempatkan 
ulama pada konteks keteladanan dalam kehidupan beragama, 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebab itu PMII dalam 
kongresnya yang ke X di Jakarta mengeluarkan suatu keputusan 
yang dikenal dengan “APPEAL PONDOK GEDE”. Pemikiran 
yang mendasari keputusan itu adalah bahwa “ Ideologi bagi suatu 
negara, khususnya dalam suatu masyarakat pluralistik seperti 
Indonesia mempunyai peranan penting untuk mengikat persatuan 
dan kesatuan bangsa ditengah pergaulan dunia dan membangun 
masyarkat serta negara. 

Pancasila sebagai ideologi resmi negara Indonesia telah 
menunjukkan kesaktiannya dan telah teruji dalam perjalanannya, 
oleh karena itu sudah seharusnya jika Pancasila menjadi azas bagi 
seluruh organisasi sosial politik dan organisasi sosial kemasya- 
rakatan dan keagamaan, tidak relevan menghadapkan Pancasila 
dengan agama dalam posisi konfrotatif dan antagonistik. 

Sejarah mencatat bahwa NU merupakan organisasi sosial 
keagamaan terbesar yang pertama kali menerima Pancasila 
sebagai azas organisasi dengan disertai dengan pemikiran yang 
tepat dan benar bagaimana posisi serta pengamalan Pancasila dan 
agama (islam) dalam konteks berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat yang telah dirumuskan dalam bentuk deklarasi 
tentang hubungan Pancasila dengan Islam. 

Keberhasilan NU menyakinkan para warganya dan seluruh 
organisasi sosial keagamaan lainnya dalam masalah azas tunggal 
Pancasila telah dapat menghadirkan suasana dan gairah baru 
dalam upaya proses integrasi faham kebangsaan secara totalitas 
dan proporsional. 

Keberhasilan tersebut, tidak terlepas dari peran para arsitek — 
arsitek NU yang mempunyai sikap dan sifat negarawan yang 
prima, utuh, tulus ikhlas dan beritikad baik, oleh karena itulah 
PMII mengharap dengan hormat kepada Presiden Republik 
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Indonesia, memberikan anugrah kepada lima serangkai (1) KH. 
Ahmad Siddig, (2) KH. R. As'ad Syamsul Arifin, (3) KH. Ali 
Maksum, (4) KH. Mahrus Ali, (5) KH. Masykur (semuanya sudah 
almarhum), atas jasa-jasa beliau dalam memikirkan, merumuskan 
dan mempertanggung jawabkannya dihadapan seluruh warga 
nahdliyien khususnya, dan umumnya seluruh ummat islam di 
Indonesia, serta lebih khusus lagi kepada Allah SWT. 

Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada puncak acara 
kongres X PMII tanggal 27 Oktober 1991. 


Kongres X PMII 
Dalam kongres X PMII yang dirangkaikan dengan studi nasional, 
dengan tema : Demokrasi, keadilan dan pembangunan 


masyarakat religius. Kongres yang dihadiri oleh 9 Korcab dan 77 
cabang ini berhasil memilih duet Ali Masykur Musa —Syukur 
Sabang, masing — masing sebagai ketua Umum dan Sekretaris 
Jenderal PB PMII periode 1991-1994. Para tokoh yang tampil 
sebagai Kandidat yang bersaing untuk memperebutkan posisi 
Ketua Umum pada kongres kali ini adalah Ali Masykur Musa 
(Ketua Lembaga LPSDM PB PMII periode 1988 -— 1991) Endin AJ 
Sofihara (Ketua PB PMII periode 1988-1991), Idrus Marham Putra 
(Calon dari Koorcab Jawa Tengah), dan sahabat Fahjur Falakh 
(calon dari PMII Yogyakarta), yang terakhir ini gugur pada tahap 
pencalonan, karena tidak dapat meraih jumlah suara minimal 
sebagai syarat seorang calon untuk maju pada tahap pemilihan 
selanjutnya. Jadi yang berhak maju pada tahapan pemilihan 
selanjutnya tinggal tiga orang yaitu: Sahabat Ali Masykur Musam 
Endin AJ Sofihara dan Idrus Marham Putra. Yang terjadi dalam 
proses pemilihan, akhirnya sahabat Ali Masykur Musa yang 
didukung penuh oleh kelompok Jawa timur meraih suara 
terbanyak yang bersaing ketat dengan sahabat Endin AJ Sofihara. 
Para senior PMII yang menjadi aktor dibalik kemenangan sahabat 
Ali Masykur Musa adalah sahabat Igbal Assegaf (mantan Ketua 
Umum PB PMII periode 1988-1991) didukung penuh oleh 
kekuatan jawa timur seperti sahabat Saerozi (ketua umum PMII 
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Koorcab Jawa Timur). Kandidat lain yaitu sahabat Endin AJ 
Sofihara dan Idrus Marham Putra masing-masing menempati 
posisi kedua dan ketiga. Sidang pleno selanjutnya adalah 
pemilihan team formatur yang akan bertugas membantu ketua 
umum terpilih menyusun kepengurusan PB PMII periode 1991- 
1994. Sidang pleno berhasil memilih team Formatur yang 
bertugas menyusun kepengurusan Pengurus Besar PMII periode 
1991-1994 adalah sebagai berikut : 

Drs. Ali Masykur Musa (Ketua Merangkap Anggota ) 

Drh. M. Igbal Assegaf (Mantan ketum PB PMI ) 

Drs. A. Sairozi (Ketua PMII Koorcab Jatim) 

Drs. M. Syukur Sabang (Mantan Ketua PB PMII) 

Drs. Hadirin Suryanegara( Ketua PMII Koorcab Jabar ) 

Murni Rizal (PMII Jakarta) 

Team Formatur yang bersidang pada tanggal 30 Oktober 

1991 di Jakarta berhasil menyusun komposisi Pengurus Besar PB 
PMII periode 1991-1994 adalah sebagai berikut : 


SUSUNAN PENGURUS BESAR PMII 
(Periode 1991 -1994 ) 


Ketua Umum : Drs. Ali Masykur Musa 
Ketua : Hadirin Suryanegara 
Ketua : Dhory Faraby 

Ketua : Lukman Thaher 
Ketua : M. Amin Said Husni 
Ketua : M. Fathoni Mukhlis 
Ketua : Masrur Ainun Najih 
Ketua : Jauharoh Haddad 
Sekretaris Jendral : M. Syukur Sabang 
Wakil Sekretaris Jendral : Musa Zainuddin 
Wakil Sekretaris Jendral : Andy Najmi Fuaidi 
Wakil Sekretaris Jendral : Ade Mafruddin 
Wakil Sekretaris Jendral : Siti Khatijah RM 
Bendahara : Samsudin Rentua 

Wakil Bendahara : Pandu Dewantara 
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MAJELIS PEMBINA NASIONAL 
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Drh. Muhammad Igbal Assegaf 
Drs. Endin AJ Sofihara 
H. Rozy Munir SE, MSc 


H. Ahmad Bagdja 


Drs. H. Masdar Farid Mas'udi 
Drs. H. Wahiduddin Adam 
Drs. Muhyiddin Arubusman 


: Ketua 
: Sekretaris 
: Anggota 
: Anggota 
: Anggota 
: Anggota 
: Anggota 


SUSUNAN PENGURUS BESAR 
KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA 


Ketua 

Ketua I 

Ketua II 

Ketua III 
Sekretaris 
Sekretaris I 
Sekretaris II 
Sekretaris III 
Bendahara 
Wakil Bendahara 
Korwil Sumatera 
Korwil Jawa 
Korwil Kalimantan 
Korwil Sulawesi 


PUTRI 
(KOPRI) 


Periode 1991 — 1994 


: Jauharoh Haddad 
: Siti Salbiah 
: Eni Jamilah 
: Hunainah 
: Siti Khadijah RM 
: Diana Mutiah 
: Masturoh 
: Nurhaida 
: Fauzia Laily 
: Wahyulita 
: Jus Arni Rasul 
:Ida Nur Kosim 
: Ida Wahidah 
: Nurlina 
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KEDUDUKAN DAN KETUA-KETUA LEMBAGA 
PENGURUS BESAR PMII 
(Periode 1991 — 1994) 


LEMBAGA-LEMBAGA : 

Lembaga Kajian Pengembangan 

Kaderisasi ( LKPK ) : Lucky Lukmanul Hakim 
Kedudukan : Bandung Jawa Barat 


Lembaga Pengembangan Sumber 
Daya Manusia ( LPSDM) : Choirul Sholeh Rasyid 


Kedudukan : Jember Jawa Timur 


Lembaga Penelitian Dan 


Pengembangan ( Litbang ) : Imam Azis 
Kedudukan : D.I. Yogjakarta 
Lembaga Da'wah Dan 

Pengabdian Masyarakat (LDPM): Herry Idrus 
Kedudukan : Sumatera Barat 


Lembaga Pengembangan Seni Dan 
Dialog Seni Budaya : Imam Bukhari 
Kedudukan : DKI. Jakarta 


Lembaga Bantuan Dan 
Pengembangan Hukum ( LBPH ): Rofigul Umam Ahmad 


Kedudukan : DKI. Jakarta 
Lembaga Studi Islam Dan 

Kemasyarakatan ( LSIK ): Khairuddin Bincyle 
Kedudukan : Ciputat Jakarta 


Lembaga Pengembangan Ekonomi 
Dan Kewiraswastaan ( LPEK) : Mustakim Abddullah 
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Kedudukan : Makasar 


Lembaga Kajian Masalah 

Internasional ( LKMI ) : Agustiono 
Kedudukan : DKI. Jakarta 
Lembaga Kajian Masalah 

Kewanitaan ( LKMK ) : Ummi Zahroh 
Kedudukan : Yogjakarta 


Lembaga Pers Penerbitan 
Dan Jurnalistik ( LP2J ) : Effendy Choirie 
Kedudukan : DKI. Jakarta 


Badan Pengembangan Dan Kajian 
Lingkungan Hidup (BPKLH) : Moh. Idrus Batubara 
Kedudukan : Medan Sumatera Utara 


MUSYAWARAH KERJA NASIONAL 

Seperti diatur dalam AD/ART PMII, selain Kongres yang 
merupakan forum tertinggi organisasi, juga ada forum 
Musyawarah Besar (Mubes), Musyawarah Pimpinan (Muspim) 
dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas). Keputusan- 
keputusan yang dihasilkan dalam Musayawarah Kerja Nasional 
yang dilaksanakan pada tanggal 24-26 Desember 1991 di Cimacan 
Jawa Barat ini antara lain tentang: 


Majlis Pembina Nasional, 

Kedudukan Lembaga dan Ketua Lembaga, 

Susunan PB Kopri periode 1991-1994, 

Komposisi PB PMII Periode 1991-1994, 

Badan Pengembangn dan Kajian Lingkungan Hidup, 
Tata Kerja PB PMII periode 1991-1994, 

Job Discription PB PMII periode 1991-1994, dan 
Program Kerja PB PMII periode 1991-1994. 


00 0 0 0 


220 


Salah satu keputusan penting pada Mukernas kali ini adalah 
tentang “Implementasi Interdependensi PMII-NU”. 


Implementasi Interdependensi PMII - NU 

Untuk mempertegas “Deklarasi Interdependensi PMII — NU, 
yang diputuskan dalam kongres X PMII di Jakarta 1991 maka PB 
PMII periode 1991 — 1994 — duet Ali Masykur — Syukur Sabang — 
melalui Musyawarah Kerja Nasional (MUKERNAS) PB PMII 
tanggal 24 Desember 1991, di Cimacan Jawa Barat, mengeluarkan 
keputusan tentang : IMPLEMENTASI INTERDEPENDENSI PMII — 
NU. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa “lahirnya PMII melalui 
musyawarah mahasiswa Nahdliyien di Surabaya pada tanggal 17 
april 1060 / 21 syawal 1397. Sesungguhnya adalah puncak dari 
upaya — upaya yang pernah dilakukan sejak lama sebelum itu , 
untuk membentuk wadah yang lebih representatif sebagai tempat 
mahasiswa Nahdliyien mengaktualisasikan perannya, ternyata 
benar, begitu lahir PMII, ia segera tumbuh pesat di berbagai 
daerah di Indonesia dan segera pula memberikan kontribusinya 
yang signifikan dengan pejuangan politik partai NU. 

Selama 12 tahun lamanya PMII sebagai orderbow partai NU 
berkhidmat di dalam kancah politik praktis, sampai akhirnya ia 
menyatakan diri sebagai ORGANISASI INDEPENDEN yang tidak 
terikat dalam sikap dan tindakannya pada siapapun dan hanya 
komited pada perjuangan organisasi dan cita — cita perjuangan 
nasional yang berlandaskan Pancasila. Pernyataan yang 
dideklarasikan pada tanggal 14 juli 1972, yang kemudian lebih 
dikenal dengan sebutan “Deklarasi Murnajati” itu sesungguhnya 
merupakan manifestasi kesadaran PMII yang meyakini 
sepenuhnya terhadap tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan 
berfikir, dan pembangunan kreatifitas yang dijiwai oleh nilai-nilai 
ajaran islam. 

Hingga saat ini, Independensi itu masih terus dipertahankan 
dan dipertegas dengan “penegasan Cibogo”, pada tanggal 8 


oktober 1989 yang mendatang independensi itu sebagai “ upaya 
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merespon pembangunan dan modernitas bangsa, dengan 

menjunjung tinggi nilai etik dan moral serta idealisme yang 

dijiwai oleh ajaran islam Ahlussunah Wal Jama'ah”. Namun 
demikian, baik deklarasi Murnajati maupun penegasan Cibogo 
tidaklah dimaksudkan untuk menciptakan garis damargasi antara 

PMII disatu pihak dengan NU dipihak lain. Diantara keduanya 

senantiasa terjalin hubungan yang dibangun diatas persamaan 

paham keagamaan, pemikiran, sikap sosial dan lain — lain. 

Dalam rangka mempertegas hubungan PMII dengan NU, 
Kongres X PMII pada tahun 1991 di Jakarta, telah melahirkan 
suatu pernyataan : DEKLARASI INTERDEPENDENSI PMII-NU. 
Penegasan hubungan itu didasarkan kepada pemikiran — 
pemikiran antara lain : 

Pertama: Bahwa dalam pandangan PMII Ulama sebagai pewaris 
kenabian (Ulama waratsatul anbiya) merupakan 
panutan karena kedalamannya dalam pemahaman 
keagamaan. Oleh karena itu, interdependensi PMII — 
NU ditempatkan pada konteks keteladanan ulama 
dalam kehidupan keagamaan dan kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Kedua: Adanya ikatan kesejarahan yang mempertautkan antara 
PMII — NU. Realitas sejarah bahwa PMII lahir dari dan 
dibesarkan oleh NU, demikian juga latar belakang 
mayoritas warga PMII yang berasal dari NU, secara 
langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi 
perwatakan PMII menyatakan PMII secara umum. 
Adapun kemudian PMII menyatakan dirinya sebagai 
organisasi independen, hendaknya tidak dipahami 
sebagai upaya mengurangi, apalagi menghapus arti 
ikatan kesejarahan tersebut. 

Ketiga: Adanya persamaan paham keagamaan antara PMII 
dengan NU. Keduanya sama — sama mengembangkan 
suatu wawasan keislaman dengan paradigma 
pemahaman Ahlussunah Wal Jama'ah. Implikasi dari 
wawasan keislaman ini tampak pula pada persamaan 
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sikap sosial yang bercirikan tawaassuth dan TY'tidal, 
tasamuh, tawazun dan amar ma'ruf nahi mungkar. 
Demikian juga didalam pola pikir, pola sikap, pola 
tindak PMII dan NU menganut pola selektif , 
akomodatif, integratif sesuai dengan prinsip dasar : Al 
Muhafazdotu Alal OGodimis Shalih Wal Akhzdu Biljadi al 
Ashlah. 

Keempat:Adanya persamaan kebangsaan. Bagi PMII keutuhan 
komitmen keislaman dan kelndonesiaan merupakan 
perwujudan kesadaran beragama dan berbangsa bagi 
setiap insan Muslim Indonesia, dan atas dasar hal 
tersebut maka menjadi keharusan untuk 
mempertahankan bangsa dan negara Indonesia dengan 
segala tekad dan kemampuan, baik secara perorangan 
maupun bersama. 

Kelima: Adanya persamaan kelompok sasaran. PMII dan begitu 
juga NU, memiliki mayoritas anggota dari kalangan 
masyarakat kelas menengah kebawah. Kesamaan lahan 
perjuangan ini, semestinyalah bila kemudian 
melahirkan format-format perjuangan yang relatif sama 
pula. 


Prinsip — Prinsip Interdependensi 
Sekurang — kurangnya terdapat lima prinsip yang semestinya 
dipegang bersama untuk merealisasikan interdependensi PMII — 
NU: 
. Ukhuwah Islamiah 
. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar 
. Mubadi Khoiru Ummah 
. Al Musawah 
. Hidup Berdampingan dan berdaulat secara penuh. 


IT PRUN 


Implementasi interdependensi PMII — NU diwujudkan dalam 
berbagai bentuk kerjasama antara lain meliputi bidang — bidang : 
Pemikiran : Kerjasama dibidang ini dirancang untuk 

pengembangan pemikiran keislaman dan 
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kemasyarakatan. 

Sumber Daya Manusia: Kerjasama dibidang ini ditekankan pada 
pemanfaatan secara maksimal manusia — manusia 
PMII maupun NU. 

Pelatihan: Kerjasama dibidang pelatihan ini dirancang untuk 
pengembangan sumber daya manusia baik PMII 
maupun NU. 

Rintisan Program : 

Kerjasama dibidang ini berbentuk pengelolaan 
suatu program secara bersama seperti program 
pengembangan ekonomi, program aksi sosial, dll. 


Implementasi interdependensi PMII-NU ini merupakan hasil 
keputusan Musyawarah Kerja Nasional PB PMII pada tanggal 24 
Desember 1991 di Cimacan Jawa Barat. Keputusan dimaksudkan 
sebagai rujukan bagi pengembangan kerjasama antara PMII 
dengan NU.!?3 

Keputusan-keputusan lain yang dihasilkan oleh Mukernas 
kali ini antara lain tentang: 

Majlis Pembina Nasional 

Kedudukan lembaga dan Ketua Lembaga 

Susunan PB.Kopri periode 1991-1994 

Komposisi PB.PMII periode 1991-1994 

Badan Pengembangan dan Kajian Lingkungan Hidup 
Tata Kerja PB.PMII periode 1991-1994 

Job Discription PB.PMII periode 1991-1994 

Program Kerja PB.PMII periode 1991-1994. 14 


OM OT YP Do TOL EA 


Musyawarah Pimpinan (Muspim) I PMII 

Musyawarah Pimpinan (MUSPIM) PMII ini dilaksanakan 
pada tanggal 30 Desember 1992 di Cipayung Bogor Jawa Barat, 
yang di ikuti oleh Koordinator Cabang seluruh Indonesia dan 


19 Dokumen Historis PMII, Ketetapan dan Keputusan Kongres X PMII dan Hasil- 
hasil Mukernas 26 Desember 1991 di Cimacan Jawa Barat 
194 Ibid, Halaman 248-286 
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Cabang-Cabang PMII besar yang di undang khusus untuk itu. 
Adapun materi yang dibahas dan dihasilkan dalam Muspim kali 
ini antara lain: 

1. Penyempurnaan atas Peraturan Organisasi “Pedoman 
Penyelenggaraan Permusyawaratan Organisasi” (PPPO- 
PMII). 

Keputusan ini didasari oleh pemikiran, bahwa kualitas 
kepemimpinan organisasi ditentukan antara lain oleh sistem 
kaderisasi yang terarah, terencana dan berkesinambungan serta 
terefleksikan dalam proses rekrutmen kepemimpinan yang 
selektif atas dasar prestasi dan obyektifitas. 

Disamping sistem kaderisasi yang demikan itu, iklim 
organisasi yang demokratis merupakan faktor lain yang juga 
menentukan, maka perlu dilakukan beberapa ikhtiar sebagai 
upaya demokratisasi dalam kehidupan organisasi melalui 
penyempurnaan mekanisme permusyawaratan yang berlaku 
secara nasional dilingkungan organisasi PMII. Keberadaan sebuah 
pedoman penyelenggaraan permusyawaratan organisasi (PPPO) 
bagi PMII merupakan tuntutan konsolidasi sekaligus upaya 
peningkatan kualitas organisasi. 

Pedoman penyelenggaraan permusyawaratan organisasi 
(PPPO) ini merupakan serangkaian aturan mengenai 
penyelenggaraan permusyawaratan tertinggi ditingkat 
koordinator Cabang, Cabang, Komisariat dan Rayon PMII secara 
Nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tujuan: 

a. Memberikan acuan yang jelas bagi penyelenggaraan 
permusyawaratan organisasi tertinggi ditingkat Koordinator 
Cabang, Cabang, Komisariat dan Rayon PMII. 

b. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan 
pemantauan pelaksanaan kaderisasi dalam aspek rekrutmen 
kepemimpinan organisasi. 

c. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi, serta 
menumbuhkan kesadaran, semangat dan kegarahan 
berorganisasi dikalangan anggota. 

2. Kaedah Keanggotaan PMII 
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Kaedah Keanggotaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga PMII, Khususnya yang berkenaan dengan 
ketentuan keanggotaan. Peraturan Organisasi ini memuat 
ketentuan-ketentuan tentang: Hak dan Kewajiban Anggota, 
Perangkapan Keanggotaan, — Penghargaan — Keanggotaan, 
Pemberhentian keanggotaan, Kategori Pemberhentian, Wewenang 
Pemberhentian dan prosedur naik Banding. 

3. Kaedah Pembentukan dan Pengguguran Cabang 

Peraturan Organisasi tentang Kaedah Pembentukan dan 
pengguguran Cabang PMII ini merupakan penjabaran dari 
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII, khususnya 
yang berkenaan dengan ketentuan pengurus cabang. Yang 
didalamnya memuat tentang: Syarat Pembentukan Cabang, 
Wewenang Pembentukan cabang, Status dan Akreditasi, 
Klasifikasi dan Kualifikasi Cabang, Pengguguran Cabang dan 
Keputusan Pengguguran Cabamg. 

4. Kaedah Pelaporan PMII 

Peraturan Organisasi tentang Kaedah Pelaporan PMII ini 
merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar dan Anggaran 
Rumah Tangga PMII khususnya yang berkaitan dengan ketentuan 
pelaporan pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang, 
yang didalamnya memuat ketentuan tentang: Jenis-jenis laporan, 
Isi dan Waktu Laporan, yang meliputi: Pelaporan kegiatan, 
Pelaporan Hasil Konfrensi, Pelaporan Pertanggung jawaban, dan 
Pelaporan Pendataan Anggota. 

5. Strategi Pengembangan Kelembagaan PMII 

Strategi Pengembangan Kelembagaan PMII ini merupakan 
konsep dasar mengenai optimalisasi fungsi kelembagaan internal 
PMII dan pengembangan jaringan kelembagaan internal maupun 
eksternal yang melingkupi PMII. 

Kelembagaan internal PMII mencakup seluruh perangkat 
organisasi di semua tingkatan yang meliputi Majlis Pembina, 
Badan Pengurus Harian, Struktur Kopri, dan lembaga-lembaga 
strategis dan / atau badan Fungsional. Sedangkan Kelembagaan 
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Eksternal adalah organisasi kemasyarakatan/organisasi Kema- 
syarakatan Pemuda dan Instansi Pemerintah. 

Maksud Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan 
Kelembagaan PMII ini adalah sebagai upaya penjabaran pola 
pembinaan, pengembangan, perjuangan PMII , khususnya yang 
berkaitan dengan masalah struktur dan kelembagaan. 

Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman pengembang- 
an kelembagaan internal PMII dan pengembangan jaringan 
kelembagaan Eksternal yang melingkupi PMII sebagai jawaban 
atas dinamika internal dan tantangan eksternal organisasi dalam 
rangka pencapaian tujuan PMII. 

Dengan strategi pengembangan kelembagaan PMII ini 
diharapkan dapat tercipta: 

1. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik 
sehingga dapat mewujudkan sistem dan mekanisme 
organisasi yang efektif dan efisien, mampu mewadahi 
dinamika internal organisasi serta mampu merespon 
dinamika dan perubahan eksternal. 

2. Kultur dan iklim yang mampu menciptakan suasana yang 
sehat, dinamis dan kompetitif yang selalu dibimbing dan 
dibingkai oleh semangat dzikir, fikir dan amal shaleh 
sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan 
prestasi, terbangunnya suasana kekeluargaan dalam 
menjalankan tugas suci keorganisasian, kemasyarakatan dan 
kebangsaan. 

Peraturan organisasi ini memuat hal-hal tentang: Strategi 
Kelembagaan, Jaringan Kelambagaan yang meliputi: Strategi 
Jaringan Intrnal: Pengurus Besar dan Perangkat Organisasinya, 
Pengurus Koordinator Cabang dan Pengurus Cabang. Strategi 
Jaringan Eksternal. Mekanisme Kelembagaan, Bentuk dan 
Wilayah Koordinasi, Mekanisme kerja Lembaga atau Badan.' 


195) Ibid, Halaman 251-291 
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....| Manuskrip Kedelapan 
Pergeseran Orientasi Gerakan 


(1980990) 


A. Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia 1980-an - 1990- an 

Gerakan Mahasiswa yang marak kembali akhir-akhir ini tentu 
mempunyai akar yang dalam dimasa sebelumnya, baik dari segi ide 
maupun format gerakan. Edward Aspinall, seorang pengamat gerakan 
mahasiswa Indonesia dari Monash University Australia, mengatakan 
adanya era “keterbukaan” ide dalam dunia kemahasiswaan Indonesia 
1980-an. Dikatakan bahwa mahasiswa 1980-an yang akan berdampak 
pada gaya gerakan mahasiswa 1990-an —- mempunyai kebebasan yang 
lebih untuk menyerap ide dari aliran manapun. 

Para aktivis mahasiswa sering menyebut pergeseran itu dengan 
istilah : dari isu elitis menuju populasi. Para Mahasiswa era 1980-an tampak 
lebih sering hadir ditengah rakyat yang sedang menghadapi benturan 
dengan pembangunan daripada mahasiswa sebelumnya. Setidak- 
tidaknya mahasiswa 1980-an punya nafas yang lebih panjang untuk 
dengan “setia mendampingi” rakyat yang bermasalah. Sangat sering 
mahasiswa berbondong-bondong dengan rakyat menuju gedung 
parlemen untuk memprotes sesuatu. Ini gejala menarik yang tidak akan 
bisa ditemukan dalam gerakan mahasiswa era sebelumnya. Kalau dalam 
dataran isu terjadi pergeseran, begitu juga dalam simbol spektrum 
gerakan. Dulu, sejak 1960-an, pusat gerakan mahasiswa identik dengan 
pusat kekuasaan : Jakarta, Agaknya mahasiswa 1980-an mampu 
menggesernya sehingga Jakarta menjadi pinggiran dalam gerakan 
mahasiswa, setidaknya tidak dominan lagi. Hal ini seiring dengan 
menurun  drastisnya-untuk tidak mengatakan apatisme-gerakan 
mahasiswa Jakarta. 

Aksi protes mahasiswa turun jalan meluas keberbagai kota di 
Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Surabaya, Jember, 
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Malang, Salatiga, Ujungpandang dan kota-kota mahasiswa lainnya. 
Gejala ini pernah dijuluki sebagai “Kebangkitan Peran Sosial” mahasiswa. 
Dan mereka walaupun sering dingkari dan dilecehkan eksistensi 
gerakannya oleh retorika aparat negara - memang mulai sedikit demi 
sedikit melepas kaca mata kudanya. 

Mahasiswa mulai memakai instrumen kekuatan opini massa sebagai 
pendorong munculnya diskusi publik soal aspirasi-aspirasi mahasiswa, 
seperti demokratisasi, keterbukaan, pemerataan ekonomi, kepastian 
hukum dan masalah — masalah yang berhubungan dengan Hak-Hak 
Asasi manusia. Para aktivis mahasiswa sering memulai gerakannya 
dengan mimbar bebas. Kedekatan mereka dengan para jurnalis 
menyebabkan resonansi gerakannya semakin meluas. 

Meluasnya gaung ini juga didukung oleh forum-forum temporer 
yang mereka bentuk sebagai reaksi atas suatu persoalan. Misalnya 
Forum komunikasi mahasiswa Yogyakarta (FKMY), FKMS (Surabaya), 
FKMM (Malang), atau FKMJ (Jember). Forum-forum itu bisa memperluas 
resonansi gerakan karena dapat mencitrakan perkumpulan sejumlah 
besar mahasiswa. 

Di sisi lain, kalau boleh disebut sebagai kelemahan sekaligus 
kekuatan gerakan mahasiswa dewasa ini, adalah cakupan persoalan 
yang diangkat sangat luas. Mulai dari dampak pembangunan massal 
seperti kasus Nipah, Proyek Kedung Ombo hingga penggusuran sebuah 
rumah dipinggiran kali. Mulai dari persoalan makro demokratisasi 
hingga skorsing rekan mereka. Kata kunci dari hampir semua gerakan 
protes mahasiswa adalah rakyat. Kata ini identik dengan sekelompok 
warga negara yang lemah dan tidak bedaya. 

Sulit diingkari adanya anggapan dalam retorika jalanan bahwa 
konsep “rakyat” selalu dilawankan dengan keperkasaan negara. Istilah 
politik The strong goverment sangat populer di kalangan aktivis 
mahasiswa dan diterima secara apriori. 

Dalam kaca mata negara dan konsep developmentalis- 
menya acap kali gerakan mahasiswa itu dianggap sebagai 
faktor pengganggu. Kalau pada tahun 1960-an atau 1970-an 
kadang gerakan mereka masih dilihat segi positinya - 
misalnya dibentuknya komite anti korupsi setelah dikritik 
mahasiswa - sekarang cenderung kearah negasi - negasi. Hal 


ini tercermin dari lontaran - lontaran aparat negara dalam 


229 


mengomentari suatu gerakan mahasiswa: Mereka tidak murni, 
ditunggangi, dibiayai asing, bahkan dituduh menggunakan cara - 
cara PKI. 

Disamping itu, boleh dikata munculnya gerakan 
mahasiswa dewasa ini yang mulai pada penghujung 1980-an 
belum menampakkan gerakan maju. Para aktivis sering 
merasa tidak diperhatikan "perjuangannya" apabila negara 
menggunakan kebijakan akibat kritik - kritik mereka. 
Bahkan sering negara tak bergeming, bila mendapat kritik 
mahasiswa. Hanya penghapusan SDSB dan penundaan 
pemberlakuan UULAJR yang bisa dipakai sebagai contoh 
"keberhasilan" gerakan mereka yang tidak bisa dielakkan 
dari negara. !”8) 

Para aktivis mahasiswa tampaknya sudah patah arang 
dengan diskursus -diskursus kekuasaan dan negara. Mereka 
biasanya menyebut itu konsistensi. Tetapi yang lebih sering ini 
malahirkan gejala : melakukan gerakan merupakan tugas suci 
mahasiswa walau dengan resiko karir akademis aktivis 
mahasiswa sering terlantar. 


2. Orientasi Gerakan PMII 1980-an - 1990-an 

"Eksponen 66", Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
telah menjadi salah satu pengak Orde Baru di Indonesia. 
Setelah melihat bahwa orde baru memberikan kesempatan 
bagi Indonesia untuk masuk ke abad XX maka Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia bergerak menyebarluaskan 
gagasan-gagasan modernisasi, dan mendukung tesis 
pembangunan sebagai syarat mengeluarkan Indonesia dari 
keterbelakangan dan keterpencilan. Gerakan itu untuk 
menyakinkan opini masyarakat, kritik-kritik pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia terhadap mereka yang berada 


196 Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia Era 1980-an - 1990-an, Jawa Pos, 27 
Februari 1994 
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dalam lingkaran kekuasaan namun tidak sesuai dengan 
pandangan pembaharuan, serta hubungan Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia yang khas dengan kalangan 
kampus dan unsur-unsur masyarakat lainnya, semuanya 
merupakan sifat-sifat dari mahasiswa yang perlu 
diperhatikan. Secara keseluruhan, partisipasi besar dan 
kompleks dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini 
pada periode penegakan Orde baru di bawah Jenderal 
Suharto tidak boleh dianggap enteng, terlebih bila dianggap 
seakan - akan tidak ada. Peranan Pergerakan Mahasiswa islam 
Indonesia dalam Orde Baru ini berkisar pada tiga demensi, yaitu 
politik, ideologi dan kritik. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia pada periode ini 
terutama adalah sebuah pelaku politik. PMII yang lahir beberapa 
tahun sebelum munculnya angkatan '66 dipentas politik, 
mencerminkan pandangan-pandangan dari mahasiswa Nahdiyiin, 
Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia bersama - sama dengan 
kekuatan organisasi mahasiswa lainnya dengan dukungan secara 
diam - diam dari kalangan militer, memimpin dengan amat gencar 
aksi - aksi turun jalan dan kampaye politik terhadap rezim orde 
lama pada waktu itu. 

Berkat reputasinya dalam berjuang melawan rezim orde lama, 
maka PMII menjadi animator dan lobby pemuda serta 
mahasiswa di Indonesia. Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia mengorganisir perjuangan melawan kekuatan - 
kekuatan rezim orde lama, dan menstimulir - berkat sikap 
mereka yang tegas - keterlibatan mahasiswa dan pemuda 
untuk berpihak pada orde baru. Dengan demikian ia 
menjadi kelompok penekan (Pressure Group) yang memihak 
pada kepentingan bangsa dan negara. 

Apabila ditinjau secara lebih spesifik, maka sebab - sebab 
yang melatari aktivis politik Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia dapat dilihat ke dalam organisasi itu sendiri dan 
ke dalam masyarakat yang melingkupinya. Secara Intern, 
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adalah kombinasi dari pemahaman mereka terhadap ke- 
adaan masyarakat dengan keprihatinan mereka terhadap 
keadaan sosial ekonomi yang sedang dialami serta ke- 
khawatiran akan masa depan yang membangkitkannya 
untuk menentukan penelitian, sikap dan gerakan korektif. 
Disamping itu latar belakang sosial anggota Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia yang mayoritas berasal dari 
lapisan menengah ke bawah, memungkinkan ia untuk 
cenderung mandiri terhadap struktur kekuasaan. Secara 
ekstern, kombinasi dari pemusatan kekuasaan yang ber- 
lebihan dengan kegagalan lembaga-lembaga politik untuk 
menunaikan fungsinya sebagai pelindung dan penampung 
aspirasi masyarakat, mendorong Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia yang cukup sarat dengan idealisme untuk 
tampil sebagai kekuatan kontrol dan korektif.” 

Sebagai kekuatan alternatif, keterlibatan pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia ternyata tidak bersifat 
permanen. Perubahan usia yang terkait dengan batasan 
waktu dan biaya studi yang dialami oleh masing-masing 
aktivis PMII dalam suatu gerakan, merubah komposisi 
aktivis sehingga suasana gerakanpun berubah. Disampping 
itu terjadi juga perubahan masalah yang menjadi pusat 
perhatian sehingga nilai urgensi dari gerakan politik 
mengalami perubahan juga. Dalam hal keutuhan aktivis dan 
urgensi gerakan menurun, maka kegiatan politikpun 
mengalami penurunan. Apabila penguasa tidak lagi 
mentolerir gerakan politik mahasiswa. 


17 Walaupun peran yang dimainkan PMII adalah bagian dari perangkat peran 
yang dibangun oleh masyarakat, namun operasinya mempunyai warna khas 
kemahasiswaan. Sifatnya yang spontan, sarat dengan pertimbangan moral 
dan etika, sporadis, atau peka terhadap batasan waktu, dan koalisi dengan 
kekuatan — kekuatan masyarakat lainnya, adalah rangkaian dari ciri 
kemahasiswaan yang dimaksudkan. 
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Untuk memahami gejala/pola gerakan Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), pada dekade 1980-an - 
1990-an ini kita dapat memalingkan perhatian kepada tiga 
premis Utama, yaitu tentang faktor pendorong (motivasi), 
hakekat atau impak, dan akhir dari gerakan tersebut. 
Berbagai faktor seperti situasi sosial-ekonomi yang 
memprihatinkan kehidupan umum serta mahasiswa itu 
sendiri, ketidakadilan sosial, kebijaksanaan pemerintah yang 
dianggap tidak adil, ketidakpuasan terhadap penguasa dan 
pemerintah, politik yang telah menjadi tidak demokratis, 
dan terutama kehidupan dunia kepemudaan dan khususnya 
dunia kemahasiswaan yang dianggap sudah terkooptasi oleh 
kekuatan negara, dapat dipandang sebagai akar dari 
Gerakan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dewasa ini. 
Jika ditelaah lebih dalam keseluruhan latar belakang tersebut 
dapat dibedakan diantara penyebab yang menyangkut 
keseluruhan masyarakat, termasuk mahasiswa, dan pe- 
nyebab yang lebih dirasakan oleh mahasiswa khususnya. 

Kenyataan sejarah menunjukkan betapa besar peran 
Gerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam kebangkitan 
suatu gerakan politik mahasiswa di Indonesia. Seperti 
diperlihatkan pada awal-awal kebangkitan orde baru. 
Sekalipun kenyataan menunjukkan bahwa ada perbedaan 
fokus dan ketajaman perhatian dari gerakan PMII dalam 
kurun waktu 1960 s/d 1990-an. 

Disamping itu perkembangan Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia didalam setiap periode tersebut 
memperlihatkan wataknya yang semakin berani dan 
cenderung radikal. Gagasan-gagasan yang menawarkan 
alternatif perubahan sosial dan politik, semakin mewarnai 
pemikiran politik aktivis-aktivis pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia dalam dekade 1990-an ini. 

Litigasi, Loby mahasiswa, Sharing, Surat Terbuka / 
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Pernyataan, Mimbar Bebas, disamping aksi-aksi yang lain 
merupakan bagian dari gambaran Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia dalam kurun 1990-an dan menunjukkan suatu 
perubahan mendasar dalam gaya, arah dan bentuk gerakan 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sejak 1980-an. Hal 
tersebut menunjukkan bahwa periode sekarang ini secara politis 
tidak mandul dan apatis sebagaimana dikenal luas. Hal ini juga 
menunjukkan bahwa gerakan PMII dewasa ini sejalan dengan 
perubahan-perubahan dalam orientasi dan perhatian pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia sekarang. 

Jelas, bahwa gerakan PMII merupakan suatu fenomena 
dan faktor penentu yang bersifat kompleks dan majemuk, 
sehingga tidak bisa disederhanakan dengan hanya melihat 
satu fenomena saja. Sebagaimana yang secara gamblang 
dikemukakan oleh seorang mantan aktivis PMII "3 "Kita 
sebenarnya tidak bisa menjelaskan perubahan -perubahan 
kecenderungan politik yang terjadi dalam gerakan-gerakan 
kemahasiswaan" Keadaan ini menunjukkan bahwa aktivitas 
politik Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dewasa ini 
mencerminkan suasana baru di kampus dan di negeri ini. 
Jadi selain faktor-faktor yang secara tradisional mem- 
pengaruhi aktivisme PMII, misalnya, sentralitas peristiwa- 
peristiwa besar atau kondisi-kondisi di dalam masyarakat, 
karakteristik kelembagaan, discontinuitas generasi dan sebagai- 
nya, kenyataan ini menunjukkan bahwa sifat dan suasana gerakan 
berubah, maka begitu juga bentuk-bentuk gerakan yang 
diterapkan juga berubah. 

Perubahan-perubahan dalam sistem politik nasional yang 
pada akhirnya membawa dampak pada bentuk dinamika ormas- 
ormas mahasiswa termasuk didalamnya PMII sendiri, meng- 
hadapi tantangan semacam ini, PMII dituntut tidak hanya 
bergumul dengan diri-sendiri, dengan kesejarahan dan realitas 


198 Fauzan Alfas, Fenomena Dan Kecenderungan Gerakan Mahasiswa Era 1990- 
an, Kertas Kerja Pada Pelatihan Kader Lanjutan (PKL) PMII, Malang, 1994 


234 


masa silam. Tetapi juga dituntut bergumul dengan dunia 
sekitarnya. PMII harus beradaptasi dengan kenyataan sejarah lain, 
yang karena itu ia harus ikut serta dalam proses dan ikut menjadi 
subjek untuk menentukan masa depan bangsanya. 

Bahwa dinamika organisasi kemahasiswaan sangat terkait 
pada misinya, pandangan dan cita-citanya. Rumusan visi 
mahasiswa tentang masa depan ataupun pandangan dan cita- 
citanya, berhubungan erat dengan dinamikanya. Dalam 
hubungan ini jelas bahwa visi, pandangan dan cita-cita PMII 
berkaitan dengan masyarakatnya yaitu masyarakat Indonesia. 
Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa dinamika PMII berkaitan 
dengan visi tentang masyarakat Indonesia yang ideal. Dinamika 
PMII disini, berhubungan erat dengan cita-cita masyarakat 
Indonesia. 

Disamping itu, sikap kritis, yang amat dibutuhkan, berkaitan 
dengan PMII, adalah yang mendorong para aktivis PMII secara 
dinamis, melihat secara tajam masyarakat yang dicita-citakan. 
Sikap kritis ini adalah sikap yang mampu merumuskan visi, 
pandangan dan cita-cita mahasiswa secara umum tentang 
masyarakat yang ideal. Masyarakat tersebut adalah masyarakat 
Pancasila yang adil dan makmur. 

Berdasarkan sikap kritis ini, masyarakat yang dicita-citakan 
adalah bukan masyarakat dimana perkembangan produksi, ilmu 
pengetahuan dan teknologi menimbulkan rasionalitas, dimana 
manusia menjadi terasing karena resepsi dan irrasionalitas. 
Sekalipun masyarakat ini mengalami perkemabangan dan 
kemajuan industri, ilmu pengetahuan dan Tekhnologi, ia 
menimbulkan resepsi dan ketidakbebasan terhadap warganya. 
Masyarakat Indonesia justru menekankan pada "Kesejahteraan 
Yang Berkeadilan Sosial sekaligus menegakkan kesatuan nasional" 
sehingga memberikan kebebasan serta kemandirian bagi 
warganya. 

Secara gamblang, dapat dikatakan bahwa visi, pandangan 
dan cita-cita PMII tentang masyarakatnya, yang menggambarkan 
adanya dinamika, adalah masyarakat yang adil dan makmur 
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dimana masyarakat adalah multidemensional, atau dengan istilah 
yang kita kenal "Manusia Seutuhnya" selaras dengan pandangan 
nilai-nilai dasar pergerakan (NDP) PMII. 

Dengan demikian, katika PMII dengan sikap kritisnya mampu 
merumuskan masyarakat yang dicita-citakan, maka sikap ini 
terkait dengan kemampuannya untuk bersikap mandiri 
(Independent). 

Sikap mandiri itu artinya "pembebasan manusia dari 
ketidak dewasaan yang diciptakan sendiri". Ketidak- 
dewasaan ini adalah ketidak mampuan manusia untuk 
menggunakan pengertian tanpa pengarahan orang lain. 
Diciptakan sendiri, berarti ketidak matangan ini tidak 
disebabkan oleh karena kekurangan dalam akal budi, 
melainkan karena kurangnya ketegasan dan keberanian 
untuk memakainya tanpa pengarahan orang lain. Keman- 
dirian (independen) berarti keberanian untuk memakai akal 
budi, kemampuan ntuk menggunakan penalaran yang 
objektif dan kritis (Deklarasi Murnajati : 1971). 

Dengan independensi PMII, artinya bahwa segenap pola 
perilaku dan berbagai pilihan peran yang hendak diambil, 
adalah berdasar kepada kebenaran dan objektivitas seperti 
yang diyakini PMII. Artinya kemandirian dalam mengambil 
sikap dan tindakan, tidak terpengaruh dan depend on kepada 
kekuatan dan tantangan apapun harus menyuarakan nilai- 
nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Hal itu menjadi 
penting, ketika kita memaknakan kembali idependensi PMII. 
Sebab dengan kematangan dan kemandirianlah yang 
menjadi tuntutan perkembangan. Apalagi kesadaran sebagai 
bagian dari kekuatan moral maka independensi adalah 
modal utamanya. 

PMII mempunyai potensi yang besar, khasanah 
kesantrian, keterbukaan sikap, inklusif, bebas, sekaligus 
transenden dan paguyuban yang masih kental ditengah 
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berbagai tarkan individualisme dan fragmatisme. Sifat dan 
karakter kolektif tersebut telah menjadi semangat hidup 
organisasi. '”) 

Dengan ciri, sikap dan kemampuan untuk mandiri 
sangat kritis, maka dinamika PMII terlihat berkembang, 
karena itu ia akan mampu melihat masalah-masalah 
mendasar dalam rangka berkiprah di tengah mesyarakatnya 
yang giat membangun. 

Dalam konteks ini, sejalan dengan konteks dinamikanya, 
PMII berusaha menempatkan etika kiprah dirinya dalam 
gerakannya secara lebih sentral dan proporsional. Rumusan 
etika ini kita dapati secara formal dalam NDP maupun 
AD/ART, namun secara praktis masih diperlukan rumusan 
penjabaran dalam langkah-langkah nyata. 

Dalam hal ini harus dipahami, bahwa dalam ketentuan- 
ketentuan tentang etika bukan hanya ketentuan masa depan 
saja atau sering disebut dengan "tujuan", tetapi ketentuan 
etika yang berlaku masa sekarang. Pemahaman tentang 
etika semacam ini penting karena hal ini berarti bahwa etika 
yang dianut PMII berdasarkan pada suatu pandangan yang 
tepat. Pandangan etika menggangap bahwa suatu tindakan 
atau rencana adalah baik ketika tujuan dan hasilnya berguna 
dan baik tetapi juga sekaligus sesuai dengan ketentuan - 
ketentuan aturan yang berlaku. 

Rumusan etika yang berlaku untuk masyarakat 
Indonesia seperti yang dipahami oleh PMII adalah 
menekankan pada keseimbangan antara hak untuk 
menikmati hasil-hasil pembangunan dengan kewajiban 
dharma baktinya, atau dengan kata lain, keseimbangan 
antara "ability" dan "need". Hak untuk menikmati atau hak 


19 Abi Safira, 36 tahun PMII, (Refleksi Fragmen Perjalanan) dalam masyarakat 
Indonesia Abad XXI, PB PMII, Jakarta Mei 1996, halaman 114. 
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untuk memenuhi kebutuhan dari tiap-tiap warganya, tidak 
berarti berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan nilai darma 
baktinya untuk bangsa dan negaranya.» 

Perubahan, ia tumbuh karena adanya dorongan untuk 
mengubah kondisi kehidupan yang ada untuk digantikan 
dengan situasi yang dianggap lebih memenuhi harapan. Dua 
fungsi gerakan mahasiswa sebagai proses perubahan, yaitu 
menumbuhkan perubahan sosial dan mendorong perubahan 
politik. Kita dapat melihat adanya perbedaan fungsi itu 
dalam setiap periode gerakan, sesuai dengan kondisi umum 
masyarakat yang melingkupi kehidupan mahasiswa. 

Berbeda dengan keadaan di negara-negara maju, di 
Indonesia, karena lembaga-lembaga politik belum berungsi 
sepenuhnya, maka gerakan mahasiswa dipandang sebagai 
alternatif pelaksanaan fungsi lembaga tersebut. Perubahan 
yang mereka inginkan diperjuangkan sendiri melalui 
gerakan politik praktis-sehingga timbul istilah "Parlemen 
jalanan”. 

Tidak berfungsinya lembaga politik untuk menampung 
aspirasi dan meredam gerakan politik mahasiswa serta 
besarnya impak politik yang mungkin ditimbulkan oleh 
aktifitas seperti itu, menggugah penguasa dan pemerintah 
Indonesia untuk mengantisipasinya, misalnya dengan 
menggunakan otoritas kekuasaan, tekanan fisik, pengawas- 
an, pengendalian, serta hukuman dimanfaatkan untuk mem- 
bendung dan menyelesaikan arus gerakan mahasiswa, hal 
ini diperlihatkan pemerintah dalam menyikapi gerakan 
mahasiswa tersebut sejak dekade tahun 1970-an sampai 
kurun 1990-an. 

Masih bisa diperdebatkan memang, apakah Pergerakan 


20 Fauzan Alfas, Refleksi 31 tahun PMII, Makalah Pada Sarasehan HUT PMII 
yang ke-31, PC PMII Malang, april 1991. 
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Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), termasuk organisasi 
mahasiswa lainnya berperan dalam menumbangkan sebuah 
rezim dan melicinkan jalan bagi penguasa baru untuk naik 
tahtah ?, jika memang berperan, seberapa besar andil PMII, 
baik dalam kemelut politik pada saat tertentu maupun peran 
sosialnya dalam konteks sejarah yang lebih luas. Rasanya 
rentang waktu tiga dekade sejarah tentang gerakan PMII di 
negeri ini lebih dari cukup untuk memetakan posisi lalu 
menilai peran PMII ini. 

Persepsi dan konsepsi tentang peran sosial ini terbentuk 
dan menguat sejalan dengan tegaknya Hegemoni Negara 
Orde Baru (NOB). Sejak aksi-aksi unjuk rasa yang 
diorganisasikan oleh KAMI (kesatuan aksi mahasiswa 
Indonesia) sepanjang tahun 1960-an untuk meretaskan jalan 
bagi pemberontakan PKI, kejatuhan rezim Orde Lama dan 
tampilnya Jenderal Soeharto ke pucuk pemerintahan itu, 
seakan meledakkan semacam praktek diskursif 2» tentang 
arti penting gerakan dan peran PMII dalam proses 
perubahan sistem politik. 

Ketika terjadi disintergrasi dalam KAMI dan mulai 
muncul persoalan-persoalan bagaimana mendifinisikan 
peran mahasiswa selanjutnya dalam sistem politik dan 
bagaimana seharusnya tugas dan masa depan para eksponen 
angkatan 1966, akhirnya setelah isu Back to Campus muncul 
di akhir tahun 1960-an, PMII tampaknya mulai memalingkan 
orientasi gerakannya, dari gerakan yang bersifat politik 
praktis kearah gerakan yang bersifat intelektual atau 
intelegensia. 

Perubahan orientasi gerakan ini bertolak dari suatu 


21 Diskursus tentang peran ini diungkapkan melalui berbagai liputan pers, juga 
dibentuk dari forum -— forum diskusi dan seminar, dari pernyataan — 
pernyataan, selebaran, rapat — rapat umum, dan mimbar bebas, dari aksi — 
aksi dan slogan — slogan dan berbagai peristiwa “bersejarah”. 
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diskursus yang menggunakan konsep "Moral”. Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) bukan kelompok politik 
yang berusaha mendapat kekuasaan, melalui suatu kekuatan 
moral (Moral force) yang secara aktif ingin ikut berperan 
dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Tugas dan 
peran pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam konsep 
ini, melakukan kritik dan koreksi terhadap situasi sosial 
yang dianggap menyimpang. Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia dan kaum terpelajar lainnya turun ke jalan jika 
terjadi ketidak beresan dan kekacauan dimasyarakat, dengan 
tugas melancarkan kritik dan koreksi sosial terhadap 
penguasa.22 

Kendati demikian, pada hampir semua tingkat, 
anggapan dan peran tentang gerakan PMII yang 
berkembang kemudian tak selalu sejalan dengan anggapan 
pemerintahah (termasuk aparat birokrasi kampus) . Adanya 
pejabat tinggi negara yang membalas gerakan dan kritik 
tersebut dengan menyatakan bahwa mahasiswa telah 
"Ditunggangi" 

Istilah "ditunggangi" itu menunjukkan bahwa negara 
sangat menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak 
boleh dilakukan mahasiswa. Protes dan kritik dalam bentuk 
demontrasi sekalipun, diperbolehkan sejauh kritik dan 
protes itu tidak keluar dari batas-batas panggung politik 
(baca : sistem politik) yang ditentukan oleh negara itu 
sendiri. 

Tuduhan ditunggangi” merupakan sebuah rambu 
peringatan agar mahasiswa tidak keluar dari "Skenario". 
Dalam melakukan kritik juga tidak boleh mengancam 
stabilitas keamanan dan pembangunan nasional. 


2022 Arif Budiman, Peran Mahasiswa Sebagai Intelengensia, Prisma, No. 11 
November, 1976 
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Kenyataan ini telah menghadapkan Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia pada dua pilihan : Berkolaborasi 
atau beroposisi dengan kekuasaan. Terlepas apakah keadaan 
tersebut berangkat dari kesengajaan atau ketidakberdayaan, 
yang jelas rezim Orde Baru hanya memberi ruang "kreasi" 
selama ia berjalin sejalan dengan kebijakan pemerintah. Dan 
tawaran kedualah yang menjadi pilihan PMII. 

Kondisi demikian telah menjadi kenyataan kultural yang 
mewarnai corak dan sikap sebagian kader-kader PMII yang 
lahir belakangan (1980-an sampai 1990-an). Mereka terlatih 
untuk lebih tertarik memperjuangkan idealisme kulturalnya 
daripada menikmati arena politik. Mereka lebih banyak 
belajar bagaimana mempertimbangkan  konsekwensi- 
konsekwensi masa depan daripada menikmati kursi 
kekuasaan. 

Karena itu, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa ia tidak 
bermain mata dengan kekuatan politik manapun, karena 
perannya memang bukan merebut kekuasaan, melainkan 
hanya melakukan koreksi dan kritik sosial demi suksesnya 
pembangunan. Karena gerakan perjuangan PMII bukan 
pada level politik partai-partai, sehingga dengan leluasa 
melakukan propaganda dan agitasi politik demi 
menundukkan wakilnya di jabatan-jabatan politik. 

PMII hanyalah media untuk memperkenalkan diri pada 
aktivitas, beserta tawaran gagasan, cita-cita, obsesi dan 
program kerja yang hendak  diaktualisasikannya. 
Karenannya, wilayah politik PMII adalah upaya penyadaran 
akan hak-hak kewarganegaraan dalam ikut menentukan 
arah dan orientasi bangsa. 

Hal ini menjadi urgen, karena bagi PMII persoalan 
sistem ketatanegaraan saat ini bukanlah produk final. 
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Finalnya bentuk negara bagi PMII tidak berarti final pada 
tatanan sistem. Sistem akan terus - menerus diperbaiki, 
diperbaruhi dan dirumuskan secara objektif sesuai dengan 
konteks perubahan masyarakat. Dan pada, tatanan inilah 
PMII dan warna negara lainnya berhak mendiskusikan 
sistem pemerintahan seperti apakah yang paling adil, yang 
mampu memberdayakan warga negaranya. 2) 

Persepsi tentang peran sosial politik Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia sebagai kekuatan moral tidak 
pernah pudar, hal ini dibuktikan dengan langkah besar dan 
bersejarah yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia diawal tahun 1970-an, yaitu menyatakan diri 
sebagai organisasi mahasiswa "Independen" yang dikenal 
dengan "Deklarasi Murnajati", hal ini juga berarti bahwa 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia hanya konsisten 
dengan gerakan -gerakan kemahasiswaan dan menolak 
melakukan afiliasi dengan kekuatan non-mahasiswa, serta 
memandang dirinya sebagai perwujudan sosok resi yang 
sejati. 

Gema panggilan untuk berperan senantiasa muncul 
kepermukaan dengan idealisme yang dulu pernah 
disuarakan, bahkan diselipkan dengan kisah baru untuk 
berperan dalam pembangunan. » Gejala perubahan 
orientasi gerakan yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia adalah dengan mencoba meluruskan 
persoalan yang selalu membelenggu dan menjadi dilema 
bagi etos gerakannya, yakni pilihan antara gerakan politik atau 
gerakan moral, dengan membongkar apa yang sebenarnya 


23 Chatibul Umam winaru, Ruang PMII di Tengah Arus Pragmatisme Politik, 
Dalam “Masyarakat Indonesia abad XXI, PB PMII, Jakarta, 1996, halaman 109 
— 110. 

204 Lihat Laporan Redaksi Prisma, Pembangunan dan Kesempatan Kerja, Prisma, 
No. 6 juni 1987. 
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pernah dilakukan pada periode-periode sebelumnya. 

Memasuki dekade 1980-an persepsi tentang pola gerakan 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sedikit bergeser. 
Setelah pukulan berat melalui penangkapan dan pengadilan 
para aktivis mahasiswa akibat pergerakan Mahasiswa di 
tahun 1974 dan 1978, kampus dijinakkan, Universitas 
semakin ketat dikontrol oleh negara melalui aparat birokrasi 
Perguruan Tinggi. Pada tahap ini negara bukan hanya 
malakukan tindakan represi terhadap pimpinan mahasiswa 
yang dianggap bidang kritik dan protes, tetapi juga dengan 
sistematis dan terencana negara merubuhkan gerakan- 
gerakan yang coba dibangun mahasiswa diluar sistem yang 
disediakan negara. 

Walaupun demikian, masih ada optimisme bahwa 
gerakan mahasiswa mungkin sudah ditakdirkan demikian, 
timbul tenggelam, pasang surut, dalam pentas - pentas yang 
disediakan negara, ditolak sekaligus dibutuhkan, supaya 
penguasa yang kini bertindak sebagai produser merangkap 
sutradara mudah mengarahkan jalannya cerita. Setelah 
porak Poranda akibat NKK/BKK. 25) Seorang mantan aktivis 
mahasiswa yang menyadari akan keterbatasan gerakan 
mahasiswa-pun, dengan metafora indah, masih berharap 
bahwa "Gerakan Mahasiswa mungkin memang sebuah 
tuntutan zaman, yang mengandung kebesaran serta rohnya 
sendiri". Sehingga kehadiran dan aspirasi yang mereka 
bawakan perlu ditangkap dengan tenang dan dijadikan 


205 Jika Setelah “Gerakan 15 Januari 1974” Dominasi negara terhadap perguruan 
Tinggi ditunjukkan dengan keluarnya SK Komkamtib No. Skep. 028/1974 dari 
Menteri P dan K, setelah “Gerakan 1978” dikeluarkan SK Komkamtib No. 
Skep. 02/Kopkam/1978 yang membekukan Kegiatan Dewan Mahasiswa di 
Semua Perguruan Tinggi, bahkan dilanjutkan dengan keluarnya SK Menteri P 
& K No. 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) disertai 
dengan perangkat BKK. 
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rohnya sendiri, 28 Roh itulah yang coba diisi dan tampaknya 
menghidupkan kembali peran pergerakan mahasiswa islam 
indonesia sebagai "pembela rakyat tertindas" tetapi disesuaikan 
dengan kondisi yang sudah berubah. 

Akibat kehancuran lembaga-lembaga dan organisasi 
kemahasiswaan dan represi yang mengeras dari birokrasi 
universitas, tak ada pilihan lain bagi Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia kecuali merenungkan kembali peranan dan 
kedudukannya serta melakukan otokritik terhadap gerakan - 
gerakan sebelumnya. Aktivitas politik dan protes tidak 
mampu lagi dilakukan, karena resiko terlalu besar yang 
harus ditanggung, yakni dipecat dari Universitas atau 
kehilangan status istemewanya sebagai mahasiswa. Karena 
itu, kita saksikan Pergerakan Mahasiswa Islam indonesia 
dalam periode dekade 80-an lebih terkonsentrasi pada 
kegiatan diskusi dan "kontemplasi". Artinya, walaupun 
konsep BKK berhasil dihambat pada kampus - kampus 
utama di Jawa, tetapi sebagian tujuan dari konsep NKK 
berhasil diterapkan, yaitu meletakkan mahasiswa bukan 
sebagai "agen politik praktis” tetapi sebagai "man of analysis” 
27) Roh tadi kemudian ditangkap dan dijadikan semangat 
zaman yang membentuk subjektifitas mahasiswa dan 
dibenturkan dengan kondisi objektif sosial - ekonomi yang 
sudah berubah. Hasil dari benturan ini adalah hadirnya 
kesadaran subjekti yang baru tentang konsepsi "kerakyatan", 
yaitu disatu sisi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
menerima realitas dirinya sebagai bagian dari gerakan sosial 
yang lebih besar dan disisi lain menolak realitas intervensi 


206 Masmiar Mangiang, Loc-Cit, halaman 106 - 107 
207 Departemen P & K, Pedoman Tentang Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan 
Koordinasi Kemahasiswaan, Rektoriat ITB, 1979. 
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kekuatan negara. ? Maka perumusan cita - cita sosial 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia adalah "Membangun 
Kekuatan Rakyat”. 2 

Dalam konteks ini perumusan identitas sosial tersebut 
kelihatannya merupakan upaya yang sungguh - sungguh 
untuk menemukan sintesa antara "pilihan model gerakan moral 
termasuk kritisisme terhadap peranan Pergerakan mahasiswa Islam 
Indonesia sebagai resi” dan "panggilan untuk berperan yang 
masih tersisa dari mitologi gerakan mahasiswa 1966”. Disatu 
pihak, perumusan kesadaran subjektif tersebut juga bisa 
dilihat sebagai upaya untuk mencari model peran yang 
lebih strategis serta kultural, dan dilain pihak upaya itu 
sekaligus dapat mengatasi dilema atau ambivalensi naif 
yang selama membelenggu kesadaran para aktivis 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yakni sikap mendua 
antara gerakan moral yang bebas politik dan gerakan politik 
yang memihak. 2) Perumusan tersebut tampaknya 
menemukan saluran praktisnya kedalam organisasi non- 
pemerintah, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan 
Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Pengembangan 
swadaya Masyarakat (LSM/LPSM). 2) 

Dengan muatan yang sama tapi dalam versi yang lebih 
luas, upaya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia untuk 
keluar dari mitos gerakan - gerakan sebelumnya dan 


208 Harry Wibowo (ed), Paham Kebangsaan : Sudut Pandang dan Pengalaman 
Mahasiswa Purna 1978, Makalah pada Pertemuan Kaum Muda Tentang 
Paham Kebangsaan, diselenggarakan Harian Kompas, Pacet, Mei 1985. 

209 Ibid, halaman 39 — 40 

210 Misalnya, Heri Akhmadi, Gerakan Moral tidak Relevan Lagi, Kompas, 16 Juni 
1985. Dalam sebuah liputan tentang kelompok studi / diskusi, Harry Wibowo 
mengatakan : “Pilihan kami jelas, yakni menegakkan kekuatan rakyat .....”, 
Kompas, 14 Mei 1986. 

21 Menarik dicatat bahwa sebagian besar LSM / LPSM yang berdiri sejak tahun 
1970-an didirikan oleh para mantan aktivis mahasiswa. 
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menemukan perannya sendiri yang lebih strategis sesuai 
dengan tuntutan zaman, dalam sebuah retrospeksi yang 
menarik disekitar akhir dekade 1980-an.22 Tolak ukur lama 
seperti model gerakan yang tercermin dalam gerakan tahun 
1966, 1974 dan 1978 tampaknya seperti menjadi beban 
sejarah. Dalam menimbang bagaimana menuntaskan hal ini, 
merumuskan cita - cita tentang demokrasi dan keadilan 
sosial. Sekarang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
belum terlambat menolak kekalahan dan juga belum telat 
mengukur keberhasilan sebagai unsur yang menegakkan 
demokrasi dan Keadilan sosial. Namun kunci keberhasilan 
peran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia justru terjadi 
ketika ia mampu meniadakan "Mitos Kesinambungan" yang 
menenggelamkan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
dalam immobilitas dan sikap curiga terhadap semua peran 
diluar dirinya. 22 Dengan memposisikan diri agen of 
democrasy, maka lakon yang harus dimainkan oleh 
Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia menjadi lebih 
"Politis" dan struktural sifatnya. 2» 

Dengan retorika "Demi Rakyat", "demi Demokrasi", 
dibarengi dengan pengalaman belajar bersama LSM/LPSM, 
maka ruang gerak dipinggiran panggung, yang relatif lebih 
leluasa untuk berimprovisasi, kini tidak lagi berada dalam 
kampus. Pergeseran ini agak meleset dari perkiraan semula, 


212 Sjahrir, Pilihan Angkatan Muda : Menunda atau Menolak Kekalahan , Prisma, 
No. 6, Juni 1987 

218 Tbid, halaman 8-10 

214 Catatan : Identifikasi tentang peran PMII sebagai resi. Arif Budiman, Op-Cit, 
membedakan antara cara pandang yang kultural dan struktural terhadap 
peranan PMII. Meskipun PMII pernah condong strukturalis (antara kurun 
waktu 1960 — 1970-an) tetapi untuk bisa menjelaskan hubungan antara PMII 
dan pemerintah Indonesia, ia lebih condong pada pendekatan cultural. 
Kecenderungan “kulturalrisme” ini direproduksi menjadi gagasan yang 
mempersepsi gerakannya sebagai gerakan moral dan itelektual muda. 
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bahwa sebagai akibat penghancuran organisasi mahasiswa 
dan akibat kontrol birokrasi Universitas yang sangat ketat, 
aktivitas politik mahasiswa akan dapat dijinakkan. 
Kenyataannya tidak demikian, disamping kelompok - 
kelompok kecil independen yang dibentuk diluar maupun 
didalam kampus untuk tujuan diskusi maupun studi, 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mulai bersentuhan 
dengan organisasi sosial kemasyarakatan (non-partai) yang 
langsung berhubungan dengan kelompok yang diklaim akan 
diperjuangkan oleh mereka. Oleh karena itu, beberapa saat 
kemudian, subjektifitas yang diteriakkan itu bertemu dengan 
persoalan-persoalan kongret yang dihadapi kelompok 
masyarakat tertentu, yakni para petani yang kehilangan 
tanahnya, pedagang kaki lima yang tergusur, dan beberapa 
kalangan menengah kebawah kota yang terkena 
penggusuran tanah serta buruh - buruh pabrik yang di PHK 
secara semena - mena. PMII menemukan penampilan atau 
perannya yang khas lewat komite-komite sebagai juru bicara 
"rakyat teraniaya" dalam memperjuangkan hak-hak rakyat 
dalam bentuk aksi dan advokasi terhadap para "korban 
pembangunan " tersebut. 


Manuskrip Kesembilan 
Posisi dan Peran PMII dalam 


Arus Pragmatisme 


Secara sosiologis, posisi dan peran hanyalah dua sisi dari satu 
fenomena yang sama. Seringkali posisi itu merupakan sisi yang 
pasif. Sedangkan peran adalah sisi yang aktif. Oleh karena itu 
membicarakan masalah poisi dan peran secara praktis sebenarnya 
tidak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan. 

Pada dasarnya posisi dan peran PMII bisa dilihat dari arah 
dan dimensi yang berbeda : 

Pertama:Jika kita menggunakan kerangka negara dan 
masyarakat sipil (State and civil sociaty) dalam konteks 
ini posisi dan peran PMII apa. 

Kedua : Dari sisi paradigma perubahan sosial, dalam konteks 
perubahan sosial ini posisi dan perannya sebagai apa. 

Ketiga : Posisi dan peran PMII dalam gerakan sosial, maka 
juga penting dikaji posisi PMII dimana dan apa 
perannya. 

Secara organisatoris dan fungsional, PMII memang tidak 
menduduki tempat yang sembarangan. Artinya secara 
keseluruhan bisa merupakan salah satu dari elite di dalam 
masyarakat. Kalau kita kita menggunakan elite dengan massa, 
kontradiktif memang. Apakah PMII itu organisasi elite atau 
organisasi massa. Cara pandang yang kontradiktif ini akan 
membawa implikasi-implikasi tertentu. Keadaan ini di dalam 
PMII sendiri masih menjadi perdebatan. Adanya kecendrungan 
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yang menganggap PMII sebagai organisasi massa, sehingga ada 
sebagian tokoh-tokoh PMII dalam moment-moment tertentu atau 
dalam menanggapi issu-issu yang muncul cendrumg 
mengaerahkan massa. Tetapi disisi lain adanya pmikiran bahwa 
PMII bukan organisasi massa, dengan perhitungan: berapa banyak 
jumlah mahasiswa di Indonsia, dibandingkan dengan jumlah 
penduduk Indonesia secara keseluruhan. 

Dalam konteks mahasiswa, berapa jumlah anggota PMII dari 
keselurhan mahasiswa di Indonesia. Disadari atau tidak, 
sebenarnya pengelompokan ini lebih bersifat eksklusif, lalu 
menjadi elitis. Seseorang yang tidak menjadi mahasiswa tidak 
akan bisa menjadi anggota PMII. Dalam hal ini jelas, pemilahan 
sebagai kelompok mahasiswa dengan massa secara umum. Oleh 
karena itu, jika dikembangkan lebih jauh, maka peran PMII dalam 
versi ini, bukan dengan melakukan pengerahan massa sebanyak- 
banyaknya, tetapi merebut posisi dan peran tertentu yang 
dianggap strategis. 

Dua kecendrungan tersebut masih ada di dalam tubuh PMII, 
yang nampaknya akan menjadi gerakan-gerakan dinamis di 
dalam PMII itu sendiri dan itu akan terlihat dalam kelompok- 
kelompok periode kepengurusan. Sesungguhnya kepengurusan 
itu merupakan pergumulan resultante dari berbagai kepentingan 
yang ada dalam tubuh organisasi PMII. 

Selaras dengan pandangan yang terakhir ini, bahwa PMII 
secara institusional tidak harus besar, tetapi individu-individu 
yang ada di dalamnya yang harus besar dan berkualitas, individu 
yang mempunyai kualitas Ulul Albab, secara real, berbagai indikasi 
normatif yang ada harus diaktualisasikan , sehingga kualitas 
kader PMII benar-benar dapat dibuktikan dihadapan zaman. 

Persoalannya adalah bagaimana PMII melihat keadaan dan 
perubahan-perubahan sosial dalam konteks masyarakat 
Indonesia. Pilihan-pilihan paradigma mempunyai implikasi 
berbeda terhadap pilihan-pilihan gerakan yang akan berbeda pula. 
Ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan secara internal 
oleh PMII. 
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Dalam arus gerakan-gerakan sosial, ada beberapa pandangan 
tentang geraka sosial : 

Pertama: Social movement, adalah gerakan sosial yang bersifat 
sporadis, spontan, tujuannya jelas dan berjangka 
pendek, sangat impulsif, misalnya gerakan buruh yang 
menuntut kenaikan upah, bila tuntutan itu sudah 
dipenuhi, maka selesailah gerakan itu. Gerakan ini 
sebagai gerakan sesaat, karena spontan dan tujuannya 
berjangka pendek, dan organisasinya tidak disiapkan 
secara matang, maka sangat mudah dipatahkan oleh 
kekuatan rezim yang berkuasa. 

Kedua : Social cultural movement, tujuannya jangka panjang, 
lebih fundamental, karena yang dihadapi Hegemoni 
kekuasaan, hegemoni kelompok-kelompok diminan 
yang berkuasa, oleh karena itu strategi yang digunakan 
berbeda dengan yang pertama. Sasaran, pemberdayaan 
kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok mar- 
ginal dan terpinggirkan dan orientasinya kultural. 

Ketiga : Historical movement, pergolakan yang sangat panjang, 
lebih panjang dari social cultural movement dan ini 
lebih bersifat historis, artinya sejarah yang akan 
menentukan. 

Dalam konteks social cultural movement, sebenarnya masalah 
utamanya adalah Hegemoni kelompok-kelompok dominan dan 
kepemimpinan kultural. Oleh karena itu, salah satu strateginya 
adalah perang kultural yaitu bagaimana merebut kepemimpinan 
kultural dan intelektual. Misalnya bagaimana menentukan isu-isu 
yang dapat membalikkan Hegemoni. Jadi kebih bersifat counter 
Hegemoni. Dalam hal ini mendekonstruksikan wacana yang 
sedang dominan pada saat tertentu. Kalau rezim sekarang, 
misalnya ideologinya Develpomentalisme maka yang harus di 
dekonstruksi adalah ideologi developmentalisme. 
Mendekonstruksikan wacana-wacana yang Hegemonis yang 
disebut dengan War of Position. 

Dalam posisi seperti ini, PMII harus berfikir utuh untuk 


250 


melakukan social movement jangka pendek, ramai-ramai 
mengerahkan massa untuk menuntut perubahan upah buruh lalu 
selesai atau atau pada social and cultural meovement yang strategi 
utamanya adalah War Of Position, perang merebut kepemimpinan 
kultural dan intelktual. 

PMII sebagai kelompok mahasiswa, jika diletakkan pada 
konteks gerakan sosial, maka pilihan pada posisi social and 
cultural movement di dalam jangka panjang, patut 
dipertimbangkan, sehingga seluruh sumber daya yang ada 
dipersiapkan untuk merebut Hegemoni kultural. Ini 
mengharuskan para pemimpin menciptakan isu, kemudian 
mendekonstruksikan wacana yang sedang Hegemonis. ?5) 

Jika saat ini yang mengHegemoni aliran modernisme dan 
developmentalisme, maka fungsi, posisi dan peran yang diambil 
PMII, adalah mempelajari secara sungguh-sungguh apa itu 
ideologi developmentalisme. Kemudian mendekondtruksikan 
mitos-mitos developmentalisme, mensosialisasikan, menebarkan 
ide-ide dekonstruksi tadi, counter Hegemoni itu kepada 
masyarakat luas. Pada tahapan ini dilakukan dengan kelompok- 
kelompok pro demokrasi lain yang dianggap punya akses massa. 


Jika PMII terjebak pada permainan-permainan jangka pendek, 
maka sumbangannya terhadap proses pemerdekaan, pembebasan 
bangsa ini menjadi sangat kecil dan terbatas. Sumbangan 
fundamental harus diletakkan pada social and cultural movement. 
Memang perjuangan ini lebih berat dan tidak populer serta tidak 
menghantarkan orang menjadi pahlawan-pahlawan dadakan. Ini 
menjadi tantangan besar, menjadi aktor intelektual dalam 
perubahan sosial yang besar. 

Untuk itu memang tersedia pilihan-pilihan, apakah PMII akan 
melakukan investasi pada seluruh daya untuk gerakan-gerakan 
yang bersifat spontan gerakan-gerakan massa, atau invstasi jangka 


215 MM. Billah, Posisi dan peran sosial kemasyarakatan PMII dalam Perubahan 
sosial, dalam masyarakat Indonesia Abad 21, PB PMII, Jakarta, 1996, 
Halaman 86 
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panjang untuk menumbukan kader-kader yang mempunyai 
ketejaman analisis sosial dan mempunyai komitmen tinggi 
terhadap mustad'afin, bukan terhadap dirinya sendiri, posisi 
organisasinya sendiri. Disini PMII ditantang untuk melampaui 
batas-batas etnis, ras dan keagamaan, karena yang dibela itu 
golongan tertindas. 

Betapapun dalamnya PMII terlibat di dalam kehidupan 
politik , seperti tampak dalam perjalanan sejarah Indonesia, 
namun umumnya pengamat cenderung berkesimpulan bahwa 
PMII itu merupakan kekuatan moral. Perannya membangkitkan 
kesadaran masyarakat terhadap kelalaian penguasa di dalam 
tugasnya menyelenggarakan pemerintahan atas nama rakyat. 

Dalam rangka mewujudkan perannya, PMII terlibat secara 
aktif dalam proses pembangunan bangsanya. Secara struktural, ia 
menduduki struktur politik yang dianggap bermanfaat untuk 
melaksanakan fungsi kritik dan korektif atau pembaharuan, atau 
membangun gerakan-gerakan tertentu yang diorganisasikan 
secara tetap untuk menanggapi permasalahan masyarakat. 
Disamping itu keterlibatan PMII dalam kehidupan politik, 
berlangsung secara terbatas dan bersifat sporadis atau temporal. 
Dalam hal ini PMII berpolitik dalam bentuk kritik yang berkenaan 
dengan masalah-masalah krusial dalam kehidupan masyarakat 
laus. 

Dengan melihat posisi yang demikian itu gayuh politik PMII 
terletak bukan pada kuantitasnya, akan tetapi justru titik 
gayuhnya ada pada kualitas “input politik”, bukan pada kualitas 
proses politik. Pada kasus tuntutan PMII terhadap mundurnya 
seorang Menteri Agama yang dinilai melakukan kesalahan 
terhadap kepentingan ummat Islam pada tahun 1991 (kasus 
Mena) adalah contoh yang pas dari peran Input Politik. 

Masalahnya sekaang ialah sampai seberapa jauh takaran 
perhatian pada peran politik dibandingkan dengan peran lainnya. 
Terkadang peran politik itu muncul disebabkan aanya interes 
politik yang bersinggungan dengan tujuannya, maka itulah yang 
disebut sebagai political side atau sisi politik. Jadi politik PMII 
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muncul sejalan dengan kiprahnya memperjuangkan cita-cita dan 
tujuannya. 

Gerakan politik PMII beupa kontemplatif-reflektif dan etis- 
normatif dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan 
budaya politik yang bebas, mandiri, bertanggung jawab serta 
demokratis. Budaya politik yang matang dan arif akan 
menghantarkan pada perilaku dan partisipasi politik yang 
independen, bukan mobilisasi. 

Gerakan PMII senantiasa mendasarkan diri pada komitmen 
keadilan , kebenaran dan kejujuran. Selama hal ini belum menjadi 
life style bangsa Indonesia, maka gerakan PMII akan terus 
dilakukan. 

Mengembangkan suasana patnership, dialogis kepada semua 
pihak diluar PMII. Bukan zamannya lagi independen dan 
eksklusif, taetapi dapat diganti dengan pola interdependensi. 
Gerakan PMII harus berani, keras tetapi bertanggung jawab yang 
dilandasi semangat kebangsaan dan akhlakul karimah. 

Dua bentuk sumber daya yang menjadi tenaga pendorong 
bagi PMII untuk terlibat dalam proses politik : 

Pertama: Ilmu pengetahuan. Kombinasi antara watak ilmiah 
yaitu kritis-obyektif dengan pengetahuan yang sis- 
tematik tentang masalah-masalah kemasyarakatan di- 
samping masalah yang menjadi bidang spesialisasinya, 
mendorong PMII untuk mengadakan penilaian dan 
menentukan sikap tentangb kehidupan masyarakat 
yang mengelilinginya. 

Kedua: Sikap idealisme yang lazim menjadi ciri mahasiswa pada 
umumnya. Sebagai unsur dari masyarakat yang masih 
bebas dari struktur kekuasaan, ada di dalam ma- 
syarakat. Kombinasi antara kebebasan struktural itu 
dengan pengetahuan dan pemahaman mereka akan 
cita-cita, idea atau pemikiran tentang politik, budaya 
ekonomi dan kemasyarakatan memungkinkan PMII 
mempunyai sikap kritis. 

Dengan menyadari posisinya sebagai kekuatan intelektual 
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yang gandrung akan pembaharuan dan masa depan bangsanya, 
maka sepantasnya PMII selalu berada dalam ruang pencarian 
alternatif pembaharuan, eksploraasi yang berangkat dari 
kenyataan kekinian. Dengan keasadaran ini PMII, akan dengan 
mudah melakukan inventarisasi agenda-agenda pembaharuan 
bagi perjalanan bangsanya. 


Menumbuhkan Sikap Mandiri 

Dalam sebuah sistem politik yang korporatif memang tidak 
dimungkinkan tumbuhnya kelompok-kelompok independen 
diluar skenario negara, semuanya harus masuk dalam korporasi 
negara. Maka lembaga dan organisasi massa — termasuk orgaisasi 
kemahasiswaan - tidak lepas dari cengkraman sistem korporasi 
tersebut. Independen dengan demikian dianggap sebagai 
pembangkangan. Ini terbukti dari upaya yang ditempuh NU 
(nahdlatul Ulama) untuk tampil sebagai organisasi masyarakat 
sipil yang independen ternyata menghadapi tantangan sangat 
keras, baik dari dalam, yakni para elite NU yang ingin 
memperoleh fasilitas dari pengauasa, maupun dari luar, yakni 
dari sekelompok aparat yang menginginkan NU sebagai 
organisasi yang patuh dalam arti tidak lagi malakukan kontrol 
sosial. 

Sejalan dengan dominannya negara, yang menjadi ciri lain 
dari sistem ini adalah satuansatuan unsur masyarakat kurang 
begitu berdaulat. Proses pengangkatan dan penempatan politik 
(political recrutment) tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang 
disyaratkan oleh negara. Sama halnya dalam sektor ekonomi 
dalam bidang-bidang yang lainpun jika ingin menempati posisi 
penting dalam sistem tersebut perlu memelihara hubungan yang 
dekat dengan negara. Hal inilah yang membuat begitu “stabilnya” 
sistem politik. Negara tidak dengan sendirinya mewujudkan 
kebijaksanaannya, hanya sayangnya unsur-unsur masyarakat 
menjadi terabaikan. Posisinya hanya berada dipinggir decition 
making, yang fungsinya hanya  mengimplementasikan 
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang datang dari negara. 
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Salah satu ciri yang menonjol dar sistm ini, yaitu sangat 
bearnya peran negara dalam setiap sektor kehidupan masyarakat 
yang ditandai dengan munculnya negara sebagai suatu kekuatan 
yang tak sebanding dengan unsur-unsur kekuatan masyarakat. 
Negara dalam hal ini adalah lembaga modern berdasarkan azas 
kesatuan bangsa (nation state), yang berupa birokrasi baik sipil 
maupun militer. 

Sebagai organisasi mahasiswa yang bedemensi kepemudaan, 
PMII mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan 
kualitas warganya, bukan semata sebagai batu loncatan untuk 
meraih posisi-posisi politik dan kekuasaan. Keadaan ini hampir 
terjadi pada setiap organisasi baik kemahasiswaan maupun 
kepemudaan. Hal ini tidak terlalu memprihatinkan seandainya 
berakibat tumpulnya daya kritis mereka terhadap penyimpangan 
sosial dan politik dan masyarakat mereka akan memilih diam, 
kritik dipandang sebagai perlawanan, karena itu mereka hindari. 
Akibatnya merekapun selalu tampil sebagai anak manis. Yang 
dilakukan bukanlah tugas penyadaran masyarakat, melainkan 
sekedar akrobat politik dalam bentuk sowan-sowanan, minta restu 
atau minta perlindungan. 

Bila mahasiswa dan kalangan terpelajar telah menjadi 
subordinasi kekuasaan, maka dengan dalih keselarasan dan 
kekeluargaan atau sekedar kerikuhan, akhirnya tidak bisa dan 
tidak mau melakukan kritik sosial dan kontrol kekuasaan atas 
dasar tanggung jawab moral. Ini berarti membiarkan masyarakat 
dan bangsa terjerumus kedalam jurang kehancuran. Karena pada 
hakekatnya kritik itu adalah peringatan, bukan perlawanan. Tidak 
mudah memang malakukan kritik, karena ini menyangkut 
kapasitas lembaga seseorang: 

1. Harus tahu persoalan-persoalan sosial, baik konseptuan 
maupun praktikal. 

2. Diperlukan ketajaman visi. 

3. Dibutuhkan kematangan sikap dan keberanian moral. 


Dengan demikian, seperti telah disebut dalam bab terdahulu. 
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Ketika PMII dengan sikap kritisnya mampu merumuskan 
masyarakat yang dicita-citakan, maka sikap itu terkait dengan 
kemampuan untuk bersikap mandiri (independen). 

Sikap mandiri itu artinya “pembebasan manusia dari ketidak 
dewasaan yang diciptakan sendiri”. Ketidak dewasaan ini adalah 
ketidak mampuan manusia untuk memakai pengertian tanpa 
pengarahan orang lain. Diciptakan sendiri, berarti ketidak 
matangan ini tidak disebabkan oelh karena kekurangan dalam 
akal budi, melainkan karena kurangnya ketegasan dan keberanian 
untuk memakainya tanpa pengarahan orang lain. Kemandirian 
(independen) berarti keberanian untuk memakai akal budi, 
kemampuan untuk menggunakan penalaran yang obyektif dan 
kritis. 

Dengan independensi, artinya bahwa segenap pola perilaku 
dan berbagai pilihan peran yang hendak diambil, adalah 
berdasarkan pada kebenaran, dan obyektif seperti yang 
diyakininya. Artinya kemandirian dalam mengambil sikap dan 
tindakan, tidak terpengaruh oleh kekuatan dan tantangan apapun, 
harus menyuarakan nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. 
Hal ini menjadi penting, ketika kita memaknakan kembali 
independensi PMII. Sebab hanya dengan kematangan dan 
kemandirianlah yang menjadi tuntutan perkembangan. Apabila 
kesadaran sebagai bagian dari kekuatan moral, maka 
independensi adalah modal utamanya. 

Namun semua itu tidak muncul dengan sendirinya, 
maliankan sangat erat kaitannya dengan ada tidaknya proses 
sosialisasi nilai moral, baik yang besifat keagamaan maupun 
kamanusiaan serta bagaimana cara mengejawantahkan dalam 
sikap, ucapan dan tindakan. Bila nilai-nilai tersebut tidak pernah 
di internalisasikan, maka akbiatnya seperti yang sering kita lihat 
pada elite organisasi hanya belajar begaimana mengendap-endap 
disekitar pusat-pusat kekuasaan untuk memperoleh kesempatan. 

Dalam sistem politik yang serba tretutup dan tidak adanya 
transparansi dalam rekrutmen kader seperti sekarang, tipe-tipe 
orang semacam itu memang lebih banyak mendapat kesempatan, 
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tetapi perlu dicatat, bahwa orang semacam itu tidak akan 
memberikan kontribusi apa-apa terhadap kehidupan masyarakat 
dan bangsanya. Sebaliknya dalam situasi politik yang lebih 
transparan dan kompetitif tipe orang semacam itu tidak lagi 
relevan. Dalam sistem yang disebut terakhir ini membutuhkan 
manusia yang berkarakter dan berkapasitas. Disinilah ormas, baik 
kemahasiswaan maupun kepemudaan mesti mempertimbangkan 
kembali sistem kaderisasi yang ada, kalau tidak, mereka tidak 
akan dapat berdialog dengan perkembangan zaman. 


PMII dan Hegemoni Orde Baru 

Menipisnya peran yang dimainkan PMII dalam sistem orde 
baru merupakan konsekwensi logis dari upaya setengah hati yang 
dilakukan oleh aktivis PMII pasca 70-an. Walaupun begitu, 
kegagapan ini tidak dapat ditimpakan sepenuhnya kepundak para 
aktivis tersebut, karena pandangan dan gagasan yang dominan 
tentang peran mahasiswa juga merupakan pandangan resmi 
penguasa orde baru yang terus disebarkan sebagai dasar 
legitimasi untuk memperoleh dukungan kaum muda itu. Negara 
memandang bahwa mahasiswa merupakan “harapan bangsa”, 
sehungga perlu memainkan peran untuk kemajuan bangsa dan 
negara dalam batas-batas yang ditentukan sendiri oleh negara. 
Mahasiswa juga diperbolehkan melakukan “politik praktis” tetapi 
harus disalurkan melalui lembaga-lembaga politik yang disahkan 
negara seperti partai politik dan organisasi kepemudaan. 
Sebaliknya mahasiswa melihat bahwa unsur-unsur dalam aparat 
negara juga bisa melakukan kesalahan dalam menjalankan 
pembangunan dan modernisasi. Sehingga calon intelektual dan 
agen modernisasi mahasiswa bertugas menjalankan fungsi kontrol 
sosial dkritik yang membangun dan bertanggung jawab. Jadi, 
persepsi PMII tentang mereka sendiri dan “ideologi” negara 
tentang mahasiswa pada hakekatnya sama sekali tidak bertolak 
belakang. Mahasiswa menerima tawaran untuk memainkan 
perannya dalam sistem tersebut dan lakon yang dikehendaki 
negara, dan sebaliknya negara mampu mengarahkan lakon sambil 
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menjaga batas-batasnya. 

Sudah tentu, panggung yang disediakan dan skenario yang 
ditawarkan negara tidak harus diterima sepenuhnya. Pasang- 
surut gerakan PMII, menunjukkan bahwa ada pola-pola resistensi 
tertentu yang dilakukan PMII untuk menolak dan keluar dari 
panggung tersebut. Walaupun demikian, gagasan dominan yang 
mernguasai hampir sebagian besar aktivitasnya tetaplah ideologi 
yang dominan. Oleh karena itu perlu memeriksa bukan hanya 
mengapa terjadi proses mitologisasi tentang peran mahasiswa 
(termasuk PMII), tetapi lebih jauh mengapa mitos tersebut bisa 
terus bertahan, bahkan dipertahankan. 

Salah satu jawabannya karena semua upaya demitologisasi di 
atas tidak pernah meletakkan PMII dalam posisinya yang lebih 
struktural. Alasan atau dalih yang dikemukakan biasanya bersifat 
kultural dan penuh permakluman. ?!5) misalnya pandangan psiko- 
sosial yang menyatakan bahwa memang bukan peran dan 
tanggung jawab mahasiswa untuk melakukan perubahan sosial 
politik. Mahasiswa hanyalah katalisator bagi adanya perubahan. 
217) Sehingga sangat berlebihan untuk menuntut mereka dengan 
segala macam peran yang seharusnya dijalankan oleh kekuatan 
politik non-mahasiswa. Karena itu perlu dilihat posisi sosial 
mahasiswa dalam konteks sosial historis yang lebih konkrit, yakni 
memeriksa basis dimana gagasan tentang peran tersebut berdiri 
dan terus dihidupi. 

Selama ini posisi PMII di dalam struktur kelas tidak pernah 
diperiksa, sehingga bukan hanya terjadi kekaburan, tetapi juga 
pengaburan yang di Hegemoni oleh negara. Hal ini disebabkan 
karena : 

Pertama, posisi kelas sosial PMII (juga organisasi mahasiswa 


216 Lihat “Gerakan Orang Muda, Gelombang yang tak kunjung mencapai 
pantai”, Dialog para eksponen 66 dalam Prisma No. 12 Desember 1077, 
halaman 25 -— 47. 

217 Pandangan tentang peran mahasiswa sebagai sekedar katalisator perubahan 
merupakan permakluman yang dominan pada periode gerakan mahasiswa 
pasca 1978, yang tercermin dalam makalah refleksi Harry Wibowo (ed), Op- 
Cit. 
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yang lain) sebenarnya tidak jelas. Ada paradoks di dalam batas- 
batas lokasi kelas dari PMII. Disatu pihak, mereka tidak terlibat 
dalam proses produksi-komoditi, sehingga bukan bagian dsri 
kelas pekerja. Tetapi dilain pihak, mereka justru berada di dalam 
lembaga reproduksi kapatalisme, yakni universitas - yang 
menjadi basis anggotanya. Mereka bukan borjuis, juga bukan 
pekerja. Dalam analisis ini tidak terlalu penting memeriksa asal 
usul kelas dari keluarganya, karena yang paling penting adalah 
melihat : ke posisi mana ia akan melangkah, atau akan memasuki 
karir dan profesi apa nantinya. Karena determinasipra-kelasnya 
itu, maka kepentingan-kepentingan politik dan corak kesadaran 
kelasnya pun berubah-ubah, tergantung dari gagasan atau 
ideologi apa yang dominan menguasai kehidupan masyarakat 
dalam kurun sejarah tertentu yang konkrit dan spesifik. Pada satu 
titik tertentu, PMII bisa menjadi juru bicara untuk dirinya sendiri, 
misalnya jika mereka mengartikulasikan protes-protes tentang 
sistem pendidikan, atau menuntut kebebasan yang lebih besar. 
Pada titik yang lain, PMII bisa jadi juru bicara kelompok lain dan 
bertindak atas nama kelas atau kelompok yang tertindas, seperti 
yang diarti-kulasikan melalui kritik-kritik dan gerakan protes 
sepanjang satu dasa warsa ini. Tapi yang terakhir ini juga tetap 
tergantung pada ideologi dominan tertentu yang menguasai 
masyarakat. Seperti sudah disebutkan terdahulu, gagasan yang 
dominan adalah gagasan tentang peran mahasiswa (inklusif PMII) 
demi negara. Kendati gagasan dominan ini merupakan mitologi, 
tetapi karena mitos tersebut dibutuhkan dan dipegang oleh 
kekuatan yang hegemonik, yakni negara, maka mitos tersebut bisa 
diwujudkan. 

Kedua, karena sistem sosial yang ada di Indonesia adalah 
kapita lisme pinggiran, yakni suatu bentuk kapitalisme yang telah 
mengalami distorsi struktural akibat kolonialisme. Dalam 
perkambangannya sejak kemerdekaan hingga masa orde baru, 
sistem kapitalisme pinggiran ini tidak menghasilkan suatu kelas 
menengah yang tangguh, yang relatif mandiri terhadap pengaruh 
negara. Kelas kapitalis yang ada justru tumbuh dari dalam tubuh 
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negara dan di dorong oleh negara berkat eksplorasi kekayaan 
alam hasil hutan dan lain-lain. Kondisi historis semacam itu 
menyebabkan kelas menengah yang muncul tidak dapat berbuat 
apa-apa terhadap pengaruh negara. Karena itu negara juga 
memiliki otonomi yang besar yang memungkinkan mendominasi 
seluruh kelas-kelas yang ada di masyarakat, kemudian menegak- 
kan Hegemoninya hanya atas nama negara itu sendiri. Secara 
lebih khusus negara mendominasi perguruan tinggi atau kampus, 
yakni tempat dimana mahasiswa berada, yang menjadi basis PMII. 
Implikasi historisnya, secara hegemonik negara bisa membangun 
panggung-panggungnya dan menentu-kan peran apa yang harus 
dimainkan demi kepentingan negara sendiri. 

Demikianlah karena kekaburan dan pengaburan posisi 
kelasnya, PMII menjadi gagap untuk jujur menyatakan 
kepentingan obyektifnya dalam diskursus yang secara simultan 
mendorong aksi atau protes-protes mereka. Kegagapan ini 
menjadi katarsis yang secara sistematis dimanipulasikan dalam 
Hegemoni negara sedemikian rupa sehingga PMII merasa terus 
terpanggil untuk memainkan perannya dalam panggung- 
panggung mitologi tersebut. Di masa depan, hanya ada dua 
pilihan bagi gerakan PMII untuk menghindar dari katarsis dan 
melakukan upaya demitologisasi yang sungguh-sungguh, yakni 
dengan segala harapannya tetap berupaya menjalankan “tugas 
suci”, menegakkan demokrasi, atau bergabung dengan kekuatan 
masyarakat lainnya untuk tugas kekhalifahannya dalam sistem 
dan hegemoni negara. 
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Manuskrip Kesepuluh 
Kritik PMII Terhadap Rezim 
Otoriter Orde baru 


Potret Rezim Otoriter Orde baru 

Sejarah kelam yang ditorehkan oleh rezim otoriter Orde Baru 
dalam mempertahankan Status Ouo, berawal dari tragedi junta 
Militer yang dipimpin langsung oleh Jenderal Soeharto pada 
tahun 1966. Kemenangan manipulatif Militer atas pemerintahan 
Orde Lama dengan memperdaya Mahasiswa dan kelompok 
strategis yang berlawanan haluan politiknya dengan Soekarno 
telah menghantarkan Soeharto ke tampuk pimpinan Nasional. 
Kekuasaan sipil secara otomatis berakhir dan beralih kepada 
kekuasaan Militer sehingga proses negosiasi politik dalam 
perubahan rezim dilakukan dengan dialektika senjata. 

Paradigma pembangunan yang paradoksal menjadi karakter 
Orde baru. Partisipasi rakyat dalam ruang publik yang otonom 
sebagai apresiasi kehendak rakyat dalam proses berbangsa dan 
bernegara dipangkas habis. Faksionalisasi politik dan afiliasi 
ideologis sebagai cerminan demokrasi ditindas dengan stigma 
subversif yang membahayakan integritas bangsa dan negara. 
Sehingga konfigursi kekuasaan Orde Baru pengkrucut ke dalam 
personalisasi kekuasaan Soeharto. 


218 Sultonul Huda, Harakatuna, Menebar Gerakan Kritis di Pasar Kebabasan, Wacaba, 
Yogjakarta. 
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Pembungkaman sistemik Orde Baru dilakukan melalui 
instrument-instrumen negara (Ekskutif, Yudikatif dan legeslatif) 
sebagai alat pengawasan. Sistem perundang-udangan dibuat 
sebagai legitimsi pengawasan negara terhadap warganya. Oleh 
sebab itu hukum tidak bisa berdiri secara independen karena 
dibangun atas kepentingan kekuasaan. Misalnya paket UU politik 
yang diciptakan oleh kekuatan politik untuk melakukan 
pengawasan secara normatif kepada partai politik, lembaga 
swadaya masyarakat, ormas dan serikat-serikat yang berkembang 
di dalam masyarakat. 

Sentralisasi pengawasan yang dilegalisasi oleh perundang- 
undangan dengan standarisasi kepentingan yang di inginkan dan 
di bangun oleh kekuasaan penguasa menampakkan bagaimana 
proses rejimentasi personal Soeharto berjalan dengan mulus. Pada 
perangkat normatif terbangun, secara masif rejimentasi itu 
berjalan di tingkat kesadaran rakyat dan birokrasi. 

Dengan instrument legalitas formal perundangan sebagai 
kerangka normatif pengawasan negara atas rakyat dilakukan oleh 
gugus institusi Militer berperan sebagai penjamin berlangsungnya 
proses HEGEMONI dalam kehidupan rakyat Indonesia sehari- 
hari. Tindakan represif dengan mengedepankan kekerasan yang 
berbentuk teror, pembantaian, perlakuan tidak manusiawi dan 
pengasingan aktivis pro demokrsi menjadi bagian integral dari 
mekanisme kontrol kekuasaan. 

Perlawanan rakyat dan kelompok kritis selalu dihadapkan 
pada realitas kekuatan bersenjata yang di biayai dan digaji oleh 
rakyat itu sendiri. Tragedi Malari 27 Juli, Tragedi Mei Kelabu 
sebagai ungkapan kehendak rakyat dalam berpartisipasi 
membangun bangsa dan negara dibantai tanpa ampun. Segala 
persoalan kebangsaan harus diselesaikan dengan senjata, hak 
azasi manusia di injak-injak dengan kekuatan bersenjata untuk 
mempertahankan kekuasaan. 

Hegemoni negara sebagai proses penjinakan juga di topang 
dengan pemikiran-pemikiran yang mengobral janji transformatif 
semu. Negara menyediakan etalase untuk memaerkan kondisi 


262 


pembangunan yang telah dicapai negara-negara kapitalis yang 
sudah maju dibendingkan dengan kondisi bangsa Indonesia yang 
sedang merangkak meraih kemajuan sebagaimana negara-negara 
lain. Targetnya adalah merubah kesadaran kognitif rakyat atas 
pentingnya pengorbanan dalam pembangunan menjadi kesadaran 
konatif sehingga rakyat secara suka rela untuk di tindas oleh 
kekuasaan. 

Kediktatoran dan otoritarianis Soeharto semakin menguat 
ketka terjadi sakralisasi personal. Rakyat hanya mempunyai 
wilayah pengabdian kepada kekuasaan yang sah dan tidak 
memiliki wewenang untuk melakukan kritik terhadap kekuasaan. 
Hak untuk mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan 
adalah hak prerogatif institusi legeslatif sedangkan rakyat hanya 
sebatas mensukseskan program-program pembangunan yang 
digulirkan oleh kekuasaan. 

Padahal lembaga legislatif telah menjadi lingkar kekuasaan 
yang tunduk dan patuh kepada Soeharto. Sehingga kritik dan 
kontrol terhadap kekuasaan Soeharto tidak akan pernah dijumpai, 
karena kekuatan Soeharto dalam mengkooptasi lembaga yang 
merepresentasikan rakyat secara keseluruhan. Kondisi seperti ini 
menjadi semakin mengkristal ketika Soeharto diangkat menjadi 
Dewan Pembina Golkar dan anak-anaknya menjadi anggota 
legislatif dan bahkan ada yang menjadi Menteri. 


Menggugat Kebijakan Orde Baru 

Program awal dari pemerintahan Orde Baru adalah prioritas 
pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Kedua kebijakan ini 
sangat terkait, karena untuk kelancaran pembangunan ekonomi 
dibutuhkan stabilitas politik. Untuk mencapai stabilitas politik, 
pemerintah Orde Baru perlu mengambil kebijakan terutama 
mengadakan restrukturisasi Parpol yng tidak sejalan dengan 
semangat Orde Baru.? 

Langkah awalnya, Pemerintah Orde Baru mengadakan 
gerakan politik yang dikenal dengan restrukturisasi ideologi dan 


219 Syamsudin Harris, PPP dan Orde baru, Grasindo Jakarta, 1991, Hal. 7-9 
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golongan. Untuk mewujudkan terciptanya restrukturisasi ideologi 
dan golongan pemerintah melakukan perombakan struktur 
lembaga kenegaraan dengan menyeimbangkan kekuatan 
golongan fungsional (Sekber Golkar) dengan kekuatan partai 
politik yang berperan dalam DPR GR. Bentuk langkah 
penyeimbangan itu adalah dengan mengurangi jumlah anggota 
partai yang duduk di DPR GR dan menambah dari golongan 
fungsional, dengan alasan untuk menjamin kelangsungan hidup 
Orde Baru dan demokrasi Pancasila. Selain itu beberapa anggota 
DPR GR dari perwakilan partai yang dianggap kurang loyal dan 
masih mendukung Orde Lama diminta untuk diganti oleh partai 
yang bersangkutan. 

Pada mulanya Militer dibawah kepemimpinan Soeharto 
hendak menggunakan kelompok independen yang di ketuai 
cendikiawan anti Soekarno dan anti PKI untuk dikembangkan 
menjadi sebuah partai. Tetapi kemudian dia meninggalkan 
gagasan ini dan lebih memilih menguatkan Sekber Golkar sambil 
mengecilkan peran partai politik lainnya.2 Pilihan ini sangat 
wajar karena pada masa demokrasi terpimpin aliansi yang 
tergabung dalam Sekber Golkar sudah dibina dan dipersiapkan 
sejak lama.?! 

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) 
merupakan kumpulan organisasi kekaryaan, mahasiswa dan 
pemuda, kelompok cendikia dan golongan professional yang 
berdiri pada tanggal 20 UOktober1964.22 Organisasi yang 
tergabung dalam Sekber Golkar itu semula tergabung dalam Front 
Nasional — Sebuah organisasi bentukan Soekarno pada tahun 1959 


220 Abdul Aziz Tabha, Op-Cit, Hal 206-207. Pada mulanya Soeharto juga hendak 

menggunakan PNI sebagai kekuatan partai tersebut, karena partai ini secara 

ideologis lebih dekat yang dikenal “abangan” untuk melawan kaum santri 

atau Islam. Lihat juga Leo Suryadinata, Op-Cit, Hal 32-34 

Muchtar Mas'oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, Jakarta, 

LP3ES, 1989. Hal 162. 

22 Imam Pratignyo, Ungkapan Sejarah Lahirnya Golongan Karya, Perjuangan 
Menegakkan kembali Negara Proklamasi 17-8-1945, Yayasan Bahkati, Jakarta, 
1984. 
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— sebagai ganti dari Ftont Pembebasan Irian Barat yang telah 
dikuasai Militer.228Lahirnya Sekber Golkar sebenarnya sudah 
dirintis lama oleh Jenderal Nasution untuk memelihara kekuatan 
anti Komunis. 

Setelah peristiwa G 30 S/PKI meletus dan ABRI berhasil 
mengambil alih pemerintahan, Militer membangkitkan kembali 
Sekber Golkar.?4 Militer menganggap dalam menjalankan 
program Orde Baru yang lebih memprioritaskan pembangunan 
ekonomi dan stabilitas politik, membutuhkan sebuah partai baru 
untuk kekuatan politik yang akan di ikutkan dalam pemilu 
mendatang.2 Partai itulah yang nantinya akan digunakan 
sebagai alat legitimasi keabsahan dominasi peran Militer. 

Golongan Militer dan kaum cendikiawan yang muncul 
sebagai kekuatan politik baru setelah lahirnya Orde Baru tidak 
menghendaki tampilnya kekuatan partai politik lama. Partai- 
partai warisan Orde Lama dianggap sebagai sumber 
kesemerawutan dan percekcokan masa lalu, karena itu Militer 
yang dipelopori Soeharto tidak mungkin akan menggunakan 
partai-partai yang ada, seperti NU, PNI, Murba dan partai lainnya 
sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan tentara dalam 
pemilu mendatang.?26 

Melihat gejala dukungan ABRI terhadap Sekber Golkar itu, 
maka PMII dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II di 
Semarang pada tanggal 21-25 Nopember 1967, membentuk komisi 
Resolusi yang diketuai langsung oleh Ketua Umum PP PMII M. 
Zamroni dan ketua II Abduh Paddare, serta wakil Sekjen R.H. 
Sutanto.?” 


23 Leo Suryadinata, Golkar dan Militer, Studi Tentang Budaya Politik, LP3ES, 
Jakarta, 1992, Hal 12. 

24 Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia, Ithaca, Cornel Iniversity 
Press. 1978, Hal 245-252 

25 William Liddle, Partisipasi dan Partai Politik Indonesia pada Awal Orde Baru, 
Jakarta, Grafiti Pres, 1992. Hal 133. 

226 Leo Suryadinata, Op-Cit, Hal 27. 

27 Lihat Keputusan Komisi B Mukernas PP PMII II, dalam hasil Mukernas II PMII 
21-25 Nopember 1967, di Semarang. 
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Dalam sidangnya, komisi Resolusi tersebut mengkritik 
kebijakan pemerintah Orde Baru terutama Militer yang akan 
menjadikan Sekber Golkar sebagai kekuatan politik.28 PMII 
berpendapat Sekber Golkar merupakan golongan fungsional yang 
keanggotannya tidak terkait dengan kekuatan politik manapun. 
Karena itu seluruh anggotanya mempunyai kebebasan untuk 
menyalurkan aspirasi politik kepada salah satu partai politik yang 
telah ada seperti PNI, NU, Parkindo, Peri dan partai lainnya.?? 

Kalau memang Sekber Golkar akan dijadikan partai politik 
dan di ikutkan dalam pemilu, menurut PMII, ABRI sebaiknya 
meletakkan fungsinya sebagai kekuatan rakyat dan meletakkan 
Golkar seperti kekuatan partai politik lainnya.2 Alasannya kalau 
dijadikan sebagai alat Militer, Golkar akan diperlakukan secara 
khusus dan di ikutkan dalam pemilu, yang itu berarti sudah 
menyalahi semangat dibentuknya Sekber Golkar sebagai kekuatan 
aliansi melawan PKI bukan menjadi partai politik. Karena itu 
usaha menjadikan Sekber Golkar sebagai kekuatan partai politik 
harus ditentang. 

Kritik tersebut disampaikan kepada Pejabat Presiden Soeharto 
pada 2 Desember 1967. Namun Soeharto menyatakan tetap 
mendukung Sekber Golkar sebagai kekuatan penyeimbang demi 
tegaknya negara Orde Baru.2! 

Dukungan ABRI terhadap Sekber Golkar dimaksudkan 
sebagai mesin politik yang digunakan Militer untuk melgitimasi 
kekuasaannya.2? Maka tidak mengherankan jika pada 5 
September Jenderal TNI Soeharto dalam kapasitasnya sebagai 
Menteri Pertahanan keamanan (Menhankam) mengeluarkan 
Instruksi kepada Keempat kepala staf ABRI agar menyediakan 
semua fasilitas yang dibutuhkan untuk pengembangan Sekber 
Golkar di berbagai tingkatan. Beberapa tokoh Sekber Golkar 


228 Tbid. 

229 Wawancara dengan Abduh Paddare di Jakarta, Januari 1998. 
30 Hasil Mukernas II PMII. Op-Cit 

21 Duta Masyarakat 31 Desemver 1967 

2 Abduh Paddare. Log-Cit 

3 Leo Suryadinata, Op-Cit. Hal 28. 
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yang diduga Pro Orde Lama juga diganti oleh tokoh yang loyal 
terhadap Orde Baru.? 

Sekber Golkar juga melakukan reorganisasi jumlah organisasi 
anggotanya karena mengalami peningkatan yang sangat drastis 
dari 64 organisasi pada awal berdirinya, pada 1966 menjadi 262.25 
Jumlah tersebut kemudian disederhanakan menjadi tujuh 
kelompok induk organisasi (kino).28 Ketujuh Kino itu adalah 
Kosgoro, Soksi, MKGR, Hankam, Profesi, Gabungan Karya dan 
Karya Pembangunan. Mereka diharuskan menjadi satu kekuatan 
di bawah kontrol Soeharto dan Hankam.?” Untuk mengontrol 
kinerja agar tetap mendukung Orde Baru, setiap Kino dipimpin 
oleh Militer sehingga mudah dikontrol. Kalangan Militer yang 
ditugaskan menjadi ketua Kino di dalam tubuh Golkar statusnya 
di karyakan, artinya dia dibebaskan dari tugas keMiliteran namun 
statusnya masih tetap Militer. Dengan demikian, secara umum 
ABRI menerapkan kebijakan ABRI Kekaryaan dan ABRI 
Hankam.23 

Sikap Militer ini banyak menimbulkan kritik dan pertanyaan 
dari banyak pihak. PMII mengkritik sikap ABRI yang memihak 
kepada Sekber Golkar dengan menurunkan orang Militer AD 
untuk menduduki jabatan ketua-ketua Kino yang berada di bawah 
Sekber Golkar. Komisi yang di bentuk PMII dalam Mukernas II di 
Semarang juga mengkritik agar tidak ada pemisahan antara ABRI 
Hankam dan ABRI Golkar atau ABRI yang di karyakan.?” 

Pemisahan antara ABRI Hankam dan ABRI Golkar dinilai 
PMII merupakan usaha untuk memisahkan kekuatan ABRI dari 
rakyat dan menjauhkan dari kekuatan komponen Orde Baru 


24 Sekber Golkar (ed) Peranan Sekretariat Bersama Golongan Karya Dalam 
Pembangunan, Humas Sejber Golkar, Jakarta, 1968, Hal 46-47. 

3 Sekber Golkar. Op-Cit Hal 40 

236 Mengenai problem yang dialami akibat banyaknya organisasi itu, lihat DPP 
Golkar, Laporan Pertanggung Jawaban DPP Golkar pada Munas I Golkar 4-10 
September 1973, Surabaya, 1973. Hal 82-83. 

237 Ibid. 

238 Imam Pratignyo, Op-Cit. Hal 117. 

3 Hasil Mukernas II. Log-Cit. 
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lainnya. Bahkan kebijakan itu akan menjadikan ABRI hanya 
menjadi milik kelompok tertentu. Kalau ABRI dibagi menjadi 
ABRI Hankam dan ABRI kekaryaan, berarti ABRI tidak lagi 
berdiri di atas semua golongan, sebagaimana fungsinya sebagai 
tentara rakyat, melainkan hanya milik sekelompok golongan. 

Karena itu PMII menghendaki agar ABRI tetap konsisten 
menjadi partner kekuatan Orde Baru, tidak memihak kepada 
kekuatan manapun.4!' ABRI menurut PMII sebaiknya selalu 
konsultasi dan menerima masukan serta saling menjaga kerjasama 
antar sesama kekuatan Orde Baru. PMII menghendaki agar 
hubungan antara ABRI dengan kekuatan Orde Baru lainnya 
terutama mahasiswa dan umat Islam tetap dipertahankan, seperti 
ketika bersama-sama menumbangkan Orde Lama. PMII 
berpendapat, ditempatkannya beberapa perwira ABRI di dalam 
jabatan Kino dan Golkar dan panggung politik lainnya merupakan 
bentuk praktek Militerisme dan akan merugikan ABRI dan bangsa 
Indonesia. 

“Masuknya para perwira ABRI ke dalam jabatan sipil dan 
politik merupakan bentuk Militerisme, praktek ini jelas merugikan 
Indonesia di forum Internasional khususnya dalam hubungannya 
dengan usaha menciptakan kondisi yang baik untuk 
melaksanakan stabilisasi, konsolidasi pembangunan ekonomi 
negara. Praktek ini harus dihadapi dengan perbuatan konkrit, 
misalnya secara berangsur-angsur mengurangi jumlah petugas- 
petugas Militer dalam bidang-bidang non Militer baik di forum 
nasional maupun internasional. 

Kesimpulan komisi resolusi PMII itu akhirnya disampaikan 
kepada Jenderal Soeharto selaku pejabat Presiden dan Panglima 
Tertinggi ABRI. Namun masukan dan usulan itu tidak mendapat 
respon dari Soeharto, bahkan dukungan pemerintah Orde Baru 
dan ABRI terhadap Sekber Golkar juga semakin kuat, dengan 
dikeluarkannya Permendagri No 12 Tahun 1970 tentang 


240 Abduh Paddare. Log-Cit 
21 Hasil Mukernas. Log-Cit 
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monoloyalitas seluruh kekuatan pegawai negeri kepada Golkar.“? 
Dukungan itu juga Nampak jelas dari hasil konsensus nasional 
dan rancangan UU pemilu, Kepartaian dan Keormasan yang 
sangat menguntungkan kepentingan Golkar. 

PMII juga melakukan usaha dengan mendesak DPR GR agar 
tidak menyetujui rencana Sekber Golkar yang akan di ikutsertakan 
dalam pemilu.“ Sayangnya ketua DPR GR KH. Achmad Syaikhu 
tidak berani mendesak pejabat Presiden Soeharto untuk 
menggagalkan rencana tersebut. 


4 Abdul Aziz Thaba. Op.Cit 
243 Wawancara dengan aktivis PMII Drs. Asnawi Latif di Jakarta 19 Oktober 1998. 


Ia mengatakan selain PMII yang mengkritik kebijakn Orde baru Tersebut 
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Manuskrip Kesebelas 
PMII Menyelang Kebangkitan 


Orde Reformasi 


Bila Independensi dimaknai sebagai kemandirian PMII secara 
struktural dari NU, maka perjalanan PMII ditengah gejolak 
reformasi sedikit banyak telah merepresentasikan hal tersebut. 
Namun secara kultural PMII tidak dapat melepaskan diri dari 
bayang-bayang NU, dalam hal ini Gus Dur, yang menjadi salah 
satu pressure group yang paling signifikan. Di tengah gejolak 
reformasi PMII belum mampu melahirkan gagasan segar dan 
orsinil lahir dari komunitasnya, melainkan sering hanya sekedar 
menjadi “penyambung lidah” Gus Dur yang kerap kali 
melontarkan wacana pro demokrasi. Gus Dur sebagai “pembalap 
sepesialis tikungan” ditiru oleh PMII ketika PB PMII menyatakan 
dukungannya atas pencalonan Gus Dur sebagai Presiden. Padahal 
PMII sebelumnya sangat vokal mengedepankan “logika 
Demokrasi” dan karenanya menganggap calon presiden partai 
pemenang pemilulah yang paling berhak menjadi presiden. Untuk 
mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang gejolak PMII di 
tengah reformasi dalam bingkai pemaknaan semangat 
Independensi, maka harus dilakukan Flashback kiprah PMII 
menjelang keruntuhan Orde Baru.?4 


244 Nusron Wahid, Membongkar Higemoni NU, Di Balik Independensi PMII (1966- 
1972). PT. Bina Rena Prawira, Jakarta, 2000. 
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Menjelang keruntuhan Orde Baru, PMII bersama segelintir 
komponen bangsa lainnya melakukan resistensi terhadap praktek 
dominasi dan higemoni Orde Baru yang memonopoli tafsir atas 
wacana kebangsaan dengan muatan otoritarianisme dan nuansa 
sektarian.”" Berbeda dengan mainstream umat Islam yang saat itu 
merespon positif pertobatan Orde Baru (baca: Soeharto) tersebut, 
maka PMII meragukan niat baik dan move Orde Baru tersebut dan 
bahkan menganggap Orde Baru telah memainkan kartu umat 
Islam untuk melanggengkan otoritarianismenya. 

PMII menganggap Soeharto saat itu telah menggunakan 
simbol-simbol Islam demi melegitimasi kekuasaannya. Sikap PMII 
ini sejalan dengan sikap mentornya, Gus Dur, yang pasang badan 
sebagai tameng bagi gerakan pro demokrasi yang mulai tumbuh 
dengan mendirikan forum demokrasi. 

PMII bahkan meniru langkah Gus Dur misalnya dengan 
mendirikan FKPI (Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia) pada 
tahun 1997 dengan mengeliminir saudara tuanya, HMI.25 
Komunitas PMII secara aktif memprakarsai kantong-kantong civil 
society di berbagai daerah dengan menaruh perhatian pada 
pemberdayaan masyarakat sipil menuju tatanan politik yang 
demokratis.” Dalam diskursus intelektualisme sejumlah aktivis 
PMII telah mencatatkan diri sebagai debutan baru yang 
diperhitungkan karena mampu melahirkan gagasan segar 
terutama mengenai diskursus hubungan negara dan agama. 
Beberpa penulis Muda NU tidak jarang terlibat polemik dengan 


245 Pada awal tahun 1990-an Orde Baru mensponsori lahirya ICMI (Ikatan 
Cendikiawan Muslim Indonesia) yang menandai babak baru hubungan Orde 
Baru dengan Umat Islam setelah sebelumnya dimarjinalkan oleh negara. 
Wacana kebangsaan yang sebelumnya sudah sarat dengan muatan 
otoritarianisme semakin bertambah kelam dengan nuansa sektarianisme yang 
diusung oleh ICMI. 

4 FKPI terrdiri dari kelompok Cipayung minus HMI plus sejumlah ormas 

pemuda lainnya. Absennya HMI praktis mengisolasi HMI dalam gelombang 

gerakan reformasi di tahun-tahun selanjutnya. 

Lihat Kultur Hebrida, LkiS, 1999, buku ini menggambarkan profil sejumlah 

generasi muda NU yang aktif terlibat dalam usaha pemberdayaan 

masyarakat bawah. 
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kalangan Islam formalis yang memperjuangkan cita-cita “negara 
Islam”. Terobosan-terobosan kultural PMII telah menembus batas 
dan mencairkan kebekuan dan kejumudan berpikir generasi muda 
yang terkooptasi Orde Baru. 

Pada aras aktivitas lainnya, PMII merupakan satu-satunya 
organisasi mahasiswa yang membidani lahirnya Kontras (Komisi 
untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan) pada tahun 1998 
yang dibentuk untuk menangani penculikan aktivis pro 
demokrasi. PMII juga turut menandatangani deklarasi KIPP 
(Komite Independen Pemantau Pemilu) menjelang pemilu 1997. 
Keikutsertaan PMII dalam KIPP menjadikan PMII sebagai barisan 
oposisi yang dikhawatirkan pemerintah, karena keanggotaan PMII 
tersebar luas dan mempunyai akses secara kultural terhadap 
kalangan NU. 

Menjelang gelombang demonstrasi mahasiswa menuntut 
reformasi yang dimulai pada pertengahan Februari 1998, PMII 
terlihat gamang dalam merespon demonstrasi mahasiswa dan 
masih bersikap wait and see. Namun lambatnya respon PMII secara 
struktural tidak di ikuti oleh komunitas anggotanya yang 
mengambil inisiatif untuk memimpin gerakan reformasi di 
barbagai daerah. Komunitas PMII bersama komponen gerakan 
mahasiswa pro demokrasi lainnya yang umumnya bercorak 
nasionalis segera mengambil peranan tanpa tergantung pada 
sikap para elit politik saat itu yang sedang mengatur posisinya 
masing-masing. Komunitas PMII tersebar dalam berbagai 
kesatuan aksi dan berbaur dengan kelompok mahasiswa lainnya 
tanpa menonjolkan identitas PMIl-nya. Hal ini berbeda dengan 
HMI yang dalam setiap aksinya kerap kali menonjolkan identitas 
HMl-nya dan mempunyai hidden agenda yang berbeda dengan 
agenda reformasi gerakan mahasiswa. 


248 Kontras didirikan oleh delapan LSM dan satu organisasi mahsiswa yaitu 
PMII. Kehadiran PMII di kontras sebagai organisasi mahsiswa yang 
mempunyai basis massa dapat menjadi pelindung bagi LSM lainnya yang 
tidak mempunyai basis massa. 
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PB PMII dalam menyikapi kondisi kritis serta fenomena 
sosial-politik dan ekonomi bangsa ini, dengan kesadaran kritisnya 
mengeluarkan pernyataan sikap secara resmi sebagai berikut: 

“Krisis nasional yang sedang berlangsung sekarang ini 
bukanlah semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, akan 
tetapi lebih disebabkan oleh ketidak mampuan pemerintah Orde 
Baru dalam megelola pelaksanaan menegemen pembangunan 
sebagaimana yang di amanatkan oleh UUD 1945 secara murni dan 
konsekuen. 

Bahwa jalan keluar yang harus ditempuh dalam mengatasi 
krisis ini adalah melakukan reformasi dalam segala bidang, 
utamanya politik, ekonomi, hukum, budaya dan moral dengan 
melaksanakan Sidang Istimewa untuk meminta 
pertanggungjawaban Seharto. 

Bahwa mendesak Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
untuk menghentikan Presiden Soeharto sebagai mandataris MPR 
karena tidak mampu menjalankan amanat rakyat. 

Bahwa apa yang selama ini diperjuangkan oleh aksi-aksi 
mahasiswa di berbagai kampus, merupakan representasi dari 
aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Oleh karenanya aksi 
mahasiswa sebagai gerakan moral jangan dimaknai secara 
Su'udzdzan namun harus didkukung oleh semua pihak terutama 
pemerintah, meliter dan lembaga perwakilan rakyat. 

Mengecam setiap tindakan kekerasan aparat keamanan 
terhadap aksi-aksi mahasiswa dan rakyat yang memperjuangkan 
reformasi.” 29 

Inilah pernyataan sikap PB PMII yang secara resmi 
disampaikan kepada DPR/MPR dan dibacakan di depan fraksi 
Karya Pembangunan dan Fraksi ABRI, pada bulan April 1998. 

Sehubungan dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden 
pada bulan Mei 1998, Syaiful Bahri Anshori Ketua Umum PB PMII 


29 Pernyataan sikap PB PMII ini dikeluarkan berkenaan dengan hari ulang tahun 
PMII 17 April 1998, yaitu satu bulan sebelum Soeharto menyatakan 
mengundurkan diri pada bulan Mei 1998. Lihat Politik Bunyi-Bunyian, PB 
PMII, Jakarta, 1998. 
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saat itu menyatakan: “Berhentinya Pak Harto merupakan diluar 
bayangan dan prediksi. Bayangan kita, termasuk Gus Dur, yang 
saya katakan prediksinya melesat itu, puncak dari persoalan krisis 
adalah bulan Oktober 1998. Terakhir saya berbicara dengan Gus 
Dur sebelum Soeharto berhenti, saya mengatakan, “Gus, ini 
garakannya kok semakin gencar?” kata Gu Dur, “mungkin nanti 
kita ajukan”. Kapan Gus? “Bulan Juni, mungkin” Gus Dur bilang 
begitu. Akhirnya instruksi saya itu bulan Juni. Juni harus mulai 
bergerak. Ternyata kedahuluan Soeharto menyatakan berhenti. Itu 
diluar dugaan semua orang. 

Pada bulan April 1998, disaat demonstrasi mahasiswa telah 
mencapai eskalasi yang cukup tinggi dan mendapatkan respon 
hangat dari masyarakat, barulah sekelompok umat Islam yang 
telah di kooptasi sebelumnya oleh Soeharto, mulai “menikung” 
dengan melahirkan KAMMI (kesatuan aksi mahasiswa muslim 
Indonesia). Kehadiran KAMMI telah membangkitkan semangat 
sektarian dan memecah konsentrasi gerakan reformasi saat itu. 
Kekhawatiran tersebut terbukti ketika sejumlah ormas Islam 
termasuk HMI dan KAMMI secara langsung atau tidak langsung 
mendukung naiknya Habibie sebagai Presiden pengganti Soeharto 
yang mengundurkan diri. Sejak saat itu gerakan reformasi 
mahasiswa terpecah. Kelompok pertama adalah sebagian umat 
Islam yang mendukung Habibie. Kelompok kedua adalah sisa-sisa 
komponen gerakan reformasi yang tetap kritis menuntut 
reformasi dan menolak eksistensi Habibie yang merupakan murid 
dari “guru besar” Soeharto. Komunitas PMII, disaat sebagian 
kelompok mahasiswa Islam lain berlomba-lomba menjilat Habibie, 
bersama dengan Tim Relawan untuk kemanusiaan, pimpinan 
Romo Sandiawan mendirikan posko-posko korban kerusuhan 13- 
14 Mei 1998. Halaman kantor PB PMII di JL Keramat Raya 164 
yang dijadikan posko yang menampung bantuan bagi korban 
kerusuhan. 

Independensi PMII saat itu menemukan bentuk yang 
sesungguhnya, ketika PMII tetap konsisten menuntut reformasi 


250 Arus Bawah Menggugat, Kesaksian Redormasi, PB PMII, Jakarta, 1999. Hal 61 


2174 


dan tidak terpengaruh provokasi kelompok pendukung status guo 
yang memanfaatkan simbol kegamaan. 

Secara struktural, PMII menari mengikuti “irama gendang” 
yang dimainkan Gus Dur. PMII secara aktif menjadi corong 
terbaik dari Ide-ide Gus Dur tentang demokratisasi dan tidak 
segan-segan untuk menjadi pembela Gus Dur ketika Gus Dur 
diserang oleh lawan politiknya. PMII juga membantu Gus Dur 
membela Megawati yang sedang mendapatkan serangan dari 
kelompok politik sektarian karena masalah gender dan agama. 
Walaupun demikian, PMII mencoba menegaskan independensi- 
nya dengan membentuk JAMPPI (Jaringan Masyarakat Pemantau 
Pemilu Indonesia) dan JPPR (Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk 
Rakyat) yang bertugas memantau dan memberikan pendidikan 
politik kepada rakyat selama proses pemilu 1999. 

Di sisi lain, keterlibatan PB PMII dalam melegitimasi pemilu 
1999 ditentang oleh sebagian komunitas PMII. Terutama yang 
tergabung dalam berbagai kesatuan aksi mahasiswa yang radikal 
di Jakarta seperti Forkot (Forum Kota), FAMRED (Front Aksi 
Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi) dan lain-lain. 
Mereka bersikeras menyatakan “menolak pemilu” karena 
dilaksanakan oleh pemerintahan yang tidak legitimate. Posisi 
“penolakan pemilu” seperti itu selain berbeda suara dengan PB 
PMII, dan sempat menimbulkan kebingungan di mata eksternal. 
Peristiwa langka seperti ini agaknya merupakan potret dari 
semangat independensi yang ingin diterapkan oleh PMII. 

Paling tidak ada tiga stakeholder yang berbeda sikap 
dikalangan PMII dalam menyikapi pemilu 1999. Pihak pertama 
adalah PB PMII yang menyetujui pemilu, mencoba bersikap kritis 
dengan mendirikan lembaga pemantau pemilu. Pembentukan 
lembaga pemantau pemilu oleh PB PMII juga seakan ingin 
menegaskan independensinya dari NU (baca : Gus Dur) yang 
tengah berkampanye “PKB adalah partainya warga NU”. Di sisi 
lain, komunitas PMII yang berada di level gerakan mahasiswa 
tetap konsisten menyuarakan penolakannya terhadap pemilu. 
Semantara itu, kader-kader senior (baca: Alumni) telah 
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menyatakan keberpihakannya kepada PKB dan partai politik 
lainnya. Ketiga kepentingan yang berbeda ini telah menimbulkan 
adanya konflik kepentingan. Semangat independensi dimaknai 
dan ditafsirkan secara berbada oleh pihak-pihak yang 
berkepentingan. 

Pasca pemilu, PB PMII kembali membuat manuver ketika 
menyatakan dukungannya atas pencalonan Gus Dur sebagai 
presiden oleh poros tengah. Padahal sebelumnya PB PMII, selalu 
mengedepankan “logika demokrasi” bahwa partai pemenang 
pemilulah yang paling berhak mengambil kesempatan menjadi RI 
1. Banting setirnya PMII ini jelas menunjukkan independensi PMII 
masih dipertanyakan oleh banyak pihak. Kepentingan jangka 
pendek yang bernuansa politik dan terkesan “takut tidak 
kebagian jatah” sangat dominan mewarnai langkah PMII saat itu. 
Untungnya manuver PB PMII itu tidak di ikuti di tingkat cabang. 
Berbagai cabang PMII tetap berhati-hati dalam menyikapi 
pencalonan Gus Dur. Pada umumnya mereka tetap pada sikap 
semula yang mendukung partai pemenang pemilu untuk 
mengambil kesempatan pertama meraih kursi RI-1. 

Gus Dur yang sangat terkenal piawai dalam membuat 
rasionalisasi atas setiap langkahnya, tentunya tidak segagap PMII 
dalam menjelaskan “banting setir politiknya”. Dengan ringan Gus 
Dur menjawab bahwa ia tidak pernah mendukung Megawati 
sebagai Presiden, melainkan hanya “merestui” dan karenanya ia 
tidak wajib berusaha mengegolkan Megawati sebagai Presiden. 
Bahkan keraguan sejumlah Kyai sepuh NU terhadap pencalonan 
Gus Dur tidak menghalangi tekad Gus Dur untuk menjadi 
kandidat RI-1. Walaupun demikian Gus Dur terkesan tidak 
ambisius dalam mengejar kursi Presiden, justru Amin Rais lah 
yang sibuk berkampanye untuk Gus Dur. Gus Dur nampaknya 
memahami benar Fatsoen politik Islam (sunni) yang menabukan 
seseorang untuk mengajar jabatan. Secara resmi Gus Dur memang 
tidak menyatakan pencalonan dirinya melalui kata-katanya 
sendiri. Politik zig-zag ala Gus Dur inilah yang kurang dipahami 
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oleh PMII. PMII malah terlihat plin-plan dan memperlihatkan 
secara jelas ketidak mandiriannya dihadapan pihak lain. 

Persolan pelik terjadi ketika Gus Dur menjadi Presiden, 
komunitas PMII yang terbiasa dipinggiran mengalami shock 
culture dan berlomba-lomba antri untuk mendapatkan fasilitas 
dari negara. PMII terjebak menjadi “Kamra” kekuasaan yang siap 
sedia membela kekuasaan (baca: Gus Dur) dari serangan lawan- 
lawan politiknya yang sebagian besar merupakan kelompok status 
guo. Semangat anti Orde Baru dimunculkan demi menyatakan 
pembelaan apologetik terhadap kepemimpinan Gus Dur. 
Beberapa gelombang demonstrasi PMII se-Jabotabek plus 
Sukabumi, menjelang sidang tahunan MPR tahun 2000 
merepresentasikan hal tersebut. Agaknya perjalanan panjang PMII 
bersama Gus Dur di Era Orde Baru dalam memperjuangkan 
demokrasi menyebabkan PMII ikut merasa “seiring 
sepenanggungan” dengan Gus Dur. 

PMII lebih berorientasi keluar dalam mewaspadai musuh- 
musuh politik Gus Dur. PMII luput mewaspadai musuh-musuh 
dari dalam selimut yang akan menggerogoti Gus Dur dari dalam 
dan melakukan pembusukan di dalam kekuasaan. Fenomena 
pembusukan kekuasaan dari dalam inilah yang semestinya 
menjadi fokus PMII bila memang ingin setulus hati mendukung 
pemerintahan Gus Dur. Namun rupanya otokritik semacam ini 
belum membudaya juga terkesan kurang heroik bagi komunitas 
PMII yang belum bisa lepas dari kenangan heroisme PMII semasa 
masih di pinggiran bersama Gus Dur. 

Indepenensi PMII dengan demikian berada di persimpangan 
jalan. Signifikansi makna independensi PMII ini menjadi 
sedemikian penting mengingat masa depan PMII bukan dalam 
hitungan lima tahunan, seperti masa jabatan seorang Presiden. 
Masa depan PMII berada dalam spektrum waktu yang panjang 
dan membutuhkan “kaca mata kuda” agar tidak terbujuk godaan- 
godaan pragmatis di kiri-kanan jalan. PMII yang lahir dari rahim 
NU, mempunyai tanggung jawab sejarah pada warga NU yang 
sebagian besar kaum mustad afin untuk memberdayakan dan 
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meningkatkan taraf hidupnya menuju masyarakat yang sejahtera 
dan egaliter. 


Mengawal Orde Reformasi 

Indonesia sekarang memasuki masa transisi yang ditandai 
dengan berakhirnya rezim diktator otoritarian dan dimulainya 
rezin populis demokratik di bawah kepemimpinan Abdurrahman 
Wahid. Kepemimpinan nasional yang terpilih secara demokratis 
dalam pemilihan umum 1999 telah membawa wajah baru 
panggung perpolitikan bangsa Indonesia. Orde Pencerahan bangi 
bangsa Indonesia terhampar di depan medan perpolitikan yang 
sangat luas. 

Partisipasi rakyat dalam membangun Public sphere yang 
otonom tanpa campur tangan kepentingan kekuasaan negara 
merupakan corak kekuasaan Orde reformasi. Proses aktualisasi 
diri warga negara dalam berbangsa dan bernegara sangat di 
hargai dalam pentas politik kebangsaan. Peran negara dalam 
kehidupan rakyat semakin dikurangi dengan asumsi bahwa 
kreatifitas rakyat dalam pentas perpolitikan merupakan bagian 
dari demokrasi. Fungsi negara hanya sebatas menjadi fasilitator 
atas aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. 

Perubahan dari negara yang bersistem pemerintahan kuat 
dengan derajat partisipasi rakyat lemah, menuju negara 
demokrasi dengan karakteristik besarnya pattisipasi rakyat 
terhadap kinerja pemerintahan telah menjadi harapan bersama. 
Partisipasi rakyat harus terus dibina dan dilestarikan dalam 
mengontrol kinerja kekuasaan. Akan tetapi juga harus berjalan 
pada rel-rel demokrasi dengan tetap mengedepankan supremasi 
hukum sehingga tidak terjerambab dalam distrust euphoria yang 
mengarah pada perilaku anarkhis yang dapat menghancurkan 
demokrasi itu sendiri. 

Problematika yang sedang dihadapi pemerintahan transisi 
adalah renggangnya relasi dan sense of belonging terhadap negara 
dan bangsa sehingga tuntutan untuk disintegrasi semakin 
menguat. Nasionalisme semu yang dibangun oleh kekuasaan 
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otoriter menjadi bom waktu yang siap meledak di era transisi. 
Oleh karena itu tuntutan yang mengarah pada disintegrasi bangsa 
akan meledak jika tidak disikapi secara cermat. 

Kearifan rezin transisi dalam menyikapi maraknya tuntutan 
disintegrasi sentral dan peripheral menjadi keharusan sejarah 
transisi demokratik di Indonesia. Kesalahan penyikapan atas 
tuntutan disitegrasi bangsa akan berakibat sangat fatal bagi proses 
transisi menuju demokrasi. Karena peluang rezim otoriter kembali 
berkuasa masih sangat luas. Kondisi pra transisi yang ditandai 
oleh perolehan Partai Golkar pada pemilu 1999 masih sangat 
mengkhawatirkan agenda transisi menuju pemerintahan yang 
demokratik. 

Pengambilan fungsi institusi negara kepada peranan fungsi 
professional institusional organisatoris harus dijadikan prioritas 
dalam karakter rezim reformasi. Pembagian kekuasaan atas dasar 
trias politika harus dipertegas dengan line distancionya sehingga 
tidak terjadi bias kepentingan antar institusi negara. Disamping 
itu, negara tidak lagi mencampuri urusan rumag tangga rakyat 
dalam berekspresi terhadap negara. 

Kekuasaan meliter sebagai alat kekuasaan dikembalikan pada 
fungsi profesionalisme sebagi pertahanan dan keamanan negara. 
Peranan sosial politik meliter dalam birokrasi sipil secara gradual 
dihilangkan, karena menjadi keniscayaan demokrasi ketika logika 
meliteristik yang sangat doktriner dan homogen dengan cara 
pandang mekanik atas realitas sosial memegang birokrasi sipil 
yang mengedepankan proses dialog dengan pola berfikir yang 
sangat hitrogen. 

Dualisme meliter akan sangat membahayakan proses 
demokrasi. Logika berfikir anti dialog akan mengarah kepada 
kekuasaan diktator otoritarianis yang bebas keritik dan kontrol. 
Segala persolan kebangsaan biasa diselesaikan dengan model 
kekuatan senjata. Ketika meliter menjadi kelompok kepentingan 
yang berafiliasi ideologi dengan partai atau kekuasaan tertentu 
maka akan terjadi polarisasi meliter dalam faksionalisasi 
kepentingan sipil. 
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Euphoria politik sebagai salah satu ekspresi kehendak rakyat 
menjadi tanda bermulanya masa transisi. Letupan-letupan 
gagasan dan tuntutan rakyat kepada negara untuk menyelesaikan 
dan membersihkan sisa-sisa kebusukan rezim otoriter semakin 
marak disuarakan melalui partai ataupun serikat-serikat rakyat. 
tawar menawar kekuatan antara satu elemen rakyat dengan 
elemen rakyat lainnya dan juga dengan kekuatan rezim 
sebelumnya menjadi semakin mengeras. 

Masa transisi menuju kekuasaan yang demokratis merupakan 
proses bergaining antara kekuatan otoritarian orde baru dengan 
kekuatan rezim transisi. Kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh 
rezim transisi sarat dengan muatan tarik menarik kepentingan. 
Oleh sebab itu, cepat atau lambatnya proses transisi sangat 
bergantung pada kekuatan, kelihaian dan kejelian rezim transisi 
dalam melakukan bergaining dengan rezim otoriter. 

Bila rezim transisi mempunyai bergaining yang kuat sehingga 
mampu memutuskan secara langsung dan radikal dengan rezim 
sebelumnya, maka proses transisi dapat dilakukan dengan cepat 
sebagaimana yang terjadi di Pilipina. Rezim lama dipangkas 
peranan politiknya dalam struktur kenegaraan dan diposisikan 
sebagai kekuatan diluar sistem kekuasaan. 

Akan menjadi lain ketika melihat kondisi yang terjadi di 
Indonesia, proses transisi berjalan secara manual gradualistik. 
Proses konsolidasi demokrasi dari berbagai kepentingan masih 
sangat lemah karena kelompok-kelompok reformis masih 
mementingkan kelompok dan individunya masing-masing. 
Polarisasi gerakan pasca reformasi berimplikasi pada tidak adanya 
sinergisitas gerakan antara kelompok pro demokrasi dengan elit 
politik yang diuntungkan dengan reformasi. 

Kondisinya diperparah dengan munculnya reformis 
gadungan yang memiliki pola gerakan kooperatif oportunistik. 
Demi kepentingan individu dan kelompoknya elit-elit oportunis 
membangun koalisi baru untuk merecoki kekuasaan demokrasi 
agar agenda reformasi menjadi mentah dan proses demokratisasi 
menjadi stagnan. Skenario ini memang dbuat oleh kekuatan lama 
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yang telah berpengalaman selama lebih 32 tahun melakukan 
penindasan terhadap rakyat Indonesia. 

Rezim otoritarian Orde Baru telah menanamkan paradigma 
berfikir tentang realitas dengan model keteraturan yang bertumpu 
kepada keselarasan hidup dengan fungsinya masing-masing yang 
akan bertemu pada titik keseimbangan. Bahwa kondisi 
keterpurukan negara adalah peran yang diambil oleh negara 
Indonesia sehingga rakyat harus menerima peranan itu sebagai 
sebuah kodrat alam. Apabila mau merubah kondisinya, maka 
rakyat harus mengorbankan jiwa, raga dan harta benda dan 
perubahannyapun harus perlahan-perlahan. Maka elit politik 
oportunis memanfaatkan peluang  bergaining position 
paradigmatik dengan kekuatan-kekuatan lama dalam merealisir 
kepentingan fenomenal yang bersifat sesaat. 

Kelambanan transisi juga dipengaruhi oleh sisa-sisa Orde 
Baru yang masih banyak bercokol dalam institusi negara. 
Turunnya Soeharto dari tahta kekuasaannya hanya satu entry point 
untuk melakukan perubahan di Republik Indonesia, akan tetapi 
antek-antek dan kroninya yang sangat loyal dengan Soeharto 
masih berceceran di berbagai sektor. Dengan demikian kekuatan 
bergaining rezim otoriter terhadap rezim transisi masih kuat, 
sehingga proses negosiasi politik yang alot antara dua rezim 
menjadi hambatan tersendiri dalam era transisi menuju 
demokratisasi. 

Permainan rezim Orde Baru dalam rangka mempertahankan 
kemampuannya untuk mempengaruhi stabilitas ekonomi dan 
politik pasca berkuasa tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena 
akan membahayakan proses transisi demokratik apabila tidak jeli 
dan waspada terhadap rongrongan yang akan menggrogoti 
sedikit demi sedikit kewibawaan rezim transisi. 

Pengawalan transisi menjadi kebutuhan yang tak bisa 
dielakkan agar proses negosiasi dapat dimenangkan oleh Orde 
Reformasi. Kampanye dan propaganda terhadap kelompok- 
kelompok strategis dan politisi ekstra parlementer pro reformasi 
harus dilakukan secara masif agar rakyat tidak lupa dengan 
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tuntutan yang pernah dilontarkan pada awal refoemasi. Kelupaan 
masyarakat terhadap perjuangan untuk merebut demokrasi sejati 
merupakan bomerang bagi konsolidasi demokrasi. Apalagi 
sampai muncul stigma-stigma negatif terhadap reformasi yang 
akan membawa preseden buruk bagi proses demokrasi di 
Indonesia. 

Reformasi yang bejalan di Indonesia belum menampilkan 
wajah yang sesungguhnya. Distorsi makna substantif reformasi 
yang dilakukan oleh elit politik dan sebagian rakyat Indonesia 
masih sering ditemukan dalam kehidupan perpolitikan di negeri 
Indonesia. Aliansi kekuatan kelompok Orde Baru dengan 
kelompok elit politik reformis oportunis misalnya telah 
membangun gugus untuk menghambat laju perjuangan Gus Dur 
dalam menciptakan iklim demokrasi. Atau rakyat menggunakan 
jargon-jargon reformasi untuk melegitimasi tindakan anarkhis. 

Skenario yang diciptakan oleh sisa-sisa Orde Baru dalam 
menggembosi pemerintahan demokratis dengan menciptakan 
konflik-konflik horizontal antar masyarakat. Elit politik diadu 
antara yang satu dengan yang lainnya dalam menyikapi konflik. 
Target utamanya adalah tekanan dari dunia International 
terutama negara kapitalis terhadap bangsa Indonesia. Dan 
membangun kesadaran kepada rakyat bahwa demokrasi dan 
reformasi membawa instabilitas perpolitikan dan perekonomian 
sehingga bangunan kesadaran menjadi kesadaran konatif, maka 
mosi tidak percaya terhadap pemerintahan yang sah semakin 
menguat. 

Provikasi kepada dunia Internasional semakin berhasil setelah 
melihat terjadi prubahan yang substantif di negara Indonesia dari 
rezim yang kebijakannya berpola pragmatis-oportunistis kepada 
rezim kooperatif kritis. Kapitalis internasional merasa kebakaran 
jenggot sehingga topeng demokras dan HAM menjadi senjata 
yang sangat ampuh untuk mengelabui bangsa Indonesia agar 
bersifat lunak dalam berintraksi dengan negara kalpitalis. Padahal 
secara substantif dibalik topeng tersebut tersirat kepentingan 
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pragmatis ekonomi yang telah terbangun di masa Orde Baru tidak 
terputus atau diputus oleh rezim reformasi. 

Peluang reformasi harus tetap diperjuangkan. Jalan satu- 
satunya dengan mendesak kekuatan lama yang telah terkon- 
solidasi selama lebih dari 32 tahun tidak kembali berkuasa. Panji- 
panji perlawanan baik secara kultural maupun struktural tetap 
disuarakan untuk mewujudkan demokrasi sejati di Indonesia. 
Penguatan barisan ekstra parlementer pro demokrasi untuk 
melakukan konsolidasi organisatoris menjadi kebutuhan men- 
desak yang harus segera dilakukan dalam rangka mengawal 
transisi menuju demokrasi sejati sehingga tidak mudah dipecah 
oleh kekuatan Orde Baru yang sangat licik. 
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Manuskrip Keduabelas 
Reformulasi Peradiga Gerakan 
PMII - 


Reformulasi dalam arti sederhana adalah upaya penataan 
kembali dari “bangunan” yang selama kurun waktu tertentu telah 
ada. Reformulasi mengandaikan telah terbentuknya tatanan nilai 
terkandung di dalamnya —- ideologi, komitmen, untuk 
memperjuangkan nilai — termasuk di dalamnya nilai keadilan, 
kejujuran dan kebersamaan serta sarana-sarana untuk 
mentransformasikan nilai dan komitmen memperjuangkan nilai 
tersebut. 

Dengan demikian, reformulasi gerakan merupakan suatu 
upaya menata ulang gerakan pada wilayah paradigmatik, dengan 
asumsi bahwa selama ini telah terjelma nilai-nilai yang melandasi 
gerakan, telah terwujud komitmen memperjuangkan nilai-nilai 
tersebut, serta telah ada sarana (lembaga, Organisasi, Syariat) yang 
dapat digunakan untuk membumikan (merealisasikan) kedua hal 
sebelumnya. 

Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang reformulasi 
gerakan, akan lebih jelas jika kita mencoba mendiskripsikan 
sejumlah latar belakang dari warga PMII yang ada. 


251 Adalah tema besar yang menjadi pokok bahasan dalam Sarasehan Nasional 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 14-16 April 1997 di Kaliurang 
Yogjakarta. 
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1. Kesadaran Kesejarahan Warga PMII 

Latar belakang warga PMII secara antropologis, mereka hidup 
dan dibesarkan dalam budaya masyarakat agraris indegeneus 
(yang asli). Kenyataan demikian membuat mereka tersosiali- 
sasikan dalam budaya dan mental agraris yang mempunyai sifat 
dasar seperti menerima kenyataan keadaan dengan tanpa reserve 
(nrimo ing pandhum), feodal dan lainnya. Secara sosiologis 
mereka berasal dari perkampungan dan pedesaan yang tersebar di 
seluruh Indonesia dengan ragam bubaya, suku, dan etnis. Mereka 
sebagian besar juga tumbuh dalam suasana dan tradisi santri 
dengan semangat “Tradisionalisme” yang tinggi. Fenomena dalam 
konteks sosio-ekonomi dan politik menempatkannya pada 
kelompok marjinal. 

Secara teologis PMII pada awalnya menjadikan aswaja 
sebagai ideologi dogmatis, dengan karakter sejarah yang 
tergantung pada alur sejarah teologi Islam masa lalu. Basis 
teologinya berdiri dengan karakter sejarah statis-romantis. Ruang 
dinamika kesejarahannya terhenti pada perdebatan yang bercorak 
transcendental metafisik dan tidak impirik. 

Dalam konteks displin kelimuan, masyarakat PMII dibentuk 
dalam tradisi keilmuan yang berbasis ilmu-ilmu agama dan sosial- 
humaniora. Semantara ilmu-ilmu eksakta dan teknologi belum 
mendapat ruang. Dengan kata lain masyarakat PMII belum 
melakukan deversifikasi peran keilmuan yang seimbang antara 
keilmuan eksakta dan humaniora. 

Seluruh potensi (atau barangkali kelemahan) diatas, dapat 
terangkum dalam satu kosa kata: “bahwa PMII secara politik, dan 
ekonomi berada pada posisi marginal. Kesadaran sebagai kelmpok 
pinggiran ini pada posisi tertentu dapat dijadikan “roh, ideologi, 
dan spirit” dari gerakan yang hendak dilakukan. Dari kesadaran 
ini pula akan memunculkan sebuah identitas kultural. Dengan 
dan dari identitas kultural ini, pertanyaan yang muncul kemudian 
adalah upaya rekayasa sosial seperti apa yang mesti dilakukan. 
Artinya, dengan disiplin ilmu yang dimiliki warga PMII, perlu 
dilakukan upaya (rekayasa) untuk menuju muara tertentu yang 
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dikehendaki bersama. 

Dalam teori dan sejarah perubahan sosial, terjadinya 
perubahan tidak mungkin diawali dan dimulai dari kekuatan 
struktural. Perubahan itu terjadi dengan diawali dan dimulai oleh 
kelompok-kelompok marjinal diluar struktur. Asumsi dasar ini 
berangkat dari pemahaman bahwa masyarakat terbelakang 
ditindas oleh pemegang kekuasaan dalam masyarakat mereka 
sendiri yang mengontrol sumber-sumber kekuatan baik ekonomi, 
politik ataupun budaya. Dari sisi ini maka bentuk pendekatan 
humanistik daripada bentuk pendekatan struktural sebagai jalan 
untuk mendukung kelompok marginal membangun basis 
kekuatannya. 


2. Kekuatan Yang Membebaskan (Liberasi) 

Melihat kekuatan di PMII kebanyakan dari kelompok- 
kelompok marginal, maka pendekatan yang humanistik itu sangat 
diperlukan, sebagai bentuk penguatan bentuk pendekatan 
humanistik dapat dilakukan dengan memberikan kekuatan yang 
membebaskan. 

Kekuatan yang membebaskan ini dapat terbangun melalui: 

1. Melakukan pembongkaran secara organisatoris dari 
kekuatan struktural kepada kekuatan kultural. 

2. Dari Kekuatan massa kepada kekuatan individu 

3. Dari kekuatan negara kepada kekuatan masyarakat (civil 
society) 

4. Dari gaya hidup mahsiswa elitis kepada gaya hidup 
mahasiswa populis. 

Dari keempat bentuk ini maka akan terbentuk masyarakat 
yang secara individual mampu memperjuangkan nilai-nilai 
musyawarah, adalah, tasamuh, tawasuth yang akhirnya terbentuk 
masyarakat yang taghayyur (transformatif), sekaligus secara 
kolektif memberikan pengokohan terhadap institusi (lembaga). 


3. Konsep Independensi 
Independensi ini bukan hanya sekedar pilihan organisatoris 
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(independen dari NU), tetapi secara filosofis berarti independensi 
jati diri, kemudian Independensi pada aspek kultural dan 
keberpihakan pada kebenaran, seperti ketika NU digusur, PMII 
(secara otomatis) juga berpihak pada NU (dalam konteks membela 
kebenaran), dengan demikian independensi berada pada 
penonjolan identitas, tanpa terkooptasi pada kekuatan-kekuatan 
politik. 

Dengan adanya fenomena sumber daya PMII yang berbasis 
intelektualitas, religiusitas dan kebangsaan melahirkan intelektual 
yang bersifat progresif, bukan intelektual “tukang”. 

Implikasinya Independensi ini melahirkan dua sikap: secara 
eksternal yaitu pada pengokohan institusi dan struktural. Sedang 
secara internal adalah merebut identitas diri dan kebebasan 
individu, yang pijakannya adalah kebebasan berfikir dan 
kebebasan memiliki kehormatan (harga diri). Di PMII harus ada 
kesadaran untuk melakukan eksplorasi intelektual, jadi bukan 
hanya pada pemaknaannya. 

Namun harus juga diakui munculnya kecendrungan 
intelektual PMII, terbukti dari wacana yang berkembang di 
seluruh cabang-cabang. Yang menjadi persoalan adalah kita tidak 
punya wadah, kecuali hanya semacam LkiS yang menerbitkan 
beberapa buku alternatif, untuk fondasi-fondasi sistem. Dengan 
kata lain, di PMII baru sebatas kelompok kajian atau melakukan 
seminar-seminar yang tidak ada tindak lanjutnya. Akhirnya 
gerakan intelektual PMII tidak tersiapkan atau tidak terkokohkan, 
kecuali hanya “onani” Intelektual. 

Sesungguhnya gerakan intelektual itu bisa dilakukan melalui 
sistemisasi gerakan pemikiran. Namun di PMII pemikiran kritis 
demikian belum terbukukan. Seperti terlihat dalam setiap 
pengkaderan, gerakan-gerakan yang bersifat pemikiran belum 
sepenuhnya bisa diakomudir oleh PMII. Maka warna permukaan 
PMII yang mengesankan adanya kekuatan intelektual (terutama 
pada dekade 1990-an), justru tidak berjalan dengan kekuatan yang 
tersistem. Kekuatan intelektual itu bergerak secara alamiah. 

Dasar-dasar menuju Independensi adalah memberbaskan diri 
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dari ideologi yang doktriner dan keterkungkungan kekuasaan. 
Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan politik dan 
higemoni intelektual. Ketika warga PMII berhasil menjaga dua hal 
di atas baru dia Independen dan pada titik tertentu kelompok 
Independensi bisa memunculkan (Independensi) dengan 
kelompok lain. Pada posisi yang lain, kelompok independen juga 
bisa menhasilkan wacana-wacana alternatif untuk keluar dari 
panyatu-paduan gerak dan gagasan. 


4. Rekayasa Sosial 

Dengan sejumlah kekuatan potensi yang dimiliki PMII, maka 
rekayasa sosial sangat perlu dilakukan sebagai usaha membangun 
kelompok yang mempunyai identitas (community identity). 
Rekayas sosial ini dilakukan dengan berbagai bantuk, salah 
satunya adalah membangun “pasar bebas gagasan” (Free Market of 
Ideas). 

Pasar Bebas Gagasan adalah ekspresi pengetahuan yang 
merupakan pertanggung jawaban dari prinsip liberasi dan 
Independensi yang ingin dicapai, yakni pertanggung jawaban 
intelektual dan pematang sumber daya individual dalam 
menganalisis realitas empiris. Pasar bebas gagasan dapat 
dilakukan dengan: “melakukan Industri pengetahuan”, advokasi 
dan bentuk-bentuk lainnya. 

Dengan cara ini PMII akan dapat melakukan transaksi wacana 
dan konsep, sekaligus dapat mencari alternatif konsep baru. 
Untuk memenuhi kebutuhan diatas maka refleksi ulang dalam 
berbagai prespektif harus dilakukan dengan cara melakukan 
reformulasi paradigma gerakan di PMII. 


5. Paradigma Gerakan PMII 

Paradigma merupakan cara pandang yang mendasar dari 
seorang ilmuwan. Paradigma tidak hanya membicarakan apa 
yang harus dipandang, tetapi juga memberikan inspirasi, 
imaginasi terhadap apa yang harus dilakukan. Sehingga membuat 
perbedaan antara ilmuwan satu dengan lainnya. Paradigma 
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merupakan konstelasi, teori, pertanyaan, pendekatan dan 
prosedur yang dikembangkan dalam rangka memahami kondisi 
sejarah dan keadaan social, untuk memberikan konsepsi dalam 
menafsirkan realitas social. Paradigma merupakan sebuah 
konstelasi dari unsur-unsur yang bersifat metafisik, sistem 
kepercayaan, filsafat, teori maupun sosiologi dalam kesatuan 
kesepakatan tertentu untuk mengakui keberadaan sesuatu yang 
baru. Paradigma adalah model atau sebuah pegangan untuk 
memandu mencapai tujuan. 

Paradigma juga merupakan pegangan bersama yang dipakai 
dalam berdialog dengan realitas. Oaradigma dapat juga disebut 
sebagai prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan acuan dalam 
segenap pluralitas strategi sesuai lokalitas masalah dan medan 
juang. 

Dengan adanya paradigma gerakan ini diharapkan tidak 
terjadi dikotomi model gerakan di dalam PMII, seperti perdebatan 
yang tidak pernah selesai antara model gerakan “jalanan” dan 
model gerakan “pemikiran”. Gerakan jalanan lebih menekankan 
pada praksis dengan asumsi percepatan transformasi sosial. 
Gerakan ini terjun langsung pada basis-basis masyarakat yang 
menjadi korban perubahan sosial. Sedangkan model gerakan 
pemikiran melalui ekspolrasi teoritik, kajian-kajian, diskusi, 
seminar dan pertemuan ilmiah lainnya, termasuk penawaran 
suatu konsep kepada pihak-pihak yang memegang kebijakan, baik 
ekskutif, legislatif maupun yudikatif. Perbedaan antara kedua 
model tersebut tidak hanya terlihat dalam praksis gerakan, tetapi 
juga berimplikasi pada obyek dan lahan garapan. Apa yang 
dianggap penting dan perlu oleh gerakan jalanan belum tentu 
dianggap penting dan perlu oleh gerakan intelektual dan begitu 
sebaliknya, walaupun pada dasarnya kedua model tersebut 
merupakan satu kesatuan. 

Dalam sejarahnya gerakan mahasiswa selalu diwarnai 
perdebatan model gerakan jalanan dengan intelektual. Begitu juga 
sejarah gerakan PMII selalu diwarnai dengan pertentangan yang 
termanifestasikan dalam gerakan politik-struktural dengan 


289 


gerakan intelektual-kultural. Padahal semestinya kedua kekuatan 
model tersebut tidak perlu di pertentangan sehingga 
memperlemah gerakan PMII itu sendiri. Upaya untuk mencari 
prinsip dasar yang menjadi acuan segenap model gerakan menjadi 
sangat penting (urgen) untuk dirumuskan. Sehingga pluralitas 
setinggi apapun dalam model dan strategi gerakan, tidak menjadi 
masalah, dan bahkan secara sinergis bisa saling mengauatkan dan 
mendukung. Letak paradigma adalah dalam menjaga 
pertanggungjawaban setiap pendekatan yang dilakukan sesuai 
dengan lokalitas dan kecendrungan masing-masing. 

Organisasi PMII selama ini belum memiliki paradigma yang 
secara difinitif menjadi acuan gerakan. Cara pandang dan sikap 
warga pergerakan selama ini mengacu pada Nilai Dasar 
Pergerakan (NDP) PMII. Karena tidak mengacu pada kerangka 
paradigmatik yang baku, upaya merumuskan dan membangun 
kerangka nilai yang dapat diukur secara sistematis dan baku. 
Sehingga warga pergerakan sering dihadapkan pada berbagai 
penafsiran atas nilai-nilai yang menjadi acuan yang akhirnya 
berujung pada terjadinya keberagaman cara pandang dan tafsir 
atas nilai tersebut. Namaun demikian, dalam periode Sahabat 
Muhaimin Iskandar (1994-1997) secara faktual dan operasional 
ada karakteristik tertentu yang berlaku dalam warga pergerakan, 
ketika hendak melihat, menganalisis, dan menyikapi sebuah 
persoalan, yaitu sikap kritis dengan pendekatan teori kritis. 
Dengan demikian secara umum sejak saat itu mulai berlaku 
paradigma kritis dalam warga pergerakan. Sikap seperti ini 
muncul ketika PMII mengusung sejumlah gagasan mengenai 
demokratisasi, civil society, penguatan masyarakat di hadapan 
negara yang otoriter, sebagai upaya aktualisasi dan implementasi 
atas nilai-nilai dan ajaran agama yang diyakini. 

Nalar gerak PMII secara teoritik mulai terbangun secara 
sistematis pada masa kepengurusan Muhaimin Iskandar. Untuk 
pertama kalinya istilah paradigma yang populer dalam sosiologi 
digunakan untuk menyatakan apa yang oleh PMII disebut 
“prinsip-prinsip dasar yang akan dijadikan acuan dalam segenap 
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pluralitas startegi sesuai lokalitas masalah dan medan juang”. 
Dimuat dalam buku berjudul Paradigma arus balik masyarakat 
pinggiran. Paradigma pergerakan disambut massif oleh seluruh 
anggota dan kader PMII di seluruh Indonesia. Paradigma 
pergerakan dirasa mampu menjawab kegelisahan anggota 
pergerakan yang gerah dengan situasi sosial politik nasional. 

Salah satu latar belakang paradigma gerakan adalah kondisi 
sosial politik bangsa yang ditandai oleh 1) munculnya negara 
sebagai aktor atau agen otonom yang peranannya “mengatasi” 
masyarakat yang merupakan asal-usul eksistensinya. 2) 
Menonjolnya peran dan fungsi birokrasi dan teknokrasi dalam 
proses rekayasa sosial, ekonomi dan politik. 3) Semakin 
terpinggirkannya aktor-aktor populer dalam masyarakat termasuk 
intelektual. 4) Diterapkannya model politik eksklusioner melalui 
jaringan korporatis untuk menangani berbagai kepentingan 
politik. Dan 5) Penggunaan secara efektif higemoni ideologi untuk 
memperkokoh dan melestarikan legitimasi sistem politik yang 
ada. Lima ciri-ciri tersebut tidak jauh berbeda dengan negara- 
negara kapitalis pinggiran. 

Medan politik Orde Baru merupakan arena subur bagi sikap 
perlawanan PMII terhadap negara. Sikap perlawanan tersebut 
didorong oleh konstruksi teologi Antroposentrisme-Transendental 
yang menekankan posisi Khalifatullah fil Ardh sebagai perwujudan 
penghambaan kepada Allah (Abdullah). Selain itu sikap 
perlawanan itu didorong oleh dua tema pokok, pertama tidak 
menyetujui adanya otoritas penuh yang melingkupi otoritas 
masyarakat dan kedua menentang ekspansi dan higemoni negara 
terhadap keinginan bebas individu dan masyarakat 

Bagian penting lain dalam paradigma tersebut adalah 
mengenai proses rekayasa sosial yang akan ditempuh PMII. 
Rekayasa sosial oleh PMII diarahkan menjadi dua pola yaitu pola 
bebas ide (free market of ideas-FMI) dan Advokasi. FMI 
mengasumsikan adanya transaksi gagasan yang terjadi secara 
sehat yang dilakukan oleh individu-individu yang bebas dan 
kreatif sebagai hasil dari proses Liberasi dan Independensi. Dalam 
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FMI individu diasumsikan telah sampai pada penemuan dari 
kesadaran individualitasnya sebagai subyek yang memiliki 
otoritas penuh di muka bumi — terlepas dari faktor diluar manusia 

Rekayas sosial melalui advokasi dilakukan untuk segala 
korban perubahan. Bentuk gerakannya ada tiga yakni sosialisasi 
wacana, penyadaran dan pemberdayaan serta pendampingan. 
Cita-cita besar dari advokasi tidak lain adalah sebagai bagian dari 
pendidikan politik masyarakat untuk mencapai angan-angan 
terwujudnya civil society, Kedua jalan rekayasa tersebut 
memberikan energi yang luar biasa bagi PMII. Dikuatkan oleh 
bacaan tentang kondisi sosio-politik, dasar teoloogis dan filosofis, 
PMII berada di garis terdepan organisasi perlawanan terhadap 
negara. Lebih dari itu diantara organisasi mahasiswa Islam, PMII 
menjadi organisasi paling progresif dan radikal dalam melakukan 
dekonstruksi teks-teks agama. 

Pada periode Syaiful Bahri Anshari, diperkenalkan Paradigma 
Kritis Tansformatif. Pada hakekatnya prinsip dasar ini tidak beda 
jauh dan merupakan turunan dari paradima pergerakan. 
Perbedaannya terletak pada pendalaman teoritik paradigma serta 
pengambilan teori kritis mazhab Frankfurt serta dari kritisisme 
wacana intelektual Muslim seperti Hasan Hanafi, Muhammad 
Arkoun dll. Sementara dilapangan terdapat pola yang sama 
dengan PMII periode sebelumnya, gerakan PMII terkonsentrasi 
pada aktivitas jalanan dan wacana-wacana kritis. Semangat 
perlawanan oposisi (perang terbuka), baik dengan negara maupun 
dengan kapitalisme global masih sangat mewarnai gerakan PMII. 

Kedua paradigma diatas mendapat ujian berat ketika KH. 
Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI pada Nopember 
1999. Para aktivis PMII dan aktivis civil society umumnya 
mengalami kebingungan saat Gus Dur yang menjadi tokoh dan 
simbol perjuangan civil society di Indonesia naik ke tampuk 
kekuasaan. Aktivis pro demokrasi mengalami dilemma antara 
mendampingi Gus Dus dari jalur ekstra-parlementer, atau 
bersikap sama sebagaimana terhadap Presiden-presiden 
sebelumnya. Mendampingi atau mendukung didasari kenyataan 
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bahwa masih banyak unsur Orba baik di legislatif maupun 
ekskutif yang memusuhi Presiden ke 4 tersebut. Namun pilihan 
tersebut akan memunculkan pandangan bahwa aktivis pro- 
demokrasi (termasuk PMII) menanggalkan semangat perlawanan. 
Meski demikian secara nasional sikap PB PMII di masa 
kepengurusan Nusron Wahid secara tegas dan terbuka mengambil 
tempat sebagai pendukung demokrasi dan program reformasi 
yang secara konsisten dijalankan oleh Presiden Gus Dur, sejalan 
dengan berbagai organisasi pro-demokrasi yang lain. 

Hanya persoalannya terletak pada paradigma gerakan PMII 
itu sendiri. Secara masif, paradigma gerakan PMII masih kental 
dengan nuansa perlawanan frontal baik terhadap negara maupun 
terhadap kekuatan di atas negara (kapitalisme Internasional). 
Inilah yang ditemukan di tingkat aktivis-aktivis PMII, sehingga 
ruang jangka panjang justru tidak memperoleh tempat. Aktivis- 
aktivis PMII masih mudah terjebak larut dalam persoalan 
temporal-spasial, sehingga gerak perkembangan internasional 
yang sangat berpengaruh terhadap arah perkembangn Indonesia 
sendiri luput di baca. Dengan kalimat lain, dengan energi yang 
belum seberapa, aktivis PMII sering larut pada impian 
“membendung dominasi negara dan ekspansi neoliberal saat ini 
juga”. Efek besarnya upaya taktis strategis untuk mengakumulasi- 
kan kekuatan justru masih sedikit dilakukan. 

Inilah mengapa kemudian pada era A. Malik Haramain 
(2004), dikatakan bahwa bahwa dua paradigma diatas telah patah. 
Kedua paradigma diatas melanjutkan kegagapan PMII dalam 
bersinggungan dengan kekuasaan. Setidak-tidaknya ada tiga 
alasan untuk menjelaskan patahnya kedua paradigma ini. Pertama, 
keduanya di desain hanya untuk melakukan resistensi terhadap 
otoritarianisme tanpa membaca kompleksitas aktor di level 
nasional yang selalu terkait dengan perubahan ditingkat global 
dan siklus politik-ekonomi yang terjadi. 

Kedua, dua paradigma diatas hanya menjadi bunyi-bunyian 
yang tidak pernah secara rial menjadi laku di PMII. Akibatnya 
bentuk resistensi yang muncul adalah resistensi tanpa tujuan, 
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yang penting melawan. Sehingga ketika perlawanan itu berhasil 
menjatuhkan Soeharto, terlepas ada aktor utama yang bermain, 
PMII dan organ-organ pro-demokrasi lainnya tidak tahu harus 
berbuat apa. 

Ketiga, pilihan dua paradigma diatas tidak didorong oleh 
strategi sehingga paradigma dianggap sebagai suatu yang baku. 
Mestinya ketika medan pertempuran telah berganti, maka 
strategipun harus berbeda. Sayangnya yang terjadi pada PMII, 
ketika medan pertempuran melawan otoritarianisme Orde Baru 
telah dilewati, PMII masih berpikir normatif dengan 
mempertahankan nalar paradigma lama??? 


6. Dasar-Dasar Paradigma Kritis 
a. Dasar Teologi 

Dalam sejarahnya, teologi ditekankan melalui pendekatan 
intelektual terhadap iman, ditekankan pula pada iman yang 
penuh kepasrahan. Pada saat sekarang perlu menekankan iman 
pada tindakan, dalam dunia dan sejarahnya, yang memberi 
motivasi, dan megarahkan kegiatan hidup muslim dalam sejarah 
dunia ini. Sejalan dengan itu pemahaman mengenai Tuhan harus 
dimulai dari fakta historis. Tauhid hendaknya diletakkan sebagai 
tindakan, kalau tidak, dikhawatirkan terjadi seperti pada 
perkembangan saat ini, agama hanya terletak pada institusi dan 
simbol belaka. Teologi mengarahkan kepada upaya melahirkan 
konstruksi masyarakat ideal, kehidupan bersama yang dibangun 
atas dasar kasih sayang, tanpa pamrih, adil, tanpa kekerasan. 

Dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipahami melalui 
manhajul Fikr, menuntut adanya perumusan ulang terhadap posisi 
manusia, baik di hadapan Tuhan maupun di sisi manusia dan 
makhluk lainnya. Rumusan teologi tidak hanya membicarakan 
dan membela Tuhan, baik yang terkait dengan keesaan, 
kekuasaan, keadilan maupun sifat-sifat lainnya cakrawala yang 
luas dari aplikasi sifat-sifat tersebut dalam kehidupan nyata 


252 M. Hasanudin Wahid dkk. Multi Level Strategi Gerakan, PB PMII, Jakarta, 
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manusia, seperti bagaimana sifat keadilan Tuhan diterapkan 
dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik dalam tatanan dunia 
modern. Jadi rumusan teologi ini tidak hanya membela “Tuhan 
yang di sana” , tetapi juga membela manusia dan alam yang “di 
sini”, sebab membela manusia di bumi adalah bagian utama dari 
membela Allah. Berkebudayaan dalam bentuk kreasi, mencipta 
dan berperadaban adalah bagian dari proses manusia berusaha 
menjadi hamba sejati Tuhan (Abdullah). 

Pemahaman Islam sebagai Agama Tauhid, kehadirannya di 
dunia tidak terlepas dari teologi pembebasan. Islam datang untuk 
menegakkan kalimat La Ilaha Illa al-Allah, tiada Tuhan selain Allah. 
Suatu keyakinan (agidah) yang menempatkan kepercayaan kepada 
Allah SWT secara transcendental dengan menisbikan tuntutan 
ketaatan kepada segenap kekuasaan duniawi serta segala 
perbedaan manusia dengan berbagai jenis kelamin, status sosial, 
warna kulit dan lain sebagainya. 

Teologi ini tidak menempatkan manusia diantara dua titik 
yang kontradiktif sebagai khalifatullah yang mempunyai tugas 
memakmurkan bumi dan menyelesaikan persoalan kemanusiaan 
dengan keadilan, dengan sebagai Abdullah yang mempunyai tugas 
mengabdi dan meyembah Allah. Akan tetapi justru meletakkan 
manusia dalam totalitas Khalifatullah sekaligus kesatuan dari 
proses Abdullah. 

b. Dasar Filosofis 

Filosofi gerakan PMII didasarkan pada dua nilai yang sangat 
fundamental: Liberasi dan Independensi. Liberasi merupakan 
kepercayaan dan komitmen kepada pentingnya dengan beberapa 
metode dan cara untuk mencapai kebebasan tiap-tiap individu. 
Praktek dan pemikiran Liberasi mempunyai dua tema pokok. 
Pertama, tidak menyetujui adanya otoritas penuh yang melingkupi 
otoritas masyarakat. Kedua, menentang dari ekspansi dan 
higemoni negara terhadap keinginan bebas individu dan ma- 
syarakat. 

Liberasi didasari oleh adanya kemampuan dan kekuatan yang 
ada dalam setiap individu. Dengan kata lain, setiap individu 
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mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk mengembangkan 
dirinya tanpa harus terkungkung oleh pemikiran, kultur dan 
struktur yang ada disekitarnya. Pengembangan kemampuan dan 
kekuatan tersebut harus dipersembahkan untuk mewujudkan 
etika sosial dalam masyarakat, terutama keadilan (al-adalah), 
persamaan (al-musawwah) dan demokrasi (as-syura). 

Dari penerapan Liberasi tersebut diharapkan akan 
memunculkan iindividu-individu yang independen, yang tetap 
menghargai independensi individu lainnya sehingga membentuk 
sikap independensi antar individu. Situasi demikianlah yang akan 
menghasilkan ide-ide cemerlang yang dapat membentuk rekayasa 
sosial sebagaimana yang diangan-anagkan bersama. Individu- 
individu yang mempunyai ide-ide cemerlang ini sangat kondusif 
memunculkan Free Market of Ideas (pasar bebas ide) dalam segala 
wilayah, khususnya dilingkungan PMII. Independensi diri juga 
akan berimplikasi pada penghargaan pribadi-pribadi yang pada 
ujungnya menghasilkan pribadi otonom yang tidak mudah diukur 
berdasarkan komunal maupun kelompok primordial. Dengan 
penghargaan yang tinggi terhadap otonomi pribadi juga 
memungkinkan lahirnya sebuah masyarakat yang tidak sekedar 
diukur berdasarkan representasi umat. 

Secara organisatoris, leberasi berarti membongkar kekuatan 
struktur organisasi menuju kekuatan gerak kultural, mengalihkan 
kekuatan massa ke kekuatan individu dan menggeliat dari 
higemoni kekuatan negara menuju kekuatan masyarakat. Dari sini 
pula harus ada pendobrakan pengertian organisasi yang semula 
diartikan sebagai organisasi kader dan massa, bergeser kepada 
semangat peguyuban yang menghargai individu. Paguyuban 
yang dimaksud disini adalah PMII dimaknai sebagai tempat 
berkumpulnya individu-individu yang merdeka dan independen, 
dengan pola dan komunikasi yang cair dan terlepas dari kekakuan 
formalitas organisasi. Melalui semangat paguyuban, ukuran- 
ukuran kualitas menjadi indikator yang dibangun melalui spirit 
organisasi, bukan ukuran gerombolan. 

Hal ini tergambar dengan jelas dalam deklarasi Murnajati, 


296 


yang menghasilkan sikap independensi yang dirumuskan pada 14 
Juli 1972 merupakan titik awal PMII yang tidak ingin terikat 
dalam sikap dan tindakan kepada siapapun dan hanya komited 
dengan perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan nasional 
yang berlandaskan Pancasila. Deklarasi Independensi merupakan 
manivestasi kesadaran PMII yang meyakini sepenuhnya tuntutan 
keterbukaan sikap, kebebasan berfikir dan pembangunan 
kreatifitas yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. 

Independensi PMII dimaksudkan dalam mendinamisir dan 
mengembangkan potensi kulturil yang bersumber pada 
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam demi terbentuknya 
pribadi muslim yang berbudi luhur dan bertagwa kepada Allah, 
berilmu dan cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan 
ilmu pengetahuan. Pengembangan kreatifitas, keterbukaan dalam 
sikap dan pembinaan rasa tanggung jawab sebagai dunamika 
pergerakan, dilakukan dengan bermodal dan bersifat 
kemahasiswaan serta di dorong oleh moralitas untuk memper- 
juangkan cita-cita pergerakan. Pada akhirnya, dengan inde- 
pendensi tersedia kemungkinan-kemungkinan alternatif yang 
lebih lengkap bagi cita-cita perjuangan organisasi. 

Independensi secara organisatoris bukalah sesederhana 
pemahaman tentang “Melepaskan diri secara struktural dari NU”, 
malainkan bagaimana PMII dapat memasuki medan juang yang 
lebih luas dan substantif. Independensi PMII berarti juga 
kemampuan menjaga hubungan secara sejajar dengan segenap 
kelompok, agar tetap selalu menjadi kekuatan transformasi, 
termasuk menggeliat dari arus penyeragaman bangsa. Hal ini 
sangat penting artinya apabila PMII ingin benar-benar 
memperkuat daya tawarnya dengan memberdayakan masyarakat 
rakyat yang tercermin dalam rekayasa sosialnya. 


c. Etika Sosial 
Dengan pemahaman arti pentingnya perubahan sosial yang 
termaktub dalam perjuangan, 1) Transformasi dari orientasi massa 
ke individu, 2) transformasi dari struktur ke kultur, 3) 
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transformasi dari elitisme ke populisme, dan 4) transformasi dari 
negara ke rakyat, diharapkan menjadi pengarah bagi ekspresi 
ruang, melalui cara pandang, model transformasi dan etika sosial. 
Bagi PMII keberpihakan - yang tulus tanpa tendensi dan 
pertimbangan teknis politis - pada pemberdayaan dan pengauatan 
masyarakat bawah. Dalam konteks politik, maka transformasi 
tersebut ditujukan bagi seluruh warga negara dimana umat Islam 
menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan. Pendekatan ini 
berupaya untuk mengambil jarak dari negara kendatipun tidak 
berarti menolak keberadaan atau legitimasinya. Yang diinginkan 
adalah bagaimana kekuatan negara yang sangat besar itu bisa 
secara gradual diimbangi oleh kekuatan masyarakat yang semakin 
mandiri dan mampu melakukan pengaturan terhadap ke- 
pentingannya. Dengan ini diharapkan terdapat keseimbangan 
kontrol yang justru akan memperkokoh sistem yang hendak 
dibangun secara bersama. 

Dalam konteks kehidupan bangsa, PMII memiliki prospek 
untuk dapat berperan secara tepat dalam jaringan yang strategis 
sebagai pelopor pembaharuan. Sebab dalam masa depan yang 
kompleks intraksi manusia dan lingkungannya sangat dipengruhi 
oleh pertimbangan kemanusiaan. Dan arus informasi yang kuat 
dan global membutuhkan fungsionaris-fungsionaris organisasi 
yang bukan sekedar berperan sebagai manajer, melainkan 
pemimpin dengan keyakinan agama yang teguh yang berfungsi 
sebagai agen kemajuan dan kesejahteraan di tengah proses-proses 
ketegangan dan perubahan dalam masyarakatnya. 

Beberapa etika sosial yang perlu terus dikembangkan adalah: 

1. Bahwa spritualitas agama dan nilai-nilai kultur, selain hidup 
dan tumbuh dalam semangat, mentalitas dan kedalaman 
transendensi, juga harus terekspresikan dalam segenap 
dinamika gerak dan perilaku, baik secara individu maupun 
secara kelembagaan. 

2. Bahwa kemanusiaan merupakan harkat yang selalu 
dikedepankan dan menjadi pertimbangan utama dalam 
melihat dan merespon realitas, sehingga hak-hak azasi 
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manusia, humanisme, demokrasi dan keadilan adalah 
agenda dan tema perjuangan PMII. 

. Bahwa kesederajatan dan kesamaan antar manusia 
melahirkan etos populisme, egalitarianisme yang ter- 
aktualisasi dalam semangat prularitas, anti terhadap 
“penyeragaman”. Semangat prularitas ini bisa bewujud 
dalam perilaku toleran, tasamuh, tawazun dan i'tidal. 

. Etos populisme dan egalitarianisme melahirkan semangat 
untuk hidup terbuka dan jujur (inklusif) dalam rangka 
keterbukaan untuk mau berdialog dan belajar bersama 
dengan sumber peradaban lainnya. Etos inklusifme ini 
berimplikasi kepada kemauan untuk selalu mengkritisi 
kultus, dogmatisme dan formalisme. 

. Bahwa sejarah merupakan proses yang hidup dan bergerak 
sehingga kesadaran sejarah adalah etos dan perubahan 
untuk ingin terus menerus bergerak menuju perbaikan 
keadaan. Etos perubahan menolak adanya stagnasi dan 
higemoni makna atas jalannya sejarah. 

. Bahwa negara dibentuk untuk menjaga pola hubungan atas 
sesama warga, berdasarkan kesepakatan, sehingga negara 
bukanlah segala-galanya yang berhak memasuki segenap 
kehidupan bersama. Higemoni negara yang tumbuh me- 
nuntut adanya counter higemoni, sehingga hakekat 
kedaulatan rakyat terwujud dalam posisi rakyat diatas 
kedaulatan negara, elit ataupun pemerintah. Dalam hal ini 
civil society merupakan etos dan target perjuangan. 

. Berbagai kondisi yang berlawanan dengan idealitas yang 
dibangun selama ini telah terjadi kesadaran seluruh 
masyarakat dan rakyat bangsa Indonesia, dan cita-cita itu 
tak terlihat dalam realitas sosial, politik dan ekonomi. Oleh 
karena itu etos reformasi harus selalu ada dalam segenap 
dinamika juang PMII. Reformasi perilaku dan sistemik 
menjadi bagian dari kesadaran tantangan masa depan untuk 
terus bergerak lebih jauh. Dalam hal ini dapat dimulai dari 
menghilangkan segala bentuk sentralisasi dan korporatisme 
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negara. Pemberdayaan ormas dan orpol harus dapat 
diwujudkan dalam kemandirian dan kebebasan, hal ini 
diperjuangkan dalam rangka kesadaran mewujudkan 
bangsa dan masyarakat yang cerdas, mandiri, adil dan 
makmur. 


d. Rekayasa Sosial 

Rekayasa sosial dimaksudkan sebagai metode dan arah 
pergerakan dalam upaya-upaya mencapai tujuan. Rekayasa sosial 
menggunakan pendekatan, metode dan wahana yang kondusif, 
yang ditujukan untuk membebaskan manusia dari penjajahan 
dalam segala bentuknya yang berwujud pada penghapusan sistem 
sosial kemasyarakatn yang pincang sebagai akibat dari kegagalan 
manusia menggagas dan mencipta kebudayaan. Dalam hal ini, 
termasuk bentuknya adalah sentralisasi pembangunan ekonomi 
dan usaha ekonomis financial transnasional. 

Rekayasa sosial akan mengahsilkan pendobrakan dan 
penataan kembali terhadap sistem intelektualitas “pola hubungan 
bargaining” pada tingkat negara dan sistem relegiusitas. 
Bagaimana sistem kepercayaan dan keberagamaan tersebut dapat 
menjadi nilai yang transformatif dan membebaskan, baik bagi 
dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, 
pengkayaan dan pencarian ulang terhadap sistem reologi aswaja 
yang dianut selama ini tidak mengenal kata selesai. 

Oleh karena itu, rekayasa sosial diarahkan pada dua pola, 
yaitu free market of ideas (FMI) dan Advokasi. free market of ideas 
(FMI) didasari oleh adanya individu-individu yang bebas dan 
kreatif sebagai hasil dari proses liberasi dan independensi baik 
dalam pengkaderan maupun dalam pertemanan transformatif 
lainnya. free market of ideas (FMI) sebagai upaya pencarian out-put 
gerakan PMII, baik pada tataran internal PMII, wilayah negara 
mupun pada masyarakat bawah. 

Asumsi dasar dari FMI ini adalah bahwa visi gerakan PMII 
yang selama ini — liberasi, independensi dan interdependensi -— 
menuntut adanya hasil yang lebih dapat dirasakan baik oleh 
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warga maupun masyarakat luas. Sebab tuntutan produk gerakan 
PMII selama ini, out-putnya kurang dicerna oleh masyarakat luas 
dan belum mampu menyeruak dalam ruang publik, sehingga 
kurang didengar dan diperhitungkan oleh kekuatan-kekuatan 
masyarakat lainnya. 

Free market of ideas pada tingkat internal warga, merupakan 
“ruh” paguyuban, yang didalamnya terjadi proses “bazaar ide”. 
Bazar ide memberikan kebebasan memberi dan menerima segenap 
penjelajahan (eksplorasi) pemikiran. Dalam konteks ini pe- 
numbuhan komunitas yang hidup dalam kegairahan imajinasi. 
Komunitas penuh ide dan kreatif bisa muncul bila selalu 
dihadapkan dengan realitas masyarakat, terutama dalam konteks 
kebokrokan sistem kehidupan manusia. Disnilah PMII harus 
selalu menjaga jarak dengan segenap bentuk kemapanan. 

Penguatan kedalam sebagai basis transformasi dan rekayasa 
sosial dilakukan pada tiga wilayah, penguatan ideologi sosial 
sebagai kekuatan politik (intelektualitas), pengauatan kualitas 
pendidikan kader baik formal maupun informal sebagai kekuatan 
profesionalitas, dan penguatan basis ekonomi melalui penemuan 
kreatif sumber-sumber pembiayaan dan kemandirian. 

Rekayasa sosial advokasi dilakukan untuk semua korban dari 
perubahan, dengan kemampuan diri. Pada gerakan advokasi ini 
mengambil sarana dan obyek sesuai dengan sistem lokalitas 
masyarakat yang ada. Advokasi dilakukan dengan mengambil 
tiga bentuk gerakan, sosialisasi wacana, penyadaran dan 
pemberdayaan serta pendampingan. Ketiga gerakan ini ditujukan 
sebagai pendidikan politik masyarakat akan hak-haknya sehingga 
angan-angan civil society tercapai. 

Advoksi dilakukan dalam rangka transformasi nilai yang 
diyakini kebenarannya melalui pertanggung jawaban ilmu yang 
diembannya. Advokasi mengambil tiga sasaran utama, yaitu 
ideologisasi sosial keagamaan, ekonomi dan pendidikan. Untuk 
mewujudkan gerakan adovokasi ini diperlukan kerja-kerja rintisan 
yang dapat mempercepat proses transformasi tersebut. 
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7. Pilihan Paradigma PMII 

Disamping terdapat banyak pengertian mengenai paradigma, 
dalam ilmu sosial ada berbagai macam jenis paradigma. Melihat 
realitas yang ada di masyarakat dan sesuai dengan tuntutan 
keadaan masyarakat PMII, baik secara sosiologis, politis, dan 
antropologis maka PMII memilih paradigma kritis transformatif 
sebagai pijakan gerakan organisasi. 

Pilihan paradigma kritis transformatif ini berawal dari 
dialektika model gerakan yang harus dipilih oleh PMII, dalam 
menghadapi realitas kebangsaan dan kemanusiaan. Antara yang 
ber politicho-thing” yang hobinya bermanja-manja dengan 
kekuasaan, dengan yang berkeinginan untuk mengembalikan 
PMII pada khittah gerakan mahasiswa, gerakan pemikiran dan 
gerakan moral yang independen. 

Disamping itu PMII memerlukan kaca mata pandang yang 
utuh yang bersumber dari nilai-nilai dasar yang di miliki PMII. 
Dengan paradigma ini diharapkan segenap pluralitas pendekatan 
perjuangan dapat menjadi kekuatan sinergis dalam upaya 
mewujudkan peran strategis PMII bagi kehidupan kebangsaan 
dan kenegaraan secara kualitatif.?4 


8. Paradigma Kritis Transformatif PMII 

Dari penelusuran yang cermat atas paradigma kritis, terlihat 
bahwa paradigma kritis sepenuhnya merupakan proses pemikiran 
manusia. Dengan demikian ia adalah sekuler. Kenyataan ini yang 
membuat PMII delematis, karena akan mendapat tuduhan sekuler 
jika pola pikir tersebut diberlakukan. Untuk menghindari 
tudingan tersebut maka diperlukan adanya reformulasi penerapan 
paradigma kritis dalam tubuh warga pergerakan. Dalam hal ini, 


253 Gagasan awal mengenai pilihan Paradigma Gerakan PMII, yang kemudian 
kita kenal dengan Paradigma Kritis Transformatif ini berawal dari Berbagai 
perbincangan yang muncul selama Musyawarah Pimpinan (MUSPIM 1995) 
yang kemudian ditindaklanjuti dalam Sarasehan Nasional Kebudayaan, pada 
tanggal 17 April 1997 di Kaliurang Yogjakarta. 

254 A Muhaimin Iskandar, Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran. PB PMII, 
Jakarta, 1997. 
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paradigma kritis diberlakukan hanya sebatas sebagai kerangka 
berpikir dan metode analisis dalam memandang persoalan. 
Dengan sendirinya ia harus diletakkan pada posisi tidak diluar 
dari ketentuan agama, sebaliknya justru ingin mengembalikan dan 
memfungsikan ajaran agama yang sesungguhnya. Dalam hal ini 
penerapan paradigma kritis bukan menyentuh pada hal-hal yang 
sifatnya sakral, tetapi pada persoalan yang profan. Lewat 
paradigma kritis, PMII berupaya menegakkan sikap kritis dalam 
berkehidupan dengan menjadikan ajaran agama sebagai inspirasi 
yang hidup dan dinamis. 

Sebagaimana dijelaskan diatas, Pertama, paradigma kritis 
berupaya menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan dari 
berbagai belenggu yang diakibatkan oleh proses sosial yang 
bersifat profan. Kedua, paradigma kritis melawan segala bentuk 
dominasi dan penindasan. Ketiga, paradigma kritis membuka tabir 
dan selubung pengetahuan yang munafik dan higemonik. Semua 
ini adalah semangat yang dikandung oleh Islam, oleh karenanya 
pokok-pokok pikiran inilah yang dapat diterima sebagai titik pijak 
paradigma kritis di kalangan warga PMII. 

Paradigma kritis yang digunakan PMII adalah kritik yang 
mampu mewujudkan perubahan sehingga menjadi paradigma 
kritis transformatif. PKT PMII dipilih sebagai upaya menyem- 
batani kekurangan-kekurangan yang ada dalam paradigma kritis 
pada wilayah-wilayah turunan dan bacaan kritisnya terhadap 
realitas. Dengan demikian paradigma kritis transformatif dituntut 
untuk memiliki instrument-instrumen gerak yang bisa digunakan 
oleh masyarakat PMII mulai dari ranah filosofis sampai praksis. 
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| Epilog 
PMII dalam Dokumen, Merumuskan 
Identitas di Tengah Lipatan Sejarah” 


Oleh: A. Muhaimin Iskandar 
(Ketua Majelis Pembina Nasional PB PMII) 


Apa yang membuat orang bangga dengan PMII? Apa ada 
yang masih membincang PMII? Tampaknya hal ini merupakan 
pertanyaan sederhana yang sebenarnya tidak mudah dan cukup 
panjang untuk dijawab. Menjadi tidak mudah untuk men- 
jawabanya sebab di tengah kehidupan politik yang dipenuhi oleh 
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gerakan “ politik mencari makan”, arus dinamika kampus yang 
mulai pragmatis, terkikis daya kritis dan idealismenya, serta 
format transisi demokrasi dan reformasi yang belum mampu 
menemukan bentuk dan sistem yang paling ideal, adaptif, 
applicable, dan reliable untuk diterapkan, PMII dituntut untuk 
merumuskan jawaban atas pertanyaan di atas. Menjadi cukup 
panjang, sebab jawaban atas pertanyaan itu salah satunya harus 
dimulai dengan kembali melakukan lacak historis perjalan 
geografis, geo-politis dan geo-dakwah PMII sebagai organisasi 
kemahasiswaan yang dilahirkan di tahun '60 an. 

Menjawab pertanyaan itu sama artinya memaksa PMII 
membedah ulang posisi PMII dan peran PMII selama ini, baik 
dalam aras gerakan mahasiswa, keindonesiaan, maupun 
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keislaman. Buku yang hadir di tangan pembaca (khususnya 
keluarga PMII) ini tampaknya bepretensi untuk memulai 
pekerjaan besar di atas. Buku yang berisi produk — produk hukum 
dan dokumen — dokumen historis PMII ini harus diakui sebagai 
buku pertama yang memuat secara lumayan lengkap dan cukup 
sistematis perjalanan kesejarahan PMII sejak mulai kelahirannya 
hingga transisi kepemimpinan dari sahabat Ali Masykur Musa 
kepada penulis, yakni sekitar tahun 1994, ia bisa menjadi bridging 
(jembatan) bagi setiap insan pergerakan dalam upaya menemukan 
identitas dan peran yang tepat dalam landscape keindonesiaan 
maupun global. Bukan hanya itu, ia adalah cermin alat intropeksi 
bagi kader — kader PMII hari ini dan bagi siapapun sekaligus 
neraca pembanding kiprah PMII dari masa ke masa pergulatannya 
dengan realitas kontemporer yang melingkunginya. 

Telusur sejarah selama ini seolah menjadi barang mahalnya 
PMII. Akibatnya, kerap kali organisasi yang sering di olok sebagai 
anak liarnya NU ini dalam menapaki dan menyandra setiap 
persoalan, gagal menemukan benang merahnya dengan apa yang 
ditorehkan, ditetapkan, dilakukan dan diperankan dengan baik 
oleh para pendahulunya di masa lalu. Karenanya, trial and error 
dalam menentukan kisi, orientasi, pengambilan sikap dan arah 
perjuangannya seakan menjadi rutinitas dan bagian tak 
terpisahkan dari kongres ke kongres dalam setiap pergantian 
kepengurusan. 

Tanpa berkaca pada sejarahnya sendiri, PMII ibarat wadag 
tua tanpa nyawa yang tiap sikap dan langkah organisasional, baik 
sebagai respon atas situasi zaman atau bentuk pendigdayaan 
kader dan institusinya, selalu menerpa ruang kosong dan tidak 
pernah dilirik oleh pihak luar sebagai sesuatu yang patut 
didengarkan, diperhatikan apalagi menjadi stimulus atau bahkan 
pijakan bagi para decision making (state) dalam mengambil 
kebijakan yang menentukan hajat hidup dan nasib jutaan rakyat 
Indonesia. 


PMII dalam Lipatan Dokumen Sejarah 
Pijar-pijar kritisisme, radikalisme, dan idealisme PMII dalam 
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mengusung dan memperjuangkan semua cita-cita dan sistem nilai 
yang diyakininya benar, semua itu dapat dengan jelas dibaca dalam 
lembar-lembar dokumen, pristitwa dan produk hukum yang 
termuat jelas dalam buku ini. Begitu pula hanya dengan akar 
kritisisme di PMII bisa kita telusuri asal muasalnya yang tergurat 
jelas tanggal 17 April 1960 hingga sekarang. Sosialisme religius, 
Avantgarde Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), manifesto 
independent, penolakan terhadap NKK/BKK sebagai pengan- 
dangan mahasiswa, pribumisasi Islam, pembebasan kaum 
marjinal, dan sebagainya merupakan sejumlah petilasan yang 
menunjukan akar kritisisme PMII. 

Lembar sejarah juga menunjukkan realitas eksistensi PMII 
yang lahir dari sebuah keyakinan bahwa sikap kritis mahasiswa 
itu terletak pada kekuatan daya penalarannya (student power of the 
reason) namun tidak menjerembabkan dirinya jadi pekerja otak 
(knowledge worker) semata, atau melenakan dirinya pada aksi — aksi 
organisasi pragamatis temporer (sarat vested interest kekuasan) 
tanpa konsepsi yang gamblang menjangkau ke depan, melainkan 
bertumpu pada keteguhan untuk selalu mengabdikan dirinya 
kepada masyarakat dan bangsanya secara langsung demi 
tegaknya keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kemakmuran 
bersama. Karena itu, PMII seperti yang termaktub dalam 
dokumen sejarahnya dilahirkan untuk menerapkan prinsip, ilmu 
untuk diamalkan bukan ilmu untuk ilmu itu sendiri. 

Sejak kelahirannya pula, PMII telah meneguhkan dirinya 
sebagai organisasi kemahasiwaan yang tidak pernah terpisah dari 
perkembangan mutakhir ruang dan waktu di manapaun dan 
kapan pun ia berada. PMII selalu mencoba menjadi anak 
zamannya yang kebijakan dan keputusan organisasinya menjadi 
bahan pertimbangan banyak steakholder negeri. Ia menyimbolkan 
dirinya sebagai bagian tidak terpisahkan dari seluruh upaya 
penciptaan sistem pemerintahan dan politik yang demokratis 
seperti yang selama ini dicita- citakan oleh para founding fathers 
negeri. Sekali waktu ia juga corong dari rakyat yang hak dan 
kebutuhannya kerapkali di “nomor sepatu” kan oleh para elit 
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kekuasaan. 

Namun, itu semua hanyalah sebagian kecil wajah PMII yang 
realitasnya kini patut dipertanyakan apa masih tetap terus 
berlangsung. Apakah PMII masih ajeg dengan idealisme dan 
kritisismenya seperti yang ternaung dalam dokumen — dokumen 
sejarah perjuangannya? Apakah PMII masih memiliki ke- 
mampuan menghadapi gelombang sejarah baru yang sama sekali 
berbeda dengan situasi sebelumnya? Sebuah arus sejarah yang tak 
semuanya membawa harapan baik masa depan bangsa bahkan 
membawa pula kecenderungan buruk yang meruntuhkan sendi- 
sendi kehidupan bangsa yang sehat. Apalagi, kecenderungan 
negatif mulai menyatu dalam irama aktifitas ekonomi, politik, 
sosial, kebudayaan, pendidikan , dan sebagainya. Kecenderungan 
ini dipahami bukan sebagai bahaya yang mengancam masa depan 
bangsa, tetapi justru dipahami sebagai stimulus yang 
memeperlancar peruntungan ekonomi dan politik individual 
maupun kelompok. 

Disadari atau tidak, semua fenomena itu sekarang menjadi 
bagian yang tak terpisahkan dari cara berfikir sikap hidup dan 
perilaku sosial sehari hari yang dianut oleh para elit politik dan 
mulai merambah pada masyarakat kebanyakan. Inilah produk 
dan sistem sosial, politik dan ekonomi di masa lalu yang tak bisa 
dielakkan lagi. Maksud luhur untuk membangun tata kehidupan 
keindonesiaan yang baru terhenti pada utopia berlaku bila cara 
berfikir bangsa sudah rusak. 

Dari sinilah salah satu letak kesulitan utama bagi PMII dan 
seluruh kekuatan pro reformasi dalam merebut perwujudan 
demokrasi hari ini. PMII, sebagai organ gerakan mahasiswa yang 
memiliki angoota tidak sedikit, terbentang dari Aceh hingga 
Papua, seharusnya menjelma menjadi elemen yang mesti mampu 
memperhitungkan dirinya sendiri dalam situasi dalam 
kecenderungan seperti ini. Sebagai wadah pergerakan yang 
dikenal luas sebagai organ radikal, tidak seharusnya PMII larut 
dalam pergumulan politik, ekonomi, dan sosial yang tak tentu 
arahnya. Idealisme mahasiswa harus diselamatkan dalam bingkai 
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demokrasi dan perjuangan atas kepentingan rakyat (atas nama 
kebenaran). Karena itulah, diskursus yang mesti aktif 
diperbincangkan, dibedah dan dielaborasi seharusnya adalah 
bagaimana PMII menata ulang struktur perjuangan untuk 
mewujudkan demokrasi dan keadilan di negeri ini, bukan sekadar 
meributkan persoalan-persoalan internal yang tidak perlu. 

Seperti Julia Benda ungkapkan bahwa posisi PMII dan 
Mahasiswa pada umumnya adalah pada peran — peran idealisme 
yang tak kenal lelah menjunjung tinggi nilai — nilai seperti: 
kebenaran (la verite), keadilan (la justice) dan pencerahan (la rasion). 
Karenanya, mudah dipahami bahwa peran — peran idealisme 
mahasiswa (termasuk PMII di dalamnya) itu akan tetap ada 
(diakui) sepanjang gerakan mahasiswa masih lantang 
menyuarakan cita — cita ideal bagi tatanan sosial. Dalam konteks 
ini, idealisme dimaknai sebagai proses jangka panjang mahasiswa 
dalam meretas dirinya secara kontinyu tanpa ada kepentingan 
yang sempit dan temporal. Apabila insan intelektual (mahasiswa) 
sudah tidak lagi mementingkan tertanamnya nilai — nilai ilmu 
pengetahuan, dan justru mengutamakan kepentingan pribadi 
maupun praksis sesaat lainnya, maka menurut Julia Benda hal itu 
adalah bentuk pengkhianatan intelektual (Ia trahison des cleres). 

Kedepan, kontribusi yang diharapkan dari kiprah PMII 
selanjutnya bukan sekadar 'asal manggung” dalam konstelasi 
gerakan mahasiswa pada umumnya, yakni menggalang massa 
rakyat untuk melakukan demoktratisasi. Lebih dari itu, bangsa ini 
mengharapkan betul PMII bisa tampil sebagai organ bangsa yang 
memiliki kredibilitas dan kualitas mahasiswa yang bisa 
dibanggakan. Gerakan PMII, seperti yang sering kita rindukan 
yang selama ini belum tampak nyata mampu memberikan 
kontribusi seperti yang diharapkan itu. Namun seharusnya, tanda 
tanda yang demikian sudah nampak, tepat semenjak buku ini 
dilempar ke publik. Sebab, implikasi nyata dari diluncurkannya 
buku ini adalah datangnya tuntutan masyarakat luas atas 
tampilnya PMII sebagai organ kemahasiswaan seperti yang telah 
selama ini PMII guratkan dalam perjalanan panjang 
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kesejarahannya. 

Namun demikian, proses yang panjang, berliku dan rumit itu 
tentunya tak menghasilkan apa apa kalau PMII tak mampu 
menjaga semangat idealisme, itu pun kalau hari ini PMII masih 
memiliki idealisme. Lebih mendasar lagi, klo PMII tak mampu 
menjaga stabilitas gerakannya menuju sebuah gerakan yang 
dinamis dan aktif untuk merebut panji — panji demokrasi, niscaya 
pintu reformasi yang sudah terbuka itu akan tertutup kembali. 
Resultante nya , perlahan PMII akan mati dan masuk museum 
sejarah seperti layaknya benda purbakala yang hanya unik 
dipandang tetapi tidak mampu merubah dan menggerakkan 
apapun lagi. Oleh karenanya, memotret setiap momentum politik 
dan soial adalah tugas utama tanpa melepaskan diri dari koridor — 
koridor demokrasi yang hendak ditegakkan. 


PMII-nya PMII 

Mahasiswa merupaka kelas sosial (terpelajar) yang lebih 
berpengaruh dari pada masyarakat kebanyakan. Meski tidak 
secara langsung dibutuhkan perannya, tapi gerakannya 
merupakan kekuatan yang selalu berada di posisi penting 
perubahan. Posisi ini menggerakkan mahasiswa selalu melakukan 
pembelajaran moral dan sosial atas kondisi yang ada: tertindas, 
terbelakang, teraniaya, dis orientasi, hopeless dan sebagainya. 
Disamping itu, gerakan mahasiswa mempunyai peranan 
pentingdalam pergulatan sejarah bangsa. Inilah identitas 
mahasiswa sesungguhnya dengan semangat yang mendobrak 
untuk mempelopori terjadinya sebuah perubahan, melabrak 
kejumudan yang membelit diantara simpul — simpul kehidupan 
masyarakat agar membuka stratifikasi sosial yang lebih terbuka, 
toleran dan egaliter. 

Begitu pula halnya dengan PMII, tantangan besar yang 
dihadapinya adalah bagaimana ia mampu menemukan identitsa 
sejatinya dengan membaca ulang peran kesejarahan PMII di masa 
lalu untuk dijadikan tumpuan dalam menentukan langkah yang 
harus dilakoni mulai sekarang dan masa mendatang. Seperti yang 
sering dikatakan bahwa kehidupan ini tak lain dan tak bukan 
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adalah tumpukan sejarah, semua realitas ini hanyalah sejarah 
belaka. Karen itu sejak mula orang bersepakat bahwa sejarah 
hanyalah memuat apa — apa yang dianggap penting. Hanyalah hal 
— hal yang dianggap mampu menerangkan sesuatu yang begitu 
penting dalam kehidupan sosial yang biasanya dinilai dan 
ditahbiskan sebagai 'sejarah. Dus, jika PMII ingin dianggap 
sebagai ' sejarah' oleh generasi dan peradaban mendatang, maka 
tidak ada pilihan lain bagi PMII kecuali sejak sekarang ia harus 
memulai menorehkan otentisitas dan originalitas cita — cita, 
idealisme dan sistem nilai perjuangannya dalam sebuah pristiwa 
atau kejadian tertentu yang pantas diingat oleh siapapun karena 
bisa memberi lebih dari sekadar kearifan hidup, tetapi juga 
penting agar PMII di masa yang akan datang dihargai sebagai 
“aktor sejarah” dan menjadi anak zamannya. 

Buku ini memang belum memuat secara keseluruhan dan 
sepak terjang PMII sepanjang ia dilahirkan hingga sekarang. 
Namun, hal itu tidak mengurangi rasa hormat kita untuk belajar 
banyak tentang bagaimana semua proses pergulatan PMII dengan 
realitas di sekitarnya itu berlangsung tak ada hentinya sejak 
dilahirkan pada tanggal 17 April 1960 yang lampau hingga buku 
ini ditulis masih saja PMII terus menapaki peran kesejarahannya 
dengan segala pasang surut dan dinamikanya yang unik dan 
kadang  menggumamkan. Pertanyaannya, langkah kecil 
pembacaan sejarah ini akan mampu memberi inspirasi untuk 
menjawab pertanyaan di atas, apakah bisa membuat orang bangga 
pada PMII? Apa yang masih menarik di PMII? 


310 


DAFTAR KEPUSTAKAAN 


Burhan D. Magenda, Gerakan Mahasiswa Dalam Hubungannya 
Dengan Politik, Suatu Tinjauan, Prisma No. 12 Nopember 1977 

Ridwan Saidi, Antara Dongeng Dan Sejarah, Dalam PPP, NU dan MI, 
Gejolak Wadah Politik Islam, Integrita Press, Jakarta, 1984. 

Anneese naa , Islam Pembangunan Politik dan Politik Pembangunan, 
Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982 

Syaifuddin Zuhri, Mengalihkan Masalah NU-MI, Menjadi isyu Orla- 
Orba, Dalam PPP, NU dan MI, Gejolak Wadah Politik Islam, 
Integrita Press, jakarta, 1984 

Hn , Sejarah Kebangkitan dan Perkembangannya di 
Indonesia, PT. Al-Ma' arif, Bandung, 1981. 

La -nnnnnnnnnnnn , KH. Abdul Wahab Hasbullah Bapak dan Pendiri NU, 
Pustaka Falakhiyah, Yogjakarta, 1983. 

Hannnnnnnnnono , Guruku Orang-Orang Dari Pesantren, Al-Ma'arif, 
Bandung, 1974. 

Mahbub Djunaidi, Fakta Mesti Dijunjung seperti Mertua, Catatan 
Untuk Pak Syaifuddin Dan Bung Ridwan, Dalam PPP, NU dan 
MI, Gejolak Politik Wadah Politik Islam, Integrita Press, Jakarta, 
1984. 

Sena , Soekarnoisme, Suatu Ujian Sejarah, Dalam 80 tahun 
Bung Karno, Sinar Harapan, Jakarta, 1982. 

see , Meningkatkan Konsolidasi Untuk Pembinaan Orde 
Baru, Dan Kemenangan Demokrasi, Laporan Ketua Umum PP 
PMII pada Kongres III Tanggal 7 - 11 Februari 1967. 

Chatibul Umam, Lima Tahun Sejarah Perjalanan PMII, PP PMII, 
Jakarta 1965. dokumen Pribadi Prof. DR. Chatibul Umam, 
Ciputat. 

La nnnnnnnnnnnnnn—- , Sewindu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, 
PC PMII, Ciputat, Jakarta, 1968. 

Arbi Sanit, Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa, (Refleksi Dan gagasan 
Alternatif), Lingkaran Studi Indonesia dan yayasan LBHI, Jakarta, 


311 


1989. 
Francois Raillon, Politik Dan Ideologi Mahasiswa Indonesia, LP3ES, 
Jakarta, 1985. 


Dick Hartoko, Golongan Cendikiawan, Gramedia, Jakarta, 1980. 

Deliar Noor, Partai Islam di Pentas Nasional, PT. Pustaka Utama 
Grafiti, Jakarta 1987. 

Ali Murtopo, Strategi politik Nasional, CSIS, Jakarta, 1974. 

Martono HS, Sejarah Indonesia, Tiga Serangkai, Surakarta, 1984. 

Sekretariat Negara, 30 Tahun Indonesia, PT, Tri Pustaka, Jakarta 1981. 

Abdul Basit Adnan, Kemelut di NU, Antara Kiyai dan Politisi, 
Mayangsari, Tahun 1982 

Ubaidi Radi, Strategi Politik PP Tahun 1973-1982, Integrit Press, 
Jakarta, 1984. 

Ong Hokham, Angkatan Muda Dalam Sejarah dan Politik, Prisma 
No. 12 Desember 1977. 

Adnan Buyung Nasution, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di 
Indonesia, (Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956 - 1959), 
Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995. 

Kristya Kartika dan Patmono SK, Pemuda Dalam Simpul-Simpul 
Praktikal, (Hasil Diskusi Serial DPP KNPI), Jakarta, 1993 

Philip G Albach, Politik dan Mahasiswa, PT. Gramedia, Jakarta, 
1988. 

Effendy Choirie, PMII Antara Gerakan Pencerahan dan Perebutan 
Kursi, (Catatan Lepas Seorang Aktivis 1983-1994), Forum 
Humanika, Jakarta, 1994. 

Effendy Choirie dan Choirul Anam, Pemikiran PMII dalam Berbagai 
Visi dan Persepsi, Aula, Surabaya, 1991. 

Fauzan Alfas, Fenomena dan Kecenderungan Gerakan Mahasiswa 
Era 1990-an, Kertas Kerja Pada Pelatihan Kader Lanjutan (PKL) 
PC PMII Malang, 1994. 

Lamunnnnannnnnn an , Refleksi 31 Tahun PMII, Makalah pada Sarasehan 
HUT PMII yang ke 31, PC PMII Malang, April 1991. 

Suryadi A Radjab, Panggung-Panggung Mitologi Dalam Higemoni 
Negara, (Gerakan Mahasiswa Di Bawah Orde Baru), Prisma No. 
10 Oktober 1991. 

Diswana, Peranan Pendidikan Kader PMII Terhadap Pemahaman 


312 


Wawasan Kebangsaan, (Skripsi), Tasikmalaya, 1991. 

Moh. Fajrul Falaakh, Dokumen Nilai-Nilai Dasar PMII, Ex. 
Penyusun NDP PMII, Yogjakarta, 1988. 

Ahmaddany G Martha dkk, Pemuda Indonesia, Yayasan Sumpah 
Pemuda, Jakarta, 1984. 

Agus Salim Sitompul, Sejarah Perjuangan HMI, Bina Ilmu, Surabaya, 
1976. 

HM. Wahyudi, Mencari Makna Baru Idealisme Pemuda, Surabaya, 
1994, (tanpa penerbit). 

Sejarah Singkat IPNU-IPPNU, Buku Kenang-Kenangan IPNU- 
IPPNU, Kodya Surakarta, 1970. 

Wail Waris Sugianto, Sejarah Singkat Berdirinya PMII dan 
Perkembangannya, Surakarta, 1967. 

Abd. Rahim Hasan, Partisipasi PMII Kepada Partai, Makalah Dalam 
Kongres PMII IV di Makasar, 1970. 


Harian Suara Islam, Jakarta, Tangga 22 September 1965. 

Prisma, Nomor 12 Desember 1970, Dialog Gerakan Orang Muda: 
Gelombang Yang Tak Kunjung Mencapai Pantai, Jakarta, 1970. 

mannnnnnnn , Nomor 10 Oktober 1991. 

mannnnnann , Nomor 6 Juni 1987, Pembangunan dan Kesempatan Kerja. 
Jakarta, 1987. 

Arif Budiman, Peran Mahasiswa Sebagai Intelegensia, Prisma, 
Nomor 11 Nopember 1996. 

Harry Wibowo, Paham Kebangsaan: Sudut Pandang dan 
Pengalaman Mahasiswa Purna 1978, Makalah Pada Pertemuan 
kaum Muda tentang paham Kebangsaan, Diselenggarakan 
Harian Kompas, Pacet, Mei, 1985. 

Heri Ahmadi, Gerakan Moral Tidak Relevan Lagi, Kompas, 16 Juni 
1985. 

Syahrir, Pilihan Angkatan Muda: Menunda atau Menolak 
Kekalahan, Prisma, Nomor 6 Juni 1987. 

Departemen P dan K, Pedoman Tentang Normalisasi Kehidupan 
Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan, Jakarta, 1979. 

Bulettin, Aneka Berita PMII, Nomor 2 dan 3 tahun ke 1 Edisi Agustus 
dan September 1967, Dep. Penerangan PP PMII, Jakarta, 1967. 

Lapunu Pusat, Bulettin Lapunu, Jakarta, Nomor 3 April 1970. 


313 


PW Partai NU Jawa Tengah, Berita Partai NU, Semarang, Nomor 11 
April 1971. 

Pidato Ketua Umum PP PMII, Dalam Panca Warsa PMII, pada 17 
April 1965. 

Laporan Pertanggung Jawaban PB PMII, Periode 1974 - 1977, Dalam 
Kongres VI di Wisma Tanah Air, Jakarta, Tanggal 8 - 12 - 1977. 

Laporan Pertanggung Jawaban PB PMII, Periode 1977 - 1980, Kongres 
VII tanggal 1 - 4 April 1981, Cibubur Jakarta. 

Lapaoran Pertanggung Jawaban PB PMII, Periode 1981 - 1984 
Kongres VIII, di Bandung, 16 - 20 Mei 1985. 

Laporan pertanggung Jawaban PB PMII, Pperiode 1967 - 1970 
Kongres IV, di Makasar, tanggal 25 - 30 April 1970. 

Laporan Pertanggung Jawaban PB PMII, Pada Kongres X PMII 
tanggal 21-27 Oktober 1991, di Asrama Haji Pondok Gede 
Jakarta. 

Panca Norma Kopri, di cetuskan dalam Training Course Keputerian I, 
Tanggal 16 Februari 1966 di Jakarta. 

SK PP PMII, Tentang Regestrasi Alumni PMII, No. 070/PP-IV/VIII/67, 
tanggal 22 Agustus 1967. 

Surat Edaran PP PMII, Tentang Penjelasan sekitar Rederesing DPR GR, 
No. 206/PP-IV/1I-68, tanggal 20 Februari 1968. 

Pernyataan Bersama PP PMII, IPNU-IPPNU, Tertanggal 29 Mei 1967. 

Kumpulan Ketetapan, Keputusan dan Hasil-Hasil Mukernas PMII, 
Sekretariat Jenderal PB PMII, Jakarta, 1992. 

Kumpulan Hasil Munas I Alumni PMII, Foksika PMII, Jakarta 1988. 

Materi Muspim I PMII, Pada Tanggal 28 - 31 Desember 1992 di 
Wisma Mars, Cipayung Bogor Jawa Barat. 

Hasil-Hasil Kongres XI PMII, Sekretariat Jenderal PB PMII, Jakarta 
1994. 

PMII Landasan Dan Arah, Kumpulan Materi Muspim II PMII, 
Tanggal 5 - 11 Nopember 1995, Sekretariat Jenderal PB PMII, 
Jakarta, 1995 

Kumpulan Pernyataan Kelompok Cipayung, Tahun 1972 - 1985, PB 
PMII, Jakarta, 1985. 

AD/ART NU, hasil Muktamar NU ke 23 di bangdun, 1967 

AD/ART PMII, hasil Kongres V PMII 1973 di Ciloto, jawa Barat 

Amanat P.J.M. Presiden Soekerno pada Rapat Akbar Peringatan 40 


314 


tahun hari lahir (Harlah) NU di Senayan, Jakarta, pada 30 Januari 
1966. 

Dokumen Historis PMII, PB PMII, 1985 

Fragmen seperempat Abad PMII, Studu Club PMII Surakarta, 1985, 
Arsip PB PMII. 

Hasil Mukernas II PMII 21-25 Nopember 1967 di Semarang, PP PMII. 

Hasil Kongres III PMII di Malang Jawa Timur 7-11 Februari 1967. 

Hasil Kongres PMII IV di Makasar 25-30 April 1970 

Hasil Keputusan III IPNU di Cirebon, Jawa Barat, 1958, Dokumen 
Pribadi KH.DR. Tolchah Mansur, Yogjakarta. 

Hasil Rapat Pimpinan Dewan Partai 24 Agustus 1968, di Jakarta. 

Hasil Pemilu 1971, Lembaga Pemilihan Umum Jakarta, 1971, 
Perpustakaan LPU. 

Hasil Kongres V PMII 25-28 Desember 1973, Di Ciloto Jawa Barat. 

PD/PRT PMII Hasil Musyawarah Mahasiswa NU se Indonesia, 
disempurnakan dalam Kongres I di Yogjakarta 1961. Dokumen 
Pribadi Prof. Dr. Chatibul Umam, Ciputat. 

PD/PRT Partai NU, PB NU 1959, Lakpesdan NU Jakarta. 

Penjelasan sekitar Rederessing DPR GR, Surat PP PMII kepada 
Pejabat Presiden, dan Pengurus Cabang, dan Wilayah, 
tertanggal 20 Februari 1968 Nomor 206/PP-IV/11-1968, Arsip 
Nasional RI. 

Pidato Zamroni dalam Lustrum PMII II, 20 April 1978, Lapkpesdan 
NU Jakarta 

Pidato ketua Umum PMII Mahbub Djunaidi dalam Harlah PMII III di 
Jakarta 17 April 1963, Dokumen PB PMII. 

Pidato Panca Warsa Ketua Umum PP PMII Mahbub Djunaidi dalam 
Harlah V PMII tanggal 10 April 1965 di Jakarta, dokumen Pribadi 
Prof. DR. Chatibul Umam, Ciputat. 

Tri Sikap PP PMII 6 Februari 1966. dokumen Pribadi Prof. DR. 
Chatibul Umam, Ciputat. 

Otong Abdurrahman, PMII dalam Sejarah Indoensia, 1960-1985. Skripsi 
IAIN Sunan Kalijaga 1990, Hal 47. 

B.J. Bollan, Pergumulan Islam Di Indonesia, Grafiti Pres, Jakarta 1985. 

Martin Van Bruinessen, NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian 
Wacana Baru, Yogjakarta, LKiS, Hal. 166-167. 

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan 


315 


Hidup Kyai, LP3ES Jakarta 1994. 

M. Ali Haidar, NU dan Islam di Indoensia, Pendekatan Figih Dalam 
Politik, Gramedia Jakarta 1994. 

Syamsuddin Harris, PPP dan Orde Baru, Grasindo Jakarta, 1991. 

Mahrus Irsyam, Ulama dan Partai Politik: Upaya Mengatasi Krisis, 
yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984. 

William Leddle, Partisipasi dan partai Politik Indonesia pada Awal Orde 
Baru, Grafiti Pers, Jakarta 1902. 

Mooechtar Mas'oed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, 
LP3ES Jakarta 1989 

Nugroho Notosusanto (ed), Tercapainya Konsensus Nasional, Balai 
Pustaka Jakarta 1985. 

MAA. ana nana nan nana ana , Menegakkan Wawasan Almamater, UI Press, 
Jakarta, 1983. 

Imam Pratignyo, Ungkapan Sejarah Lahirnya Golongan Karya, 
Perjuangan Menegakkan Kembali Negara Proklamasi 17-8-1945, 
Yayasan Bhakti Jakarta 1984. 

Sekber Golkar (ed) Peranan Sekretariat Bersama Golongan Karya Dalam 
Pembangunan, Humas Sekber Golkar, Jakarta 1968. 

Soebagijo LN. KH. Masykur Sebuah Biografi, Gunung Agung, Jakarta, 
1982. 

Azis Thaba. Islam dan Negara dalam Politik Orde baru, Gema Insani 
Pres, Jakarta. 1996. 

Christianto Wibisono, Aksi-Aksi Tritura, Kisah Sebuah Partnership 10 
Januari — 11 Maret 1966, Dephankam, 1970 

Sultonul Huda, Harakatuna, Meneber Gerakan Kritis di Pasar Kebebasan, 
Wacana, Yogjakarta, 2000. 

A.Muhaimin Iskandar Dan Muhammad Nastain, Paradigma Arus 
Balik Masyarakat Pinggiran, PB PMII, Jakarta, 1997. 

A.Muhaimin Iskandar, (editor) Masyarakat Indonesia Abad XXI, 
(Peringatan 36 tahun PMII), PB PMII, Jakarta, Mei 1996. 

Angkatan Besenjata 24 Nopember 1966 dan 28 April 1971 

Berita Yudha 15 Juli 1966 dan 15 Fenruari 1968. 

Buletin Lapunu no. 3, Lapunu April 1970 

Berita Partai NU III, Semarang, Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, 
April 1971 

Duta Masyarakat 30 Januari, 24 Mei,11 Nopember dan 3 Desember 


316 


1967, 29 dan 20 Januari, 11, 17 dan 22 Februari 1968, 18 Desember 
1969 dan 1 Juli 1971. 

KAMI, 8, 14, dan 15 Juli 1971. 

Warta NU DCT Djakarta Nomor 2 Tahun I, 1971 

Jawa Pos, Potret Gerakan Mahasiswa Indonesia Era 1980-an - 1990-an, 
Edisi 27 Februari 1994. 


317 


LAMPIRAN — LAMPIRAN 


Deklarasi Tawangmangu 

Sepuluh Kesimpulan Ponorogo 
Pernyataan Yogyakarta 

Penegasan Yogyakarta 

Gelora Megamendung 

Panca Norma KOPRI 

Tri Sikap Jakarta 

Memorandum Politik 

Deklarasi Murnajati 

Maniviest Independensi PMII 

Pola — pola Kepemimpinan 

Appeal (seruan) Ciloto 

Pernyataan Ciloto 

Pokok - pokok Pikiran Ciloto 

Pokok - pokok Pikiran tentang Pemilu 
Penegasa Cibogo 

Pokok - Pokok Pikiran Mubes IV PMII 
Rekomendasi Mubes IV PMII 

Pokok - pokok Pikiran Kongres X 
Pernyataan Politik Kongres X 

Appeal (seruan) Pondok Gede 
Deklarasi Interdependensi PMII-NU 
Deklarasi Format Profil PMII 
Implementasi Interdenpendensi PMII-NU 
Pokok - pokok Pikiran /Rekomendasi Muspim I 
Makna Filosofi PMII 


318 


DEKLARASI TAWANGMANGU 


Islam adalah undang — undang Tuhan yang menuntun orang — orang yang 
berakal sehat untuk kebaikan taraf hidup mereka di dunia dan di akhirat. 
Insyaf dan yakin akan pertanggung jawaban yang penuh akan terhadap 


kepentingan umat islam, Negara dan bangsa Indonesia, maka Pergerakan 


Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dalam Muktamarnya yang pertama di 


Tawangmangu, yang berlangsung mulai tanggal 23-26 Desember 1961, 


dengan berkat rahmat Allah SWT dengan secara bulat menyatakan sikap dan 
pendiriannya mengenai beberapa hal pokok dalam bentuk “DEKLARASI 
TAWANGMANGU" sebagai berikut: 


1. 


1. 


TENTANG SOSIALISME INDONESIA 


Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) insyaf dan yakin 
bahwa penderitaan rakyat Indonesia lahir dan batin adalah akibat 
daripada diktatorisme, kolonialisme, dan kapitalisme yang berupa 
penghisapan dan penindasan harus segera dihapuskan dalam 
rangka menyelesaikan revolusi nasional Indonesia. 

Untuk menghapuskan penderitaan rakyat Indonesia merebut ajaran 
sosialisme Indonesia sebagai pengejawan tahan daripada UUD 1945 
yang dijiwai oleh Piagam Jakarta dalam artian struktur maupun 
moralnya merupakan ikhtiar yang harus dilaksanakan pada waktu 
sekarang ini secara konsekuen dengan semangat dan perbuatan 
nasional yang bertanggung jawab. 

Sosialisme Indonesia dalam artian struktur tidaklah bisa lain 
daripada adanya pemerintahan yang stabil dan berwibawa sebagai 
pemimpin segala kerja dan daya cipta seluruh rakyat Indonesia 
dengan berpedoman kepada pengambilan rakyat banyak, berpegang 
teguh pada penghormatan, mutlak hak — hak azazi manusia, 
demokrasi dalam bentuk musyawaroh, tidaklah beda lain daripada 
penyusunan tata perekonomian berdarsakan asaz ke keluargaan, 
gotong royong atau ta'wun dimana cabang produksi yang 
menyangkut hajt hidup orang banyak, termasuk bumi, air, dan 
kekayaan alam dikuasai oleh Negara oleh kepentingan rakyat itu 
sendiri, sedangkan cabang produksi dan cabang ekonomi yang 
bersifat menenagh, ringan diserahkan kepada pihak masyarakat 
sendiri untuk melaksanakannya sambil dibebani pertanggungan 
jawab sosial yang maksimum. Sosialisme Indonesia dalam artian 
moral tidaklah lain daripada sosialisme yang berdiri secara khidmat 
di atas falsafah Pancasila, bersikap dan bertindak sesuai garis 
tuntunan Allah SWT, cenderung tinggi nilainya dan tidak mungkin 
ditangguhkan lagi. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) insyaf dan yakin 


319 


1. 


1. 


bahwasanya kemakmuran hanya bisa tercapai dengan 
melaksanakan secara setia azaz kebutuhan yang maha Esa dengan 
usaha mempercepat industrialisasi, dengan pengelolaan kekayaan 
yang ada dalam dan di atas bumi dengan cara perekonomian 
bersifat kekeluargaan dan ta'wun, dengan pembukaan tanah — tanah 
baru oleh penduduk yang dipindahkan dari daerah padat dengan 
memberikan tanah — tanah pertanian dan perkebunan berjumlah 
pantas untuk petani — petani, penggarap, dengan diintensifkannya 
dan diperluaskannya tenaga — tenaga teknisi nasional untuk tujuan — 
tujuan pembangunan. Disamping itu Pergerkan Mahasiswa Islam 
Indonesia insyaf dan yakin pula bahwa sanya keadilan hanya bisa 
dicapai dengan berpegang teguh pada modal agama Islam, 
mengganti segala rupa penipuan dengan kebenaran dan kejujuran, 
memberikan kesempatan bergerak yang terjamin bagi rakyat 
Indonesia di dalam lapangan — lapangan kehidupan khusunya 
dengan ekonomi dan produksi mendahulukan kepentingan rakyat 
daripada kepentingan lainnya, mengakui dan melindungi secara 
mutlak hak milik perseorangan dan jaminan hukum bagi rakyat 
Indonesia didalam kerja kehidupannya sehari hari dan menjamin 
kesejahteraan soaial. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dengan sikap 
patriotisme nasioanal dengan dituntut oleh ajaran agama Islam dan 
sikap tagwa kepada Allah SWT, dan keharusan cinta kepada tanah 
air, telah bertekad dan berupaya membangun sosialisme Indonesia 
pengejawan tahan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta di 
atas runtuhan daripada kemiskinan rakyat yang tak terhingga diatas 
runtuhan daripada ketakutan dan ketiadaan jaminan, di atas 
runtuhan daripada kebohongan dan dekadensi moral. 


TENTANG PENDIDIKAN NASIOANAL 


Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) insyaf dan yakin 
bahwa sanya pembanguna material hanya bisa berhasil baik bila 
diimbangi dengan pembangunan spiritual. Untuk meratakan dan 
mempercepat jalan kearah pembangunan spiritual tidak ada pilihan 
lain daripada mengintensifkan dan memperluas perguruan -— 
perguruan keagamaan, dan melaksanakan ajaran agama Islam 
sebagai mata pelajaran pokok diperguruan tinggi daripada 
tingkatan yang terendah dan tertinggi. Demikian juga pemberian 
pendidikan umum dimadrasah - madrasah dan pesantren - 
pesantren serta mengintensifkan dan memperluas ilmu pegetahuan 
ilmu ekonomi sosial yang bercermin kepada perspektif nasional dan 


320 


tujuan azasi daripada masyarakat indoneisa sendiri untuk 
meratakan dan mempercepat jalan kearaha pembangunan material 
dalam bentuk industrialisasi dan mekanisasi, tiada pilihan lain 
daripada mengembangkan ilmu pengetahuan eksakta yang menurut 
Islam termasuk fardhu kifaya, serta alat — alat yang diperlukan 
untuk itu dan cara cepat menghasilkan tenaga — tenaga ahli sebagai 
pimpinan pelaksana 

Sebagai lanjutan daripada itu, Pergerkan Mahasiswa Islam Indonesia 
tanpa ragu — ragu akan mempersiapkan tenaga — tenaga yang cukup 
untuk kebutuhan pembangunan itu sebagai kebutuhan yang sama 
perlu dan sama nilai. 

Kesarjanaan menurut Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
penguasan mata ilmu apa saja yang mempunyai faidah nyata bagi 
perdaban dan kemanusiaan, baik mata ilmu agama, eksata dan 
sosial ekonomi. Kesarjanaan itu belumlah dengan sendirinya 
merupakan nilai yang selesai bila mana tidak disertai dengan 
tindakan — tindakan nyata bagi kepentingan kemajuan rakyat 
banyak sebagai pengabdian yang tak kunjung hentinya kepada 
masyarakat oleh karenanya Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneisa 
menolak keras prinsip ilmu untuk ilmu, dan dengan 
sendirinyamenolak ilmu yang merusak kesejahteraan rohani dan 
memerosotkan tingkat kehidupan karean menyimpang dari 
lingkaran tujuan hakiki sosialisme Indonesia yang berazaskan 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia, Perikemanusiaan 
Yang Adil dan Beradab, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikamat 
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan 
Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sudah barang tentu lantaran sifat keuniversalan dalam ilmu dan 
kebutuhan saling membantu untuk mencapai kemajuan dalam 
berbagai bidang pendidikan dan pengajaran dalam arti umum 
tidaklah bisa dihindari. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
dalam hal ini bersikap membenarkan adanya hubungan keluar 
sepanjang yang telah digariskan oleh dasar dan haluan Negara, oleh 
politik negeri yang bebas aktif, oleh cita — cita sosialisme Indonesia 
yang berazaskan Pancasila dan sepanjang kepentingan rakyat. 
Pergerakan Mahasiwa Islam Indonesia insyaf dan yakin bahwasnya 
pengabdian kepada agama, masyarakat dan Negara tidaklah dapat 
sempurna bila mana tidak ada pengerahan tangan mahasiswa baik 
yang didirikan di dala maupun di luar perguruan tinggi. Lebih 
daripada itu adanya organisasi -— organisasi kemahasiswaan dalam 
bentuk itu merupakan manifestasi yang jitu daripada dinamika, 
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pertanggunga jawaban dan pengakuan terhadap perlunya hak azasi 
harus dipertahankan dan dihormati. 


UI. TENTANG KEBUDAYAAN NASIONAL 


1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesa berpendirian bahwa agama 


bukanlah kebudayaan, tetapi merupakan prinsip hidup yang 
diturunkan oleh Allah melalui Rosul-Nya, sedangkan kebudayaan 
merupakan hasil kerja cipta karsa dan rasa manusia. Dan bahkan 
penuntun peninggian kebudayaan nasioanal adalah juga merupakan 
tugas pokok dari segenap mahasiswa sesuai dengan sifat vital 
daripada bidang kebudayaan itu sendiri. 


. Pendapat tentang kebudayaan dan isi kebudayaan nasioanal 


Indonesia, selain dia menampung dan mengandung cita — cita 
humanisme yang universal, mesti pula membabat segenap unsur 
positif dari puncak - puncak kebudayaan daerah, membabat 
kehidupan dan pandangan rohani yang nyata dari masyarakat 
bangsa, dan menjungjung tinggi ktuhan yang Maha Esa sebagai 
sumber kekuatan dan inspirasi serta mengembangkan kebenaran, 
keindahan kejujuran dan kesopanan di dalam setiap manifestasi 
budaya. 


. Berbareng dengan itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tidak 


dapat menerima pandangan yang janggal terhadap arti kebudayaan 
dengan segenap cabang - cabangnya, serta menolak dengan keras 
pengaruh kebudayaan — kebudayaan asing bersifat apapun yang 
merusak kebudayaan nasional, bahkan sebaliknya daripada itu akan 
ikut serta didalam peninggian kebudayaan nasional yang tidak 
bertentangan dengan faham dan ajaran agama islam dengan daya 
upaya yang dipunyainya dan melalui tindakan - tin-akan yang 
wajar dan semestinya dalam artian dunia kebudayaan. 


. Sesuai dengan perjuangan keras untuk meningkatkan kecerdasan 


dan moral rakyat Indonesia, bidang kebudayaan dengan cabang - 
cabang nya merupakan jalan yang sepatutnya untuk mencari 
kebenaran memperhalus budi nurani, mendatangkan kegembiraan 
keindahan memuji kebesaran tuhan yang Maha Esa. 


IV. TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN 


1. 


Sebagai angkatan baru Pergerakan Islam Indonesia insyaf dan yakin 
sepenuhnya akan pertanggung jawabkan terhadap agama Islam, 
Negara dan bangsa serta kesetiaan kepada UUD 1945 yang dijiwai 
dan merupakan rangkaian satuan dengan Piagam Jakarta. 

Adalah sifat dan tanggung jawab terpuji bertindak menurut dan 
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mengembangkan ajaran agama islam, memiliki sifat nasionalisme 
sejati dan berpihak kepada nasib dan penderitaan bangsa Indonesia 
serta pembelaan terhadap mereka. 

Menjadi pertanggung jawaban Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia untuk menjaga kesatuan nasional, mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia dan ancaman imperealisme, kolonialisme 
dalam segala bentuknya, membela hak azasi dan demokrasi yang 
luhur, menyokong pengembangan persahabatan dengan Negara dan 
bangsa lain demi untuk perdamaian dunia, berusaha keras tidak 
jatuhnya duniakekancah peperangan, melawan penindasan 
terhadap rakyat Indonesia dengan dalih apapun dan oleh siapapun 
mendukung gerakan kemerdekaan tanah air oleh bangsa — bangsa 
yang masih terjajah di dunia. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesai sebagai angkatan baru 
insyaf dan yakin sedalam dalamnya bahwasanya dipundaknyalah 
terletak tanggung jawab pula untuk mengambil peran serta aktif 
turut serta melanjutkan perjuangan umat islam Indonesia sesuai 
dengan kaedah dan itikad serta haluan yang didukungnya. 


Kongres PMII I 
Tawangmangu, 26 Desember 1961 
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SEPULUH KESIMPULAN PONOROGO 
Dasar Masalah Kader 

Pasal 1 
Pengakuan terhadap kekurangan yang diderita umat Islam Indonesia dan 
nasionalIndonesia seluruhnya, mendorong perlunya disusun suatu kader-kader 
dari mahasiswa. 

Pasal2 
Korn kader hanya bisa efektif dan efisien, bilamana dia dipersiapkan secara 
teratur untukbermacam ragam keperluan, dan bukan untuk satu dua keperluan 
saja. 

Pasal 3 
Karakter daripada kader mesti seprinsip, revolusioner dan dinamik, 
percayakepada dirisendiri dan hari depannya. 

Pasal 4 
Korn kader harus berpihak kepada kepentingan massa Islam, hidup di atas 
sentimen mereka, sambil memperhitungkan dengan semaksimal mungkin 
kecerdasandan kemampuan berfikir dan menimbang serta mengambil konklusi- 
konklusi yang berdasarkan fakta-fakta sertakebutuhanmenurut waktu dan 
keadaan. 

Pasal5 
Korn kader tidak bisa membenarkan sifat-sifat apatis, isolasionis, cepat puas 
percaya, cepat putus asa dan kecenderungan kompromistis yang murah. 

Pasal 6 
Korn kader mesti menjunjung tinggi ideologi partai, dan cita-cita kemerdekaan 
serta kebebasan rakyat Indonesia, khususnya dalam taraf penyelesaian revolusi 
nasionalIndonesia. 

Pasal 7 
Korn kader harus berjiwa dan demokratis berdasarkan UUD 1945 yang dijiwai 
Piagam Jakarta dan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan UUD 1945 dan 
Pancasila, lantaran ajaran Islam membabat dalam dirinya dorongan mencegah 
penindasan manusia dan perkosaan hak-hak azasi. 

Pasal 8 
Korn kader mesti tak dapat membiarkan ketimpangan-ketimpangan sosial dalam 
masyarakat dankekuasaan otoriter baik secara badaniyah maupun rohaniyah. 

Pasal 9 
Korn merasa perlu menggalang seluruh tenaga untuk mengembangkan seni 
budaya, lantaran media ini merupakan barang mesti. 

Pasal 10 
Untuk mempermudah tindakan-tindakan dan ikatan-ikatan tak bisa lain 
daripada segera diambil langkah-langkah untuk memilih dan menentukan korn 
kaderdari segenap daerahIndonesia, yang kepengurusannya langsung berada 
pada pimpinan pusat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. 
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PERNYATAAN YOGYAKARTA 
Bismillahirrohmanirrohiem 


. Kemerdekaan Indonesia yang dinikmati oleh ummat Isram dimana- 
mana harus merupakan titik balik dari keadaan tertindas menjadi 
keadaan perjuangan untuk agama, kekuatan politik, kekuatan ekonomi 
dan kekuatan kultural. 

. Perjuangan itu hanya bisa membawa kejutan jika ummat Islam di 
negaranya  masing- masing memiliki perasaan senasib yang 
semaksimal-maksimalnya. 

. Konsolidasi kekuatan di negaranya masing-masing, kesepakatan 
bersama-sama, untuk kepentingan agama secara keseruruhan harus 
dijadikan langkah bersama untuk meningkatkan lagi taraf perjuangan 
yang bersifat internasional. 

. Internasionalisme sebagai taraf lanjutan itu akan mewujudkan dirinya 
daram gerakan-gerakan solidaritas menghadapi serangan-serangan 
luar yang datang dalam segala bentuk dan manifestasinya. 

. Asia-Afrika dengan tidak mengecualikan bagian-bagian di benua 
lainnya sebagai bumi tempat berdiam mayoritas umat Islam, harus 
dijadikan titik tolak utama di dalampeggalangan potensi melalui 
konferensi berkala dengan suatu organisasi penggerak yang bersifat 
permanen. 

. Kapitalisme, atheisme, imperealisme, kolonialisme, bentuk lama dan 
baru, penguasaan ideologi, politik, ekonomi, dan kultural oleh suatu 
kebutuhan internasional terhadap suatu bangsa senantiasa merupakan 
musuh utama ummat Islam yang tidak bisa ditawar-tawar. 

. Penanggulangan potensi ummat Islam internasional harus ditempuh 
melalui gerakan-gerakan massa itu sendiri yang diatur begitu rupa 
menurut syarat-syarat paling efektif dan tepat. 

Disamping solidaritas internasional dalam sikap-sikap politik yang 
mesti dimiliki tiap-tiap ummat Islam untuk mendukung sesamanya, 
dana internasional merupakan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. 

. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai angkatan baru 
senantiasa siap sediauntuk menyatakan pernyataan itu tanpa reserve. 


Kongres PMII II 
Yogyakarta, 29 Desember 1963 
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PENEGASAN YOGYAKARTA 


“Bahwasanya Allah SWT, menyuruh berbuat adil, berbuat kebaikan dan 
memberi karib kerabat, serta mencegah daripada berbuat nista, ingkar dan jahat, 
Allah memberi pelajaran kepada kamu agar senantiasa ingat”. (OS. An Nahl 
ayat 90) 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insyaf dan yakin bahwa 
ajaran Islam adalah terciptanya suatu masyarakat yang aman dan damai, 
bahagia sejahtera, adil makmur jasmaniyah dan rohaniyah yang diridloi 
Allah SWT. 

Atas dasar itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia dalam 
kongresnya yang ke-2 pada tanggal 25 s/d 29 Desember 1963 di Yogyakarta 
dengan rahmat Allah SWT. Telah menyusun PENEGASAN YOGYAKARTA 
sebagai hasil panggilan ajaran Islam terhadap pokok-pokok pikiran tentang 
sosialisme Indonesia yang telah dituangkan ke dalam DEKLARASI 
TAWANGMANCU pada kongres pertama Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia. 


TENTANG SOSIALISME INDONESIA DALAM STRUKTUR 
I. Bidang Politik 
1. Adanya pemerintahan yang stabil dan berwibawa 

a) Ajaran Islam menetapkan bahwa pemerintahan adalah 
pemegang tampuk kekuasaan yang tetinggi di dalam negara, 
yang dibebani amanat Allah SWTuntuk memimpin karya dan 
ciptaseluruh rakyat untuk mencapai kemaslahatan jasmani dan 
rohani yang  diridloi Allah SWT yang akan diminta 
pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Rasulullah Saw bersabda: 
“Semu kamu adalah pengemban amanat, dan semua kamu akan 
dimintai pertanggungjawaban tentang apa yangkamu emban”. 
(Hadist shahih diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim Abu Daud, 
Tirmidzi dan Ibnu Umar). 


1 


Pemerintah yang menyadari dan melaksanakan amanat tersebut 
diatas adalah Waliyul Amri yang wajib ditaati oleh seluruh 
rakyat. Allah berfirman: 
“Hendaklah kamu taat kepada Allah dan Rasul serta pemegang tampuk 
pemerintah diatara kamu”. (OS. An Nisa' ayat 59). 
2. Demokrasi 
Ajaran Islam mengharuskan dilaksanakan sistem demokrasi yang 
dipimpin oleh hikmah kebijkasanaan musyawarah yang 
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berpedoman pada kepentingan rakyat banyak dan berpegang teguh 

kepada penghormatan mutlak hak-hak azasi manusia. 

Allah berfirman: “Segala urusan mereka dimusyawanhkan diantara 

mereka “. (OS. As Syura ayat 38). Allah berfirman: 

“Dan permusyawarahkanlah segala urusan dengan mereka maka jika 

telah mengambil suatu keputuan berserah dirilah kamu kepada Allah “. 

(OS. Ali Imron ayat 159). 

Perundang-undangan 

Ajaran Islam mengharamkan segara bentuk kezaliman, penipuan, 

penindasan, penghisapan manusia atas manusia serta berusaha 

melenyapkan kemiskinan dan segala bentuk penindasan rakyat lahir 

batin. Allah berfirman: 

"Jangan disangka bahwa Allah itu tidak membuat perhitungan terhadap 

apa yang diperbuat oleh orang-orang yang (dzalim) aniaya. Sesungguhnya 

sikap atas mereka itu ditangguhkan sampai hari di mana semua mata 

dapat melihat”. (Ibrahim ayat 10). 

Rasulullah bersabda: 

“Wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman itu 

di atas diriku, dan aku haramkan itu di antaramu. Janganlah kamu 

berzalim-zalim”. (al-Hadits). Allah berfirman: 

“Janganlah kamu memakan harta orang tain di antara kamu dengan cara 

bathil (tidak halal) kemudian kamu ajukan ke muka hakim supaya kamu 

dapat memakan sebagian dari harta oranglain dengan jalanberdosa, sedang 

kamu mengetahuinya”. (OS. Al-Bagarah ayat 188). Allah berfirman,: 

“Tahukahkamu pendusta agama itu? Itulah orang yang menelantarkan 

anak yatim dan tidak mau mengajak orang untuk memberi makan kepada 

orang-orang miskin” (OS. Al-Ma,un ayat 1-3). 

a) Ajaran Islam menetapkan bahwa di dalamharta orang-orang 
yang berharta ada sebagian hak fakir miskin. 

b) Untuk keperluan itu diadakan undang-undang zakat, wakaf dan 
perburuhan. 


II. Bidang Ekonomi 


1. 


1. 


ii. 


Ekonomi dalam kacamata Islam: 

Ajaran Islam menetapkan sistem ekonomi yang berazaskan 
kekeluargaandan ta'awun (gotong royong) dan mengharamkan 
monopoli atas perekonomian.Allah berfirman: Dan bertolong- 
menolonglah kamu atas kebijaksanaan dan tagwa dan janganlah kamu 
torong-menolong atas dasar dosa dan permusuhan”. (Al-Maidah ayat 
2). 

Islam mengharamkan menimbun bahan-bahan pokok 


327 


kebutuhan rakyat.Rasulullah bersabda: “Siapa yang menimbun 
adalah berdosalbersalah)”. Diriwayatkan oleh Musrim (al-Hadits). 
Sabdanya pula: Siapa yang melakukan penimbunanatas bahan 
makanan orang Islam, Allah timpakan atas mereka wabah penyakit dan 
kebangkrutan”. diriwayatkan oleh Ibnu Majah (al-Hadits). 


iii. — Islam mengharamkan riba, karena riba bertentangan dengan azas 


III. 
1. 


1, 


ta'awun (gotong-royong) dan merupakan salah satu dari bentuk- 
bentuk pemerasan. Riba membawa orang kepada mendapat hasil 
tanpa kerja dan mengeruk kekayaan dengan jalan yang bathil, 
Firman Allah yang artinya: Allah menghalalkan jual-beli dan 
mengharamkan riba". 
(OS. Al-Bagarah ayat 275). 
Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup rakyat banyak 
termasuk: bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk 
kepentingan rakyat. Sabda Rasulullah SAW, artinya: “Semua 
manusia bersekutu dalam tiga perkarayaitu air, tempat menggembala dan 
api”. Di dalam hadits lain termasuk garam (diriwayatkan oleh Abu 
Daud). 
Cabang-cabang produksi dan ekonomi yang bersifat menengah dan 
ringan diserahkan kepada masyarakat untuk mengolahnya sambil 
dibebanipertanggung jawaban yang maksimal. Rasulullah bersabda, 
artinya: Ditanya Rasulullah SAW, mata pencaharian yang bagaimana 
yang palingbaik? Rasulullah menjawab: Kerja seseorang dengan tangannya 
dan tiap-tiap jualbeli yang — mabrur (bersih)”. Sabdanya pula, 
artinya: Tiadalah sekali-kali sesuatu yang dimakan seseorang itu lebih 
baik dari apa yang dia makan sebagai hasil kerjanya”. Maka 
sesungguhnya Nabi Daud As adalah dia itu memakan hasilkerjanya. 
Karena pembebanan tanggung jawab yang maksimal, Islam 
mewajibkan zakattanaman, zakat perniagaan, zakat ternak, dan 
zakat harta (emas atau perak). 


Bidang Sosial: Hak-Hak Asasi Manusia 

Hak Hidup 
Hidup adalah pemberian Allah SWT. Firman Allah, artinya: 
“Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan dan mematikan dan kami 
pula yamg mewariskan (mempusakai)” (OS. Al-Hijr ayat 23). Firman 
Allah SWT, artinya: “Sesunguhnya Kamilah yang menghidupkan dan 
mematikan dan kepada Kamilah semuanya kembali” (OS. Al-Oaf ayat 
43). Melenyapkan hidupseseorang berarti melenyapkan hidup 
manusia seluruhnya. Firman Allah SWT, artinya: “Siapa yang 
membunuh seseorang tanpa alasan Oisas atau alasan membuat kerusakan 
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di muka bumi, samalah artinya dengan membunuh manusia seluruhnya. 
Dan siapa yangmenghidupkannya samalah artinya menghidupkan 
manusia seluruhnya” (OS. Al-Maidah ayat 32). Firman Allah SWT, 
artinya: “Dan bagi Dia, dalam gisas itu terkandung makna kehidupan 
wahai orang-orang yang berfikir” (OS. Al-Bagarah ayat 179). Firman 
Allah, artinya: Diwajibkan atas kamu Gisas di dalam pembunuhan” 
(OS. Al-Bagarah ayat 178). 

Pembunuhan yang hag adalah pembunuhan terhadap pembunuh, 
perusak kesatuan dan orang-orang yang menyeleweng dari 
peraturan yang mengatur ketertiban umum dalam beberapa hal 
tertentu. Firman Allah SWT yang artinya: “Apabila dua golongan 
mukmin berperang, maka damaikanlah di antara keduanya, apabila salah 
satu menolak perdamaian dengan yang lain, maka perangilah mereka 
yang menolak perdamaian itu sampai mereka kembali kepada perintah 
Allah”. (OS. Al-Hujurat ayat 9). 

ii. ' Perlindungan ataskesehatan: Lokalisasi wabah. Rasulullah 
bersabda, artinya: Apabila terjadi wabah di suatu negeri, sedang 
engkau berada di luar negeri itu, maka janganlah kamu memasuki 
negeri itu. Dan jika engkau berada di negeri itu, maka janganlah 
engkau keluar daripadanya (diriwayatkan oleh Bukhari Muslim 
dan Abu Daud. Islam mengharamkan minuman keras, perzinahan 
dan segala makanan yang mengandung racun dan penyakit Islam 
mewajibkan bersuci dari segala kotoran. 

iii. Melindungi hidup lebih diutamakan daripada ibadah itu sendiri. 
Kaidah fighiyah menetapkan, artinya: Keadaan darurat 
memubahkan segala larangan. Dibolehkan tayammum (bersuci 
dengan debu) apabila air yang ada diperlukan untuk minum yang 
itu adalah satu-satunya jalan melindungi hidup, didalam keadaan 
berperang diperbolehkan shalat khauf. Diperbolehkan membunuh 
binatang yang berhaya dan mengancam hidup tanps 
membatalkan sembahyang. Wajib menyelamatkan orang yang 
terancam hidupnya walaupun sedang melakukan sembahyang. 
Dibolehkan tidak berpuasa dalam keadaan sakit. 


2. Perlindungan atas hak hidup 
i. Kemerdekaan dan kemanusiaan. 
Setiap orang dilahirkan dalam keadaan merdeka. Sahabat Umar 
bin Khatab Ra berkata terhadap Amru bin Ash yang artinya:sejak 
kapankah engkau mendapatkan hak untuk memperhambakan manusia, 
sedangkan mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadan merdeka. 
persamaan dalan hukum. Rasurullah SAW bersabda artinya: Demi 
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ii. 


ii. 


Allah, karau sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku 
potong tangannya.Persamaan di dalam martabat. Allah memandang 
semua orang sama martbat hidupnya Hanya orang yang tagwa sajalah 
yang yang lebih mulia di sisi Allah.Allah berfirman, artinya: wahai 
sekalian manusia, sesungguhnya Kami telah: ciptakan kamu terdiri dari 
laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan pula kamu berbangsa dan 
bersukur-sukur supaya kamu saling mengenal satu sama lain. 
sesungguhnya yang lebih mulia kedudukannya di sisi Allah adalah 
yangpaling tagwa kepada Allah (OS. Al-Hujurat ayat 13). 
Kedaulatan seseorang dalam rumah tangga. Allah berfirman, 
artinya:wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki 
sebuah rumah yang bukan rumah kamu, sehinga kamu meminta izin dan 
memberi salam kepada yang mempunyai rumah. itulah yang sebaik- 
baiknya bagimu dan hendaklah kamu selalu ingat. Jika kamu tidak 
mendapatkan satu orangpun di dalam rumah itu, janganlah kamu 
memasuki rumah itu, sampai kamu mendapatkan izin. Jika dikatakan 
kepada kamu “pulanglah” maka hendaklah kamu pulang. itu adalah jalan 
yang sebaik-baiknya bagi kamu dan Allah Maha Tahu terhadapapa yang 
kamu perbuat(OS. An-Nur ayat27-28). 

KemerdekaanBeragama. 

Islam menetapkan tidak adanya paksaan dalam beragama. Allah 
berfirman artinya: Tidak ada paksaan di dalam agama” (OS. Al- 
Bagarah ayat 256). Allah berfirman, artinya:” Apakah kamu akan 
memaksa semua manusia sehingga menjadi mukmin?” (OS.Yunus ayat 
99). 

Toleransi Beragama 

Penganut agama lain yang tunduk kepada undang-undang 
dijamin hak-haknya, Rasulullah bersabda artinya: “siapa yang 
mengganggu seorang dzimmi (penganut agama lain yang tunduk kepada 
undang-undang negara) sama artinya dengan mengganggu aku. seorang 
muslim laki-taki diperbolehkan pertemuandengan ahlul kitab” Allah 
berfirman artinya: “Diperbolehkan bagi kamu memperistri seorang 
perempuan yang merdeka yang beragama islam ataupun seorang 
perempuan ahlul kitab yang merdeka dan bukan pelacur, asalkan kamu 
membayar maskawinnya dan kamu hidup sebagai suami istri” (OS.Al- 
Maidah ayat 5). Anti agama harus dijauhi, sebab anti agama 
(atheisme) itu mengancam kemerdekaan beragama yang telah 
mendapat jaminan dari Allah SWT. 

Kemerdekaan Ilmu pengetahuan 

Setiap orang merdeka untuk memilih lapangan ilmu pengetahuan 
sepanjang tidak mengabaikan pengetahuan yang fardhw'ain. 
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vi. 


vii. 


viii. 


Kemerdekaan berfikir menjamin hukum di dalam Islam dan 
penghargaan jaminan hukum di dalam Islam dan penghargan 
yang layak selama berfikir itu berlandaskan pengetahuan yang 
cukup dan tidak menyesatkan oranglain. Perbedaan pendapat itu 
bukanlah suatu kecederaan, manakala perbedaanpendapat itu 
lahir dari orang yang berwenang untuk melahirkan pendapat 
pendapat yang lahir tanpa memenuhi syarat adarah pendapat 
yang menyesatkan dan karena itu harus dilenyapkan. 
KemerdekaanBerpolitik Islam menjamin kemerdekaan memilih 
kepala negara dan wakil rakyat. Islam menjamin kemerdekaan 
merahirkan pendapat menurut saluran yang wajar dan dilakukan 
dengan tertib. Islam menjamin kemerdekaan memberi-kritik yang 
sehat dan konstruktif. Abu Bakar As-Shiddig berkata:Jika kamu 
melihat akuberjalan di atas kebenaran, maka bantulah aku. Dan jika 
kamu mrlihat aku berjalan di atas kebhatilan, maka luruskanlah aku. 
Kemerdekaan Individu Islam memberikan kemerdekaan mencari 
lapangan pekerjaan, pasangan suami-istri dan tempat tinggal. 
pemerintah hanya boleh turut campur tangan bila dipandang 
perlu untuk kemaslahatan umum. Umar Ibnu Khatab di dalam 
sunahnya merarang pembesar-pembesar, sahabat dan ahli-ahli 
figih (ahli hukum) berpindah dari Madinah ke kota-kota yang 
terah ditaklukkannya, agar mereka tetap dapat mendampingi dan 
membantu dalam merakukan tugas- tugas pemerintahan. 
Kemerdekaan dari Ketakutan untuk terjaminnya kebebasan dari 
ketakutan, Islam mewajibkan setiap umatnya untuk merakukan 
amar ma'ruf nahi munkar, Rasulullah bersabda: siapa diantara 
kamu yang melihat pekerjaan munkar, wajiblah dia mengubah 
dengan tangannya, jika dia tidak kuasa,maka hendaklah dia 
mengubah dengan lisannya, iika dia tidak kuasa, maka hendaklah 
dia mengubah dengan hatinya, tetapi itu adalah selemah- 
lemahnya iman. Rasulullah juga bersabda: “Tidak halal bagi orang 
Muslim menimbulkan ketakutan di dalam diri orang Muslim lainnya”. 
(diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud). Rasulullah 
bersabda artinya: “orang Muslim adalahorang yang mengamankan 
orang Muslim lainnya dari kejahatan lidah dan tangannya”. 
KemerdekaanKebudayaan 

Kemerdekaan memanifestasikan daya cipta, rasa dan karsa dijamin 
oleh Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. 


2. Hak Pendidikan 


i. 


Islam memberikan hak kepada tiap-tiap manusia untuk 
mendapatkan pendidikan, bahkan Islam mewajibkan tiap- 
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ii. 


tiapummatnya untuk menuntut ilmu dan pendidikan itu. 
Rasulullah bersabda: Menuntut ilmu diwajibkan atas tiap- tiap 
Muslim laki-laki dan perempuan”. 

Islam menempatkan orang-orang yang berilmu pada tingkat 
derajat yang lebih tinggi dari orang yang tidak berilmu. 


3. Hak Kehormatan Diri. 
i. 


iii. 


iv. 


Islam menjamin kehormatan tiap-tiap diri baik di dalam keadaan 
hidupnya matinya. Allah berfirman: 

“Sesungguhnya kami telah rnemuliakan (Telah Kami beri kehormatan 
diri) kepada manusia dan kami angkat mereka di darat dan di laut, serta 
kami beri rizki kepada mereka dari yang baik-baik. Telah kami utamakan 
mereka dari makhluk-makhluk lainnya dengan sebenar-benarnya 
keutamaan”. (OS.Al-Isra'ayat 70). 

Islam menetapkan kehormatan diri yang sama harga dan sama 
derajatantara segala golongan dan bangsa. Allah berfirman: “wahai 
segenap manusia sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu terdiri 
dari laki-laki dan perempuan dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa 
dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu dengan yang lain”. 
(OS. Al-Hujurat ayat 13). Atas dasar itu, Islam tidak membenarkan 
adanya politik perbedaan warna kulit (RAS diskriminasi). 

Islam memberikan kehormatan diri untuk mendapatkan perlakuan 
yang sama di dalam hukum. Pelanggaran hukum harus dihukum 
tanpa memandang jabatan dan pangkat. Khalifah Umar Bin 
Khatab telah menyuruh seorang Oibthi Mesir untuk membalas 
pukulan Muhammad putra Gubernur Mesir Amru bin Ash. 

Islam memberikan kehormatan diri untuk mendapatkan keadilan 
di dalam vonis hukum. Allah berfirman artinya: 

“Sesungguhnya Allah mempertahankan kamu untuk menunaikan amanat 
kepada ahlinya. Dan apabila kamu jatuhkan hukum diantaramanusia, 
hendaklah kamu jatuhkan hukum itu denga adil”. (OS. An-Nisa' ayat 
58). Allah berfirman artinya: 

“Janganlah kebencianmu terhadap golongan manusia menyeret kamu 
terhadap perbuatan tidak adil.Berbuat adillah kamu, adil lebih 
dekatdengan kepada tagwa”. (OS. Al-Maidah ayat 8). Rasulullah 
bersabda artinya: Wahai sekalian manusia sesungguhnyatelah celaka 
orang-orang sebelum kamu karena apabila orang-orang lemah (rakyat 
kecil) yang mencuri mereka kenakan hukuman Demi Allah kalau 
sekiranya Fatimah Puteri Muhammad mencuri niscaya aku potong 
tangannya. "(diriwayatkan oleh Buchori Muslim dan Ashabus- 
sunan Al Arba'ah). 

Islam memberikan kehormatan diri untuk mendapatkan tempat 
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vi. 


kediaman yang terjamin.Tiap-tiap orang dijamin keamanannya 
dalam masyarakat Rasulullah bersabda, artinya: “Bukankah aku 
telah beritahukan tentang orang mukmin itu Orang mukmin ialah orang 
yang orang lain merasa selamat dari kejahatan lidah dan tangannya”. 
(Akhrojahu Tabrani, Hakim Ibnu Majah, dll). 

Islam memberikan kehormatan diri untuk mendapatkan keadilan 
sosial. Sebagai anggota masyarakat tiap-tiap orang harus merasa 
aman terhadap harga diri, harta dan jiwanya harus mendapatkan 
jaminan dan perlindungan. 


4. Hak Milik 


1. 


iii. 


iv. 


vi. 


Hak menurut pokok-pokok ajaran Islam adalah hak atas manfaat 
harta benda,sedang zat (materi) benda itu adalah milik Allah 
SWT. Allah berfirman, artinya: “Kepunyaan Allah lah kerajaan 
langit dan bumi” (OS. As Syura ayat 49) Allah berfirman, artinya: 
“Kepunyaan Allah-lah semua yang ada di langit dan di bumi" (OS. 
Al-Bagarah 284). 

Harta benda itu bukanlah tujuan, tetapi alat untuk berbuat 
kebajikan sesuai dengan keridloan Allah SWT. Rasulullah 
bersabda, artinya: Sebaik-baiknya harta bagi orang yang saleh 
adalah harta yang dipergunakan untuk kebajikan (diriwayatkan 
oleh Bukhari). 

Cara mendapatkan hak milik: dengan kerja kasar seperti buruh 
dan berdagang. Tanpa kerja terbatas pada hibah, wasiat dan 
waris. Harta diperdapat dengan jalan yang menyimpang dari 
kedua jalan diatas adalah harta yang dimiliki adalah tidak halal. 
Pembatasan hak milik: Islam tidak membenarkan adanya 
pembatasan hak milik kecuali apabila dipandang darurat. Hak 
milik yang mengindahkan fungsi sosial harus diakui dan 
dilindungi. 

Pemerintah dapat memaksa penjualan bahan-bahan pokok 
keperluan hidup manusia yang dimiriki seseorang yang berlebih 
dari kebutuhannya untuk satu tahun. Oalyubi didalam Minhaj 
halaman 156, berkata, artinya: Diantara paksaan yang hak adalah 
paksaan seorang hakim kepada seorang yang mempunyai 
makanan untuk menjuarnya pada saat orang membutuhkannya, 
apabila tinggal untuk orang itu makanan cukup untuk satu tahun. 
Pembukaan untuk tanah-tanah baru: Ajaran Islam mengajarkan 
agar para petani memiliki tanah untuk digarap. Di dalam syariat 
Islam diatur mengenai yang tercantum di dalam bab Ihya'ul Mawat 
dari kitab-kitab figih. Ajaran Islam mengajarkan agar para petani 
tidak terjadi monopoli atas tanah,serta menganjurkan agar 
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menghindari diperalatnya tanah untuk mengeruk kekayaan 
dengan mengeksploitir tenaga orang lain.Ibu Abba berkataartinya: 
Nabi Muhammad mengharamkan muzara'ah  (maro sawah) 
tetapimenganjurkan agar orang lain yang memiliki tanah berlebih 
dari kebutuhannya dan kemampuannya menggarap menyerahkan 
ketebihan tanahnya itu kepada saudaranya. Apabila tidak maka 
hendaklah dia pegang sendiri tanah itu. 


II. TENTANG SOSIALISME DALAM ARTIAN MORAL 


1. 


iii. 


iv. 


Tanpa adanya kesetiaan dan kebutuhan kepada syariat Islam dan 
azas ke Tuhanan Yang Maha Esa nilai moral luhur tidak akan 
mungkin ditegakan, hal ini berarti bahwa masyarakat yang adil 
dan makmur, material dan spirituil yang diridloi Allah SWT 
tidak bisa diwujudkan. Allah berfirman artinya: 


“Kalau kiranya penduduk negeri itu beriman dan bertagwa, niscaya kami 


bukakan pintu keberkahan (kemakmuran) dari langit dan bumi. Tetapi 
sayangnya merekapendusta, maka kami timpakan atas mereka siksaan 
sebagai atas apa yang mereka dustakan”. (OS. Al-A'raf ayat 96). 
Berusaha menjaga nilai-nilai moral yang tinggi, melakukan 
pencegahan pengedaran/penjualan benda-benda atau barang- 
barang yang merusak kesehatan jasmani dan rohani, seperti 
minuman keras, candu,dan lain-lain. Serta mencegah pembukaan 
pintu kemaksiatan seperti rumah pelacuran, perjudian dan 
sebagainya. Runtuhnya moral berarti hancurnya mental yang 
membawa akibat kelemahan bangsa dan Negara. 

Islam mengajarkan pemeluknya berimbang dan berdekat-dekatan. 
Islam tidak mengajarkan kehidupan yang berlebih-lebihan pada 
golongan tingkat atas. Karena itu Islam mewajibkan pembagian 
kenikmatan hidup yang adil dan merata. Allahberfirmanyang 
artinya: 


“Dan orang-orang yangmenyimpan emas dan perak serta tidak mereka 


belanjakan dijalan Allah maka beritahukanlah kepada mereka tentang 
azab yang maha pedih bagi mereka, yaitu pada hari dipandang di atasnya 
di dalam neraka. Maka disetrikalah dengan emas mereka. Maka kini 
rasakans siksaan karena simpananmu itu”. (OS. At-Taubah ayat 34 dan 
35) 


Rasulullah bersabda yang artinya: “Bukanlah golongan kita (umat Islam) 


orang yang selalu kenyang tetapi tetangga di sebelah kelaparan padahal ia 
tahu”. 

Kemiskinan adalah sesuatu yang membawa kepada kekufuran, 
karenanya kemiskinan itu harus dilenyapkan. Rasulullah bersabda 
yang artinya: “Nyaris sekali kefakiran itu menjadikan orang kufur”. 
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v. Islam mengikat antara individu-individu dengan rasa kasih sayang 
di antara sesamanya untuk dapat ditegakkan prinsip-prinsip 
kehidupan bersaudara yang sesungguhnya. Rasulullah bersabda 
artinya: “Tiadalah beriman seorang diantara kamu, sehingga dia 
mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri”. 
Rasulullah bersabda artinya: “Penderitaan yang diderita oleh orang 
yang muslim haruslah pula menjadi penderitaan yang dirasakan oleh 
saudaranya. Orang mukmin terhadap orang mukmin lainnya adalah 
seperti bangunan yang saling menguatkan yang satu dengan yang 
lainnya”. (diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim Turmudzi,). 
Rasulullah bersabda, artinya: “Perumpamaan saling  cinta- 
mencintai, saling kasih mengasihi dan saling tolong menolong orang 
mukmin adalah seumpama satu tubuh yang apabila salah satu 
anggotanya menderita sakit, seluruh tubuh ikut merasakan”. 
(diriwayatkan oleh ahmad danmuslim). 


Dirumuskan dalam Kongres II 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 
Tanggal 29 Desember 1963 

Jam 04.50 WIB. 
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GELORA MEGAMENDUNG 


Dengan rahmat dan karunia Allah SWTdan didorong oleh kesadaran dan 
pertanggungjawaban yang luhur, serta keyakinanyang dalam terhadap 
pelaksanaan ajaran Islam dan doktrin-doktrin revolusi Indonesia, disamping 
berdiri teguh diatas landasan ideologi Partai Nahdlatul Ulama, maka training 
course II Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang diselenggarakan pada 
tanggal 17 s/d 26 April 1965 di Megamendung Bogor, dengan ketetapan hati 
telah membahas dan mendiskusikan serta mengambil kesimpulan- 
kesimpulan terhadap berbagai problema yang tumbuh dalam masyarakat 
dan organisasi. Pokok-pokok kesimpulan dan ketetapan ini, dituangkan 
dalam sebuah bentuk dokumen yang dinamakan "Gelora Megamendung" 
yang akan dijadikan pedoman dalam gerak dan tindakan progresif 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yaitu sebagai berikut: 


I. TENTANG UKHUWAH ISLAMIYAH 

1. Ukhuwah Islamiyah merupakan ajaran dan cita-cita luhur yang 
diperintahkan oleh agama Islam, dan harus terus menerus dijadikan 
bintang pimpinan dalam berjuang, bertindak dan bersikap, dalam 
setiap saat dan dimanapun, dan dalam waktu apapun serta harus 
dikembangkan dan dipertahankanterus, sebagai senjata yang ampuh 
dalam membajakan persatuan umat Islam dalam mencapai tujuannya. 
Niatan dan usaha dalam bentukapapun yang bertentangan dengan jiwa, 
dan api ukhuwah Islamiyah harus ditentang dan dihabisi. 

2. Dengan berdiri teguh diataskonstelasi dan kondisi waktu 
sekarang,perlulah dipunyai ukuran-ukuran praktis, dengan nama cita- 
cita ukhuwah Islamiyah itu kitalaksanakan. Ukuran-ukuran praktis 
yang kita pegang adalah kepemimpinan kita dalam revolusi, baik 
dalam konstelasi partai-partai dan golongan Islam, maupun posisi 
kepemimpinan dalam revolusi itu sendiri. 

3. Ukhuwah Islamiyah yang kita hendaki adalahukhuwah yang 
sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan menurut ajaran Islam, dan 
dapat dipertanggungjawabkan menurutukuran revolusioner, karena 
agama Islam yang memang membabat dalam dirinya sifat-sifatradikal 
progresif revolusioner, juga ukura-ukuranrevolusioner dalam tindakan 
dan perbuatan konkrit, adalah sepenuhnya kita jadikan pegangan 
dalam menentukan sikap terhadap Ukhuwah Islamiyah yang kita 
jalankan. 

Di dalam ukhuwah Islamiyah, kita tidak boleh lebur di dalamnya,tetapi 
kita harus pegang posisi kepemimpinan kita dalam "kebersamaan" abstrak 
melainkan menarik pihak lain di dalam kebersamaan yang konkrit, sesuai 
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dengan posisi kepemimpinan yang kita pegang. 
II. TENTANG WATAK UMUM ORGANISASI 

1. Watak umum organisasi adalah semua sikap, karakteristik organsiasi 
di dalam kehidupan sehari-hari, cara dia bergaul dengan pihak lain, 
cara dia menyatakan dirinya di dalam menanggapi soal-soal, dan cara 
dia membawakan pendapat-pendapatnya. 

2. Watak umum organisasi harus tunggal,tidak boleh terbelah-belah, 
harus sepenuhnyamerupakan refleksi konkrit dari sifat ideologi, 
politik, sosial dan kebudayaan, organisasi danPartai Nahdlatul Ulama, 
harus berpihak secara tepat kepada perkembangan perkembangan 
konkrit dari situasi revolusioner dan membuangjauh-jauh sikap 
netral. Dia harus berpihakkepada Tiga keharusan:keharusan 
menyatukan dirinya dengan perjuangan umat yang bernaung 
dibawah panji-panji partai: keharusan menyatukan dirinya dengan 
perjuangan nasional Indonesia, dan keharusan menyatukan dirinya 
dengan revolusi Indonesia. 

3. PMII harus berwatak radikal progresif dan revolusioner militan, tidak 
boleh konservatif, sosisalistik bukan kapitalistik, dinamik bukan statis 
dan beku, membela agama dimanapun dan kapanpun, tegas dan jujur 
dan konsekuen dalam membela kebenaran. Dalam hal berpihak, PMII 
tidak lain kecuali mengganyang habis kemiskinan, kebodohan dan 
kezaliman. Memihak kepada perjuangan melawan Neokolim dan 
penghisapan manusia atas manusia dalam segala bentuk dan 
manivestasi. 

III. TENTANG PENGETAHUAN DAN BERKESADARAN POLITIK 

1. Segenap dokumen historis organisasi menolak dengan keras prinsip: 
ilmu untuk ilmu. PMII secara pasti menetapkan bahwa ilmuuntuk 
diamalkan. Diamalkan dalam arti diabdikan untuk kepentingan 
agama, nusa dan bangsa. Bagi PMllilmu tidak lebih dari pada alat, 
sedangkan politik tidak lain daripada pengetahuan dalam 
mengabdikan diri kepada agama, nusa dan bangsa, tidak lain 
daripadaintegrasi total, secarajasmani dan rohani dengan semua 
kegiatan revolusioner berpihak kepada revolusi dan melawan 
manusia atas manusia dalam segala bentuk dan manivestasi. 

2. Wasilah utama untuk menerapkan ilmu dalam perjuangan tersebut, 
haruslah dengan jalan berorganisasi, atau jalan utama yang harus 
ditempuh dalam berintegrasi secara total dalam kegiatan revolusioner, 
Organisasi telah memiliki satu pola perjuangan yang jelas, yang 
merupakan penunjuk arah bagi segenap langkah dan tindakan 
organisasi, karenanya keseragaman langkah yang menyeluruh dengan 
disiplin yang kokoh kuat dari atas sampai bawah merupakan satu 
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kemutlakan yang tidak bisa dielakkandalam mensukseskan segenap 
pola perjuangan organisasi. 

3. Islam juga menetapkan bahwa manusia adalah juga makhluk politik, 
karenanya berdasarkan politk adalah merupakan sunnatullah 
belaka.Realisasi daripada mengikuti sunnatullah itu, tidak bisa 
daripada keharusan memadukan ketinggian ilmu, moral dan 
kesadaran politik, serta memanivestasikannya dalam bentuk 
penerjangan diri secara konkrit dalam segala bentuk dan 
manivestasinya berpartisipasi dalam seluruh kegiatankemasyarakatan 
dan revolusi. 

4. Kepemimpinan dapat dicapai berkat ketepatan sikap politik, dengan 
landasan politik yang teguh. Kesadaran politik dari PMII tidak lain 
daripada  keinsyafan  dankeyakinan yang teguh dengan 
pemahamansemaksimal-maksimalnya terhadap semua doktrin, 
landasan ideologi dan politik partai, dokumen-dokumen historis 
organisasi, dan kesanggupan memahami serta mengambil kesimpulan 
yang tepatterhadap semua problema yang tumbuh dan berkembang 
didalam organisasi masyarakat, revolusi dan pemahaman terhadap 
konstalasi politik dan perjuangan. baik nasional — maupun 
internasional. 

IV.PARTISIPASI ORGANISASI DALAM TAHAP-TAHAP REVOLUSI 

1. PMII sebagai alat revolusi adalah mutlak berpartisipasi dalam semua 
tahap revolusi Indonesia. Tidaklah akan sempurna partisipasi 
organisasi dalam tahap-tahap revolusi itu, apabila tidak ada 
pemahamanyangmendalam terhadap doktrin dan program revolusi. 
Oleh karenanya, segenap warga PMII adalah mutlak harus memahami 
semua doktrin dan program revolusi itu, memahami secara mendalam 
manivesto Politik Republik Indonesia dengan segenap pedoman 
pelaksanaannya, serta memanifestasikan pemahaman itu dalam 
bentuk perbuatan yang nyata. 

2. Dokumen historis PMII, telah menjelaskan pokok-pokok pikiran 
organisasi terhadap berbagai masalah pokok revolusi. Tidaklah bisa 
diingkari sedikitpun, untuk bisa berpartisipasi secara tepat dalam 
tahap revolusi Indonesia segenap dokumen historis organisasi itu 
mutlak harus jadi pedoman. 

3. Revolusi Indonesia adalah juga revolusi umat Islam. Bagi PMII, 
pengabdian terhadap revolusi Indonesia, adalah juga merupakan 
pengabdian terhadap agama Islam adalah kewajiban mutlak terhadap 
revolusi Indonesia itu. Mengabdi secara konsekuen terhadap agama 
Islam dan revolusi adalah merupakan atribut-atribut mutlak bagi 
kaumMuslim sejati. 
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4. 


Sosialisme Indonesia yang artinya adalah tiada lain daripada 
masyarakat adil dan makmur materil dan spirituil dan diridloi Allah 
SWT selain dia merupakan tujuan revolusi Indonesia tetapi dia juga 
merupakan tujuan agama Islam. Karenanya mengamalkan ajaran 
sosialisme sebagai pengejawantahan daripada UUD 1945 yang dijiwai 
oleh Piagam Jakarta dan merupakan yang tak terpisahkan, mutlak 
harus diamalkan secara konsekuen. Organisasi PMII dengan penuh 
keyakinan dan bertekad bulat untuk tidak absen sedikitpun dalam 
semua kegiatan revolusi dan lebih dari itu akan berdiri di barisan 
terdepan didalam segenap kegiatan revolusi dengan semangat 
revolusioner dan penuh tanggung jawab terhadap Allah SWT, 
terhadap tanah air dan terhadap kejayaan nusa dan bangsa. 


V. TENTANG PESANTREN 


1. 


Pesantren adalahsebagai lembaga pendidikanlslam, didirikan atas 
prinsip anti kolonialisme,telah membuktikandalam sejarah revolusi 
nasional, terutamadalam periode revolusi fisik. 

Pesantren sebagai tempat penggemblengan danpendidikan untuk 
mensukseskan usaha Nation Buildingdancharacter Building, adalah 
proyek nasional yang harus dipertahankan dan diperkembangkan 
untuk dapat memikul tugas-tugas revolusioner. 

Dengan landasan pengertian diatas, PMII menjadikan pidato PYM 
Presiden/PimpinanBesar — Revolusi — pahlawan Islam dan 
kemerdekaan Bung  Karno,dalam  upacarapenerimaan Doctor 
Honoris causadalam ilmu Ushuluddin bidang Da'wah, yang 
dianugerahkan oleh IAIN Jakarta, pada tanggal 02 Desember 1964, 
sebagai KOMANDO KEBANGKITAN PESANTREN. 


Dicetuskandi : Megamendung-Bogor 
Padatanggal :26 April 1965 
Dalam rangka: Training Course II PMII 
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PANCA NORMA KOPRI 


Mukadimah 
Bismillahirrahmanirrahiem 

Dengan rahmat dan karunia Allah SWT dan dibimbing oleh kebenaran dan 
keagungan Islam sebagai agama universal serta didorong oleh kesadaran yang 
mendalam dankeyakinan kuat bahwa wanita adalah unsur yang menentukan 
dalam revolusi. Disampingtetap tegas berdiri diatas landasan ideologi jama'ah 
Nahdlatul Ulama, maka trainingcourse Keputrian I PMII mendengar amanat dan 
ceramah YM Menko WK Ketua MPRS/ Ketua Umum PB NU, Amanat YM Menko 
Urusan Agama/ Menteri Agama, ceramah Ketua Umum PP Muslimat NU, dan 
Pimpinan Pusat PMII, dengan semangat dan ketetapan hati mengambil 
kesimpulan dari pendapat yang dicurahkan dalam suatu bentuk pernyataan 
dengan nama: PANCA NORMA PMII PUTRI yakni sebagai berikut: 


1) TENTANG EMANSIPASI 

a) Emansipasi wanita berarti memberikan hak-hak dan kesempatan 
kepada kaum wanita sederajat, setingkat dan seirama dengankaum pria. 
Bukan merupakan pemberian hak-hak istimewa karena penghargaan 
atau perbedaan naluri fitriyahnya justru karena dia wanita. 

b) Tuntutan akan hak-hak wanita meliputi segala segi kehidupan, baik 
politik, sosial ekonomi, maupun kebudayaan. Hak-hak ini diberikan 
adalah merupakan tuntutan nurani yang mendorong manusia 
berkeinginan, berkehendak, dan berbuat sebagai realisasi dan 
manivestasi daripada ajaran Islam. 

c) Perjuangan hidup baik dalam bidang politik, sosial ekonomi, maupun 
kebudayaan adalah suatu tuntutan yang bagi kita mempunyai ukuran- 
ukuran yaitu yang didasarkan atas perbedaan struktur rohaniah 
jasmaniah dan kondisi ruang dan waktu. 

d) Pembatasan atas hak adalah kewajiban yaitu suatu langkah dan 
tindakan yang harus ditempuh lebih dulu. Ini berarti bahwa kewajiban 
harus mendapat tempat yang lebih utama daripada tuntutan akan hak. 

e) Manivestasi daripadanya ialah pengorbanan kaum wanita untuk 
berjuang menyelami dan terjun dalam kancah perjuangan politik, sosial 
ekonomi, kebudayaan, dalam mana kewajiban sebagai seorang putri 
telah terpenuhi dan akan berjalan seiring dengan hak-hak yang 
dituntutnya. 


2) TENTANG ETIKA WANITA ISLAM 
a) Ajaran tentang hak batal, benar salah, baik buruk,bermoral amoral 
adalah suatu persoalan etika. Etika yang kita maksudkan adalah etika 
yang bersumber kepada Al-Our'an dan as Sunnah, yaitu etika Islam. 
Etika yang meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan, baik dalam 
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3) 


b) 


c) 


d) 


bentuk pengabdian kepada Tuhan maupun berhubungan antara 
manusia dengan manusia, dan perkembangan kebudayaannya. 
Pengabdian kepada Tuhan adalah suatu bentuk pengabdian yang tinggi, 
ia merupakan gerak hidup yang disandarkan atas tagwalah dengan 
beramar ma'ruf nahi munkar membuat jiwa keimanan, keikhlasan serta 
tawadhu' dan khusyu'. 

Hubungan antar manusia diperlukan keharmonisan, keserasian dan 
penyesuaian atas arus perkembangan dan perubahan zaman berpegang 
kepada ajaran agama dan etiketpergaulan adalah suatu kemutlakan, 
sehingga prinsip perorangan yangtidak hanyut terseret oleh arus yang 
tanpa arah dapat terkendalikansecara positif. 

Etiket pergaulan yang diartikan dengan tata cara pergaulan mempunyai 
arti relatif anggapan sopan bagi suatu bangsa akan berbeda dengan 
bangsa lain, dan pandangan benar bagi suatu bangsa akan berbeda 
dengan bangsa lain, dan pandangan benar bagi suatu ajaranpun 
menempati hal yang sama. Garis penegas yang positif dalam 
merealisasikan bentuk-bentuk itu adalah pandangan agama, suatu 
ajaran yangmempunyai norma hukum nasional dan internasional. 

Arus budaya yang senantiasa berkembang akan senantiasa 
mendapatkan tempat dalam masyarakat. Posisi menarik bukan lebur 
tertarik adalah suatu norma bagiPMII,perkembangan budaya sebagai 
hasil pikiran harus diarahan, diisi dan dijiwai ajaran agama, moral 
nasional dan kepribadian bangsa. 


TENTANG WAKTU PMII PUTRI DALAM KESATUAN DAN TOTALITAS 
BERORGANISASI 


a) 


b) 


c) 


d) 


PMII Putriadalah bagian dari organisasi yang tak terpisahkandari PMII. 
Ia sebagaiorgan bukan merupakan kesatuan yang terpisah dan berdiri 
sendiri dalam kesatuan tubuh. Tetapi ia merupakan suatu paduan dan 
persenyawaan yang tanpa melarutkan sifat danciri-ciri kewanitaannya 
yang dibawa sebagai fitrah dan kondisi potensial yang dimilikinya. 
Sebagai organ yang tak terpisahkan ia melakukan perjuangan yang 
senada dan seiring, selangkah dan seirama, maju dalam berbagai bidang 
tujuan organisasi. Bidang kepemimpinan dan interdepartemental 
merupakan suatu bentuk-bentuk lapangan perjuangan yang mendapat 
sorotan akan tuntutan sosial wanita dimana tugas dan peranan 
organisasi tidak dibedakan. 

Sebagai mahasiswa putri Islam, walaupun merupakan kesatuan organ 
yang tak terpisahkan, tetapi ia mempunyai sikap hidup, pandangan dan 
langkah serta tindakan yang berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa di 
luar Islam, bahkan berbeda dengan mahasiswa-mahasiswaputri di luar 
Ahlussunah wal Jama'ah. 

Suatu totalitas berorganisasi adalah suatubentuk antara PMII Putri dan 
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4) 


PMII Putra merupakan suatu garis pemisah yang terbatas dengan 
norma dan akidah-akidah agama suatu tuntutan mutlak yang 
memberikan tabir dan benteng ukuran moral dan waktu positif 
sehingga moral dan amalan syari'at Islam terjamin karenanya. 


TENTANG PARTISIPASI PMII PUTRI TERHADAP NEVEN-NEVEN 
ORGANISASI 


a) 


b) 


d) 


e) 


Sebagai organ yang memihak kepada ideologi partai maka neven 
organisasi yang berafiliasi terhadap partai adalah juga alat perjuangan 
yang senada, seirama, seiring, dan berdampingan dalam mencapai 
tujuan yang sama dan tujuan bersama. 

Sikap masa bodoh, sikap rendah diri, sikap penakut dan nerimo adalah 
suatu bentuk yang tidak seharusnya bagi anggota PMII Putri. Justru 
emansipasi wanita maka sifat-sifat kerendahan itu dapat dilenyapkan. 
Atas dasar tanggung jawab yang mendalam terhadap agama bangsa, 
dan revolusi, maka partisipasi terhadap neven-neven organisasi sebagai 
alat partai dan revolusi terutama organisasi wanita adalah kemutlakan 
yang tidak dapat dielakkan adanya. 

Usaha-usaha konkrit kearah itu dapat dilakukan ialah turut 
meningkatkan kemampuan dan daya perjuangan dalam berorganisasi 
khususnya terhadap Muslimat, Fatayat,IPPNU, baik dalam bidang 
politik, sosial ekononomi. Perkembangan kebudayaan, maupun dalam 
bidang-bidang yang lebih luas dengan didasarkan atas kondisi, tempat 
dan waktu sekarang. 

Secara konkrit ia akan mendarma baktikan dalam seluruh bentuk 
kehidupan, baikdalam bidang politik,sosiallekonomi, pendidikan 
maupun dalam perkembangankebudayaan. 

Suatu pembangkitan yang mesti dituntut lebih dahulu agar tidak 
menyimpang dalam norma-norma agama, revolusi dan kemasyarakat- 
an, adalah usaha mutlak untuk mempelajari hukum-hukum dan ajaran 
agama. Doktrin revolusi danpengetahuan masyarakatIndonesia. 


Dicetuskan pada Training Course 
Keputrian Pergerakan Mahasiswa IslamIndonesia(PMII) 
Tanggal 16 Februari1966 di Jakarta. 
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TRI SIKAP JAKARTA 


#& SIKAP BIDANG POLITIK 

a) Kapitalisme, Imperialisme dan segala bentuk manivestasinya yang 
merupakan penghisapan manusia atas manusia dan bangsa adalah 
nyata-nyatabertentangan dengan agama, dan mutlak harus 
dihapuskan. 
Mutlak bubarnya PKI dan ormas-ormasnya,sebagai hukuman 
revolusi yang adilterhadap gerakan kontra revolusioner G30 S/PKI 
telah digagaskan dan dilaksanakannya, yang nyata-nyata suatu 


& 


gerakan perebutan kekuasaan pemerintahan yang sah. 
c) Mutlak perlu meningkatkan kewaspadaan dan mencegah segara 
kemungkinan adanya kegiatangerilya politik oleh Neo PKI. 
Kewaspadaan dan pencegahan ini akan menjadi sempurna kalau 


1 


secara ideal ialahajaran-ajaran yang menjadi pegangan PKI dikikis 
habis. 

Adanyapartai-partai politik, organisasi-organisasi massa dan 
golongan-golongan yang ada sekarangini yang setia kepada 
Proklamasi 17 Agustus 1945 dan penyelesaian revolusi nasional, 
adalahmutlak perlu. 


e 


— 


4  SIKAPBIDANG EKONOMI 
a) Ketidakadilan dan ketidakmakmuran harus segera diubah menjadi 
keadilan dan kemakmuran.Suatu fakta, rakyat yang kekurangan dan 
kesulitan terlalu banyakjumlahnya. 
Berpegang pada prinsip berdikari, menolak bantuan-bantuan luar 
negeri yang mengikat, bersihkan pejabat-pejabat yang tidak mampu 
dan berwatak profetur. 
c) Modal domestik dan kegiatan perekonomiannyaharus diberi batasan 
diusahakandengan begitu rupa, sehingga tidak mencegah kegiatan 
perekonomian rakyat yang sepenuhnya untuk kepentingan nasional 


b 


— 


Indonesia. 

Massa aksi mahasiswa yang tergabung di dalam KAMI disamping 
massa aksi golongan lain, yang nyata-nyata berpihak pada rakyat 
adalah aksi-aksi yang benar dan perlu dipelihara. 


d 


— 


#& SIKAP KEBUDAYAAN 
a) Kebudayaan dengan segala cabang-cabangnya mutlak perlu 
dikembangkan dan tidak dapat dipisahkan dengan dakwah, politik 
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dan penyempurnaan kepribadian nasional. 


2 


Sikap a-priori terhadap penolakan kebudayaan dari luar adalah 
tidak dibenarkan. 
Pelaksanaan kegiatan kebudayaan dengan segala cabangnya untuk 


(e) 
— 


kebutuhan dakwah dan menyampaikan kebenaran melalui cara-cara 
yang lazim di dalam kesenian, haruslah mempunyai motif konkrit 
dan realistik dan bukannya abstrak. 


— 


Kebudayaan dan segala cabang-cabangnya haruslah mengandung 
nilai-nilai kebenaran ajaran agama, estetika, tinggi mutu dan punya 
sasaran. 

e) Seni posterseni drama dan pembentukan paduan-paduan 
suaraadalahrelatif lebih perlu dikembangkan dan diintensifkan, 
memiliki segi praktis yangbiasdilaksanakan dan tanpa mengabaikan 
cabang-cabang seni yang lain. 


Musyawarah Kerja Nasional I 
Jakarta 6-16 Februari 1996. 
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MEMORANDUM POLITIK 


#& SOAL INTERN 


1. 


na 


Sering Parta NU menyebut dirinyaseperti ketimun dankekuatan- 
kekuatan diluar dirinya sepertidurian.Tetapi bilamana potensi massa 
dijadikannya ukuran kekuatan. Secara rendah hati pula kita berkata 
bahwa "sesungguhnya kita bukan ketimun”. 

Sadar akan kekuatan massa yang berada dibawah partai, sidang dewan 
partai di Tugu tahun 1966 telahmenggariskan haluan yang wajar dan 
tidak luar biasa, yaitu yang pertama-tama partai harus percaya pada 
kekuatan sendiri dan mampu terus-menerus mengambil inisiatif. 

Partai NU mempunyai historis tertentu dalam pertumbuhannya, kondisi 
tertentu dan dengan sendirinya memerlukan bentuk organisasi tertentu 
di dalam gerak kehidupan sehari-hari.Struktur yangterdiri dari Syuriah 
dan Tanfidziyahsepenuhnya mencerminkan kondisitersebut. Oleh karena 
itu, tidak akan ada manfaatnya menambah atau merubah struktur 
organisasi dalam Partai NU. 

Sepenuhnya tepat apa yang ditegaskan oleh sidang dewan partai di 
Tugu, bahwa kebijaksanaan pimpinan partai di dalam langkah- 
langkahnya semasa Pra Gestapu dapat dipahami. Taraf penyelamatan 
partai telah berhasil dengan baik, sekarang tinggal menuju tarafke take- 
off.Berhubung dengan pimpinan diatas merupakan salah satu unsur 
mutlak yang menentukan maka kekompakan dan gerakan kolek 
merupakan salah satu unsur mutlak yang menentukan maka 
kekompakandangerakan kolektifmerupakan pulasyarat mutlak. 

Bilamana sidang partai di Tugu dapat memahami kebijaksanaan dalam 
artian politik. selama Pra Gestapu, tentu ini bukan berarti bahwa 
perseorangan yang salah dalam hal kejahatanekonomi termasuk juga 
"dipahami". Fakta menunjukkan banyak oknum partaiyang berpetualang 
ekonomi,oleh karena itu banyak mereka perlu ditertibkan. 

Partai telah memberikan ruang gerak yang cukup kepada ormas-ormas 
yang bernaung dibawahnya dalam urusan politik praktis. Ini suatu hal 
yang positif, oleh karena itu peningkatan peran mereka dalam segala 
kegiatan kepartaian. 


SOAL UMAT ISLAM 

Baik di masa Pra Gestapu, maupun sekarangpotensi kepemimpinan 
partai NU. Obyektif,wajar dan semestinya. Karenanya cara memandang 
persoalan umat Islarm khususnya didalam perjuangan politik kondisi 
yang wajar itu harus dijadikan titik tolak. 

Menyangkut persoalan ukhuwah Islamiyah perludipunyai ukuran- 
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ukuran yang praktis.Yakni dengan titik tolak kepemimpinan yang 
obyektif dan kebersamaan yang konkrit. 

Gagasan fusi di titik dari sudut obyektif adalah tidak praktis.Yang 
terpokok dan realistis adalah mengatur kemana langkah dan sikap 
dalam satu wadah bentuk federasi. 

Dengan memperkuat partai, meluaskan pengaruh dalam massacita-cita 
“persatuan umatlslam" akan tepat sampai pada tujuannya. 


SOALMENEGAKKAN KONSTITUSI DAN HUKUM 

Masalah menegakkan konstitusi dan hukum merupakan masalah yang 
bersifat permanen dan berlaku terus-menerus tidak semata-mata 
dihubungkan dengan keadaan tertentu atau keperluan tertentu. 
Hubungan dengan situasi sekarang, maka situasi konfrik ini (pada tahun 
1967 dilndonesia terjadi Dwi Kepemimpinan yang saling bertolak 
belakang, yakni antara Presiden Soekarno sebagai Presiden yang syah 
namun kedudukannya mulai dituntut untuk mundur oleh karena dugaan 
keterlibatannya dan ketidak  tegasannya dalam menghadapi 
pemberontakan G 30 S / PKI) harus dibersihkan melalui forum yang 
ditunjuk oleh konstitusi, yakni MPRS. Presiden Soekarno wajib 
mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya di depan forum itu, 
Majelis dapat dan berhak mengambil keputusan-keputusannya yang 
berhubungan dengan jabatan kepresidenan. 

Bilamana situasi konflik yang terpusat pada diri Bung Karno itu sudah 
diselesaikan oleh forum MPRS, maka terjadi kewajiban kita untuk terus 
menyempurnakan tegaknya demokrasi, konstitusi dan hukum yang 
merupakan tujuan pokok pembinaan orde baru dapat tercapai. 


SOAL PEMILIHANUMUM 

Kadar.demokrasi pada suatu negara ditentukan oreh pelaksanaan 
Pemilihan Umum. Tidak ada pemilihan umumberarti tidak ada 
demokrasi. 

Pemilihan umum harus dilaksanakan dengan waktu yang tepat dan cara- 
cara yang tepat pula. Hal bisa dimungkinkan bilamanaUU yang 
mengaturnya bersifatdemokratis. 

Diperlukan sikap serius terhadap rancangan UU pemilihan umum, 
rancangan itu belum sepenuhnya demokratis, masih adanya 
pengangkatan, kurang percaya kepadapartai dan pembagian wilayah 
pemilihan yang tidak cocok dengan sifat negara kesatuan. 


SOAL EKONOMI 
Demokrasi ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam ketetapan MPRS 


346 


- 


wajib dipertahankan dan dilaksanakan. 

Konstitusi ormas-ormas partai bahwa APBN 1967 belum meyakinkan 
jelas mengandung kebenaran. Minimnyaanggaran untuk bidang agama 
dan pendidikan, meningkatnya anggaran untuk bidang-bidang yang 
tidak dikenal di dalam UUD 1945serta minimnya anggaran 
pembangunan dan terjadinya kenaikan harga dan tarif angkutan akan 
lebih memberatkan rakyat. 

Kebutuhan akan bantuan modal asing tidak mesti harus mengorbankan 
martabat, mengabaikan kemampuan sendiri, menganak tirikan swasta 
nasional, apalagi tunduk kepada persyaratan-persyaratan politik. 

Untuk mencegah "ganda fungsi" yang hasilnya tidak efisien dan kacau, 
maka lembaga-lembaga yang tidak dikenal di dalam UUD dan 
mencampuri laru lintas ekonomi seperti KOLOGNAS harus ditiadakan. 
Segala macam kekayaan hasil sitaan petualangan-petualangan politik dan 
ekonomi orde lama dapat dipertanggung jawabkan dan dinyatakan 
sebagai milik negara. 

Harus terus menerus dicegah timburnya borjuis orde baru, kaum profetur 
dan politikus-politikus salon menggunakan masa transisi ini untuk 
kepentingan pribadi. 

Prinsip "Indonesia First" harus ditegakkan di bidang ekonomi, kegiatan 
ekonomi saling harus dibatasi agar kepentingan bangsa tetap terjamin. 
Khusus dalam hubungan partai, perlu direalisasikan dan diintensifkan 
rencana pembentukan"Panitia Verifikasi'yang bertugas menetapkan 
secara persis kekayaan yang diperoleh orang per orang atas nama partai 
atau karena partai. 


SOAL LUAR NEGERI 

Penolakan terhadap politik "kemercusuaran" yang snobis dan chaufinistik 
tidaklah harus diartikan bahwa barisan pimpinan dalam konstalasi dunia 
pada umumnya dan Asia-Afrika pada khususnya. 

Penggalangan solidaritas Islam Asia-Afrika dalam bentuk OIAA, sesuai 
dengan jiwa keinginan "pernyataan Yogyakarta" pada prinsipnya telah 
berjalan dengan baik. 

Merombak soal kepengurusan luar negeri dalam struktur Pengurus Besar 
partai dari "urusan penempatan tenaga" menjadi lebih bersifat luas dan 
politik. 


Kongres III Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
Di Malang tanggal 7-11 Februari 1967. 
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DEKLARASI MURNAJATI 


Bismillahirrahmanirrahim 
"Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang dititahkan kepada manusia 
untuk memerintahkan kebaikan dan mencegah perbuatan yang munkar”. (Al 
Our'an) 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insyaf dan yakin serta 
tanggung jawab akan masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera selaku 
penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia dengan 
pembangunan material dan spiritual, bertekad untuk mempersiapkan dan 
mengembangkan diri sebaik-baiknya. 

Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak memerlukan insan- 
insan Indonesia yang memiliki pribadi luhur, tagwa kepada Ailah SWT, 
berilmu dan cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu 
pengetahuannya. 

Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia selaku generasi muda 
sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggung jawab bagi berhasirnya 
pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. 

Bahwa perjuangan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan idealisme sesuai dengan jiwa 
Deklarasi Tawangmangu menurut berkembangnya sifat-sifat kreatif, 
keterbukaan dalam sikap dan pembinaan rasa tanggung jawab. 

Berdasarkan pertimbangan diatas maka Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia serta dengan memohon rahmat Allah SWT dengan ini menyatakan 
diri sebagai ORGANISASI INDEPENDEN yang tidak terikat dalam sikap 
dan tindakannya kepada siapapun dan hanya komited dengan perjuangan 
organisasi dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan Pancasila. 


MUBES PMII III 
Murnajati-Malang, 14 Juli 1972 
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TIM PERUMUS DEKLARASI MURNAJATI 


Umar Basalim (Bandung) 
Madjidi (Bandung) 
Slamet Effendi Yusuf (Yogyakarta) 
Man Muhammad Iskandar (Bandung) 
Chorunnisa Yafizham (Medan) 
Tatik Farikhah (Surabaya) 
Ryman Idrus 
Muis Kabri (Malang) 
LAGU DEKLARASI 


Deklarasi Murnajati sebagai ketetapan 
Kini PMII telah menjadi Independen 
Di arena ini kita pupuk persatuan 
Demi cita-cita perjuangan nasional. 
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MANIFESTO INDEPENDENSI PMII 
Bismillaahirrahmanirrahim 


Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia insyaf dan yakin akan 
tanggung jawabnya terhadap masa depan kehidupan bangsa yang sejahtera 
selaku penerus perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan Indonesia 
dengan pembangunan materil dan spirituil bertekad mempersiapkan dan 
mengembangkan diri sebaik-baiknya. 

Bahwa pembangunan dan pembaharuan mutlak memerlukan insan 
Indonesia yanng memiliki pribadi luhur, tagwa kepada Allah, berilmu dan 
cakap serta tanggungjawab: dalam mengamalkan ilmu pengetahuannya. 

Bahwa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, selaku generasi muda 
Indonesia sadar akan peranannya untuk ikut serta bertanggung jawab bagi 
berhasilnya pembangunan yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh 
rakyat. 

Bahwa pada dasarnya pengisian kemerdekaan adalah kegiatan yang 
didukung oleh kemampuan intelektual manusiawi dengan sosialisasi ilmu 
kedalam sikap kultural guna mengangkat martabat dan derajat bangsa. 

Bahwa pada hakekatnya independensi sebagaimana telah di 
Deklarasikan di Murnajati adalah merupakan manivestasi kesadaran 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang meyakinkan sepenuhnya 
terhadap tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan berfikir dan pembangunan 
kreativitas yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam. 

Bahwa independensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
dimaksudkan dalam rangka mendinamisir dan mengembangkan potensi 
kultur yang bersumber dari penghayatan nilai-nilai ajaran Islam untuk 
terbentuknya Muslim yang berbudi luhur dan bertagwa kepada Allah, 
berilmu dan cakap serta tanggung jawab dalam mengamalkan ilmu 
pengetahuannya. 

Bahwa pengembangan sifat-sifat kreatif, keterbukaan dalam bersikap 
serta pembinaan rasa tanggung jawab sebagai dinamika pergerakan, 
dilakukan dengan bermoral dan bersifat manusiawi serta didorong oleh 
moralitas untuk memperjuangkan pergerakan dan cita-cita perjuangan 
nasional yang berlandaskan Pancasila. 

Bahwa dengan independensi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
tersedia adanya kemungkinan-kemungkinan alternatif yang lebih lengkap 
lagi bagi cita-cita perjuangan organisasi yang berlandaskan Islam yang 
berhaluan Ahlussunah wal Jama'ah. 


Medan Kongres V PMII 
Ciloto, 28 Desember 1973. 
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POLA-POLA KEPEMIMPINAN 


Pola kepemimpinan organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
harus menjamin terlaksananya cita-cita perjuangan organisasi dengan dijiwai 
oleh isi: Deklarasi Murnajati. 

Konsekuensi dari pendirian tersebut di atas menuntut 
dikembangkannya pola-pola kepemimpinan yang bersifat kerakyatan 
dengan berorientasikan kepada masalah-masalah kemahasiswaan, kampus 
dan pembangunan bangsa. Oleh karenanya diperlukan pimpinan-pimpinan 
organisasi yang memiliki ciri-ciri kemahasiswaan seperti sifat dinamis, 
kreatif, responsif dan peka terhadap problem-problem kemasyarakatan. 
Demikian juga pemahaman sepenuhnya terhadap azas sifat dan tujuan PMII 
serta kemampuan manajerial leadership menjadi tuntutan mutlak bagi 
kepemimpinan PMII. 

Maka oleh karenanya PMII yang independen harus menjauhkan 
seluruh kemungkinan yang akan mengurangi arti dari independensi, seperti, 
perangkapan jabatan, pengurus PMII dengan pengurus partai atau 
organisasi lain, atau menjadi wakil suatu organisasi lain pada badan-badan 
legislatif. 


Medan Kongres V PMII 
Ciloto, 28 Desember 1973. 
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APPEAL (SERUAN) CILOTO 


Bahwa pada hakekatnya perjuangan bangsa Indonesia untuk 
menciptakan kehidupan yang layak sebagai suatu bangsa yang 
merdeka, terbelenggu oleh suatu kultur yang diciptakan oleh orde 
lama. 

Bahwa untuk lepas dari belenggu keterbelakangan sebagai akibat 
kultur tersebut perlu tampilnya orde lain sebagai alternatif. 

Bahwa menentukan alternatif sebagaimana dimaksud, merupakan 
suatu perjuangan yang minta banyak pengorbanan. 

Sejarah mencatat bahwa perjuangan panjang demi tegaknya suatu 
orde adalah didukung oleh berbagai kekuatan. 

Bahwa peranan H.M. Subchan ZE dalam proses perjuangan panjang 
dalam menentukan alternatif tersebut adalah merupakan kenyataan 
sejarah pula. 

Bahwa penghormatan kepada pendahulu yang telah meletakkan 
dasar-dasar suatu sistem yang lebih baik, adalah merupakan 
kepribadian nasional yang karakteristik. 

Maka oleh karenanya Kongres V PMII meng appeal Presiden Republik 
Indonesia untuk menetapkan H.M. Subchan ZE sebagai pahlawan 
nasional. 


Medan Kongres V PMII 
Ciloto, 28 Desember 1973. 
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Menimbang : 


Mendengar 
Memperhatikan 


Mengingat: 


Memutuskan 


PERNYATAAN CILOTO 
Bismilahirrahmanirrahim 


Bahwa dirasakan perlu adanya usaha-usaha 
konsolidasi Corp PMII Putri (COPRI) untuk 
meningkatkan peranan warga putri PMII dalan 
menjunjung tujuan PMII. 

Bahwa untuk itu perlu diadakan pertemuan yang 
bersifat nasional yang dihadiri oleh pimpinan 
cabang seluruh Indonesia 


Saran-saran pendapat dan usul-usul dalam 
pemandangan umum Kongres V PMII di Citoto 
tanggal 23-2g Desember 1973. 

Musyawarah antar pimpinan cabang Copri Haya, 
Bandung, Ciputat, Cianjur, Yogyakarta, Wates, Solo, 
pasuruan dan Jambi. 


Anggara Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMII 
(AD/ART PMII) 
Panca Norma PMII (Copri) 


Mengusulkan diadakannya Musyawarah Besar 
(Mubes) Copri dalam waktu sesingkat-singkatnya 
dengan limit waktu selambat- lambatnya enam 
bulan setelah pernyataan ini. 

Menuntut pertanggungjawaban PP Kopri periode 
tgl 1970-1973 tentang kebijaksanaan organisasi dan 
administrasi serta perkembangan Copri hingga 
dewasa ini. Demikian pernyataan ini kami buat 
sebagai manivestasi pertanggung jawaban kami 
terhadap kelangsungan hidup Copri masa yang 
akan datang. Kami berharap PP Kopri memper- 
hatikan dan mengindahkan pernyataan ini dengan 
sebaik-baiknya. 


Wabillahit Taufig wal Hidayah 


Medan Kongres V PMII 
Ciloto, 28 Desember 1973. 
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POKOK-POKOK PIKIRAN CILOTO 


Bismilahirrahmanirrahim 


Sadar akan tanggung jawab PMII sebagai komponen generasi muda 


dalam memperjuangkan terciptanya kehidupan bangsa dan negara yang 
lebih sempurna, maka Kongres V PMII yang berlangsung pada tanggal 23-28 
Desember 1973 di Ciloto Puncak. mengemukakan pokok-pokok pikiran 
sebagai berikut: 


A. POLITIK 

1. Pembinaan demokrasi hendaknya dimulai dengan meletakkan 
landasan kostitusional. 

2. Perombakan struktur politik yang selama ini dilaksanakan oleh 
pemerintah belum sepenuhnya mencerminkan azas-azas yang 
terkandung dalam UUD 1945. 

3. Pengembangan kekuatan politik di dalam masyarakat hendaknya 
dilaksanakan secara natural. 

4. Pembinaan komunikasi aparatur pemerintah hendaknya dilaksanakan 
dengar lancar, baik vertikal maupun horizontal. 

5. Segala usaha yang tertuju pada usaha peningkatan taraf hidup rakyat 
banyak dikembangkan dengan menyingkirkan  hambatan- 
hambatannya. 

6. Bantuan pemerintah Indonesia kepada negara-negara Arab perlu 
ditingkatkan dalam bentuk-bentuk yang lebih konkrit sesuai dengan 
tahap-tahap perjuangan mereka. 

7. Pengalaman kekuatan umat Islam se-dunia perlu dimanifestasikan 


dalam bentuk yang lebih konkrit dan efektif. 


B. EKONOMI 


1. 


2: 


Modal asing hendaknya memperluas lapangan kerja bagi pribumi dan 
bukan sebaliknya. 

Perlu disiapkan infrastruktur materil, personil dan finansial untuk 
mengerahkan dan memanfaatkan modal asing komplementer 
tersebut. 

Perlu adanya penyempurnaan UU penanaman modal asing, dan 
kontrol yang ketat terhadap pelaksanaannya sehingga terjamin 
adanya proteksi industri dalam negeri. 

Hendaknya diciptakan prosedur yang sederhana terhadap bantuan 
ekonomi kepada golongan pribumi baik berupa sistem perkreditan, 
sistem latihan dan penyuluhan serta layanan konsultasi di bidang 
organisasi dan pemasaran. 
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5. 


Perlindungan bagi pengusaha pengecer pribumi di pelosok-pelosok 
daerah TK II ke bawah mendapat perhatian. Oleh karenanya tetap 
dirasa perlu untuk memperlakukan kembali PP. No.19/1959 atau 
mengintrodusir peraturan baru yang senada dengan itu. 


C. SOSIAL BUDAYA 


1. 


10. 


Pengerahan Pelita II hendaknya dilakukan secara integral dengan 
memberikan porsi pembangunan non ekonomi secara seimbang. 
Penyebaran proyek-proyek padat karya ke daerah-daerah luar Jawa 
perlu ditingkatkan untuk menjunjung pelaksanaan transmigrasi. 
Hendaknya usaha-usaha BUTSI/TKS ditingkatkan menambah 
anggaran pada Pelita II. 

Perlu ditingkatkan usaha pengawasan terhadap pelaksanaan UU 
perburuhan, khususnya tentang penggunaan tenaga anak-anak dan 
wanita. 

Penggunaan tanah rakyat untuk lokasi industri dan perkebunan harus 
mempertimbangkan faktor utama pencaharian pemilik tanah, 
lingkungan yang sehat untuk pendidikan serta ganti rugi yang wajar. 
Pemilihan "Ratu-ratuan" yang diharapkan menjunjung perkembangan 
kepariwisataan di negara kita ternyata merusak image dan martabat 
wanita Indonesia. Maka oleh karenanya pemilihan-pemilihan 
demikian seyogyanya diarahkan pada pembinaan kepribadian 
nasional yang karakteristik. 

Dekadensi moral di kalangan generasi maupun pada hakekatnya 
adalah merupakan ancaman terhadap tercapainya pembangunan 
nasional yang integral, terutama menyangkut pembangunan 
manusianya. Maka oleh karenanya penanggulangannya adalah 
merupakan kepentingan semua pihak, baik pemerintah maupun 
masyarakat, secara sendiri-sendiri atau kelompok. 

Keterbukaan sikap pemerintah terhadap masuknya kebudayaan asing 
merupakan segala macam bentuk dekadensi moral, oleh karena sikap 
tersebut perlu ditinjau kembali. 

Penanggulangan secara preventif dan kuratif hendaknya diarahkan 
kepada pembatasan bahan bacaan, film-film dan media lainnya 
yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. 

Pelarangan terhadap segala bentuk judi yang pernah diidentifikasikan 
dengan G 30 S/ PKI pertu diaktifkan kembali. 


D. PENDIDIKAN 


1. 


Bahwa kepincangan dalam masyarakat Indonesia sebagian besar 
disebabkan oleh sistem pendidikan yang tidak sesuai dengan 
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kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya usaha yang tertuju kepada 
pambaharuan sistem pendidikan di Indonesia perlu dikembangkan. 

2. Sekolah pembangunan dalam bentuknya sekarang hendaknya bukan 
merupakan sekolah yang mahal bagi masyarakat sehingga tidak 
menimbulkan diskriminasi dalam dunia pendidikan. 

3. Pelaksanaan sistem pendidikan komprehensif di bidang teknik dan 
peralatan hendaknya selaras dengan tingkat kemajuan teknik bangsa 
Indonesia yang rill. 

4. Perlu adanya peraturan dan pengembalian bantuan asing kepada 
lembaga pendidikan swasta Indonesia dengan menitik beratkan 
kepada perguruan tinggi sehingga tidak menimbulkan komplikasi 
sosial. 

5. Masih dirasa perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap 
peraturan-peraturan yang menyangkut sumbangan-sumbangan 
pendidikan di luar SPP. 

6. Bahwa pesantren sebagai salah satu sistem pendidikan Islam di 
Indonesia merupakan satu kenyataan. Untuk memenuhi kebutuhan 
pendidikan masyarakat Islam pada tingkat sekarang ini, perlu adanya 
pendinamisan. Usaha-usaha modernisasi pensantren yang di 
Introdusir oleh Menteri Agama sama sekali tidak mengenai 
sasarannya. 

7. Pembanguan manusia Indonesia seutuhnya — memerlukan 
keseimbangan antara unsur-unsur intelektual, skill dan spiritual. 
Karenanya keseimbangan ini wajar dimanifestasikan dalam 
perimbangan yang wajar antara fakta umum, keterampiian dan 
agama dalam kurikulum. 

8. Mahasiswa sebagai salah satu unsur dan Tri Civitas Akademika yang 
langsung berkepentingan terhadap semua kegiatan perguruan tinggi, 
sebagai tempat pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlu 
diikutsertakan dalam setiap proses decision making. 

9. Jaminan terhadap adanya kebebasan mimbar di perguruan tinggi 
perlu direalisir secara konsekuen dengan menyingkirkan jauh-jauh 
segala macam bentuk kecurigaan dari manapun. 


E. HUKUM 
1. Perlu segera diwujudkan kodifiksi hukum nasional yang menyangkut 
masalah masalah pidana, perdata dan dagang sekaligus diikuti 
dengan penggarapan UU organik sebagai pelaksanaan dari UU pokok 
kehakiman, UU kejaksaan dan UU pokok kepolisian. 
2. Perlu segera diciptakan administrasi sebagai sarana perlindungan 
hukum warga negara dari segala macam penyalahgunaan kekuasaan 
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oleh para pejabat pemerintah. 

3. Untuk lebih menjamin hak azasi warga negara, hendaknya 
diusahakan agar terdakwa dapat didampingi oleh seorang penasehat 
hukum sejak dalan pengusutan dan merealisir adanya lembaga 
bantuan hukum (LBH) di daerah-daerah. 


F. KEAMANAN DAN KETERTIBAN NASIONAL 

1. Gangguan keamanan dan ketertiban adalah merupakan problem yang 
kompleks, maka oleh karenanya usaha-usaha penanggulangannya 
harus didasarkan atas multi approach. 

2. Penggunaan security approach, semata-mata hanyalah efektif apabila 
disesuaikan denga proporsinya. 

3. Toleransi agama hendaknya dilaksanakan secara adil dan dan oleh 
semua pihak dengan menghindarkan praktek-praktek penyebaran 
agama secara paksa kepada pemeluk agama lain serta mengekspolitir 
kemiskinan rakyat, keguncangan yang timbul akibat hal ini memberi 
peluang kepada bahaya laten PKI. Pembuatan jalan sepanjang 
perbatasan Kalimantan Barat perlu mendapatkan prioritas sebagai 
salah satu cara komunikasi demi efektifnya penumpasan sisa-sisa 
PGRS / PARAKU. 


Medan Kongres V PMII 
Ciloto, 28 Desember 1973. 
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POKOK-POKOK PIKIRAN TENTANG PEMILU 


1. Pemilu bagi warga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia merupakan 
peristiwa penting dan dihormati yang pelaksanannya harus mampu 
mencerminkan sepenuhnya aspirasi rakyat Indonesia. 

2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berpendapat bahwa pemilu 
adalah sarana untuk menciptakan satu sistem kenegaraan dengan 
sebuah pemerintahan, ialah suatu negara hukum yang demokratis. 
Karena itu pemilu 1977 harus mampu berdiri diatas prinsip-prinsip 
tersebut di atas dengan melaksanakan aturan permainan yang telah 
disepakati. 

3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia memandang bahwa fungsi 
pemilu harus betul-betul dihayati sebagai suatu keseimbangan antara 
sarana sosialisasi poltik, sarana demokratisasi dan sarana legitimasi. 
Sarana sosialisasi politik yakni mejadikan pemilu sebagai wadah 
pendidikan politik bagi warga negara Indonesia. Sehingga mereka 
mampu menjadi warga negara yang baik yang memahami hak dan 
kewajibannya. Sarana demokratisasi yakni sebagai wadah penyaluran 
kehendak yang sebenarnya dari bangsa Indonesia. Sedangkan sarana 
legitimasi yakni proses pemberian kekuasaan yang syah bagi kekuatan 
yang memperoleh kemenangan dalam pemilu. 

4. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia akan berpartisipasi dalam pemilu 
1977 dengan menguatkan tujuan-tujuan luhurnya daripada pencapaian 
kemenangan-kemenangan yang praktis dari sementara serta mampu 
mewjudkan proses regenerasi kepemimpinan bangsa. 


Musyawarah Kerja Nasional III 
Bandung 1-5 Mei 1976 
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PENEGASAN CIBOGO 
Bismilahirrahmanirrahim 


Bahwa independensi PMII merupakan sikap organissi yang menjadi 
ketetapan Kongres V tahun 1973 sebagai pengukuhan terhadap "Deklarasi 
Murnajati" yang dicetuskan dalam Mubes III, pada tanggal 14 Juli 1972 di 
Murnajati, Malang, Jawa Timur. 

Bahwa independensi PMII merupakan manivestasi dari kesadaran 
organisasi terhadap tuntutan kemandirian, kepeloporan dan kebebasan 
berfikir dan berkreasi, serta tanggung jawab sebagai kader umat dan bangsa. 

Bahwa independensi PMII merupakan upaya merespon pembangunan 
dan modernitas bangsa, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan moral 
serta idealisme yang dijiwai oleh ajaran Islam Ahlussunah wal Jama'ah. 

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengurus Besar PMII Periode 
1989-1991, setelah melakukan kajian kritis dan dengan memohon rahmat 
Allah SWT, menegaskan kembali bahwa: 

"PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA ADALAH 
ORGANISASI INDEPENDEN YANG TIDAK TERIKAT DALAM 
SIKAP DAN PERJUANGAN ORGANISASI DAN CITA-CITA 
PERJUANGAN NASIONAL YANG BERLANDASKAN PANCASILA 
DAN AKAN TERUS  MENGAKTUALISASIKAN DALAM 
KEHIDUPAN BERORGANISASI, BERMASYARAKAT, BERBANGSA 
DAN BERNEGARA". 


Wallahul Muwafig Ilaa Agwaith Tharig 


Medan Rapat PB PMII 
Cibogo, 8 Oktober 1989. 
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POKOK POKOK PIKIRAN 
MUBES IV PMII 


Pengantar 

Semenjak didirikannya PMII pada tanggal 17 April 1960 hingga dewasa ini, 
keberadaannya tidak pernah terlepas dengan pembinaan dan pembangunan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehadiran PMII merupakan 
panggilan suci dalam upaya mendewasakan pola partisipasi organisasi 
terhadap masalah-masalah dan perkembangan yang dihadapi oleh agama 
Islam, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Bentuk partisipasi tersebut 
diwujudkan melalui komitmennya untuk meraih tujuan yang telah 
ditetapkan yaitu "terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang berbudi 
luhur' berilmu dan bertakwa kepada Ailah swr, cakap serta bertanggung 
jawab daram mengamalkan ilmu pengetahuannya'. 

Semenjak berdirinya, PMII selalu insyaf dan sadar bahwa 
keberadaannya tidak bisa lepas dengan kondisi geografis di mana organisasi 
berada. Karena itulah di dalam usianya yang mencapai 30 tahun ini PMII 
ingin memantapkan peranannya dalam mengkristalkan paham ke-Islaman 
dan ke-Indonesiaan dalam totalitas terpadu yang tidak dapat dipisah- 
pisahkan. paham kebangsaan / ke-Indonesiaan hendaknya menjadi wahana 
geografis yang dapat menyuburkan dan mengembangkan paham ke- 
Islaman, sebaliknye paham ke-Islaman juga dapat dijadikan landasan 
penyiraman alam yang segar untuk mengokohkan paham kebangsaan yang 
berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan semakin dewasanya 
usia, PMII sadar betul akan keinginannya untuk meningkatkan kedewasaan 
dalam berpartisipasi. Kedewasaan partisipasi ini akan diwujudkan baik 
daram pora sumbangan pemikiran maupun penyiapan sumber daya 
manusia perilaku nyata dalam pembangunan nasional. Partisipasi secara 
kritis, korektif dan konstruktif yang dilandasi dengan penuh kejujuran, 
keadilan dan itikad baik akan selalu menjadi model PMII, karena itu PMII 
akan selalu hadir dalam perhelaian dan akan selalu berusaha untuk 
menyelesaikan setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan serta 
segala bentuk permasalahan lainnya yang dihadapi oleh negara Indonesia. 

PMII mencatat dan menilai, bahwa pembangunan nasional yang 
menjadi obsesi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia telah 
menunjukkan perkembangan dan kemajuan. Namun bersama dengan itu 
masih terdapat pula kelemahan, kekurangan dan ketidaktepatan dalam 
menentukan kebijakan yang pada akhirnya menghadirkan dampak negatif. 
Pembangunan nasional yang berhakikat pembangunan manusia 
pembangunan seruruh masyarakat Indonesia masih jauh daripada yang 
dicita-citakan. 
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Oleh karena itu dengan niatan dan itikad tulus ikhlas yang 
disemangati oleh keterpaduan wawasan ke-Islaman dan kebangsaan/ke- 
Indonesiaan, PMII melalui Mubes IV hendak menyampaikan pokok-pokok 
pikiran yang menjadi titik tekan dan perhatian PMII sebagai berikut: 

A. BIDANG AGAMA DAN MORAL 

1. PMII mencatat dan menilai keberhasilan pembangunan fisik yang 
menitik beratkan pada sektor ekonomi ternyata membawa dampak 
negatif , kemerosotan moral dan kepribadian masyarakat Indonesia. 
Dampak yang nyata adalah mulai terlihatnya adanya orientasi 
manusia Indonesia terhadap kepentingan ekonomi / materi yang 
bersifat duniawi, hal ini menyangkut mulai munculnya kelemahan 
ikatan persaudaraan sesama manusia serta kelemahan ikatan moral 
terhadap agama. Oleh karena itu PMII berharap agar pemerintah 
mancari jalan keluarnya tanpa menghilangkan azas kemajuan / 
modernisasi dan perkembangan. Jika dampak demikian tidak 
dicarikan jalan keluarnya, maka pada jangka panjang tujuan 
pembangunan nasional itu sendiri tidak akan tercapai. Agama 
merupakan sumber moral yang harus ditempatkan secara 
proporsional dalam proses pembangunan, agama hendaknya menjadi 
pembimbing, penyejuk dan penentu arah pembangunan. 

2. Bagi PMII, agama Islam adalah menempati kedudukan tertinggi 
dalam segala aspek nilai dan kehidupan di dunia dan akhirat. Karena 
itu PMII sadar dan insyaf bahwa dalam segala pola pikir, pola sikap 
dan pola prilaku, agama Islam merupakan paradigma yang 
membimbing dan mengarahkannya, termasuk dalam kerangka 
berpartisipasi di negara Pancasila. Islam dan Pancasila bagi PMII tidak 
boleh dikorbankan demi pembangunan dan kemajuan/modernisasi. 
Lebih jauh PMII berharap hendaknya hendaknya agama Islam 
dijadikan penyiaran dan penyejuk serta penyubur pembangunan dan 
kemajuan itu sendiri. Dengan memegang teguh moral,/etika agama 
Islam dapat menumbuhkan tingkat partisipasi umat Islam dalam 
proses pembangunan. Dalam kesempatan ini PMII tetap konsisten 
menganut ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama'ah. Dalam kerangka itu 
PMII siap menjadi lembaga dan sumber daya manusia alternative bagi 
pengembangan dan pemikiran Islam di Indonesia. 

3. Merosotnya mental, moral dan etika serta ikatan keagamaan di 
kalangan muda dewasa ini yang berindikasi pada meningkatnya 
kenakalan remaja, sadisme brutalisme, dan narkotisme diantaranya 
disebabkan oleh mulai munculnya budaya permisifinees dan masuknya 
kebudayaan asing ke Indonesia secara bebas. Oleh karena itu PMII 
berharap dan meminta agar pemerintah lebih selektif dalam 


361 


menyaring masuknya budaya asing, terutama melalui film, 
penayangan TVRI, RCTI, SCTV dan parabola serta buku-buku bacaan 
dari luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa 
Indonesia. Untuk menyelesaikan masalah tersebut PMII mengusulkan 
agar dilakukan oleh semua pihak untuk mengadakan penyegaran 
pemahaman Pancasila, serta terhadap pemahaman agamanya masing- 
masing. Pendidikan agama di seluruh tingkat/jenjang pendidikan 
formal hendaknya tetap diteruskan dan diapresiasikan terhadap 
upaya internalisasi bagi anak didik. Selain itu, di segala pertunjukan, 
hiburan seperti diskotik, panti pijat dan sebaginya agar secepatnya 
ditertibkan. Karena PMII menilai merosotnya moral, mental dan 
kepribadian generasi muda dan remaja salah satunya oleh hal ini. 
Tetapi PMII juga sadar betul bahwa penyelesaian dan pencarian jalan 
keluar tersebut bukanlah hanya tanggung jawab pemerintah belaka, 
melainkan juga tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia dan 
seluruh lembaga-lembaga sosial keagamaan. 

4. PMII mencatat dan menilai bahwa pola pikir dan pola sikap 
menerabas dan spekulatif dewasa ini berkembang dengan pesat. 
Menurut PMII diantaranya disebabkan oleh kebijakan SDSB 
(Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), oleh karena itu PMII 
berpendapat agar kebijakan SDSB tersebut dicabut dan dicarikan jalan 
keluar sebagai penggantinya, karena kebijakan tersebut bertentangan 
dengan nilai-nilai Pancasila, moral dan semua agama. Perilaku ilusif 
dan spekulatif tersebut jika dibiarkan akan menjadi sikap budaya 
bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan menghadirkan 
kemerosotan dan kemunduran kebudayaan dan peradaban bangsa 
Indonesia. 


B. BIDANG POLITIK 
1. PMII mencatat dan menilai bahwa pembangunan politik yang 
dilakukan oleh pemerintah telah menunjukkan keberhasilan dalam 
menata kehidupan dan kelembagaan politik, hal ini terbukti dengan 
mantapnya kelembagaan politik serta penyeragaman azas Pancasila 
bagi seluruh orpol dan ormas sehingga terwujud adanya stabilitas 
politik dan keamanan yang mantap. Namun demikian keberhasilan di 
bidang ini, belum disertai dengan keberhasilan di bidang 
pendewasaan partisipasi dan budaya politik masyarakat Indonesia. 
Lembaga-lembaga politik masih sekedar menjalankan rutinitas 
demokrasi yang belum dapat memerankan dirinya sebagai agen-agen 
pendidikan politik yang sehat dan dinamis. Oleh karena itu PMII 
menghimbau agar peran lembaga/organisasi politik ditingkatkan 


362 


dalam mendewasakan politik di kalangan masyarakat, tentunya 
upaya demikian ditunjang oleh sistem politik yang representatif. 
Dalam kerangka tersebut intervensi pemerintah terhadap orpol dan 
ormas hendaknya dikendurkan dan sebaliknya bagi orpol dan ormas 
itu sendiri harus selalu berusaha untuk mendewasakan diri dan 
independen/mandiri. 

. Dengan meningkatnya taraf hidup/kesejahteraan dan pendidikan 
masyarakat, secara otomatis kebutuhan dan keinginan/aspirasipun 
juga meningkat. Karena itu demokratisasi dan keterbukaan politik 
merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditinggalkan. 
Demokratisasi berarti membutuhkan adanya kebebasan berfikir dan 
bertindak, kesiapan mental untuk berbeda pendapat yang dilandasi 
oleh kedewasaan politik baik pada tingkat pemerintahan maupun 
masyarakat, dan pada tingkat suprastruktur politik maupun pada 
tingkat infrastruktur. Karena itu PMII berharap agar ingin demokrasi 
dan keterbukaan politik yang dihembuskan oleh pemerintah tersebut 
hendaknya menjadi kenyataan. Demokratisasi dan keterbukaan 
politik jangan hanya dijadikan sebagai alat percobaan untuk 
mengetahui arah aspirasi masyarakat, tetapi demokratisasi dan 
keterbukaan politik hendaknya memang betul-betul merupakan 
political will walau itikad baik pemerintah dalam upaya 
memantapkan dan mendewasakan kehidupan politik demokrasi 
pancasila. 

Demokrasi dan keterbukaan politik tersebut hanya dapat dilakukan 
bila terjadi komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan 
masyarakat dan antara suprastruktur politik dengan infrastruktur 
politik. Komunikasi politik yang berasal dari atas (top down) akan 
berdampak mematikan terhadap kreatifitas masyarakat, mem- 
butuhkan dinamisasi yang pada jangka panjangnya akan 
melahirkan pola sikap apatisme, dan stabilitas politik yang semu. 
Karena itu PMII berharap komunikasi politik dari bawah 
hendaknya dijadikan model politik alternatif dan penyempurnaan 
komunikasi politik. Komunikasi politik timbal balik yang 
dilakukan dengan benar akan me-numbuhkan dan mendewasakan 
sosialisasi dan pendidikan politik yang pada akhirnya akan 
mendewasakan atau mematangkan budaya politik masyarakat 
indonesia. 

. Salah satu implementasi demokrasi dan keterbukaan politik adalah 
dilaksanakannya mekanisme rekruitmen politik yang sehat, dinamis 
dan teratur. Karena itu PMII berharap agar proses rekrutmen 
kepemimpinan di segala stratifikasi hendaknya pola yang men- 
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dasarkan pada ikatan primordialisme, etnis dan kelompok/golongan 
tertentu ditinggalkan) sebaliknya harus diupayakan cara yang 
menekankan pada kapabilitas dan kualitas individu calon pemimpin, 
yang tahu dan paham fungsi dan peran kepemimpinan politik, 
kepemimpinan demikian akan dapat melahirkan pemimpin yang 
tahu dan mampu bagaimana mengemban amanat yang dipimpinnya, 
bukan pemimpin yang hanya mengabdi pada atasannya dan 
mengabaikan bawahannya, serta bukan pemimpin yang pandai 
mencari muka pada atasannya dengan cara menginjak bawahannya. 
. PMII mencatat dan menilai serta mendukung "Dwifungsi ABRI" 
dimana secara positif telah dapat menghantarkan negara Indonesia 
untuk melakukan pembangunan nasional yang dilandasi oleh adanya 
stabilitas dan keamanan nasional yang mantap. ABRI sebagai 
kekuatan sosial politik telah dapat memerankan dirinya sebagai 
stabilisator dan dinamisator. Namun demikian dampak yang muncul 
adalah semakin kuatnya dan semakin luasnya ABRI dalam menguasai 
sebagian besar lini lembaga pemerintahan dalam menentukan haluan 
politik dan kebijakan negara. Oleh karena itu PMII berharap agar 
ABRI juga memfungsikan dirinya sebagai alat demokrasi, yaitu 
menjaga, mengawal, dan menumbuhkan pola demokrasi sebagai 
model kehidupan politik di Indonesia. Fungsi demokratisasi tersebut 
juga menghendaki agar ABRI melakukan sharing of power dengan 
sipil. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka akan dapat 
melahirkan sikap kebersamaan bersatu padu serta manunggalnya 
antara ABRI dan sipil (selain konsep manunggal ABRI-rakyat) dalam 
mengembangkan demokrasi di era modern. Jalinan yang kuat ABRI- 
sipil akan mengokohkan persatuan dan kesatuan, bahu membahu 
dalam mengamankan ideologi nasional pancasila dan UUD 1945. 
Sikap demikian ini sangat penting dalam rangka bangsa dan Negara 
Indonesia memasuki abad informasi dan globalisasi di masa 
mendatang. 

. PMII juga menilai bahwa peranan DPR/MPR belum berfungsi secara 
optimal padahal di dalam proses pembangunan politik lembaga 
tersebut mempunyai pera- yang strategis. Oleh karena itu kebebasan 
menjalankan fungsi-fungsi politik seperti lembaga DPR/MPR 
hendaknya diberikan kebebesan khusunya fungsi kontrol: terhadap 
lembaga eksekutif. Hal demikian seyogyanya juga diberikan kepada 
organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesional ilmiah. Dengan 
berfungsinya lembaga DPR/MPR (legislative dan seluruh ormas, maka 
pembangunan politik akan berjalan dengan baik dalam rangka 
menciptakan iklim demokrasi yang bertanggungjawab. 
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C. BIDANG EKONOMI 

1. Pembangunan nasional pada hakikatnya menghendaki kemajuan dan 
perubahan secara linier di segala bidang dengan menggunakan 
strategi bertahap menurut prioritas tertentu, dimana sampai dewasa 
ini lebih di titik beratkan pada sector ekonomi.PMII mencatat dan 
menilai bahwa pemerintahan telah berhasil meningkatkan taraf hidup 
masyarakat, meskipun masih 30 juta masyarakat Indonesia hidup 
dalam kemiskinan dan di bawah standar kehidupan yang layak. Oleh 
karena itu PMII berharap agar strategi mengejar pertumbuhan 
(growth) strategi hendaknya dibarengi dengan strategi pemerataan 
bahkan strategi yang terakhir ini, dijadikan titik tekan pada masa 
mendatang. PMII berpendapat bahwa kebutuhan minimum harus bisa 
dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu 
pembagian pendapatan nasional harus benar-benar dilakukan demi 
terwujudnya masyarakat adil yang berkemakmuran, serta masyarakat 
makmur yang berkeadilan. 

2. Untuk melaksanakan strategi tersebut PMII berpendapat bahwa 
pembangunan yang dewasa ini lebih dititik beratkan pada pola 
sentralisasi sudah waktunya untuk dikurangi dan selanjutnya diikuti 
dengan pola desentralisasi. Pola sentralisasi akan berdampak pada 
kurang dewasanya daerah untuk mengelola, mencari dan 
mengembangkan sumber daya dan sumber dananya sendirijuga 
berakibat hasil-hasil dan pembangunan tersebut hanya dinikmati oleh 
sekelompok orang-orang yang dekat dengan sumber-sumber 
kekuasaan dan ekonomi. Oleh karena itu PMII menyambut gembira 
dan mendukung kebijakan pemerintah untuk melakukan 
desentralisasi dan otonomi pemerintah daerah.Selain itu kebijakan 
pemerintah untuk mengembangkan pembangunan ke wilayah timur 
(IDT) patut disambut dengan baik. Namun demikian PMII berharap 
agar kebijakan tersebut jangan sampai menciptakan pusat-pusat 
ekonomi dan kekuasaan baru di daerah. Begitu juga PMII berharap 
dan berpendapat agar pemerintah daerah tidak menggunakan 
kebijakan tersebut untuk melakukan disintegrasi pembangunan, 
sebaliknya justru dapat dipergunakan untuk memperkuat integrasi 
ekonomi dalam kerangka pertahanan nasional dan wawasan 
nusantara. 

3. Partisipasi pembangunan di bidang ekonomi bukanlah monopoli 
sekelompok orang saja, melainkan bagi seluruh masyarakat Indonesia. 
Oleh karena itulah iklim usaha hendaknya terus dikembangkan 
kepada seluruh masyarakat, dan karenanya debirokratisasi dan 
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deregulasi yang menjadi kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan 
secara baik dan benar. PMII menyambut gembira terhadap kebijakan 
tersebut dan diiringi harapan kebijakan tersebut dikembangkan pada 
sektor-sektor lainnya, juga berharap agar kemudahan-kemudahan 
iklim berusaha tersebut tidak dinikmati oleh pengusaha-pengusaha 
yang sudah mapan dan besar mengarah kepada monopoli dan 
konglomerasi, sebaiknya justru ditujukan kepada pengusaha kecil dan 
baru. 

. PMII menilai bahwa dewasa ini perekonomian nasional cenderung 
bergerak monopolitis sebagai akibat aliansi antara pengusaha dengan 
pengusaha yang mengarah kepada konglomerasi. Hal ini 
mengakibatkan terjadinya disparitas, dimana sekolompok kecil orang 
menguasai sebagian besar kekayaan negara, sebaliknya mayoritas 
masyarakat Indonesia menikmati sebagian kecil kekayaan 
negara.Gejala demikian jelas merupakan kesenjangan sosial yang jika 
dibiarkan akan menimbulkan kecenderungan sosial yang pada 
akhirnya dapat merangsang munculnya separatisme dan disintegrasi 
nasional. Oleh karena itu PMII menilai sudah waktunya pemerintah 
dan lembaga legislatif untuk membuat UU anti monopoli sebagai 
langkah etika bisnis yang bermoral Pancasila. Selain itu juga 
diharapkan agar koperasi sebagai pelaku soko guru perekonomian 
Indonesia diberikan keleluasaan bergerak untuk mewujudkan iklim 
berusaha yang sehat dan dinamis. Koperasi yang kuat dan mandiri 
pada hakikatnya merupakan perwujudan dari amanat rakyat sesuai 
dengan yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD 1945. 

. Pasar modal sebagai bentuk baru bisnis dan penunjang iklim berusaha 
pada dasarnya merupakan langkah positif untuk mengerahkan dana 
masyarakat dengan jalan pemilikan saham. Namun demikian dalam 
praktiknya masih adanya untuk meraih dana murah dari masyarakat 
untuk menikmati keuntungan besar yang dinikmati oleh pengusaha. 
Oleh karena itu PMII berharap agar pemerintahan melakukan 
pengawasan yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang go 
publik, sehingga masyarakat betul-betul aman dan tentram atas 
saham yang dipegangnya. 

. Tentang melubernya keuntungan dari naiknya harga minyak (oil bom) 
sebagai dampak aneksasi Irak terhadap Kuwait yang mengakibatkan 
krisis Teluk, PMII mengharapkan agar dapat dialokasikan secara 
wajar dan proporsional terutama yang digunakan untuk membayar 
hutang luar negeri serta pembangunan sumber daya manusia, 
pembinaan generasi dan pendidikan. Situasi yang tidak menentukan 
demikian hendaknya juga disadari oleh pemerintah Indonesia untuk 
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mengamankan perdagangan dalam negeri jika situasi berubah tambah 
kacau yang mengarah pada resesi dunia. Begitu juga pemerintah 
hendaknya terus menerus smeningkatkan ekspor non-migas dalam 
rangka meningkatkan devisa negara. 

7. Akibat dari globalisasi ekonomi dunia internasional maka pemerintah 
perlu mengantisipasi terus menerus agar tercipta perekonomian 
nasional yang kuat dan dinamis, terutama dalam menanamkan modal 
di sektor perindustrian. PMII mencatat dan menilai bahwa 
pembangunan sektor-sektor industri berupa pabrik-pabrik besar yang 
telah mendatangkan pencemaran lingkungan dan kesehata. Oleh 
karena itu pemerintah seyogyanya memberlakukan AMDAL (Analisa 
Dampak Lingkungan) secara betul, sehingga masa depan dan 
keberlangsungan generasi muda Indonesia dapat terjamin. Dalam 
rangka pembebasan tanah — untuk industrialisasi, pemerintah 
seyogyanya memperhatikan kepentingan masyarakat kecil, terutama 
dalam penentuan harga tanah dan masa depan kesejahteran- 
masyarakat yang terkena penggusuran. 


D. BIDANG PENDIDIKAN 

1. Dengan telah diundangkannya Undang-undang No.2/1999 tentang 
sistem pendidikan nasional merupakan langkah positif dan konstitutif 
dalar menyelenggarakan pendidikan nasional. Pendidikan nasional 
hendaknya tetap didasarkan pada manusia (anak didik) yang 
berkualitas, berdidikasi, loyal terhadap kepentingan negara serta 
bertagwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu PMII berpendapat dan 
berharap suasana yang kondusif bagi lahirnya insan intelektual 
berkualitas hendaknya ditingkatkan terus, diantaranya menciptakan 
suasana pendidikan yang dialogis dan demokratis. 

2. Agar perguruan tinggi dapat melahirkan insan intelektual yang dapat 
mengantisipasi perkembangan zaman, paham betul terhadap teori 
dan mampu menerapkan di lapangan, maka menurut PMII, otonomi 
kampus, kebebasan mimbar akademik, serta penelitian di lapangan 
mutlak diperlukan. Oleh karena itu PMII menerima konsep Senat 
Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) jika bertujuan untuk 
menjadikan kampus sebagai wahana pengembangan kreataifitias 
intelektualisme, penyuburan alam idealisme serta pengembangan 
keilmuan. SMPT hendaknya menjadi lembaga yang bisa 
menumbuhkan sifat-sifat positif, cinta damai demi keberlangsungan 
masa depan negara tanpa mengabaikan peranan organisasi 
kemahasiswaan universiter. 

3. Pendidikan sebagai hal yang masih berharga di Indonesia hendaknya 
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dapat dinikmati oleh semua warga negara baik secara formal, 
informal, maupun nonformal. Oleh karena itu desentralisasi 
pendidikan hendaknya diberlakukan dengan aspek kebutuhan 
setempat, karena dengan model pendidikan model demikian akan 
meneyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan. Dalam pendidikan 
tersebut, PMII berharap agar anggaran sektor pendidikan ditambah, 
karena aspek pendidikan merupakan Human Invesment yang sangat 
prospektif terhadap masa depan negara. Karena sektor pendidikan 
merupakan public service (bukan lembaga bisnis), maka seluruh 
Stratifikasi sosial khususnya golongan ekonomi lemah harus dapat 
menikmatinya. 


BIDANG GENERASI MUDA 

. Generasi muda merupakan sumber daya insani dan pembangunan 
strategis. Potensi yang demikian tidak akan dapat teraktualisasi jika 
tidak dipupuk dan diberi kesempatan. Oleh karena itu PMII berharap 
agar pemerintah memberikan kesempatan berusaha berpartisipasi 
bagi generasi muda dalam proses pembangunan. Demikian juga 
hendaknya, proses regenerasi dapat dilaksanakan secara lancar dan 
konstitutif agar tidak terjadi penumpukan atau akumulasi sumber 
daya potensial yang berkualitas di kalangan generasi muda. 

. Komite Naional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai wadah berhimpun 
dan komuniaksi bagi Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) 
merupakan wahana strategis untuk membicarakan masalah-masalah 
generasi muda dan negara sebagai perwujudan partisipasi untuk 
mempersiapakan kepemimpanan di masa memandang. Untuk itu 
PMII berharap agar demokratisasi dalam KNPI betul-betul terwujud 
sehingga tercipta suasana keterbukaan, keakraban, dinamis, sehat dan 
jujur yang dilandasi dengan I'tikad baik dan bertanggung jawab. 
Suasana demikian dapat terwujud jika KNPI itu sendiri menjadi 
wadah yang independen dari organisasi lain, terutama dari 
pemerintah, sehingga KNPI benar-benar menjadi organisasi alternatif 
pemuda yang dapat mengembangkan dan melaksanakan program- 
programnya sesuai dengan aspirasinya, kepentingan dan kemauan 
organisasi pemuda sendiri, bukan kepentingan kelompok tertentu 
atau pemerintah. 

. Pelaksanaan angkatan kerja yang membengkak dimana lebih dari lima 
ratus ribu sarjana menganggur, sedangkan kesempatan kerja sangat 
terbatas, PMII berharap dan mengusulkan agar pemerintah segera 
mencarikan jalan keluarnya diantaranya dengan jalan program 
ketrampilan tambahan yang aplicable bagi generasi muda/sarjana dan 
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kemudian dimagangkan kepada perusahaan-perusahaar/instansi 
terkait. Jika lima ratus ribu sarjana tersebut dan masih kemungkinan 
meningkat tidak dapat terselesaikan maka yang mestinya mereka 
menjadi asset pembangunan akhirnya justru akan menjadi beban 
pembangunan, dan dimungkinkan akan menumbuhkan kefrustasian 
sosial yang dapat menyulut kekacauan dan konflik di kalangan 
masyarakat dan negara. 


Ditetapkan di: Pondok Gede, Jakarta 

Pada tanggal: 15 Oktober 1990 
REKOMENDASI 
MUBES IV PMII 


& BIDANG INTERN 

1) Dalam upaya memenuhi kebutuhan pendanaan bagi kegiatan PMII, 
maka mulai dari Pengurus Besar sampai Pengurus Cabang hendaknya 
segera merints pendirian lembaga/badan ekonomi yang profesional, 
dan selanjutnya badan itu menjadi badan pengelola PMII. 

2) Dalam upaya maksimalisasi peran alumni di masyrakat demi 
pengembangan PMII, Pengurus Koorcab dan Cabang membantu 
dalam sosialisasi dan pendidikan wadah Foksika PMII di daerah- 
daerah. 

3) Mengingat akan diselenggarakannya pemilu RI tahun 1999, dan juga 
melihat masa kepengurusan PB PMII ke 10 harus berakhir pada bulan 
september 19991 maka mubes merekomendasikan kongres 
dilaksanakan paling akhir jatuh pada bulan September 1991, dengan 
alternatif tempat antara lain, Propinsi Lampung, Propinsi Sulawesi 
Selatan, atau Ujung Pandang 
Dalam upaya menunjukkan independensi PMII, maka Pengurus Besar 
hendaknya mencari dan membuat sekretariat sendiri. 


4 


— 


#& BIDANG EKSTERN 

1) Mengusulkan kepada pemerintah agar pendidikan politik kepada 
masyarakat hendaknya dilakukan secara terbuka dengan penuh 
tanggung jawab, oleh karena itu kebijakan froating mass (masa 
mengambang) hendaknya ditinggalkan sehingga diperoleh 
pendidikan politik dan budaya yang tinggiiDengan dimilikinya 
budaya politik yang tinggi, maka akan menimbulkan partisipasi 
politik yang tinggi pula terutama dalam menangkal bahaya komunis 
di Indonesia, khususnya di pedesaan. 

2) Pemerintah hendaknya melepas campur tangan/intervensi terhadap 
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KNPI, sehingga KNPI dapat menjadi lembaga yang mandiri dalam 
menentukan artikulasi, aspirasi dan kepentingannya sendiri. 
3) Mendesak kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah 
yang tegas dan positif sesuai dengan kebijakan politik luar negeri 
Indonesia yang bebas dan aktif dalam menyelesaikan krisis Teluk II. 
Begitu juga pemerintah mengutuk pembantaian Israel terhadap 
Palestina, dan selanjutnya lebih aktif dalam menyelesaikan masalah 
palestina sebagai negara yang merdeka dan berdaulat penuh. 
Langkah-langkah preventif dan konduktif hendaknya dilakukan oleh 
pemerintah dalam masalah aksi bujuk rayu pola dakwah yang dapat 
mempengaruhi ajaran akidah dan pemahaman agama yang telah 
dianut oleh seseorang. 
5) Dengan akan ditetapkannya tahun kunjungan wisata (visit Indonesia 
year 1991) dalam upaya memperkenalkan keindahan alam indonesia 
dan mendatangkan devisa negara, maka pemerintah juga harus 


"3 
Mun 


melakukan langkah-langkah preventif terhadap penjagaan 
kebudayaan dan kepribadian bahgi Indonesia sendiri. Jangan sampai 
terjadi polusi budaya Indonesia yang alami dan positif akibat 
akulturasi budaya asing yang dibawa oleh wisatawan mancanegara 
tersebut. 

6) Dalam upaya mengatasi kesenjangan sosial akibat dari gejala 
konglomerasi di bidang ekonomi, maka PMII mendesak pemerintah 
untuk segera mengupayakan adanya UU anti monopoli (pembatasan 
kekayaan) sebagai langkah preventif dan konstitutif. 

7) Mengingat jasa dan partisipasi KH. R. As'ad Syamsul Arifin terhadap 
masyarakat bangsa dan negara serta dalam pembangunan nasional, 
khusunya dalam integrasi nasional di bidang ideologi, yaitu 
tuntasnya dan diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas 
organisisi politik dan kemasyarakatan, maka bersama ini PMII 
mengusulkan kepada pemerintah agar beliau diangkat dan 
ditetapkan sebagai PAHLAWAN NASIONAL. 


Ditetapkan di: Pondok Gede, Jakarta 
Pada tanggal: 15 Oktober 1991 
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POKOK POKOK PIKIRAN KONGRES X 


MUKADIMAH 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (selanjutnya disingkat PMII) yang 
dilahirkan pada tanggal 17 April 1960 sebagai organisasi kemahasiswaan 
yang menempati posisi strategis dalam konstelasi kebangsaan dan ke- 
islaman di Indonesia keberadaannya selalu berpartisipasi dalam proses 
characterand national building memeprkokoh integrasi nasional, khususnya 
integrasi nilai ideologis. 

Semenjak Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi seluruh organisasi 
sosial dan keagamaan di Indonesia, PMII telah menunjukkan diri sebagai 
organisasi kemahasiswaan yang konsisten terhadap nilai-nilai Pancasila 
yang diaplikasikan bersama nilai-nilai ke-Islaman dalam proses dan konteks 
pendidikan, pembinaan, pengembangan dan perjuangan organisasi. Bagi 
PMII kedua nilai tersebut adalah nilai bangunan nasional dan pembangunan 
keagamaan. Oleh karena itu antara kedua nilai agung tidak patut 
dipertentangkan satu sama lain. 

Bagi PMII keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia 
diterima dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab sebagai 
konsekuensi geografis PMII berada. Oleh karena itulah salah satu komitmen 
PMII adalah hendak memantapkan dan membakukan suatu totalitas antara 
paham kebangsaan/ke-Indonesiaan dengan paham ke-agamaan ke-Islaman. 

Paham kebangsaan/ke-Indonesiaan merupakan wahana geografis 
sebagai konsekuensi negara pluralitas keberadaannya dapat mengembang 
tumbuhkan dan menyuburkan paham keagamaan/ke-Islaman serta pola 
pelaksanaannya, sebaliknya paham ke-agamaan,/ke-Islaman dapat menjadi 
sumber inspirasi dan pendorong moral bagi kokohnya paham kebangsaan/ke 
Indonesiaan dan implementasi pembangunan nasional dengan segala 
konsekuensinya. 

Dengan akan berakhirnya pembangunan jangka panjang 25 tahun 
pertama, dan sekaligus akan memasuki pembangunan nasional jangka 
panjang 25 tahun kedua menuju era tinggal landas, PMII dengan segala 
perangkat keorganisasiannya juga telah siap menyambutnya. Dengan 
demikian ditengah-tengah Indonesia menjalankan era industrialisasi dan 
modernisasi serta era globalisasi globalisasi dan informasi, PMII sudah siap 
menampilkan diri secara pemikiran sehingga PMII siap bekerja sama dengan 
kelompok siapapun dalam menghidmahkan dirinya untuk kepentingan 
bangsa, negara dan agama. 

Atas dasar upaya merealisir tujuan PMII yaitu terbentuknya pribadi 
muslim Indonesia yang berbudi luhur, dberilmu dan bertagwa kepada Allah 
SWT, cakap serta bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmu 
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pengetahuannya. PMII akan menyumbangkan pokok-pokok pikirannya. 
Pokok-pokok pikiran ini disusun setelah mengamati melihat dan menilai 
proses pembangunan nasional secara secara jujur dan tulus ikhlas, selain 
terdapat kemajuan dan keberhasilan, namum juga terdapat kekurangan dan 
kelpaan. Atas dasar itikad baik dalam upaya menjalankan dan merealisir 
pembangunan nasional yang komprehensif dan universal (manusia 
Indonesia seutuhnya dan seluruh Indonesia). 

Pokok-pokok pikiran Kongres X Pergerakan Mahasiswa IslamIndonesia 
disusun sebagai berikut: 


3 BIDANG AGAMA DAN MORAL 

1) Sejak diterimanya pancasila sebagai satu-satunya azas bagi seluruh 
organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan, maka sudah 
tidak ada lagi menghancurkan agama sebagai lawan dari pancasila. Oleh 
karena itulah pemantapan dan harmonisasi hubungan antara agama 
dengan pancasila dengan segala implementasinya harus diturnbuh 
kembangkan terus. 


2) Pembangunan keagamaan sebagai salah satu bidang atau aspek 
pembangunan nasional hendaknya lebih ditingkatkan agar terjadi pola 
pembangunan yang komprehensif dan universal. 

3) Agama hendaknya selalu terjalin pola inklusif dalam pembangunan 


nasional, sehingga agama tidak mengalami proses alienasi dari 
pembangunan dan akhirnya menjadi kekerarasan dan keharmonisan 
antara aspek jasmani dan aspek rohani, antara matrerial dan spiritual. 

4) Semakin massifnya dekadensi dan demoralisasi di kalangan pemuda 
perkotaan menuniukkan betapa agama mulai ditinggalkan, perkelahian 
antar peiajar, minum- minuman keras, narkotik dan sebagainya 
merupakan wujud dari gejala tersebut. Oleh karena itu langkah langkah 
preventif dan kuratif oleh pemerintah dan semua instansi serta semua 
organisasi harus dilakukan dengan jalan mengadakan penyuluhan dan 
penataran dibidang keagamaan. 

5 


— 


PMII menyambut gembira atas pidato presiden dalam peringatan Maulid 
Nabi Muhammad SAW. Di istana negara, 21 Desember 1991 agar semua 
pihak memperhatikan tentang perkembangan para remaja. Oleh karena 
itu PMII mengharap agar para orang tua memperhatikan kembali 
terhadap perkembangan para remaja dengan jalan meningkatkan 
pendidikan agama dalam keluarga serta mernpertinggi moralitas, karena 
anak muda pada dasarnya merupakan amanat Allah SWT, dan remaja 
atau generasi muda adalah pewaris masa depan bangsa dan Negara. 


sk BIDANG POLITIK 
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Pembangunan politik pada dasarnya menghendaki peningkatan 
partisipasi politik semua pihak dalam proses ketahanan integrasi nasional 
oleh karena itu otomatisasi kekuatan politik untuk mengartikulasikan 
dan mengagregasikan Kepentingan dalam konteks pendewasaan politik 
hendaknya terus dikembangkan. 

Demokratisasi sebagai konsekuensi konstitusiona dan perkembangan 
budaya politik bangsa jangan hanya dijadikan lips service negara 
demokrasi. Tetapi lebih dari itu demokratisasi hendaknya menjadi pintu 
gerbang,  imprementatif — dan aplikatif — dalam melakukan 
pembangunanekonomi tidak dibarengi dengan pembangunan politik 
yang seimbang, maka proses sentralisasi dan otoritarianisme kekuasaan 
akan semakin meningkat karena tidak ada pola kontrol. 

Peningkatan peran dan fungsi legislatif dan infrastruktur lainnya 
hendaknya menjadi political will semua pihak, khususnya pemerintah 
oleh karena itu intervensi pemerintah terhadap kekuatan politik 
hendaknya didinamisir agar kemandirian infra-struktur politik, 
khususnya ORSOSPOL dalam menentukan dan mengirnplementasikan 
kebijakannya dapat terwujud. Kemandirian ORSOSPOL dan ormas 
merupakan kualivikasi sebagai negara yang demokratis. PMII dalam 
Simpul-simpul Sejarah perjuangan. 

Regenaerasi dan rekruitmen politik hendaknya dijalankan secara selektif 
dan terbuka sehinga penempatan generasi muda sebagai kader 
pembangunan dan kader bangsa dapat teruji kualitasnya. Semakin 
regeneratif dan regulative kepemimpinan di setiap stratifikasi dengan 
pengalihan kekuasaan secara damai merupakan kualifikasi semakin 
demokratisnya suatu bangsa. 

ABRI sebagai pertahanan dan keamanan sekaligus sebagai kekuatan 
sosial politik mempunyai fungsi stabilisator dan dinamisator sekaligus 
mediator dalam proses pembangunan politik, khususnya dalam pemilu 
1992 mendatang hendaknya ABRI semakin memperkental dan 
memperkokoh tekadnya untuk menjadi kekuatan netral atas semua OPP, 
sehingga pemilu sebagai wahana partisipasi politik masa dan pendidikan 
politik dapat terlaksana dengan terbuka, sadar dan bertanggung jawab. 


BIDANG EKONOMI 

Strategi pembangunan ekonomi yang menitik-beratkan pada 
pertumbuhan. Hendaknya mulai dibarengi dengan strategi pemerataaan 
agar menjadi proses pembangunan kemakmuran oleh semau rakyat 
Indonesia sebagai konsekuensi nasionalalisme ekonomi Indonesia 
sebagaimana yang dikehendaki pasal 33 UUD 1945. 

Pengalihan saham konglomerat hendaknya juga diikuti oleh pembinaan 
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terhadap koperasi dengan segala mekanismenya. Komitmen konglomerat 
terhadap perkembangan koperasi jangan hanya dijadikan lips service 
kepeduliannya kepada rakyat kecil, melainkan suatu keharusan dalam 
mewujudkan nasionalisrne ekonomi Indonesia. 

Dalam proses peningkatan pembangunan industrialisasi memang 
diperlukan pengorbanan semua pihak untuk memenuhi kebutuhan lahan 
dan tanah khususnya rakyat. Dalam proses pembebasan tanah tersebut 
hendaknya rakyat pemilik tanah hendaknya rakyat pemilik tanah 
hendaknya dilibatkan secara aktif untuk memecahkan permasalahan 
yang dihadapi misalnya dalam hal penentuan harga tanah, penentuan 
tanah pengganti. Sehingga dengan demikian rakyat tidak terlalu banyak 
dirugikan yang akan menimbulkan konflik berkepanjangan sebaliknya 
akan tercipta kesaling-mengertian antara pemerintah dengan rakyat 
dalam melaksanakan pembangunan industrialisasi. 

Dalam melakukan pembangunan proyek-proyek untuk mercusuar pihak 
pemerintah atau swasta sebagai partner hendaknya melihat juga dari 
aspek kelayakan sosial agar terjadi konflik budaya yang menghasilkan 
polusi mental warga atau rakyat setempat baik, sebaliknya mega proyek 
tersebut harus dapat meningkatkan taraf hidup rakyat setempat baik dari 
ketentraman mental spiritual maupun kesejahteraan lahiriah material. 


BIDANG PENDIDIKAN DAN PERGURUAN TINGGI 

Peran mahasiswa sebagai calon penerus kepemimpinan di masa 
mendatang harus ditingkatkan dengan jalan melibatkan mahasiswa 
dalam proses penyelesaian masalah-masalah pembangunan dan 
kemasyarakatan. Untuk itu dinding kokoh ketertutupan perguruan 
tinggi, khususnya mahasiswa terhadap masalah-masalah kemasyarakatan 
di sekitar sudah waktunya dicairkan kembali. Perguruan tinggi PMII 
dalam Simpul-Simpul Selarah Perjuangan adalah milik rakyat dan untuk 
menyelesaikan masalah rakyat, mahasiswa adalah anak rakyat dan akan 
kembali ke rakyat. 

Karena mahasiswa mempunyai akses positif dalam menerima tongkat 
estafet kepemimpinan di masa mendatang karena posisi elitis dan 
strategis, maka pemerintah hendaknya meningkatkan anggaran 
belanianya di sektor pendidikan. Pendidikan dan mahasiswa merupakan 
human investment dalam menggapai masa depan Indonesia yang lebih 
baik adil berkemakmuran dan makmur berkeadilan. 

Kehadiran SMPT di masing-masing perguruan tinggi hendaknya jangan 
hanya memenuhi kebutuhan formalitas kelembagaan, sebaliknya SMPT 
hendaknya dapat dijadikan sebagai wahana solutif dan aplikatif serta 
menggembleng diri sebagai calon pemimpin dengan jalan selalu 
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melibatkan SMPT dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah 
kerakyatan. 

Perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan mahasiswa dan lembaga 
swadaya masyarakat pada hakekatnya mempunyai fungsi dan 
kepedulian yang sama terhadap pendidikan, penelitian dan pengabdian 
masyarakat. Oleh karena itu tidak waktunya lagi menghadapkan 
perguruan tinggi, ormas, mahasiswa, LSM, dalam posisi antagonistik 
melainkan diperlukan pencairan hubungan dan selanjutnya dilakukan 
kerja sama dengan jalan membuat proyek yang berhubungan. 


BIDANG KEPEMUDAAN 

1) Pemerintah dan swasta hendaknya meningkatkan usahanya 
menyelesaikan masalah ketenaga-kerjaan. Pembukaan lahan baru 
industrialisasi hendaknya dapat menyerap tenaga kerja, khususnya 
dikalangan pemuda Penumpukan pengangguran, khususnya sarjana 
selain merupakan aset pembangunan juga sebagai beban 
pembangunan yang jika tidak terkualifikasikan akan menjadi sumber 
ancaman pembangunan. 

2 
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Semenjak awal hendaknya pemuda sudah diperkenalkan pada etos 
kerja yang prima, kemandirian dan enterprenership sehingga pemuda 
akan terbiasa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oleh karena itu 
pendidikan kewiraswastaan profesionalitas dikalangan pemuda harus 
digalakkan terus agar pemuda mempunyai kepastian hidup di masa 
mendatang. 

3) Demikian juga wawasan kebangsaan dan pemahaman yang tuntas 
terhadap ideologi Pancasila di kalangan pemuda dengan jalan 
peraturan-peraturan masih layak untuk diteruskan dan acceptable 
dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu transfomasi dan 
pewarisan nilai yang positif dari generasi lama dalam konteks 
kejuangan dan kebangsaan perlu dilakukan terus menerus agar terjadi 
kesinambungan nilai dan generasi. 

4 
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KNPI sebagai wadah berhimpun organisasi pemuda Indonesia agar 
meningkatkan peran dirinya sebagai wahana pendidikan dan 
pelatihan kepemimpinan pemuda, serta dapat mempersiapkan tenaga 
kerja yang handal sebagai solusi masalah ketenaga kerjaan. Oleh 
karena itu kehadiran KNPI yang bersifat formalitas kelembagaan dan 
politis sudah waktunya dihilangkan sebaliknya perlu ditumbuhkan 
pemikiran untuk pengembaagan wawasan kebangsaan dan wawasan 
masa depan Indonesia yang lebih baik. 


Ditetapkan di: Pondok Gede Jakarta 
Pada tanggal: 29 Oktober 1991 
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PERNYATAAN KONGRES X 


I. AGAMA SEBAGAI GATRA PEMBANGUNAN 


1. 


Bahwa hakekatnya pembangunan nasional sebagai pengamalan 
Pancasila merupakan manusia Indonesia yang dijalankan secara 
terencana, bertahap menyeluruh meliputi masyarakat adil dan 
makmur dalam naungan ridlo Allah SWT. 

Dengan telah diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi 
seluruh organisasi sosial politik dan sosial kemasyarakatan serta 
keagamaan, maka sudah tidak waktunya lagi menghadapkan 
Pancasila dengan agama dalam posisi antagonistik dan konfrontatif. 
Pancasila sebagai satu-satunya azas yang keberadaannya semakin 
mantap dan dinamis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
mempunyai konsekuensi logis Pancasila sebagai ideologi terbuka 
yang menghendaki adanya totalitas antara pembangunan pada era 
modernisasi dan globalisasi serta informasi. 

Dalam proses pembangunan nasional, agama harus hadir secara 
inklusif dan komplementer dengan gatra-gatra yang lain sebagai 
sumber inspirasi dan pendorong moral pembangunan. 

Maka setelah memohon ridlo dan petunjuk Allah, Tuhan yang Maha 
Bijaksana, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mengusulkan pada 
sidang umum MPR 1993 agar memasukkan agama sebagai salah satu 
gatra pembangunan di samping gatra-gatra lainnya. 


II. SIKAP PMII TERHADAP PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA 


1. 


Bahwa demokrasi adalah prinsip universal yang di dalamnya 
terkandung nilai-nilai kebebasan, kedaulatan dan tanggung jawab. 
Sebagai perangkat instrument kenegaraan, demokrasi selalu 
berkonstektualisasi dengan falsafah dan kepribadian bangsa dan 
negara. Proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara 
harus dalam tatanan masyarakat yang berdaulat, yang oleh karena itu 
menuntun pelaksanaan pembangunan demokrasi Pancasila secara 
terbuka, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam pandangan PMII, 
demokrasi dan tanggung jawab berbangsa serta terbuka untuk 
menerima kritik, evaluasi dan re-evaluasi terhadap interaksi dalam 
memajukan bangsa. 

Tatanan kehidupan bangsa haruslah berjalan sesuai dengan tuntunan 
konstitusi dan berdasarkan hukum, agar seluruh pranata sosial dapat 
berfungsi sebagaimana mestinya. Karena hanya dalam suasana 
kehidupan yang demikianlah, prakarsa dan kreativitas masyarakat 
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dapat tersalurkan secara sehat, yang pada gilirannya akan lebih 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. 
Pembangunan nasional sebagai rangkaian proses perubahan dan 
pembaharuan kehidupan dalam upaya mengisi kemerdekaan bangsa 
telah menunjukkan tingkat kemajuan yang sangat berarti bagi 
kelangsungan kehidupan yang stabil dan dinamis menuju hari esok 
yang lebih baik. PMII dengan penuh kesadaran menyatakan bahwa 
perjuangan orde baru dibawah pimpinan Presiden Soeharto telah 
mengemban amanat rakyat dengan baik. Karena itu PMII mendukung 
Bapak Soeharto untuk memimpin orde baru melanjutkan 
pembangunan bagsa dan Negara Indonesia. 

Bahwa ukuran sukses sebuah pemilu sebagai perwujudan demokrasi 
pancasila menghendaki keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara 
sadar dan aktif dengan menggunakan hak pilihnya dengan penuh 
tanggung jawab didasari pada komitmen Golput bukanlah cerminan 
dari sosok jati diri mahasiswa Islam Indonesia yang sadar dan 
menyadari akan hakekat dirinya sebagai insan religius, insan 
akademis, insane sosial dan insane mandiri. Sikap Golput merupakan 
aktualisasi dari rendahnya komitmen moral religius terhadap 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, PMII mengajak 
masyarakat Indonesia terutama pada warga negaranya untuk 
mensukseskan pemilihan umum 1992 dan menghindari sikap tidak 
memilih (GOLPUT). 


III. SIKAP PMII TERHADAP MORALITAS MAHASISWA KONSERVASI 
ENERGI 


1. 


Mahasiswa Indonesia sebagai komunitas bangsa yang terdidik harus 
mampu menampilkan sosok manusia yang berbudaya, berakhlakul 
karimah dan senantiasa mengaktualisasikan gerak dan fungsinya ke 
arah peningkatan kesadaran dan kedewasaan dalam konteks 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, 
PMII menyelesaikan kasus Yogyakarta, 25 September 1991, sebagai 
tindakan yang liar, tidak beradab dan tidak mencerminkan citra 
mahasiswa Indonesia sebagai insan rerigius, insane akademis, insane 
sosial dan insane mandiri. Untuk itu, pembinaan mahasiswa harus 
makin intensif dan menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah 
maupun masyarakat, termasuk organisasi-organisasi mahasiswa 
ekstra universiter. 

Kekayaan alam yang banyak dan potensial bagi bangsa Indonesia 
merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri dan dimanfaatkan 
untuk sebesar-besar kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang 
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dilakukan secara wajar dengan memperhatikan keseimbangan 
ekosistemnya. Oleh karena itu PMII menyerukan kepada Bangsa 
Indonesia akan pentingnya konservasi sumber daya alam dan energi 
untuk keseimbangan kehidupan bangsa dan negara di masa Jepan. 
Dalam hubungan ini PMII bertekad untuk mensosialisasikan 
penghematan sumber daya alam dan mengajak seruruh masyarakat 
untuk menjadikan gerakan konservasi sumber daya alam dan energi 
sebagai gerakan nasional. 


Ditetapkan di: Pondok Gede Jakarta. 
Pada tanggal: 29 Oktober 1991 
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APPEAL (SERUAN) PONDOK GEDE 


1. Ideologi bagi suatu negara, khususnya dalam nrasyarakat pluralistik 
seperti Indonesia mempunyai peranan penting untuk mengikat persatuan 
dan kesatuan bangsa ditengah-tengah pergaulan dunia dan membagun 
masyarakat dan negara. 

2. Pancasila sebagai ideologi resmi negara Indonesia telah menunjukkan 
kesaktian dalam perkembangannya. Oleh karena itu sudah seharusnya 
jika pancasila menjadi satu-satunya azas bagi seluruh organisasi sosial 
politik dan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan, demikian 
juga bukan zamannya menghadapi pancasila dengan agama dalam posisi 
konfrontatif dan antagonistik. 

3. Sejarah mencatat bahwa Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial 
keagamaan besar dan terbesar yang pertama kali menerima Pancasila 
sebagai azas organisasi dengan disertai pemikiran tepat dan benar 
bagaiman posisi dan pengamalan pancasila dan agama (Islam) dalam 
konteks berbangsa, bernegara dan bermasyarakat yaitu: telah 
dirumuskan dalam bentuk deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan 
Islam. 

4. Keberhasilan Nahdlatul Ulama meyakinkan para warganya dan seluruh 
organissi sosial keagamaan lainnya dalam masalah azas tunggal Pancasila 
telah menghadirkan suasana dan gairah baru dalam upaya proses 
integrasi faham kebangsaan dan keislaman secara totalitas dan 
profesional. 

5. Keberhasilan Nahdlatul Ulama tersebut di atas tentu tidak terlepas dari 
keberhasilan para arsitek NU yang mempunyai sifat dan sikap 
negarawan yang prima, utuh, tulus ikhlas dan I'tikad baik, oleh karena 
itulah PMII mengharap dengan hormat kepada yang mulia Presiden 
Republik Indonesia H. Muhammad Soeharto untuk berkenan 
memberikan anugerah kepada lima serangkai: KH. Ahmad Siddig, KH. R. 
Asa'ad Syamsul Arifin, KH. Ali Maksum, KH. Mahrus Ali, KH. Masykur 
(semuanya almarhum): atas jasa-jasanya memikirkan, merumuskan dan 
mempertanggungjawabkan dihadapan seluruh umat Islam di Indonesia, 
serta lebih khusus lagi kepada Allah SWT 


Ditetapkan di : Pondok Gede Jakarta. 
Pada tanggal : 29 Oktober 1991 
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DEKLARASI INTERDEPENDENSI PMII-NU 


1. Sejarah telah membuktikan bahwa PMII adalah dilahirkan dari 
pergumulan mahasiswa yang bernaung di bawah kebesaran NU, dan 
sejarah juga telah membuktikan bahwa PMII telah menyatakan 
independensinya melalui dekrarasi Murnajati, tahun 1972. 

2. Kerangka berfikir, perwatakan, dan sikap sosialantara PMII dengan NU 
mempunyai persamaan karena dibungkus dalam pemahaman Islam 
Ahlussunah wal Jama'ah. 

3. PMII Insyaf dan sadar bahwa arena dan lahanperjuangan adalah sangat 
banyak dan variatif sesuai dengan nuansa usia zaman dan bidang 
garapannya. 

4. PMII insyaf dan sadar bahwa dalam melakukan perjuangan diperlukan 
untuk saling tolong-menolong "Ta'awanu alal birri wattagwa, ukhuwah 
Islamiyah (izzul islam wal muslimin) serta harus mencerminkan 'Mabadi 
Khairu Ummah (prinsip-prinsip umat yang baik), oleh karena itulah PMII 
siap melakukan kerjasama. 

5. Karena antara PMII dengan NU mempunyai persamaan-persamaan 
dalam persepsi keagamaan dan perjuangan visi sosial dan 
kemasyarakatan maka keraguraguan, ketidak menentuan serta kesaling,- 
curigaan, sebaiknya untuk menjarin kerjasama program secara kualitatif 
dan fungsionar baik secara program nyata maupun penyiapan sumber 
daya manusia, PMII menyatakan siap untuk meningkatkan kualitas 
hubungannya dengan NU atas prinsip berkedaulatan organisasi penuh, 
interdependensi, dan tidak intervensi struktural dan kelembagaan serta 
prinsip mengembangkan masa depan Islam Ahlussunah wal Jama'ah di 
Indonesia. 


Ditetapkan di: pondok Gede Jakarta. 
Pada tanggal: 29 Oktober 1991 
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DEKLARASI FORMAT PROFIL PMII 


Al-Bagarah: 179, 197,296 
Al- Ra'd: 19 

Ibrahim: 52 

Shad: 29,43 

Az - Zumar: 918,21 
Al - Maidah: 100 
Yusuf: 111 

Ghafir: 54 

At- Thalag: 10 

Al - Hujurat: 13 

Ar - Rohman: 33 

Ali - Imron: 7, 190, 191 
Al - Mujadalah: 11 


NN NI Da Banua 


. Bahwa Tagwa bagi PMII dan seluruh warga PMII merupakan 
pengabdian dan muara pelabuhan yang hendak dituju. 

. Bahwa bagi PMII merupakan alat untuk mengabdikan diri kepada Allah 
SWT dan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dari lembaga 
keterbelakangan dan kebodohan, dengan ilmu manusia bisa mencapai 
pada tingkat tagwa yang sebenar- benarnya. 

. Bahwa ilmu bagi PMII adalah untuk diamalkan dan diabdikan kepada 
kemaslahatan umat, karena PMII sadar dan insyaf bahwa orang yang 
berilmu tetapi tidak mau mengamalkan akan mendapat celaka di 
hadapan Allah SWT, begitu juga PMII insyaf dan sadar bahwa organisasi 
dan orang yang paling baik adalah organisasi dan orang yang paling 
bermanfaat pada orang lain. 

. Bahwa PMII sadar dan insyaf sebagai komunitas mahasiswa dalam 
mengabdi ilmu pengetahuannya dan khidmat perjuangannya 
memerlukan keahlian dan profesional secara terhadap, terencana dan 
menyeluruh. 

. Atas dasar itulah maka sangat tepat jika tujuan PMII adalah 
"terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang berbudi luhur, berilmu 
dan bertagwa kepada Allah SWT, cakap serta bertanggung jawab dalam 
mengamalkan ilmu pengetahuannya". 

. Atas dasar tersebut diatas, PMII membakukan menetapkan format 
khidmahnya setelah berserah diri dan memohon ridlo Allah SWT, yaitu: 
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MOTTO PMII: 
Berilmu, beramal, dan bertagwa 


TRI KHIDMAT PMII 
Tagwa, intelektualitas dan profesionalitas 


TRI KOMITMEN PMII: 
Kejujuran, Kebenaran, Keadilan 


EKA CITRA DIRI PMII: 

Ulul Albab 

Ditetapkan di : Pondok gede Jakarta 
Pada tanggal :29 Oktober 1991 
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IMPLEMENTASI INTERDEPENDENSI PMII-NU 


» LATAR BELAKANG 

Lahirnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melalui 
musyawarah mahasiswa Nahdlatul Ulama (NU) di Surabaya pada tanggat 17 
April 1960 / 21 Syawal 1397 H. Sesungguhnya adalah puncak dari, upaya- 
upaya yang pernah dilakukan sejak lamasebelum itu, untuk membentuk 
wadah yang lebih besar sebagai tempat mahasiswa- mahasiswa NU 
mengaktualisasikan perannya. Dan ternyata memang benar, begitu PMII 
lahir, ia segera tumbuh pesat di berbagai daerah di Indonesia dan segera 
pula memberikan kontribusinya yang signifikan bagi perjuangan politik 
partai NU. Tidak kurang dari 12 tahun lamanya PMII sebagai underbow 
partai NU berkhikmat di dalam kancah politik praktis, sampai akhirnya ia 
menyatakan diri sebagai .Organisasai Independen yang tidak terikat dalam 
sikap dan tindakannya kepada siapapaun dan hanya berkomitmen dengan 
perjuangan organisasi dan cita-cita perjuangan nasional yang berlandaskan 
pancasila.Pernyataan yang di dekrarasikan pada Tanggal 14 Juli 1972 dan 
kemudian lebih dikenal dengan sebutan Deklarasi Murnajati sesunggunhnya 
merupakan manivestasi kesadaran PMII yang meyakini sepenuhnya 
terhadap tuntutan keterbukaan sikap, kebebasan befikir dan pembangunan 
kreatifitis yang dijiwai oleh nilai-nilai ajaran Isram. (Manivest 
Independensi,1973). 

Hingga saat ini, independensi itu masih terus dipertahankan dan 
diperbaharui oleh "Penegasan Cibogo", pada tanggal, 8 oktober 1989, 
yangmemandang independensi itu sebagai upaya merespon pembangunan 
dan modernitas bangsa, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan 
morar serta idealisme yang dijiwai oleh ajaran Islam Ahlussunnah wal 
Jamaah". Namun demikian baik dekrarasi Murnajati,.maupun penegasan 
Cibogo tidaklah dimaksudkan untuk menciptakan garis demarkasi antara 
PMII di satu pihak dengan NU di pihak lain. Di antara keduanya senantiasa 
terjalin hubungan yang dibangun diataspersamaan-persamaan paham 
keagamaan, pemikiran, sikap sosial dan lain- lain. 


» DASAR PEMIKIRAN 

Dalam rangka mempertegas hubungan PMII dengan NU, kongres X 
PMII pada Tahun,1991 di Jakarta, telah melahirkan suatu pernyataan: yaitu 
Dekrarasi Interdependensi PMII-NU. Penegasan hubungan itu didasarkan 
kepada pemikiran- pemikiran antara lain: 

Pertama, bahwa dalam pandangan PMII utama sebagai pewaris 
kenabian (Warasatul Anbiya”) merupakan ikutan dan panutan karena 
kedalamannya dalam pemahaman keagamaan. Oleh karena itu, inter- 
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dependensi PMII-NU ditempatkan pada konteks bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara. Kedua, adanya ikatan kesejahteraan yang mempertautkan 
PMII-NU. Realitas sejarah bahwa PMII lahir dari dan dibesarkan oleh NU, 
demikian juga latar belakang NU secara langsung maupun tidak langsung 
akan mempengaruhi perwatakan PMII secara umum. Adapun kemudian 
tidak dipahami sebagaiupaya mengurangi, apalagi menghapuskan arti 
ikatan kesejahteraan tersebut. Ketiga, adanya persamaan paham keagaamaan 
antara PMII dengan NU. Kedunya sama-sama mengembangkan suatu 
wawasan ke-Islaman dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. 

Impelentasi dari persamaan wawasan ke-Islamaan ini tampak pada 
persamaan sikap sosial yang bercirikan tawassuth, I'tidal,tasamuh, tawazun 
dan amar ma'rufnahi mungkar. Demikian juga di dalam pola pikir, pola sikap, 
pola tindak PMII dan NU menganut pola selektf, akomodatif, integratif 
sesuai dengan prinsip dasar: al-muhafadzah 'ala al- gadim as-shalih wal akhdzu 
biljadid al-aslah. Keempat, adanya persamaan wawasan kebangsaan. Bagi PMII 
keutuhan komitmen ke- Islaman dan keindonsiaan merupakan perwujudan 
kesadaran beragama dan berbangsa bagi setiap insan Muslim Indonesia, dan 
atas dasar hal tersebut makin menjadi keharusan untuk mempertahankan 
bangsa dan negara Indonesia dengan segala tekad dankemampuan, baik 
secara perorangan maupun bersama-sama. 

Kelima, adanya persamaaan kelompok sasaran. PMII dan begitu pula 
NU, .memiliki mayoritas anggota dari kalangan masyarakat kelas menengah 
kebawah. Kesamaan lahan perjuangan ini semestinya bila kemudian 
melahirkan format-format perjuangan yang relatif sama pula. 


» PRINSIP-PRINSIP INTERDEPENDENSI 
Sekurang-kurangnya terdapat lima prinsip yang semestinya dipengang 
bersama unuk merealisasikan interdependensi PMII-NU, yaitu: 
1. Ukhuwah Islamiyah 
2. Amar Ma'ruf Nahi Munkar 
3. Mabadi' Khairo Ummah 
4. Al Musawah 
5. Hidup berdampingan dan berdaulat secara penuh 


» IMPLEMENTASI INTERDEPENDENSI 
Implementasi interdependensi PMII-NU diwujudkan dalam berbagai 
bentuk pikiran kerjasama antara lain meliputi bidang: 
1. Pemikiran 
Kerjasama dibidang ini dirancang untuk pengembagan pemikiran ke- 
Islaman dan kemasyarakatan 
2. Pelatihan 


384 


Kejasama dibidang ini dirancnag untuk pengembangan sumber daya 
manusia baik PMII maupun NU. 

3. Sumber daya manusia 
Kerjasama di bidang ini ditekankan pada pemanfaatan secara 
maksimal manusia-manusia PMII untuk peningkatan kualitas 
khidmat NU. 

4. Rintisan program 
Kerjasama di bidang ini berbentuk pengolahan suatu program secara 
bersama, seperti program pengembangan ekonomi, program aksi 
sosial, dan lain-lain. 


» PENUTUP 
Demikian implementasi interdependensi PMII-NU dibuat untuk 
dijadikan rujukan bagi pengembangan kerjasama antara PMII dengan NU. 


Ditetapkan di: Cimacan, Jawa Barat. 
Pada tanggal: 24 Desember 1991. 
Dalam Acara Rapat Pleno. 
Musyawarah Kerja Nasional PB PMII. 
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NILAI KADER KOPRI (NKK) 


« PENDAHULUAN 

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki konsep dasar tentang 
kemasyarakatan, kenegaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan 
sebagainya. Islam mewajibkan kepada manusia hanya untuk mengabdi dan 
bertawakal kepada Allah SWT. Kehadiran Islam telah mampu merubah 
kondisi umat manusa dari tingkat "jahiliyah" ke tingkat "khairu ummah" 
dengan beberapa karakteristiknya antara lain: keimanan yang kuat, akhlak 
yang mulia, ilmu pengetahuan yang luas dan ukhuwah yang mantap. 

Kesempurnaan Muslim tidak selalu didukung oleh kesempurnaan 
Islam, disamping tercapainya hasil yang positif juga terlahir hasil yang 
negatif sebagai akibat hasil kelemahan manusiawi, seperti hawa nafsu, 
kesombongan, kebodohan, kesembronoan, kelengahan, ekslusifisme, 
ketidakjujuran dan lain sebagainya. Seringkali kesempatan Islam tertutupi 
oleh sisa kepercayaan lain atau mitos-mitos baru yang terselubung 
modernisme. 

Keprihatinan yang dialami umat Islam, termasuk Kopri yang masih 
jauh dari muslimah Khoiru Ummmah seperti masih terperangkap sebagian 
besar warga Kopri dalam kemisknan konsep, ekslusifitas program, 
keterbelakangan informasi, disintegrasi internal, dan sebagainya, rupanya 
membutuhkan jawaban sesegera mungkin. 

Pendinamisan organisasi selayaknya didasari internal dengan semangat 
religiusitas, sehingga punya keterkaitan secara horisontal. Dengan demikian 
dinamika Kopri diharapkan akan mampu menjawab berbagai perubahan 
dan perkembangan masyarakat serta kemajuan iptek secara benar dan tepat. 

Pada akhirnya NKK ini tdak hanya merupakan lensa bagi seseorang 
untuk melihat dunianya, akan tetapi juga merupakan cermin untuk melihat 
dirinya sendiri sekaligus sebagai jendela agar orang lain bisa melihat diri 
kita. Oleh sebab itu NKK akan memuat tidak saja patokan-patokan tingkah 
laku, akan tetapi juga tujuan yang ingin dicapai. 

Untuk menjawab pertanyaan: "Siapa saya ini?", maka NKK 
dikembangkan sebgai berikut: 

1) Waraga Kopri sebagai insan individu harus dipenuhi dengan 
muatan religiusitas karena islamnya, harus dipenuhi dengan 
muatan intlektualitas karena mahasiswa, juga harus dipenuhi 
dengan muatan kemandirian karena kedewasaannya. 

2) Warga Kopri sebagai mahluk sosial, tanpa membedakan unsur 
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) dan tanpa melihat 
dimensi ruang dan waktu. 

3) Warga Kopri sebagai insan organisasi harus mengembangkan sikap 


386 


profesionalitas dalam menjalankan aktifitas. 

«FUNGSI NKK 

1. Sebagai justifikasi terhadap kritik sosial dan tertib organisasi yang 
mensyaratkan pada anggota untuk menerima sebagai konstruk yang 
sah dan dianggap vital dan secara moral mengikat. Jadi setiap 
tindakan harus berada dibalik legitimasi NKK. 

2. Mampu menumbuhkan "sense of belonging" warga terhadap 
organisasi yang mempertautkan kolektifitas masa lampau sekaligus 
diarahkan pada masadepan sebagai instrumen identifikasi diri 
terhadap lingkungan yang selalu berubah. 

3. Sebagai pedoman yang memberikan wawasan mengenai misi dan 
tujuan organisasi sekaligus merupakan komitmen untuk bertindak. 


Berangkat dari pemikiran diatas maka dirumuskan NKK sebagai 
berikut: 

» TENTANG MODERNISASI 

Modernisasi telah mengembangkan suatukultur dengan menempatkan 
bentuk rasionalitas tertentu sebagai nilai yang menonjol tapi dalam beberapa 
hal sering gagal, karena rasionalitas itu kurang bisa dipakai sebagai panutan 
yang tepat.Meskipun begitu rasionalitas dalam berbagai segi telah mampu 
mengganti semagat keagamaan. Modernisasi seringkali ditandai dengan 
pesatnya ilmu pengetahuan dan tekhnologi ternyata mamp mengubah 
berberapa pandangan manusia dalam beberapa masalah kehidupan mereka. 
Akibatnya manusia seringkali mengideologikan pengetahuan dan tekhnologi 
sebagai sembahan kehidupan. Mengagdapi fenomena demikian, maka setiap 
Kopri menerima modernisasi secara selektif mana yang harus diambil. 


» TENTANG MITRA SEJAJAR 
i. Alllah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam kodrat yang 
berbeda, namun sama-sama mempunyai tanggungjawab 
kekhalifahan (O.S. 6:165) 


ii. ' Mempunyai kesempatan berakifitas dan berjuang serta akan 
diperhitungkan prestasi kerjanya (O.S. 4:32) 

iii. — Antara laki-laki dan perempuan bernaluri saling membutuhkan 
(O.5.2:167) 

iv. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang 
(O.5.2:228) 


» TENTANG WANITA IDEAL 
i. Sholihah, taat dan menjadi diri dengan Daft(O.S.4:34) 
ii. Beriman, tunduk, jujur, khusuk dan dermawan, menjaga 
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iii. 


» 


kehormatan dan banyak berdzikir kepada Alllah (O.S. 33:35) 
Memiliki pribadi yang dinamis dan kreatif ditunjang dengan 
tindakan, intelegensia kasih sayang. 

Memiliki kemampuan untuk melepaskan iri dari keterbatasannya 
menembus ruang dan waktu untuk meningkatkan kehidupn sosial 


WATAK KOPRI 

Kopri dalam melakukan kegiatan tidak akan meninggalkan sifat- 
sifat kewanitnnya 4.2. Kopri mempunyai tindakan, pandangan, dan 
langkah-langkah yang berbeda dari mahasiswa non Islam, bahkan 
di luar ahlussunah wal jamaah. 


PENUTUP 
Pelaksanaan NNKK Kopri pada akhirnya tergantung pada 


kemampuan kader Kopri itu sendri. NKK adalah salah satu sarana bagi 
kader Kopri untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri dan mengharapkan 


yang lain untuk melihat dan menginterpretasikan tindakan kader Kopri 
berdasarkan NKK tersebut. Dengan demikian bisa pula dikatakan bahwa 
NKK tidak lain merupakan potret diri yang diharapkan. 


Ditetapkan di: Jakarta 

Pada Tanggal: 28 Oktober 1991 

Kongres X 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
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POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI 
MUSPIM I PMII 


3 PENDAHULUAN 

Dua kurun usia dari komunitas besar mempunyai hubungan dan 
keterkaitan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, baik dilihat dari keharusan 
sejarah masa depannya, maupun masalah internalnya, Dua komunitas 
tersebut adalah Negara Indonesia dan Organisasi Kemasyarakatan 
Mahasiswa (UKM) pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Negara 
Indonesia yang telah berusia 47 tahun, kini hendak menuju pelaksanan PJPT 
II, era tiggal landas, dan memasuki kebangkitan nasional kedua, tentu 
membutuhkan optimalisasi potensi kreatifitas seluruh bangsa, Sedangkan 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia telah berusia 32 tahun yang hendak 
membulatkan tekadnya untuk menyumbangkan, mengabdikan dan 
berpartisipasi seluruh jiwa raganya untuk kepentingan bangsa, negara dan 
masyarakat Indonesia. 

Sinergitas hubungan kedua komunitas tersebut seyogyanya menjadi 
hubungan yang saling menguatkan dalam kerangka integritas nasional yang 
dinamis, kokoh dan berkesinambungan. Dalam persepektif PMII, 
harmonisasi hubungan dan optimalisasi partisipasi tersebut tidak saja 
merupakan tuntutan atau konsekuensi hidup yang bertendensi. Negara 
Indonesia merupakan geografis tempat berjuang dan menghambakan diri 
kepada Tuhannya, sekaligus sebagai tempat untuk mendharma bhaktikan 
dirinya atas mu'amalah dan mu'asayarah. 

Atas dasar upaya untuk mencapai tujuan negara Indonesia, dan juga 
tujuan PMII yaitu terbentuknya pribadi Indonesia yang bertagwa kepada 
Alllah SWT, berbudi luhur,berilmu dan bertanggung jawab dalam 
mengamarkan ilmu pengetahuan, dalam Musyawarah Pimpinan I PMII 
menyampaikan rekomendasi dengan niatan tulus ikhlas dan I'tikad baik, 
sebagai berikut: 


8 AGAMA DAN MORALITAS 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menilai dan mencatat bahwa 
dalam kehidupan bermasyarakat dewasa Ini terdapat kecenderungan yang 
linier terjadinya demoralisasi sebagai akibat dari marginalisasi peran agama 
dan sistem nilai (valuesystem) dalam proses kehidupan dan pembangunan. 
Meningkatnya demoralisasi telah menghantarkan dehumanisasi, lemahnya 
etos solidaraitas sosial, dan social concieusasi (kepedulian sosial) dan lain 
sebagainya oleh karena itu PMII berharap hendaknya peran agama selalu 
inklusif dalam pembangunan dan kehidupan sendiri, begitu juga pendidkan 
budi pekerti luhur, etika agama, etika sosial hendaknya menjadi pelajaran 
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formal, bersama dengan pendidkan moral pancasila dalam sistem dan 
stratifikasi pendidikan formal. Oleh karena itu pendidikan agama harus 
diaktualisasikan pada subyek didik pada bidang pendidikan. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia menilai salah satu wujud 
meningkatnya moral demoralisasi tersebut adalah terjadinya kenakalan, 
kebrutalan dan perkelahian remaja. Hal itu terjadi karena mulai menipisnya 
kohesifitas antara anggota keluarga, terutama para orang tua yang kurang 
memperhatikan perkembangan anak-anaknya, disamping kurangnya 
kreatiftas remaja. Juga karena sistem pengajaran agama dan moralitas 
disekolah yang hanya mendasarkanformalitas yang tidak di barengi dengan 
keteladanan guru bagi murid-muridnya, serta lingkungan sosial dan budaya 
yang serba boleh (permissiveness) sedangkan kemampuan menfilter dan 
katalisator para remaja sangat lemah. Oleh karena itu PMII mengajak semua 
pihak, pemerintah, swasta, orang tua, guru dan remaja sendiri agar 
memperhatikan dan mencari jalan keluar secepat - cepatnya dan sebaik- 
baiknya. 

Secara nasional, untuk mecari jalan keluar dari permasalahan tersebut 
perludiciptakan suatu sistem nasional yang dialogis, kondusif bagi 
munculnya kreatifitas remaja dan pemuda dalam upaya mengembangkan 
potensi positif dan kreatifnya. Untukmewujudkan hal tersebut perlu adanya 
upaya terpadu dari semua pihak terkait dalarn penanggulangan kenakalan 
remaja. 


& POTITIK DAN KEPEMIMPINAN 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berpendapat demokrasi 
Pancasila sebagai tuntutan konstitusional negara, tuntutan zaman (ideologi 
terbuka), dan  tuuntutan manusiawi (fitrah) hendaknya terus 
ditumbuhkembangkan secara gradual sesuai dengan perkembangan 
peradaban manusia Indonesia. Gradualitas berarti melakukan demokratisasi 
secara linier dengan tingkat kesejahteraan rakyat, bukan fluktualitif yang 
menciptakan kesenjangan. Gradualisasi demokratisasi juga berarti 
menginginkan perubahan, tetapi tidak meningggalkan tatanan dan sistem 
yang ada. Bukan revolutif, tidak evolutif yang menggabungkan antara 
perubahan (charge) dengan keberlanjutan (continuitas), Untuk itu 
demokratisasi hanya bisa tercapai dengan melakukan tindakan kolektif yang 
menuntut ada relokasi dan nasionalisasi kekuatanpolitik. 

Pergerakan Maahasiswa Islam Indoneaia berpedapat isu Hak Asasi 
Manusia (HAM) merupakan isu positf, jika diletakkan pada kerangka 
pembangunan politik yang dewasa. Tetapi menjadi negatif jika dimaksudkan 
untuk menghasut rakyat untuk mengganggi sistern kepemimpinan nasional. 
HAM seyogyannya dijalankan sejajar dan signifikan dengan hak asasai 
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komunal dalam kerangka keadilan dan kesinambungan antara hak dan 
kewajiban manusia. Penigkatan kualitas HAM hendaknya tetap diletakkkan 
pada kerangaka persatuan dan kesatuan bangsa yang selalu mendahulukan 
kepentingan negara dan umum pada kepentingan pribadi dan kelompok. 

Pergerakan Mahasswa Islam Indonesia berharap dan berdoa agar 
pelaksanaan sidang Umum, bulan Maret 1993 dapat berjalan lancar, aman 
dan tertib, sekaligus dapat memproduk hasil-hasil yang menyentuh dan 
menyeiesaikan hajat hidup rakyat kecil. 

Karena itu PMII berharap SIUM 1993 hendaknya jangan hanya sekedar 
sebagai formalitas kenegaraan, tetapi memang betiul-betul sebagai wahana 
mensukseskan, mengamankan dan mengamalkan hasil-hasilnya. PMII tidak 
mentolelir setiap bentuk ancaman dan gangguan yang hendak 
menggagalkan SIUM 1993. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mempercayakan dan me- 
nyerahkan sepenuhnya kepada MPR hasil pemilu 1992 untuk menentukan 
presiden dan wakil presiden masa Bhakti 1993-1998 secara konstitusional. 
PMII berpendapat seyogyanya rekruitmen puncak kepemimpinan nasional 
didasarkan pada kretetria 1). Bertagwa kepada Allah swt, 2) utuh dan setia 
terhadap ideologi negara, Pancasila UUD 1945, 3) putra negara yang terbaik 
dan sudah teruji dedikasi dan loyalitasnya, integritas kepribadiannya yang 
utuh, 4) mempunyai kemampuan memimpin, 5) Mempunyai sifat yang arif 
dan bijaksana. 


# HUKUM DAN KEADILAN SOSIAL 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berpendapat bahwa Islam 
merupakansalah satu sumber normatif yang dijadikan rujukan dalam upaya 
pembinaan hukum dan perundang-undangan nasional. Sedangkan upaya 
apapun yang menyangkut pembinaan hukum nasional harus bermuara pada 
tujuan keadilan sosial dalam segala aspeknya. Keadilan sosial hanya dapat 
tercapai jka pelaku-pelaku kekuasaan (elit kekuasaan) selalu mendasarkan 
komitmen nasionalnya pada kepentingan rakyat banyak, bukan pada 
kepeningan pribadi atau golongan. 

Keadilan sosial dalam aspek kesejahteraan hanya dapat tercapai jika 
pelaku-pelaku ekonomi selalu mendasarkan pada utuhnya komitmen 
nasionalisme ekonomi, yakni seluruh aset kekayaan yang dimilikinya selalu 
didasarkan dan diperuntukkan kepada kepntingan dan kesejahteraan rakyat 
banyak/kecil, bukan untuk kepentingan pribadi, menumpuk kekayaan dan 
berfoya-foya. Oleh karena itu kesempatan berusaha dengansegala kon- 
sekuensinya (permodalan, pembinaan dan lain sebaginya) harus segera 
dilakukan. Dengan demikian, perilaku konglomerasi dan monopoli harus 
sesegera mungkin disudahi. 
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Keadilan sosial tersebut juga dapat berjalan jika dilengkapi dengan 
hukum yang berwibawa dengan segala perangkatnya, sehingga dalam 
kehidupan masyarakat tercipta kepastian hukum. Hukum harus menjadi 
landasan pijak utama bagi manusia, bukan manusia yang setiap saat bisa 
mengubah hukum demi kepentingannya. Jika hal ini dapat diterapkan, maka 
akan tercipta keadilan hukum dan sosial yang sesungguhnya, bukan 
keadilan yang seolah-olah. 


& PENDIDIKAN 

Secara umum, pendidikan belum mampu menanamkan identitas diri 
pada anak didik, akibatnya terlepas antara keterdidikan dan kepribadian. 
Tingkat pendidikan tidak mencerminkan kematangan dan kedewasaan 
kepribadian. 

Ada degradasi nilai terhadap pendidikan,dimana cenderung dipahami 
hanya sebagai media membangun kemampuan kognitif anak didik, bahkan 
pendidikan kognitif pun, belum mampu melakukan tradisi intlektual pada 
anak didik yang tercermin pada baca dan tulis yang masih lambat. Untuk itu 
perlu waktu peninjauan ulang terhadap sistem pendidikan nasional, sangat 
mendesak terlebih lagi dalam memasuki PJPT II yang menitik beratkan pada 
pembangunan kualitas sumber daya manusia. 

Peninjauan kritis terhadap sistem pendidikan nasional harus 
berdasarkan kepada: 

1. Pembentukan warga negara yang bertagwa, berbudi luhur, disiplin, 
dan patuh terhadap hukum yang berlaku. 

2. Pembentukan identitas kepribandian bangsa Indonesia, dalam 
rangka pembentukan masyarakat Indonesia yang memiliki 
ketahanan nasional. 

3. Pengatualisasian  nilai.nila “— pendidikan dalam dinamika 
perkembangan individu dan masyarakat, 

4. Pensejajaran dan penyeimbangan, 

5. Pencipataan tenaga-tenaga profesional dalam bidang penerapan 
tekhnologi untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial. 


&  KEPEMUDAAN 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia berpendapat bahwa pemuda 
merupakan mata rantai gnerasi dan sehjarah yang berkelanjutan. Oleh 
karena itu intensitas PMII dalam Simpul-Simpul Sejarah perjuangan 
penglibatan pemuda dalam proses pembangunan harus semakin meningkat, 
baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Dalam kaitan ini system 
pembinaan, pendidikan dan kaderisasi kepemimpinan pelu ditingkatkan. 
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Proses akselerasi regenerasi kepemimpinan dikalangan pemuda 
menjadi penting tidak saja karena mereka merupakan pewaris 
kepemimpinan dan pewaris serta pelanjui sejarah, tetapi sesungguhnya 
pemuda merupakan pemilik masadepan bangsa dan negara Oleh karena itu 
yang lebih penting adalah bagaimana mempercepat pewarisan nilai-nila 
pancasila, wawasan perjuangan (nilai-nilai 1945) dikalangan pemuda, 
sehingga kepemimpinan nasional dan pemuda di masa depan tetap pada 
platform yang bena' rnemegang dan mengakui kebaikan para 
pendahulunya" Pemimpin yang baik adala- mereka yang mampu 
mempertahankan nilai-nilai lama yang tetap baik, serta mamp- menyerap 
dan membuat nilai-nilai baru yang lebih baik. 

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia mencatat dan menilai Komite 
Nasiona Pemuda Indonesia (KNPI) dewasa ini telah kehilangan empat etos 
utama,yaitu:). kebersamaan (solidarity makers), tetapi justru berkembang 
diskriminasai peran da-rekruitmen:2) paradigma aktualiata, sehingga dalam 
rekruitmen dan pelaksanaa- program ada kecenderungan nepotis, 3) 
kemandirian dalam menentukan sikap da- kebijakan, sehingga menjadikan 
KNPI sebagai tempat mengantung dalam rangk, mobilitas vertikal, 
sekaligus bergantung pada atasan (penmerintah), dan karenanyz kedaulatan 
dan otonomi utuh, 4)transparansi mekanisme kepemimpinan, sehingga. 
kedewasaan berbeda pendapat kurang telihat. Jika KNPI menginginkan 
tidak ditinggalka- oleh pemuda dan umatnya, maka para pengurus dan 
pemuda pada umumnya haru: segera mungkin mengembalikan empat nilai 
etos ideal tersebut, seperti ketika KN:- didirikan paa tahun 1973. Untuk 
mencari jalan keluar atas permasalahan ya:, berkembang pada KNPI dewasa 
ini, Pergerakan Mahasiswa Islam Indoneia mendese. agara segera dilakukan 
Pertemuan Naional antara DPP KNPI, Majelis Pemuda Indoneasia (MPI) 
dan Organisasai Kemasyarakatan Pemuda/Mahasiswa (OKP/M). 


Rekomendasi 
Musyawarah Pimpinan I 
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 


Internal: 
e Optimalisasi lembaga 
e Agar dibentuk FOKSIKA tingkat Koorcab 
e  FOKSIKA Nasional 
e Sosialisasi hasil kongres- tiga gerakan 
e Agar menyebarkan panduan ASWAJA 
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MAKNA FILOSOFI PMII 


Makna “Pergerakan” yang terkandung dalam PMII adalah dinamika 
dari hamba (makhluk) yang senantiasa bergerak menuju idealnya 
memberikan rahmat bagi alam sekitarnya. 

Dalam konteks individual, komunitas maupun organisatoris kiprah 
PMII harus senantiasa mencerminkan pergerakannya menuju kondisi yang 
lebih baik sebagai perwujudan tanggung jawabnya memberi rahmat pada 
lingkungannya. 

“Pergerakan” dalam hubungan dengan organisasi mahasiswa 
menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ke- 
Tuhanan dan potensi kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya 
selalu berada didalam kualitas kekhalifahannya. 

Pengertian “Mahasiswa” yang terkandung dalam PMII adalah 
golongan generasi muda yang menuntut ilmu di perguruan tinggi yang 
mempunyai identitas diri. 

Identitas diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, 
insan akademis, insan sosial dan insan mandiri. Dari identitas diri 
mahasiswa tersebut terpantul tanggung jawab keagamaan, tanggung jawab 
intelektual, tanggung jawab sosial kemasyarakatan dan tanggung jawab 
individu baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan 
negara. 

Pengertian “Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai 
agama yang dipahami dengan paradigma “Ahlussunnah Wal Jama'ah” yaitu 
konsep pendekatan terhadap ajaran agama Islam secara proprsional antara 
Iman, Islam dan Ihsan yang di dalam pola pikir dan pola perilakunya 
tercermin sifat-sifat selektif, akomodatif dan integratif. 

Pengertian “Indonesia” yang terkandung dalam PMII adalah 
masyarakat bangsa dan negara Indonesia yang mempunyai falsafah dan 
ideologi bangsa (Pancasila) serta UUD 1945 dengan kesadaran kesatuan dan 
keutuhan bangsa dan negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke 
yang diikat dengan kesadaran wawasan Nusantara. 

Secara totalitas PMII sebagai organisasi merupakan suatu gerakan yang 
bertujuan melahirkan kader-kader bangsa yang mempunyai integritas diri 
sebagai hamba yang bertagwa kepada Allah SWT dan atas dasar 
ketagwaannya berkiprah mewujudkan peran kemanusiaannya membangun 
masyarakat bangsa dan negara Indonesia menuju suatu tatanan masyarakat 
yang adil dam makmur dalam ampunan dan Ridla Allah SWT. (P-4 PMII). 
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Tentang Penulis 


Fauzan Alfas, 

Lahir di Bangkalan, 17 Juli 1964. 
Kegandrungannya sebagai aktivis 
organisasi digeluti sejak remaja. 
Semasa di Pondok Pesantren 
Sidogiri Pasuruan pernah menjadi 
ketua Umum “Annajah” (organisasi 
kader Ahlussunnah Wal-jama'ah, 
suatu wadah khusus bagi santri 
tingkat akhir yang akan 


melaksanakan tugas pengabdian 
kepada masyarakat). Kegiatan kemahasiswaan dimulai sebgai 
anggota pergerakan mahasiswa Islam Indonesia (PMII) tahun 
1985, disamping itu, ia juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan 
intra kampus, yang kemudian menjabat sebagai ketua umum 
Senat mahasiswa Fak. Hukum Universitas Islam Malang (1988 - 
1989). 

Aktivitasnya di organisasi ekstra kampus sejak mahasiswa 
dimulai sebagai staf bidang pengkaderan PMII Komisariat 
Universitas Islam Malang (1985 - 1987), Koordinator departemen 
pengkaderan PMII Cabang Malang (1988 - 1990), Ketua I PMII 
Cabang Malang (1990 - 1991) dan sebagai Ketua Umum PMII 
Cabang Malang (1991 - 1992). 

Dalam organisasi kepemudaan, ia juga aktif sebagai sekretaris 
DPD KNPI Kotamadya Malang selama dua periode (1988 - 1998). 
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Selain organisasi mahasiswa dan pemuda ia juga pernah bergelut 
dalam dunia fashion (pragawan) selama beberapa tahun di 
Surabaya. 

Sebagai aktivis, baik organisasi intra maupun ekstra kampus, 
aia sangat intens berintraksi dengan aktivis-aktivis mahasiswa 
intra maupun ekstra kampus, kelompok-kelompok studi, dan 
forum-forum mahasiswa. Karena aktivitasnya dalam organisasi 
kemahasiswaan ini pula pada tahun 1989 ia pernah ditunjuk 
sebagai anggota tim studi banding antar mahasiswa Indonesia dan 
mahasiswa dari Timur Tengah. Pada tahun yang sama ia 
mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi. 

Sekelumit pengalaman yang amat berkesan baginya, ketika ia 
menjabat sebagai ketua umum PMII Cabang Malang, ia 
mengeluarkan statemen “Bahwa Mahasiswi Muslimah yang mau 
bergabung dengan PMII tidak harus berjilbab”. Statemen ini 
mendapat reaksi keras dari anggota PMII di Cabang Malang 
maupun alumni dan seniornya di PMII. Statemen ini dianggap 
tidak sejalan dengan kebijakan pengurus sebelumnya dan 
dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Tetapi dengan kokoh 
ia tetap pada pendiriannya, bahwa, “Kenyataan menunjukkan bahwa 
tidak semua mahasiswi Muslimah itu berjilbab. PMII sebagai organisasi 
mahasiswa yang berdemensi keislaman ikut bertanggung jawab terhadap 
pembinaan mahasiswi-mahasiswi muslimah tersebut, terlepas apakah 
mereka itu berjilbab atau tidak, yang penting bagi PMII tidak penah dan 
tidak akan pernah menyuruh anggotanya untuk melepas jilbab. Perlu 
dicatat, bahwa PMII bukan organisasi eksklusif dan tertutup, yang hanya 
bisa dimasuki oleh mahasiswi Muslimah yang berjilbab saja”. Bahkan 
dengan lantang ia mengatakan “Jika hanya karena statmen itu saya 
dimusuhi dan dijauhi oleh Alumni dan senior saya di PMII, saya berani 
menghadapinya, tapi saya sangat khawatir jika PMII di musuhi dan di 
jauhi oleh kader-kadernya, karena di pundak merekalah masa depan 
PMII, termasuk mereka yang tidak berjilbab itu”. 
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Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H, Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926. 


Buku “PMII dalam simpul — simpul sejarah perjuangan" ini meru- 
pakan sebuah khazanah yang sangat berharga bagi organisasi maha- 
siswa kita. Secara deskriptif buku ini menyajikan catatan semenjak 
embrio, seputar kelahiran dan sepanjang sejarah perjalanan perjuangan- 
nya sampai saat — saat usianya berkepala empat. 

M. Said Budairy 
(salah satu deklarator kelahiran PMII) 


Buku yang berisi produk — produk hukum dan dokumen — dokumen 
historis PMII ini harus diakui sebagai buku pertama yang memuat secara 
lumayan lengkap dan cukup sistematis perjalanan kesejarahan PMII 
sejak mulai kelahirannya hingga transisi kepemimpinan dari sahabat Ali 
Masykur Musa kepada penulis, yakni sekitar tahun 1994, ia bisa menjadi 
bridging (jembatan) bagi setiap insan pergerakan dalam upaya 
menemukan identitas dan peran yang tepat dalam landscape 
keindonesiaan maupun global. Bukan hanya itu, ia adalah cermin alat 
intropeksi bagi kader — kader PMII hari ini dan bagi siapapun sekaligus 
neraca pembanding kiprah PMII dari masa ke masa pergulatannya 
dengan realitas kontemporer yang melingkunginya. 

A. Muhaimin Iskandar 
(Ketua Majelis Pembina Nasional PB PMII) 
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